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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  18  TAHUN  2007

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang
:
a.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah;



b.
bahwa Rencana Kerja Pemerintah memuat arah kebijakan nasional satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan;



c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008;

Mengingat
:
1.
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan   Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008.

Pasal 1

(1) 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2008, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.

(2) RKP Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari: 

a. Buku I yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran I; dan

b. Buku II yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II;

Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

(1)
RKP Tahun 2008 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro tahun 2008 yang antara lain termasuk di dalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

(2)
RKP Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

a.
pedoman bagi Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008; 

b.
acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008; 

c.
pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2008. 

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2008: 
a. Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2008 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat;

b. Kementerian Negara/Lembaga menggunakan RKP Tahun 2008 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

(1)
Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3)
Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 5

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2008 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan RKP Tahun 2008. 

Pasal 6

Dalam hal RKP Tahun 2008 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2008 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Mei 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Lampiran  I

Peraturan Presiden Republik Indonesia
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Bab 1

PeNDAHULUAN

BAB 1 
PENDAHULUAN
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009 dan merupakan kelanjutan RKP Tahun 2007. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKP mengacu kepada RPJMN. Di dalam RPJMN Tahun 2004–2009 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tanggal 19 Januari 2004 sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih dalam Pemilu Presiden pada tahun 2004, ditetapkan 3 Agenda Pembangunan, yaitu: 

1. 
Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; 

2. 
Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan 

3. 
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. 

Ketiga Agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci ke dalam RKP. Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan tahun RKP, ditetapkan Tema Pembangunan Nasional yang menunjukkan titik berat pelaksanaan Agenda Pembangunan. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahunan yang dijabarkan ke dalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. 

Prioritas pembangunan nasional tahunan disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

1. 
Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan;

2.
Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 

3. 
Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; 

4. 
Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;

5. 
Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, dan lintas wilayah dalam bentuk: (i) kerangka regulasi, serta (ii) kerangka investasi pemerintah dan layanan umum. 

Dengan demikian RKP merupakan pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RKP mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. 
Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan, karena memuat seluruh kebijakan publik; 

2.
Menjadi pedoman dalam penyusunan APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun; dan 

3. 
Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah. 

Lebih lanjut, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, RKP juga menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKP Daerah (RKPD). Dokumen RKP Tahun 2008 dilengkapi dengan Buku II yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing-masing program.



Bab 2

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2008

BAB 2

TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2008

A. Kondisi Umum

A.1. Pencapaian Tahun 2006 dan Perkiraan Tahun 2007


Pelaksanaan pembangunan tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007 yang merupakan tahun kedua dan tahun ketiga RPJMN Tahun 2004 – 2009 memberikan kemajuan penting dalam pelaksanaan ketiga agenda pembangunan yaitu: Mewujudkan Indonesia Yang Aman dan Damai; Menciptakan Indonesia Yang Adil dan Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Kemajuan penting tersebut adalah sebagai berikut.

Agenda Aman dan Damai


Dalam pelaksanaan Agenda Aman dan Damai dicapai kemajuan yang lebih baik tercermin dari kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang secara umum makin kondusif. Penerapan kesepahaman Helsinki secara konsisten yang antara lain ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilihan secara langsung Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), telah meningkatkan kondisi keamanan di Provinsi NAD. Konflik horizontal dan vertikal yang terjadi dalam berbagai proses politik seperti pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat dikendalikan sehingga tidak mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun konflik Poso masih diwarnai beberapa bentrokan antara aparat keamanan dengan warga yang menimbulkan korban di kedua belah pihak, namun dengan ditangkapnya tokoh-tokoh yang diduga sebagai penggerak utama konflik Poso, kondisi keamanan dan ketertiban di Poso kembali stabil.


Kemajuan dalam pelaksanaan Agenda Aman dan Damai juga tercermin dari menguatnya kepercayaan internasional terhadap institusi militer dengan meningkatnya peran serta Indonesia dalam misi perdamaian dan keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB). Dicabutnya embargo oleh Amerika Serikat terhadap pembelian peralatan utama sistem senjata (alutsista) TNI dan tercapainya beberapa kerjasama militer makin meningkatkan kemampuan pertahanan negara, meskipun belum sampai pada tingkat kebutuhan minimum essential force. Infrastruktur aturan hukum dan kelembagaan penanganan terorisme yang terus diperkuat merupakan keseriusan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme. Dalam tahun 2007 diharapkan Noordin M Top beserta jaringannya dapat ditangkap, kejahatan narkoba menurun, penanganan keamanan laut semakin membaik, dan daya penggentar makin meningkat seiring dengan upaya pemenuhan alutsista pertahanan.


Dalam penanggulangan illegal-fishing, pada tahun 2006 telah dipasang 1.444 buah transmitter pemantau kapal dan pembangunan unit pelaksana teknis (UPT) pengawasan di 5 lokasi (Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung, dan Tual). Dalam tahun 2007 diharapkan pengadilan khusus perikanan di lima lokasi tersebut telah dapat beroperasi yang didukung dengan sarana pengawasan yang lebih baik.


Upaya penanggulangan illegal-logging pada tahun 2006 telah berhasil menekan kasus-kasus pembalakan liar dan perdagangan kayu illegal yang antara lain ditunjukkan oleh tertangkapnya 173 tersangka di Papua dengan barang bukti kayu bulat 385.580 m3, kayu olahan 20.166 m3, dan peralatan 1.269 unit. Di samping itu telah terjalin kerjasama dengan negara-negara konsumen kayu seperti China, Jepang, Inggris, Korea Selatan dan Norwegia untuk mencegah perdagangan kayu illegal. Upaya ini juga dilengkapi dengan pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), di 10 provinsi yaitu, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua. Untuk tahun 2007, diharapkan sistem perlindungan dan pengamanan hutan yang lebih kuat, kapasitas kelembagaan perlindungan hutan, operasi pengamanan hutan, dan penyelesaian kasus hukum pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan yang lebih baik. Secara keseluruhan rasa aman dan damai dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat.

Agenda Adil dan Demokratis


Pelaksanaan Agenda Adil dan Demokratis menghasilkan beberapa kemajuan yang penting. Komitmen untuk memberantas korupsi terus ditingkatkan. Pada tahun 2006 pemerintah secara komprehensif meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UN Convention Against Corruption, UNCAC, 2003) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 dengan 6 (enam) strategi untuk memberantas korupsi, yaitu pencegahan, penindakan, kerjasama internasional, perundang-undangan, penyusunan laporan dan mekanisme, serta pengembalian aset negara yang dikorupsi. Kesungguhan pemerintah tersebut telah meningkatkan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah konferensi kedua kelompok negara yang meratifikasi konvensi PBB anti korupsi (Second Conference of the State Parties to the UNCAC 2003) yang direncanakan pada bulan November 2007.


Percepatan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK 2004-2009) dan pembenahan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (publik) telah menghasilkan penghematan keuangan negara yang cukup besar. Upaya ini merupakan langkah pencegahan untuk mempercepat pemberantasan korupsi disamping langkah penindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaaan, Kepolisian dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Pada tahun 2007, upaya pemberantasan korupsi baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan akan makin ditingkatkan.


Kemajuan juga dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2006. Tiga rancangan undang-undang yang merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi masuk Prolegnas 2007 yaitu: Rancangan Undang-undang Pelayanan Publik, Rancangan Undang-undang Etika Penyelenggara Negara, dan Rancangan Undang-undang Administrasi Pemerintahan. Dukungan terhadap reformasi birokrasi juga diberikan oleh legislatif. DPR berinisiatif mengajukan Rancangan Undang-undang Kementerian Negara yang juga dimaksudkan untuk membenahi birokrasi pemerintahan dan membangun tata kepemerintahan yang baik. Keempat rancangan undang-undang ini diharapkan selesai tahun 2007. Reformasi birokrasi juga ditingkatkan dengan penataan SDM aparatur dalam rangka penerapan manajemen SDM berbasis kinerja, pemberian gaji ke-13, dan penataan sistem pengawasan. Dalam pengadaan barang dan jasa publik, penerapan e-procurement makin luas baik di kementerian/lembaga maupun instansi pemerintah daerah. Kemajuan lain juga terlihat dari munculnya semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik pada kementerian/lembaga serta daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang bersifat perizinan dan non perizinan. Dalam tahun 2007, reformasi birokrasi dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berbagai penataan di bidang ketatalaksanaan, pelayanan publik dan SDM aparatur termasuk perbaikan kebijakan tentang sistem remunerasi yang dapat mendorong kinerja pegawai negeri akan ditingkatkan. Keberhasilan reformasi birokrasi akan dapat mendorong keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. 


Kemajuan juga dicapai dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan pemilihan Gubernur di Provinsi NAD yang berjalan aman dan demokratis. Hingga bulan Desember 2006, pemilihan kepala daerah (Pilkada) telah dilaksanakan di 291 daerah dengan perincian 14 Gubernur, 234 Bupati, dan 43 Walikota. Pelaksanaan Pilkada yang aman dan demokratis mencerminkan kualitas demokrasi masyarakat yang makin meningkat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan kapasitas KPUD dan aparatur pemerintah daerah dalam mempersiapkan masyarakat dan melaksanakan Pilkada di daerah-daerah lainnya secara aman dan demokratis pada tahun 2007.

Agenda Kesejahteraan Rakyat


Pelaksanaan Agenda Kesejahteraan Rakyat mencatat beberapa kemajuan penting meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup berat antara lain bencana alam di beberapa daerah, serta kekuatiran terhadap wabah penyakit.


Dalam tahun 2006, ekonomi membaik, tercermin dari stabilitas ekonomi yang meningkat, pertumbuhan ekonomi yang cenderung makin cepat, serta pengangguran yang menurun. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2006 sebesar Rp 9.168 per USD menguat 5,5 persen dibandingkan tahun 2005; laju inflasi menurun menjadi 6,6 persen dari 17,1 persen pada tahun 2005; suku bunga acuan (BI rate) menurun menjadi 9,75 persen pada bulan Desember 2006 dari 12,75 persen pada akhir tahun 2005; serta cadangan devisa meningkat menjadi USD 42,6 miliar pada akhir tahun 2006 dengan telah melunasi utang IMF sebesar USD 7,6 miliar. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan ekspektasi yang semakin baik terhadap perekonomian selanjutnya mendorong kinerja pasar modal di Indonesia. Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada akhir tahun 2006 mencapai 1.805,5, meningkat 55,3 persen dibandingkan akhir tahun 2005. 


Membaiknya stabilitas ekonomi yang didukung oleh permintaan eksternal yang kuat mendorong kegiatan ekonomi yang sebelumnya melambat. Penerimaan ekspor meningkat menjadi USD 100,7 miliar dengan ekspor nonmigas naik 19,7 persen dibandingkan tahun 2005. Penyaluran kredit perbankan meningkat sejak bulan Agustus 2006 sehingga pada bulan Desember 2006 kenaikannya mencapai 14,1 persen. Demikian pula penyerapan anggaran pemerintah pusat pada tahun 2006 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. 


Kegiatan ekonomi yang semakin meningkat mendorong kembali kepercayaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang relatif masih lambat pada semester I/2006 secara bertahap meningkat menjadi 6,0 persen pada semester II/2006 (y-o-y) meskipun dalam keseluruhan tahun 2006, perekonomian tumbuh 5,5 persen. Dalam tahun 2006, sektor pertanian tumbuh 3,0 persen, lebih tinggi dibandingkan dua tahun sebelumnya; sedangkan sektor industri pengolahan terjaga dengan pertumbuhan yang sama dengan tahun sebelumnya. 


Membaiknya pertumbuhan sektor pertanian secara luas didukung oleh terjaganya ketersediaan pangan nasional. Produksi padi yang pada tahun 2005 mencapai 54,2 juta ton GKG, pada tahun 2006 mencapai 54,4 juta ton GKG. Produksi komoditas perkebunan sebagai sumber devisa ekspor dan bahan baku industri pangan juga meningkat. PDB perkebunan yang pada tahun 2005 tumbuh sebesar 2,5 persen, pada tahun 2006 tumbuh sebesar 3,2 persen. Demikian pula, PDB perikanan pada tahun 2006 tumbuh 6,0 persen; lebih tinggi dari tahun 2005 (5,4 persen). Sub sektor peternakan sudah nampak pulih setelah adanya berbagai penyakit hewan yang masih perlu diwaspadai. Langkah-langkah penguatan sistem kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan hewan untuk mendukung peningkatan produksi dan keamanan produk daging, telur dan susu terus dilakukan. PDB peternakan yang pada tahun 2005 tumbuh sekitar 2,1 persen, pada tahun 2006 mencapai 3,0 persen. Langkah-langkah peningkatan produksi, mutu dan keamanan produk pertanian yang telah dilakukan terus dipertahankan dan akan ditingkatkan pada tahun 2007 agar pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan dapat meningkat.


Kondisi perekonomian yang membaik juga tidak dapat dilepaskan dari peran penting infrastruktur. Kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan serta subsidi operasi telah berhasil meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, kualitas, dan jangkauan pelayanan berbagai infrastruktur, yang pada gilirannya mampu memberikan dukungan kepada berbagai sektor perekonomian seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan pembangunan daerah. Pada tahun 2007 berbagai program dalam rangka meningkatkan daya dukung infrastruktur terhadap aktivitas perekonomian terus dilanjutkan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga diharapkan dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang ada.

Ketahanan dan kemandirian di bidang ekonomi terus meningkat. Dalam tahun 2006, rasio utang terhadap PDB menurun menjadi sekitar 40 persen; lebih rendah dari tahun 2004 (56,3 persen). Di samping pelunasan utang IMF empat tahun lebih cepat dari yang ditentukan, Pemerintah juga telah memutuskan untuk mengakhiri program CGI (Consultative Group on Indonesia). Keputusan ini dimaksudkan agar penetapan agenda dan prioritas, alokasi anggaran, penentuan sumber pembiayaan, dan implementasi pembangunan benar-benar independen mengacu pada kepentingan nasional.


Dalam triwulan I/2007, ekonomi tumbuh sebesar 6,0 persen. Dalam empat bulan pertama tahun 2007 stabilitas ekonomi tetap terjaga. Rata-rata nilai tukar rupiah sekitar Rp 9.098 per USD; laju inflasi terkendali sebesar 6,3 persen pada bulan April 2007 (y-o-y), dan cadangan devisa meningkat menjadi USD 49,3 miliar pada akhir April 2007. Stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut memberi ruang lebih lanjut bagi penurunan suku bunga. Pada bulan Mei 2007, suku bunga acuan diturunkan lagi menjadi 8,75 persen. Pada akhir bulan April 2007, IHSG di BEJ mencapai 1.999,2 atau meningkat sebesar 10,7 persen dibandingkan akhir tahun 2006. 


Dalam keseluruhan tahun 2007, stabilitas ekonomi akan terus dijaga terutama stabilitas harga barang dan jasa serta stabilitas nilai tukar rupiah. Perhatian juga diberikan pada harga bahan kebutuhan pokok masyarakat terutama beras dengan meningkatkan ketersediaan serta distribusinya kepada masyarakat. Kebijakan moneter diarahkan untuk mengendalikan likuiditas perekonomian dengan mengupayakan suku bunga yang secara riil mampu menjaga kepercayaan terhadap rupiah, mengurangi tekanan inflasi, dan sekaligus memberi dorongan bagi percepatan sektor riil. Pertumbuhan ekonomi akan terus didorong oleh perbaikan lebih lanjut iklim investasi, peningkatan efektivitas belanja APBN, serta peningkatan fungsi intermediasi perbankan. Dorongan fiskal terhadap perekonomian juga akan diberikan oleh belanja daerah dengan semakin besarnya fungsi pelayanan masyarakat yang diberikan oleh daerah. Keselarasan antara APBN dan APBD ditingkatkan untuk memberi stimulus fiskal yang maksimal pada perekonomian. Ini akan memberi dorongan lebih lanjut pada daya beli masyarakat yang mulai membaik sejak paruh kedua tahun 2006.


Langkah-langkah pokok di atas akan mendorong ekonomi pada tahun 2007 lebih baik. Stabilitas ekonomi diperkirakan membaik dengan nilai tukar yang relatif stabil, laju inflasi yang terkendali, serta suku bunga yang menurun. Dalam keseluruhan tahun 2007 laju inflasi diperkirakan sekitar 6,5 persen dan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebesar 6,3 persen dapat dicapai.


Kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja kembali meningkat. Dalam kurun waktu November 2005 – Agustus 2006, lapangan kerja baru bertambah 1,5 juta dari 94,0 juta menjadi 95,5 juta. Dari jumlah lapangan kerja tersebut, sebesar 790 ribu merupakan lapangan kerja formal; sedangkan lapangan kerja informal bertambah sekitar 700 ribu. Dengan meningkatnya perluasan lapangan kerja ini, jumlah pengangguran terbuka yang pada bulan November 2005 sebesar 11,9 juta atau 11,2 persen menurun menjadi 10,9 juta orang atau 10,3 persen dari jumlah angkatan kerja pada bulan Agustus 2006. Pada bulan Februari 2007, pengangguran terbuka menurun lagi menjadi 10,6 juta orang atau 9,8 persen. Dalam tahun 2007 upaya-upaya untuk mengurangi pengangguran terus ditingkatkan. Selain melalui investasi, pemerintah juga mengupayakan penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya melalui pelaksanaan berbagai program yang dibiayai APBN. Kualitas dan produktivitas tenaga kerja terus didorong dengan meningkatkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai pusat pelatihan berbasis kompetensi, menyusun kerangka kualifikasi nasional dan sistem sertifikasi bidang pendidikan dan pelatihan, serta mendorong pelaksanaan uji kompetensi bagi para lulusan/tamatan pendidikan dan pelatihan kerja. Pemerintah juga meningkatkan perlindungan dan penyederhanaan ketentuan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri baik untuk tenaga kerja terampil maupun tidak terampil.


Dalam penanganan bencana alam, pada tahun 2006 telah dilanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa dan tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yang difokuskan pada penyelesaian pencapaian target pembangunan perumahan dan permukiman. Disamping itu terus diupayakan pemulihan berbagai prasarana dan sarana transportasi, serta berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah pasca bencana, serta pemulihan sektor perekonomian melalui bantuan permodalan dan penguatan kelembagaan perekonomian. Berbagai upaya pemulihan sektor perumahan, infrastruktur wilayah, fasilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pemulihan sektor perekonomian masyarakat akan terus dilanjutkan pada tahun 2007 sesuai dengan sasaran pencapaian yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias.


Dalam penanganan bencana alam lainnya, Pemerintah telah mengupayakan berbagai program pemulihan wilayah pasca bencana. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pasca bencana gempa bumi 27 Mei 2006, Pemerintah mengupayakan pembangunan kembali rumah-rumah yang hancur atau rusak berat akibat gempa bumi tersebut, yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan rumah yang harus dibangun di Aceh dan Nias pasca bencana tsunami Desember 2004. Selain itu, pada tahun 2006 dilakukan pemulihan terhadap akibat bencana alam lainnya, diantaranya gempa dan tsunami di wilayah Pangandaran, banjir bandang di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, serta Sumatera bagian utara, yang secara keseluruhan dimaksudkan agar korban bencana alam segera tertangani serta kompensasi yang memadai diberikan untuk pemulihan kehidupan masyarakat korban bencana. Pada tahun 2007, berbagai upaya pemulihan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi akan terus dilanjutkan dan diselesaikan sesuai target dalam rencana induk maupun rencana aksi pemulihan pasca bencana di masing-masing daerah terkait. 


Pada tahun 2006 kemampuan penanganan bencana ditingkatkan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada upaya peningkatan kemampuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, diantaranya dengan ditingkatkannya status kelembagaan Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB) menjadi lembaga yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden (sejalan dengan disusunnya Rancangan Undang-undang tentang Penanganan Bencana), serta dengan diterbitkannya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana. Dengan demikian kemampuan Bakornas PB untuk mengkoordinasikan seluruh stakeholder dalam penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana dapat ditingkatkan kualitasnya. Dalam tahun 2007, penguatan kemampuan kelembagaan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi dan menangani bencana serta mengurangi risiko bencana akan terus ditingkatkan sejalan dengan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Penanganan Bencana yang akan diterbitkan pada tahun 2007 serta Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang akan ditindaklanjuti ke dalam berbagai rencana aksi di tingkat daerah agar dapat menjadi pedoman tata laksana tanggap darurat yang lebih praktis di tingkat masyarakat. Dalam pengurangan risiko bencana, pada tahun 2007 akan ditingkatkan dayaguna penataan ruang wilayah sebagai salah satu instrumen utama untuk mengurangi risiko bencana secara optimal. Kualitas rencana tata ruang yang berbasis pada pengurangan risiko bencana yang masih rendah akan ditingkatkan dengan dukungan informasi, data, peta wilayah rawan bencana yang cukup memadai bagi analisa pola pemanfaatan ruang, serta sekaligus menguatkan kelembagaan di tingkat Pemerintah Daerah dalam pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang wilayah.


Penanganan bencana yang telah dilakukan di atas, secara seimbang didukung dengan upaya pencegahan terjadinya bencana alam yang diakibatkan ulah manusia (man made disaster). Upaya ini ditempuh melalui pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari. Peningkatan produksi hasil hutan dioptimalkan dari hutan yang ada dan dengan meningkatkan cara pengelolaan hutan lestari, dengan mensyaratkan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHL). Langkah lain yang telah dan terus dilakukan adalah rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan kawasan konservasi, dan pembangunan hutan rakyat sehingga degradasi hutan dan lahan di sekitar hutan, terutama pada lahan-lahan yang menjadi sumber dan resapan air dapat diamankan. Melalui langkah-langkah ini, pengelolaan hutan dapat menghasilkan sumberdaya ekonomi dengan tetap menjaga pasokan air untuk keperluan pertanian, air bersih, sumber pembangkit tenaga listrik; serta menurunkan bahaya terjadinya tanah longsor, banjir pada waktu musim hujan, dan kekeringan panjang di musim kemarau.


Pencegahan dan pengendalian terhadap flu burung, yang saat ini telah menjadi isu global dan nasional ditingkatkan, dengan jumlah kematian ternak unggas akibat flu burung yang cukup tinggi tinggi dan penyebarannya yang cukup luas ke seluruh provinsi. Proses serangan flu burung pada manusia terus diwaspadai karena berpotensi untuk menular dari manusia ke manusia. Terjadinya kasus flu burung pada manusia menunjukkan kecenderungan yang meningkat baik dari segi jumlah kasus yang terkonfirmasi (confirmed cases) maupun yang meninggal. Dampak dari penyakit ini sangat besar berupa kerugian sosial ekonomi dan terjadinya korban manusia yang terus meningkat. Untuk itu upaya pencegahan dan penanggulangan lebih ditingkatkan secara terintegrasi dari segi tatalaksana kesehatan hewan dan kesehatan manusia. Dalam rangka itu, Rencana Strategis Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza 2006-2008 telah disusun sebagai acuan bagi upaya lintas sektor dan acuan bagi kerjasama dengan lembaga internasional.


Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus didorong melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan. Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2006 memberikan hasil yang baik. Di bidang pendidikan, pada tahun 2006 angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/MI dan yang sederajat masing-masing telah mencapai 110,8 persen dan 94,7 persen. Sedangkan APK jenjang SMP/MTs dan yang sederajat serta SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C masing-masing telah mencapai 88,7 persen dan 56,2 persen. Peningkatan APK tersebut juga disebabkan oleh menurunnya angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar dari 4,25 persen pada tahun 2005 menjadi 1,5 persen pada tahun 2006. Sementara itu, APK pada jenjang perguruan tinggi (PT) yang mencakup pula perguruan tinggi agama (PTA), Universitas Terbuka (UT), dan pendidikan kedinasan sebesar 16,7 persen. Indikator pencapaian pembangunan pendidikan yang lain yakni tingkat buta aksara penduduk umur 15 tahun ke atas tercatat sebesar 8,1 persen. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, yang tidak hanya difokuskan pada jalur pendidikan formal, melainkan juga pendidikan nonformal. Peningkatan mutu pelayanan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang tertinggi.


Di bidang kesehatan, status kesehatan dan gizi masyarakat terus mengalami peningkatan tercermin dari angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, usia harapan hidup, dan prevalensi gizi kurang yang membaik. Angka kematian bayi menurun dari 46 (1997) menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (2005). Angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2002-2003). Usia harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 69 tahun (2005). Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 28 persen (2005).


Jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dari 205 juta orang pada tahun 2000 menjadi sekitar 224 juta orang pada tahun 2007. Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan/pergeseran struktur umur penduduk, yaitu jumlah penduduk usia produktif terus meningkat sementara jumlah penduduk usia non-produktif semakin mengecil. Keadaan ini mengindikasikan terjadinya penurunan persentase penduduk sebagai beban pembangunan (dependency ratio) yang diperkirakan menurun dari 54,7 persen pada tahun 2000 menjadi 48,1 persen pada tahun 2007. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) pada tahun 2005 sebesar 2,23 per perempuan diperkirakan menurun menjadi 2,21 per perempuan (2006). Meskipun demikian, angka TFR di beberapa provinsi menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini dapat mendorong laju pertumbuhan dan jumlah penduduk. Untuk itu, upaya revitalisasi program keluarga berencana (KB) akan didorong guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB, termasuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola/pelaksana program KB dan memperluas jejaring kerja KB terutama di tingkat kabupaten/kota.


Di bidang sumber daya alam hingga tahun 2007 telah dan sedang dilaksanakan pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, penetapan 16 taman nasional baru, pemulihan hutan dan lahan, pembangunan model rehabilitasi hutan dan lahan partisipatif, rehabilitasi dengan pola intensif bagi 10 (sepuluh) Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas kritis di Pulau Jawa, mengefektifkan kerja sama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal, penanaman mangrove, serta penanaman terumbu karang buatan.


Di bidang lingkungan hidup telah dilaksanakan pemberian penghargaan kepada kota yang memenuhi standar pengelolaan lingkungan perkotaan (Adipura), program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER), program kali bersih, program langit biru, pembinaan tim penilai AMDAL, program menuju Indonesia hijau, program Debt Swap for Nature dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu juga telah dilaksanakan penanganan asap secara bersama untuk negara-negara ASEAN, kegiatan di bidang perlindungan lapisan ozon melalui penghapusan pemakaian bahan perusak ozon (BPO), dan peningkatan kapasitas daerah di bidang lingkungan hidup, melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang lingkungan hidup kepada pemerintah daerah.


Upaya untuk meningkatkan penyediaan energi terus ditingkatkan guna mendukung kegiatan ekonomi. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan terutama guna menjamin penyediaan energi dalam negeri melalui penganekaragaman sumber energi, mengoptimalkan produksi energi, dan menghemat penggunaan energi. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional telah dikeluarkan dan merumuskan sasaran energi bauran (energy mix) pada tahun 2025 guna menjadi acuan dalam pengelolaan energi. Di samping itu, guna menunjang pemanfaatan energi selain BBM, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN/Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Batubara yang Dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain. Penetapan harga energi, terutama BBM, secara bertahap telah dilakukan guna mencapai nilai keekonomiannya, disertai dengan pemberian kompensasi kepada masyarakat miskin guna mengurangi dampak negatif penyesuaian harga BBM tersebut.


Di bidang infrastruktur, upaya peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai standar pelayanan minimum sampai dengan tahun 2006 telah diwujudkan melalui pembangunan saluran air baku dengan kapasitas terpasang 3,58 m3/detik, pembangunan prasarana pengendali banjir sepanjang 783 km, kondisi mantap jalan nasional sekitar 81 persen dari total panjang jalan nasional, penyediaan pelayanan angkutan laut perintis dan kewajiban pelayanan umum (public service obligation) kelas ekonomi di Papua, Kalimantan, Sumatera, NTT, NTB, Maluku, Sulawesi, dan Jawa sebanyak 58 trayek dan 24 trayek, penyediaan pelayanan angkutan udara perintis sebanyak 94 rute di Papua, Kalimantan, Sumatera, NTT, Maluku dan Sulawesi, peningkatan jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri mencapai 39,3 juta orang dengan load factor lebih dari 75 persen; pembentukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan yang bertugas untuk merencanakan pembangunan dan mengelola dana USO, pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebanyak 9.462 unit, dukungan perbaikan 2.500 unit perumahan swadaya, penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk 1,2 juta penduduk perdesaan dan 1,1 juta penduduk ibu kota kecamatan, penyediaan prasarana dan sarana sanitasi untuk melayani 759 ribu jiwa, dan pengembangan dan optimalisasi TPA (tempat pembuangan akhir) untuk melayani 5 juta jiwa. 


Dalam rangka peningkatan daya saing sektor riil, pada program pembangunan bidang infrastruktur telah dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 817,6 ribu hektar; pembangunan 199 embung serta pembangunan sumur-sumur air tanah (groundwater); peningkatan pelayanan prasarana jalan nasional dari kecepatan rata-rata 43,5 km perjam menjadi 44 km perjam; melanjutkan pembangunan jalur ganda KA Yogyakarta-Kutoarjo, dan Tanah Abang-Serpong, pembangunan jalan KA Kertapati-Kampus UNSRI Indralaya, lanjutan pembangunan jalur ganda segmen III lintas Cikampek-Cirebon; peningkatan kapasitas jalan kereta api pada lintas Medan-Tebing Tinggi-Kisaran-Rantau Prapat, Tebing Tinggi-P. Siantar dan Medan-Besitang; Kertapati-Prabumulih-Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau dan Prabumulih-Tarahan; Bogor-Sukabumi-Padalarang-Bandung-Banjar-Kroya; Semarang-Panunggalan-Bojonegoro-Surabaya Pasar Turi, Semarang-Solo dan Solo-Surabaya Gubeng; serta lintas Bangil-Malang-Blitar-Kertosono dan Bangil-Jember; penyelesaian pembangunan 12 pelabuhan kecil yang tergabung dalam Small Port Development Project, pembangunan transmisi gas bumi Pagardewa–Lab. Maringgai sepanjang 270 km; penyempurnaan dan perluasan pengembangan teknologi Upgraded Brown Coal (UBC); pembangunan pusat informasi masyarakat melalui program community access point (CAP); persiapan pembangunan infrastruktur penyiaran televisi di 19 provinsi termasuk daerah blank spot; serta penataan dan revitalisasi 159 kawasan perkotaan. 


Seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, hingga tahun 2006 telah dilaksanakan persiapan pembangunan Indonesia Ship Reporting System Selat Sunda dan Selat Lombok dengan pusat pengendali di Tanjung Priok – Jakarta, persiapan pembangunan pelayanan informasi lalu lintas laut (vessel traffic service system) di selat Malaka; persiapan pelaksanaan pembangunan jalan tol dan bandara Kuala Namo di Sumatera Utara; pemberian hak khusus pembangunan jaringan pipa gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah; penerbitan peraturan tentang penetapan tarif berbasis biaya melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar melalui Jaringan Tetap dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular; dan penetapan anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia. 

A.2.
Masalah dan Tantangan Pokok Tahun 2008


Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada tahun 2006 dan perkiraan pada tahun 2007, masalah dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut.


Menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi sudah dapat ditingkatkan menjadi rata-rata 5,6 persen per tahun dua tahun terakhir, namun pengurangan kemiskinan belum merata di seluruh daerah. Pada bulan Maret 2006, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan sebanyak 39,05 juta jiwa orang miskin atau sekitar 17,75 persen.


Masalah pokok yang dihadapi dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin antara lain sebagai berikut. Pertama, pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di daerah perdesaan. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah perdesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Pengangguran terbuka di daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin terutama di daerah perdesaan. Sementara itu masyarakat miskin yang banyak menggantungkan hidupnya pada usaha mikro masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan dan sangat rendah produktivitasnya.


Kedua, kemampuan masyarakat miskin untuk menjangkau pelayanan masih terbatas dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi masih terbatas. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Prasarana dan sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang mencukupi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. Keseluruhan masalah ini akan ditangani secara sungguh-sungguh dalam tahun 2008 dengan program-program pembangunan yang lebih terintegrasi.


Ketiga, harga bahan kebutuhan pokok terutama beras cenderung berfluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh kemampuan produksi beras belum dapat menjamin permintaan beras secara nasional. Sementara itu, kebutuhan pokok selain beras terutama yang bersifat substitusi beras maupun komplemen beras juga belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh produksi dalam negeri. Produksi komoditas tersebut akan terus ditingkatkan untuk menjamin stabilitas harga bahan kebutuhan pokok terutama beras.


Dalam kaitan itu, percepatan pengurangan kemiskinan pada tahun 2008 dititikberatkan pada upaya menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; mengembangkan kegiatan ekonomi yang berpihak pada rakyat miskin; menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar terutama pada daerah tertinggal dan terisolasi; serta membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Pendekatan utama yang digunakan adalah melindungi rumah tangga miskin khususnya yang sangat miskin serta meningkatkan keberdayaan rumah tangga miskin dalam satu kelembagaan kelompok masyarakat miskin pada tingkat lokal. Masyarakat miskin didorong untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan secara kolektif, berbasis masyarakat, serta memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan rumah tangga miskin. Dalam kaitan itu, kapasitas pemerintahan dan pendampingan langsung kepada masyarakat akan ditingkatkan sehingga mampu mendorong kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin dalam menanggulangi permasalahannya.

Memperluas penciptaan lapangan kerja. Meskipun pada tahun 2007 diperkirakan tercipta sebanyak 2,1 juta kesempatan kerja baru, angka pengangguran terbuka masih tetap tinggi yaitu 9,9 persen atau 10,7 juta orang. Selain itu, lapangan kerja formal pada bulan Agustus 2006 masih terbatas yaitu hanya sekitar 29,7 juta atau 31,1 persen dari total lapangan kerja. Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja Indonesia, tingginya angka penganggur usia muda, serta masih terdapatnya beberapa jenis pekerjaan yang tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja merupakan masalah-masalah yang akan ditangani. Demikian juga kualitas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri akan diperbaiki. Keterbatasan sarana, dan prasarana, serta kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh balai-balai pelatihan kerja, belum adanya standar kompetensi kerja nasional di berbagai bidang profesi, tidak tersedianya aturan baku tentang sertifikasi kompetensi, serta terbatasnya pengakuan sertifikat kompetensi tenaga kerja – termasuk yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) – oleh dunia usaha di dalam dan di luar negeri merupakan kendala-kendala yang akan diatasi dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia.


Dengan adanya masalah tersebut di atas, tantangan pengembangan kesempatan tenaga kerja adalah sebagai berikut. Pertama, menciptakan lapangan kerja formal seluas-luasnya. Penciptaan lapangan kerja formal mendapat perhatian penting karena lapangan kerja ini lebih produktif dan lebih memberikan perlindungan sosial kepada pekerja dibandingkan dengan lapangan kerja informal. Kedua, mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pekerja. Rendahnya pendidikan, keterampilan, dan kompetensi sebagai besar tenaga kerja menyebabkan terbatasnya kapasitas dan produktivitas sumberdaya manusia Indonesia sehingga banyak dari tenaga kerja hanya mampu bekerja dengan produktivitas rendah. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang bekerja di lapangan kerja informal. Dengan terbatasnya lapangan kerja formal yang tersedia, tidak semua pekerja dapat bekerja atau berpindah ke lapangan kerja formal. Pekerja di kegiatan informal ditingkatkan kesejahteraannya agar kesenjangan pendapatan antara pekerja formal dan informal tidak terlalu besar.


Meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian dalam arti luas. Ketersediaan pangan dalam negeri dan akses pangan rumah tangga masih perlu ditingkatkan. Produksi padi tahun 2006 meningkat 0,5 persen dibanding tahun 2005 dan pada tahun 2007 dan 2008 masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus meningkat. Demikian juga akses pangan bagi rumah tangga miskin masih perlu ditingkatkan agar rawan pangan di tingkat rumah tangga menurun. Dengan permasalahan pokok tersebut, penguatan kemampuan produksi pangan dalam negeri; perbaikan sistem distribusi dan tataniaga pangan; pengembangan sistem insentif yang mampu mempertahankan lahan-lahan produktif produksi bahan pangan; serta perbaikan diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat merupakan tantangan utama yang harus dihadapi untuk meningkatkan ketahanan pangan.


Produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian dalam arti luas relatif masih rendah. Pertumbuhan produksi komoditi pertanian penting selain padi seperti jagung, sayuran, buah-buahan dan daging serta komoditas perkebunan akan ditingkatkan. Produksi bahan baku untuk bahan bakar nabati (BBN) sangat besar potensinya dan akan ditingkatkan pemanfaatannya. Meskipun produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap meningkat, namun potensi yang belum dimanfaatkan masih cukup besar. Produksi hasil hutan tanaman industri dan non kayu perlu ditingkatkan untuk mendukung berkembangnya industri hasil hutan. Masalah-masalah ini akan diatasi guna meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mendorong akses rumah tangga pertanian terhadap sumber daya produktif; meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi; melanjutkan upaya revitalisasi penyuluhan pertanian; serta mengembangkan sistem agribisnis di perdesaan.


Meningkatkan investasi dan daya saing ekspor. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan yang berarti pada semester II/2006, dukungan investasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan perlu diperkokoh. Pembentukan modal tetap bruto dalam tahun 2006 tumbuh sebesar 2,9 persen; lebih rendah dari tahun 2004 dan tahun 2005 yang berturut-turut tumbuh 14,7 persen dan 10,8 persen. Realisasi Izin Usaha Tetap bagi kegiatan penanaman modal pada tahun 2006 juga lebih rendah dibandingkan tahun 2005 meskipun rencana investasi terutama yang berasal dari dalam negeri mengalami kenaikan yang tinggi.


Demikian juga industri pengolahan nonmigas masih tumbuh di bawah potensinya. Dalam tahun 2005 dan 2006, industri pengolahan nonmigas tumbuh berturut-turut sebesar 5,9 persen dan 5,3 persen; di bawah sasaran RPJMN yang rata-rata diupayakan tumbuh 8,6 persen per tahun. Dalam pada itu, penerimaan ekspor, meskipun pada tahun 2006 meningkat sebesar 17,5 persen; kenaikannya lebih didorong oleh peningkatan harga komoditi di pasar internasional terutama untuk komoditi pertambangan. Kemampuan produksi di dalam negeri belum secara maksimal dapat memenuhi permintaan eksternal yang tinggi. Potensi pariwisata Indonesia juga belum dimanfaatkan secara maksimal antara lain karena kekuatiran terhadap keamanan, bencana alam, dan flu burung. Dalam tahun 2006, jumlah wisatawan mancanegara hanya mencapai 4,9 juta orang atau turun 2,6 persen dari tahun 2005. Sementara itu perolehan devisa pada tahun 2006 sebesar USD 4,5 miliar atau 1,6 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2005.


Dalam tahun 2008, upaya untuk meningkatkan investasi, mendorong industri pengolahan nonmigas, meningkatkan penerimaan ekspor termasuk dari jasa pariwisata akan ditingkatkan secara sungguh-sungguh. Tantangan ini semakin besar dengan kemungkinan melambatnya perekonomian dunia dan meningkatnya persaingan antar negara baik dalam menarik investasi maupun mempertahankan pangsa pasar ekspornya di luar negeri. Perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya saing ekspor akan ditangani dengan mengurangi hambatan perijinan, administrasi perpajakan dan kepabeanan, serta meningkatkan kepastian hukum dan keserasian peraturan pusat dan daerah. Daya saing ekspor nonmigas juga akan didorong terutama untuk komoditi yang bernilai tambah tinggi serta diversifikasi pasar ekspor. Adapun peningkatan pariwisata akan didorong dengan lebih mengembangkan pemasaran pariwisata, mengembangkan destinasi pariwisata, serta mendorong kemitraan pariwisata.


Perhatian juga diberikan pada investasi eksplorasi pertambangan. Walaupun mengalami perbaikan dalam dua tahun terakhir, investasi pertambangan akan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan mineral yang semakin besar. Pada tahun 2006, nilai investasi di sektor pertambangan mencapai USD 14,3 miliar. Sebagian besar dari investasi tersebut berupa investasi di sektor hulu minyak dan gas yang mencapai hampir 88 persen. Sementara itu, investasi pertambangan umum baru mencapai USD 1,3 miliar. 


Kegiatan eksplorasi pertambangan pada tahun 2008 terus dikembangkan guna menemukan cadangan baru, melalui peningkatan promosi investasi wilayah kerja pertambangan dan peningkatan survei seismik, pemboran eksplorasi, dan pemboran pengembangan. Disamping itu, akan terus dipertahankan suasana yang kondusif dan menarik untuk investasi eksplorasi. Jaminan kepada investor nasional dan asing berupa security of tenure serta kendali atas pengelolaan pertambangan secara penuh akan terus dipertahankan. Sedangkan untuk pengembangan sumber-sumber mineral dari daerah laut dalam, yang memerlukan pembiayaan, risiko komersial, dan teknologi yang tinggi, diberikan insentif tambahan. Khusus untuk pertambangan umum, hambatan yang dipicu oleh konflik akan dipercepat penyelesaiannya, terutama konflik-konflik yang seringkali ditemui investor yang berkaitan dengan tuntutan pemerintah daerah/masyarakat untuk menciutkan wilayah perjanjian penambangan serta gangguan PETI.


Meningkatkan produksi minyak bumi dan diversifikasi energi. Menurunnya produksi minyak bumi disebabkan terutama oleh menurunnya produktivitas ladang-ladang minyak yang saat ini tengah berproduksi (depletion) disamping belum optimalnya pengembangan lapangan-lapangan baru, terutama di kawasan marjinal. Penurunan produksi saat ini adalah sekitar 5 sampai 11 persen per tahun. Belum dikembangkannya lapangan minyak baru disebabkan oleh terbatasnya data bawah permukaan untuk pembukaan wilayah kerja baru, serta tumpang tindih lahan antara lain dengan kawasan/wilayah hutan lindung. Guna meningkatkan produksi minyak mentah, perhatian akan diberikan pada pengembangan insentif dan/atau fasilitas kepada pelaku usaha kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi agar dapat memanfaatkan teknologi tinggi dalam memanfaatkan lebih lanjut cadangan yang tersisa, dan dapat dengan segera menyelesaikan kesepakatan kerjasama atau kontrak-kontrak pada pengembangan lapangan minyak yang saat ini siap beroperasi; serta menemukan sumber-sumber cadangan minyak baru dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pasokan (security of supply) dari minyak bumi di masa mendatang.


Diversifikasi (penganekaragaman) energi, termasuk pemanfaatan gas bumi akan lebih didorong untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Saat ini produksi gas bumi dan batubara yang masing-masing mencapai 8-9 ribu MMSCFD (million standard cubic feet per day) dan 140 juta ton (setara dengan 550 juta barel minyak) lebih banyak diekspor daripada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Untuk gas bumi, lebih dari setengah dari produksi dipasarkan ke luar negeri (Jepang, Korea, dan Taiwan), sedangkan untuk batubara sekitar 70 persen juga diekspor. Selanjutnya sumber-sumber panas bumi yang tersebar di berbagai daerah juga masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan energi dalam negeri, terutama di Sumatera (50 persen dari total potensi nasional) dan Jawa. Sebanyak 18 wilayah kerja pertambangan (WKP) telah diberikan kepada PT. Pertamina dan PT. PLN untuk dikembangkan, namun sejauh ini pengembangannya belum memberikan hasil yang cukup berarti, terutama disebabkan oleh kendala keuangan dari BUMN pemegang WKP tersebut. Pelibatan pihak swasta untuk mengembangkan panas bumi terkendala oleh aturan harga uap yang belum dapat mencerminkan ongkos produksi pengembangan panas bumi. Disamping itu, upaya produksi dan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) akan didorong sebagai salah satu upaya penting dalam diversifikasi energi.


Dalam pengembangan dan pemanfaatan gas bumi, perhatian akan diberikan pada upaya untuk meningkatkan investasi eksplorasi dan eksploitasi gas bumi mempertahankan kesinambungan pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; distribusi gas secara lebih merata, efisien dan aman pada konsumen-konsumen, terutama konsumen besar; serta memperbaiki persepsi masyarakat yang lebih positif atas kemanfaatan gas bumi untuk keperluan rumah tangga. Selanjutnya pemanfaatan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional juga didorong dengan menyempurnakan sistem distribusi batubara nasional dari daerah penghasil ke daerah yang membutuhkan; mempercepat proses perijinan pengusahaan pertambangan batubara, melalui upaya sinkronisasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; memudahkan pemanfaatan dan pendistribusian batubara oleh masyarakat luas, melalui upaya pencairan batubara; serta mitigasi dampak lingkungan dari pemanfaatan batubara. Pengembangan panas bumi ditingkatkan dengan merumuskan formulasi harga yang tepat antara harga jual uap dan harga jual tenaga listrik yang dihasilkannya; memperbaiki distribusi tenaga listrik yang dihasilkan secara lebih efisien; serta menyempurnakan perangkat peraturan yang lebih kondusif dalam upaya peningkatan investasi swasta dalam pengembangan panas bumi. Selanjutnya, pengembangan bahan bakar nabati (BBN) akan didorong dengan mengatasi keterbatasan bahan baku sehingga persaingan penggunaan bahan baku nabati ini, selain untuk energi, dapat dikurangi; serta menciptakan pasar BBN yang luas dan tata niaga BBN yang handal.


MeningkatkaN Kualitas Pendidikan dan Kesehatan. Meskipun terjadi peningkatan, kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat masih lebih rendah bila dibandingkan dengan pencapaian negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina dan masih jauh dari sasaran Millennium Development Goals (MDGs).


Di bidang pendidikan, masalah utama yang dihadapi adalah diperlukannya peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun hampir seluruh anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah, tetapi masih ada sebagian anak yang tidak bersekolah terutama karena alasan ekonomi atau tinggal di daerah terpencil, yang belum terjangkau oleh layanan pendidikan. Anak usia 13-15 tahun yang seharusnya dapat mengenyam pendidikan paling tidak sampai dengan pendidikan dasar, sebagian tidak dapat bersekolah. Pada saat yang sama kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih terjadi terutama antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Menurut Susenas 2006, angka partisipasi sekolah (APS) atau persentase penduduk yang mengikuti pendidikan formal penduduk kelompok umur 13-15 tahun yang berasal dari kuantil pertama (kelompok 20 persen termiskin) baru mencapai 74,2 persen, sementara untuk kuantil kelima (kelompok 20 persen terkaya) telah mencapai 92,2 persen. Sementara itu jika dilihat dari tipe wilayah, APS penduduk usia 13-15 tahun di perkotaan sudah mencapai 89,7 persen, sementara di perdesaan baru mencapai 80,3 persen. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Meskipun pemerintah telah menyediakan bantuan operasional sekolah (BOS) yang cukup signifikan untuk jenjang pendidikan dasar, namun masih ditemukan sekolah yang masih menarik berbagai iuran sehingga memberatkan orangtua, terutama bagi keluarga miskin. Studi yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa dengan adanya program BOS, sebanyak 70,3 persen SD/MI dan SMP/MTs telah membebaskan siswa dari segala jenis pungutan. Meskipun demikian besaran dana BOS belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan, sekolah swasta, dan sekolah unggulan.


Kesenjangan partisipasi pendidikan terlihat makin mencolok pada jenjang menengah dan tinggi. Menurut data Susenas 2006, APS penduduk kelompok umur 16-18 tahun untuk kuantil petama baru mencapai 37,9 persen, sementara untuk kuantil lima telah mencapai 68,6 persen. Demikian pula APS penduduk umur 19-24 tahun untuk kuantil pertama baru sebesar 3,45 persen, sedangkan untuk kuantil lima sudah mencapai 25,7 persen. Sementara itu, jika dibedakan menurut tipe wilayah, APS pada penduduk kelompok umur 16-18 tahun yang tinggal di perdesaan dan perkotaan masing-masing adalah 45,0 persen dan 65,5 persen, sedangkan APS penduduk umur 19-24 tahun di kedua tipe wilayah tersebut masing-masing adalah 5,9 persen dan 17,2 persen.


Masalah penting lain yang dihadapi bidang pendidikan adalah berkaitan dengan ketersediaan, kualitas, dan kesejahteraan pendidik. Sebaran pendidik tidak merata dan lebih banyak terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, sebagian besar pendidik masih belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Demikian pula, pemberian tunjangan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan khusus untuk mendukung kesejahteraan pendidik juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik penting dilakukan agar mereka dapat mengemban tugas dengan baik, sehingga satuan-satuan pendidikan dapat melahirkan lulusan-lulusan yang bermutu. Memasuki era global yang sangat kompetitif diperlukan tenaga-tenaga berpendidikan menengah dan tinggi yang berkualitas secara memadai. 


Pembangunan kesehatan dihadapkan pada masalah dan tantangan antara lain: disparitas status kesehatan dan gizi antar tingkat sosial ekonomi, antarkawasan, dan antara perkotaan dan perdesaan; akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas belum memadai terutama bagi masyarakat miskin dan yang tinggal di daerah terpencil; jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan belum memadai terutama di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan; penyakit infeksi menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya angka kesakitan seperti penyakit demam berdarah dengue (DBD), HIV/AIDS, tuberkulosis paru, malaria, diare, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit flu burung; masalah gizi kurang dan gizi buruk terutama pada ibu hamil, bayi, dan balita, serta berbagai masalah gizi utama lain seperti anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya; belum optimalnya penyediaan obat dan perbekalan kesehatan, pengawasan obat dan makanan, dan keamanan pangan; serta perilaku hidup sehat yang belum menjadi budaya dalam masyarakat baik karena faktor sosial ekonomi maupun karena kurangnya pengetahuan. 


Di bidang keluarga berencana, pertumbuhan penduduk yang diperkirakan terus meningkat; angka total fertility rate (TFR) di beberapa provinsi yang cenderung meningkat; dan jaminan penyediaan alat/obat KB serta pelayanan KB bagi penduduk miskin yang belum optimal merupakan masalah dan tantangan pokok yang tetap harus dihadapi dalam tahun 2008.


Mendorong Peran masyarakat luas dalam penegakan hukum untuk memberantas korupsi serta mempercepat reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Meskipun pemberantasan korupsi terus dilakukan selama ini, namun hal tersebut dinilai masyarakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi pada tahun 2008 akan terus ditingkatkan dengan mendorong peran serta masyarakat disamping peningkatan kemampuan aparat penegak hukum. Peran masyarakat luas dalam ikut serta melakukan pengawasan secara konsisten dan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan juga didorong. Saluran pengaduan masyarakat kepada institusi penegak hukum dalam hal terjadi pelanggaran dan penyelewengan kekuasaan akan dipermudah. Peningkatan peran masyarakat aktif dalam pengawasan juga ditingkatkan dengan memberikan jaminan perlindungan dan memberikan insentif terhadap saksi pelapor dalam kasus korupsi. 


Dalam upaya percepatan reformasi birokrasi, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan komitmen dan dukungan dari para penyelenggara negara untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara konsisten dan berkelanjutan. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi sangat diperlukan untuk memperkuat basis pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. Langkah ini akan dipercepat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan terutama dalam bidang pertanahan, investasi, perpajakan, dan kepabeanan pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik, sistem administrasi kependudukan, dan pengelolaan Samsat. Perhatian besar juga diberikan pada rendahnya gaji PNS dan penerapan sistem remunerasi PNS yang berbasis prestasi kerja, rendahnya kinerja PNS dalam melaksanakan tugas-tugasnya, belum terbangunnya penerapan manajemen di berbagai instansi pemerintah (pusat dan daerah) yang dapat mendorong peningkatan kinerja lembaga dan kinerja pegawai, belum sinerginya pelaksanaan pengawasan antar berbagai instansi terkait yang ditandai dengan tumpang tindihnya pelaksanaan pengawasan dan lemahnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan, serta bertambahnya jumlah komisi/badan quasi birokrasi yang tugas dan fungsinya tumpang tindih dengan birokrasi (kementerian/lembaga). 


Meningkatkan rasa aman, kekuatan pertahanan, serta penanganan gangguan dan ancaman terorisme. Rasa aman bagi masyarakat masih belum dapat terwujud seutuhnya. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan tingkat kriminalitas (crime rate) yaitu jumlah kejadian kejahatan per 100.000 penduduk, meningkat dari 121 pada tahun 2005 menjadi 128 pada tahun 2006 meskipun pada saat yang sama telah dicapai peningkatan penyelesaian tindak perkara (clearance rate) dari 57,0 persen menjadi 59,5 persen. Sementara itu kemampuan pertahanan nasional belum dapat memberikan efek detterence/penangkal, bahkan belum mampu memenuhi kekuatan dan gelar minimum essential forces baik dalam memberikan fungsi operasi militer maupun operasi militer selain perang. Kekuatan pertahanan nasional di tingkat regional terus mengalami kemerosotan dengan posisi saat ini berada dalam kekuatan nomor 4 di Asia Tenggara, atau sejajar dengan negara yang skala dan kompleksitas ancaman dan gangguannya sangat rendah. Kondisi tersebut diperburuk oleh kesiapan alutsista yang secara rata-rata hanya mencapai 45 persen dari yang dimiliki. 


Selanjutnya, tindak kejahatan transnasional di wilayah yurisdiksi laut dan wilayah-wilayah perbatasan masih cukup tinggi seperti narkoba, illegal logging, illegal fishing, penyelundupan manusia atau senjata. Di samping itu, masih adanya beberapa kelompok masyarakat yang memberikan pemahaman sempit terhadap doktrin ideologi, keagamaan dan kurangnya penghargaan terhadap pluralitas menyebabkan konflik yang bernuansa suku, ras, dan agama masih sering mengemuka. Hal tersebut terutama terjadi di daerah-daerah rawan konflik seperti Poso, Palu, Maluku, dan sebagainya. Belum tuntasnya penanganan pelaku dan jaringan terorisme yang beroperasi di Indonesia serta belum meredanya aksi-aksi terorisme skala regional maupun global berpeluang meningkatkan aksi-aksi terorisme di dalam negeri.


Dengan demikian tantangan yang dihadapi untuk memecahkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas adalah: meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan secara lebih optimal dalam menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan termasuk dalam hal memberikan dukungan pencegahan dan penanggulangan terorisme; menangani tindak kejahatan transnasional di wilayah yurisdiksi laut dan wilayah-wilayah perbatasan yang relatif masih cukup tinggi; membina dan meningkatkan pemahaman terhadap doktrin idiologi, keagamaan dan penghargaan pluralitas terhadap kelompok masyarakat yang cenderung radikal; menuntaskan penanganan pelaku dan jaringan terorisme yang beroperasi di Indonesia; dan meningkatkan kerjasama global dalam menangani aksi-aksi terorisme skala regional maupun global.

Meningkatkan penanganan bencana dan pengurangan risiko bencana, serta pemberantasan penyakit menular. Dalam kaitannya dengan penanganan bencana, yang selama ini masih berorientasi pada penanganan kedaruratan pasca bencana masih sering terjadi keterlambatan penanganan korban bencana dalam tahapan tanggap darurat, serta belum efektifnya penanganan pasca bencana dalam jangka menengah dan panjang secara terprogram melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pasca bencana. Sehubungan dengan itu, upaya pemulihan pasca bencana yang lebih terencana dan terprogram akan ditingkatkan, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan penanganan bencana yang lebih profesional dan dukungan pendanaan penanganan bencana yang lebih memadai. 

Selain itu, dengan memperhatikan kejadian bencana yang semakin beragam dan tinggi frekuensinya, maka permasalahan lainnya yang dihadapi adalah belum memadainya perhatian terhadap pentingnya pengurangan risiko bencana, sebagai upaya untuk merubah paradigma penanganan bencana dari sebelumnya berorientasi pada penanganan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana, menjadi berorientasi kepada pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sehubungan dengan itu, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana akan ditingkatkan, sejalan dengan penguatan kapasitas dan kinerja kelembagaan dalam mengurangi risiko bencana, dengan memperhatikan peningkatan dayaguna rencana tata ruang wilayah dalam mengurangi risiko bencana.


Selanjutnya dalam penanganan wabah flu burung, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan wabah pandemi di tingkat daerah dan masyarakat akan ditingkatkan, serta kesiapsiagaan warga masyarakat dalam pencegahan dan menghadapi wabah flu burung akan didorong. Disamping itu, kapasitas dan kinerja kelembagaan dalam menanggulangi wabah flu burung akan ditingkatkan. Upaya penanggulangan flu burung secara terkoordinasi untuk mencegah serangan yang lebih luas akan ditingkatkan karena sifat flu burung yang cepat menular pada hewan dan manusia.


Meningkatkan dukungan infrastruktur bagi pembangunan. Dukungan infrastruktur dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat pada tahun 2008 masih menghadapi masalah dan tantangan antara lain: masih kurang memadainya pelayanan infrastruktur untuk memenuhi pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal; masih kurang memadainya dukungan infrastruktur dalam upaya peningkatan daya saing sektor riil; serta perlu ditingkatkannya realisasi proyek infrastruktur kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta.


Dalam bidang sumber daya air, masalah bencana banjir di wilayah lumbung pangan nasional dan kota-kota besar seperti wilayah Jabodetabek semakin meningkat akibat perubahan tata guna lahan dan degradasi lingkungan serta belum memadainya keandalan prasarana pengendali banjir. Selain itu keandalan prasarana sumber daya air penyedia air baku menurun akibat terjadinya percepatan sedimentasi dan pencemaran sungai oleh limbah padat permukiman. Intensitas abrasi pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau terdepan Nusantara juga meningkat. Kinerja jaringan irigasi juga belum memadai dalam memenuhi kebutuhan air usaha tani terutama untuk pencapaian produksi padi. Dari total jaringan irigasi yang telah terbangun, masih terdapat jaringan irigasi yang belum atau tidak berfungsi karena belum lengkapnya sistem jaringan ketersediaan air, kurang siapnya lahan sawah, tidaksiapnya petani penggarap, serta terjadinya konversi penggunaan lahan. Selain itu, pada jaringan irigasi yang telah berfungsi juga mengalami kerusakan karena kurang optimalnya operasi dan pemeliharaan serta akibat bencana alam. 


Pembangunan bidang transportasi masih menghadapi permasalahan: masih terbatasnya tingkat jaminan keselamatan dan keamanan transportasi yang antara lain disebabkan oleh lemahnya regulasi dan kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) dan budaya keselamatan, kelaikan prasarana dan sarana, serta manajemen transportasi; rendahnya akses terhadap pelayanan transportasi khususnya untuk masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan terisolir; rendahnya investasi dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana transportasi. Tantangan yang dihadapi pada sektor transportasi adalah: tidak seimbangnya pertumbuhan lalu lintas (kebutuhan jasa angkutan) dengan pertumbuhan investasi sarana dan prasarana transportasi, termasuk SDM penyelenggara jasa angkutan serta masih tingginya tingkat kecelakaan serta pelanggaran ketentuan dan penyelenggaran transportasi; terbatasnya prasarana dan sarana transportasi di kawasan yang terpencil dan terisolir menyebabkan sulitnya akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan baik untuk masyarakat miskin maupun masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan tertinggal; serta adanya undang-undang dan peraturan baik di sektor transportasi maupun investasi yang kurang menarik dunia usaha (swasta) untuk berperan serta dalam pembangunan dan pengoperasian prasarana transportasi.


Pembangunan infrastruktur energi menghadapi masalah pokok antara lain terbatasnya aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi; tingginya intensitas energi untuk memproduksi per unit PDB; terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana batubara untuk menunjang program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW; kelangkaan suplai gas bumi untuk memenuhi kebutuhan gas domestik; rendahnya pemanfaatan gas bumi dan batubara untuk kebutuhan domestik; belum optimalnya pemanfaatan energi panas bumi dari potensi yang tersedia; serta pemanfaatan energi terbarukan (renewable) khususnya energi berbasis nabati masih terbatas. Dalam kaitan itu, pembangunan infrastruktur energi di tahun 2008 menghadapi tantangan berupa terbatasnya sistem transportasi pendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW berbahan bakar batubara; terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah; rendahnya partisipasi koperasi, usaha kecil, dan pemerintah daerah; pertumbuhan kebutuhan energi dan kebutuhan jaminan ketersediaan pasokan energi (security of energy supply); rendahnya aplikasi teknologi dalam pemanfaatan energi; dan perlunya penyempurnaan peraturan perundangan dalam penyediaan infrastruktur energi.


Dalam pada itu, perlunya peningkatan efektivitas penciptaan dan pengawasan penyelenggaraan kompetisi; masih tingginya ketergantungan pembangunan infrastruktur penyiaran terhadap dana pemerintah; tingginya tingkat ketergantungan terhadap teknologi/vendor tertentu; masih tingginya tingkat penggunaan perangkat lunak ilegal; belum terpadunya rencana pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lintas sektor; dan masih terbatasnya e-literacy masyarakat merupakan masalah-masalah pokok yang dihadapi dalam pembangunan pos dan telematika pada tahun 2008. Tantangan pada tahun 2008 timbul dari cepatnya perkembangan teknologi dan terjadinya konvergensi teknologi telekomunikasi, informatika dan penyiaran, sehingga diperlukan penataan ulang regulasi, kelembagaan dan industri sejalan dengan terjadinya konvergensi teknologi telekomunikasi, informatika dan penyiaran.


Upaya melakukan pembangunan pembangkit listrik dalam bentuk rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit listrik batubara (PLTU) masih belum menunjukkan hasil yang cukup berarti karena persyaratan yang tertuang dalam loan agreement belum dapat dipenuhi dan proses implementasi pembangunannya memakan waktu yang cukup lama serta kendala dalam upaya mencari sumber bahan bakar khususnya pembangkit listrik berbahan bakar gas. Sistem penyaluran listrik baik jaringan transmisi maupun jaringan distribusi juga masih belum memiliki konfigurasi yang optimal karena belum memadainya iklim investasi serta aspek sosial pertanahan yang menjadi kendala utama dalam pengembangan jaringan penyaluran. Untuk pengembangan listrik perdesaan, tarif yang belum mencerminkan nilai keekonomiannya menyebabkan rendahnya jangkauan pelayanan. Hal ini sangat menyulitkan untuk pencapaian target tahunan mengingat dana subsidi yang dialokasikan sangat terbatas. Selanjutnya implementasi dari pembaharuan aspek regulasi pasca pembatalan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, berupa pengembangan kembali struktur dan tata pengelolaan ketenagalistrikan nasional, proses transisi pembaharuannya mengalami perkembangan yang relatif lambat. 


Pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada beberapa masalah pokok antara lain: masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak; masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang layak; serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk mendukung sektor industri, pariwisata dan perdagangan. Dengan permasalahan yang dihadapi, pembangunan perumahan dan permukiman memiliki tantangan untuk: menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase, serta mencapai ’free open defecation’.
B.
Tema Pembangunan Tahun 2008 dan Pengarusutamaan Pembangunan

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2006 dan perkiraan 2007, serta tantangan yang dihadapi tahun 2008, tema pembangunan pada pelaksanaan tahun keempat RPJMN adalah Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah ini, terdapat 6 (enam) prinsip pengarusutamaan menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu:

· Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif. 

· Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan juga dituntut untuk mempertimbangkan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Langkah-langkah membangun harus bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang tetapi juga bagi keberlanjutan pembangunan generasi-generasi berikutnya. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.

· Pengarusutamaan gender. Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perempuan dan laki-laki menjadi mitra sejajar, dan memiliki akses, kesempatan, dan kontrol, serta memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara. 

· Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance). Tata kepemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga penyelenggara negara (good public governance), dunia usaha (good corporate governance) dan berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terbangunnya tata kepemerintahan yang baik tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan secara konsisten.

· Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Oleh karena masih signifikannya perbedaan pembangunan antara daerah yang sudah relatif maju dengan daerah lainnya yang relatif masih tertinggal, maka diperlukan pemihakan dalam berbagai aspek pembangunan oleh seluruh sektor terkait secara terpadu untuk percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal, yang sekaligus dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

· Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah. Mengingat kegiatan pembangunan lebih banyak dilakukan di tingkat daerah, maka peran Pemerintah Daerah perlu terus semakin ditingkatkan. Sejalan dengan itu, maka kegiatan pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk pendesentralisasian pelayanan-pelayanan kementerian/lembaga yang sebenarnya sudah dapat dan layak dikelola oleh daerah, guna lebih mendekatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

C. Prioritas Pembangunan Tahun 2008


Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMN Tahun 2004 – 2009, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2008, maka prioritas pembangunan nasional pada tahun 2008 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja; 

2. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan;

3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi;

4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;

5. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan; 

6. Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

7. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri;

8. Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.


Prioritas pembangunan tahun 2008 ini ditempuh dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut.

I.
Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja

Sasaran

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi antara 8,0 – 9,0 persen dari angkatan kerja;

2. Meningkatnya investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 15,5 persen;

3. Tumbuhnya industri pengolahan nonmigas sebesar 8,4 persen;

4. Meningkatnya ekspor nonmigas sekitar 14,5 persen;

5. Meningkatnya jumlah perolehan devisa dari sektor pariwisata sekitar 15 persen;

6. Meningkatnya investasi migas sebesar 10 persen;

7. Terlaksananya penawaran dan penyiapan 30 Wilayah Kerja Baru Migas;

8. Tersedianya data/informasi CBM (Coal Bed Methane), bitumen padat, dan migas di 13 lokasi;

9. Penyelesaian masalah tumpang tindih lahan kegiatan hulu migas dan kawasan hutan/sektor lain sebanyak 15 kasus;

10. Tercapainya 215 Kantor Modern meliputi 6 Kantor Wilayah Modernisasi, 88 Kantor Pelayanan Pajak Pratama,  dan 121 Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);

11. Terbentuknya 4 Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan penerapan National Single Window (NSW) serta peningkatan kinerja kepabeanan dan cukai.

Arah Kebijakan, Fokus, dan Kegiatan Prioritas

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana dalam Bab 16, Bab 17, Bab 19, dan Bab 22 pada Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut.
Fokus 1: Meningkatkan Daya Tarik Investasi Dalam dan Luar Negeri

a. Peningkatan promosi investasi;

b. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 

c. Penyusunan peta komoditi unggulan.

Fokus 2: Mengurangi Hambatan Pokok pada Prosedur Perijinan, Administrasi Perpajakan, dan Kepabeanan

a. Modernisasi Administrasi Perpajakan dengan target tercapainya 215 kantor modern  meliputi 6 Kantor Wilayah Modernisasi, 88 Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan 121 Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);

b. Modernisasi Administrasi Kepabeanan dan Cukai dengan target terbentuknya 4 Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan penerapan National Single Window (NSW)  serta peningkatan kinerja kepabeanan dan cukai;

c. Penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas penanaman modal.
Fokus 3: Meningkatkan Kepastian Hukum dan Meningkatkan Keserasian Peraturan Pusat dan Daerah

a. Penegakan hukum persaingan usaha dengan target penanganan 35 putusan/penetapan perkara persaingan usaha;

b. Penyusunan rancangan amandemen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan target penyampaian naskah amandemen kepada DPR;

c. Sinkronisasi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Penanaman Modal.

Fokus 4: Meningkatkan Ekspor Nonmigas yang Bernilai Tambah Tinggi, Komoditi Utama, dan Diversifikasi Pasar Ekspor

a. Pembentukan dan pengembangan National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW, dalam rangka integrasi sistem NSW dengan ASW;

b. Penyelenggaraan Pusat Promosi Terpadu (Indonesian Promotion Office/IPO), yang merupakan promosi terintegrasi dari pariwisata, perdagangan, dan investasi (Tourism, Trade, and Investment/TTI) dengan sasaran berdirinya 3 (tiga) Pusat Promosi Terpadu di tiga negara yang menjadi pusat pariwisata, perdagangan, dan investasi;

c. Pelaksanaan pengamatan pasar (market intelligence); 

d. Peningkatan kualitas dan desain produk ekspor, dalam rangka menciptakan 200 produk ekspor bermerek Indonesia pada tahun 2010;

e. Peningkatan partisipasi aktif dalam perundingan di berbagai forum internasional, antara lain untuk mengurangi hambatan perdagangan;

f. Pemetaan dan analisis 10 komoditas utama dan 10 komoditas potensial.

Fokus 5: Meningkatkan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Umum dan Migas

a. Evaluasi cadangan migas dan mineral serta penyusunan neraca sumber daya mineral;

b. Pemutakhiran informasi/data/peta sumber daya mineral melalui penelitian dan survei geologi, geofisika, dan geokimia;

c. Pembinaan kerjasama internasional melalui kampanye secara lebih aktif pada perwakilan-perwakilan RI di negara-negara yang potensial untuk melakukan investasi eksplorasi pertambangan di Indonesia;

d. Penyempurnaan sistem perizinan penguasaan pertambangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangannya, termasuk penyelesaian kontrak-kontrak bermasalah.

Fokus 6: Meningkatkan Daya Saing Industri Manufaktur

a. Fasilitasi pengembangan industri hilir komoditi primer dengan sasaran 3 komoditi (CPO, Kakao, Karet);

b. Fasilitasi pengembangan kawasan industri khusus dengan sasaran 8 kawasan di 8 Provinsi;

c. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri melalui pelaksanaan pameran dan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan sasaran 600 produk;

d. Pengembangan industri baja berbahan baku bijih besi lokal dengan sasaran 1 Pilot Project di Kalimantan Selatan;

e. Restrukturisasi permesinan industri dengan sasaran 100 industri.

Fokus 7: Meningkatkan Fungsi Intermediasi/Penyaluran Dana Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Keuangan

a. Tersedianya peraturan, 16 laporan pemeriksaan, 20 regulasi/manual pemeriksaan serta 3 kerjasama penyidikan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan (termasuk pengawasan terhadap SMF, LPEI, dan LPI). 

Fokus 8: Meningkatkan Intensitas Pariwisata

a. Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan di 10 Provinsi

b. Peningkatan Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE)

c. Peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri dan pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata dengan target tersedianya informasi pariwisata yang lengkap, aktual dan mudah diakses dan meningkatnya pemanfaatan media cetak, media elektronik dan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata untuk 35 negara.

Fokus 9: Meningkatkan Produktivitas dan Akses UKM kepada Sumberdaya Produktivitas

a. Penyediaan skim penjaminan kredit investasi UKM, terutama agribisnis dan industri; 

b. Sertifikasi tanah UKM dengan target tersedianya bantuan sertifikasi tanah bagi 30.000 UKM;

c. Pengembangan jaringan antar Lembaga Keuangan Mikro/Koperasi Simpan Pinjam (LKM/KSP) dengan target terbentuknya 100 Jaringan LKM/KSP;

d. Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjaminan kredit, koperasi, dan UMKM dengan target tersusunnya draft peraturan;

e. Pengembangan pemasaran produk dan jaringan usaha KUKM bagi 3900 UKM;

f. Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi dengan target terselenggaranya penerapan teknologi bagi 30 koperasi;

g. Koordinasi pelaksanaan paket kebijakan pemberdayaan UMKM yang meliputi: peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, peningkatan kualitas SDM dan mobilitas tenaga kerja, peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan reformasi peraturan perundang-undangan;

Fokus 10: Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja

a. Penyempurnaan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dengan target tersedianya peraturan yang mengatur pemberian pesangon pekerja dan penyempurnaan sistem jaminan sosial tenaga kerja;

b. Harmonisasi regulasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi dengan target tersedianya satu peraturan baku yang berlaku untuk seluruh sektor;

c. Mendorong tercapainya pelaksanaan negosiasi bipartit antara serikat pekerja dan pemberi kerja dengan target terwujudnya proses negosiasi upah, kondisi kerja, dan syarat kerja tanpa perselisihan di 15 provinsi;

d. Peningkatan fungsi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi dengan target terwujudnya 12 balai pelatihan kerja (Unit Pelaksana Teknis Pusat/UPTP) menjadi tempat uji kompetensi di 5 bidang kejuruan;

e. Penyusunan dan pengembangan standar kompetensi kerja nasional dengan target tersedianya 10 jenis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) di sektor industri manufaktur;

f. Percepatan pengakuan/rekognisi sertifikat kompetensi tenaga kerja di dalam dan luar negeri dengan target terpetakannya bidang-bidang kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha;

g. Konsolidasi program-program penciptaan kesempatan kerja dengan target terkonsolidasinya program-program penciptaan kesempatan kerja.

Fokus 11: Penyempurnaan Mekanisme Penempatan Perlindungan dan Pembiayaan Tenaga Kerja ke Luar Negeri

a. Peningkatan pelayanan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan murah, mudah, dan cepat dengan target terfasilitasinya 1 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri;

b. Penguatan fungsi perwakilan RI dalam perlindungan tenaga kerja di luar negeri dengan target terbentuknya Citizen Service/atase ketenagakerjaan di 8 negara;

c. Penguatan kelembagaan badan penyelenggara TKI dengan target terselenggaranya proses rekrutmen calon TKI dengan baik;

d. Pembangunan sistem dan jaringan informasi terpadu pasar kerja luar negeri dengan target tersedianya informasi terkini pasar kerja luar negeri dan job order yang akurat serta tersedianya database TKI yang bekerja di LN.

II.
Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan
Sasaran

Sasaran utama yang ingin dicapai pada tahun 2008 adalah pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,7 persen dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan, melalui:

1. Meningkatnya pangan dan akses pangan bagi rumah tangga;

2. Meningkatnya produksi perikanan sebesar 6,5 persen; 

3. Meningkatnya produk industri kayu dan hasil hutan sebesar 5,0 persen;

4. Meluasnya kesempatan kerja dan meningkatnya keragaman/diversifikasi usaha ekonomi di perdesaan, agar kemiskinan di perdesaan semakin berkurang;

5. Menata kembali ketimpangan penguasaan dan penggunaan tanah yang lebih adil.

Arah Kebijakan, Fokus, dan Kegiatan Prioritas

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana dalam Bab 18, Bab 24 dan Bab 25, Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut.

Fokus 1: Peningkatan Produksi Pangan dan Akses Rumah Tangga terhadap Pangan

a. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dengan target tersedianya jaringan irigasi desa dan tingkat usaha tani 145 ribu ha, TAM 30 ribu ha, jalan usaha tani dan jalan produksi 500 km cetak sawah dan pendampingan seluas 20 ribu ha pada 35 kabupaten;

b. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan dengan target tersedianya OPT tanaman pangan 33 unit dan OPT kebun seluas 29 ribu ha, OPT besar hortikultura di 33 provinsi fasilitasi 400 poskeswan, 500 ribu dosis vaksin anthrax, 200 ribu vaksin rabies,  penyediaan 2.024 tenaga karantina, dan pembangunan 33 unit lab kesmavet;

c. Pengembangan pembibitan sapi dengan target sebanyak 1500 bibit sapi bunting eks-import, dan pelatihan 150 petugas perbibitan; 

d. Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan dengan target tersedianya benih padi non hibrida 1,2 juta ton, jagung hibrida 300 ribu ha, kedele 210 juta ha, sukun 200 ribu, 3 juta benih pisang, temanfaatkannya benih unggul bermutu untuk petani miskin;

e. Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan pangan dengan target meningkatnya kegiatan sarana pasca panen untuk mendukung P2BN (Program Peningkatan Produksi Beras Nasonal) dan swasembada jagung di 139 kabupaten;

f. Penyediaan dana subsidi bunga kredit ketahanan pangan; 

g. Penyediaan subsidi pupuk dan benih; 

h. Penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung ketahanan pangan;

i. Koordinasi dan monitoring penanganan pangan strategis.

Fokus 2: Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Dalam rangka peningkatan produksi dan pendapatan petani dengan mendorong:


a. Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan kelompok UPJA (KUPJA) dengan target pengaktifan 36 UPJA horti, pengaktifan UPT BPMA (Balai Penguji Mutu Alsin) di 39 kabupaten, UPJA mesin pengolah ransum dan mesin tetas unggas 10 kelompok, UPJA tanaman pangan 1.980 kelompok , UPJA/KUPJA kebun 65 kabupaten;

b. Pengembangan pertanian terpadu tanaman ternak, kompos dan biogas dengan target pengembangan paket sistem terpadu horti, ternak, kompos, dan biogas di 25 kabupaten, paket sistem pertanian terpadu ternak dan kebun 3 paket 500 batamas (biogas ternak bersama masyarakat), serta mesin pembuat pupuk organik 2 ribu unit; 

c. Peremajaan tanaman perkebunan rakyat dengan target terselenggaranya: kebun bibit pokok 10 ha; kapas 25.000 ha; kakao 51.000 ha; kelapa rakyat 5.000 ha; lada 300 ha; kina 30 ha, pendampingan dan pengawalan revitalisasi;

d. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis dengan target tersedianya embung 200 unit, irigasi 500 unit, jalan usaha tani 200 km, bangun/rehab kantor 12 unit, bangun/rehab instalasi 4 unit, lab 2 paket, peralatan lab 2 pakeet, perluasan kebun dan horti 12 ribu ha, padang penggembalaan 3.500 ha.;

e. Pengembangan desa mandiri energi dengan target terbentuknya 5 desa mandiri energi berbasis coconut-biodiesel, 20 desa mandiri energi berbasis minyak jarak pagar;

f. Penyediaan subsidi bunga penyediaan energi nabati dan revitalisasi perkebunan dengan target tersedianya dana subsidi untuk pengembangan BBN dan revitalisasi perkebunan;

g. Penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung pengembangan agribisnis;

h. Pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani dengan target penguatan modal 200 unit LKM horti, pemberdayaan P3A, LKM 25 kelompok, pengaktifan 227.704 kelompok tani dan 3.594 gapoktan;

i. Pengembangan magang sekolah lapang dengan target terselenggaranya pelatihan bagi pelaku usaha/petani 11.505 petani/orang, 174 kelompok SLPHT pekebun, SLPHT horti 92 unit, 10.000 unit SLPHT tanaman pangan:

j. Peningkatan sistem penyuluhan dan sumberdaya manusia petani dengan target tersedianya biaya operasional 28,5 ribu penyuluh dan tambahan 10.000 penyuluh baru dalam rangka pendampingan petani, fasilitas farmer empowerment through agricultural technology and information (FEATI) di 71 kabupaten/18 provinsi, dan pembangunan/renovasi 268 unit BPP.

Dalam rangka peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya dengan melakukan:


a. Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan dengan target terbinanya dan berkembangnya sistem usaha perikanan di 33 provinsi; 21 UPT; dan 12 klaster industri perikanan;

b. Pengembangan dan penyelenggaraan karantina perikanan dan sistem pengelolaan kesehatan ikan dengan target terselenggaranya pemantauan kesehatan ikan di 33 provinsi dan berkembangannya 43 UPT Karantina Perikanan;

c. Penyelenggaraan revitalisasi perikanan dengan target peningkatan produksi perikanan sebesar 7,9 juta ton dan 3,6 juta ton produk olahan;

d. Peningkatan sistem penyuluhan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan dengan target berkembangnya SDM kelautan dan perikanan melalui 12 Sekolah/ Akademi/Sekolah Tinggi, 6 Balai pelatihan serta perkuatan sistem penyuluhan perikanan dan pengembangan 2.600 orang penyuluh;

e. Penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor hasil perikanan dengan target peningkatan volume ekspor sebesar 1,6 juta ton dan nilai ekspor sebesar USD 2,3 miliar; peningkatan sarana dan prasarana di 33 provinsi serta peningkatan konsumsi ikan sebesar 26,02 kg perkapita/tahun;

f. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya dengan target pengembangan/rehabilitasi dan bantuan operasionalisasi 33 Balai Benih Ikan Sentral, 10 Balai Benih Udang, 10 Balai Benih Udang Galah, 21 UPT Pelabuhan Perikanan, dan 99 Pangkalan Pendaratan Ikan, serta tersedianya 330 unit sarana tangkap skala kecil dan terselenggaranya penyediaan subsidi benih bantuan pengurangan harga pengadaan benih melaui 12 Balai Benih Ikan/Udang;

g. Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan dengan target meningkatnya mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan di 10 lokasi sentra pengolahan, dan pengembangan 20 lokasi cold chain system, serta pengembangan 16 Laboratorium Pengembangan Dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP); 50 orang pembina mutu dan 50 orang pengawas mutu;

h. Pengembangan rekayasa teknologi terapan perikanan dengan target berkembangnya rekayasa teknologi budidaya perikanan di 14 balai budidaya/penangkapan/pengujian hasil perikanan;

i. Pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan terkelolanya sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di 9 lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP);

j. Pengembangan sistem, data, statistik, dan informasi kelautan dan perikanan dengan target terwujudnya peningkatan pelayanan data, statistik, dan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di 33 provinsi dan nasional;

k. Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan dengan target berkembangnya pengelolaan konservasi laut pada 15 lokasi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di 15 kabupaten/kota, berkembangnya 8 UPT konservasi, serta terselenggaranya pemberdayaan lingkungan berbasis masyarakat di 33 kabupaten/kota;

l. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk dengan target terkelola dan terehabilitasinya terumbu karang pada 21 kabupaten /kota di 8 provinsi. 

Dalam rangka peningkatan kualitas pertumbuhan kehutanan dengan melakukan:


a. Pengembangan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat dengan target fasilitasi pembangunan HTI seluas 600.000 ha dan HTR seluas 200.000 ha;

b. Pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan dengan target tersusunnya rancang bangun pembentukan unit usaha HPH, HTI, HTR pada kawasan hutan yang belum dibebani hak seluas 4 juta ha;

c. Pengembangan pengelolaan/pemanfaatan hutan alam dengan target meningkatnya manajemen IUPHHK sehingga mendapat sertifikat PHPL mandatory dan berproduksi secara lestari menjadi 30 unit, serta melaksanakan sistem silvikultur intensif menjadi 64 unit;

d. Restrukturisasi industri primer kehutanan dengan target terfasilitasinya peningkatan produksi industri pengolahan hasil hutan dan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 5 persen;

e. Penerbitan peredaran hasil hutan dengan target terkendalinya aliran hasil hutan baik volume dan jenis sesuai dengan data fisik/penerimaan iuran kehutanan. 

Fokus 3: Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan

a. Mekanisasi kegiatan produksi pertanian pasca panen dalam mendukung pengembangan agribisnis dengan target terselenggaranya penguatan kelembagaan pasca panen hortikultura di 30 kabupaten dan hasil perkebunan di 45 kabupaten serta peningkatan RPH/RPU di 40 kabupaten;

b. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3 dengan target tersedianya bantuan untuk 670 LM3 tanaman pangan, ternak dan pengolahan, 1.000 ribu desa rawan pangan di 200 kabupaten, 200 kelompok PMUK ternak, dan 100 kelompok petani tanaman pangan, 10.000 desa mandiri, dan seterusnya;

c. Pengembangan agroindustri perdesaan dengan target terbangunnya industri pengolahan berbasis tepung lokal di 29 kabupaten, berbasis hasil hortikultura di 35 kabupaten, berbasis hasil perkebunan di 50 kabupaten, berbasis hasil ternak di 15 kabupaten dan pengolahan pakan di 15 kabupaten sentra;

d. Penyediaan dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota dengan target terlaksananya bantuan kepada 125 koperasi;

e. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan dengan target terlaksananya bimbingan teknis penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, orientasi pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat di 5 wilayah, dan pelatihan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di 3 lokasi Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;

f. Peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan dengan target terlaksananya pelatihan dan konsultasi regional kader pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan fasilitator pembangunan perdesaan di 3 lokasi Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;

g. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa dengan target terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Ekspo Pekan Raya PKK, dan penyebaran informasi program-program pemberdayaan masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik) secara berkala;

h. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan dengan target terlaksananya pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers/TOT) Pemerintah Desa, bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa, pelatihan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, TOT Kepala Desa dan Pelatihan anggota Badan Perwakilan Desa;

i. Peningkatan kapasitas aparat pemda dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan dengan target terlaksananya sosialisasi pedoman pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, fasilitasi penyusunan Perda tentang pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, monitoring dan evaluasi terhadap kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, dan bimbingan teknis pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas;

j. Fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan dengan target terlatihnya aparat kabupaten dan kecamatan sebanyak 180 orang di bidang kewirausahaan agribisnis dalam kawasan agropolitan;

k. Pembinaan lembaga keuangan perdesaan dengan target tersusun dan terselenggaranya sosialisasi payung hukum lembaga keuangan perdesaan, serta terselenggaranya sosialisasi pengelolaan lembaga keuangan perdesaan;

l. Penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan dengan target terlaksananya pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) perdesaan, pelatihan TTG, bimbingan teknis TTG, dan pelatihan Pos Pelayanan TTG Perdesaan;

m. Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah dengan target terlaksananya pemetaan potensi ekonomi daerah dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan, serta terlaksananya penyusunan dasar hukum dan sosialisasi pedoman pengembangan produk unggulan daerah;

n. Pengembangan prasarana dan sarana di 65 kawasan agropolitan di 32 provinsi;

o. Percepatan pembangunan kawasan produksi di daerah tertinggal dengan target tersedianya fasilitas dan bantuan pembangunan kawasan produksi di 58 kabupaten tertinggal;

p. Percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal dengan target terlaksananya perbaikan mutu pengelolaan sumberdaya alam di 27 kabupaten tertinggal;

q. Peningkatan infrastruktur perdesaan skala kawasan termasuk kawasan eks-transmigrasi 100 kawasan;

r. Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan dengan target terbangunnya sistem pembangkit listrik alternatif (solar home system) pada desa-desa tanpa jaringan listrik di 81 kabupaten tertinggal.

Fokus 4: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Hutan dan Lingkungan

a. Pengendalian kebakaran hutan dengan target menurunnya hot spot menjadi sekitar 30 persen dari tahun 2006;

b. Rehabilitasi hutan dan lahan dengan target tersusunnya rencana teknis RHL dan terselenggaranya rehabilitasi hutan di daerah rawan banjir; 

c. Pembangunan KPH dengan target ditetapkannya 7 unit KPH Model di 7 provinsi dan penyelesaian rancangan bangun KPH Model 21 unit di 21 provinsi;

d. Pengelolaan taman nasional model dengan target terwujudnya kelembagaan pengelolaan kolaboratif di 15 taman nasional model, serta terlaksananya kegiatan pengembangan 3 taman nasional dalam rangka debt nature swap (DNS).

Fokus 5: Pembaharuan Agraria Nasional

Berbagai kegiatan yang dibutuhkan untuk mewujudkan pembaharuan agraria adalah:

a. Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T), dengan target: 10 ribu bidang konsolidasi tanah; redistribusi tanah (termasuk pemetaan untuk mendukung Program Pembaharuan Agraria Nasional/PPAN) 300 ribu bidang tanah; inventarisasi P4T di 2.000 kelurahan/desa;
b. Pengendalian dan pemberdayaan kepemilikan tanah di  419 kabupaten/kota;
c. Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dengan target 2.600 perkara di  419 kabupaten/kota.
Fokus 6: Pengembangan Kota Kecil dan Menengah Pendukung Ekonomi Perdesaan

a. Penyusunan rencana induk sistem pengembangan kota-kota kecil dan menengah dengan target tersusunnya rencana induk sistem pengembangan kota-kota kecil dan menengah pada 4 provinsi;

b. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung di kota kecil dan menengah dengan target pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkotaan di kota-kota kecil dan menengah melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) IKK di 250 kawasan;

c. Bimbingan teknis penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dengan target tersusunnya rencana rinci tata ruang di kota kecil menengah di 15 kabupaten;

d. Pengembangan dan revitalisasi sistem dan kelembagaan ekonomi dengan target penguatan sistem kelembagaan ekonomi di 3 kabupaten.

III.
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi

Sasaran

Sumber Daya Air:

1. Dimulai dan dilanjutkannya pembangunan 7 waduk, yaitu Waduk Gonggang, Waduk Nipah, Waduk Keuliling, Waduk Ponre-Ponre, Waduk Jatigede, Waduk Benel, dan Waduk Panohan; 

2. Optimalnya fungsi waduk dan penampung air lainnya; 

3. Optimalnya fungsi dan terbangunnya prasarana penyedia air baku dan sumur air tanah untuk pemenuhan air baku; 

4. Beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi (termasuk irigasi air tanah) dan jaringan irigasi rawa; 

5. Optimalnya fungsi jaringan irigasi dan rawa; 

6. Optimalnya fungsi dan terbangunnya prasarana pengendali banjir di wilayah-wilayah strategis dan rawan banjir antara lain seperti di DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) serta pengoperasian flood forecasting dan warning system di beberapa lokasi; 

7. Terbangunnya prasarana pengamanan pantai di wilayah-wilayah rawan abrasi pantai, termasuk pulau-pulau terluar Nusantara; 

8. Terselesaikannya 11 buah peraturan perundangan turunan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan 

9. Terfasilitasinya pembentukan 14 wadah koordinasi di tingkat kabupaten/kota.

Transportasi:

1. Meningkatnya keselamatan transportasi melalui peningkatan keandalan kondisi prasarana, sarana dan standar operasi pelayanan transportasi dengan pengurangan backlog pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi jalan, prasarana dan sarana perkeretaapian, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan jalan raya, angkutan laut dan udara, peningkatan disiplin SDM serta budaya keselamatan bertransportasi; terpenuhinya standar peraturan dan ketentuan-ketentuan standar internasional di bidang transportasi yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional seperti IMO (International Maritime Organization) dan ICAO (International Civil Aviation Organization), penyempurnaan peraturan dan penegakan hukum dan sosialisasi keselamatan transportasi serta peningkatan efektivitas kelembagaan di bidang keselamatan transportasi. Sasaran pengurangan backlog pemeliharaan untuk prasarana jalan adalah melalui mempertahankan kondisi mantap jalan nasional sebesar 81 persen dan meningkatkan kecepatan rata-rata sebesar 45 km perjam, penggantian rel kereta api dan sistem sinyal, telekomunikasi dan listrik, peningkatan manajemen dan kapasitas jalan lintas timur Sumatera dan lintas utara Pulau Jawa (Pantura), peningkatan dan pelatihan operator Air Traffic Control (ATC) beserta peralatan penunjang keselamatan penerbangan lainnya di bandara, peningkatan kemampuan dan kecepatan tindak awal pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan, maupun efektivitas kelembagaan Badan SAR Nasional; 

2. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau masyarakat melalui pembangunan transportasi di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan pedalaman, serta pulau-pulau kecil dan pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI, termasuk pemberian subsidi keperintisan dan penyediaan kompensasi untuk public service obligation (PSO) agar pelayanan transportasi terjangkau oleh masyarakat; 
3. Meningkatnya iklim yang lebih kondusif bagi investasi dan peran serta pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi untuk meningkatkan kelancaran dan efisiensi distribusi barang dan jasa sekaligus untuk mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyelesaian revisi peraturan perundang-undangan di sektor transportasi (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Undang-undang. Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran), peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Energi:

1. Menurunnya elastisitas energi; 

2. Menurunnya subsidi energi; 

3. Persiapan pembangunan prasarana batubara yang handal untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW; 

4. Terselesaikannya pembangunan pipanisasi transmisi SSWJ gas bumi nasional; 

5. Tercapainya peningkatan produksi migas 11 persen dari produksi migas tahun 2006;

6. Meningkatnya produksi batubara untuk mendukung program listrik 10.000 MW; 

7. Terlaksananya penawaran 10 Wilayah Kerja Gas Methana-B; 

8. Tersusunnya 15 Rancangan Kebijakan meliputi: (a) model kontrak kerjasama pengusahaan sumur tua Pertamina/KKKS; (b) model kontrak Gas Methana B; dan (c) penyempurnaan draft kontrak kerjasama migas; 

9. Pengembangan energi perdesaan, energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui pembangunan Desa Mandiri Energi berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) dan pengembangan pilot plant bio-diesel, bio-ethanol, dan bio-fuel;

Pos dan Telematika:

1. Meningkatnya kemampuan pengawasan terhadap penyelenggaraan pos dan telematika; 

2. Meningkatnya kualitas layanan pos dan jumlah akses telekomunikasi dan informatika di perdesaan; 

3. Meningkatnya jangkauan dan mutu penyiaran televisi dan radio; 

4. Berkembangnya pola kerjasama pemerintah - swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan pos dan telematika;

5. Berkurangnya tingkat ketergantungan terhadap teknologi proprietary dan industri luar negeri.;

6. Meningkatnya e-literacy masyarakat; dan 

7. Meningkatnya efisiensi belanja modal pemerintah untuk kegiatan TIK dan sinergi pengembangan TIK lintas sektor.
Ketenagalistrikan:

1. Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.600 MW di Jawa dan 1.840 MW di luar Jawa, serta berkurangnya daerah krisis listrik khusunya di luar Jawa; 

2. Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 59 persen dan rasio elektrifikasi perdesaan menjadi sebesar 84 persen; 

3. Semakin luas dan optimalnya sistem interkoneksi 500 kV, 275 kV dan 150 kV serta jaringan distribusinya baik di Jawa maupun luar Jawa; 

4. Terwujudnya susut jaringan terutama teknis dan nonteknis menjadi sekitar 9,5 persen; 

5. Berkurangnya penggunaan BBM untuk pembangkit listrik menjadi sekitar 25 persen, serta meningkatnya pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan;

6. Terbitnya berbagai peraturan pelaksaan undang-undang ketenagalistrikan yang baru; 

7. Terselesaikannya reposisi dan restrukturisasi PT. PLN sesuai undang-undang ketenagalistrikan yang baru;

8. Dilaksanakannya pembangunan bidang ketenagalistrikan yang bersifat PSO sesuai master plan; 

9. Berkembangnya pengembangan pemanfaatan komponen lokal dan dana investasi dalam negeri dalam pembangunan bidang ketenagalistrikan; dan 

10. Berkembangnya partisipasi pemerintah daerah di berbagai wilayah dalam pengembangan ketenagalistrikan di daerahnya khususnya untuk pengembangan listrik perdesaan. 

Perumahan dan Permukiman:

1. Meningkatnya penyediaan hunian sewa/milik yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa, peningkatan kualitas lingkungan perumahan, fasilitasi pembangunan dan perbaikan perumahan swadaya, serta peningkatan akses masyarakat terhadap kredit mikro perumahan; 

2. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase) melalui pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat dan kelembagaan; serta

3. Meningkatnya pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk menunjang kawasan ekonomi dan pariwisata melalui pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan skala regional dan sistem terpusat. 

Arah Kebijakan, Fokus, dan Kegiatan Prioritas 

Dalam mencapai sasaran tersebut di atas ditempuh arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Bab 32 Buku II, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Fokus 1: Peningkatan Pelayanan Infrastruktur sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal

A. Sub Bidang Sumber Daya Air;

a. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dengan target 1,004 m3/det;

b. Pembangunan tampungan untuk air baku dengan target 10 buah;

c. Operasi dan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku di 10 titik;

d. Operasi dan pemeliharaan tampungan untuk air baku di 2 lokasi;

e. Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber air baku lainnya di 25 lokasi;

f. Pembangunan prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan seluas 688 ha;

g. Rehabilitasi prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan seluas 1.602 ha;

h. Operasi dan pemeliharaan prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan seluas 1.078 ha;

i. Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir di 62 lokasi;

j. Operasi dan pemeliharaan prasarana pengendalian banjir sepanjang 1.500 km;

k. Pemeliharaan prasarana pengamanan pantai sepanjang 20 km.

B. Sub Bidang Transportasi

I. Keselamatan

a. Pemeliharaan jalan nasional sepanjang 30.139 kilometer dan jembatan 47.500 meter pada jalan nasional yang tersebar di seluruh provinsi;
b. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ di 32 Provinsi yang meliputi: marka jalan 1.860.500 M, guar rail 66.124 M, rambu 18.796 buah, delinator 24.360 buah, RPPJ 593 buah, traffic light 56 unit, warming light 15 unit, cermin tikungan 75 buah, paku marka 10.500 buah, traffic cone 3.000 buah, LED Hi-Flux 252 unit, faske untuk BRT 3 paket, ATCS 5 paket, APILL tenaga surya 160 paket, peralatan PKB 32 unit, jembatan timbang 6 paket, dan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 146 Lokasi;

c. Pembangunan terminal dengan target dibangunnya terminal Lintas Batas Negara 3 Lokasi dan Terminal Antar Kota Antar Provinsi di 6 lokasi;

d. Pemeliharaan dan pengoperasian prasarana jalan kereta api secara layak sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan terutama koridor utama (IMO) melalui anggaran 62;

e. Sosialisasi/Workshop dan Penyebaran Informasi Keselamatan LLAJ serta Monitoring dan Evaluasi bidang LLAJ;

f. Pengadaan dan Pemasangan SBNP dan Rambu Sungai dengan target 26 Buah Rambu Suar dan 1742 buah Rambu Sungai;

g. Pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Penyeberangan 2.225.000 M3;

h. Pembangunan Maritime Telecommunication System dengan target tersedianya sistem telekomunikasi pelayaran pada 32 SROP;

i. Pengerukan alur pelayaran dan Kolam Pelabuhan Laut 7.100.000 M3 di lokasi: Adpel Pasuruan, Adpel Tanjung Perak, Kanpel Brondong, Kanpel Kalbut, Kanpel Juwana, Kanpel Karangantu, Adpel Lhok Seumawe, Adpel Kuala Langsa, Adpel Jambi, Adpel Palembang, Kanpel Manggar, Adpel P.Baai, Kanpel Seba, Kanpel Paloh/Sekura, Adpel Samarinda, Adpel Sampit, Kanpel Leok);

j. Pengadaan kapal navigasi (ATN Vessel) dengan target 4 unit kapal navigasi

k. Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) sebanyak 293 unit (Menara Suar, Rambu Suar, Pelampung Suar, Rambu Tuntun)

l. Pembangunan VTS Selat Malaka Tahap I pada 5 Lokasi

m. Pembangunan Indonesia Ship Reporting System Tahap I untuk 13 lokasi;

n. Pengawasan dan law enforcement keselamatan transportasi laut;

o. Pengadaan dan pemasangan radar survailance (pengamatan) penerbangan pada 3 lokasi;

p. Pengadaan dan pemasangan peralatan komunikasi penerbangan dengan target 234 unit tersebar di Nabire, Timika, Meulaboh, Galela, Tanjung Pandan, Cirebon, Cilacap, Tarakan, Nunukan, Palangkaraya, Labuhan Bajo, Maumere, Tambolaka, Waingapu, Mopah, Stagen, Torea, Takengon, Sibolga, Binaka, Kerinci, Karimunjawa, Samarinda, Melak, Long Ampung, Data Dawai, Palangkaraya, Sampit, Pk. Bun, Kuala Pembuang, Putussibau, Palu, Muna, Larantuka, Soa, Ende, Waingapu, Bima, Namrole, Wahai, Enarotali, Wamena, Sarmi, Serui, Batom, Numfor, Tiom, Bengkulu, Rokot, Bali, Kalimarau, Gorontalo, Toli-Toli, Abandara Makassar, Wunopito, Maumere, Kisar, Dobo, Nabire, Sarmi, Waghete;

q. Pengadaan dan pemasangan navigasi penerbangan 29 unit tersebar di Batam, Kariumunjawa, Cilacap, Gading, Tarakan, Palangkaraya, Mumuju, Larantuka, Alor, Wamena, Sentani, Putusibau, Sabu, Luwuk, Meulaboh, Tanjung Pandan, Nabire, Manokwari, Timika, Kepi;

r. Pengadaan dan pemasangan peralatan bantu pendaratan dan pelayanan penerbangan 135 paket tersebar di : Bengkulu, Batam, Gorontalo, Palu, Maumere, Mopah, Timika, Curug, Gading, Pk. Bun, Kendari, Ende, Labuhan Bajo, Ternate, Mopah, Brangbiji, Sibolga, Aek Godang, Binaka, Rengat, Cilacap, Kalimarau, Sampit, Ketapang, Palu, Toli-Toli, Poso, Ppngtiku, Masamba, Seko, Rampi, Bua, Larantuka, ALor, Soa, Ende, Waingapu, Kao, Labuha, Galela;

s. Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan di bandara 259 Paket tersebar di : Bengkulu, Tarakan, Kalimarau, Palangkaraya, Pk. Bun, Gorontalo, Palu, Poso, Kendari, Soa, Wunopito, Ruteng, Waingapu, Galela, Nabire, Moanamani, Serui, Domine Eduard Osok, Adbandara Soetta, Silangit, Sibolga, Aek Godang, Binaka, Seibati, Rengat, Tarakan, Temindung, Kalimarau, Nunukan, Karimunjawa, Cilacap, Tanjung Pandan, Palangkaraya, Sampit, Pk. Bun, Ketapang, Naha, Poso, Buton, Tanatoraja, Masamba, Alor, Larantuka, Soa, Lewoleba, Rote, Ruteng, Ende, Maumere, Waingapu, Bima, Bandaneira, Ternate, Kao, Sanana, Sentani, Mopah, Nabire, Wamena, Obano, Kaimana;

t. Pembangunan Rating School di Sorong, Pangkalan Brandan dan Ambon (Gedung Kelas, Laboratorium Asrama, Gedung Praktek, Peralatan Diklat dan Praktek);

u. Upgrading laboratorium STPI Curug dengan target terselesaikannya peningkatan laboratorium STPI Curug 1 Paket (Lab. Simulator, Fasilitas Kelas, Retrovit Pesawat Latih, Fasilitas Belajar Mengajar);

v. Pembangunan Maritime Education and Training Improvement (METI);

w. Pengembangan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dengan target meningkatnya kualitas STTD (Lab. Simulator, Fasilitas Kelas, Renovasi Asrama, Kelas, Peralatan Praktek, Upgrading Alat Laboratorium, Alat PKB, Taman Lalu Lintas);

x. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pencarian dan penyelamatan dengan target tersedianya Kapal 5 Unit, Rubber Boat & Outboard Motor 96 Unit, Peralatan Penunjang Ops. SAR 48 paket, Rescue car untuk Pos SAR 53 unit, Transportable Communication 48 unit, Radio Repeater 48 unit, Rigid inflatable Boat 12 unit, Emergency Floating 2 Assy, Rescue Hoist 2 Assy, Suku Cadang & Flyway Kit Helikopter BO-105 1 paket, Peralatan komunikasi dan navigasi pesawat BO-105 3 paket, Hydraulic Rescue tool 12 paket, Rapid Deployment Land SAR 2 Unit, MCC-Lut sejumlah 1 Lot, AMSC 1 unit, Radio Link 10 Lot, tanah untuk kantor Pusat 20.000 M2, tanah untuk Pos SAR 48 lokasi, Peralatan sistem komunikasi SAR 1 paket)

y. Pengembangan budaya keselamatan transportasi, dan penguatan kelembagaan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi.
II. Aksesibilitas 

a. Penanganan jalan di kawasan perbatasan sepanjang 40 kilometer di wilayah perbatasan di Kalbar, Kaltim;
b. Pembangunan jalan sepanjang 118,6 kilometer dan jembatan sepanjang 139,2 meter di pulau-pulau terpencil terluar yang tersebar di Kepulauan Riau, Maluku NTT, Sulut, Sulteng, Maluku Utara, dan Papua;

c. Subsidi bus dan trayek perintis di 128 lintas;

d. Pembangunan dermaga penyeberangan dan kapal penyeberangan perintis dengan target penyelesaian dermaga penyeberangan 13 dermaga baru, dan 55 dermaga lanjutan, dermaga sungai 26 dermaga baru dan 3 dermaga lanjutan, dan dermaga danau 13 dermaga;

e. Subsidi pengoperasian 36 kapal angkutan penyeberangan perintis yang melayani 70 lintas penyeberangan dalam provinsi serta 8 lintas antarprovinsi; 

f. Pemberian subsidi PSO PT. KAI (Jawa dan Sumatera);

g. Pengadaan Kereta Rel Listrik (KRL) baru dengan sasaran 10 set kereta (train set) dan Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDI) Tahap II dengan target 2 set kereta;

h. Pembangunan kapal perintis dengan target 4 unit kapal ukurang 750 DWT dan 500 DWT;

i. Subsidi pelayaran perintis sebanyak 58 trayek tersebar di 18 provinsi;

j. Pemberian PSO PT. Pelni;

k. Subsidi operasi angkutan penerbangan perintis dan BBM untuk 96 rute, tersebar di 10 provinsi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian/Papua.

C. Sub Bidang Ketenagalistrikan

a. Pembangunan transmisi, distribusi, pembangkit listrik dan memfasilitasi pembangunan ketenaga listrikan yang dilakukan BUMN dengan target: terbangunnya pembangkit listrik skala kecil, jaringan transmisi dan distribusi di berbagai wilayah yang dilakukan oleh pemerintah; fasilitasi percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW; fasilitasi repowering, rehabilitasi PLTGU Muara Karang, PLTGU Muara Tawar, PLTGU Tanjung Priok, melanjutkan PLTU Tarahan (target tahun 2008 penyelesaian sebagian unit) dan  rehabilitasi PLTA Saguling; tersusunnya master plan penyediaan listrik sosial dan listrik perdesaan; tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 60,5 persen dan Rasio Desa Berlistrik 93,7 persen.

D. Sub Bidang Pos dan Telematika

Penyediaan infrastruktur pos dan telematika di daerah non-ekonomis melalui:


a. Penyediaan dana Public Service Obligation (PSO) pos untuk PT. Pos Indonesia;

b. Penyediaan jasa akses telekomunikasi perdesaan melalui program Universal Service Obligation (USO) dengan target pembangunan di 20.471 desa yang dilakukan oleh operator pemenang tender.

E. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

a. Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa beserta fasilitas umum/sosial dan sarana dan prasarana dasarnya dengan target 111 twin blok (10.656 unit);

b. Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar untuk RSH-S (Rumah Sederhana Sehat) dan Rumah Susun sebanyak 10.000 unit;

c. Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan Kawasan di 4 kota dan 16 kawasan;

d. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya sebanyak 5000 unit;

e. Penyediaan infrastruktur primer perkotaan bagi kawasan RSH 32 kawasan; 

f. Revitalisasi dan Penataan Bangunan dan Lingkungan di 145 kawasan;

g. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan rumah di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa eks-transmigrasi sebanyak 10.000 unit;

h. Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar di Permukiman Kumuh, Desa Tradisional, Desa Nelayan, dan Desa Eks-Transmigrasi sebanyak 10.000 unit;

i. Bantuan pembangunan dan perbaikan rumah di kawasan bencana sebanyak 600 unit;

j. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan (Neighbourhood Urban Shelter Sector Project/NUSSP) di 32 kabupaten/kota;

k. Perbaikan lingkungan permukiman di 177 kawasan;

l. Pembinaan teknis bangunan gedung di 33 provinsi;

m. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah;

n. Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat  di 1.560 desa; 

o. Penyediaan prasarana dan sarana air minum pada kawasan strategis di 270 kawasan;

p. Pembangunan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat berpendapatan rendah di 40 kawasan;

q. Pembangunan sarana dan prasarana air limbah percontohan skala komunitas (Sanitasi oleh Masyarakat/SANIMAS) di 100 lokasi;

r. Peningkatan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) /sanitary landfill/ sistem regional di 40 kabupaten/kota;

s. Pengembangan sistem drainase di 1 kota.

Fokus 2: Peningkatan Daya Saing Sektor Riil

A. Sub Bidang Sumber Daya Air

a. Pembangunan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya sebanyak 7 waduk, dan 33 embung;

b. Rehabilitasi waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya untuk 26 waduk dan 32 embung;

c. Operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya untuk 121 buah;

d. Konservasi danau dan situ serta perbaikan sabuk hijau di kawasan sumber air di 8 provinsi;

e. Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai untuk 15 provinsi;

f. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi untuk seluas 105.635 ha;

g. Pembangunan/peningkatan jaringan rawa seluas 22.837 ha;

h. Penyiapan lahan beririgasi seluas 2.000 ha;

i. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 210.732 ha;

j. Rehabilitasi jaringan rawa seluas 207.667 ha;

k. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2.100.000 ha;

l. Operasi dan pemeliharaan jaringan rawa seluas 750.000 ha;

m. Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif untuk 14 provinsi dan 108 kabupaten;

n. Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 145 km;

o. Pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 71,10 km;

p. Rehabilitasi sarana/prasarana pengendalian lahar gunung berapi;

q. Operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana pengendalian lahar gunung berapi.

B. Sub Bidang Transportasi

a. Peningkatan jalan dan jembatan nasional penghubung lintas sepanjang 284 kilometer jalan dan 1.160,8 meter jembatan yang tersebar di seluruh provinsi;

b. Peningkatan jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa sepanjang 926,86 kilometer;

c. Peningkatan/pembangunan jalan Lintas Sumatera, Tran Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Lintas Kota Metropolitan sepanjang 3.270 kilometer;

d. Pembangunan jembatan Suramadu sepanjang 1.383,7 meter;

e. Pembangunan jalan baru sepanjang 24,3 kilometer di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Utara dan peningkatan jalan di kota-kota strategis;

f. Pembangunan fly-over di Jabodetabek, Pantai Utara Jawa dan kota-kota metropolitan lainnya sepanjang 3.845 meter;

g. Pembangunan jalan lintas Pantai Selatan Jawa (Banten, Jabar, Jateng dan Jatim) sepanjang 25 kilometer;

h. Pembangunan jalan akses ke bandara Kuala Namu sepanjang 7 kilometer;

i. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 0.4 kilometer;

j. Relokasi Jalan Tol dan Jalan Arteri Porong – Gempol sepanjang 15 kilometer;

k. Penyusunan Rencana Teknis/ Studi Kebijakan Transportasi Darat;

l. Pembangunan sarana ASDP dengan target 60 buah kapal penyeberangan;

m. Pembangunan break water Pelabuhan Penyeberangan;

n. Rehabilitasi/Peningkatan dermaga penyeberangan dan sungai dengan target 23 dermaga penyeberangan dan 8 dermaga sungai;

o. Pembangunan prasarana sungai danau dan penyeberangan dengan target 13 dermaga baru dan 55 dermaga lanjutan, 26 dermaga sungai baru dan 3 dermaga lanjutan, dan 13 dermaga danau;

p. Peningkatan/Rehabilitasi jalan KA sepanjang 467,42 kilometer;

q. Peningkatan Sistem Telekomunikasi dan Kelistrikan (Sintelis) dengan target 26 paket;

r. Peningkatan jembatan KA dengan target 48 buah jembatan;

s. Pembangunan jalur ganda Lintas Selatan Jawa, jalur ganda Lintas Serpong-Rangkas Bitung sepanjang 11,08 kilometer; lintas Tegal-Pekalongan sepanjang 22,70 kilometer, jalur ganda Segment III untuk Modifikasi Stasiun Cirebon; jalur ganda Lintas Cirebon-Kroya untuk Segment Karangsari-Purwokerto sepanjang 13,43 kilometer, serta jalur ganda lintas Duri-Tangerang untuk Segment Duri-Taman Kota sepanjang 5,6 kilometer;

t. Pembangunan jalan KA dengan memperbesar radius lengkung sepanjang 13,4 kilometer;

u. Pembangunan short cut lintas Surabaya Pasarturi – Gubeng untuk mendukung Surabaya commuter, dan short cut lintas Cisomang-Cikadondong;

v. Pembangunan perkeretaapian NAD untuk pengoperasian Lintas Peudada - Matang Gelumpang II dengan target untuk pekerjaan Penyelesaian KRD I, pembangunan spoor kolong, pembuatan hanggar KRD I, dan pemagaran stasiun;

w. Lanjutan pembangunan double-double track Lintas Manggarai – Cikarang;

x. Pengadaan material prasarana KA yang meliputi pekerjaan rel dan wesel;

y. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Urgent Rehabiliattion of Tanjung Priok Port) sepanjang 800 M';

z. Pembangunan Kapal Penumpang untuk PT Pelni dengan target 1 unit kapal container-passenger (T-2.000);

aa. Pengembangan Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Balikpapan, Jayapura dan Belawan;

ab. Pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 8 lokasi (Pelabuhan Fak-fak, Tarakan, Bitung, Manado, Labuhan Amuk, Gorontalo dan Anggrek, Pantoloan, A. Yani Ternate);

ac. Pengembangan pelabuhan strategis 700 m’ di Papua (Sorong, Biak, Manokwari dan Merauke, Agats, Pomako, Serui);

ad. Rehabilitasi prasarana transportasi udara fasilitas sisi udara 1.044.848 M3 dengan target pekerjaan tanah dan 249.890 M2 pelapisan landasan, taxiway dan apron di Lampung, Pekonserai, Tanjung Pandan, Cilacap, Sampit, Waingapu, Brangbiji, Moanamani, Tanah Merah, Bokondini, Numfor, Senggeh, Merdey, Kebar, Bintuni;

ae. Rehabilitasi prasarana transportasi udara fasilitas sisi darat dengan target rehabilitasi fasilitas gedung, terminal dan prasarana drainase tersebar di Silangit, Sibolga, Adbandara Makassar, Pelangkaraya;

af. Pembangunan Bandar Udara Medan Baru sebagai pengganti Bandar Udara Polonia-Medan; 

ag. Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin- Makassar;

ah. Pembangunan/peningkatan Bandara di daerah perbatasan, terpencil & rawan bencana yang tersebar di 27 Bandara (Sabu, Rote, Putussibau, Kisar, Tanah Merah, Bokondini, Karubaga, Cut Nyak Dhien, Binaka, Lasondre, Rokot, Labuhan Bajo, Maumere, Larantuka, Wunopito, Alor, Naha, Melongguane, Tual Baru, Nabire, Serui, Numfor, Dobo, Saumlaki Baru;

ai. Pembangunan/peningkatan bandara ibu kota kabupaten, Ibu kota Propinsi, dan Daerah Pemekaran yang tersebar di 45 Bandara (Sibolga, Silampari, Pagar Alam, Bengkulu, Tanjung Pinang, Pekonserai, Kerinci, Muara Bungo, Tanjung Pandan, Cirebon, Curug, Kendari, Pongtiku, Rampi, Luwuk, Buol, Buton, Masamba, Labuha, Sentani, Malang, Bawean, Gading, Samarinda, Tarakan, Pk. Bun, Palangkaraya, Muara teweh, Ketapang, Stagen, Gorontalo, Palu, Poso, Moanamani, Enarotali, Wamena, Manokwari, Bintuni, Sorong, Selayar, Mamuju, Ende, Bima, Bandaneira, Ternate, Seko-Rampi).

C. Sub Bidang Ketenagalistrikan

a. Penyiapan kebijakan dan pengaturan di bidang perencanaan ketenagalistrikan serta pemanfaatan energi dengan target: terlaksananya review Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN); terselenggaranya sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pengembangan penyediaan tenaga listrik serta tersusun dan terbitnya rancangan peraturan pemerintah sebagai tindaklanjut UU ketenagalistrikan yang baru (tergantung persetujuan legislatif);

b. Penyiapan kebijakan dan pengaturan di bidang investasi dan pendanaan ketenagalistrikan dengan target: penyusunan indeks harga standar biaya khusus (IHSBK) satuan kerja listrik perdesaan TA 2009; terlaksananya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi sektor ketenagalistrikan; terlaksananya monitoring pelaksanaan anggaran sistem jaringan transmisi dan distribusi Program Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW;

c. Penggalangan kerjasama teknik dan kelembagaan di bidang energi dan ketenagalistrikan dalam tataran nasional, regional, dan internasional dengan target: fasilitasi kerjasama nasional, regional, bilateral dan multirateral;  tersusunnya rancangan pola kerjasama antar daerah tingkat II dalam pemanfaatan energi;

d. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan program ketenagalistrikan dengan target: terlaksananya analisa dan evaluasi beban harian Jawa-Bali; terlaksananya pengumpulan informasi, analisa dan evaluasi pengelolaan data tenaga listrik; terlaksananya pengumpulan data statistik ketenagalistrikan; tersusunnya perhitungan ratio elektrifikasi terhadap program ketenagalistrikan.

D. Sub Bidang Pos dan Telematika

a. Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi, kelembagaan industri pos dan telematika melalui:


· Penyempurnaan rekomendasi revisi Undang-undang Pos;

· Penyempurnaan draft revisi Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk menghadapi era konvergensi;

· Penyusunan peraturan pelaksana RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan RUU Cyber Crime;
· Perkuatan Sekretariat Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional.

b. Peningkatan jangkauan, kapasitas, dan kualitas infrastruktur dan layanan pos dan telematika melalui:


· Pemantauan pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik Palapa Ring;

· Rehabilitasi infrastruktur penyiaran televisi di 19 provinsi.

· Pembangunan pusat pendidikan pelatihan TIK.

c. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pos dan telematika melalui pembayaran cicilan kompensasi atas terminasi dini hak eksklusivitas PT. Telkom.

d. Peningkatan e-literacy masyarakat melalui:


· Pembuatan model e-education dengan sasaran sarana TIK untuk SD dan SMP terpilih di DIY dan model e-education untuk direplikasi ke daerah lain;

· Penyediaan fasilitas pembelajaran di bidang TIK bagi pegawai pemerintah dan umum;

e. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK melalui: 


· Pengembangan infrastruktur, perangkat lunak dan aplikasi berbasis open source dengan target berkurangnya tingkat penggunaan perangkat lunak ilegal; dan bertambahnya jumlah instansi Pemerintah yang menggunakan perangkat lunak dan aplikasi open source.

· Penyediaan pusat informasi masyarakat melalui Program Community Access Point.

· Pengembangan aplikasi Early Warning System.
E. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

a. Pembangunan sarana dan prasarana pembuangan air limbah sistem terpusat di 41 lokasi. 

Fokus 3: Peningkatan Investasi Proyek-Proyek Infrastruktur yang Dilakukan oleh Swasta Melalui Berbagai Skim Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta

A. Sub Bidang Sumber Daya Air

a. Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik;


b. Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan.


B. Sub Bidang Transportasi

a. Dukungan Pembangunan Jalan Tol berupa Pembebasan Tanah;

b. Penguatan Fungsi Regulator Perkeretaapian;

c. Pengembangan pelabuhan Tanjung Perak di Teluk Lamong (sudah diputuskan menjadi salah satu model kerjasama pemerintah swasta);

d. Tersusunnya Revisi Undang-undang di bidang Transportasi, Perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang;

a. Pengaturan, pengawasan, pengusahaan jalan tol dengan target terselenggaranya pembangunan dan pengoperasian jalan tol dengan investasi dan kerjasama pemerintah dengan swasta.

C. Sub Bidang Ketenagalistrikan

a. Pengaturan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan dengan target: terselenggaranya monitoring dan review pelaksanaan aturan jaringan tenaga listrik sistem Jawa-Bali dan Sumatera; terselenggaranya penyiapan bahan regulasi pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik; terselenggaranya penyusunan pedoman pelaksanaan dan pengawasan aturan jaringan distribusi (Distribution Code) tenaga listrik;

b. Pelayanan usaha ketenagalistrikan dengan target: terselenggaranya penyiapan bahan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik; terselenggaranya koordinasi pelaksanaan perizinan dengan pemerintah daerah; terselenggaranya pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik;

c. Analisa harga dan subsidi listrik dengan target: tersusunnya pedoman harga jual pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik; terlaksananya monitoring dan evaluasi harga jual pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik penetapan biaya pokok penyediaan tenaga listrik per wilayah/distribusi; terselenggaranya studi pola dan mekanisme penetapan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik antar negara;

d. Hubungan komersial tenaga listrik dengan target: terselesaikannya permasalahan pelaksanaan hubungan komersial tenaga listrik; terselenggaranya peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam bisnis tenaga listrik; terselenggaranya penyusunan tata cara pengaduan sengketa antara pelaku usaha penyediaan tenaga listrik dengan konsumen listrik;

e. Perlindungan konsumen listrik dengan target: terselenggarakannya penanganan pengaduan konsumen listrik/masyarakat serta monitoring dan evaluasinya; terselenggaranya penyiapan dan evaluasi aturan perlindungan konsumen listrik;

f. Standardisasi ketenagalsitrikan nasional untuk peralatan dan piranti listrik dengan target: terselenggaranya kerjasama kalibrasi alat ukur listrik dalam  rangka SKB Peneraan; terumusnya SNI bidang ketenagalistrikan; terlaksanya pengawasan, penerapan, dan sosialisasi SNI bidang ketenagalistrikan;

g. Penyelenggaraan kelaikan teknik ketenagalistrikan dengan target: tersusunnya pedoman, sosiasasi, dan pembinaan teknis sertifikasi laik operasi instalasi, alat ukur, dan sertifikasi produk peralatan dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;

h. Penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan target: terlaksananya pembinaan dan pengawasan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;

i. Pembinaan usaha penunjang  ketenagalistrikan dengan target: terlaksananya pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan dalam negeri; terlaksananya penerapan Izin Menggunakan Jaringan (IMJ) Telematika pada jaringan tenaga listrik; terselenggaranya pemetaan daerah cakupan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telematika di daerah Jawa Bali; dan terselenggaranya sosialisasi regulasi teknik dan lingkungan ketenagalistrikan. 

D. Sub Bidang Pos dan Telematika

a. Peningkatan jangkauan, kapasitas, dan kualitas infrastruktur dan layanan pos dan telematika melalui pemantauan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring.

Fokus 4: Peningkatan Produksi Migas dan Produk Final Migas

a. Evaluasi skim bagi hasil (production sharing contract-PSC) migas guna mendorong pengembangan lapangan tua dan/atau marginal, eksplorasi di daerah remote, dan penguasaan lapangan migas yang siap dieksploitasi melalui:

· Pembinaan dan pengawasan kegiatan eksploitasi minyak dan gas bumi dengan target terlaksananya inventarisasi data dan rancangan kebijakan pengembangan lapangan tua (brownfield) dan gas marginal, antara lain dengan teknologi EOR dan reservoir management;

· Pembinaan penerimaan negara minyak dan gas bumi dengan target terumuskannya perencanaan dan pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta perhitungan bagi hasil; perhitungan PNBP dan tarif minyak dan gas bumi, serta harga minyak mentah Inonesia; tersusunnya rencana produksi dan pengembangan sistim lifting;

· Pembinaan hukum dan organisasi dengan target tersusunnya 15 rancangan kebijakan meliputi: (a) model kontrak kerjasama pengusahaan sumur tua Pertamina/KKKS; (b) model kontrak Gas Methana B; dan (c) penyempurnaan draft kontrak kerjasama migas;

b. Optimalisasi sistem pengangkutan Bahan Bakar Gas (BBG) dan pemanfaatan teknologi dalam negeri melalui:

· Pelayanan usaha pengangkutan dan penyimpanan migas dengan target tersusunnya rancangan kebijakan pola pengangkutan bahan bakar gas dan sistem pengendalian penyimpanan bahan bakar gas di pulau Sumatera;

· Peningkatan komponen dan pemberdayaan potensi dalam negeri sub-sektor minyak dan gas bumi dengan target terlaksananya Pengembangan Tenaga Kerja Nasional (TKN) migas dan perumusan standar kompetensi tenaga kerja migas dalam pengawasan dan pemanfaatan barang dan jasa teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun dalam negeri pada industri migas;

c. Pelayanan usaha pengolahan usaha hilir dengan target tersusunnya pedoman pelaksanaan pengawasan mutu BBM, BBG, BBL dan hasil olahannya serta optimalisasi kegiatan usaha pengolahan  minyak dan gas bumi  di P. Jawa dan Sumatera

Fokus 5: Percepatan Pelaksanaan Upaya Diversifikasi Energi, Melalui Pemanfaatan Gas Bumi, Batubara, dan Energi Baru/Terbarukan

a. Pemberian insentif penjualan gas/batubara dalam negeri serta evaluasi kontrak ekspor jangka panjang yang akan habis masa kontraknya melalui:


· Peningkatan dan pemanfaatan mineral, batubara dan panas bumi dengan target: (1) meningkatnya produksi batubara mutu rendah untuk program 10.000 MW, pengembangan briket batubara dan lightcoal, dan penyiapan wilayah kerja pertambangan; (2) terlaksananya program aksi pencairan batubara, standarisasi briket batubara dan lightcoal, penelitian dan pengembangan mineral dalam rangka penelitian produk/teknik produksi, pengolahan mineral terpadu, pilot plant pembuatan gas sintetik dari batubara dan kokas briket.

· Pelayanan dan pemantauan usaha gas bumi dengan target: (1) tersusunnya rancangan kebijakan harga gas bumi domestik; (2) terlaksananya kegiatan pengusahaan Gas Metana-B di daerah Sumatera dan Kalimantan; dan (3) tersusunnya rancangan kebijakan pemakaian lahan bersama di daerah Sumatera dan Kalimantan.

b. Pemberian insentif pengembangan panas bumi serta penyelesaian kontrak-kontrak panas bumi oleh swasta dan bantuan teknis/fiskal melalui: 

· Pengembangan investasi pengusahaan panas bumi dengan target tersusunnya rancangan kebijakan/prosedur, tata niaga pengembangan  investasi panas bumi; dan tersusunnya rancangan kebijakan peningkatan SDM

c. Peningkatan pemanfaatan energi alternatif non-BBM, termasuk gas/batubara, serta pengembangan BBN melalui: 


· Peningkatan pemanfaatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dengan target tersusunnya rancangan kebijakan/prosedur, terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan keselamatan kerja di 101 perusahaan dan standardisasi di 28 perusahaan, monitoring 6 laboratorium uji, dan sosialisasi peraturan;

· Pengembangan dan penggunaan energi alternatif dengan target: (1) tersosialisasinya pemanfaatan biofuel kepada masyarakat; dan (2) terkoordinasinya pengembangan biofuel;

· Pengembangan dan penggunaan energi alternatif dengan target: (1) tersusunnya rancangan kebijakan konversi dan konservasi migas, FS jaringan distribusi gas dan pengembangan energi; (2) terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi proses (dalam rangka program langit biru sektor transportasi dan penerapan aditif untuk peningkatan kualitas bahan bakar), teknologi pemanfaatan gas bumi (rancangan kebijakan untuk peningkatan pemanfaatan); dan (3) tersusunnya rancangan kebijakan pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga dan mekanisme penyalurannya;

· Koordinasi penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif;

· Pengembangan usaha dan pemanfaatan energi baru terbarukan dengan target: (1) terselenggaranya fasilitasi dan implementasi Pembangkit Skala Kecil (PSK) dan Pembangkit Skala Menengah (PSM) energi terbarukan; (2) tersusunnya strategi pengembangan energi terbarukan dalam rangka meningkatkan peran energi terbarukan dan evaluasi program langit biru; (3) tersusunnya rancangan kebijakan sosialisasi energi baru terbarukan dan konservasi energi terhadap penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; (4) terselenggaranya survei potensi pemanfaatan energi setempat pada daerah terpencil (sulit terjangkau listrik PLN); (5) terbangunnya PLTS, Refrigerator, Pengering Surya di pulau-pulau kecil terluar; (6) terlaksananya studi kelayakan dan penyusunan detail engineering design berdasarkan hasil survey pemanfaatan saluran irigasi untuk pembangkit listrik, serta untuk pembangunan PLTMH; (7) terlaksananya studi kelayakan pembangkitan tenaga listrik biomassa; dan (8) terlaksananya studi kelayakan dan DED untuk pembangkit Listrik Tenaga Angin.

Fokus 6: Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Energi

a. Evaluasi dan penyempurnaan sistem distribusi/harga BBM, LPG, dan LNG dalam negeri melalui:

· Penyiapan dan penentuan harga dan subsidi bahan bakar dengan target rumusan harga dan subsidi bahan bakar untuk volume konsumsi  39,7 juta kiloliter sebesar Rp. 35,17 Trilyun;

· Pembinaan, pengawasan dan pemantauan usaha migas melalui pipa dengan target: (1) terpenuhinya kebutuhan BBM dan berkurangnya tingkat penyalahgunaan BBM; (2) meningkatnya pemanfaatan akses gas bumi; (3)  pengembangan infrastruktur minyak bumi Pulau Jawa-Sumatra; dan (4)  tersusunnya  neraca kebutuhan dan penyediaan gas bumi

· Pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi dengan target tersedianya data dan informasi mengenai Lembaga Penyalur BBM meliputi SPBBM, dealer/distributor dan agen dalam kegiatan usaha niaga BBM di seluruh wilayah Indonesia; 

b. Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui:


· Sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan target: (1) tersusunnya Direktori Stakeholders energi baru terbarukan dan konservasi energi; (2) terselenggaranya kegiatan pemberdayaan fungsi clearing house dan integrasi program informasi web-based energi baru terbarukan dan konservasi energi; (3) tersedianya alat peraga untuk keperluan pameran energi terbarukan dan konservasi energi antara lain: penyempurnaan alat peraga PLMH (mikrohidro); pembuatan alat peraga Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB); pembuatan alat peraga Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); pembuatan alat peraga konservasi energi; pengadaan flex; dan (4) terselenggaranya sosialisasi  pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi dengan Pemerintah Daerah;

· Pembinaan dan penerapan konservasi dan efisiensi energi dengan target: (1) terselenggaranya kerjasama konservasi energi; (2) terselenggaranya penerapan konservasi energi melalui program kemitraan; (3) tersusunnya rancangan pedoman sertifikasi dan registrasi  manajer energi; (4) tersusunnya rancangan fungsional konservasi energi; (5) terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi konservasi energi; (6) terselenggaranya audit energi di sektor industri dan bangunan; (7) terlaksananya monitoring pelaksanaan penghematan energi; (8) tersusunnya rancangan Energy Conservation Promotion in Indonesia (kerjasama dengan JICA); (9) terselenggaranya penerapan program aplikasi energy efficiency benchmark untuk bangunan; (10) terselenggaranya penerapan program aplikasi energy efficiency benchmark untuk industri; dan (11) terselenggaranya kegiatan counterparting kerjasama RI-Denmark.

c. Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) melalui:

· Pengaturan dan pengawasan usaha non bahan bakar dengan target terselenggaranya pembinaan dan pengawasan mutu produk biofuel untuk sektor transportasi dan industri di 5 kota dan mutu produk pelumas yang beredar di 35 kota;

· Pengembangan Desa Mandiri Energi dengan target: (1) terselenggaranya kegiatan Panitia Teknis Sumber Daya Energi (PTE); (2) tersusunnya rancangan kebijakan pengembangan sosial ekonomi Desa Mandiri Energi (DME); (3) terlaksananya pengembangan aspek kelembagaan DME; (4) terselenggaranya koordinasi pengembangan energi perdesaan; (5) terlaksananya kegiatan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan Pemerintah Daerah; (6) tersusunnya rancangan pendanaan mikro pengembangan energi perdesaan; (7) terlaksananya pembangunan percontohan Desa Mandiri Energi berbasis BBN; (8) terlaksananya pembangunan percontohan Desa Mandiri Energi berbasis Non-BBN; (9) terbentuknya Lembaga Pengelola Desa Mandiri Energi berbasis BBN; (10)  terbentuknya  Lembaga Pengelola Desa Mandiri Energi berbasis non-BBN; (11) meningkatnya aksesibilitas listrik perdesaan (kerjasama dengan Belanda-GTZ); dan (12) pelaksanaan Integrated Microhydro Development and Application Program/IMIDAP (kerjasama dengan UNDP);

· Pengembangan bahan baku bio-energi dengan target terealisasinya 600 ha kebun induk tanaman jarak; pengembangan 9.890 ha jarak pagar; dan tersusunnya 19 paket teknologi pengolahan bio-energi;

· Penguasaan teknologi produksi BBN dengan target tersusunnya 3 pilot plant bio-diesel, bio-ethanol, dan bio-fuel
· Pengembangan industri BBN dengan target terlaksananya pilot project pabrik ethanol/biodiesel
· Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengembangan BBN dengan target tersusunnya 3 rumusan kebijakan pengembangan BBN.

d. Pengembangan kebijakan pemanfaatan energi bersih melalui:

· Penyiapan restrukturisasi energi dan regulasi pemanfaatan energi bersih dengan target: (1) ditayangkannya iklan sosialisasi UU tentang energi di stasiun TV dan iklan sosialisasi UU tentang energi di media cetak; (2)  terlaksananya talkshow UU Energi di Stasiun TV dan radio sehingga masyarakat memahami tentang UU Energi; (3) tersusunnya baseline CDM sistem ketenagalistrikan di Indonesia; (4) tersusunnya emisi sistem ketenagalistrikan Indonesia 2025; (5) tersusunnya potensi biofuel dalam rangka CDM; (6) terselenggaranya pemanfaatan energi persektor dalam rangka mencapai target Kebijakan Energi Nasional 2025; (7) tersusunnya konsep peraturan (Rancangan Peraturan Pemerintah) sebagai tindak lanjut UU Energi; (8) terlaksananya capacity building tentang CDM; (9) terlaksananya updating baseline CDM Sistem Jamali; (10) tersusunnya program dan koordinasi pemanfaatan Energi Terbarukan (ET) dan Konservasi Energi (KE); (11) terlaksananya evaluasi dan monitoring pemanfaatan ET dan KE; dan (12)  terselenggaranya seminar UU Energi (termasuk pendamping teknis).

IV. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan 

Sasaran 

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan dasar yang diukur dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) jenjang SD termasuk SDLB/MI/Paket A setara SD menjadi 110,9 persen dan 94,8 persen; meningkatnya APK jenjang SMP/MTs/Paket B setara SMP menjadi 95 persen; meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,5 persen; dan meningkatnya APS penduduk usia 13-15 tahun menjadi 94,3 persen.

b. Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diukur dengan meningkatnya APK jenjang SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA menjadi 64,2 persen; meningkatnya APS penduduk usia 16–18 tahun menjadi 65,8 persen; dan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi menjadi 17,2 persen.

c. Meningkatnya proprosi sekolah yang memiliki fasilitas pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang merujuk pada standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan;

d. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan;

e. Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang disyaratkan;

f. Meningkatnya kesejahteraan pendidik;

g. Menurunnya angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 6,2 persen, bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca; 

h. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan kelas III rumah sakit mencakup 100 persen;

i. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di 28.000 desa;

j. Meningkatnya persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) mencakup 95 persen;

k. Meningkatnya case detection rate tuberkulosis (TBC) mencakup lebih dari 70 persen;

l. Meningkatnya persentase penderita demam berdarah dengue (DBD) yang ditemukan dan ditangani mencakup 100 persen;

m. Meningkatnya persentase penderita malaria yang ditemukan dan diobati mencakup 100 persen;

n. Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang ditemukan dan mendapat pertolongan anti retroviral treatment (ART) mencakup 100 persen;

o. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet zat besi (Fe) mencakup 80 persen;

p. Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif mencakup 65 persen;

q. Meningkatnya persentase balita yang mendapat Vitamin A mencapai 80 persen;

r. Meningkatnya persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat keamanan mencakup 70 persen; 

s. Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mencakup 45 persen;

t. Menurunnya TFR menjadi sekitar 2,17 per wanita; 

u. Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif menjadi sekitar 29,2 juta peserta; dan

v. Meningkatnya jumlah peserta KB Baru sekitar 6,0 juta peserta.

Arah Kebijakan, Fokus, dan Kegiatan Prioritas

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana dalam Bab 26, Bab 27, dan Bab 29, Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut.
Fokus 1: Akselerasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang merata dan bermutu

a. Melanjutkan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs, pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP dengan sasaran 35,8 juta siswa SD/Setara dan SMP/Setara, serta untuk 6,1 juta siswa MI/setara dan MTs/setara;

b. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar bagi 1,3 juta siswa SD dan 499 ribu siswa SMP, serta bagi 360 ribu siswa MI dan 280 ribu siswa MTs;

c. Pengadaan buku pelajaran SD/MI/SDLB dan SMP/MTs melalui BOS buku dengan sasaran tersedianya buku pelajaran bagi 35,8 juta siswa SD/Setara dan SMP/Setara, serta untuk 6,1 juta siswa MI/setara dan MTs/setara;

d. Rehabilitasi 8.978 ruang kelas SMP dan 910 ruang kelas MTs;

e. Peningkatan daya tampung SD/MI dan SMP/MTs melalui pembangunan 500 unit sekolah baru SMP, 1.000 unit SD-SMP Satu Atap dan 275 unit MI-MTs Satu Atap untuk wilayah terpencil, 10.000 ruang kelas baru SMP/MTs, serta pembangunan asrama siswa dan mess guru di daerah terpencil dan kepulauan;

f. Pembangunan prasarana pendukung di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yang mencakup perpustakaan termasuk buku bacaannya, pusat sumber belajar, dan laboratorium dengan target 10.000 ruang perpustakaan dan pusat sumber belajar SD, dan 10.778 ruang laboratorium/perpustakaan SMP, pembangunan 4.920 laboratorium komputer untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah, penyediaan 5.378 paket peralatan, serta 845 ruang laboratorium/perpustakaan di MI-MTs dengan paket peralatannya;

g. Penyelenggaraan pendidikan alternatif untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat mengikuti pendidikan reguler melalui penyelenggaraan Paket A setara SD bagi 107,0 ribu orang dan Paket B setara SMP bagi 549 ribu orang;

h. Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di 33 provinsi.

Fokus 2: Peningkatan Ketersediaan, Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik

a. Percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik bagi 191,0 ribu orang guru sekolah umum, 37,5 ribu orang guru sekolah agama, dan 28,2 ribu dosen, serta pengembangan kemitraan antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan sekolah untuk mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun untuk 22 ribu orang guru;

b. Percepatan sertifikasi akademik bagi pendidik dengan target 291 ribu orang guru sekolah umum dan 37 ribu orang guru sekolah agama;

c. Peningkatan kesejahteraan pendidik dengan target tersedianya tunjangan fungsional bagi 478 ribu guru sekolah umum dan 350 ribu guru sekolah agama, tunjangan profesi bagi 60 ribu guru sekolah umum dan 6.000 guru sekolah agama, tunjangan khusus bagi 40 ribu guru sekolah umum dan 3.081 guru sekolah agama, serta subsidi guru bantu bagi 110 ribu guru sekolah umum dan 20 ribu guru sekolah agama; 

d. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.

Fokus 3: Peningkatan Akses, Pemerataan dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Berkualitas

a. Beasiswa untuk siswa miskin dengan target tersedianya beasiswa untuk 732 ribu siswa SMA/SMK serta untuk 210 ribu siswa MA;

b. Rehabilitasi sekolah (SMA/SMK/MA) bagi 1.740 ruang kelas SMA/SMK serta 2.500 ruang kelas MA;

c. Peningkatan daya tampung SMA/SMK/MA melalui pembangunan unit sekolah baru (USB) terutama di perdesaan dan ruang kelas baru (RKB) dengan target 25 USB SMA, 300 USB SMK, 900 RKB SMA, 2.000 RKB SMK, serta 100 USB MA;

d. Pembangunan prasarana pendukung mencakup perpustakaan, laboratorium, dan workshop dengan membangun 1.466 ruang perpustakaan dan laboratorium di SMA dan SMK, serta 1.000 paket di MA, dan 4.563 laboratorium komputer untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sekolah, disertai dengan penyediaan peralatan dan bukunya; 

e. Penyediaan sarana dan prasarana perguruan tinggi dengan membangun 54 politeknik seluas 262 ribu M2, tersedianya 1.200 paket peralatan, serta tersedianya sarana dan prasarana perguruan tinggi agama (PTA) di 119 PTA;

f. Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa prestasi dengan target tersedianya beasiswa bagi 161,7 ribu mahasiswa di PT umum dan 48,9 ribu mahasiswa di PTA;

g. Peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Fokus 4: Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah

a. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional dengan target tersedianya penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi 1,2 juta orang;

b. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan bacaan dengan target tersedianya buku dan bahan bacaan yang berkualitas;

c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan usia dini dengan target tersedianya subsidi dan pembangunan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) serta peningkatan mutu pendidikan usia dini

Fokus 5: Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan terutama Bagi Masyarakat Miskin

a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit dengan target penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan bagi 76,8 juta penduduk miskin;

b. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya dengan target penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar bagi sekitar 76,8 juta penduduk miskin di Puskesmas;

c. Pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dengan target pelayanan antenatal (K4) 87 persen dan kunjungan neonatus (KN-2) 87 persen, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 85 persen, dan cakupan kunjungan bayi 80 persen;

d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dengan target tersedianya 1.500 puskesmas, 2.200 puskesmas pembantu, 28.000 pos kesehatan desa, 2.500 rumah dinas dokter dan paramedis puskesmas.

Fokus 6: Peningkatan Ketersediaan Tenaga Medis dan Paramedis, terutama untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpencil dan Tertinggal

a. Pemenuhan tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil, tertinggal dan daerah bencana dengan target tersedia dan terlatihnya 28.000 tenaga kesehatan dan 56.000 kader kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan daerah bencana.

Fokus 7: Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

a. Penanggulangan penyakit menular melalui pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular: 100 persen penderita DBD, Malaria, HIV/AIDS yang ditemukan dan diobati, > 70 persen angka penemuan TB dan 95 persen UCI desa;

b. Penelitian Penyakit Menular Tropis untuk TBC, Demam Berdarah, dan Malaria.

Fokus 8: Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Ibu Hamil, Bayi dan Anak Balita

a. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita melalui pelaksanaan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita: makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada 1,2 juta bayi dan anak (6-24 bulan), Vitamin A pada 2 juta bayi dan 16 juta balita/4 juta bufas, tablet Fe pada 4 juta ibu hamil, kapsul Yodium pada 80 persen wanita usia subur di kecamatan endemik sedang dan berat, dan survailans gizi di 8.015 Puskesmas.

Fokus 9: Peningkatan Pemanfaatan Obat Generik Esensial, Pengawasan Obat, Makanan dan Keamanan Pangan

a. Penyediaan obat esensial termasuk obat program: Rp. 18.000/kapita/tahun;

b. Pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, Narkotik Psikotropik, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), makanan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) melalui pelaksanaan pengujian laboratorium terhadap 97 ribu sampel;

c. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium dengan target penyediaan sarana dan prasarana laboratorium: 4 balai POM baru dan 26 balai POM termasuk 6 lab khusus yang memenuhi 30 persen persyaratan Good Laboratory Practice (GLP).

Fokus 10: Revitalisasi Program KB

a. Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah dengan target penyelenggaraan 65.000 tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling, dan terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin, serta penyediaan kontrasepsi gratis bagi 813.850 peserta KB baru (PB) miskin dan 9.534.600 peserta KB aktif (PA) miskin;

b. Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) dengan target 2.430 kecamatan memiliki PIK-KRR yang aktif dan berkualitas;

c. Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan keluarga dengan target 45 persen (2,4 juta) keluarga menjadi anggota BKB aktif, 38 persen (1,0 juta) keluarga menjadi anggota BKR aktif, dan 41 persen (0,9 juta) keluarga menjadi anggota BKL aktif.

d. Intensifikasi advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB Nasional dengan target 14.300 desa/kelurahan memiliki tokoh agama/tokoh masyarakat yang melakukan advokasi dan KIE KB;

e. Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat dengan target peningkatan jumlah Pengawas Petugas Lapangan KB (PPLKB) dan Petugas Lapangan KB (PLKB)/ Penyuluh KB (PKB) yang terlatih sebanyak 26.500 petugas;

f. Pendataan keluarga dan individu dalam keluarga dengan target 73.500 desa/kelurahan melaksanakan pendataan dan mempunyai data keluarga yang terkini;
g. Peningkatan kompetensi petugas dan pengelola program KB dengan target 26.500 PPLKB dan PLKB/PKB memenuhi standar kompetensi;

h. Pengadaan alat/bahan sarana pelayanan program KB dengan target tersedianya sarana penunjang pelayanan program KB dan pengembangan sistem informasi program KB berbasis informasi dan teknologi (IT) di pusat dan 33 provinsi.

V.
Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan


Prioritas pembangunan tahun 2008 ini ditempuh dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut.

Sasaran

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam Prioritas Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan pada tahun 2008 adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin, sehingga menurunkan angka kemiskinan menjadi antara 15,0 – 16,8 persen.

Arah Kebijakan, Fokus, dan Kegiatan Prioritas

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam berbagai program pembangunan dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Fokus 1: Stabilitas Harga Bahan-bahan Pokok

a. Penyediaan cadangan beras Pemerintah 1 juta ton dengan target tersedianya cadangan beras sehingga mencapai 1 juta ton;

b. Stabilisasi harga komoditas primer melalui Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) dengan target pelaksanaan pembelian gabah petani sebanyak 130 ribu ton, jagung 35 ribu ton di 27 provinsi.

Fokus 2: Mendorong Pertumbuhan Yang Pro-Rakyat Miskin

a. Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional termasuk perempuan pengusaha (PNPM-P) kepada 75.000 usaha mikro melalui 3000 koperasi/LKM;

b. Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM) kepada 1.000 LKM/Koperasi Simpan Pinjam (KSP);

c. Pelatihan fasilitator budaya/motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro melalui koperasi dengan sasaran kepada 1.000 koperasi;

d. Rintisan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal kepada 75 sentra/koperasi;

e. Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi dengan sasaran kepada 250 koperasi;

f. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dengan target pelaksanaan pemberdayaan di 15 Solar Packaged Dealer Nelayan (SPDN), 100 kedai pesisir, dan bantuan sosial yang tersebar di 100 kabupaten/kota;

g. Pengembangan usaha perikanan skala kecil pada 100 kelompok nelayan dan pembudidaya ikan untuk konsumsi masyarakat di 50 kab/kota;

h. Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dengan target 57 persen (1,2 juta) keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (KS-1) anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif berusaha;

i. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk 1.051.000 sertifikat tanah dan 500 ribu ha peta dasar pendaftaran tanah, dan 3.072 titik KDKN;

j. Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

Fokus 3: Menyempurnakan dan Memperluas Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

a. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di daerah perdesaan (Program Pengembangan Kecamatan) dengan target penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 2.389 kecamatan;

b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di daerah perkotaan dengan target penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 3.581 kelurahan;

c. Program Pengembangan Infrastuktur Sosial Ekonomi Wilayah (RISE) dengan target penyediaan bantuan teknis di 237 kecamatan;

d. Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (SPADA) dengan target penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 186 kecamatan di 32 kabupaten di 8 provinsi;

e. Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat dengan target perwujudan koordinasi program pembangunan berbasis masyarakat secara sistematis.

Fokus 4: Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar 

a. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar bagi 1,3 juta siswa SD dan 499 ribu siswa SMP, serta bagi 360 ribu siswa MI dan 280 ribu siswa MTs;

b. Beasiswa untuk siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) dengan target penyediaan beasiswa bagi 732 ribu siswa SMA/SMK serta bagi 210 ribu siswa MA;

c. Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi dengan target penyediaan beasiswa bagi 161,7 ribu mahasiswa di perguruan tinggi (PT) serta 48,9 ribu mahasiswa di perguruan tinggi agama (PTA);

d. Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit dengan target penyediaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin pada 76,8 juta penduduk miskin;

e. Pelayanan kesehatan dasar bagi kelurga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin pada 76,8 juta penduduk miskin;

f. Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin dengan target penyediaan pelayanan kontrasepsi gratis bagi 813.850 peserta KB baru (PB) miskin dan 9.534.600 peserta KB aktif (PA) miskin.

Fokus 5: Membangun dan Menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) dengan target pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 15 provinsi dan di 40 kabupaten/kota;

b. Pemberdayaan sosial keluarga untuk fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Menyediakan bantuan sosial untuk fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di beberapa kabupaten/kota;

c. Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial dengan target penyediaan bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial di beberapa kabupaten/kota;

d. Peningkatan pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat;

e. Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan pada pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin balita, menjamin keberadaan anak usia sekolah di sekolah dasar (SD)/madrasah ibtidaiyah (MI) dan sekolah menengah pertama (SMP)/madrasah tsanawiyah (MTs) serta bantuan tunai bagi 1,5 juta RTSM;

f. Pendataan pelaksanaan Program Keluarga Harapan/PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan) dengan target 1,5 juta RTSM;

g. Penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin) untuk menjamin ketersediaan beras dan kebutuhan pokok bagi rumah tangga miskin;

h. Pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung PKH dengan target tersedianya pendidikan bagi anak yang bekerja di 7 provinsi. 

VI. Pemberantasan Korupsi, Dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sasaran 

Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Pemberantasan Korupsi, dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut.
1. Menurunnya tindak pidana korupsi yang tercermin dari:

a. Tumbuhnya iklim takut korupsi;

b. Meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terhadap Indonesia;

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

2. Meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang-bidang lainnya, yang antara lain ditandai dengan:

a. Makin efisien dan efektifnya penggunaan anggaran;

b. Berkurangnya penyalahgunaan kewenangan (KKN) di lingkungan birokrasi pemerintah;

c. Meningkatnya kinerja birokrasi, antara lain dalam memberikan pelayanan publik. 

Arah kebijakan, Fokus, dan Kegiatan Prioritas

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana dalam Bab 13, Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut.

Fokus 1: Penindakan Tindak Pidana Korupsi

a. Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada 5 (lima) pengguna APBN terbesar dan sektor penerimaan negara dengan target penyelesaian penindakan terhadap pelaku korupsi pada lima pengguna APBN terbesar dan sektor penerimaan negara.

Fokus 2: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

a. Mempercepat langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi, melanjutkan pelaksanaan kampanye publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi untuk masalah di bidang pertanahan;investasi; pengadaan barang dan jasa; perpajakan dan Samsat dengan target meningkatkan pemahaman dan inisiatif instansi/lembaga dan RAD PK pada 5 fokus masalah pertanahan, investasi, pengadaan barang dan jasa, perpajakan dan Samsat.

Fokus 3: Penyempurnaan undang-undang yang menghambat upaya percepatan pemberantasan korupsi

a. Percepatan penyempurnaan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan target tersusunnya undang-undang yang lebih mampu mendukung pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Fokus 4: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi

a. Mempercepat penerbitan peraturan pelaksanaan Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban; peraturan pelaksanaan Undang-undang tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik dengan target terciptanya payung hukum yang kuat bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi;

b. Penyebaran isu strategis dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi pada masyarakat dengan target tersosialisasinya budaya anti korupsi pada masyarakat.

Fokus 5: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang investasi, perpajakan dan kepabeanan, Samsat (sistem administrasi satu atap), pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik, dengan target meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, investasi, perpajakan dan kepabeanan, Samsat dan pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik;

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan dengan target menerbitkan 2,209 juta sertifikat (bidang) tanah kepada masyarakat;

c. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah (bidang kesehatan dan pendidikan) dengan target meningkatnya kapasitas aparat pemerintah daerah di 15 provinsi dalam menerapkan SPM (bidang kesehatan dan pendidikan) di daerahnya;

d. Penyempurnaan Sistem Koneksi (inter-phase) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi antar instansi yang terkait dengan target terbentuknya Sistem Koneksi (inter-phase) Nomor Induk Kependudukan (NIK);

e. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum, melaui pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi (secara on-line) untuk mempercepat proses perijinan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, yakni berupa pengembangan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) serta pengembangan sistem pelayanan hukum bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai upaya mempercepat iklim investasi. 

Fokus 6: Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan PNS

a. Penyempurnaan sistem remunerasi PNS yang layak dan dapat mendorong peningkatan kinerja dengan target penetapan sistem remunerasi PNS yang layak dan dapat mendorong peningkatan kinerja;

b. Penyempurnaan sistem penilaian kinerja PNS, untuk menggantikan sistem DP3 yang dinilai tidak akuntabel dengan target penetapan sistem penilaian kinerja PNS yang akuntabel;

c. Penyempurnaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dengan target tersusunnya Rancangan Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian pengganti Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

Fokus 7: Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengawasan Aparatur Negara

a. Penyusunan pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah dengan target tersusunnya pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah;

b. Penyusunan sistem pengawasan pemerintah dengan target tersusunnya sistem pengawasan pemerintah yang efisien, efektif dan tidak tumpang tindih, serta yang dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah;

c. Penataan kelembagaan quasi birokrasi dan kelembagaan birokrasi dengan target berkurangnya tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga/badan quasi birokrasi dan lembaga-lembaga di dalam birokrasi.

VII. Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

SASARAN 

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya tingkat kapasitas alutsista pertahanan dan keamanan yang mampu menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan secara lebih optimal termasuk dalam hal mendukung kesiapan pencegahan dan penanggulangan terorisme;

2. Meningkatnya efektivitas dan intensitas penjagaan dari pelanggaran wilayah dan kedaulatan serta tindak kejahatan transnasional di wilayah yurisdiksi laut dan wilayah-wilayah perbatasan;

3. Menguatnya penghayatan terhadap ideologi bangsa, dan pluralitas bangsa yang pada akhirnya akan mendukung kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat;

4. Tertangkapnya pelaku utama aksi-aksi terorisme dan terbongkarnya jaringan utama terorisme di Indonesia;

5. Meningkatnya kerjasama pencegahan dan penanggulangan terorisme regional maupun global dalam rangka meredam aksi-aksi terorisme dalam negeri yang terkait dengan jaringan terorisme internasional;

6. Semakin mantapnya kondisi keamanan dalam negeri.

Arah Kebijakan, Fokus, dan Kegiatan Prioritas 

Dalam mencapai sasaran tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Bab 3, Bab 4, Bab 5, dan Bab 6, Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai barikut.

Fokus 1: Peningkatan kemampuan alutsista TNI dan Alut Polri serta Peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan alut Polri

a. Penggantian dan Pengembangan Alutsista TNI dengan target kesiapan alutsista integratif TNI menjadi 40 persen dari jumlah saat ini, kesiapan alutsista TNI AD menjadi 38 persen dari jumlah saat ini, kesiapan alutsista TNI AL menjadi 41 persen dari jumlah yang ada saat ini, kesiapan alutsista TNI AU menjadi 43 persen dari jumlah yang ada saat ini;

b. Pengembangan peralatan Polri dengan target kesiapan peralatan Polri mencapai 70 persen dari kondisi yang ada saat ini;

c. Pengembangan sistem industri pertahanan dengan target ditetapkannya sejumlah peraturan perundangan yang mengatur mekanisme pengembangan industri pertahanan;

d. Pemanfaatan fasilitas pemeliharaan dan penyerapan secara signifikan produk industri pertahanan nasional dengan target meningkatnya jumlah dan jenis alutsista TNI dan alut Polri produk industri pertahanan nasional untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan.

Fokus 2: Pengembangan profesionalitas dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri

a. Pengembangan profesionalitas personil TNI dan Polri dengan target terpeliharanya kekuatan dan kemampuan prajurit TNI dan anggota Polri;

b. Pembangunan dan pengembangan fasilitas TNI dan Polri dengan target tersedianya secara memadai barak, rumah dinas, atau bangunan-bangunan komando, serta pusdiklat dan rumah sakit.

Fokus 3: Pengamanan batas negara pada sekitar pulau-pulau kecil terluar dan wilayah-wilayah perbatasan

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos pertahanan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran wilayah dan kedaulatan dengan target pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI dan PNG di Papua;

b. Peningkatan operasional penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-plau terluar dan wilayah-wilayah perbatasan dengan target terselenggaranya penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-pulau terluar dan wilayah-wilayah perbatasan;

c. Peningkatan kerjasama bilateral pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan melalui peningkatan kerjasama bilateral melalui forum General Border Committee (GBC) Indonesia – Malaysia, Joint Border Committee (JBC) Indonesia-PNG, JBC Indonesia-Timor Leste, Joint Working Group (JWG) Indonesia-Philipina, dan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (SOSEK MALINDO) serta pembangunan fasilitas pos-pos permanen pengamanan perbatasan dengan prioritas di wilayah perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, dan RI-PNG;

d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka pencegahan tindak kejahatan transnasional dengan target pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalar-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI dan Papua New Guinea (PNG) di Papua.

Fokus 4: Penanggulangan dan pencegahan gangguan keamanan laut

a. Pengembangan prasarana dan sarana termasuk early warning system dengan pengadaan kapal markas, pembentukan UPT di 6 provinsi, terbangunnya stasiun koordinasi keamanan laut, pengadaan early warning system;

b. Operasi bersama keamanan laut dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia dengan target meningkatnya intensifikasi operasi bersama keamanan laut;

c. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dengan target terselenggaranya 180 hari operasi terpadu, teroperasionalkannya 21 kapal pengawas, terbentuknya 132 kelompok masyarakat pengawas, terselenggaranya pentaatan dan penegakan hukum di 5 unit kerja peradilan perikanan dan pengembangan 5 UPT pengawas.

Fokus 5: Pencegahan dan pemberantasan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya

a. Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba dengan target meningkatnya jumlah penyelesaian perkara kejahatan di bidang narkoba;

b. Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba dengan target bertambahnya jumlah dan perlengkapan pusat-pusat pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba;

c. Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba dengan target bertambahnya masyarakat yang mengerti dan sadar bahaya narkoba;

d. Penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba dengan target tersosialisasinya pencegahan penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia;
e. Pengamanan Kawasan Hutan Operasi hutan lestari 100 kali di 10 provinsi paling rawan, khususnya di hutan lindung, operasi gabungan 150 kali di 10 provinsi.

Fokus 6: Penyelesaian dan pencegahan konflik

a. Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila dengan target terlaksananya diseminasi informasi tentang ideologi Pancasila melalui media massa dan dialog;

b. Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dengan target terlaksananya sosialisasi/desiminasi informasi wawasan kebangsaan melalui media massa dan dialog 

c. Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air dengan target terlaksananya program cinta tanah air dan wawasan kebangsaan oleh 200 Ormas/LSM;

d. Penyediaan Sarana, Prasarana dan Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Media Center di Poso, Papua, Maluku, Maluku Utara, NAD, dan NTB serta Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal dengan target terbangunnya dan berfungsinya Media Center di 10 provinsi dan tersedianya informasi dan SDM aparatur yang berkualitas; 

e. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik dengan target terlaksananya pendidikan masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian konflik;

f. Penguatan Ruang Publik bagi pencegahan dan Penyelesaian Konflik dengan target terlaksananya forum bersama antar umat beragama dan dialog di 6 lokasi;

g. Pengefektifan Sistem Kewaspadaan Dini Sosial Politik dengan target berfungsinya sistem kewaspadaan dini sosial politik secara efektif;

h. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Berbagai Pihak dalam Penyelesian Konflik dengan target meningkatnya Kapasitas Desk Aceh, Desk Papua, Desk Sulteng, Desk Perbatasan dan Pulau Terluar/kecil dan koordinasi penyelesaian konflik lainnya;

i. Pemantapan community policing dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya dengan target makin berperannya tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya dalam mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Fokus 7: Penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme serta peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme

a. Peningkatan kelembagaan Badan Koordinasi Penanganan Terorisme dengan target meningkatnya koordinasi penanganan tindak kejahatan terorisme;

b. Peningkatan pencarian, penangkapan dan pemrosesan tokoh-tokoh kunci operasional terorisme dengan target meningkatnya jumlah penangkapan dan proses hukum tokoh-tokoh kunci terorisme;

c. Kerjasama bilateral dalam hal penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme serta kerjasama kawasan dan regional dalam penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme dengan target meningkatnya penanganan terorisme yang bersifat lintas negara serta menurunnya potensi aksi terorisme lintas negara.

Fokus 8: Penguatan intelijen untuk mewujudkan keamanan nasional

a. Meningkatkan sarana dan prasarana intelijen pusat dan daerah dengan target meningkatnya kemampuan lembaga dan SDM intelijen pusat dan daerah, meningkatnya kemampuan intelijen TNI, terbangun sistem informasi intelejen pertahanan, meningkatnya kemampuan intelijen Polri;

b. Operasi dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas, mencegah dan menanggulangi konflik, separatisme, dan terorisme dengan target teredamnya potensi gangguan keamanan, ketertiban, krimininalitas, konflik, separatisme, dan terorisme, terdeteksinya ancaman gangguan pertahanan negara, terdata dan termonitornya pelaku tindak pidana, terdeteksi dan terungkapnya jaringan peredaran gelap narkoba.

VIII. Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan penyakit menular

Sasaran
Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular pada tahun 2008 terbagi menjadi tiga sasaran utama.

a. Meningkatnya kinerja penanganan pasca bencana, baik pada tahap tanggap darurat maupun pemulihan, khususnya dalam penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias, serta di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah; 

b. Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana, di antaranya dengan pendayagunaan penataan ruang wilayah, koordinasi kelembagaan antardaerah, dan pemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya pengurangan risiko bencana;

c. Meningkatnya pemberantasan penyakit menular, khususnya flu burung.

Dalam pencapaian sasaran pertama untuk meningkatnya kinerja penanganan pasca bencana, khususnya dalam penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah NAD dan Kepulauan Nias, akan diupayakan untuk: diselesaikannya pembangunan perumahan; dilanjutkannya penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan, pelabuhan laut dan pelabuhan udara, dan telekomunikasi; pulihnya fasilitas dan pelayanan sosial budaya kemasyarakatan dan pulihnya perekonomian di tingkat masyarakat; serta secara konsisten ditingkatkannya kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan peralihan tanggung jawab setelah selesainya mandat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias di tahun 2009 (exit strategy). Sedangkan dalam kaitannya dengan penanganan pasca bencana khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, akan diupayakan pembangunan perumahan dan permukiman khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya serta pada kawasan yang mengalami kerusakan yang paling parah; terpenuhinya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perumahan dan permukiman seperti air bersih, sanitasi dan drainase; terpenuhinya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat; pulihnya prasarana pelayanan sosial untuk masyarakat korban bencana dan kelompok masyarakat yang rentan; pulihnya prasarana pendukung perekonomian yang meliputi perdagangan (pasar), keuangan perbankan, kelistrikan, prasarana pendukung pertanian, dan prasarana telekomunikasi untuk mendukung revitalisasi perekonomian; terselesaikannya pembangunan prasarana keagamaan, pemulihan beberapa warisan budaya; pulihnya prasarana ketertiban, keamanan, dan peradilan bagi masyarakat; pulihnya prasarana dan pelayanan pemerintahan; pulihnya aktivitas sektor produksi dan jasa yang memiliki potensi lapangan kerja besar khususnya industri kecil, pariwisata dan pertanian; dan pulihnya pelayanan lembaga keuangan dan perbankan bagi akses permodalan untuk usaha kecil dan menengah yang terkena dampak bencana.

Sementara dalam pencapaian sasaran kedua, untuk meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana akan diarahkan pada keterpaduan koordinasi kelembagaan, dan pemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya pengurangan risiko bencana, pendayagunaan penataan ruang wilayah sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan spasial dan sektoral. Oleh karena itu, pengurangan risiko bencana terbagi ke dalam subsasaran berikut ini: meningkatnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan penataan ruang yang antisipatif terhadap mitigasi bencana dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang; meningkatnya dayaguna RTRW sebagai kebijakan strategi spasial dari program-program sektoral; meningkatnya efektivitas dan legalitas kelembagaan pengendalian pemanfaatan penataan ruang; serta meningkatnya upaya penyediaan data dan informasi spasial.

Selanjutnya dalam sasaran ketiga, untuk meningkatnya pemberantasan penyakit menular yang secara khusus diarahkan pada: terlaksananya survailans; meningkatnya komunikasi, informasi dan edukasi; meningkatnya kapasitas pelaksana/pengawas kesehatan unggas di lapangan, petugas kesehatan hewan dan fasilitas kesehatan hewan; tertanganinya virus flu burung pada unggas; tersedianya sarana dan prasarana penanganan kasus di rumah sakit; tersedianya obat flu burung, tertanganinya pasien/penderita penyakit flu burung; meningkatnya peran Pemda dalam penanganan kasus flu burung di wilayahnya; dan meningkatnya kualitas koordinasi penanganan virus flu burung di tingkat nasional dan daerah.

Arah Kebijakan, Fokus, dan Kegiatan Prioritas 

Dalam mencapai sasaran tersebut di atas ditempuh arah kebijakan sebagaimana tercantum dalam Bab 33 Buku II, dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

Fokus 1a: Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di NAD-Nias

a. Peningkatan, pengembangan dan penguatan landasan pemulihan NAD-Nias yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan target:  semakin baiknya kinerja dan pelayanan infrastruktur di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota; meningkatnya koordinasi serta kerjasama tingkat wilayah antara pemerintah daerah, donor dan NGO di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota; bersinerginya pembangunan infrastruktur dan prasarana layanan publik di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota; terlaksananya pengendalian program dan penerapan sistem akuntabilitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di  6 wilayah dan 23 kabupaten/kota; bersinerginya pembangunan yang sifatnya strategis dengan pembangunan yang dilaksanakan di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota;
b. Peningkatan kehidupan masyarakat dan pengembangan wilayah NAD-Nias pasca bencana dengan target: terealisasinya total 8.000 rumah baru dan penyewa; terbangunnya PSD 461 paket; rehabilitasi/rekonstruksi jalan nasional 232 km, jalan provinsi 243 km di Provinsi NAD, jalan provinsi di Nias 168 km, jalan kabupaten NAD-Nias 864 km; tersedianya runway bandara Sultan Iskandar Muda dengan kapasitas Airbus A340; terbangunnya pelabuhan laut Lhoksemauwe (untuk industri); Meulaboh, Calang, dan Sabang (untuk logistik); dan Langsa (untuk CPO); tersedianya sarana kerja pemerintah untuk 545 daerah dan 5 unit peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik; tersedianya sarana dan prasarana sistem kehumasan untuk 15 kantor Pemda dan 27 forum komunikasi; terbangunnya 15 kantor/gedung pemerintah.

Fokus 1b: Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di DIY-Jateng, serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah

a. Penyelesaian pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan prasarana dasar diantaranya melalui penanganan jembatan Janti; penataan lingkungan permukiman dengan target penataan rumah dan prasarana dasar di DIY dan Jateng, pembangunan perumahan bagi masyarakat korban bencana serta pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;

b. Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan melalui: rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar bagi korban bencana di DIY dan Jateng; rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan menengah bagi korban bencana di DIY dan Jateng; peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dengan target tersedianya puskesmas, poskedes, dan rumah dinas dokter; dan jaminan KB berkualitas bagi rakyat miskin dengan target tersedianya sarana dan prasarana keluarga berencana serta alat/obat kontrasepsi;

c. Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintah di wilayah pasca bencana dengan target terbangunnya sarana dan prasarana pemerintahan pasca bencana di kabupaten Alor, Nabire, Gunung Kidul, Klaten, Ciamis, Cilacap, Bantul, Kota Solok, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang; dan pembangunan gedung dan pembangunan prasarana dengan target rehabilitasi kantor BPKP di Provinsi DIY.

d. Bantuan modal pasca bencana untuk usaha mikro dan kecil dengan target tersedianya bantuan modal pada 100 koperasi;

e. Peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah melalui: peningkatan kapasitas kelembagaan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (KHPP) dengan target meningkatnya kapasitas kelembagaan KHPP di Provinsi DIY; dan pemulihan beberapa warisan budaya yang rusak dengan target terlaksananya pemulihan benda cagar budaya di bawah pengelolaan BP3 DIY dan Jateng pendukungan untuk pemulihan benda cagar budaya daerah di DIY dan Jateng.

Fokus 2: Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana

a. Meletakkan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah dan implementasinya dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat yang bersifat koordinatif melalui Pengembangan Sistem Manajemen Penanganan Bencana dengan target 30 provinsi, serta terbentuknya lembaga penanganan bencana dan SDM yang memahami penanganan bencana di pusat dan daerah serta menjabarkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB; 

b. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini melalui pengembangan sistem deteksi dini tsunami (tsunami early warning system/TEWS) dengan target peningkatan kapasitas kelembagaan sistem deteksi dini tsunami dan 1 sistem integrasi; 

c. Meneliti gejala alam tsunami dalam rangka pembekalan pengetahuan bagi masyarakat melalui peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di 4 lokasi prioritas;

d. Mengurangi cakupan risiko bencana melalui mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir dengan target terlaksananya kegiatan mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir di 11 lokasi wilayah pesisir rawan bencana.

Fokus 3: Pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam sistem deteksi dini dan mitigasi bencana

a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana  dankebakaran; penanggulangan pasca bencana alam dan kerusuhan sosial; serta Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mitigasi bencana alam; 

b. Penyebaran informasi pada masyarakat mengenai bencana alam dengan target tersebarnya informasi bencana alam di seluruh indonesia; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial dengan target pemberian bantuan kebutuhan sosial dasar berupa sandang, pangan, pelatihan penanganan bencana, dapur umum, kader karang taruna;

c. Dukungan pengembangan jaringan sistem deteksi dini dalam rangka kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat daerah dan masyarakat dengan penyediaan 38 titik pengamatan pasang surut, 12 GPS, data Geo Spasial Pulau Sumatera bagian barat; rancang bangun buoy dalam rangka penerapan sistem deteksi dini dengan target 5 unit buoy dan manjemen risiko bencana; pelayanan data dan informasi dari satelit penginderaan jarak jauh dalam rangka penyediaan data spasial bagi sistem deteksi dini tsunami dengan target penyediaan Peta Geospatial data sistem deteksi dini; pengembangan Meteorological Early Warning System (MEWS) dengan target terpasangnya dan beroperasinya MEWS di 3 lokasi dan pengembangan Tsunami Early Warning System (TEWS) dengan target terpasang dan mulai beroperasinya TEWS di 160 lokasi serta terlaksananya sosialisasi dan simulasi sistem peringatan dini di 2 lokasi.

Fokus 4: Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana

a. Pemetaan multirawan bencana alam terpadu dengan target tersedianya peta multirawan bencana terpadu untuk Pulau Sumatera bagian Barat dan Pulau Jawa bagian Selatan;

b. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berbasis bencana didukung data spasial melalui: penyusunan RTRW Kabupaten/Kota berbasis pengurangan risiko bencana; pemutakhiran peta dasar rupa bumi untuk dasar revisi/penyusunan peta tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten berbasis bencana dengan target 275 Nomor Lembar Peta (NLP) di sebagian Pulau Papua dan sebagian Kepulauan Maluku dan batas wilayah; perencanaan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan batas wilayah laut dengan target  fasilitasi penyusunan peraturan daerah tata ruang laut di 25 kabupaten/kota; dan pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) untuk mendukung berbagai aspek pembangunan wilayah dengan target tersedianya data dasar spasial Pulau Sumatera bagian barat;

c. Penyusunan Normal Standar Prosedur dan Manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang melalui: penyusunan NSPM pengendalian pemanfaatan ruang dengan target penyusunan panduan zoning regulation dan building code serta sosialisasinya; dan penyusunan NSPM pengendalian pemanfaatan ruang dengan target tersusunnya 6 permendagri tentang penataan ruang di daerah; 

d. Penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk sistem dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah rawan bencana dengan target penetapan sistematika data penataan ruang bagi keperluan penyusunan RTRW (pilot project);

e. Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang dengan target tersedianya pedoman penjabaran RTR dalam strategi pemanfaatan ruang dan pengendaliannya melalui: penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang; dan penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang laut dan pesisir dengan target fasilitasi penyusunan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 25 kabupaten/kota; 

f. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan dengan target tersedianya pedoman penjabaran RTRW dalam strategi pemanfaatan ruang dan pengendaliannya;

g. Sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang serta pembahasan dan penetapan peraturan pelaksanaannya dengan target tersosialisasikannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan tersusunnya RPP sebagai tindak lanjutnya dalam rangka pengurangan resiko bencana. 

Fokus 5: Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penanggulangan Flu Burung

a. Penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza dengan target terlaksananya survailans; 100 persen pasien/penderita penyakit flu burung yang ditemukan tertangani; tersedianya obat flu burung; serta tersedianya sarana dan prasarana di RS;

b. Penanganan dan pencegahan wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan dengan target terlaksananya pengadaan vaksin AI 80 juta dosis, rapid test 10 ribu dan fasilitasi poskeswan dan laboratorium di 33 provinsi; penurunan kasus flu burung pada hewan di 30 provinsi, penataan budidaya unggas perdesaan melalui VPF 80 kelompok, penataan unggas di permukiman 20 kelompok; meningkatnya peran Pemda dalam penanganan kasus flu burung di wilayahnya; terselenggaranya komunikasi dan informasi dan edukasi publik; serta tersosialisasikannya bahaya flu burung melalui media cetak dan elektronik, forum maupun dialog.

MATRIKS PRIORITAS, FOKUS, DAN KEGIATAN PRIORITAS

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008

 PRIORITAS 1: PENINGKATAN INVESTASI, EKSPOR DAN KESEMPATAN KERJA

	No
	Fokus/Kegiatan Prioritas
	Keluaran
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp Miliar)

	Fokus 1: Meningkatkan Daya Tarik Investasi Dalam dan Luar Negeri

	a. 
	Penyusunan peta komoditi unggulan
	60.000 buku peta profil komoditi yang meliputi 20 daerah dan 10 sektor unggulan (industri hilir kelapa sawit, industri hilir karet, industri hilir coklat, industri alat angkut darat, industri refinery minyak bumi, industri elektronika dan telematika, industri pengolahan ikan, industri baja, industri gula pasir dan gula lainnya, industri kemasan dan kotak dari kertas karton).


	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	BKPM


	13,9



	b. 
	Peningkatan promosi investasi


	Terselenggaranya seminar 33 kali, talk show 3 kali, pameran 12 kali, Marketing Investment Indonesia (MII) 3 kali, pamflet, poster di luar negeri dalam rangka pembangunan citra reposisi dan rebranding investasi Indonesia;Meningkatnya realisasi investasi baru dan perluasan usaha oleh Perusahaan Multi Nasional;

Peningkatan efektivitas dan profesionalisme promosi investasi di 7 negara (Belanda, Inggris, Jepang, Taiwan, Australia, Amerika Serikat, Singapura);

Terselenggarakannya seminar dan Talk show 16 kali, gelar potensi 2 kali, pameran 7 kali, poster di dalam negeri.


	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	BKPM


	84,0



	c.


	Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)


	1 peraturan sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman (MoU) Pemerintah Indonesia dan Singapura dalam rangka Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di P Batam, Bintan, Karimun (BBK):

· Penyederhanaan prosedur perizinan, perpajakan, kepabeanan, keimigrasian, ketenagakerjaan, perdagangan, pertanahan;

· Pembahasan peningkatan sarana dan prasarana KEK BBK (Jalan, Gas, Listrik, Balai Latihan Tenaga Kerja, Air Bersih, Pelabuhan, Kawasan Industri) di Batam, Bintan,Karimun.


	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	BKPM
	5,3

	Fokus 2 : Mengurangi Hambatan Pokok pada Prosedur Perijinan, Administrasi Perpajakan, dan Kepabeanan

	a.
	Modernisasi Administrasi Perpajakan
	Tersedianya  215 Kantor Modern meliputi 6 Kantor Wilayah Modernisasi, 88 Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan 121 KP2KP
	Program Peningkatan Penerimaan & Pengamanan Keuangan Negara
	Depkeu
	1.932,8

	b.
	Modernisasi Administrasi Kepabeanan dan Cukai
	Terbentuknya 4 Kantor Pelayanan Utama (KPU)  dan penerapan National Single Window (NSW) serta peningkatan kinerja kepabeanan dan cukai
	Program Peningkatan Penerimaan & Pengamanan Keuangan Negara
	Depkeu
	340,3

	c
	Penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas penanaman modal.


	· Berkurangnya waktu yang diperlukan untuk memulai usaha dari  97 hari  menjadi  24 hari (di luar persetujuan BKPM);

· SOP BKPM: surat persetujuan penanaman modal dari 10 hari kerja menjadi registrasi 2 hari;

· Simplifikasi dokumen dan pencetakan juknis permohonan penanaman modal serta distribusi secara gratis (sebanyak 5000 set);

· Pembentukan perwakilan 3 UPIT baru di Bekasi, Semarang dan Banten;

· Penempatan pejabat/staf BKPM di 3 UPIT baru dan di Batam (Operasional);

· Penempatan perwakilan 33 daerah dan 11 instansi teknis di BKPM;

· Verifikasi bahan baku di 33 Provinsi;

· Verifikasi pemberian rekomendasi untuk fasilitas pajak penghasilan di 33 Provinsi (PP No.1 Tahun 2007);

· Peningkatan SDM melalui training, plant visit dan melihat pameran teknologi mesin/peralatan baru (35 orang pejabat/staff master list dan 20 orang pejabat/staff IUT) di dalam dan di luar negeri;

· Sosialisasi juknis permohonan penanaman modal dan pemberian fasilitas penanaman modal di 33 daerah.
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
	BKPM


	72,9

	Fokus 3 : Meningkatkan Kepastian Hukum dan Meningkatkan Keserasian Peraturan Pusat dan Daerah

	a
	Penegakan hukum persaingan usaha
	35 putusan/penetapan
	Program Persaingan Usaha
	KPPU
	11,6

	b
	Penyusunan rancangan amandemen UU No. 5/1999
	1 Rancangan Amandemen UU No 5/1999 yang disampaikan ke DPR
	Program Persaingan Usaha 
	KPPU


	0,9

	c. 
	Sinkronisasi peraturan pelaksanaan UU Penanaman Modal


	Tersusunnya 5 buah Peraturan Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis UU Penanaman Modal yang baru.
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
	BKPM


	15,1



	Fokus 4 : Meningkatkan Ekspor Non-migas yang Bernilai Tambah Tinggi, Komoditi Utama, dan Diversifikasi Pasar Ekspor

	a. 
	Pembentukan dan pengembangan National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW, dalam rangka integrasi sistem NSW dengan ASW

	Terintegrasinya sistem NSW dengan ASW, sesuai dengan kesepakatan ASEAN
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	Depdag


	2,0

	b. 
	
	
	
	Kemenko Perekonomian
	4,0

	c. 
	
	
	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara
	Depkeu
	0



	d. 
	Penyelenggaraan Pusat Promosi Terpadu bidang pariwisata, perdagangan, dan investasi​​**
	Berdirinya 3 (tiga) Pusat Promosi Terpadu (IPO) di tiga negara yang menjadi pusat pariwisata, perdagangan, dan investasi.
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	Depdag
	18,0

	· 
	
	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
	BKPM
	9,0

	· 
	
	
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Depbudpar
	9,0

	e. 
	Pelaksanaan pengamatan pasar (market intelligence)
	Tersedianya informasi dan jaringan pasar minimal dari 5 negara, 7 Jenis Produk
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


	Depdag


	1,6

	f. 
	Peningkatan kualitas dan desain produk ekspor, dalam rangka menciptakan 200 produk ekspor bermerek Indonesia pada tahun 2010***

	Terdapatnya 90 merek/produk ekspor inovatif yang siap dan telah dipasarkan di pasar internasional
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
	Depdag
	47,2

	g. 
	
	
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	
	

	h. 
	Peningkatan partisipasi aktif dalam perundingan di berbagai forum internasional, antara lain untuk mengurangi hambatan perdagangan.
	Kesepakatan kerjasama perdagangan ASEAN dengan mitra dan Indonesia dengan negara mitra dagang lainnya (±175 sidang)
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
	Depdag
	17,5

	i. 
	Pemetaan dan analisis 10 komoditas utama dan 10 komoditas potensial


	1 peta 10 komoditas utama dan 10 komoditas potensial
	Program peningkatan dan pengembangan ekspor
	Depdag
	2,0

	Fokus 5 : Meningkatkan Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Umum dan Migas

	a.
	Evaluasi cadangan migas dan mineral serta penyusunan neraca sumber daya mineral
	
	
	
	139,7

	
	Pengembangan Kebijakan Investasi Minyak dan Gas Bumi
	Terbangunnya sistem jaringan pusat pusat informasi investasi migas dan pemantauan investasi usaha penunjang migas
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	7,5

	
	Pengelolaan,Penyiapan dan Penilaian Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
	Terlaksananya Penawaran dan Penyiapan 30 Wilayah Kerja Baru Migas; terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi eksplorasi dan eksploitasi migas, serta studi cekungan migas perairan teluk Bone, Sulawesi; dan terlaksananya Penawaran 10 WK Gas Metana-B
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	106,1

	
	Penelitian, penyelidikan, inventarisasi dan eksplorasi hulu minyak dan gas
	Terlaksananya Pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan eksplorasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	9,6

	
	Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
	Rancangan Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Cadangan Strategis Minyak Bumi dan BBM; dan rancangan Sistem Pengelolaan Cadangan Strategis Minyak Bumi dan BBM
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	16,5

	b.
	Pemutakhiran informasi/data/peta sumber daya mineral melalui penelitian dan survey geologi, geofisika, dan geokimia
	
	
	
	7,0

	
	Survei dan Pemetaan Geologi, Geofisika dan Geokimia dalam Pengembangan Usaha Hulu Migas
	Terkelolanya data dan informasi mineral Indonesia yang potensial untuk mendorong investor dalam pencarian daerah potensi baru mineral dan panas bumi; dan penyebarluasan informasi geologi lingkungan untuk Rencana Tata Ruang
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	1,8

	
	Penelitian, Penyelidikan, Eksplorasi dan Inventarisasi Potensi Bitumen Padat dan Migas
	Tersedianya data dan informasi potensi CBM, bitumen padat dan migas sebanyak 13 lokasi
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	2,8

	
	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Eksplorasi Migas
	Meningkatnya kapasitas penelitian dan pelayanan informasi geologi migas
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	2,3

	c.
	Pembinaan kerjasama internasional melalui kampanye secara lebih aktif pada perwakilan-perwakilan RI di negara-negara yang potensial untuk melakukan investasi eksplorasi pertambangan di Indonesia
	
	
	
	20,0

	
	Pembinaan dan kerjasama bidang energi
	Terselenggaranya pertemuan investor internasional (bilateral dan multilateral) dan dalam negeri di sub sektor minyak dan gas bumi; meningkatnya ekspor hasil pertambangan; meningkatnya investasi di sektor pertambangan
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	20,0

	d.
	Penyempurnaan sistem perizinan penguasaan pertambangan yang berlaku serta peraturan perundang-undangannya, termasuk penyelesaian kontrak-kontrak bermasalah
	
	
	
	40,4

	
	Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan
	Terlaksananya kegiatan pengusahaan pemanfaatan mineral dan batubara: pengumpulan data, verfifikasi, perumusan prosedur dan sistem pengawasan, neraca cadangan mineral dan batubara; dan berkurangnya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di 4 propinsi
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
	Dep. ESDM
	34,9

	
	Penilaian dan pengembangan usaha hulu minyak dan gas bumi
	Penyelesaian Masalah Tumpang Tindih Lahan Kegiatan Hulu Migas dengan Kawasan Hutan serta sektor lainnya sebanyak 15 kasus di seluruh Indonesia; dan penyusunan rekomendasi untuk disetujui/tidaknya 5 permohonan POD I
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	5,5

	Fokus 6 : Meningkatkan Daya Saing Industri Manufaktur

	a.
	Fasilitasi pengembangan industri hilir komoditi primer
	3 komoditi (CPO, Kakao, Karet)
	Program Penataan Struktur Industri
	Depperin
	20,0

	b.
	Fasilitasi pengembangan kawasan industri khusus
	8 kawasan
	Program Penataan Struktur Industri
	Depperin
	80,0

	c.
	Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
	600 produk
	Program Penataan Struktur Industri
	Depperin
	25,0

	d.
	Pengembangan industri baja berbahan baku bijih besi lokal
	1 Pilot Project di Kalimantan Selatan
	Program Penataan Struktur Industri
	Depperin
	20,0

	e.
	Restrukturisasi Permesinan Industri.
	100 industri
	Program Penataan Struktur Industri
	Depperin 
	400,0

	Fokus 7 : Meningkatkan Fungsi Intermediasi/Penyaluran Dana Masyarakat dan Penguatan Kelembagaan Keuangan

	a.
	Pemantapan koordinasi penegakan hukum di bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
	Tersedianya 16 laporan pemeriksaan; 20 regulasi/manual pemeriksaan serta 3 kerjasama penyidikan. 
	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan
	Depkeu
	11,9

	Fokus 8 : Meningkatkan Intensitas Pariwisata

	a.
	Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan
	10 Provinsi
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
	Depbudpar


	39,3



	b.
	Peningkatan Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE)
	4 Kegiatan
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


	Depbudpar
	10,0

	c.
	Peningkatan Promosi pariwisata ke luar negeri dan pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata*
	Tersedianya informasi pariwisata yang lengkap, aktual dan mudah diakses. Meningkatnya pemanfaatan media cetak, media elektronik dan teknologi informasi sebagai sarana promosi pariwisata untuk 35 negara.
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
	Depbudpar
	87,0



	Fokus 9 : Meningkatkan Produktivitas dan Akses UKM Kepada Sumberdaya Produktivitas

	a.
	Koordinasi pelaksanaan paket kebijakan pemberdayaan UMKM yang meliputi: peningkatan akses UMKM pada sumber pembiayaan, peningkatan kualitas SDM dan mobilitas tenaga kerja, peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan regulatory reform dan deregulasi
	Tersusunnya 1 rumusan kebijakan, 2 lap. Kajian Kebijakan, 2 Lap. Monev, 1 Rekomendasi Kebijakan, Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan UMKM
	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
	Kemenko Perekonomian
	 1,9

	b.
	Penyediaan skim penjaminan kredit investasi UKM, terutama agribisnis dan industri 
	Tersedianya penjaminan kredit bagi UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
	BUMN Penjamin Kredit (Perum Sarana Pengembangan Usaha)
	**

	c.
	Sertifikasi tanah UKM
	Tersedianya bantuan sertifikasi tanah bagi 30.000 UKM
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
	BPN
	30,0

	d.
	Pengembangan jaringan antar LKM/KSP 
	Terbentuknya 100 Jaringan LKM/KSP
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
	Kemeneg KUKM
	15,0

	e.
	Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjaminan kredit koperasi, dan UMKM
	Tersusunnya draft peraturan
	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
	Kemeneg KUKM
	3,0

	f.
	Pengembangan pemasaran produk dan jaringan usaha KUKM
	Terselenggaranya sarana dan promosi bagi 3900 UKM
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
	Kemeneg KUKM
	48,8

	g.
	Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi.
	Terselenggaranya penerapan teknologi bagi 30 Koperasi
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
	Kemeneg KUKM
	15,0

	Fokus 10 : Memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja

	a.
	Penyempurnaan peraturan-peraturan ketenagakerjaan
	Tersedianya peraturan yang mengatur pemberian pesangon pekerja dan penyempurnaan sistem jaminan sosial pekerja
	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
	Depnakertrans
	10,0

	b.
	Harmonisasi regulasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi
	Tersedianya satu peraturan baku yang berlaku untuk seluruh sektor
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	BNSP/Depnakertrans
	2.3

	c.
	Mendorong tercapainya pelaksanaan negosiasi bipartit 
	Terwujudnya proses negosiasi upah, kondisi kerja, dan syarat kerja tanpa perselisihan di 15 Provinsi
	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
	Depnakertrans
	15,0

	d.
	Peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi
	Terwujudnya 12 balai pelatihan kerja (UPTP) menjadi tempat uji kompetensi di 5 bidang kejuruan
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Depnakertrans
	245,975

	e.
	Penyusunan dan pengembangan standar kompetensi kerja nasional
	Tersedianya 10 jenis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) di sektor industri manufaktur
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	BNSP/Depnakertrans
	19,7

	f.
	Percepatan pengakuan/rekognisi sertifikat kompetensi tenaga kerja 
	Terpetakannya bidang-bidang kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
	BNSP/Depnakertrans
	32,025

	g.
	Konsolidasi program-program penciptaan kesempatan kerja
	Terkonsolidasinya program-program penciptaan kesempatan kerja
	Perluasan dan pengembangan Kesempatan Kerja
	Depnakertrans
	120,0

	Fokus 11 : Penyempurnaan Mekanisme Penempatan Perlindungan dan Pembiayaan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri

	a.
	Peningkatan pelayanan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri 
	Terfasilitasinya 1 Juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja ke luar negeri
	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
	Depnakertrans/ BNP2TKI
	140,0

	b.
	Penguatan fungsi perwakilan RI dalam perlindungan tenaga kerja di luar negeri
	Terbentuknya Citizen Service/atase ketenagakerjaan di 8 negara
	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
	Depnakertrans/ BNP2TKI
	20,0

	c.
	Penguatan kelembagaan badan penyelenggara TKI
	Terselenggaranya proses rekrutmen calon TKI dengan baik
	Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
	Depnakertrans
	90,0

	d.
	Pembangunan sistem dan jaringan informasi terpadu pasar kerja luar negeri
	Tersedianya informasi terkini pasar kerja luar negeri dan ”job order” yang akurat serta tersedianya database TKI yang bekerja di LN
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
	Depkominfo
	13,0


PRIORITAS 2 : REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN

	No
	Fokus/Kegiatan Prioritas
	Keluaran
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp Miliar)

	Fokus 1: Peningkatan Produksi Pangan dan Akses Rumah Tangga terhadap Pangan

	a.
	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan
	Jaringan irigasi desa dan tingkat usaha tani 145.000 ha, TAM 30.000 ha, jalan usaha tani dan jalan produksi 500 km, cetak sawah dan pendampingan seluas 24.000 ha pada 35 kabupaten  
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Deptan
	600,0

	b.
	Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), penyakit hewan, karantina dan peningkatan keamanan pangan
	OPT tanaman pangan 33 unit dan OPT kebun seluas 29 ribu ha, OPT hortikultura di 33 provinsi, fasilitasi 65 pos kesehatan hewan, 500 ribu dosis vaksin anthrax, 600 ribu dosis vaksin rabies penyediaan 2.024 tenaga karantina, dan pembangunan 33 unit laboratorium Kesmavet
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Deptan
	505,6

	c.
	Pengembangan pembibitan sapi
	Pengadaan  1.500 ekor bibit sapi bunting eks-impor dan fasilitasi kegiatan pembibitan sapi 9 unit 
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Deptan
	50,0

	d.
	Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung Ketahanan Pangan
	Pengadaan padi non hibrida 1,2 juta ton, jagung hibrida 300 ribu ha, kedele 200 juta ha, sukun 100 ribu, pisang 100.000 pohon pisang, termanfaatkannya benih unggul bermutu untuk petani miskin 
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Deptan
	396,9

	e.
	Peningkatan penanganan pasca panen dan pengolahan pangan
	Sarana pasca panen mendukung P2BN swasembada jagung di 139 kabupaten 
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Deptan
	80,0

	f.
	Pengembangan desa mandiri pangan diversifikasi pangan, penanganan rawan pangan dan kelembagaan ketahanan pangan 
	Pengembangan desa mandiri pangan di 824 desa pada 200 kab.kota, pengembangan PIDRA 100.000 KK, pengembangan cadangan pangan berbasis lokal di 30 kab
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Deptan
	90,0

	g.
	Penyediaan dana subsidi ketahanan pangan
	Tersedianya subsidi ketahanan pangan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Perbankan
	

	h.
	Penyediaan subsidi pupuk dan benih
	Tersedianya subsidi pupuk dan benih
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	PT Sangyang Sri dan PT Pertani, BUMN Produsen Pupuk
	

	i.
	Penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung ketahanan pangan
	Terdianya dana alokasi khusus untuk mendukung ketahahan pangan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Depkeu, Depdagri
	

	j.
	Koordinasi monitoring dan evaluasi cadangan dan penanganan pangan strategis
	1 laporan dan 4 rumusan kebijakan cadangan dan penanganan pangan strategis
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Kemenko Perekonomian
	3,0

	Fokus 2: Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

	
	Peningkatan produksi dan pendapatan petani dengan mendorong:
	
	
	
	

	a. 
	Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan kelompok UPJA (KUPJA)
	Pengaktifan 36 UPJA horti, pengaktifan UPT BPMA (Balai Penguji Mutu Alsin) di pusat, UPJA dan KUPJA pasca panen di 139 kabupaten, UPJA mesin pengolah ransum dan mesin tetas unggas 10 kelompok, UPJA tanaman pangan 1.980 kelompok UPJA/KUPJA kebun di 11 provinsi
	Program Pengembangan Agribisnis
	Deptan
	15,4

	b. 
	Pengembangan pertanian terpadu tanaman-ternak, kompos dan biogas
	Paket sistem terpadu horti, ternak, kompos, dan biogas di 25 kabupaten, paket sistem pertanian terpadu ternak dan kebun 3 paket 500 batamas (biogas ternak bersama masyarakat), mesin pembuat pupuk organik 440 unit 
	Program Pengembangan Agribisnis
	Deptan
	55,2

	c. 
	Peremajaan tanaman perkebunan rakyat
	Kebun bibit pokok 10 ha, kapas 25.000 ha. kakao 51.000 ha, kelapa rakyat 5.000 ha, lada 300 ha, kina 30 ha, pendampingan dan pengawalan revitalisasi 
	Program Pengembangan Agribisnis
	Deptan
	65,0

	d. 
	Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis
	Embung 200 unit, irigasi tanah dangkal 500 unit, jalan usaha tani 200 km bangun/rehab kantor 12 unit, bangun/rehab instalasi 4 unit, lab 2 paket, peralatan lab 2 paket, perluasan areal horti 5.000 ha, padang penggembalaan 5.000 ha.
	Program Pengembangan Agribisnis
	Deptan
	434,0

	e. 
	Pengembangan desa mandiri energi
	5 desa mandiri energi basis coconut-biodiesel, 20 desa mandiri energi basis minyak jarak pagar
	Program Pengembangan Agribisnis
	Deptan
	20,0

	f. 
	Penyediaan subsidi bunga penyediaan energi nabati dan revitalisasi perkebunan
	Tersedianya dana subsidi untuk pengembangan BBN dan revitalisasi perkebunan
	Program Pengembangan Agribisnis
	Perbankan
	

	g. 
	Penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung pengembangan agribisnis
	Tersedianya DAK Pertanian
	Program Pengembangan Agribisnis
	Depkeu/Depdagri
	

	h. 
	Pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan gabungan kelompok tani
	Penguatan modal 200 unit LKM horti, pemberdayaan P3A, LKM 25 kelompok, 227.704 kelompok tani, dan 3.594 gapoktan
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Deptan
	83,3

	i. 
	Pengembangan magang sekolah lapang
	Magang SL bagi pelaku usaha/petani 11.505 orang, 174 kelp SLPHT pekebun, SLPHT horti 92 unit, 10.000 unit SLPHT tanaman pangan. 
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Deptan
	106,5

	j. 
	Peningkatan sistem penyuluhan dan sumberdaya manusia pertanian 
	Biaya operasional 28,5 ribu penyuluh, tambahan 10 ribu penyuluh baru dalam rangka pendampingan petani, fasilitas farmer empowerment through agriculture technology and information (FEATI) di 71 kab/18 provinsi, dan pembangunan/renovasi 268 unit BPP; perbaikan sistem penyuluhan horti, terlatihnya 119 penyuluh horti
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Deptan
	521,4

	
	Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya dengan melakukan:
	
	
	
	

	a. 
	Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan
	Terbinanya dan berkembangnya sistem usaha perikanan di 33 provinsi; 21 UPT; 12 klaster industri perikanan
	Pengembangan sumber daya perikanan
	DKP
	65,0

	b. 
	Pengembangan dan penyelenggaraan karantina perikanan dan sistem pengelolaan kesehatan ikan
	Terselenggara sistem pengelolaan kesehatan ikan di 33 provinsi dan berkembangannya 43 UPT Karantina Perikanan
	Pengembangan sumber daya perikanan
	DKP
	78,8

	c. 
	Penyelenggaraan revitalisasi perikanan
	Peningkatan produksi perikanan sebesar 7,9 juta ton serta produk olahan 3,6 juta ton
	Pengembangan sumber daya perikanan
	DKP
	410,7

	d. 
	Peningkatan sistem penyuluhan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan
	Berkembangnya SDM kelautan dan perikanan melalui 12 Sekolah/Akademi/Sekolah Tinggi, 6 Balai pelatihan serta perkuatan sistem penyuluhan perikanan dan pengembangan 2.600 orang penyuluh
	Pengembangan sumber daya perikanan
	DKP
	177,2

	e. 
	Penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor hasil perikanan
	· Peningkatan volume ekspor sebesar1,6 juta ton dan nilai ekspor sebesar USD$ 2,3 miliar; 

· Peningkatan konsumsi ikan sebesar 26,02 Kg perkapita/tahun
	Pengembangan sumber daya perikanan
	DKP
	55,0

	f. 
	Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya
	· Pengembangan/rehabilitasi dan bantuan operasionalisasi 21 UPT Pelabuhan Perikanan, 99 PPI; 33 BBI, 10 BBU, 10 BBUG dan 330 sarana rangkap skala kecil, dan

· Terselenggaranya penyediaan subsidi benih ikan melalui 12 Balai Benih Ikan/Udang. 
	Pengembangan sumber daya perikanan
	DKP

DKP
	590,8

---

	g. 
	Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan
	Meningkatnya mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan di 10 lokasi sentra pengolahan, pengembangan cold chain system di 20 lokasi serta pengembangan 16 Laboratorium Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP)
	Pengembangan sumber daya perikanan
	DKP
	95,0

	h. 
	Pengembangan rekayasa teknologi terapan perikanan 
	Berkembangnya rekayasa teknologi perikanan di 14 Balai Budidaya/Penangkapan/Pengujian Hasil Perikanan
	Pengembangan sumber daya perikanan
	DKP
	86,0

	i. 
	Pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan 
	Terkelolanya sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di 9 lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)
	Pengembangan sumber daya perikanan
	DKP
	40,0

	j. 
	Pengembangan sistem, data, statistik, dan informasi kelautan dan perikanan 
	· Terwujudnya peningkatan pelayanan data, statistik, dan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di 33 provinsi


	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	DKP
	35,0

	k. 
	Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan 
	Berkembangnya pengelolaan konservasi laut pada 15 lokasi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di 15 Kab/Kota, dan berkembangnya 8 UPT; 33 kabupaten/kota PLBPM
	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 
	DKP
	40,0

	l. 
	Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk
	Terkelolanya dan terehabilitasinya terumbu karang pada 21 Kab/Kota di 8 Provinsi 
	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 
	DKP
	144,0

	
	Peningkatan kualitas pertumbuhan kehutanan dengan melakukan:
	
	
	
	

	a. 
	Pengembangan hutan tanaman dan hutan tanaman rakyat
	Fasilitasi pembangunan HTI seluas 600 ribu ha dan HTR seluas 200.000 ha
	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
	Dephut
	65,0

	b. 
	Pengelolaan hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan
	Selesainya rancang bangun pembentukan unit usaha HPH, HTI, dan HTR pada kawasan hutan yang belum dibebani hak seluas 4 juta ha. 
	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
	Dephut
	40,0

	c. 
	Pengembangan pengelolaan/pemanfaatan hutan alam
	30 unit IUPHHK bersertifikat PHPL mandatory, 64 unit HPH melaksanakan sistem silvikultur intensif 
	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
	Dephut
	65,0

	d. 
	Restrukturisasi industri primer kehutanan
	Terfasilitasinya peningkatan produksi industri pengolahan hasil hutan dan efisiensi pemanfaatan bahan baku sebesar 5 persen.
	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
	Dephut
	40,0

	e. 
	Penertiban peredaran hasil hutan 
	Terkendalinya aliran hasil hutan (volume dan jenis) sesuai dengan data fisik/penerimaan iuran kehutanan
	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
	Dephut
	30,0

	Fokus 3: Perluasan Kesempatan Kerja dan Diversifikasi Ekonomi Perdesaan

	a. 
	Mekanisasi kegiatan produksi pertanian pasca panen dalam mendukung pengembangan agribisnis
	Kelembagaan pasca panen hortikultura di 30 kab dan hasil perkebunan di 45 kab
	Program Pengembangan Agribisnis
	Deptan
	93,5

	b. 
	Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3
	Bantuan untuk 227 LM3 horti, 150 LM3 pengolahan, 1.000 desa rawan pangan di 200 kab, 200 kelompok PMUK ternak, 10.000 desa mandiri, terdistribusinya paket teknologi budidaya padi 1,2 juta ha, jagung 300 ribu ha, kedele 200 ribu ha melalui PMUK, distribusi untuk 2.816 ha bibit tebu berjenjang
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Deptan
	1.435,3

	c. 
	Pengembangan agroindustri perdesaan
	Industri olahan berbasis tepung lokal di 29 kab, pengolahan hasil hortikultura di 35 kab, pengolahan hasil perkebunan di 50 kab, pengolahan hasil ternak di 15 kab, pengolahan pakan di 15 kabupaten sentra unggas
	Program Pengembangan Agribisnis
	Deptan
	75,0

	d. 
	Penyediaan dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota
	Terlaksananya bantuan kepada 125 koperasi
	Program Pengembangan Kewira usahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM
	Kemeneg KUKM
	50,0

	e. 
	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
	Terlaksananya bimbingan teknis sebanyak 12 angkatan; orientasi sebanyak 7 angkatan; dan pelatihan di 3 balai pemberdayaan masyarakat.
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Depdagri
	16,5



	f. 
	Peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan
	Terlaksananya pelatihan dan konsultasi di 3 Regional
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Depdagri
	7,5

	g. 
	Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa
	Terlaksananya lomba desa dan Kelurahan tingkat nasional, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Ekspo Pekan Raya PKK (sebanyak 3 kegiatan) dan penyebaran informasi melalui media massa
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Depdagri
	7,0

	h. 
	Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan
	Terlaksananya Pelatihan untuk pelatih (Training of Trainer/TOT) sebanyak 3 angkatan, bimbingan teknis 3 angkatan, pelatihan pengembangan kapasitas pemerintahan desa sebanyak 1 angkatan, dan I RUU ttg desa
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Depdagri
	16,0

	i. 
	Peningkatan kapasitas aparat pemda dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan
	Terlaksananya sosialisasi pedoman pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas di 10 Provinsi, fasilitasi penyusunan Perda di 5 Provinsi, monitoring dan Evaluasi di 10 Provinsi


	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Depdagri
	5,0

	j. 
	Fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan
	Terlatihnya aparat kabupaten dan kecamatan sebanyak 180 orang di bidang kewirausahaan agribisnis dalam kawasan agropolitan.
	Program Pengembangan Ekonomi Lokal
	Depdagri
	3,0

	k. 
	Pembinaan lembaga keuangan perdesaan
	Tersosialisasinya payung hukum lembaga keuangan perdesaan dan pengelolaan keuangan perdesaan.
	Program Pengembangan Ekonomi Lokal
	Depdagri
	3,0

	l. 
	Penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan
	Terlaksananya gelar, pelatihan, bimbingan teknis, dan pos pelayanan teknologi tepat guna (TTG)
	Program Pengembangan Ekonomi Lokal
	Depdagri
	4,0

	m. 
	Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah
	Terlaksananya pemetaan potensi ekonomi daerah dan fasilitasi pemerintah daerah dalam implementasi pengembangan produk unggulan daerah
	Program Pengembangan Ekonomi Lokal
	Depdagri
	1,7

	n. 
	Pengembangan prasarana dan sarana di kawasan agropolitan
	Tersedianya prasarana dan sarana di 65 kawasan agropolitan 
	Program Pengembangan Ekonomi Lokal
	Dep.PU
	160,0

	o. 
	Percepatan pembangunan kawasan produksi di daerah tertinggal
	Terbangunnya kawasan produksi (perkebunan, peternakan, perikanan) di 58 kabupaten tertinggal.
	Program Pengembangan Ekonomi Lokal
	Kemeneg. PDT
	61,5 

	p. 
	Percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal
	Terbangunnya pusat pertumbuhan berbasis komoditas unggulan lokal di 27 kabupaten tertinggal.
	Program Pengembangan Ekonomi Lokal
	Kemeneg. PDT
	30,0 

	q. 
	Pembangunan infrastruktur perdesaan skala kawasan termasuk kawasan eks-transmigrasi
	Terbangunnya infrastruktur perdesaan di 100 kawasan
	Program Pengembangan Perumahan
	Dep. PU
	102,0

	r. 
	Percepatan pembangunan infrastruktur perdesaan
	Terbangunnya sistem pebangkit listrik alternatif (solar home system) pada desa-desa tanpa jaringan listrik di 81 kabupaten tertinggal.
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan
	Kemeneg. PDT
	100,0

	Fokus 4: Peningkatan Kualitas Pengelolaan Hutan dan Lingkungan

	a.
	Pengendalian kebakaran hutan
	Menurunnya hot spot menjadi sekitar 30 persen dari tahun 2006
	Program Perlindungan dan Konservasi SDA
	Dephut
	167,8

	b.
	Rehabilitasi hutan dan lahan
	Tersusunnya rencana teknis RHL dan terselenggaranya rehabilitasi hutan di daerah rawan banjir 
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
	Dephut
	100,0

	c.
	Pembangunan KPH
	Ditetapkannya 7 unit KPH Model di 7 provinsi dan penyelesaian rancangan bangun KPH Model 21 unit di 21 provinsi
	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi SDH
	Dephut
	52,3

	d.
	Pengelolaan taman nasional model 
	Terwujudnya kelembagaan pengelolaan kolaboratif di 15 taman nasional model dan terlaksananya pengembangan 3 taman nasional dalam rangka DNS


	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
	Dephut
	72,4

	Fokus 5: Pembaharuan Agraria Nasional

	a.
	Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)
	· 10 ribu bidang konsolidasi tanah

· Redistribusi tanah (termasuk pemetaan untuk mendukung PPAN) 300 ribu bidang tanah

· Inventarisasi P4T di 2.000 kel/desa
	Program Pengelolaan Pertanahan
	BPN
	366,0

	b.
	Pengendalian dan pemberdayaan kepemilikan tanah
	· 419 kabupaten/kota
	Program Pengelolaan Pertanahan
	BPN
	7,8

	c.
	Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan
	· 2.600 perkara  di 419 kab/kota
	Program Pengelolaan Pertanahan
	BPN
	12,1

	Fokus 6: Pengembangan Kota Kecil dan Menengah Pendukung Ekonomi Perdesaan

	a. 
	Penyusunan rencana induk sistem pengembangan kota-kota kecil dan menengah
	Tersusunnya rencana induk sistem pengembangan kota-kota kecil dan menengah pada 4 provinsi
	Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah
	Dep.PU
	4,0

	b. 
	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung di kota kecil dan menengah
	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung perkotaan di kota-kota kecil dan menengah melalui pengembangan SPAM IKK di 250 kawasan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Dep.PU
	500,0

	c. 
	Bimbingan teknis penyusunan RTRW Kab/Kota
	Tersusunnya rencana rinci tata ruang di kota kecil menengah di 15 Kabupaten
	Program Penataan Ruang
	Dep.PU
	15,0

	d. 
	Pengembangan dan revitalisasi sistem dan kelembagaan ekonomi
	Tersusunnya konsep kebijakan pengembangan dan revitalisasi sistem kelembagaan ekonomi perkotaan
	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota
	Depdagri
	3,0


 PRIORITAS 3: PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN ENERGI

	No
	Fokus /Kegiatan Prioritas
	Keluaran
	Program 
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp Miliar)

	Fokus 1: Peningkatan Pelayanan Infrastruktur sesuai dengan Standard Pelayanan Minimal 

	A. Sub Bidang Sumber Daya Air

	a. 
	Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku
	Terlaksananya pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku dengan debit layanan 1,00 m3/det
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Dep. PU
	244,6

	b. 
	Pembangunan Tampungan Untuk Air Baku
	Terlaksananya pembangunan tampungan untuk air baku sebanyak 10 buah
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Dep. PU
	230,5

	c. 
	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku
	Terpeliharanya prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku di 10 titik
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Dep. PU
	1,3

	d. 
	Operasi dan Pemeliharaan Tampungan Untuk Air Baku
	Terpeliharanya tampungan untuk air baku di 2 lokasi
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Dep. PU
	1,5

	e. 
	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Air Baku Lainnya
	Terpeliharanya prasarana sumber air baku lainnya di 25 lokasi
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Dep. PU
	3,5

	f. 
	Pembangunan/Peningkatan Prasarana Air Tanah untuk Air Minum  Daerah Terpencil/Perbatasan 
	Terlaksananya pembangunan prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/perbatasan seluas 688 ha
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Dep. PU
	78,2

	g. 
	Rehabilitasi Prasarana Air Tanah untuk Air Minum Daerah Terpencil/Perbatasan 
	Terlaksananya rehabilitasi prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/perbatasan seluas 1.602  ha
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Dep. PU
	45,9

	h. 
	Operasi Dan Pemeliharaan Prasarana Air Tanah untuk Air Minum Daerah Terpencil/Perbatasan 
	Terpeliharanya prasarana air tanh untuk air minum di daerah terpencil/perbatasan seluas 1.078  ha
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	Dep. PU
	9,2

	i. 
	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir
	Terlaksananya rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir di 62 lokasi
	Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
	Dep. PU
	51,7

	j. 
	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir
	Terpeliharanya prasarana pengendali banjir di alur sungai sepanjang 1,500 km
	Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
	Dep. PU
	143,7

	k. 
	Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengamanan Pantai
	Terpeliharanya prasarana pengaman pantai sepanjang 20 km
	Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
	Dep. PU
	4,9

	B. Sub Bidang Transportasi

	I. Keselamatan

	a. 
	Pemeliharaan rutin jalan nasional sepanjang 30.139 kilometer dan jembatan 47.500 meter
	Terpeliharanya 30.139 kilometer jalan nasional dan 47.500 meter jembatan pada jalan nasional yang tersebar di seluruh provinsi. 
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU
	2.794,2

	b. 
	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ di 32 Provinsi


	Tersedianya fasilitas keselamatan LLAJ: Marka Jalan 1.860.500 M, Guar Rail 66.124 M, Rambu 18.796 Buah, Delinator 24.360 Buah, RPPJ 593 Buah, Traffic Light 56 Unit, Warming Light 15 Unit, Cermin Tikungan 75 Buah, Paku Marka 10.500 Buah, Traffic Cone 3.000 Buah, LED Hi-Flux 252 Unit, Faske untuk BRT 3 Paket, ATCS 5 Paket, APILL Tenaga Surya 160 Paket, Peralatan PKB 32 Unit, Jembatan Timbang 6 Paket, Zona Selamat Sekolah (ZoSS) 146 Lokasi
	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	Dephub
	423,7



	c. 
	Pembangunan Terminal


	Dibangunnya Terminal Lintas Batas Negara 3 Lokasi dan Terminal Antar Kota Antar Provinsi di 6 lokasi
	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
	Dephub
	73,4



	d. 
	Pemeliharaan dan Pengoperasian prasarana Jalan KA/IMO (Anggaran 62)
	1 Paket
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana KA
	Dephub
	-

	e. 
	Kegiatan Sosialisasi / Workshop dan Penyebaran Informasi Keselamatan LLAJ serta Monitoring dan Evaluasi bidang LLAJ
	1 TH


	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ
	Dephub
	31,2 



	f. 
	Pengadaan dan Pemasangan SBNP dan Rambu Sungai


	Tersedianya SBNP 26 Buah Rambu Suar dan 1742 buah Rambu Sungai
	Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
	Dephub
	10,3

	g. 
	Pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Penyeberangan
	2.225.000 M3
	Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
	Dephub
	 49,7

	h. 
	Rehabilitasi Peralatan Operasional Jembatan Timbang
	1 Pkt
	Program Peningkatan Aksesbilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
	Dephub
	7,5

	i. 
	Pemberian Subsidi PSO PT. KAI (Anggaran 62)
	1 Paket
	Peningkatan Aksesbilitas Perkeretaapian 
	Dephub
	-

	j. 
	Maritime Telecommunication System Phase IV
	Tersedianya sistem telekomunikasi pelayaran pada 32 SROP
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	180,0

	k. 
	Pengerukan alur pelayaran dan Kolam Pelabuhan Laut


	7.100.000 M3 (di 17 Pelabuhan UPT)


	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Laut
	Dephub
	 110.0

	l. 
	Pengadaan kapal navigasi (ATN Vessel);
	Tersedianya 4 unit kapal navigasi
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	 150,0

	m. 
	Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP)
	Tersedianya sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 293 unit (Menara Suar, Rambu Suar, Pelampung Suar, Rambu Tuntun)
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	152,7

	n. 
	Pembangunan VTS Selat Malaka Tahap I
	5 Lokasi
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	 25,0

	o. 
	Pembangunan Indonesia Ship Reporting System Tahap I
	13 lokasi
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	20,4

	p. 
	Pengawasan dan law enforcement keselamatan transportasi laut
	1 Paket
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	10,0

	q. 
	Pengadaan dan pemasangan radar survailance (pengamatan) penerbangan
	3 Lokasi
	Pembangunan Transport Udara
	Dephub
	 150,0

	r. 
	Pengadaan dan pemasangan peralatan komunikasi penerbangan
	234 unit tersebar di Nabire, Timika, Meulaboh, Galela, Tanjung Pandan, Cirebon, Cilacap, Tarakan, Nunukan, Palangkaraya, Labuhan Bajo, Maumere, Tambolaka, Waingapu, Mopah, Stagen, Torea, Takengon, Sibolga, Binaka, Kerinci, Karimunjawa, Samarinda, Melak, Long Ampung, Data Dawai, Palangkaraya, Sampit, Pk. Bun, Kuala Pembuang, Putussibau, Palu, Muna, Larantuka, Soa, Ende, Waingapu, Bima, Namrole, Wahai, Enarotali, Wamena, Sarmi, Serui, Batom, Numfor, Tiom, Bengkulu, Rokot, Bali, Kalimarau, Gorontalo, Toli-Toli, Abandara Makassar, Wunopito, Maumere, Kisar, Dobo, Nabire, Sarmi, Waghete.
	Pembangunan Transport Udara
	Dephub
	 72,1

	s. 
	Pengadaan dan pemasangan navigasi penerbangan 
	29 Unit tersebar di Batam, Kariumunjawa, Cilacap, Gading, Tarakan, Palangkaraya, Mumuju, Larantuka, Alor, Wamena, Sentani, Putusibau, Sabu, Luwuk, Meulaboh, Tanjung Pandan, Nabire, Manokwari, Timika, Kepi
	Pembangunan Transport Udara
	Dephub
	 160,7

	t. 
	Pengadaan dan pemasangan peralatan bantu pendaratan dan pelayanan penerbangan


	135 Paket tersebar di : Bengkulu, Batam, Gorontalo, Palu, Maumere, Mopah, Timika, Curug, Gading, Pk. Bun, Kendari, Ende, Labuhan Bajo, Ternate, Mopah, Brangbiji, Sibolga, Aek Godang, Binaka, Rengat, Cilacap, Kalimarau, Sampit, Ketapang, Palu, Toli-Toli, Poso, Ppngtiku, Masamba, Seko, Rampi, Bua, Larantuka, ALor, Soa, Ende, Waingapu, Kao, Labuha, Galela
	Pembangunan Transport Udara
	Dephub
	 150,2

	u. 
	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan penerbangan di bandara
	259 Paket tersebar di : Bengkulu, Tarakan, Kalimarau, Palangkaraya, Pk. Bun, Gorontalo, Palu, Poso, Kendari, Soa, Wunopito, Ruteng, Waingapu, Galela, Nabire, Moanamani, Serui, Domine Eduard Osok, Adbandara Soetta, Silangit, Sibolga, Aek Godang, Binaka, Seibati, Rengat, Tarakan, Temindung, Kalimarau, Nunukan, Karimunjawa, Cilacap, Tanjung Pandan, Palangkaraya, Sampit, Pk. Bun, Ketapang, Naha, Poso, Buton, Tanatoraja, Masamba, Alor, Larantuka, Soa, Lewoleba, Rote, Ruteng, Ende, Maumere, Waingapu, Bima, Bandaneira, Ternate, Kao, Sanana, Sentani, Mopah, Nabire, Wamena, Obano, , Kaimana
	Pembangunan Transport Udara
	Dephub
	 210,7

	v. 
	Pembangunan Rating School Sorong
	Terbangunnya Rating School Sorong 1 Paket (Gedung Kelas, Laboratorium Asrama, Gedung Praktek, Peralatan Diklat dan Praktek)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
	Dephub
	 100,0

	w. 
	Upgrading laboratorium STPI Curug
	Terselesaikannya peningkatan laborato-rium STPI Curug 1 Paket (Lab. Simulator, Fasilitas Kelas, Retrovit Pesawat Latih, Fasilitas Belajar Mengajar)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
	Dephub
	 54,0

	x. 
	Pembangunan Maritime Education and Training Improvement (METI)
	Terbangunnya fasilitas pendidikan Maritime 1 Paket (Gedung Kelas, Laboratorium Asrama, Gedung Praktek, Peralatan Diklat dan Praktek)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
	Dephub
	 212,0

	y. 
	Pembangunan Rating School Pangkalan Brandan


	Terbangunnya Rating School Pangkalan brandan 1 Paket.


	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
	Dephub
	 50,0

	z. 
	Pembangunan Rating School Ambon


	Terbangunnya Rating School Ambon 1 Paket (Gedung Kelas, Laboratorium Asrama, Gedung Praktek, Peralatan Diklat dan Praktek)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
	Dephub
	 50,0

	aa. 
	Pengembangan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)


	Meningkatnya kualitas STTD 1 Paket (Lab. Simulator, Fasilitas Kelas, Renovasi Asrama, Kelas, Peralatan Praktek, Upgrading Alat Laboratorium, Alat PKB, Taman Lalu Lintas)
	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
	Dephub
	 100,0

	ab. 
	Perbaikan dan Perawatan Sarana Prasarana UPT Diklat Perhubungan


	1 Paket


	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
	Dephub
	 62,8

	ac. 
	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pencarian dan penyelamatan.
	Tersedianya kelengkapan penunjang kegiatan SAR (Kapal 36 M 5 Unit, Rubber Boat & Outboard Motor 96 Unit, Peralatan Penunjang Ops. SAR 48 paket, Rescue car untuk Pos SAR 53 unit, Transportable Communication 48 unit, Radio Repeater 48 unit, Rigid inflatable Boat 12 unit, Emergency Floating 2 Assy, Rescue Hoist 2 Assy, Suku Cadang & Flyway Kit Helikopter BO-105 1 paket, Peralatan komunikasi dan navigasi pesawat BO-105 3 paket, Hydraulic Rescue tool 12 paket, Rapid Deployment Land SAR 2 Unit, MCC-Lut sejumlah 1 Lot, AMSC 1 unit, Radio Link 10 Lot, tanah untuk kantor Pusat 20.000 M2, tanah untuk Pos SAR 48 lokasi, Peralatan sistem komunikasi SAR 1 paket)
	Program Pencarian dan Keselamatan
	Dephub
	 462,9

	ad. 
	Pengembangan budaya keselamatan transportasi 
	Sosialisasi, workshop, training keselamatan transportasi 
	Program Pengembangan Transpotasi Antarmoda
	Dephub
	10,0

	ae. 
	Penguatan kelembagaan KNKT
	Meningkatkan kemampuan investigasi kecelakaan transportasi
	Program Pengembangan Transpotasi Antarmoda
	Dephub
	16,0

	II. Aksesibilitas 

	a. 
	Pembangunan jalan di kawasan perbatasan sepanjang 40 kilometer. 
	Tersedianya 40 kiometer jalan di wilayah perbatasan di Kalbar, dan Kaltim. 
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Dep. PU
	80,0

	b. 
	Pembangunan jalan dan jembatan di pulau-pulau terpencil terluar sepanjang 118,6 kilometer.
	Dibangunnya 118,6 kilometer jalan dan 139,2 jembatan di pulau-pulau terpencil terluar di Kepulauan Riau, Maluku NTT, Sulut, Sulteng, Maluku Utara, dan Papua.
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Dep. PU
	239,5

	c. 
	Subsidi Operasional Bus Perintis
	128 Lintas
	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
	Dephub
	 38,4

	d. 
	Pengadaan bus ukuran sedang dan besar


	Tersedianya bus sedang 230 Unit dan bus besar 56 Unit untuk pengembangan BRT (Bus Rapid Transit)
	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
	Dephub
	 103,5

	e. 
	Pengadaan dan Pemasangan Konverter Kit


	Tersedianya 2000 Unit konverter kit
	Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ
	Dephub
	 19,6

	f. 
	Subsidi Perintis Prenyeberangan


	Dalam provinsi 70 lintasan, antar provinsi 8 lintasan untuk 36 buah kapal
	Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
	Dephub
	123,9

	g. 
	Pengadaan KRDI Tahap II
	2 Set
	Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kereta Api
	Dephub
	24,0

	h. 
	Pengadaan KRL baru (KFW)
	10 Train Set
	Peningkatan Aksesibilitas Perkeretaapian
	Dephub
	155,5

	i. 
	Pembangunan Pelabuhan Perintis Transportasi Laut
	Dibangunnya Pelabuhan Perintis Transportasi Laut di 12 Lokasi
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	339,0

	j. 
	Pembangunan Kapal Perintis Transportasi Laut
	Dibangunnya 4 unit kapal ukuran 750 DWT dan 500 DWT
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	 46,8

	k. 
	Subsidi Pelayaran Perintis Transportasi Laut


	58 trayek tersebar di 27 pelabuhan pangkal dan 460 pelabuhan singgah dari 18 propinsi 
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	 213,0

	l. 
	Subsidi operasi angkutan penerbangan perintis dan BBM
	Subsidi 4.096 drum 96 Rute
	Pembangunan Transportasi Udara
	Dephub
	151,0

	C. Sub Bidang Ketenagalistrikan

	a. 
	Pembangunan Transmisi, Distribusi, Pembangkit Listrik dan Memfasilitasi Pembangunan Ketenaga Listrikan Yang Dilakukan BUMN
	Pembangunan pembangkit listrik skala kecil, jaringan transmisi dan distribusi di berbagai wilayah yang dilakukan oleh pemerintah; Fasilitasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW; Fasilitasi repowering, rehabilitasi PLTGU Muara Karang, PLTGU Muara Tawar, PLTGU Tanjung Priok, melanjutkan PLTU Tarahan (target tahun 2008 penyelesaian sebagian unit) dan  rehabilitasi PLTA Saguling; Tersusunnya master plan penyediaan listrik sosial dan listrik perdesaan; Pencapaian Rasio Elektrifikasi sebesar 60,5 % dan Rasio Desa Berlistrik 93,7
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM, PT. PLN
	2.406,1

	D. Sub Bidang Pos dan Telematika

	
	Penyediaan infrastruktur pos dan telematika di daerah non-ekonomis melalui:
	
	
	
	

	a. 
	Penyediaan dana Public Service Obligation (PSO) pos
	Dana PSO untuk PT Pos Indonesia
	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo

PT. Pos Indonesia
	100,0 (dialokasikan melalui bagian 62)

-

	b. 
	Penyediaan jasa akses telekomunikasi perdesaan KPU/USO
	Layanan Fasilitas telekomunikasi di 20.471 Desa
	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo
	720,0

	E. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

	a. 
	Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa beserta Prasarana dan Sarana Dasarnya
	111 twin blok (10.656 unit)
	Program Pengembangan Perumahan 
	Dep. PU (80 twin blok)

Kemenegpera (31 twin blok)
	706,0

288,5

	b. 
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar untuk RSH/S dan Rumah Susun
	10.000 unit
	Program Pengembangan Perumahan
	Kemenegpera
	27,5

	c. 
	Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan Kawasan 
	4 kota dan 16 kawasan
	Program Pengembangan Perumahan
	Kemenegpera
	120,0

	d. 
	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya 
	5.000 unit
	Program Pemberdayaan Komunitas


	Kemenegpera
	  30,0

	e. 
	Penyediaan Infrastruktur Primer Perkotaan bagi Kawasan RSH 
	32 kawasan 
	Program Pengembangan Perumahan
	Dep. PU
	50,0

	f. 
	Revitalisasi dan Penataan Bangunan dan Lingkungan 
	145 kawasan
	Program Pengembangan Perumahan
	Dep. PU
	303,0

	g. 
	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru dan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh, Desa Tradisional, Desa Nelayan, dan Desa Eks-Transmigrasi


	10.000 unit
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Kemenegpera
	  35,0

	h. 
	Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar di Permukiman Kumuh, Desa Tradisional, Desa Nelayan, dan Desa Eks-Transmigrasi
	10.000 unit
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Kemenegpera
	  25,0

	i. 
	Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Rumah di Kawasan Bencana; 
	600 unit
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 
	Kemenegpera
	  18,0

	j. 
	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Perkotaan (NUSSP); 
	32 kabupaten/kota
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 
	Dep. PU
	57,0

	k. 
	Perbaikan Lingkungan Permukiman;
	177 kawasan
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 
	Dep. PU
	190,0

	l. 
	Pembinaan Teknis Bangunan Gedung;  
	33 provinsi
	Program Pengembangan Perumahan 
	Dep. PU
	83,0

	m. 
	Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah; 
	2 provinsi
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Dep. PU
	30,0

	n. 
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat 
	1.560 desa 
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 
	Dep. PU
	295,0

	o. 
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum pada Kawasan Strategis 
	270 kawasan 
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 
	Dep. PU
	543,5

	p. 
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 
	40 kawasan
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 
	Dep. PU
	45,0

	q. 
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Percontohan Skala Komunitas (SANIMAS) 
	100 lokasi
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 
	Dep. PU
	  20,0

	r. 
	Peningkatan Pengelolaan TPA/Sanitary Landfill/Sistem Regional 
	40 kabupaten/kota
	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
	Dep. PU
	250,0

	s. 
	Pengembangan Sistem Drainase 


	1 kota
	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
	Dep. PU
	34,0

	Fokus 2: Peningkatan Daya Saing Sektor Riil

	A. Sub Bidang Sumber Daya Air

	a. 1.
	Pembangunan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya
	Terlaksananya kegiatan pembangunan 7 waduk dan 33 embung
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
	Dep. PU
	1.419,1

	b. 
	Rehabilitasi Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya
	Terlaksananya rehabilitasi 26 waduk, 32 embung, situ dan bangunan penampung air lainnya

	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
	Dep. PU
	270,4

	c. 
	Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya
	Terpeliharanya 121 waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
	Dep. PU
	92,7

	d. 
	Konservasi Danau Dan Situ Serta Perbaikan Sabuk Hijau Di Kawasan Sumber Air
	Terlaksananya konservasi danau dan situ serta perbaikan sabuk hijau di 8 provinsi
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
	Dep. PU
	48,8

	e. 
	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai
	Terlaksananya peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di 15 Provinsi
	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Air Lainnya
	Dep. PU
	115,8

	f. 
	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi
	Terlaksananya kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas 105.635 ha
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Dep. PU
	1.521,8

	g. 
	Pembangunan/Peningkatan Jaringan Rawa
	Terlaksananya kegiatan pembangunan/peningkatan jaringan rawa seluas 22.837  ha
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Dep. PU
	200,0

	h. 
	Penyiapan Lahan Beririgasi
	Tersedianya lahan beririgasi seluas 2.000 ha
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Dep. PU
	18,0

	i. 
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi
	Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi seluas 210.732 ha
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Dep. PU
	910,9

	j. 1.
	Rehabilitasi Jaringan Rawa
	Terlaksananya rehabilitasi jaringan rawa seluas 207.667  ha
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Dep. PU
	425,3

	k. .
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
	Terpeliharanya jaringan irigasi seluas 2,100,000 ha
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Dep. PU
	295,0

	l. 
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa
	Terpeliharanya jaringan rawa seluas 750.000 ha
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Dep. PU
	105,0

	m. 
	Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
	Terlaksananya kegiatan pengelolaan irigasi partisipatif di 14 Provinsi dan 108 Kabupaten
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya
	Dep. PU
	314,7

	n. 
	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir
	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang alur sungai 145 km
	Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
	Dep. PU
	1.002,5

	o. 
	Pembangunan Sarana/Prasarana Pengamanan Pantai
	Terlaksananya kegiatan pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 71,10 km
	Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
	Dep. PU
	432,5

	p. 
	Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi
	Terlaksananya rehabilitasi sarana/prasarana pengendali lahar gunung berapi sebanyak 2 paket kegiatan
	Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
	Dep. PU
	38,7

	q. .
	Operasi Dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi
	Terpeliharanya sarana/prasarana pengendali lahar gunung berapi sebanyak 2 paket kegiatan
	Program Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai
	Dep. PU
	2,8

	B. Sub Bidang Transportasi

	a. 
	Peningkatan jalan dan jembatan nasional penghubung lintas sepanjang 284 kilometer jalan dan 1.160,8 meter jembatan. 
	Diselesaikannya peningkatan jalan sepanjang 284 kilometer jalan dan 1.160,8 meter jembatan yang tersebar di seluruh provinsi. 
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Dep. PU
	871,7

	b. 
	Peningkatan jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa sepanjang 926,86 kilometer.
	Ditingkatkannya 926.86 kilometer jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa.
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Dep. PU
	1.906,9

	c. 
	Peningkatan/pembangunan jalan Lintas Sumatera, Tran Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Lintas Kota Metropolitan
	Ditingkatkannya/dibangunnya 3.270 kilometer jalan Lintas Sumatera, Tran Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Lintas Kota Metropolitan;
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Dep. PU
	5.839,5

	d. 
	Pembangunan jembatan Suramadu
	Diselesaikannya pembangunan jembatan Suramadu sepanjang 1.383,7 M
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Dep. PU
	1.274,9

	e. 
	Pembangunan jalan baru sepanjang 24,3 kilometer dan peningkatan jalan di kota-kota strategis.
	Diselesaikannya pembangunan 24,3 kilometer jalan di Jawa, Sumatera, dan Sulut dan peningkatan jalan di kota-kota strategis.
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Dep. PU
	189.2

	f. 
	Pembangunan fly-over
	Dibangunnya fly-over di Jabodetabek, Pantai Utara Jawa dan kota-kota metropolitan lainnya.
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Dep. PU
	571,5

	g. 
	Pembangunan jalan lintas Pantai Selatan Jawa.
	Dibangunnya 25 kilometer jalan di Lintas Pantai Selatan Jawa (Banten, Jabar, Jateng dan Jatim,)
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Dep. PU
	99,6

	h. 
	Pembangunan jalan akses ke bandara Kuala Namu
	Dibangunnya jalan akses menuju bandara Kuala Namu sepanjang 7 Km
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Dep. PU
	47,5

	i. 
	Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Tanjung Priok
	Dibangunnya jalan akses menuju Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 0.4 km
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU
	35,3

	j. 
	Relokasi Jalan Tol dan Jalan Arteri Porong - Gempol
	Direlokasikannya jalan tol dan jalan arteri Porong-Gempol sepanjang 15 Km
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU
	750,0

	k. 
	Penyusunan Rencana Teknis/ Studi Kebijakan Transportasi Darat


	Tersusunnya rencana teknis transportasi darat 113 Laporan


	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ
	Dephub
	57,1 



	l. 
	Pembangunan Sarana ASDP
	Tersedianya 60 Buah kapal penyeberangan
	Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
	Dephub
	303,9

	m. 
	Pembangunan Break Water Pelabuhan Penyeberangan
	1 Paket


	Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
	Dephub
	 14,4

	n. 
	Rehabilitasi/Peningkatan Dermaga Penyeberangan dan Sungai
	Meningkatnya kondisi 23 dermaga penyeberangan dan 8 dermaga sungai
	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan
	Dephub
	 109,7 



	o. 
	Pembangunan Prasarana Sungai Danau dan Penyeberangan


	Dibangunnya dermaga penyeberangan 13 Dermaga Baru dan 55 Dermaga Lanjutan, dermaga sungai 26 Dermaga Baru dan 3 Dermaga Lanjutan, dan dermaga danau 13 Dermaga
	Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP
	Dephub
	628,1

	p. 
	Peningkatan/Rehabilitasi Jalan KA
	Meningkatnya Jalan KA 467,42 Km
	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	967,3

	q. 
	Peningkatan Sintelis


	26 Paket


	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	319,8

	r. 
	Peningkatan Jembatan KA;
	Meningkatnya 48 Bh jembatan


	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	143,0

	s. 
	Pembangunan Jalur Ganda Lintas Selatan Jawa
	1 Paket
	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	53,0

	t. 
	Pembangunan Jalan KA dengan Memperbesar Radius Lengkung
	13,4 Km
	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	108,7

	u. 
	Pembangunan Short Cut Surabaya Pasarturi - Gubeng
	Dibangunnya short-cut jalan KA Pasar turi-Gubeng 1 Paket
	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	12,4

	v. 
	Pembangunan Perkeretaapian NAD untuk pengoperasian Lintas Peudada - Matang Gelumpang II
	1 Paket untuk pekerjaan Penyelesaian KRD I, Pembangunan spoor kolong, Pembuatan hanggar KRD I, Pemagaran stasiun
	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	18,2

	w. 
	Pembangunan Jalur Ganda Lintas Serpong-Rangkas Bitung 


	Dibangunnya jalan KA 11,08 Km


	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	173,9

	x. 
	Pembangunan Jalur Ganda Tegal-Pekalongan;
	Dibangunnya jalur ganda KA sepanjang 22,70 Km


	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	273,5

	y. 
	Pembangunan Shortcut Jalan KA Lintas Cisomang-Cikadondong


	 1 Paket
	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	14,0

	z. 
	Pembangunan Double-Double Track Lintas Manggarai - Cikarang 


	1 Paket


	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	 550,0

	aa. 
	Pembangunan Jalur Ganda Segment III


	Dibangunnya Jalur Ganda Segment III untuk Modifikasi Stasiun Cirebon 1 Paket 
	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	194,2

	ab. 
	Pembangunan Jalur Ganda Lintas Cirebon-Kroya


	Dibangunnya jalur ganda Lintas Cirebon-Kroya untuk Segment Karangsari-Purwokerto 13,43 Km
	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	204,0

	ac. 
	Pengadaan Material Prasarana KA


	1 Paket pekerjaan rel dan wesel


	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	184,6

	ad. 
	Pembangunan Jalur Ganda Lintas Duri-Tangerang


	Dibangunnya Jalur Ganda Lintas Duri-Tangerang untuk Segment Duri-Taman Kota 5,6 Km


	Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA
	Dephub
	112,0

	ae. 
	Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (Urgent Rehabiliattion of Tanjung Priok Port)
	Dibangunnya pelabuhan Tg. Priok sepanjang 800 M'


	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	 90,0

	af. 
	Pembangunan Kapal Penumpang untuk PT Pelni 
	1 unit kapal container-passenger (T-2.000)
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	 338,0

	ag. 
	Lanjutan Pengembangan Pelabuhan Dumai 
	1 Paket di Pelabuhan Dumai
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	27,0

	ah. 
	Pembangunan Pelabuhan Laut Balikpapan dan Jayapura 
	2 Paket
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	150,0

	ai. 
	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Laut


	Meningkatnya fasilitas pelabuhan laut di 8 lokasi (Pelabuhan Fak-fak, Tarakan, Bitung, Manado, Labuhan Amuk, Gorontalo dan Anggrek, Pantoloan, A. Yani Ternate)
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	 229.4

	aj. 
	Pengembangan Pelabuhan Belawan (Tahap I)
	1 paket di Pelabuhan Belawan
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	40,0

	ak. 
	Pelaksanaan Pilot Project Program National Single Window untuk Pelabuhan Tanjung Priok
	1 Paket di Pelabuhan Tanjung Priok
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	10,0

	al. 
	Pengembangan pelabuhan strategis di Papua (Sorong, Biak, Manokwari dan Merauke, Agats, Pomako, Serui)
	Dibangunnya pelabuhan stategis 700 m' (Pelabuhan Sorong, Biak, Manokwari, Merauke, Agats, Pomako, Serui)
	Pembangunan Transportasi Laut
	Dephub
	 86,0

	am. 
	Rehabilitasi Prasarana Transportasi Udara Fasilitas Sisi Udara


	Dibangunnya prasarana fasilitas sisi udara 1.044.848 M3 pekerjaan tanah dan 249.890 M2 pelapisan landasan, taxiway dan apron di Lampung, Pekonserai, Tanjung Pandan, Cilacap, Sampit, Waingapu, Brangbiji, Moanamani, Tanah Merah, Bokondini, Numfor, Senggeh, Merdey, Kebar, Bintuni
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara
	Dephub
	 144.3

	an. 
	Rehabilitasi Prasarana Transportasi Udara Fasilitas Sisi Darat


	1 Paket pekerjaan rehabilitasi fasilitas gedung, terminal dan prasarana drainase tersebar di : Silangit, Sibolga, Adbandara Makassar, Pelangkaraya
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Transportasi Udara
	Dephub
	 14,7 



	ao. 
	Pembangunan Bandar Udara Medan Baru sebagai pengganti Bandar Udara Polonia-Medan;
	1 paket 
	Pembangunan Transportasi Udara
	Dephub
	930,4

	ap. 
	Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin- Makassar;
	1 paket di Makasar, Sulawesi Selatan
	Pembangunan Transportasi Udara
	Dephub
	491,0

	aq. 
	Pembangunan/peningkatan Bandara di daerah perbatasan, terpencil & rawan bencana
	Tersebar di 27 Bandara (Sabu, Rote, Putussibau, Kisar, Tanah Merah, Bokondini, Karubaga, Cut Nyak Dhien, Binaka, Lasondre, Rokot, Labuhan Bajo, Maumere, Larantuka, Wunopito, Alor, Naha, Melongguane, Tual Baru, Nabire, Serui, Numfor, Dobo, Saumlaki Baru)


	Pembangunan Transportasi Udara
	Dephub
	202,4

	ar. 
	Pembangunan/peningkatan Bandara ibu kota kabupaten, Ibu kota Propinsi, dan Daerah Pemekaran.
	Tersebar di 45 Bandara (Sibolga, Silampari, Pagar Alam, Bengkulu, Tanjung Pinang, Pekonserai, Kerinci, Muara Bungo, Tanjung Pandan, Cirebon, Curug, Kendari, Pongtiku, Rampi, Luwuk, Buol, Buton, Masamba, Labuha, Sentani, Malang, Bawean, Gading, Samarinda, Tarakan, Pk. Bun, Palangkaraya, Muara teweh, Ketapang, Stagen, Gorontalo, Palu, Poso, Moanamani, Enarotali, Wamena, Manokwari, Bintuni, Sorong, Selayar, Mamuju, Ende, Bima, Bandaneira, Ternate, Seko-Rampi)
	Pembangunan Transportasi Udara
	Dephub
	 402,5

	as. 
	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran organisasi Departemen Perhubungan.
	Tersedianya fasilitas penunjang kegiatan organisasi.
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Negara
	Dephub
	140,1

	C. Sub Bidang Ketenagalistrikan

	a. 
	Penyiapan kebijakan dan pengaturan di bidang perencanaan ketenagalistrikan serta pemanfaatan energi 
	Review Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN); Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang kebijakan pengembangan penyediaan tenaga listrik serta tersusun dan terbitnya rancangan peraturan pemerintah sebagai tindaklanjut UU Ketenagalistrikan yang baru (tergantung persetujuan legislatif)
	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	31,9

	b. 
	Penyiapan kebijakan dan pengaturan di bidang investasi dan pendanaan ketenagalistrikan
	Penyusunan Indeks Harga Standar Biaya Biaya Khusus (IHSBK) Satker Lisdes TA 2009; Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang investasi sektor ketenagalistrikan; Monitoring Pelaksanaan Anggaran Sistem Jaringan Transmisi dan Distribusi Program Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW
	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	5,2

	c. 
	Penggalangan kerjasama teknik dan kelembagaan di bidang energi dan ketenagalistrikan dalam tataran nasional, regional, dan internasional
	Fasilitasi Kerjasama Nasional, Regional, Bilateral dan Multirateral;  Perancangan Pola Kerjasama Antar Daerah Tingkat II dalam Pemanfaatan Energi
	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	5,5

	d. 
	Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembinaan program ketenagalistrikan 
	Melakukan Analisa dan Evaluasi Beban Harian Jawa-Bali; Pengumpulan Informasi, Analisan dan Evaluasi Pengelolaan Data Tenaga Listrik; Pengumpulan Data Statistik Ketenagalistrikan; penyusunan perhitungan Ratio Elektrifikasi terhadap Program Ketenagalistrikan
	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	7,7

	D. Sub Bidang Pos dan Telematika

	a.
	Penyusunan/pembaharuan kebijakan, regulasi, kelembagaan industri pos dan telematika melalui:
	
	
	
	

	
	Penyempurnaan rekomendasi revisi UU No. 6 Tahun 1984 Tentang Pos 
	Daftar inventarisasi masalah RUU Pengganti UU No. 6 Tahun 1984 Tentang Pos
	Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika
	Depkominfo
	2,0

	
	Penyusunan draft awal revisi UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk menghadapi era konvergensi
	Rancangan Awal Revisi UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
	Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika
	Depkominfo
	1,0

	
	Penyusunan peraturan pelaksana RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan RUU Cyber Crime
	1.
Rancangan peraturan pelaksana UU ITE.

2.
RUU Cyber Crime.
	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Depkominfo
	8,0

	
	Perkuatan Sekretariat Dewan TIK Nasional
	Pelaksanaan operasional 
	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Depkominfo
	5,0

	b.
	Peningkatan jangkauan, kapasitas, dan kualitas layanan pos dan telematika melalui:
	
	
	
	

	
	Pemantauan pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik Palapa Ring
	Pemantauan pembangunan jaringan serat optik nasional Palapa Ring 
	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo
	0,8

	
	Penyediaan fasilitas dan layanan penyiaran televisi di daerah blank spot dan perbatasan.
	Penyediaan fasilitas pemancar televisi di daerah blank spot dan perbatasan di 19 provinsi 
	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo
	55,0

	
	Pembangunan pusat pendidikan pelatihan TIK
	Pelaksanaan PHLN Vocational Training Center for Workers in the Field of ICT 
	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo
	19,7

	c.
	Penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pos dan telematika melalui :
	
	
	
	

	
	Pembayaran cicilan kompensasi atas terminasi dini 
	Pembayaran keempat 
	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo
	90,0 (dialokasikan melalui bagian 69)

	d.
	Peningkatan e-literacy masyarakat melalui :
	
	
	
	

	
	Peningkatan e-literasi melalui PHLN ICT Utilization for Educational Quality Enhancemen t
	Perangkat TI tahap 1 (PC dan jaringan, internet, data center, instalasi) di Kota Jogya, Bantul, Sleman, Kulon Progo, dan Gunung Kidul
	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Depkominfo
	61,5

	
	Peningkatan e-literacy melalui PHLN National ICT Human Resources Development
	Infrastruktur dan perangkat lunak TIK di UIN Ciputat
	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Depkominfo
	59,7

	e.
	Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi TIK melalui: 
	
	
	
	

	
	Pengembangan perangkat lunak dan aplikasi berbasis open source
	Konsep kebijakan, aplikasi dan infrastruktur open sources 
	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi


	Depkominfo
	10,0

	
	
	
	
	Kementerian Ristek
	10,0

	
	Program CAP
	Monitoring dan evaluasi CAP dan operasional pemeliharaan CAP
	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	Depkominfo
	1,0

	
	Pengembangan aplikasi EWS
	EWS 
	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 
	Depkominfo
	1,3

	E. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman

	a. 
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembuangan air limbah sistem terpusat


	41 lokasi 
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	Dep. PU
	188,0

	Fokus 3: Peningkatan Investasi Proyek-Proyek Infrastruktur yang Dilakukan oleh Swasta Melalui Berbagai Skim Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta

	A. Sub Bidang Sumber Daya Air

	a.
	Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik
	Terlaksananya penyelenggaraan/pembinaan informasi publik sebanyak 10 kegiatan
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Dep. PU
	9,4

	b.
	Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
	Terlaksananya penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan sebanyak 11 NSPM
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Dep. PU
	3,5

	B. Sub Bidang Transportasi

	a. 
	Dukungan Pembangunan Jalan Tol berupa Pembebasan Tanah 
	Tersedianya tanah seluas 782 Ha untuk pembangunan Jalan Tol.
	Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan 
	Dep. PU
	1.000,0

	b. 
	Penguatan Fungsi Regulator Perkeretaapian


	1 Paket
	Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian
	Dephub
	10,0

	c. 
	Penyusunan Revisi Undang-undang di bidang Transportasi, Perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang, Kajian Strategis bidang Perhubungan


	Tersusunnya Undang-undang Transportasi, Dokumen Rencana Jangka Pendek, Menengah dan Panjang, dan Dokumen kajian.


	Program pengembangan Transportasi Antarmoda
	Dephub
	71,3

	C. Sub Bidang Ketenagalistrikan

	a.
	Pengaturan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan
	Terselenggaranya monitoring dan review pelaksanaan aturan jaringan tenaga listrik Sistem Jawa-Bali dan Sumatera; Terselenggaranya penyiapan bahan regulasi pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik; Terselenggaranya Penyusunan Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Aturan Jaringan Distribusi (Distribution Code) Tenaga Listrik
	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	4,1

	b.
	Pelayanan usaha ketenagalistrikan
	Terselenggaranya Penyiapan Bahan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Terselenggaranya Koordinasi Pelaksanaan Perizinan dengan Pemerintah Daerah; Terselenggaranya Pembinaan, Pengawasan, monitoring, dan evaluasi kegiatan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	2,3

	c.
	Analisa harga dan subsidi listrik
	Tersusunnya pedoman Harga Jual Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik; Monitoring dan evaluasi harga jual Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik penetapan biaya pokok penyediaan tenaga listrik per wilayah/distribusi; Terselenggaranya Studi Pola dan Mekanisme Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Antar Negara;
	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	6,3

	d.
	Hubungan komersial tenaga listrik
	Terselesaikannya permasalahan pelaksanaan hubungan komersial tenaga listrik ; Terselenggaranya Peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam bisnis tenaga listrik; Terselenggaranya Penyusunan Tata Cara Pengaduan Sengketa antara pelaku usaha penyediaan Tenaga Listrik dengan konsumen Listrik
	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	3,7

	e.
	Perlindungan konsumen listrik
	Terselenggarakannya penanganan pengaduan konsumen listrik/masyarakat serta monitoring dan evaluasinya; Penyiapan dan evaluasi aturan perlindungan konsumen listrik
	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	3,3

	f.
	Standardisasi ketenagalsitrikan nasional untuk peralatan dan piranti listrik
	Kerjasama Kalibrasi Alat Ukur Listrik dalam  Rangka SKB Peneraan; Perumusan SNI Bidang Ketenagalistrikan; pengawasan, penerapan, dan sosialisasi SNI bidang ketenagalistrikan;
	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	5,0

	g.
	Penyelenggaraan kelaikan teknik ketenagalistrikan
	Penyusunan pedoman, sosiasasi, dan pembinaan teknis sertifikasi laik operasi Instalasi, alat ukur, dan sertifikasi produk peralatan dalam Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik
	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	7,8

	h.
	Penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
	Pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan standar kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	5,2

	i.
	Pembinaan usaha penunjang  ketenagalistrikan
	Pengembangan, pemanfaatan, pembinaan dan pengawasan usaha penunjang ketenagalistrikan dalam negeri; Penerapan Izin Menggunakan Jaringan (IMJ) Telematika pada Jaringan Tenaga Listrik; Pemetaan Daerah Cakupan Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika di Daerah Jawa Bali; Sosialisasi Regulasi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
	Program Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan
	Dep. ESDM
	7,4

	D. Sub Bidang Pos dan Telematika

	a.
	Pemantauan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional Palapa Ring *
	Pemantauan pembangunan jaringan serat optik nasional Palapa Ring 
	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
	Depkominfo
	0,8

	Fokus 4:  Peningkatan Produksi Migas dan Produk Final Migas

	a. 1.
	Evaluasi skim bagi hasil (production sharing contract-PSC) migas guna mendorong pengembangan lapangan tua dan/atau marginal, eksplorasi di daerah remote, dan penguasaan lapangan migas yang siap dieksploitasi
	
	
	
	

	
	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi
	Tersusunnya inventarisasi data dan rancangan kebijakan pengembangan lapangan tua (brownfield) dan gas marginal, antara lain dengan teknologi EOR dan reservoir management


	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	7,3

	
	Pembinaan penerimaan negara minyak dan gas bumi
	Tersusunnya rumusan perencanaan dan pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta perhitungan bagi hasil; Perhitungan PNBP dan tarif minyak dan gas bumi, serta harga minyak mentah Inonesia; tersusunnya rencana produksi dan pengembangan sistim lifting.


	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	18,8

	
	Pembinaan hukum dan organisasi
	Tersusunnya 15 rancangan kebijakan meliputi: (a) model kontrak kerjasama pengusahaan sumur tua Pertamina/KKKS; (b) model kontrak Gas Methana B; dan (c) penyempurnaan draft kontrak kerjasama migas


	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	13,0

	b. 
	Optimalisasi sistem pengangkutan Bahan Bakar Gas (BBG) dan pemanfaatan teknologi dalam negeri
	
	
	
	

	
	Pelayanan usaha pengangkutan dan penyimpanan migas
	Tersusunnya rancangan kebijakan pola pengangkutan bahan bakar gas dan sistem pengendalian penyimpanan bahan bakar gas di pulau Sumatera
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	9,5

	
	Peningkatan komponen dan pemberdayaan potensi dalam negeri subsektor minyak dan gas bumi
	Terlaksananya pengembangan Tenaga Kerja Nasional (TKN) Migas dan perumusan standar kompetensi Tenaga Kerja  migas dalam pengawasan dan pemanfaatan barang dan jasa teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun dalam negeri pada industri migas
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	1,9

	
	Pelayanan usaha pengolahan usaha hilir
	Tersusunnya pedoman pelaksanaan pengawasan mutu BBM, BBG, BBL dan hasil olahannya serta optimalisasi kegiatan usaha pengolahan  minyak dan gas bumi  di P. Jawa dan Sumatera
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	19,4

	Fokus 5: Percepatan Pelaksanaan Upaya Diversifikasi Energi, Melalui Pemanfaatan Gas Bumi, Batubara, dan Energi Baru/Terbarukan

	a.
	Pemberian insentif penjualan gas/batubara dalam negeri serta evaluasi kontrak ekspor jangka panjang yang akan habis masa kontraknya
	
	
	
	

	
	Peningkatan dan Pemanfaatan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
	Meningkatnya produksi batubara mutu rendah untuk program 10.000 MW, Pengembangan Briket Batubara dan Lightcoal, dan penyiapan wilayah kerja pertambangan; dan terlaksananya program aksi pencairan batubara, standarisasi briket batubara dan light coal, penelitian dan pengembangan mineral dalam rangka penelitian produk/teknik produksi, pengolahan mineral terpadu, pilot plant pembuatan gas sintetik dari batubara dan kokas briket.
	Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
	Dep. ESDM
	172,1

	
	Pelayanan dan pemantauan usaha gas bumi
	Rancangan kebijakan harga gas bumi domestik; terlaksananya kegiatan pengusahaan Gas Metana-B di daerah Sumatera dan Kalimantan; dan rancangan kebijakan pemakaian Lahan Bersama di daerah Sumatera dan Kalimantan
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	8,5

	b.
	Pemberian insentif pengembangan panas bumi serta penyelesaian kontrak-kontrak panas bumi oleh swasta dan bantuan teknis/fiskal
	
	
	
	

	
	Pengembangan Investasi Pengusahaan Panas Bumi
	Rancangan kebijakan/prosedur, tata niaga pengembangan  investasi panas bumi; dan Rancangan Kebijakan peningkatan SDM
	Program Pembinaaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
	Dep. ESDM
	18,0

	c.
	Peningkatan pemanfaatan energi alternatif non-BBM, termasuk gas/batubara, serta pengembangan BBN
	
	
	
	

	
	Peningkatan Pemanfaatan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
	Rancangan kebijakan/prosedur, terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan keselamatan kerja di 101 perusahaan dan standardisasi di 28 perusahaan, monitoring 6 laboratorium uji, dan sosialisasi peraturan
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
	Dep. ESDM
	24,4

	
	Pengembangan dan Penggunaan Energi Alternatif
	Rancangan kebijakan konversi dan konservasi migas, FS jaringan distribusi gas dan pengembangan energi; terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi proses (dalam rangka program langit biru sektor transportasi dan penerapan aditif untuk peningkatan kualitas bahan bakar), teknologi pemanfaatan gas bumi (rancangan kebijakan untuk peningkatan pemanfaatan); dan rancangan Kebijakan Pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga dan mekanisme penyalurannya
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	80,3

	
	Koordinasi Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif
	Tersusunnya 6 laporan dan 6 rumusan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif
	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi
	Kemenko Perekonomian
	6,9

	
	Pengembangan usaha dan pemanfaatan energi baru terbarukan
	Terselenggaranya fasilitasi dan Implementasi PSK dan PSM Energi Terbarukan; Strategi Pengembangan Energi Terbarukan dalam rangka meningkatkan peran energi terbarukan dan evaluasi program langit biru; Rancangan kebijakan sosialisasi energi baru terbarukan dan konservasi energi terhadap penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; Survei Potensi Pemanfaatan Energi Setempat pada daerah Terpencil (sulit terjangkau listrik PLN); Terbangunnya PATS, Refrigerator, Pengering Surya di Pulau-pulau kecil terluar; Studi Kelayakan dan Penyusunan Detail Engineering Design Berdasarkan Hasil Survey Pemanfaatan Saluran Irigasi Untuk Pembangkit Listrik, serta untuk Pembangunan PLTMH; Studi Kelayakan Pembangkitan tenaga listrik biomassa; dan Studi kelayakan dan DED untuk pembangkit Listrik Tenaga Angin
	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	24,3

	Fokus 6: Peningkatan Efisiensi Pemanfaatan Energi

	a.
	Evaluasi dan penyempurnaan sistem distribusi/harga BBM, LPG, dan LNG dalam negeri
	
	
	
	

	
	Penyiapan dan Penentuan Harga dan Subsidi Bahan Bakar
	Rumusan harga dan subsidi bahan bakar untuk volume konsumsi  39,7 juta kiloliter sebesar Rp. 35,17 Trilyun
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	10,0

	
	Pembinaan, pengawasan dan pemantauan usaha migas melalui pipa
	Terpenuhinya kebutuhan BBM dan berkurangnya tingkat penyalahgunaan BBM; Meningkatnya pemanfaatan akses gas bumi; Pengembangan Infrastruktur Minyak Bumi Pulau Jawa-Sumatra; dan Tersusunnya  Neraca kebutuhan dan penyediaan gas bumi
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas
	Dep. ESDM
	181,6

	
	Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
	Tersedianya data dan informasi mengenai Lembaga Penyalur BBM meliputi SPBBM, Dealer/Distributor dan Agen dalam Kegiatan Usaha Niaga BBM di seluruh wilayah Indonesia.
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	6,5

	b.
	Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi
	
	
	
	

	
	Sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi
	Direktori Stakeholders energi baru terbarukan dan konservasi energi;  Kegiatan Pemberdayaan fungsi Clearing House dan integrasi program informasi web-base energi baru terbarukan dan konservasi energi;  Tersedianya alat peraga untuk keperluan pameran energi terbarukan dan konservasi energi antara lain:Penyempurnaan alat peraga PLMH (mikrohidro); Pembuatan alat peraga PLTB;Pembuatan alat peraga PLTS; Pembuatan alat peraga Konservasi Energi; Pengadaan flex; dan  Sosiaslisasi  pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi dengan Pemerintah Daerah
	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	8,8

	
	Pembinaan dan penerapan konservasi dan efisiensi energi
	Penyelenggaraan kerjasama Konservasi Energi; Penerapan Konservasi Energi Melalui Program Kemitraan; Rancangan Pedoman Sertifikasi dan Registrasi  Manajer Energi; Rancangan Fungsional Konservasi Energi;  Koordinasi dan fasilitasi Konservasi Energi; Audit Energi di Sektor Industri dan Bangunan; Monitoring Pelaksanaan Penghematan Energi;  Rancangan Energy Conservation Promotion in Indonesia (kerjasama dengan JICA); Penerapan Program Aplikasi Energy Efficiency Benchmark untuk Bangunan; Penerapan Program Aplikasi Energy Efficiency Benchmark untuk Industri; dan Kegiatan Counterparting Kegiatan Kerjasama RI-Denmark
	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	23,7

	c.
	Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	
	
	
	

	
	Pengaturan dan pengawasan Usaha non bahan bakar
	Terselenggaranya pembinaan dan pengawasan mutu produk biofuel untuk sektor transportasi dan industri di 5 kota dan mutu produk pelumas yang beredar di 35 kota
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	14,0

	
	Pengembangan Desa Mandiri Energi
	Kegiatan Panitia Teknis Sumber Daya Energi (PTE); Rancangan Kebijakan Pengembangan Sosial Ekonomi Desa Mandiri Energi; Pengembangan Aspek Kelembagaan DME; Koordinasi Pengembangan Energi Perdesaan;  kegiatan Koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan Pemerintah Daerah;  Rancangan Pendanaan Mikro Pengembangan Energi Perdesaan;  Pembangunan percontohan Desa Mandiri Energi berbasis BBN;  Pembangunan percontohan Desa Mandiri Energi berbasis Non-BBN;  Terbentuknya Lembaga Pengelola Desa Mandiri Energi berbasis BBN;  Terbentuknya  Lembaga Pengelola Desa Mandiri Energi  berbasis non-BBN; Meningkatnya aksesibilitas listrik perdesaan (kerjasama dengan Belanda-GTZ); Pelaksanaan Integrated Microhydro Development and Application Program/IMIDAP (kerjasama dengan UNDP)
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	12,3

	
	Pengembangan bahan baku bio-energi
	Terealisasinya 600 ha kebun induk tanaman jarak; pengembangan 9.890 ha jarak pagar; dan tersusunnya 19 paket teknologi pengolahan bio-energi
	Program Pengembangan Agribisnis
	Deptan
	50,1

	
	Penguasaan teknologi produksi BBN
	Tersusunnya 3 pilot plant bio-diesel, bio-ethanol, dan bio-fuel
	Program Peningkatan IPTEK Sistem Produksi
	BPPT
	41,1

	
	Pengembangan Industri BBN
	Terlaksananya Pilot Project pabrik ethanol/biodiesel
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
	Deperind
	70,0

	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengembangan BBN
	Tersusunnya 1 laporan dan 3 Rumusan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN)
	Program Pengembangan Agribisnis 
	Kemenko Perekonomian
	2,2

	d.
	Pengembangan kebijakan pemanfaatan energi bersih
	
	
	
	

	
	Penyiapan restrukturisasi energi dan regulasi pemanfaatan energi bersih
	Penayangan Iklan Sosialisasi UU tentang Energi di Stasiun TV;  Penayangan Iklan Sosialisasi UU tentang Energi di Media Cetak;  Terlaksananya Talkshow UU Energi di Stasiun TV dan Radio; Penyusunan Baseline CDM Sistem Ketenagalistrikan di Indonesia; Penyusunan Emisi Sistem Ketenagalistrikan Indonesia 2025; Penyusunan Potensi Biofuel Dalam Rangka CDM; Pemanfaatan Energi Persektor dalam rangka Mencapai Target Kebijakan Energi Nasional 2025; Tersusunnya Konsep peraturan (Rancangan Peraturan Pemerintah) sebagai tindak lanjut UU Energi; Pelaksanaan Capacity  Building tentang CDM; Updating Baseline CDM Sistem Jamali; Penyusunan Program dan Koordinasi Pemanfaatan ET dan KE; Evaluasi dan monitoring Pemanfaatan ET dan KE; dan  Penyelenggaraan Seminar UU Energi (Termasuk pendamping Teknis)
	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi
	Dep. ESDM
	15,0


PRIORITAS 4 : PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

	No


	Fokus /

Kegiatan Prioritas
	Keluaran
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp Miliar)

	Fokus 1: Akselerasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang merata dan bermutu

	a.
	Melanjutkan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan dasar baik formal maupun non formal
	Tersedianya BOS bagi 35,8 juta siswa SD/Setara, dan SMP/Setara, serta untuk 6,1 juta siswa MI/setara dan MTs/setara
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas, 

Depag
	10.040,0

1.855,9

	b.
	Pengadaan buku pelajaran SD/MI/SDLB dan SMP/MTs melalui BOS buku
	Tersedianya buku pelajaran bagi 35,8 juta siswa SD/Setara, 

dan SMP/Setara, serta untuk 6,1 juta siswa MI/setara dan MTs/setara
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas 

Depag
	787,4

134,9

	c.
	Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar
	Tersedianya beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar bagi 1.3 juta siswa SD dan 499 ribu siswa SMP, serta  360 ribu siswa MI dan 280 ribu siswa  MTs
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas 

Depag
	*
*

	d.
	Rehabilitasi SMP/MTs
	Terlaksananya rehabilitasi 8.978 ruang kelas SMP, dan 910 ruang kelas MTs
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas 

Depag
	300,0

119,8

	e.
	Peningkatan daya tampung SMP/MTs melalui:

· pembangunan unit sekolah baru SMP

· pembangunan unit SD-SMP Satu Atap 

· pembangunan unit MI-MTs Satu Atap untuk wilayah terpencil

· pembangunan ruang kelas baru SMP/MTs, serta 

· pembangunan asrama siswa dan mess guru di daerah terpencil dan kepulauan
	Terlaksananya peningkatan daya tampung SMP/MTs melalui: 

· pembangunan 500 unit sekolah baru SMP
· pembangunan 1.000 unit SD-SMP Satu Atap
· pembangunan 275 unit MI-MTs Satu Atap untuk wilayah terpencil,  
· pembangunan 10.000 ruang kelas baru SMP/MTs, serta 

· pembangunan asrama siswa dan mess guru di daerah terpencil dan kepulauan
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas 

Depdiknas

Depag

Depdiknas


	675,0

353,3

202,1

600,0

	f
	Pembangunan prasarana pendukung di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yang mencakup perpustakaan termasuk buku bacaannya, pusat sumber belajar, dan laboratorium melalui :

· pembangunan ruang perpustakaan dan pusat sumber belajar SD

· pembangunan ruang laboratorium/perpustakaan SMP, 

· pembangunan laboratorium komputer untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah

· penyediaan paket peralatan laboratorium SMP, serta 

· pembangunan laboratorium/perpustakaan di MI-MTs dengan paket peralatannya
	Terbangunnya prasarana pendukung di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yang mencakup : 

· pembangunan 10.000 ruang perpustakaan dan pusat sumber belajar SD
· pembangunan 10.778 ruang laboratorium/perpustakaan SMP, 
· pembangunan 4.920 laboratorium komputer untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah
· penyediaan 5.378 paket peralatan laboratorium SMP, serta 
· pembangunan 845 ruang laboratorium/perpustakaan di MI-MTs dengan paket peralatannya
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas 

Depdiknas

Depdiknas

Depdiknas

Depag


	450,0

959,2

602,9

668,4

169,0


	g.
	Penyelenggaraan pendidikan alternatif melalui : 
· Paket A setara SD dan 

· Paket B setara SMP
	Terselenggaranya pendidikan alternatif melalui : 
· Paket A setara SD bagi 107 ribu orang, dan 

· Paket B setara SMP bagi 549 ribu orang
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas

Depdiknas
	66,1

614,2

	h.
	Penyelenggaraan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus
	Terselenggaranya pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus di 33 provinsi
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Depdiknas 


	57,4

	Fokus 2: Peningkatan Ketersediaan, Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik

	a.
	Percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik melalui : 
· peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik sekolah umum

· peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik sekolah agama

· peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen, serta 

· pengembangan kemitraan antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan sekolah untuk mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun 
	Terlaksananya percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik melalui :

· peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik bagi 191 ribu orang guru sekolah umum

· peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik bagi 37,5 ribu orang guru sekolah agama

· peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen bagi 28,2 ribu orang dosen, serta 

· pengembangan kemitraan antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan sekolah untuk mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun untuk 22 ribu orang guru
	· Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan

· Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

· Program Pendidikan Menengah

· Program Pendidikan Tinggi
	Depdiknas

Depag

Depdiknas

Depdiknas


	420,0

75,0

423,0

262,6

	b.
	Percepatan sertifikasi akademik bagi pendidik
	Terlaksananya sertifikasi akademik bagi 291 ribu orang guru sekolah umum, dan 37 ribu orang guru sekolah agama
	· Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan

· Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

· Program Pendidikan Menengah
	Depdiknas,

Depag
	728,2

74,4

	c.
	Peningkatan kesejahteraan pendidik melalui :

· penyediaan tunjangan fungsional bagi guru sekolah umum

· penyediaan tunjangan fungsional bagi guru sekolah agama 

· penyediaan tunjangan profesi bagi guru sekolah umum 

· penyediaan tunjangan profesi bagi guru sekolah agama

· penyediaan tunjangan khusus bagi guru sekolah umum

· penyediaan tunjangan khusus bagi guru sekolah agama, 

· penyediaan subsidi guru bantu bagi guru sekolah umum dan 

· penyediaan subsidi guru bantu bagi guru sekolah agama


	Terlaksananya peningkatan kesejahteraan pendidik melalui: 

· penyediaan tunjangan fungsional bagi 478 ribu guru sekolah umum

· penyediaan tunjangan fungsional bagi 350 ribu guru sekolah agama 

· penyediaan tunjangan profesi bagi 60 ribu guru sekolah umum 

· penyediaan tunjangan profesi bagi 6.000 guru sekolah agama

· penyediaan tunjangan khusus bagi 40 ribu guru sekolah umum

· penyediaan tunjangan khusus bagi 3.081 guru sekolah agama, 

· penyediaan subsidi guru bantu bagi 110 ribu guru sekolah umum dan 

· penyediaan subsidi guru bantu bagi 20 ribu guru sekolah agama
	· Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan

· Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

· Program Pendidikan Menengah
	Depdiknas

Depag

Depdiknas

Depag

Depdiknas

Depag

Depdiknas

Depag


	1.720,8

1.260,0

1.080,0

108,0

648,0

49,9

937,2

169,0

	d.
	Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan
	Terlaksananya pemrbinaan pendidik dan tenaga kependidikan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan
	Depdiknas 

Depag
	100,0

20,0

	Fokus 3: Peningkatan Akses, Pemerataan dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Berkualitas



	a.
	Beasiswa untuk siswa miskin 
	Tersedianya beasiswa untuk 732 ribu siswa SMA/SMK serta untuk 210 ribu siswa MA
	Program Pendidikan Menengah
	Depdiknas 

Depag
	*

*

	b.
	Rehabilitasi sekolah (SMA/SMK/MA)
	Terlaksananya rehabilitasi bagi 1.740 ruang kelas SMA/SMK serta 2.500 ruang kelas MA
	Program Pendidikan Menengah
	Depdiknas 

Depag
	113,1

87,5

	c.
	Peningkatan daya tampung SMA/SMK/MA terutama di perdesaan melalui : 
· pembangunan unit sekolah baru (USB) SMA dan SMK

· pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA dan SMK, serta 

· pembangunan unit sekolah baru (USB) MA
	Terlaksananya Peningkatan daya tampung SMA/SMK/MA terutama di perdesaan melalui:

· pembangunan 25 unit sekolah baru (USB) SMA dan 300 USB SMK

· pembangunan 900 ruang kelas baru (RKB) SMA dan 2.000 RKB SMK, serta

· pembangunan 100 USB MA
	Program Pendidikan Menengah
	Depdiknas

Depdiknas

Depag
	325,0

232,0

90,9

	d.
	Pembangunan prasarana pendukung mencakup  perpustakaan, laboratorium, dan workshop melalui :

· pembangunan ruang perpustakaan dan laboratorium di SMA dan SMK

· penyediaan paket perpustakaan, laboratorium, dan workshop di MA

· pembangunan laboratorium komputer untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sekolah, disertai dengan serta penyediaan peralatan dan bukunya
	Terbangunnya prasarana pendukung mencakup  perpustakaan, laboratorium, dan workshop yang mencakup: 

· pembangunan 1.466 ruang perpustakaan dan laboratorium di SMA dan SMK

· penyediaan 1.000 paket perpustakaan, laboratorium, dan workshop di MA, serta 

· pembangunan 4.563 laboratorium komputer untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sekolah, disertai dengan serta penyediaan peralatan dan bukunya
	Program Pendidikan Menengah
	Depdiknas

Depag

Depdiknas
	227,2

145,0

632,0

	e.
	Penyediaan sarana & prasarana PT melalui :

· pembangunan politeknik

· pembangunan gedung baru

· penyediaan paket peralatan, serta 

· penyediaan sarana dan prasarana PTA 


	Terbangunnya sarana & prasarana PT melalui :

· pembangunan 54 Politeknik

· pembangunan 262.500 m2 gedung baru 

· penyediaan 1.200 paket peralatan, serta 

· penyediaan sarana dan prasarana PTA di 119 PTA
	Program Pendidikan Tinggi
	Depdiknas

Depdiknas

Depdiknas

Depag
	540,0

787,2

489,8

573,2

	f.
	Beasiswa untuk mahasiswa miskin & beasiswa prestasi
	Tersedianya beasiswa bagi 161,7 ribu mahasiswa di PT umum dan untuk 48,9 ribu mahasiwa di PTA
	Program Pendidikan Tinggi
	Depdiknas 

Depag
	*

*

	g. 
	Peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan
	Terlaksananya penelitian di perguruan tinggi sebanyak 28.852 judul
	Program Pendidikan Tinggi
	Depdiknas 


	239,4

	Fokus 4: Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah



	a.
	Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional
	Terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional bagi 1.238.411 orang
	Program Pendidikan Non Formal
	Depdiknas 


	427,4



	b.
	Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan bacaan
	Tersedianya buku dan bahan bacaan yang berkualitas
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Depdiknas

Perpusnas
	20,0

15,1

	c.
	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan usia dini
	Terlaksananya subsidi dan pembangunan lembaga PAUD serta peningkatan mutu pendidikan usia dini


	· Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

· Program Pendidikan Non Formal
	Depdiknas 

Depag
	150,2

25,0

	Fokus 5: Peningkatan Aksesibilitas, Pemerataan, Keterjangkauan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan terutama Bagi Masyarakat Miskin



	a.
	Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit
	76,8 juta penduduk miskin
	Program Upaya Kesehatan Perorangan
	Depkes
	3.686,4

	b.
	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya
	76,8 juta penduduk miskin
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Depkes
	1.000,0

	c.
	Pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak
	Cakupan pelayanan antenatal (K-4) 87 persen, kunjungan neonatus (KN-2) 87 persen, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 85 persen, dan cakupan kunjungan bayi 80 persen
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Depkes
	800

	d.
	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar


	1.500 puskesmas, 2.200 puskesmas pembantu, 28.000 pos kesehatan desa, 2.500 rumah dinas dokter dan paramedis pukesmas
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
	Depkes
	200

	Fokus 6: Peningkatan Ketersediaan Tenaga Medis dan Paramedis, terutama untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpencil dan Tertinggal



	a.
	Pemenuhan tenaga kesehatan, termasuk dokter spesialis, untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit daerah kabupaten/kota 
	28.000 tenaga kesehatan, 56.000 kader kesehatan tersedia dan terlatih
	Program Sumber Daya Kesehatan
	Depkes
	770,0

	Fokus 7: Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

	a.
	Penanggulangan penyakit menular 
	100 persen penderita DBD, Malaria, HIV/AIDS yang ditemukan dan diobati, > 70 persen angka penemuan TB dan 95 persen UCI desa
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
	Depkes
	1.000

	b.
	Penelitian Penyakit Menular Tropis
	Vaksin untuk TBC, Demam Berdarah, dan Malaria
	Program Penguatan Kelembagaan Iptek
	Kementerian Ristek (Lembaga – Eijkman)


	25,0

	Fokus 8: Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk pada Ibu Hamil, Bayi dan Anak Balita



	a.
	Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil dan menyusui, bayi dan anak balita
	MP-ASI pada 1,2 juta bayi dan anak (6-24 bulan), vitamin A pada 2 juta bayi dan 16 juta balita, tablet Fe pada 4 juta ibu hamil, kapsul yadium pada wanita usia subur di kecamatan endemik, surveilans gizi di 8.015  Puskesmas
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat
	Depkes
	600

	Fokus 9: : Peningkatan Pemanfaatan Obat Generik Esensial, Pengawasan Obat, Makanan dan Keamanan Pangan



	a.
	Penyediaan obat
	Penyediaan obat esensial generik termasuk obat program : Rp. 18.000/kapita/tahun
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
	Depkes
	1.000,0

	b.
	Pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, Makanan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT)
	Terlaksananya pengujian laboratorium terhadap: 97 ribu sampel 
	Program Pengawasan Obat dan Makanan
	BPOM
	134,9

	c.
	Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium 
	Tersedianya sarana dan prasarana laboratorium : 4 Balai POM baru dan 26 Balai POM termasuk 6 lab khusus yang memenuhi 30 persen persyaratan Good Laboratory Practice (GLP)
	Program Pengawasan Obat dan Makanan
	BPOM
	65,1

	Fokus 10: Revitalisasi Program KB



	a.
	Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin.
	Tersedianya kontrasepsi gratis bagi 813.850  PB miskin dan 9.534.600 PA miskin di 73.500 desa/kelurahan dan 5.500 kecamatan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan
	Program Keluarga Berencana
	BKKBN
	*


	b.
	Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah 
	65.000 tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling, dan terciptanya sistem jaminan pembiayaan program KB terutama bagi rakyat miskin
	Program Keluarga Berencana
	BKKBN
	30,0

	c.
	Pembentukan, pengembangan, pengelolaan dan pelayanan PIK-KRR 
	2.430 kecamatan memiliki PIK-KRR yang aktif dan berkualitas
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
	BKKBN
	21,5

	d.
	Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
	45 persen (2,4 juta) keluarga menjadi anggota BKB aktif, 38 persen (1,0 juta) keluarga menjadi anggota BKR aktif, dan 41 persen (0,9 juta) keluarga menjadi anggota BKL aktif
	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
	BKKBN
	34,0

	e.
	Intensifikasi advokasi dan KIE Program KB Nasional 
	14.300 desa/kelurahan memiliki Toga/Toma yang melakukan advokasi dan KIE KB
	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
	BKKBN
	50,0

	f.
	Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat 
	Meningkatnya jumlah PPLKB dan PLKB/PKB yang terlatih sebanyak 26.500 petugas
	Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
	BKKBN
	65,0

	g.
	Pendataan keluarga dan individu dalam keluarga 
	73.500 desa/kelurahan melaksanakan pendataan dan mempunyai data keluarga yang ”up to date”
	Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
	BKKBN
	30,0

	h.
	Peningkatan kompetensi petugas dan pengelola program KB
	26.500 PPLKB dan PLKB/PKB memenuhi standar kompetensi
	Program Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur
	BKKBN
	46,8

	i.
	Pengadaan alat/bahan sarana pelayanan program KB
	Tersedianya sarana penunjang pelayanan program KB dan pengembangan sistem informasi program KB berbasis IT di pusat dan 33 provinsi
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	BKKBN
	37,2


PRIORITAS 5 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN

	No


	Fokus /

Kegiatan Prioritas
	Keluaran
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp Miliar)

	Fokus 1: Stabilitas Harga Bahan-bahan Pokok

	a.
	Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton.
	Penyediaan cadangan beras sehingga mencapai 1 juta ton.
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan


	Perum BULOG
	

	b.
	Stabilisasi / kepastian harga komoditas primer melalui DPM-LUEP
	Pembelian gabah petani sebanyak 130 ribu ton, jagung 35 ribu ton di 27 provinsi.
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan.


	Deptan
	447,0

	Fokus 2: Mendorong Pertumbuhan Yang Pro-Rakyat Miskin

	a.
	Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional termasuk perempuan pengusaha (PNPM-P)
	Fasilitasi kepada 75.000 usaha mikro melalui 3000 koperasi/LKM.
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.
	Kemeneg KUKM
	285,0

	b.
	Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM/KSP. 
	Fasilitasi kepada 1.000 LKM/KSP.
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.
	Kemeneg KUKM
	10,8

	c.
	Pelatihan fasilitator  budaya/motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro melalui koperasi.
	Fasilitasi kepada 1.000 koperasi
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.
	Kemeneg KUKM
	4,5

	d.
	Rintisan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan.
	Fasilitasi kepada 75 sentra/koperasi.
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.
	Kemeneg KUKM
	15,0

	e.
	Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi.
	Fasilitasi kepada 250 koperasi.
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.
	Kemeneg KUKM
	20,0

	f.
	Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
	15 SPDN, 100 kedai pesisir, dan bantuan sosial yang tersebar di 100 kabupaten/kota.
	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan.
	DKP
	130,0

	g.
	Pengembangan usaha perikanan skala kecil.
	100 kelompok nelayan dan pembudidaya ikan untuk konsumsi masyarakat di 50 kab/kota.


	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan.
	DKP
	100,0

	h.
	Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga
	57 persen (1,2 juta) keluarga Pra-Sejahtera dan KS-1 anggota UPPKS aktif berusaha.
	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
	BKKBN
	15,0

	i.
	Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah.
	1.051.000 bidang  (sertifikat) tanah, 500 ribu ha peta dasar pendaftaran tanah; 3.072 titik KDKN
	Program Pengelolaan Pertanahan
	BPN
	339,3

	j.
	Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
	Fasilitasi kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	Kemenko Kesra
	35,0

	Fokus 3: Menyempurnakan dan Memperluas Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

	a.
	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perdesaan (Program Pengembangan Kecamatan).
	Terlaksananya Program Nasional  Pemberdayaan Masyarakat di 2.389 Kecamatan lokasi PNPM-PPK
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	Depdagri
	4.300,12

	b.
	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perkotaan (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan).
	Penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 3.581 kelurahan.
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Dep PU
	1.414,7

	c.
	Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah/RISE.
	Penyediaan bantuan teknis di 237 kecamatan.
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Dep PU
	52,5

	d.
	Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus/SPADA
	Penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 186 kecamatan di 32 kabupaten di 8 provinsi.
	Program Pengembangan Kawasan Tertinggal
	Kemeneg PDT
	363,0

	e.
	Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
	Perwujudan koordinasi program pembangunan berbasis masyarakat secara sistematis.
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Kemeneg PPN/

Bappenas


	1,0

	Fokus 4: Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar 

	a.
	Beasiswa untuk siswa miskin jenjang pendidikan dasar disekolah dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsnawiyah (MTs)
	Tersedianya beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar bagi 1.3 juta siswa SD dan 499 ribu siswa SMP, serta  360 ribu siswa MI dan 280 ribu siswa  MTs
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan 
	Depdiknas

Depag
	837,6

331,2

	b.
	Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).
	Tersedianya beasiswa bagi 732 ribu siswa SMA/SMK serta bagi 210 ribu siswa MA.
	Program Pendidikan Menengah.
	Depdiknas

Depag
	571,0

159,7

	c.
	Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi.
	Tersedianya beasiswa bagi 161,7 ribu mahasiswa di PT umum dan 48,9 ribu mahasiswa di PTA
	Program Pendidikan Tinggi.
	Depdiknas

Depag
	485,3

146,7

	d.
	Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.
	76,8 juta penduduk miskin.
	Program Upaya Kesehatan Perorangan.
	Depkes
	3.686,0

	e.
	Pelayanan kesehatan dasar bagi kelurga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas.
	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (76,8 juta penduduk miskin)
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
	Depkes
	1.000,0

	f.
	Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin.
	Tersedianya kontrasepsi gratis bagi 813.850  PB miskin dan 9.534.600 PA miskin di 73.500 desa/kelurahan dan 5.500 kecamatan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan
	Program Keluarga Berencana
	BKKBN
	400,4

	Fokus 5: Membangun dan Menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin

	a.
	Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA).
	Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) di 15 provinsi dan di 40 kabupaten/kota.
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
	Kemeneg PP
	5,5

	b.
	Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.
	Diberdayakannya keluarga fakir miskin, KAT, dan PMKS di beberapa kabupaten/kota di 33 provinsi.
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.
	Depsos
	690,0

	c.
	Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
	Tersedianya bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial di beberapa kabupaten/kota di 33 provinsi.
	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
	Depsos
	646,0

	d.
	Peningkatan pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat
	Tersedianya pelayanan sosial dasar bagi PMKS termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat di 33 provinsi.
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	Depsos
	553,0

	e.
	Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan pengurangan pekerja anak serta penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
	Melayani pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs serta bantuan tunai bagi 1,5 juta RTSM.
	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
	Depsos
	2.350,0

	f.
	Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan)
	1,5 juta RTSM
	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
	BPS
	265,0

	g.
	Penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin)
	Menjamin ketersediaan beras dan kebutuhan pokok bagi rumah tangga miskin.
	Program Subsidi
	Perum BULOG
	

	h.
	Pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung PKH 


	Terfasilitasinya pekerja anak ke dalam program pendidikan di 7 provinsi
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
	Depnakertrans
	40,0


PRIORITAS 6 : PEMBERANTASAN KORUPSI, DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

	No
	Fokus /

Kegiatan Prioritas
	Keluaran
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp Miliar)

	Fokus 1: Penindakan Tindak Pidana Korupsi

	a.
	Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada 5 (lima) pengguna APBN terbesar dan sektor penerimaan negara
	Meningkatnya penyelesaian penindakan terhadap pelaku korupsi pada lima pengguna APBN terbesar dan sektor penerimaan negara. Khusus Kejaksaan: untuk penanganan 10 perkara korupsi yang menonjol. KPK: 35 kasus penyelidikan; 40 perkara penyidikan; 30 perkara penuntutan; 20 perkara-eksekusi keputusan inkracht; 20 orang perlindungan saksi; 80 kasus-bantuan teknik penyelidikan dan penyidikan; 30 kasus-supervisi; 40 kali koordinasi.


	Program Penegakan Hukum dan HAM 
	- KPK

- Kejagung
	23,0

0,9

	
	
	
	Program Penyidikan dan penyelidikan Tindak Pidana
	- Polri/polda
	21,0

	Fokus 2: Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

	a.
	Mempercepat langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi: Melanjutkan pelaksanaan kampanye publik Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi untuk masalah di bidang pertanahan;investasi; pengadaan barang dan jasa; perpajakan dan Samsat
	Meningkatnya pemahaman dan inisiatif instansi/ lembaga dan RAD PK pada 5 fokus masalah pertanahan, investasi, pengadaan barang dan jasa, perpajakan dan Samsat.
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
	KPK


	28,1

	
	
	
	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
	Kemeneg PAN


	6,0 



	
	
	
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan


	Kemeneg PPN/Bappenas
	4,0



	Fokus 3: Penyempurnaan undang-undang yang menghambat upaya percepatan pemberantasan korupsi



	a.
	Percepatan penyempurnaan UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Kitab Undang-undang Hukum Pidana; UU Nomo 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; UU 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. 


	Tersusunnya UU yang lebih mampu mendukung pelaksanaan pemberantasan korupsi
	Program Pembentukan Hukum 
	Depkumham
	23,0

	Fokus 4: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi



	a.
	Mempercepat penerbitan peraturan pelaksanaan UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan pelaksanaan UU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 


	Terciptanya payung hukum yang kuat bagi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi
	Program Pembentukan Hukum 
	Depkumham


	3,0



	b.
	Penyebaran isu strategis dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi 
	Tersosialisasinya budaya anti korupsi melaui forum dialog dengan kelompok-kelompok strategis PSA TV/Radio, dialog interaktif  TV/Radio, media cetak dan media luar ruang 


	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
	Depkominfo
	3,0

	Fokus 5: Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik



	a.
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang:

· investasi

· perpajakan dan kepabeanan

· Samsat (sistem administrasi satu atap)

· pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik.
	Meningkatnya kualitas pelayan publik di bidang investasi, perpajakan dan kepabeanan, Samsat dan pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik.
	Program Peningkatan Kualitas Pelayan Publik
	- Kemeneg PAN

- BKPM

- Depkeu(
	14,6

113,579



	
	
	
	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat


	- Polri/Polda
	6,8



	
	
	
	Program Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan


	- Kemeneg PPN/ Bappenas
	12,5



	b.
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pertanahan
	Meningkatnya pelayanan pertanahan dengan target menerbitkan 2,209 juta sertifikat (bidang)  tanah ke masyarakat


	Program Pengelolaan Pertanahan
	BPN
	612,9

	c.
	Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah (bidang kesehatan dan pendidikan). 
	35 angkatan @ 80 org; 8 angkatan @ 30 org; 3 paket; 15 Provinsi; 10 paket
	Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah
	Depdagri
	15,0

	d.
	Penyempurnaan Sistem Koneksi (inter-phase) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi antar instansi  terkait.
	Terbentuknya Sistem Koneksi (inter-phase) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
	Program Peningkatan Kualitas Pelayan Publik


	Kemeneg PAN


	 2,4

	
	
	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan


	Depdagri 


	8,0

	
	
	
	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara


	Depkeu(

	

	e.
	Peningkata kualitas pelayanan publik bidang hukum (Sisminbakum) dan (HKI) 
	Terbentuknya sistem pelayanan hukum atas HKI dan terlaksananya pengembangan Sisminbakum di 5 kanwil Depkumham.
	Program penegakan Hukum dan HAM  
	Depkumham
	15,3

	Fokus 6: Peningkatan Kinerja dan Kesejahteraan PNS

	a.
	Penyempurnaan sistem remunerasi PNS yang layak dan dapat mendorong peningkatan kinerja.
	Ditetapkannya sistem remunerasi PNS yang layak dan dapat mendorong peningkatan kinerja
	Program Sumber Daya Manusia Aparatur 
	Kemeneg PAN


	0,9



	b.
	Penyempurnaan sistem penilaian kinerja PNS, untuk menggantikan sistem DP3 yang dinilai tidak akuntable.
	Ditetapkannya sistem penilaian kinerja PNS yang akuntabel
	Program Sumber Daya Manusia Aparatur 
	BKN
	0,5

	c.
	Penyempurnaan UU Nomor 43 Tahun 1999
	Tersusunnya RUU Pokok-Pokok Kepegawaian pengganti UU Nomor 43 Tahun 1999


	Program Sumber Daya Manusia Aparatur
	Kemeneg PAN


	2,6



	Fokus 7: Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengawasan Aparatur Negara

	a.
	Penyusunan pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah.


	Tersusunnya pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 
	 LAN
	0,72

	b.
	Penyusunan sistem pengawasan pemerintah.
	Tersusunnya sistem pengawasan pemerintah yang efisien, efektif dan tidak tumpang tindih, serta yang dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah


	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 
	Kemeneg PAN
	3,9

	c.
	Penataan kelembagaan quasi birokrasi dan kelembagaan birokrasi. 
	Berkurangnya tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga/badan quasi birokrasi dan lembaga-lembaga di dalam birokrasi


	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 
	Kemeneg PAN
	2,7


PRIORITAS 7 : PENGUATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN DAN PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI

	No


	Fokus /

Kegiatan Prioritas
	Keluaran
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp Miliar)

	Fokus 1 : Peningkatan kemampuan alutsista TNI dan Alut Polri serta Peningkatan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI dan alut Polri

	a.
	Penggantian dan Pengembangan Alutsista TNI
	Kesiapan alutsista integratif TNI menjadi 40 persen dari jumlah saat ini
	Pengembangan Pertahanan Integratif
	Dephan/ TNI
	387,6



	
	
	Kesiapan alutsista TNI AD menjadi 38 persen dari jumlah saat ini
	Pengembangan Pertahanan Matra Darat
	TNI AD
	723,4

	
	
	Kesiapan alutsista TNI AL menjadi 41 persen dari jumlah yang ada saat ini
	Pengembangan Pertahanan Matra Laut
	TNI AL
	471,8

	
	
	Kesiapan alutsista TNI AU menjadi 43 persen dari jumlah yang ada saat ini
	Pengembangan Pertahanan Matra Udara
	TNI AU
	650,0



	
	
	Kesiapan alutsista TNI rata-rata mencapai 40 persen dari jumlah yang ada saat ini 
	Pengembangan Industri Pertahanan
	Dephan/TNI
	2.837,5

	b.
	Pengembangan peralatan Polri
	Kesiapan peralatan Polri mencapai 70 persen dari kondisi yang ada saat ini
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian
	Polri
	1.505,6



	c.
	Pengembangan sistem industri pertahanan


	Ditetapkannya sejumlah peraturan perundangan yang mengatur mekanisme pengembangan industri pertahanan
	Pengembangan Industri Pertahanan
	Dephan/ TNI
	17,6



	d.
	Pemanfaatan fasilitas pemeliharaan dan penyerapan secara signifikan produk industri pertahanan nasional
	Meningkatnya jumlah dan jenis alutsista TNI dan alut Polri produk industri pertahanan nasional untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan
	Pengembangan Industri Pertahanan
	Dephan/ TNI
	2.002,0



	Fokus 2 : Pengembangan profesionalitas dan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI dan anggota Polri

	a.
	Pengembangan profesionalitas personil TNI dan Polri 
	Terpeliharanya kekuatan dan kemampuan prajurit TNI
	Pengembangan Pertahanan Integratif
	Dephan/ TNI
	175,8

	
	
	
	Pengembangan Pertahanan Matra Darat
	TNI AD
	236,8

	
	
	
	Pengembangan Pertahanan Matra Laut
	TNI AL
	156,0

	
	
	
	Pengembangan Pertahanan Matra Udara
	TNI AU
	51,3

	
	
	Terpeliharanya kekuatan dan kemampuan anggota Polri
	Program SDM Kepolisian
	Polri
	268,9



	b.
	Pembangunan dan pengembangan fasilitas TNI dan Polri
	Tersedianya secara memadai barak, rumah dinas, atau bangunan-bangunan komando, serta pusdiklat dan rumah sakit
	Pengembangan Pertahanan Integratif
	Dephan/ TNI
	228,3

	
	
	
	Pengembangan Pertahanan Matra Darat
	TNI AD
	763,9

	
	
	
	Pengembangan Pertahanan Matra Laut
	TNI AL
	393,2

	
	
	
	Pengembangan Pertahanan Matra Udara
	TNI AU
	335,4

	
	
	
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian


	Polri
	197,0


	Fokus 3 : Pengamanan batas negara pada sekitar pulau-pulau kecil terluar dan wilayah-wilayah perbatasan

	a.
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos pertahanan dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran wilayah dan kedaulatan 
	Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-dan PNG di Papua
	Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI
	Dephan/ TNI


	105,2 

	b.
	Peningkatan operasional penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-plau terluar dan wilayah-wilayah perbatasan
	Terselenggaranya penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-pulau terluar dan wilayah-wilayah perbatasan
	Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI
	Dephan/ TNI
	1.186,7

	c.
	Peningkatan kerjasama bilateral pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan


	· Peningkatan kerjasama bilateral melalui forum GBC Indonesia – Malaysia, JBC Indonesia-PNG, JBC Indonesia, JWG Indonesia-Philipina, dan SOSEK MALINDO

· Pembangunan fasilitas pos-pos permanen pengamanan perbatasan dengan prioritas di wilayah perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, dan RI-PNG
	Kerjasama Militer Internasional
	Dephan/ TNI
	28,1



	d.
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka pencegahan tindak kejahatan transnasional


	Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalar-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-dan PNG di Papua


	Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian
	Polri


	50,0

	Fokus 4 : Penanggulangan dan pencegahan gangguan keamanan laut

	a.
	Pengembangan prasarana dan sarana termasuk early warning system
	Pengadaan kapal markas, pembentukan UPT di 6 provinsi, terbangunnya stasiun koordinasi keamanan laut, pengadaan early warning system 
	Pemantapan Keamanan Dalam Negeri


	KemenkoPolhukam

(Bakorkamla)


	47,6



	b.
	Operasi bersama keamanan laut dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia
	Meningkatnya intensifikasi operasi bersama keamanan laut
	Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
	KemenkoPolhukam

(Bakorkamla)
	29,5

	c.
	Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan
	Terselenggaranya 180 hari operasi terpadu, teroperasionalkannya 21 kapal pengawas, terbentuknya 132 kelompok masyarakat pengawas, terselenggaranya pentaatan dan penegakan hukum di 5 unit kerja peradilan perikanan dan pengembangan 5 UPT pengawas


	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
	DKP
	210,0

	Fokus 5 : Pencegahan dan pemberantasan narkoba dan kejahatan transnasional lainnya

	a.
	Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba 
	Meningkatnya jumlah penyelesaian perkara kejahatan di bidang narkoba 
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	BNN
	95,0



	b.
	Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba 
	Bertambahnya jumlah dan perlengkapan pusat-pusat pelayanan terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	BNN
	150,0



	c.
	Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba 

	Bertambahnya masyarakat yang mengerti dan sadar bahaya narkoba
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	BNN
	15,0



	d.
	Penyebaran informasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba
	Tersosialisasinya pencegahan penyalahgunaan narkoba di seluruh Indonesia
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
	Depkominfo
	4,0

	e.
	Pengamanan Kawasan Hutan
	Operasi hutan lestari 100 kali di 10 provinsi paling rawan, khususnya di hutan lindung, operasi gabungan 150 kali di 10 provinsi
	Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
	Dephut


	66,7



	Fokus 6 : Penyelesaian dan pencegahan konflik

	a.
	Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila 
	Terlaksananya diseminasi informasi tentang ideologi Pancasila melalui media massa dan dialog
	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
	Kemenko Polhukam
	0,9

	b.
	Peningkatan Pelaksanaan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan


	Terlaksananya sosialisasi/desiminasi informasi wawasan kebangsaan melalui media massa dan dialog
	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
	Kemenko Polhukam
	2,1



	
	
	Sosialisasi oleh 200 ormas kepada masyarakat
	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
	Depdagri
	11,0



	c.
	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik 
	Penguatan forum dan sistem kewaspadaan dini masyarakat di 6 wilayah konflik; Meningkatnya kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik 
	Pemulihan Wilayah Pasca konflik
	Depdagri
	9,0



	d.
	Penyediaan Sarana, Prasarana dan Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Media Center di Poso, Papua, Maluku, Maluku Utara, NAD, dan NTB serta Daerah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
	Terbangun dan berfungsinya Media Center di 10 provinsi dan tersedianya informasi dan SDM aparatur yang berkualitas
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
	Depkominfo
	10,4

 

	f.
	Penguatan Ruang Publik bagi pencegahan dan Penyelesaian Konflik
	Fasilitasi pembentukan forum dialog penguatan kesatuan bangsa di 6 wilayah konflik
	Pemulihan Wilayah Pasca konflik
	Depdagri
	12,0



	g.
	Pengefektifan Sistem Kewaspadaan Dini Sosial Politik 


	Berfungsinya sistem kewaspadaan dini sosial politik secara efektif
	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
	Kemenko Polhukam
	5,0

 

	h.
	Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Berbagai Pihak dalam Penyelesian Konflik
	Meningkatnya Kapasitas Desk Aceh, Desk Papua, Desk Sulteng, Desk Perbatasan dan Pulau Terluar/kecil dan koordinasi penyelesaian konflik lainnya
	Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional
	Kemenko Polhukam


	20,6

	i.
	Pemantapan community policing dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya
	Makin berperannya tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya dalam mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat 
	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
	Polri
	191,5

	Fokus 7 : Penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme serta peningkatan kerjasama internasional dalam penanggulangan dan pencegahan tindakan terorisme

	a.
	Peningkatan kelembagaan Badan Koordinasi Penanganan Terorisme 
	Meningkatnya koordinasi penanganan tindak kejahatan terorisme
	Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
	Kemenko Polhukam
	4,0



	b.
	Peningkatan pencarian, penangkapan dan pemrosesan tokoh-tokoh kunci operasional terorisme
	Meningkatnya jumlah penangkapan dan proses hukum tokoh-tokoh kunci terorisme
	Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
	Polri
	41,6

	c.
	· Kerjasama bilateral dalam hal penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme 

· Kerjasama kawasan dan regional dalam penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme
	· Meningkatnya penanganan terorisme yang bersifat lintas negara 

· Menurunnya potensi aksi terorisme lintas negara 
	Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara
	BIN
	7,5



	Fokus 8 : Penguatan intelijen untuk mewujudkan keamanan nasional

	a.
	Meningkatkan sarana dan prasarana intelijen pusat dan daerah 
	Meningkatnya kemampuan lembaga dan SDM intelijen pusat dan daerah 
	Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara
	BIN
	215,0



	
	
	Meningkatnya kemampuan intelijen TNI
	Pengembangan Pertahanan Integratif
	Mabes TNI
	60,0

	
	
	Terbangun sistem informasi intelejen pertahanan
	Pengembangan Pertahanan Integratif
	Mabes TNI
	60,0

	
	
	Meningkatnya kemampuan intelijen Polri
	Strategi Keamanan dan Ketertiban
	Polri
	20,0

	b.
	Operasi dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas, mencegah dan menanggulangi konflik, separatisme, dan terorisme
	Teredamnya potensi gangguan keamanan , ketertiban, krimininalitas, konflik, separatisme, dan terorisme 
	Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara
	BIN
	275,0



	
	
	Terdeteksinya ancaman gangguan pertahanan negara
	Pengembangan Pertahanan Integratif
	Mabes TNI
	20,0

	
	
	Terdata dan termonitornya pelaku tindak pidana
	Strategi Keamanan dan Ketertiban
	Polri
	19,0

	
	
	Terdeteksi dan terungkapnya jaringan peredaran gelap narkoba
	Pencegahan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba
	BNN
	10,0


 PRIORITAS 8: PENANGANAN BENCANA, PENGURANGAN RISIKO BENCANA, DAN PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR

	No.
	Fokus/Kegiatan Prioritas
	Keluaran
	Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp Miliar)

	Fokus 1a: Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di NAD-Nias

	a. 
	Peningkatan, pengembangan dan penguatan landasan pemulihan NAD-Nias yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 
	· Semakin baiknya kinerja dan pelayanan infrastruktur di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota

· Meningkatnya koordinasi serta kerjasama tingkat wilayah antara pemerintah daerah, donor dan NGO di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota

· Bersinerginya pembangunan infrastruktur dan prasarana layanan publik di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota

· Terlaksananya pengendalian program dan penerapan sistem akuntabilitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di  6 wilayah dan 23 kabupaten/kota

· Bersinerginya pembangunan yang sifatnya strategis dengan pembangunan yang dilaksanakan di 6 wilayah dan 23 kabupaten/kota
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
	BRR
	 839,5

	b. 
	Peningkatan kehidupan masyarakat dan pengembangan wilayah NAD-Nias pasca bencana
	· Terealisasinya total 8.000 rumah baru dan penyewa

· Terbangunnya PSD 461 paket

· Rehabilitasi/rekonstruksi jalan nasional 232 km, jalan provinsi 243 km di Provinsi NAD, jalan provinsi di Nias 168 km, jalan kabupaten di NAD-Nias 864 km

· Tersedianya runway bandara Sultan Iskandar Muda dengan kapasitas Airbus A340

· Terbangunnya pelabuhan laut Lhoksemauwe (untuk industri); Meulaboh, Calang, dan Sabang (untuk logistik); dan Langsa (untuk CPO)

· Tersedianya sarana kerja pemerintah untuk 545 daerah dan 5 unit peralatan mitigasi bencana untuk mendukung pelayanan publik

· Tersedianya sarana dan prasarana sistem kehumasan untuk 15 kantor Pemda dan 27 forum komunikasi

· Terbangunnya 15 kantor/gedung pemerintah


	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
	BRR
	5887,8

	Fokus 1b: Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di DIY-Jateng, serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah

	a. 
	Penyelesaian pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan prasarana dasar
	Penanganan jembatan Janti
	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
	Dep. PU


	5,0

	
	
	Rumah dan prasarana dasar di DIY dan Jateng
	Program Pemberdayaan Komunitas Pemukiman
	Dep.PU
	30,0



	
	
	Bantuan pembangunan dan perbaikan 600 unit rumah pasca bencana
	Program Pengembangan Komunitas Perumahan


	Kemenegpera
	18,0

	
	
	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan


	Dep. ESDM


	5,7 

	b. 
	Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan:

- Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Dasar
	Fasilitas dan layanan pendidikan . korban bencana di DIY dan Jateng
	1. Program Pendidikan Dasar
	Depdiknas


	350,0

	c. 
	- Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Menengah
	Fasilitas dan layanan pendidikan . korban bencana di DIY dan Jateng
	2. Program Pendidikan Menengah
	
	

	
	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar
	Tersedianya puskesmas, poskedes, rumah dinas dokter
	Program Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
	Depkes
	179,0

	
	Jaminan KB berkualitas bagi rakyat miskin
	Tersedianya sarana dan prasarana keluarga berencana serta alat/obat kontrasepsi
	Program Keluarga Berencana
	BKKBN
	5,0

	d. 
	Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dalam Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah Pasca Bencana
	Terbangunnya sarana prasarana pemerintahan pasca bencana di Kab Alor, Nabire, Gunung Kidul, Klaten, Ciamis, Cilacap, Bantul, Kota Solok, Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang
	Program Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah


	Depdagri


	24,0



	
	Pembangunan Gedung dan Pembangunan Prasarana
	Rehabilitasi kantor BPKP di Provinsi DIY
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
	BPKP
	10,4

	e. 
	Bantuan modal pasca gempa untuk usaha mikro dan kecil melalui koperasi
	Bantuan modal pada 100 koperasi
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
	Kemeneg KUKM 
	 5,0



	f. 
	Peningkatan kehidupan sosial Ekonomi Masyarakat dan Pengembangan Wilayah

-  Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan (KHPP)
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan KHPP di Provinsi Yogya
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
	Kemeneg PP 
	1,4

	
	- Pemulihan warisan budaya yang rusak


	Terlaksananya pemulihan benda cagar budaya dibawah pengelolaan BP3 DIY dan Jateng; dan terlaksananya pendukungan untuk pemulihan benda cagar budaya daerah di DIY dan Jateng
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
	Depbudpar
	14,7

	Fokus 2: Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana

	a.
	Pengembangan Sistem Manajemen Penanganan Bencana
	30 propinsi :Terbentuknya lembaga penanganan bencana dan SDM yang memahami PB di pusat dan daerah serta menjabarkan RAN PRB ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) PRB 
	Program Pemulihan Daerah yang Terkena Bencana 
	Bakornas PB
	33,8

	
	Monitoring Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
	1 paket
	Program Pemulihan Daerah yang Terkena Bencana
	Bakornas PB
	12,5

	b.
	Pengembangan sistem deteksi dini tsunami (tsunami early warning system/TEWS)
	Peningkatan kapasitas kelembagaan TEWS dan 1 Sistem integrasi 
	Difusi dan Pemanfaatan IPTEK
	Kemenegristek
	36,0

	c.
	Penelitian gejala alam tsunami dalam rangka pembekalan pengetahuan bagi masyarakat
	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di 4 lokasi prioritas
	Penelitian dan Pengembangan IPTEK
	LIPI
	10,0

	d.
	Mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir
	Terlaksananya kegiatan mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir di 11 lokasi wilayah pesisir rawan bencana
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 


	DKP
	35,0

	Fokus 3: Pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam sistem deteksi dini dan mitigasi bencana

	a. 
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran
	Meningkatnya kapasitas aparat Pemda dan masyarakat dalam mitigasi bencana, dan penanganan bahaya kebakaran di 33 Provinsi
	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah
	Depdagri


	9,0

	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam dan Kerusuhan Sosial
	1 paket
	Program Pemulihan Daerah yang Terkena Bencana
	Bakornas PB
	35,1

	
	Peningkatan Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi  dan Komunikasi 
	1 paket
	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 
	Bakornas PB
	4,3

	b. 
	Penyebaran informasi pada masyarakat mengenai bencana alam 


	tersebarnya informasi publik di seluruh Indonesia melalui berbagai media


	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 
	Depkominfo


	5,0

	
	Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial
	Pemberian Bantuan Kebutuhan Sosial Dasar (sandang, pangan, pelatihan penanganan bencana, dapur umum, kader karang taruna)
	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 
	Depsos
	646,0

	c. 
	Dukungan pengembangan jaringan Tsunami Early Warning System (TEWS)


	38 titik pengamatan pasang surut; 12 GPS; Data Geo Spatial Pulau Sumatera bagian barat
	Difusi dan Pemanfaatan IPTEK 
	Bakosurtanal
	11,5

	
	Rancang bangun buoy dalam rangka penerapan sistem deteksi dini tsunami 
	5 unit buoy dan sistem integrasinya 
	Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi 
	BPPT
	40,0

	
	Pelayanan data dan informasi dari satelit penginderaan jarak jauh dalam rangka penyediaan data spasial bagi sistem deteksi dini tsunami
	Penyediaan Peta Geospasial data sistem deteksi dini
	Penelitian dan Pengembangan IPTEK 
	LAPAN
	10,0

	
	Meteorological Early Warning System (MEWS)
	Terpasang dan beroperasinya MEWS di 3 lokasi
	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika 
	BMG
	67,8

	
	Tsunami Early Warning System (TEWS)
	Terpasang dan mulai beroperasinya TEWS di 160 lokasi serta terlaksananya sosialisasi dan simulasi sistem peringatan dini di 2 lokasi
	Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika 
	BMG
	200,0

	Fokus 4: Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana

	a. 
	Pemetaan Multirawan Bencana alam terpadu
	Peta multirawan bencana terpadu untuk Pulau Sumatera bagian barat dan Pulau Jawa bagian selatan
	Program Perlindungan dan Konservasi SDA
	Bakosurtanal
	3,5



	b. 
	Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berbasis bencana didukung data spatial


	RTRW kabupaten/kota berbasis pengurangan resiko bencana 
	Penataan Ruang 
	Dep. PU
	16,1

	
	Pemutakhiran peta dasar rupa bumi untuk dasar revisi/penyusunan peta tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten berbasis bencana
	275 Nomor Lembar Peta (NLP) sebagian Pulau Papua, sebagian Kepulauan Maluku serta batas wilayah 
	Penataan Ruang
	Bakosurtanal
	92,2

	
	Perencanaan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan batas wilayah laut
	Fasilitasi penyusunan peraturan daerah tata ruang laut di 25 kabupaten/kota
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
	DKP
	10,0

	
	Pembangunan Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) untuk mendukung berbagai aspek pembangunan wilayah
	Data dasar Spatial Pulau Sumatera bagian barat
	Penataan Ruang
	Bakosurtanal
	48,3

	c. 
	Penyusunan NSPM pengendalian pemanfaatan ruang


	Panduan zoning regulation dan building code serta sosialisasinya
	Penataan Ruang 
	Dep. PU
	17,5

	
	
	Tersusunnya 6 Permendagri tentang penataan ruang di daerah
	Penataan Ruang 
	Depdagri
	3,0

	d. 
	Penguatan dukungan sistem informasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang
	Tersusunnya sistem informasi penataan ruang untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang 
	Penataan Ruang 
	Dep. PU
	10,7

	
	Penguatan dukungan system informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang
	Penerapan sistematika data penataan ruang bagi keperluan penyusunan RTRW (Pilot Project)
	Penataan Ruang 
	Depdagri
	2,0

	e. 
	Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang
	Penataan Ruang 
	Dep. PU
	11,1

	
	Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang
	2 paket 
	Penataan Ruang 
	Depdagri
	2,5

	
	Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan laut dan pesisir
	Fasilitasi penyusunan tata ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 25 kabupaten/kota
	Penataan Ruang  
	DKP
	5,0

	f. 
	Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yg berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan 
	Tersedianya pedoman penjabaran RTR dalam strategi pemanfaatan ruang dan pengendaliannya
	Penataan Ruang 
	Dep. PU
	31,0

	g. 
	Sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Tersosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka pengurangan resiko bencana
	Penataan Ruang 
	Dep. PU
	5,8

	
	Pembahasan dan penetapan peraturan pelaksana UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
	Tersusunnya RPP sebagai tindak lanjut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam rangka pengurangan resiko bencana
	Penataan Ruang 
	Dep. PU
	18,3

	Fokus 5: Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular dan Penanggulangan Flu Burung

	a. 
	Penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza
	100 persen pasien/penderita penyakit flu burung yang ditemukan tertangani


	· Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

· Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

· Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

· Program Upaya Kesehatan Perorangan

· Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
	Depkes
	500,0

	b.
	Penanganan dan pencegahan wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan


	1. Pengadaan vaksin AI 80 juta dosis, rapid test 10 ribu dan fasilitasi poskeswan dan laboratorium di 33 propinsi, operasionalisasi surveillans, penurunan kasus flu burung pada hewan di 30 provinsi, penataan budidaya unggas pedesaan melalui VPF 80 kelompok, penataan unggas di pemukiman 20 kelompok
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

	Deptan,
	100,0

	
	
	2. Meningkatnya peran Pemda dalam penanganan kasus flu burung di wilayahnya
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

	Pemda / Menko Kesra / Komnas (FBPI)
	----

	
	
	3. Terselenggaranya komunikasi dan informasi dan edukasi publik
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

	Menko Kesra / Komnas (FBPI)
	----

	
	
	4. Tersosialisasinya bahaya flu burung melalui media cetak dan eliktronik, forum/dialog dan pertunjukkan rakyat
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
	Depkominfo
	4,3
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Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008 memberi gambaran kondisi ekonomi makro tahun 2006, perkiraan tahun 2007, dan sasaran tahun 2008, serta kebutuhan, sumber, dan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2008 tersebut dicapai melalui berbagai kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan. 

A. Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2006 dan Perkiraan Tahun 2007


Kondisi ekonomi makro tahun 2006 dan perkiraannya tahun 2007 dapat disimpulkan sebagai berikut. 


Pertama, stabilitas ekonomi terjaga baik, tercermin dari stabilnya nilai tukar rupiah, menurunnya laju inflasi dan suku bunga, serta meningkatnya cadangan devisa. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2006 mencapai Rp 9.168 per USD menguat 5,5 persen dibandingkan tahun 2005 dan terjaga rata-rata Rp 9.098 per USD dalam empat bulan pertama tahun 2007. Laju inflasi menurun menjadi 6,6 persen dari 17,1 persen pada tahun 2005 dan terjaga pada tingkat 6,3 persen pada bulan April 2007 (y-o-y). Suku bunga acuan (BI rate) menurun menjadi 8,75 persen pada bulan Mei 2007 dari 12,75 persen pada akhir tahun 2005. Cadangan devisa meningkat menjadi USD 49,3 miliar pada akhir bulan April 2007 dengan telah melunasi utang IMF sebesar USD 7,6 miliar pada bulan Oktober 2006. 


Kedua, terjaganya stabilitas ekonomi yang didukung oleh permintaan eksternal yang kuat mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya melambat. Penerimaan ekspor dalam tahun 2006 meningkat menjadi USD 100,7 miliar dengan ekspor nonmigas naik 19,7 persen. Penyaluran kredit perbankan meningkat sejak bulan Agustus 2006 sehingga pada bulan Desember 2006 kenaikannya mencapai 14,1 persen (y-o-y). Pertumbuhan ekonomi secara bertahap meningkat menjadi 6,0 persen pada semester II/2006 (y-o-y) meskipun dalam keseluruhan tahun 2006, ekonomi tumbuh 5,5 persen; sedikit lebih lambat dari tahun 2005 (5,7 persen). Sampai dengan triwulan I/2007 momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, dengan pertumbuhan sebesar 6,0 persen (y-o-y). Stabilitas ekonomi yang terjaga yang didukung oleh ekspektasi yang semakin baik mendorong kinerja pasar modal di Indonesia. Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada akhir tahun 2006 dan akhir bulan April 2007 mencapai 1.805,5 dan 1.999,2 atau meningkat 55,3 persen dan 10,7 persen dibandingkan akhir tahun 2005 dan 2006.

Ketiga, kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja meningkat. Dalam bulan November 2005 – Agustus 2006, tercipta lapangan kerja baru bagi 1,5 juta orang sehingga pengangguran terbuka menurun dari 11,9 juta orang (11,2 persen) menjadi 10,9 juta orang (10,3 persen). Kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi penduduk miskin yang masih berjumlah 39,05 juta jiwa pada bulan Maret 2006 akan ditingkatkan pada tahun 2007.


Keempat, kemandirian ekonomi meningkat. Dalam tahun 2006 rasio utang terhadap PDB menurun menjadi sekitar 40 persen; lebih rendah dari tahun 2004 (56,1 persen). Disamping pelunasan utang IMF empat tahun lebih cepat dari yang dijadwalkan, Pemerintah juga telah memutuskan untuk mengakhiri program CGI (Consultative Group on Indonesia). Keputusan ini dimaksudkan agar penetapan agenda dan prioritas pembangunan, alokasi anggaran, penentuan sumber pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan benar-benar independen mengacu pada kepentingan nasional. 


Dalam keseluruhan tahun 2007, perekonomian diperkirakan tumbuh lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga dan ketahanan ekonomi yang lebih baik. Laju inflasi pada tahun 2007 diperkirakan sekitar 6,5 persen dan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen dapat dicapai. Gambaran lebih rinci kondisi ekonomi tahun 2006 dan perkiraan tahun 2007 adalah sebagai berikut.


Moneter, Perbankan, dan Pasar Modal. Upaya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi yang bergejolak tahun 2005 telah memulihkan kembali kepercayaan terhadap rupiah dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Stabilitas ekonomi yang membaik selanjutnya memberi ruang bagi penurunan suku bunga dan mendorong kembali penyaluran kredit perbankan.


Memasuki tahun 2006, nilai tukar rupiah menguat hingga menembus Rp 9.000,- per USD antara lain oleh nilai imbal beli rupiah yang cukup tinggi yang mendorong masuknya investasi portfolio. Kenaikan suku bunga Fed Funds yang masih berlangsung sampai pertengahan tahun 2006 dan gejolak bursa saham di beberapa negara berpengaruh terhadap bursa saham di negara-negara berkembang dan nilai tukar mata uang dunia termasuk rupiah. Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga lebih dari Rp 9.400,- per USD dalam perdagangan harian pertengahan Mei 2006. Siklus pengetatan moneter di negara maju yang mereda dan nilai imbal beli rupiah yang masih tinggi menguatkan kembali rupiah. Sejak bulan Juli 2006, nilai tukar rupiah relatif stabil pada rentang Rp 9.000 – Rp 9.200 per USD. Dalam keseluruhan tahun 2006, rata-rata nilai tukar rupiah harian mencapai Rp 9.168,- per USD. Dalam empat bulan pertama tahun 2007, nilai tukar rupiah tetap stabil dan terjaga rata-rata sebesar Rp 9.098,- per USD.


Stabilnya rupiah berperan dalam mengendalikan laju inflasi. Sejak bulan Oktober 2006, laju inflasi tahunan menurun menjadi satu digit dengan tidak lagi mencakup bulan kenaikan BBM (bulan Oktober 2005). Dengan perkembangan ini, laju inflasi dalam tahun 2006 mencapai 6,6 persen. Dalam empat bulan pertama tahun 2007, laju inflasi tetap terkendali. Pada bulan April 2007, laju inflasi setahun mencapai 6,3 persen (y-o-y).


Nilai tukar rupiah yang relatif stabil dan laju inflasi yang terkendali memberi ruang bagi penurunan suku bunga di dalam negeri. Sejak bulan Mei 2006, suku bunga acuan (BI rate) diturunkan secara bertahap hingga menjadi 8,75 persen pada bulan Mei 2007, atau 400 bps lebih rendah dari akhir tahun 2005. Dengan menurunnya suku bunga acuan, suku bunga deposito menyesuaikan secara bertahap. Pada bulan Maret 2007, suku bunga deposito 1 dan 3 bulan menurun menjadi 8,1 persen dan 8,5 persen dari 12,0 persen dan 12,2 persen pada bulan Februari 2006. Suku bunga kredit menurun lebih lambat. Pada bulan Maret 2007, suku bunga kredit modal kerja dan investasi menurun masing-masing menjadi 14,5 persen dari 16,4 persen dan 15,9 persen pada bulan Maret 2006. 


Stabilitas ekonomi yang membaik mendorong kinerja bursa saham. Pada pertengahan bulan Mei 2006, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) melemah didorong oleh gejolak bursa saham internasional. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sempat menurun 20,5 persen pada pertengahan bulan Juni 2006 dibandingkan dengan indeks harian tertinggi yang dicapai pada bulan Mei 2006. Langkah-langkah untuk menjaga stabilitas rupiah menguatkan kembali kepercayaan terhadap pasar modal. Pada pertengahan bulan Desember 2006, IHSG di BEJ kembali menurun didorong oleh efek menjalar dari rencana pengaturan arus modal jangka pendek di Thailand yang berimbas pada bursa saham di Asia. Pada akhir tahun 2006, IHSG di BEJ ditutup pada tingkat 1.805,5 atau 55,3 persen lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2005. Dalam triwulan I/2007, IHSG sedikit melemah antara lain oleh pengaruh regional dengan menurunnya bursa saham China terkait rencana penyidikan investasi ilegal di China. Secara keseluruhan kepercayaan terhadap pasar modal di Indonesia masih tetap terjaga.


Menurunnya suku bunga dan membaiknya ekspektasi terhadap perekonomian mendorong penyaluran kredit perbankan. Pada bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember 2006, kredit perbankan meningkat berturut-turut sebesar Rp 11,7 triliun, Rp 17,4 triliun, Rp 8,8 triliun, Rp 11,7 triliun, dan Rp 25,6 triliun. Peningkatan ini jauh lebih tinggi dibandingkan bulan Juli yang hanya naik sebesar Rp 1,9 triliun. Sampai pada bulan Maret 2007, penyaluran kredit perbankan meningkat sebesar 16,5 persen dengan kredit investasi, modal kerja dan konsumsi tumbuh masing-masing sebesar 13,9 persen, 20,3 persen, dan 11,9 persen. Dengan perkembangan ini, loan-to-deposit ratio (LDR) mencapai 62,0 persen pada bulan Maret 2007.


Meningkatnya penyaluran kredit perbankan diiringi oleh menurunnya non-performing loan. Sejak bulan Juni 2005, non-performing loan meningkat. Langkah-langkah yang ditempuh untuk menurunkan kredit bermasalah mampu menekan non-performing loan. Pada bulan Desember 2006, NPL menurun menjadi Rp 47,5 triliun, berkurang Rp 14,0 triliun dari bulan November 2006 dan terjaga hingga bulan Maret 2007. Secara keseluruhan fungsi intermediasi perbankan berjalan lebih baik didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang kuat.

Neraca Pembayaran. Perekonomian dunia yang tumbuh tinggi (5,3 persen) pada tahun 2006 ikut mendorong penerimaan ekspor Indonesia. Pada tahun 2006, total penerimaan ekspor mencapai USD 102,7 miliar, atau naik 18,1 persen dibandingkan tahun 2005. Kenaikan penerimaan ekspor tersebut didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sebesar 9,4 persen dan 20,7 persen. Sementara itu, impor meningkat menjadi USD 73,0 miliar, atau naik 5,3 persen. Peningkatan ini didorong oleh impor nonmigas yang naik sebesar 7,1 persen; sedangkan impor migas menurun sebesar 1,5 persen. Dengan defisit jasa-jasa yang meningkat menjadi USD 20,1 miliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2006 mencapai sekitar USD 9,6 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun 2005 (USD 0,3 miliar).


Neraca modal dan finansial pada tahun 2006 dihadapkan pada tingginya defisit investasi lainnya; sedangkan investasi langsung asing (neto) mengalami perbaikan terutama dari saham dan investasi portfolio yang tetap terjaga. Pada tahun 2006, investasi langsung asing (neto) dan investasi portfolio masing-masing mengalami surplus sebesar USD 4,1 miliar dan USD 3,8 miliar; sedangkan arus modal lainnya mengalami defisit sebesar USD 5,8 miliar. Dengan perkembangan ini neraca modal dan finansial dalam keseluruhan tahun 2006 mengalami surplus USD 2,5 miliar. Setelah dilakukan pelunasan utang IMF sebesar USD 7,6 miliar, cadangan devisa pada keseluruhan tahun 2006 mencapai USD 42,6 miliar atau cukup untuk membiayai kebutuhan 4,5 bulan impor. 


Pada tahun 2007, kondisi neraca pembayaran diperkirakan masih tetap terjaga meskipun dihadapkan pada pertumbuhan dunia dan harga komoditi primer dunia yang melambat serta harga minyak yang menurun. Total nilai ekspor pada tahun 2007 diperkirakan mencapai USD 110,8 miliar, naik 7,9 persen, didorong oleh  ekspor nonmigas yang meningkat sebesar 12,0 persen; sedangkan ekspor migas menurun sebesar 7,7 persen. Pengeluaran impor diperkirakan mencapai USD 80,1 miliar atau 9,7 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2006. Peningkatan impor tersebut didorong oleh impor nonmigas yang meningkat sebesar 15,6 persen, sedangkan impor migas menurun sebesar 11,4 persen. Dengan defisit jasa-jasa yang meningkat menjadi USD 22,1 miliar; surplus neraca transaksi berjalan pada keseluruhan tahun 2007 diperkirakan mencapai USD 8,6 miliar; lebih rendah dari tahun 2006 (USD 9,6 miliar). 


Neraca modal dan finansial pada tahun 2007 diperkirakan membaik dengan meningkatnya investasi jangka panjang, terjaganya investasi jangka pendek, serta meningkatnya aset swasta di luar negeri. Investasi langsung asing (neto) diperkirakan mencapai surplus USD 5,6 miliar dengan meningkatnya investasi di dalam negeri. Investasi portfolio pada tahun 2007 diperkirakan mengalami surplus USD 3,7 miliar terutama melalui penerbitan SUN, SBI, dan obligasi internasional. Sedangkan investasi lainnya mengalami defisit USD 5,8 miliar. Dengan perkiraan tersebut, neraca modal dan finansial pada tahun 2007 diperkirakan mengalami surplus sebesar USD 4,0 miliar. Pada akhir bulan April 2007, cadangan devisa mencapai USD 49,3 miliar. Dalam keseluruhan tahun 2007, cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 55,2 miliar.  


Keuangan Negara. Dalam tahun 2006, kebijakan fiskal diarahkan untuk memberi dorongan pada perekonomian dengan tetap menjaga defisit anggaran. Belanja negara meningkat menjadi Rp 670,6 triliun atau naik 32,2 persen dibandingkan tahun 2005. Kebijakan belanja pemerintah pusat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk belanja pegawai dan barang, melindungi hajat hidup masyarakat dalam bentuk subsidi yang lebih terarah, memenuhi pembayaran utang baik dalam maupun luar negeri. Adapun kebijakan belanja daerah diarahkan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan membiayai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.


Dalam pada itu penerimaan negara diarahkan terutama menggali sumber penerimaan dalam negeri baik penerimaan pajak maupun penerimaan bukan pajak. Pada tahun 2006, penerimaan pajak meningkat menjadi Rp 409,1 triliun atau naik 17,9 persen terutama didorong oleh pajak dalam negeri yang meningkat 28,8 persen. Adapun penerimaan bukan pajak meningkat sebesar 54,5 persen terutama didorong oleh tingginya harga ekspor minyak mentah dunia. Dengan perkembangan ini, defisit anggaran pada tahun 2006 dapat dijaga pada tingkat sebesar Rp 32,8 triliun atau 1,0 persen PDB.


Dalam tahun 2007, kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk memberi stimulus kepada perekonomian dengan menjaga ketahanan fiskal sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007. Belanja negara akan ditingkatkan menjadi Rp 763,6 triliun untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan dalam bentuk belanja pusat dan belanja daerah. Penerimaan negara akan ditingkatkan menjadi Rp 723,1 triliun terutama penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak. Dalam keseluruhan tahun 2007, defisit anggaran diupayakan terjaga sebesar 1,1 persen PDB.


Pertumbuhan Ekonomi. Langkah-langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mampu menjaga kembali momentumnya. Dalam semester II/2006, perekonomian tumbuh 6,0 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2005; meskipun dalam keseluruhan tahun 2006 tumbuh 5,5 persen; sedikit lebih lambat dari tahun 2005 (5,7 persen).


Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 terutama didorong oleh ekspor barang dan jasa serta pengeluaran pemerintah yang masing-masing tumbuh sebesar 9,2 persen dan 9,6 persen. Sementara itu, konsumsi masyarakat tumbuh sebesar 3,2 persen dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meningkat sebesar 2,9 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh sektor industri pengolahan terutama nonmigas yang tumbuh sebesar 5,3 persen dan sektor tersier terutama pengangkutan dan komunikasi; perdagangan, hotel, dan restauran; serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang masing-masing tumbuh sebesar 13,6 persen; 6,1 persen, dan 5,6 persen. Adapun sektor pertanian hanya tumbuh sebesar 3,0 persen. Dalam triwulan I/2007, perekonomian tumbuh sebesar 6,0 persen (y-o-y). 


Dengan ditingkatkannya koordinasi dan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil terutama dalam mengatur permintaan agregat, perekonomian dalam tahun 2007 diperkirakan mencapai 6,3 persen. Dari sisi pengeluaran, investasi dan ekspor didorong sebagai penggerak perekonomian dengan didukung oleh konsumsi masyarakat dan pemerintah. Sedangkan dari sisi produksi, industri pengolahan nonmigas didorong  tumbuh tinggi seiring dengan perbaikan iklim investasi dan meningkatnya ekspor. 


Pengangguran dan Kemiskinan. Momentum pertumbuhan ekonomi yang kembali terjaga pada semester II/2006 dan triwulan I/2007 telah menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan sekaligus menurunkan pengangguran terbuka. Dalam bulan November 2005 – Agustus 2006, telah tercipta lapangan kerja baru bagi 1,5 juta orang sehingga pengangguran terbuka menurun dari 11,9 juta orang (11,2 persen) menjadi 10,9 juta orang (10,3 persen). Pada bulan Februari 2007, pengangguran terbuka menurun lagi menjadi 10,6 juta orang (9,8 persen). Kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi penduduk miskin yang masih berjumlah 39,05 juta jiwa (Maret 2006) ditingkatkan pada tahun 2007.

B. Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2008


Kondisi ekonomi tahun 2008 akan dipengaruhi oleh lingkungan eksternal sebagai berikut. 


Pertama, perekonomian dunia pada tahun 2008 diperkirakan tumbuh sama dengan tahun 2007 (4,9 persen). Perlambatan terjadi pada negara-negara berkembang yang tumbuh sebesar 7,1 persen, lebih rendah dari tahun 2007 (7,5 persen). Sementara itu perekonomian kelompok negara maju mengalami perbaikan dengan tumbuh 2,7 persen; sedikit lebih tinggi dari tahun 2007 (2,5 persen) terutama didorong oleh perbaikan ekonomi AS. 


Pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif tinggi meningkatkan volume perdagangan dunia. Dalam keseluruhan tahun 2008, volume perdagangan dunia diperkirakan meningkat 7,4 persen, lebih tinggi dari tahun 2007 (7,0 persen). Peningkatan harga komoditi yang tinggi baik untuk migas dan nonmigas sejak tahun 2003 dan 2004 diperkirakan akan terkoreksi pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2008, harga komoditi manufaktur diperkirakan hanya meningkat 1,1 persen; sedangkan harga komoditi primer nonmigas diperkirakan turun 8,8 persen.


Kedua, pasar minyak dunia diperkirakan membaik. Membaiknya kondisi geo-politik di Timur Tengah serta meningkatnya produksi minyak mentah dunia diperkirakan akan menurunkan harga minyak mentah dunia pada tahun 2008. Dalam tahun 2008, total permintaan minyak dunia diperkirakan sebesar 88,1 juta barel/hari dan pasokan minyak dunia sebesar 88,4 juta barel/hari (Energy Information Administration, Maret 2007). Spare capacity OPEC diperkirakan meningkat dibandingkan tahun 2006. Pada tahun 2007 dan 2008, rata-rata spare capacity OPEC diperkirakan lebih dari 2 juta barel per hari, lebih tinggi dari rata-rata tahun 2006 (1,3 juta barel/hari). Resiko harga minyak yang tinggi tetap ada apabila terjadi gangguan dalam produksi minyak mentah dunia dan memburuknya kondisi geo-politik di Timur Tengah dengan permintaan yang tetap tinggi dari China, India, dan negara Asia lainnya didorong oleh perekonomiannya yang tumbuh pesat.


Ketiga, potensi ketidakstabilan moneter internasional tetap tinggi dengan kesenjangan global yang diperkirakan tetap lebar dan likuiditas ekonomi yang besar. Kesenjangan global bersumber dari meningkatnya ketidakseimbangan perdagangan antara AS yang mengalami defisit neraca transaksi berjalan dengan negara-negara Asia dan pengekspor minyak yang mengalami surplus. Defisit transaksi berjalan AS diperkirakan meningkat menjadi USD 866,1 miliar (6,0 persen PDB) pada tahun 2008, sedangkan emerging country seperti China mengalami surplus yang semakin besar. Likuiditas ekonomi dunia dalam tahun 2008 diperkirakan tetap tinggi dan berpotensi mendorong pergerakan arus modal, terutama jangka pendek, yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan internasional. 


Keempat, persaingan antar negara semakin meningkat. Perekonomian dunia yang semakin terintegrasi menuntut daya saing perekonomian nasional lebih tinggi. Perlambatan ekonomi pada kelompok negara-negara berkembang akan meningkatkan persaingan perdagangan dunia. Persaingan juga meningkat untuk menarik investasi asing terutama oleh negara-negara di kawasan Asia dalam upaya mendorong perekonomiannya.


Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia tahun 2008 adalah sebagai berikut.


Pertama, stabilitas ekonomi yang terjaga baik sejak tahun 2006 akan memberi ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk mengkoordinasikan kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Kemampuan koordinasi yang lebih baik ini akan meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan kemampuan ekonomi dalam memperluas lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin. Kedua, upaya pemerintah untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi akan mendorong investasi dan industri manufaktur, serta meningkatkan daya saing ekspor nonmigas sebagai penggerak ekonomi. Ketiga, rasa aman, kepercayaan masyarakat, termasuk dunia usaha yang meningkat akan mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

C. 
Tantangan Pokok

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2006 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi pada tahun 2007, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2008 adalah sebagai berikut. 

1. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi yang masih lambat dan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang masih lemah dalam tahun 2006. Dalam tahun 2006, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto tumbuh 2,9 persen; lebih rendah dari tahun 2004 dan 2005 yang tumbuh 14,7 persen dan 10,8 persen. Pada tahun 2006, sektor industri pengolahan tumbuh 4,6 persen, lebih rendah dari tahun 2004 yang meningkat 6,4 persen. Disamping itu, peningkatan nilai ekspor nonmigas lebih banyak didorong oleh kenaikan harga dunia dibandingkan dengan volume ekspor. Beberapa kendala di dalam negeri yang menghambat peningkatan investasi dan ekspor serta lemahnya sektor industri pengolahan akan ditangani secara sungguh-sungguh. 

2. Mempercepat Pengurangan Pengangguran dan Kemiskinan. Meskipun pada tahun 2006 dan bulan Februari 2007, pengangguran terbuka menurun, jumlahnya masih besar yaitu sekitar 10,9 juta orang (10,3 persen) dan 10,6 juta orang (9,8 persen). Demikian juga penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih berjumlah 39,05 juta orang (17,75 persen) pada bulan Maret 2006. Percepatan pertumbuhan ekonomi akan didorong untuk menurunkan tingkat pengangguran yang mulai menurun dan mengurangi jumlah penduduk miskin yang masih besar dengan mendorong kualitas pertumbuhannya.

3. Menjaga stabilitas ekonomi. Potensi gejolak moneter internasional yang terkait dengan melebarnya kesenjangan global, melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang, menurunnya harga-harga komoditi nonmigas dunia, dan tingginya likuiditas ekonomi dunia dapat mempengaruhi ketidakseimbangan eksternal, ketahanan fiskal, dan stabilitas moneter di dalam negeri. 

D.
Arah Kebijakan Ekonomi Makro


Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2008, kebijakan ekonomi makro tahun 2008 diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peranan masyarakat akan ditingkatkan serta stabilitas ekonomi akan tetap dijaga.


Pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan investasi dan ekspor serta mendorong industri pengolahan. Peningkatan investasi dan ekspor didorong dengan meningkatkan daya tarik investasi baik di dalam maupun di luar negeri; mengurangi hambatan prosedur perijinan, administrasi perpajakan dan kepabeanan; meningkatkan kepastian hukum termasuk terhadap peraturan-peraturan daerah yang menghambat; serta meningkatkan diversifikasi pasar ekspor dan mendorong komoditi nonmigas yang bernilai tambah tinggi. Perhatian juga diberikan pada upaya untuk meningkatkan investasi dalam kegiatan eksploitasi dan eksplorasi pertambangan. Daya saing industri manufaktur ditingkatkan antara lain dengan pengembangan kawasan industri khusus, fasilitasi industri hilir komoditi primer, restrukturisasi permesinan, serta penggunaan produksi dalam negeri. Investasi juga akan didorong dengan meningkatkan produktivitas dan akses UKM pada sumberdaya produktivitas. Dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi juga diberikan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dan penyediaan energi termasuk listrik.


Kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan terus didorong. Perbaikan iklim ketenagakerjaan akan ditingkatkan dengan menyempurnakan peraturan ketenagakerjaan, mendorong pelaksanaan negosiasi bipatrit, serta penyusunan standar kompetensi. Perhatian juga diberikan pada penempatan, perlindungan, dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri. Pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan didorong melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian secara luas, diversifikasi ekonomi pedesaan, pembaharuan agraria nasional, serta pengembangan kota kecil dan menengah pendukung ekonomi perdesaan. Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro-rakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Disamping itu, kebutuhan pokok utamanya beras yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat miskin akan dijamin ketersediaannya dengan akses dan harga yang terjangkau.


Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi. Stabilitas ekonomi juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan koordinasi dengan otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan. Stabilitas ekonomi juga ditingkatkan melalui penyediaan kebutuhan pokok rakyat dengan cadangan beras yang memadai.

E. Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2008


Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, sasaran ekonomi makro tahun 2008 adalah pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen dan laju inflasi sebesar 6,0 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin turun. Pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 8,0 – 9,0 persen dan jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 15,0 – 16,8 persen pada tahun 2008.

1. 
Pertumbuhan Ekonomi Dan Kebutuhan Investasi


Pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi, menjaga ekspor nonmigas, serta memberi stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara untuk menggerakkan semua sektor produksi, terutama industri dan pertanian. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam tahun 2008, perekonomian diperkirakan tumbuh sebesar 6,8 persen, lebih tinggi dibandingkan sasaran tahun 2007 (6,3 persen). 


Investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sebesar 15,5 persen dan 12,7 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh 17,8 persen. Dalam keseluruhan tahun 2008, daya beli masyarakat membaik dengan konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh 5,9 persen, sedangkan pengeluaran pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6,2 persen. 


Sektor pertanian diperkirakan tumbuh 3,7 persen dengan peningkatan yang lebih baik terutama untuk produksi tanaman pangan. Adapun industri pengolahan didorong tumbuh 7,7 persen dimana industri pengolahan nonmigas tumbuh 8,4 persen antara lain oleh perbaikan iklim investasi dan meningkatnya ekspor nonmigas. Sedangkan pertumbuhan sektor-sektor lainnya dapat dilihat pada Tabel III.1.


Untuk membiayai pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 persen pada tahun 2008 tersebut, dibutuhkan investasi sebesar Rp 1.296,1 triliun.

2. 
Stabilitas Ekonomi


Stabilitas ekonomi dalam tahun 2008 tetap dijaga, tercermin dari kondisi neraca pembayaran, moneter, dan keuangan negara.

a.
Neraca Pembayaran


Penerimaan ekspor tahun 2008 diperkirakan meningkat sebesar 11,1 persen, terutama didorong oleh ekspor nonmigas yang naik 14,5 persen; sedangkan ekspor migas diperkirakan turun 3,4 persen antara lain karena harga minyak dunia yang lebih rendah, berakhirnya kontrak ekspor LNG dari salah satu perusahaan Korea Selatan, dan pengalihan produksi gas untuk domestik. Sementara itu impor nonmigas diperkirakan tetap tumbuh tinggi sebesar 19,8 persen sedangkan impor migas menurun sebesar 12,1 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang masih tetap tinggi, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun 2008 diperkirakan menurun menjadi USD 5,5 miliar.


Neraca modal dan finansial diperkirakan mengalami surplus sebesar USD 3,9 miliar didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD 6,9 miliar, portfolio sebesar USD 3,3 miliar; sedangkan investasi lainnya (neto) defisit sebesar USD 6,5 miliar dengan arus modal publik diperkirakan defisit sebesar USD 2,1 miliar. 


Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2008 diperkirakan mencapai USD 9,4 miliar dan cadangan devisa diperkirakan naik menjadi USD 64,6 miliar. Gambaran neraca pembayaran tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel III.2.

b. Moneter


Stabilitas neraca pembayaran yang terjaga, ketersediaan cadangan devisa yang meningkat, serta efektivitas kebijakan moneter yang makin baik akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap rupiah. Dalam tahun 2008, stabilitas nilai tukar rupiah diperkirakan tetap terjaga. Dengan nilai tukar rupiah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun 2008 diperkirakan sebesar 6,0 persen. Dengan menurunnya laju inflasi dan stabilnya nilai tukar rupiah, suku bunga di dalam negeri diperkirakan menurun dan pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat.

c. Keuangan Negara

Kebijakan fiskal tahun 2008 diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini. 


Dalam tahun 2008, penerimaan negara dan hibah diperkirakan mencapai 17,5 persen PDB, terutama didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar 13,5 persen PDB. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak, terutama penerimaan minyak bumi dan gas alam lebih rendah dibandingkan tahun 2007 dengan harga ekspor minyak mentah yang menurun. 


Pengeluaran negara dalam tahun 2008 diperkirakan sebesar 19,2 persen PDB, lebih rendah dibandingkan APBN Tahun 2007 (21,6 persen PDB). Secara nominal pengeluaran negara tahun 2008 tetap meningkat dibandingkan APBN tahun 2007. Dengan besarnya dorongan fiskal ke daerah, keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional.

Dengan perkiraan penerimaan dan pengeluaran tersebut, ketahanan fiskal tetap terjaga. Defisit APBN tahun 2008 diupayakan sekitar 1,7 persen PDB, ditutup oleh pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Ketahanan fiskal yang terjaga juga tercermin dari stok utang pemerintah yang menurun menjadi 35,2 persen PDB pada tahun 2008.

3. Pengangguran dan Kemiskinan 


Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi 15,0 – 16,8 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi 8,0 – 9,0 persen.

F. Pendanaan melalui Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga


Pelaksanaan pembangunan melalui kementerian negara/lembaga (K/L) merupakan bagian dari keseluruhan upaya pembangunan. Bagian terbesar dari pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan akan bersumber dari, dan dilaksanakan oleh masyarakat, karena porsi belanja negara hanya mencakup kurang dari seperempat perekonomian (PDB). Meskipun demikian, belanja negara mempunyai peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, pagu anggaran yang dibelanjakan melalui K/L terus meningkat. Pada tahun 2006, pagu definitif K/L tercatat Rp204,2 triliun, meningkat menjadi Rp 258,0 triliun pada tahun 2007, dan pada pagu indikatif tahun 2008 mencapai Rp286,9 triliun. 


Di samping belanja untuk K/L, sebagian dari belanja negara dialokasikan untuk pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Jumlah alokasi pendanaan yang didaerahkan terus meningkat dari tahun ke tahun, dan mencapai sekitar sepertiga dari keseluruhan belanja negara. 


Peningkatan anggaran tersebut, baik di sisi pemerintah pusat (K/L) maupun untuk pemerintah daerah menuntut kualitas belanja publik yang lebih baik agar memberikan manfaat yang optimal. Oleh karena itu, kebijakan pembiayaan pembangunan melalui K/L diarahkan untuk:

1. Mengutamakan alokasi pada kegiatan pembangunan yang efektif dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Dalam kaitan ini, penyediaan pelayanan dan investasi pemerintah lebih diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar menjadi tugas pemerintah. Sementara itu, peran swasta/masyarakat didorong melalui perwujudan kerangka regulasi yang kondusif.

2. Mengingat peran daerah yang makin besar, maka dilakukan pemilahan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah (K/L) dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sehingga menghindari tumpang tindih dan sekaligus meningkatkan keterpaduan upaya pemerintah secara keseluruhan.

3. Mengalokasikan pendanaan pada K/L sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta perkiraan kapasitas masing-masing K/L dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan meminimalkan dana yang tidak terserap. 


Dengan memperhatikan arah kebijakan tersebut, alokasi pendanaan pembangunan pada KL diutamakan untuk melaksanakan 8 (delapan) prioritas pembangunan nasional seperti diuraikan pada Bab II. Dengan pendekatan seperti yang diuraikan di atas, maka tidak setiap prioritas pembangunan akan mendapatkan alokasi yang setara. Pertama, karena ada prioritas pembangunan yang lebih mengedepankan kerangka regulasi, dana yang diperlukan relatif lebih kecil karena satuan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan kegiatan yang lain. Secara umum, satuan biaya yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana akan membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan yang lain. Kedua, karena penentuan sasaran/output yang akan berimplikasi pada kenaikan belanja disesuaikan dengan kapasitas untuk mengimplementasikan program-program pembangunan. Sebagai contoh, untuk program-program yang relatif baru penetapan sasaran/output dilakukan dalam jangka menengah dengan memberikan kesempatan untuk memantapkan kemampuan pelaksanaan pada tahun-tahun awal. Untuk program-program yang sudah berjalan, tetap perlu mempertimbangkan kemampuan K/L dalam melaksanakan kegiatan yang diperluas cakupan sasaran/outputnya. Pendekatan ini sesuai dengan arah pelaksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja  serta kerangka pengeluaran jangka menengah yang menjadi acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G.
Kebijakan Subsidi

Sesuai amanat pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945, di samping wajib menyelenggarakan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, pemerintah wajib menjamin kehidupan orang-orang yang tergolong fakir-miskin, anak-anak terlantar, wajib mengembangkan sistem jaringan sosial, serta wajib memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan demikian pemerintah perlu menyediakan bantuan yang cukup sesuai dengan yang dibutuhkan antara lain dalam bentuk transfer yang berupa cash, dalam bentuk barang dan jasa seperti jaminan tersedianya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan, subsidi yang terutama ditujukan untuk meringankan beban masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasarnya, serta subsidi untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan produk, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, dengan harga terjangkau.

Dalam menjalankan amanat konstitusi tersebut, dari waktu ke waktu Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan tersebut. Subsidi menempati proporsi yang cukup besar dalam keseluruhan belanja negara. Pada tahun 2007 rasio subsidi terhadap belanja negara mencapai 14,7 persen, atau  3,1 persen dari PDB. Subsidi tersebut terbagi atas berbagai jenis sebagai berikut: 

a. Subsidi pangan, dalam bentuk penyediaan dana untuk penerapan harga pembelian gabah dan beras oleh pemerintah (HPP) dan penyediaan beras murah untuk masyarakat miskin (Raskin);

b. Subsidi pupuk, dalam bentuk penyediaan pupuk murah untuk petani; 

c. Subsidi BBM, dalam bentuk penyediaan BBM dengan harga lebih murah, baik untuk konsumen maupun produsen tertentu;

d. Subsidi listrik, dalam bentuk penyediaan listrik murah, baik untuk konsumen maupun produsen tertentu;

e. Subsidi  bunga  kredit program, dalam bentuk penyediaan bunga di bawah bunga pasar untuk menunjang pencapaian program tertentu, seperti Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit Koperasi Primer untuk Angota (KKPA), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Koperasi, Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana (KKRS), Kredit Kepemilikan Rumah Sangat Sederhana (KKRSS), dan Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;

f. Subsidi benih, dalam bentuk penyediaan benih unggul untuk padi, kedelai,  jagung hibrida, jagung komposit dan ikan budidaya dengan harga di bawah harga pasar; serta 

g. Subsidi BUMN PSO, dalam bentuk penyediaan pelayanan oleh BUMN tertentu  kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasar, seperti subsidi untuk kereta api kelas ekonomi, subsidi pos, subsidi untuk PELNI dan sejenisnya.

Mengingat belanja negara dalam bentuk pemberian subsidi cukup besar, dalam rangka meningkatkan efektifitas pengeluaran negara, pengusulan dan pemberian subsidi akan terus disempurnakan secara bertahap.


Arah Kebijakan Subsidi Tahun 2008. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan sekaligus mendorong peningkatan perekonomian, subsidi yang sudah berjalan namun masih diperlukan atau belum berakhir jangka waktu pemberiannya akan terus dilanjutkan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan yang penting dan mendesak, pengusulan subsidi baru dimungkinkan dengan memperhatikan bahwa pemberian subsidi merupakan pilihan kebijakan terbaik yang perlu dilakukan, memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta dengan mempertimbangkan keterbatasan dana pemerintah.


Kriteria Subsidi. Secara umum, pemberian subsidi diberikan untuk menyediakan pelayanan/produk atau menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Kriteria pengusulan subsidi secara bertahap ditetapkan adalah sebagai berikut: 

1. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang  banyak atau dalam rangka mendorong kemampuan produsen nasional dalam memproduksi komoditi tertentu;

2. Adanya kelompok sasaran penerima subsidi yang jelas, yang menjadi konsumen akhir dari komoditi yang disubsidi;

3. Memiliki jangka waktu yang jelas. Dalam hal ini pemberian subsidi tidak dapat diberikan selamanya dan oleh sebab itu pengajuannya harus disertai dengan target waktu subsidi tersebut berakhir;

4. Pengajuan subsidi dalam  batas kemampuan pembiayaan negara; 

5. Pengusulan subsidi harus disertai dengan alasan dan dasar perhitungan yang jelas mengenai besarnya subsidi yang diajukan;

6. Adanya mekanisme (delivery) yang jelas hingga komoditi tersebut dapat dipastikan sampai pada masyarakat yang layak menerima;

7. Adanya pembenahan struktural yang menyertai pelaksanaan subsidi tersebut agar penyalahgunaan subsidi semaksimal mungkin dapat dihindarkan.


Mekanisme Pengajuan/Pemberian Subsidi. Subsidi diajukan oleh kementerian/ lembaga yang terkait erat dengan komoditi dalam bentuk barang dan jasa, atau yang ketersediaannya menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga yang bersangkutan. Pengajuan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengajuan kegiatan kementerian/ lembaga yang bersangkutan sehingga terjadi sinergi dan sinkronisasi dengan kegiatan kementerian/lembaga tersebut. Dengan demikian, kegiatan atau pengajuan subsidi secara lebih terperinci diuraikan pada kegiatan prioritas, atau dalam kegiatan kementerian/lembaga. 

H.
Pendanaan Melalui Belanja ke Daerah


Pendanaan pembangunan melalui belanja ke daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendanaan pembangunan secara nasional. Sehubungan dengan itu, kebijakan pengalokasian belanja ke daerah dalam tahun 2008 tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional dan menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan tujuan:

· Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah;

· Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;

· Meningkatkan kualitas pelayanan  publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; 

· Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;

· Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; dan

· Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro.

Dana Perimbangan


Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. 


Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Langkah-langkah untuk penyempurnaan proses penghitungan, penetapan alokasi dan ketepatan waktu penyaluran DBH akan tetap dilanjutkan, antara lain melalui peningkatan koordinasi dan akurasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam rangka mempercepat penyelesaian dokumen transfer yang diperlukan untuk penyaluran DBH ke daerah dan meningkatkan efektivitas penggunaannya.   


Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.  Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku sekurang-kurangnya 26 persen dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN dengan terus meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari instansi yang berwenang.


Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program prioritas nasional dan merupakan urusan daerah. Dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran untuk membiayai prioritas-prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2008, maka alokasi DAK untuk tahun 2008 diupayakan meningkat dari tahun 2007 dengan tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Secara umum, arah kebijakan pengalokasian DAK tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah menjadi urusan daerah. Selain itu, alokasi juga dapat diberikan kepada seluruh daerah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki status sebagai daerah otonomi khusus.

2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

3. Mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, dan diversifikasi ekonomi terutama di perdesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, serta infrastruktur. 

4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

5. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup,  serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi resiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup.

6. Mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur. 

7. Mendukung penyediaan prasarana pemerintahan di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan.

8. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga dan kegiatan yang didanai dari APBD. 
9. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah, ke DAK, setelah ditetapkannya peraturan pemerintah yang terkait dengan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah.

10. Bidang atau program  yang didanai oleh DAK meliputi:

a. 
Pendidikan, dengan arah kebijakan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendidikan dasar serta fasilitas pendukungnya. 
b. 
Kesehatan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat terutama masyarakat miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan. 

c. 
Infrastruktur jalan, dengan arah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang telah menjadi urusan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota untuk meningkatkan distribusi barang dan jasa antarkecamatan dan/atau antarkabupaten.
d. 
Infrastruktur irigasi, dengan arah kebijakan untuk mempertahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi di kabupaten/kota dan provinsi guna mendukung program ketahanan pangan. 
e. 
Infrastruktur air minum dan penyehatan lingkungan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan prasarana air minum bagi masyarakat di desa/kelurahan rawan air bersih dan kekeringan, serta perbaikan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan permukiman di daerah kumuh di perkotaan. 
f.  Pertanian, dengan arah kebijakan  untuk meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan perbenihan/pembibitan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, penyuluhan pertanian, dan kelembagaan ketahanan pangan, guna mendukung ketahanan pangan dan agribisnis.
g.  Kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, uji mutu, pemasaran, dan pengawasan di bidang perikanan dan penyediaan sarana dan prasarana perikanan di  pulau-pulau kecil.

h.  
Prasarana pemerintahan daerah, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah yang terkena dampak pemekaran dari tahun 2005 sampai tahun 2007. 

i.  
Lingkungan hidup, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, dan perlindungan sumber daya air. 
11. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari alokasi DAK ke daerah tersebut. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan dana pendamping. 

12. Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

· Kriteria Umum. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD untuk membiayai kebutuhan pembangunan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka kriteria umum alokasi DAK adalah sebagai berikut:

a. Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional berdasarkan indeks fiskal neto yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan.

b. Kemampuan Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud di atas didasarkan pada selisih antara realisasi Penerimaan Umum Daerah dengan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2005.

· Kriteria Khusus. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur kekhususan suatu daerah dan karakteristik daerah. Dengan demikian DAK dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu yang memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:

a.
Berada di provinsi yang memiliki status sebagai Daerah Otonomi Khusus;

b.
Daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan darat dengan negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk dalam kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.

· Kriteria Teknis. Kriteria teknis ditetapkan dengan menggunakan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana atau prasarana pada masing-masing bidang dan disesuaikan dengan kegiatan yang akan didanai oleh DAK. Kriteria teknis kegiatan DAK untuk bidang pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional, bidang kesehatan oleh Menteri Kesehatan, bidang infrastruktur jalan, irigasi, air minum dan penyehatan lingkungan permukiman oleh Menteri Pekerjaan Umum, bidang kelautan dan perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang pertanian oleh Menteri Pertanian, bidang prasarana pemerintahan daerah oleh Menteri Dalam Negeri, dan bidang lingkungan hidup oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.


Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus. Sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dialokasikan dana otonomi khusus kepada untuk Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang besarnya masing-masing setara dengan 2 persen dari plafon DAU nasional.  


Penggunaan dana otonomi khusus untuk Provinsi Papua diarahkan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Di samping itu juga disediakan dana tambahan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur terutama prasarana jalan dan perhubungan di Provinsi Papua. Secara khusus pembangunan infrastruktur akan diarahkan untuk penanganan jaringan jalan strategis lintas wilayah kabupaten/kota terutama di daerah pegunungan tengah Papua dan perbatasan dengan negara PNG, pembangunan bandara di kawasan pegunungan tengah dan perbatasan dengan negara PNG, pembangunan pelabuhan di kawasan terpencil terutama kawasan Selatan Papua, optimalisasi potensi sungai bagi pengembangan ASDP, perbaikan lingkungan perumahan dan air bersih, pengembangan irigasi bagi peningkatan produksi pangan, pengendalian banjir, peningkatan fasilitas transportasi darat laut dan udara, serta pengadaan prasarana dan sarana transportasi kawasan terpencil.  Upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan dan pemanfaatan dana ini terus dilakukan melalui peningkatan koordinasi sejak proses perencanaan hingga evaluasi pelaksanaannya.


Penggunaan dana otonomi khusus untuk Provinsi NAD diarahkan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. 
	

	Tabel III.1.

	GAMBARAN EKONOMI MAKRO

	
	Realisasi
	Proyeksi

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan Ekonomi (%)
	5,0 
	5,7 
	5,5
	6,3
	6,8

	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran (%)
	
	
	
	
	

	      Konsumsi Masyarakat   
	5,0 
	4,0
	3,2
	5,1
	5,9

	      Konsumsi Pemerintah
	4,0 
	6,6 
	9,6
	8,9
	6,2

	      Investasi            
	14,7 
	10,8 
	2,9
	12,3
	15,5

	      Ekspor Barang dan Jasa
	13,5 
	16,4 
	9,2
	9,9
	12,7

	      Impor Barang dan Jasa
	26,7 
	17,1 
	7,6
	14,2
	17,8

	
	
	
	
	
	

	Pertumbuhan PDB Sisi Produksi  (%)
	
	
	
	
	

	   Pertanian, Perkebunan, Peternakan,  

      Kehutanan, dan Perikanan
	2,8
	2,7 
	3,0
	2,7
	3,7

	   Pertambangan dan Penggalian
	-4,5
	3,1
	2,2
	2,9
	3,2

	   Industri Pengolahan
	6,4
	4,6 
	4,6
	7,2
	7,7

	       Nonmigas
	7,5
	5,9 
	5,3
	7,9
	8,4

	   Listrik, Gas dan Air Bersih
	5,3
	6,3
	5,9
	6,2
	8,2

	   Bangunan
	7,5
	7,4
	9,0
	9,4
	10,0

	   Perdagangan, Hotel, dan Restoran
	5,7
	8,4
	6,1
	7,0
	7,2

	   Pengangkutan dan Telekomunikasi
	13,4
	13,0
	13,6
	13,7
	14,0

	   Keuangan, Persewaan, dan Jasa Usaha
	7,7
	6,8
	5,6
	6,0
	6,2

	    Jasa-jasa
	5,4
	5,0
	6,2
	4,2
	4,0

	
	
	
	
	
	

	Laju Inflasi (%)
	6,4
	17,1
	6,6
	6,5
	6,0

	
	
	
	
	
	

	Keuangan Negara
	
	
	
	
	

	Defisit APBN/PDB (%)
	1,3
	0,5
	1,0
	1,1
	1,7

	Penerimaan Pajak/PDB (%)
	12,2
	12,7
	12,3
	14,4
	13,5

	Stok Utang Pemerintah/PDB (%)
	56,1
	47,9
	39,4
	37,4
	35,2

	
	
	
	
	
	


	Tabel III.2.
	

	PERKIRAAN NERACA PEMBAYARAN
	

	(USD miliar)
	

	
	Realisasi
	Proyeksi
	

	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	

	
	
	
	
	
	
	

	Ekspor
	70,8
	87,0
	102,7
	110,8
	123,1
	

	   Migas
	16,3
	20,2
	22,2
	20,5
	19,8
	

	   Nonmigas
	54,5
	66,8
	80,6
	90,2
	103,3
	

	
	
	
	
	
	
	

	Impor
	-50,6
	-69,5
	-73,0
	-80,1
	-91,7
	

	   Migas
	-11,2
	-16,0
	-15,8
	-14,0
	-12,3
	

	   Nonmigas
	-39,5
	-53,4
	-57,2
	-66,2
	-79,3
	

	
	
	
	
	
	
	

	Jasa-jasa
	-18,6
	-17,3
	-20,1
	-22,1
	-25,9
	

	   Pembayaran Bunga Pinjaman Pemerintah
	-2,8
	-2,7
	-2,6
	-2,9
	-3,1
	

	
	
	
	
	
	
	

	Neraca Transaksi Berjalan
	1,6
	0,3
	9,6
	8,6
	5,5
	

	
	
	
	
	
	
	

	Neraca Modal dan Finansial
	1,9
	0,3
	2,5
	4,0
	3,9
	

	    Neraca Modal
	0,0
	0,3
	0,3
	0,4
	0,2
	

	    Neraca Finansial
	1,9
	0,0
	2,1
	3,6
	3,7
	

	       Investasi Langsung
	-1,5
	5,3
	4,1
	5,6
	6,9
	

	           Arus Masuk
	1,9
	8,3
	7,5
	9,1
	10,9
	

	           Arus Keluar
	-3,4
	-3,1
	-3,5
	-3,6
	-3,9
	

	       Portfolio
	4,4
	4,2
	3,8
	3,7
	3,3
	

	           Aset Swasta
	0,4
	-1,1
	-1,9
	-2,0
	-2,1
	

	           Liabilities
	4,1
	5,3
	5,7
	5,7
	5,4
	

	              Pemerintah dan BI
	2,3
	4,8
	4,5
	2,8
	2,8
	

	              Swasta
	1,8
	0,4
	1,3
	3,0
	2,5
	

	       Lainnya
	-1,0
	-9,4
	-5,8
	-5,8
	-6,5
	

	           Aset Swasta
	1,0
	-8,6
	-3,6
	-4,9
	-5,4
	

	           Liabilities
	-2,0
	-0,8
	-2,2
	-0,9
	-1,1
	

	              Pemerintah dan BI
	-2,7
	-0,8
	-2,5
	-1,7
	-2,1
	

	              Swasta
	0,7
	0,0
	 0,3
	0,8
	1,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	To t a l
	3,4
	0,6
	12,1
	12,6
	9,4
	

	
	
	
	
	
	
	

	Selisih Perhitungan
	-3,1
	-0,2
	3,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	Neraca Keseluruhan
	0,3
	0,4
	15,0
	12,6
	9,4
	

	
	
	
	
	
	
	

	Cadangan Devisa
	36,3
	34,7
	42,6
	55,2
	64,6
	

	
	
	
	
	
	
	

	Memorandum Item
	
	
	
	
	
	

	Exceptional Financing
	
	
	
	
	
	

	   IMF Neto
	-1,0
	-1,1
	-7,6
	0,0
	0,0
	

	   Penjadwalan Hutang
	0,0
	2,7
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Transaksi Berjalan/PDB (%)   
	0,6
	0,1
	2,6
	2,1
	1,0
	

	   Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)
	11,5
	22,5
	20,7
	12,0
	14,5
	

	   Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)
	24,4
	36,0
	7,1
	15,6
	19,8
	

	
	
	
	
	
	
	




Bab 4

KAIDAH PELAKSANAAN

BAB 4
KAIDAH PELAKSANAAN 
Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. 

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, telah dilaksanakan proses musyawarah antar pelaku pembangunan  melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang, seperti Musrenbang Daerah Kabupaten/Kota, Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus), Musrenbang Provinsi, dan Musrenbang Nasional (Musrenbangnas). 

RKP Tahun 2008 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. 

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKP tahun 2008 sebagai berikut: 

1. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Tahun 2008 dengan sebaik-baiknya; 

2. RKP Tahun 2008 menjadi acuan dan pedoman bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, maka masing-masing instansi pemerintah (kementerian/lembaga), setelah menerima pagu sementara Tahun 2008, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) sebagai berikut:

a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2008, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga; 

b. Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2008, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; 

c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi kewenangan daerah; 

d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun Anggaran 2008 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, ataupun yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan. 

3. Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2008 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2008 sebagai berikut: 

a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2008, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota; 

b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2008, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya; 

c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) diatas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat; 

d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2008 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.

4. Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKP Tahun 2008; 

5. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan; 

6. Pada akhir tahun anggaran 2008, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya; 

7. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Lampiran  II

Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 18 Tahun 2007

tentang

Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2008
Buku  II

Daftar Isi

Daftar Isi

i
Bagian I 
Agenda Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai
Bab 1
Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat 

II.1 - 1

Bab 2
Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan Nilai-nilai Luhur

II.2 - 1

Bab 3
Peningkatan  Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas

II.3 - 1

Bab 4
Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme

II.4 - 1

Bab 5
Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme

II.5 - 1

Bab 6
Peningkatan Kemampuan Pertahanan 

II.6 - 1

Bab 7
Pemantapan Politik Luar Negeri dan Peningkatan Kerja Sama Internasional

II.7 - 1

Bagian II 
Agenda Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis 
Bab 8
Pembenahan Sistem dan Politik Hukum

II.8 - 1

Bab 9
Penghapusan Diskriminasi dalam Berbagai Bentuk

II.9 - 1

Bab 10
Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan atas Hukum dan Hak Asasi Manusia 

II.10 - 1

Bab 11
Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 

II.11 - 1

Bab 12
Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

II.12 - 1

Bab 13
Penciptaan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa 

II.13 - 1

Bab 14
Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh

II.14 - 1

Bagian III
Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Bab 15
Penanggulangan Kemiskinan 

II.15 - 1

Bab 16
Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas

II.16 - 1

Bab 17
Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur

II.17 - 1

Bab 18
Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

II.18 - 1

Bab 19
Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

II.19 - 1

Bab 20
Peningkatan Pengelolaan BUMN

II.20 - 1

Bab 21
Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

II.21 - 1

Bab 22
Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

II.22 - 1

Bab 23
Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

II.23 - 1

Bab 24
Pembangunan Perdesaan 

II.24 - 1

Bab 25
Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah 

II.25 - 1

Bab 26
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pelayanan Pendidikan yang Lebih Berkualitas

II.26 - 1

Bab 27
Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Lebih Berkualitas

II.27 - 1

Bab 28
Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial

II.28 - 1

Bab 29
Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda dan Olahraga 

II.29 - 1

Bab 30
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 

II.30 - 1

Bab 31
Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup 

II.31 - 1

Bab 32
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi

II.32 - 1

Bab 33
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, serta Pengurangan Risiko Bencana 
 
II.33 - 1

BAGIAN I
AGENDA MENCIPTAKAN INDONESIA

YANG AMAN DAN DAMAI

Bab 1

Peningkatan Rasa Saling Percaya

dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat

Bab 1

Peningkatan Rasa Saling Percaya 

dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat

A.
KONDISI UMUM

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2006 ditekankan pada upaya-upaya untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, serta menjaga harmonisasi di dalam masyarakat melalui berbagai fasilitasi dan dialog. Sebagai negara yang tengah memantapkan sistem politik dan demokrasinya dalam upaya untuk meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, semua dinamika dan konflik kepentingan perlu dikelola secara damai tanpa harus disertai dengan keguncanggan dan ketidakstabilan politik nasional.

Dalam upaya meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk memperkuat fondasi kebangsaan masyarakat, antara lain melalui fasilitasi organisasi kemasyarakatan. Melalui kerjasama dengan ormas tersebut, disamping masyarakat memperoleh pembelajaran dan pengalaman mengenai kebangsaan dan cinta tanah air, juga terjadi pembelajaran dan pengalaman bagi ormas untuk turut mendukung terjaganya nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air di dalam masyarakat. Pada tahun 2007 penguatan pondasi kebangsaan masih akan terus dilakukan sebagai prioritas.

Pembangunan dan penguatan peran media center telah pula dilaksanakan dengan tujuan untuk menyampaikan berbagai informasi secara objektif dan seimbang kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi sarana penting untuk menjaga harmonisasi di dalam masyarakat yang berkonflik. Dengan demikian diharapkan masyarakat tidak mudah terhasut oleh pemberitaan-pemberitaan yang provokatif. Prioritas penguatan media center akan terus dilakukan pada tahun 2007.

Berkaitan dengan persoalan Aceh pasca MoU Helsinki, langkah-langkah kebijakan yang ditempuh adalah memfokuskan pada pelaksanaan MoU Helsinki, antara lain pelaksanaan program reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kedalam masyarakat Aceh. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2006 yang secara tegas menyetujui pembentukan partai politik lokal dan calon independen (walaupun hanya dilakukan satu kali saja), penerapan syariah Islam bagi pemeluk agama Islam, jaminan terhadap Hak Asasi Manusia di Nangroe Aceh Darussalam (NAD), serta alokasi Dana Otonomi Khusus. Dengan disahkan dan dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut, upaya untuk membangun kepercayaan dan perdamaian dapat dijaga secara berkelanjutan. Disamping itu, hasil penting lainnya yang perlu dicatat adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di NAD yang berjalan dengan baik dan sukses, dan dapat dijadikan pelajaran berharga bagi daerah lainnya dalam melaksanakan Pilkada. Pada tahun 2007, pelaksanaan program reintegrasi GAM kedalam masyarakat serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan fokus utama yang akan dilaksanakan.

Terkait dengan persoalan Papua, antara lain melalui berbagai fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah, pada tanggal 10 Maret 2006 Pilkada Gubernur Papua dan Irian Jaya Barat telah berhasil dilaksanakan dengan aman dan tertib, dan diharapkan kedua Gubernur yang terpilih dapat menjembatani berbagai permasalahan Papua. Hal penting lain yang dilakukan pada tahun 2006 Pemerintah senantiasa melakukan dialog dan mengajak pimpinan dan anggota MRP, DPRP, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat serta tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk segera menyatukan sikap, pola pikir dan tindakan agar lebih memfokuskan percepatan pembangunan daerah untuk mengejar ketertinggalannya dan secara nyata mensejahterakan rakyat. 

Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di Papua, pada tahun 2007 akan ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan New Deal Policy for Papua dengan memprioritaskan pada pemantapan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses masyarakat pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kebijakan perlakuan khusus (affirmative action) bagi putra-putri asli Papua, serta peningkatan infrastruktur dasar untuk pengembangan wilayah-wilayah potensial. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Provinsi Papua yang menjadi dasar pijakan pelaksanaan kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat yang dalam beberapa tahun terakhir ini dirasakan berjalan sangat lamban.

Berkenaan dengan kasus Maluku dan Maluku Utara, Implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Provinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik tetap menjadi prioritas yang dilaksanakan yaitu meliputi peningkatan kapasitas dan kapabilitas pemerintahan di daerah, pelaksanaan rehabilitasi, serta meningkatkan secara terus menerus upaya dialog dan komunikasi efektif serta pendampingan terhadap masyarakat. Diharapkan akumulasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan di dalam masyarakat, sehingga di tahun 2007 upaya pemberdayaan masyarakat korban konflik di Maluku dan Maluku Utara dapat diselesaikan sejalan dengan upaya ”exit strategy” pasca Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 di tahun terakhir pelaksanaannya. 

Dalam penanganan masalah konflik Poso, sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Langkah-langkah Komprehensif Penanganan Masalah Poso, telah dibentuk Komando Operasi Keamanan (Koopskam) Sulawesi Tengah melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kep-35/Menko/Polhukam/6/2006. Saat ini, dengan kontribusi aparat Kepolisian dan masyarakat setempat, situasi dan kondisi keamanan yang relatif kondusif telah diciptakan, serta berbagai kasus teror dan para pelaku tindak kekerasan dan kriminal telah berhasil ditangkap. Program rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana sosial juga merupakan agenda yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pada tahun 2007, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk membangun dan memperkuat konsensus dan kepercayaan melalui berbagai kegiatan kebangsaan dan cinta tanah air, memperkuat jaringan sosial politik bagi pencegahan dan penyelesaian konflik melalui upaya-upaya politik dan hukum, serta terus melaksanakan berbagai dialog dan upaya perdamaian untuk tercapainya pelembagaan rekonsiliasi pasca konflik. Pengembangan kepercayaan dan penyelesaian konflik melalui proses penguatan kelembagaan politik dan hukum diharapkan dapat menghindarkan tindakan-tindakan kekerasan dan anarki yang menimbulkan perpecahan dan trauma sosial yang mendalam, sekaligus memberikan sumbangan pada proses demokratisasi yang sedang berlangsung. Upaya lain adalah dengan terus memantapkan kapasitas dan kredibilitas lembaga pemerintah serta lembaga-lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya pranata lokal/adat dalam melaksanakan perannya sebagai mediator konflik. 

Disamping beberapa pencapaian pada tahun 2006 dan perkiraan pencapaian tahun 2007, secara umum beberapa tantangan utama yang akan dihadapi pada tahun 2008 antara lain: menjaga kepercayaan dan harmonisasi yang sudah terbangun secara berkelanjutan, mempercepat pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan, mengatasi berbagai persoalan sosial kemasyarakatan seperti trauma pasca konflik, serta meningkatkan kualitas kebangsaan dan cinta tanah air secara lebih meluas. Berbagai tindakan penegakan hukum bagi para pelaku tindakan kriminal teror yang masih belum optimal harus diperbaiki untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintahan. Peningkatan kualitas layanan informasi dan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang objektif akan menjadi kekuatan utama untuk menjaga harmonisasi di dalam masyarakat. 

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Sasaran pembangunan tahun 2008 dalam Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi antar Kelompok Masyarakat adalah:

1. Terbangunnya berbagai fasilitas sosial budaya, ekonomi dan politik untuk mendorong proses pembangunan di daerah pasca konflik, serta menguatnya  ruang publik dalam menjaga harmonisasi di dalam masyarakat;

2. Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat kebangsaan dan cinta tanah air di daerah pasca konflik;

3. Terjaminnya peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan dalam upaya menjaga harmonisasi di dalam masyarakat;

4. Menguatnya fondasi kerjasama antara aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial politik kemasyarakatan;

5. Meningkatnya layanan informasi sesuai kebutuhan masyarakat.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Arah kebijakan pembangunan tahun 2008 untuk Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antar Kelompok Masyarakat adalah:

1. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana sosial, budaya, ekonomi dan politik untuk memberikan akses dalam menjaga harmonisasi di dalam masyarakat; 

2. Peningkatan pemahaman pentingnya persatuan dan kesatuan melalui berbagai kegiatan kebangsaan dan cinta tanah air;

3. Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan dalam menjaga harmonisasi di dalam masyarakat;

4. Peningkatan kapasitas dan kredibilitas lembaga pemerintah daerah dalam menangani, mencegah konflik serta menjaga harmonisasi di dalam masyarakat termasuk di dalamnya upaya untuk penegakan hukum;

5. Peningkatan dialog, komunikasi politik dan koordinasi berbagai pihak khususnya pemerintah, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan media massa daerah;

6.
Peningkatan layanan informasi untuk masyarakat.
D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

	1.
	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Rehabilitasi sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan dan perekonomian yang rusak akibat konflik.

2. Fasilitasi upaya-upaya penguatan institusi kemasyarakatan sebagai wadah solusi konflik dan peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.

3. Fasilitasi upaya intensifikasi pemulihan trauma mental masyarakat akibat konflik.
	Program Pemulihan Wilayah Pasca Konflik 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Fasilitasi pelaksanaan reintegrasi GAM ke dalam masyarakat.

2. Peningkatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyelesaian konflik dan pemulihan wilayah pasca konflik di 6 lokasi.

3. Pembentukan sekretariat bersama antar umat beragama terutama di wilayah konflik dan pasca konflik.

4. Peningkatan kepekaan aparat pemerintah untuk mendeteksi dan mengurangi potensi konflik yang ada.

5. Pembentukan Crisis Center untuk pemulihan psikologis bagi para korban konflik.


	Terbangunnya fasilitas sosial budaya, ekonomi dan politik dan menguatnya  ruang publik dalam menjaga harmonisasi di dalam masyarakat. 


	Depdagri

Kemeneg PDT


	39.200,0

	2.
	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Fasilitasi berbagai forum kemasyarakatan dalam mengembangkan wacana-wacana sosial politik untuk meningkatkan pemahaman persatuan bangsa.

2. Fasilitasi terlaksananya pendidikan politik masyarakat yang berkualitas bersama pihak terkait agar masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan hak dan kewajiban sesuai UUD 1945.

3. Perbaikan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.

4. Fasilitasi proses rekonsiliasi nasional.

5. Fasilitasi terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi budaya demokrasi, anti KKN, HAM dan Etika Politik.

6. Pengembangan dan implementasi berbagai wujud ikatan kebangsaan.

7. Pengembangan penanganan konflik yang mengutamakan harmoni sosial melalui optimalisasi dan pemberdayaan fungsi pranata-pranata adat lokal yang berkredibilitas tinggi.


	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelaksanaan dialog serta kegiatan seni dan budaya untuk peningkatan pemahaman nilai persatuan.

2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi berbagai pihak dalam penyelesaian konflik.

3.
Pelaksanaan sosialisasi kebangsaan dan cinta tanah air oleh 200 ormas.

4.    Fasilitasi dalam mendorong rekonsiliasi di daerah.

5.    Pengembangan berbagai kegiatan kebangsaan dan cinta tanah air.

6. Pengembangan forum kewaspadaan dini.

7. Pelaksanaan kajian, evaluasi pelaksanaan penanganan konflik. 


	Penguatan kebangsaan dan terjaganya harmonisasi di dalam masyarakat.
	Depdagri

Kemenko Polhukam


	48.957,9



	1. 
	Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Fasilitasi dan mendorong terlaksananya pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi politik rakyat.

2. Fasilitasi dan mendorong terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang independen dan otonom untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.

3. Pemberdayaan dan pemberian peluang kepada organisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasi memberikan masukan dan melaksanakan pengawasasn terhadap proses pengambilan dan implementasi keputusan publik.

4. Fasilitasi pulihnya dan pemberdayaan kembali pranata-pranata adat dan lembaga sosial budaya tradisional agar dapat dipercaya dan mandiri.

5. Fasilitasi dan mendorong upaya-upaya politik  untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat luas.

6.    Peningkatan profesionalitas aparatur dan kelembagaan pemerintah termasuk di dalamnya upaya koordinasi dalam menyelesaikan persoalan konflik dan atau mencegah timbulnya ketegangan sosial politik/konflik.


	Program Penataan Hubungan Negara dan Masyarakat 

Kegiatan-kegiatan  pokok:

1. Fasilitasi/dorongan bagi pemda untuk menjamin kapasitas dan peran organisasi masyarakat sipil daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelesaian persoalan sosial politik kemasyarakatan.

2. Pelembagaan forum penyusunan kebijakan publik terhadap masyarakat.

3. Pengembangan profesionalisme aparatur pemerintah dalam menangani persoalan sosial politik kemasyarakatan.


	Adanya jaminan bagi peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan; serta 

semakin mantapnya penguatan fondasi kerjasama antara aparatur pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial politik kemasyarakatan.


	Depdagri


	7.150,0



	2. 
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Perwujudan pelayanan informasi multimedia yang lebih berkualitas.

2. Penyediaan informasi yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan standar layanan informasi publik.

3. Perluasan jaringan dan prasarana layanan informasi serta penyiaran publik khususnya untuk daerah terpencil.

4. Pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas untuk membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi yang lebih luas secara cepat dan akurat.

5. Penciptaan kemudahan untuk pengembangan dan investasi bagi penyiaran televisi swasta. 

6. Fasilitasi untuk mendorong terciptanya masyarakat yang sadar informasi.


	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penguatan kelembagaan komunikasi dan informasi.

2.    Penyebaran informasi melalui berbagai media massa komunikasi dan informasi.

3.    Fasilitasi pemanfaatan jaringan komunikasi informasi masyarakat.

4.    Pembangunan dan penguatan media center di daerah konflik, pasca konflik dan rawan konflik (NAD, Poso, Papua, Maluku, Maluku Utara dan NTB) serta  daerah tertinggal dan perbatasan. 


	Meningkatnya layanan informasi yang dibutuhkan masyarakat. 


	Depkominfo 


	186.214,0




Bab 2

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 

YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR
BAB 2

PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 

YANG BERLANDASKAN PADA NILAI-NILAI LUHUR

A. KONDISI UMUM
Pembangunan nasional yang dilakukan paska krisis ekonomi telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai dengan adanya pemulihan kondisi perekonomian nasional. Terkait dengan pembangunan kebudayaan, keberhasilan pemulihan ekonomi tersebut perlu diantisipasi dengan adanya kesiapan masyarakat beserta pranata sosial yang ada di dalamnya sehingga stabilitas yang diraih dapat berkelanjutan. Di samping melihat ke dalam, pembangunan nasional juga harus mampu mengantisipasi arus globalisasi yang semakin masif yang meniscayakan adanya ketahanan budaya yang mampu menjadi penyelaras nilai global dan nilai lokal sehingga dapat menghindarkan perbenturan antarbudaya (class civilization). 

Berbagai upaya yang telah dilakukan melalui revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya dan pranata sosial kemasyarakatan telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan yang ditandai dengan semakin berkembangnya berbagai dialog lokal, nasional dan internasional, tumbuhnya pemahaman atas keberagaman, serta menurunnya eskalasi konflik lokal horizontal di dalam masyarakat. 
Pada tahun 2006, pencapaian pembangunan kebudayaan terkait dengan pengelolaan keragaman budaya adalah: (1) pelaksanaan dialog antarbudaya yang terbuka dan demokratis dalam rangka peningkatan kebersamaan dan integrasi; (2) pelaksanaan kegiatan Jelajah Budaya di Provinsi NAD untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap keanekaragaman budaya pasca gempa dan tsunami; (3) penyusunan Peta Budaya Indonesia; (4) sosialiasi direktori/buku keanekaragaman budaya bangsa dan tempat-tempat unggulan daerah yang berpotensi menjadi lokasi pembuatan film internasional bagi orang asing di Indonesia; (5) pembuatan film kolosal “Syekh Yusuf” untuk memberikan pemahanan bagi generasi muda mengenai perjuangan melawan penjajah dan membela bangsa; dan (6) persiapan untuk mengikuti Festival Film Internasional di Busan, Korea Selatan dan Taiwan. 

Terkait dengan pengembangan nilai budaya, hasil yang dicapai adalah: (1) pelaksanaan Festival Seni Budaya Indonesia 2006 melalui kegiatan Gelar Budaya Sulawesi Selatan di Makassar, Gelar Budaya Spiritual di Denpasar dan Festival Nasional Musik Tradisi Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta yang diikuti oleh wakil kelompok musik tradisional dari seluruh Indonesia; (2) penyusunan revisi UU No.8 Tahun 1992 tentang Perfilman sebagai dasar pengembangan Perfilman Nasional di masa yang akan datang; (3) penganugerahan penghargaan kebudayaan bagi pelaku dan pemerhati kebudayaan untuk mendorong partisipasi aktif dalam pengembangan kebudayaan nasional; (4) pelaksanaan Musyawarah Nasional tentang Pelajaran Sejarah dalam rangka mendukung pembentukan kepribadian bangsa utamanya dalam konteks multikultur; (5) penyelenggaraan Arung Sejarah Bahari I (Ajari I) untuk memupuk semangat nasionalisme dan cinta lingkungan alam khususnya bahari yang didukung oleh kapal TNI Angkatan Laut Tanjung Kambani; dan (6) penyelenggaraan Pameran Kebudayaan Islam untuk meningkatkan citra peradaban Islam di Indonesia yang berjudul “Crescent Moon: Islamic Arts and Civilization of South East Asia” di Adelaide dan Canberra, Australia. 

Terkait dengan pengelolaan kekayaan budaya, hasil yang dicapai adalah: (1) penulisan Sejarah Kebudayaan Indonesia dan penulisan Sejarah Pemikiran untuk memperkaya pengetahuan kita tentang kebudayaan Indonesia; (2) penyelenggaraan pendidikan multikultur di daerah konflik melalui dialog dalam rangka meningkatkan rasa saling menghargai sebagai bangsa yang multietnis; (3) pelaksanaan kegiatan Lawatan Sejarah di Makassar dengan tema ”Pelayaran Makassar Selayar merajut simbol-simbol Maritim Perekat Bangsa”; (4) penyusunan Ensiklopedi Sejarah Perkembangan Iptek yang mengenai pengetahuan dan teknologi maritim di Indonesia;  (5) pelaksanaan koordinasi penanganan perlindungan benda cagar budaya (BCB) dan Survey Arkeologi Bawah Air; (6) penyelenggaraan Sidang ke-40 ASEAN-Committee on Culture and Information  (ASEAN-COCI) di Mataram; (7) penyusunan Pedoman Museum Situs sebagai landasan bagi pemda kabupaten/kota dan masyarakat dalam  mendirikan museum; (8) pelaksanaan koordinasi dalam rangka Ratifikasi UNESCO: Convention on The Protection of Underwater Cultural Heritage untuk mengetahui posisi RI dalam menentukan kebijakan pelestarian dan pengelolaan peninggalan bawah air; (9) sosialisasi/kampanye Peningkatan Apresiasi Masyarakat Terhadap Museum yang diselenggarakan di Museum Kartini Jepara dan  Museum Kraton Kasepuhan Cirebon; (10) pemberian bantuan kepada Museum NTT  berupa penataan dan pameran tetap beserta sarananya tentang Manusia Purba Flores (Homo Floresiensis); dan (11) penggalian dan penelitian situs Trowulan yang dilanjutkan dengan kegiatan pameran Peninggalan Sejarah dan Purbakala Situs Trowulan bekerjasama dengan Yayasan Kebudayaan Indonesia-Jepang (NIHINDO); serta (12) konservasi dan rehabilitasi Istana Tua Sumbawa beserta kawasannya.

Pada tahun 2007, perkiraan pencapaian pembangunan kebudayaan terkait pengelolaan keragaman budaya adalah: (1) terselenggaranya dialog kebudayaan dan kebangsaan; (2) terlaksananya pengembangan dan pelestarian kesenian; (3) terlaksananya pengembangan Galeri Nasional dan perfilman nasional; (4) terlaksananya peningkatan Sensor Film; (5) pendukungan pengembangan keragaman budaya daerah; (6) pendukungan pengelolaan Taman Budaya Daerah; dan (7) optimalisasi koordinasi pengembangan nilai budaya, seni dan film. Perkiraan pencapaian terkait dengan pengembangan nilai budaya adalah: (1) tersusunnya pedoman pelaksanaan pembangunan karakter dan pekerti bangsa berdasarkan nilai-nilai luhur; (2) terwujudnya pelestarian dan pengaktualisasian nilai-nilai tradisi dan pengembangan budaya masyarakat adat; dan (3) tersusunnya rancangan perundang-undangan tentang kebudayaan. Perkiraan pencapaian terkait dengan pengelolaan kekayaan budaya adalah: (1) meningkatnya pemahaman sejarah, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan purbakala; dan meningkatnya peran museum sebagai sarana edukasi, rekreasi, pendidikan dan informasi; (2) meningkatnya profesionalitas SDM di bidang sejarah dan purbakala dan ketersediaan informasi yang berbasis teknologi; (3)  terselesaikannya Rancangan Revisi UU Benda Cagar Budaya; (4) Disetujuinya Tana Toraja, Jatiluwih, Pakerisan dan Pura Taman Ayun sebagai Warisan Dunia;  (5) terjaganya fisik dan kandungan naskah kuno dan bahan pustaka; (6) terlaksananya perekaman dan digitalisasi bahan pustaka; terhimpun dan terdayagunakannya koleksi deposit nasional; serta tersusunnya statistik perpustakaan dan perbukuan.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan kebudayaan pada tahun 2008 adalah: (1) belum memadainya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya; (2) belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang  mengakibatkan adanya kecenderungan  semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; (3) timbulnya kerawanan sosial dan ketegangan antarkelompok masyarakat serta menurunnya nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramah tamahan sosial dan rasa cinta tanah air; yang berpotensi merusak integrasi bangsa; (4) lemahnya sikap dan daya kritis sebagian besar masyarakat yang mengakibatkan kurangnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif; (5) belum optimalnya kegiatan pelestarian kekayaan budaya, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, apresiasi, kesadaran, dan komitmen pemerintah dan masyarakat;  dan (6) terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, sasaran pembangunan kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur pada tahun 2008 diarahkan pada: 

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka penguatan ketahanan budaya dan menghadapi derasnya arus budaya global;

2. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi nilai-nilai kebangsaan dan strategi penguatannya dengan sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya dalam rangka memperkukuh NKRI; 

3. Terpeliharanya kerjasama yang sinergis antar pihak terkait dalam upaya pelestarian kekayaan budaya;

4. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berkepribadian, berbudi luhur, dan mencintai kebudayaan Indonesia. 

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008
Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, pembangunan kebudayaan yang akan ditempuh dalam tahun 2008 diarahkan pada:

1. Pengembangan modal sosial untuk mengaktualisasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam menghadapi derasnya arus budaya global;

2. Penyelesaian peraturan perundangan di bidang kebudayaan beserta penyusunan petunjuk pelaksanaannya;

3. Pengembangan kerjasama yang sinergis antar pihak terkait dalam upaya pengelolaan kekayaan budaya;

4. Perwujudan masyarakat Indonesia yang berkepribadian, berbudi luhur, dan mencintai kebudayaan Indonesia.
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Peningkatan Keamanan, Ketertiban

dan Penanggulangan Kriminalitas
A.
KONDISI UMUM

Upaya peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas ditandai dengan meningkatnya kemampuan aparat keamanan dalam menindak, mencegah dan menanggulangi gangguan keamanan, ketertiban, dan kriminalitas. Keberhasilan yang telah dicapai dalam membongkar tindak kejahatan menunjukkan adanya peningkatan profesionalitas aparat keamanan. Dunia internasionalpun mengakui keberhasilan pembangunan bidang keamanan, dimana keseriusan dalam memerangi tindak kejahatan transnasional mendapatkan apresiasi baik oleh masyarakat internasional maupun dunia usaha. Kepercayaan masyarakat internasional dan dunia usaha terhadap kondisi keamanan dan ketertiban tercermin dari kinerja perekonomian yang ditunjukkan oleh kestabilan atau membaiknya berbagai indikator makro ekonomi. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti terjadinya penyimpangan profesi aparat keamanan, sikap kritis masyarakat yang kurang dilandasi oleh pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum, serta perilaku primordial masyarakat yang belum sepenuhnya dapat menerima perbedaan baik etnis, agama maupun keyakinan.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik relatif belum mampu mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab masih tingginya tingkat gangguan keamanan, ketertiban dan kriminalitas. Kondisi yang ditandai dengan tingginya tingkat pengangguran, sulitnya lapangan kerja, serta daya beli masyarakat yang rendah menjadikan sebagian masyarakat seakan terjebak dalam dua pilihan yaitu bertahan untuk hidup secara lurus atau secara menyimpang (bertindak kriminal). Hal semacam ini merupakan faktor korelatif kriminogen yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik dapat menjadi tindak kriminal nyata. Dalam hal inilah peran aparat keamanan menjadi sangat penting. Meskipun beberapa kejahatan konvensional yang menonjol seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penganiayaan berat, atau kenakalan remaja menunjukkan penurunan, namun secara umum trend kriminalitas masih menunjukkan gejala peningkatan pada tahun 2006, yaitu meningkat sebesar 6,7 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu,  penyelesaian tindak pidana pada tahun yang sama hanya meningkat sebesar 2,5 persen.

Masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerjasama internasional penanganan kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin mengglobalnya dunia menyebabkan kejahatan yang bersifat kompleks dengan skala lintas negara/ transnasional seperti penyelundupan senjata, perdagangan manusia, perdagangan anak-anak dan perempuan, terorisme ataupun perdagangan narkoba masih tinggi intensitasnya. Namun dalam hal penanganan kejahatan transnasional pencucian uang (money laundering), sejak Februari 2006 Indonesia secara resmi telah dikeluarkan dari kelompok negara yang dimonitor oleh Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF on ML) dan hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia telah berhasil menekan tindakan illegal khususnya money laundry.
Dalam hal pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, aparat keamanan semakin intensif dan berhasil menggulung sejumlah pengguna dan bandar pengedar narkoba. Seiring dengan semakin ketatnya pengawasan, maka berbagai modus peredaran gelap narkoba yang semakin beragam telah berhasil dibongkar oleh aparat keamanan. Lebih lanjut, terbongkarnya sejumlah sentra-sentra produksi narkoba berskala besar terutama sabu-sabu, ekstasi, dan ladang ganja, menimbulkan harapan baru menurunnya kasus-kasus kejahatan narkoba. Beberapa kasus besar narkoba yang berhasil dibongkar oleh aparat keamanan pada tahun 2006 diantaranya adalah tertangkapnya sejumlah bandar narkoba dari dalam dan luar negeri, pemusnahan ladang ganja, pembongkaran pabrik ekstasi dan sabu-sabu skala besar di berbagai daerah, serta penggagalan rencana transaksi narkotika jenis sabu-sabu seberat hampir 1 ton dengan nilai Rp. 600 milyar di Teluk Naga Tangerang. Namun demikian keberhasilan tersebut belum dapat menurunkan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terkait dengan nilai ekonominya yang sangat tinggi. Dalam kurun dua tahun terakhir, kejahatan narkotika mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu 28,6 persen dibandingkan tahun 2005. 

Meskipun masyarakat Poso pada dasarnya memiliki toleransi yang tinggi, ada indikasi pemeliharaan keberlangsungan konflik yang ditunjukkan dengan rentetan peristiwa pada dua tahun terakhir seperti konflik horisontal pasca eksekusi Tibo cs, terbunuhnya tokoh agama (pendeta), atau konflik vertikal antara masyarakat dengan aparat keamanan. Dalam hal konflik bernuansa agama, akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan eskalasi. Sejumlah aliran yang dinyatakan terlarang, aktivitasnya telah merenggut sejumlah korban baik dari aparat keamanan ataupun pengikutnya. Konflik juga melanda sejumlah tempat ibadah khususnya gereja dan masjid yang dianggap melanggar peraturan tentang penyiaran agama, penodaan ajaran agama, atau penyimpangan ajaran agama. Sementara itu dalam hal pelaksanaan pengamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), keberhasilan menurunkan tingkat kejahatan di laut khususnya di Selat Malaka, belum menyurutkan tekanan pihak asing untuk turut serta dalam pengamanan Selat Malaka. 

Sistem pengawasan dan pengamanan pengelolaan sumberdaya alam masih terasa lemah. Di bidang kehutanan pembalakan liar merupakan ancaman yang paling serius bagi keberlanjutan fungsi hutan, baik dari aspek ekonomi, ekologis, maupun sosial. Kerugian hutan Indonesia akibat praktik pembalakan liar diperkirakan mencapai USD 5,7 miliar atau setara dengan Rp 46,74 triliun per tahun, tidak termasuk kerugian dari aspek ekologis yang berpotensi menimbulkan dampak bencana seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Upaya  untuk mengatasi masalah pembalakan liar ini merupakan usaha yang sulit mengingat pelakunya memiliki jaringan sangat luas dan sulit tersentuh.  Namun demikian upaya penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu memutus jaringan pembalakan liar baik di dalam negeri maupun antar negara. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut dari segi yuridis Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dalam upaya memberantas praktek-praktek illegal logging telah dilakukan beberapa kegiatan diantaranya: merevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan, peningkatan pengamanan hutan berbasisi sumber daya masyarakat, dan penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan. Sementara itu dalam rangka penanggulangan pencurian ikan (illegal fishing), telah dilakukan upaya pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan melalui penerapan sistem monitoring, controlling, and surveilance yang diantaranya berupa pemasangan transmitter dalam rangka pengembangan vessel monitoring system dengan sasaran kapal perikanan Indonesia; pembangunan pos pengawas dan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengawasan di 5 lokasi yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung dan Tual; kerja sama operasional pengawasan dengan TNI AL dan Polri serta operasi pengawasan oleh kapal pengawas DKP ; dan pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan yang diresmikan pada bulan Oktober 2006. 

Berkenaan dengan kondisi tersebut, maka tantangan pokok yang dihadapi pada pembangunan nasional tahun 2008 dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas adalah menurunkan tingkat kriminalitas baik melalui penurunan kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan narkoba, konflik komunal, kejahatan di laut maupun kejahatan terhadap sumber daya alam, agar aktivitas masyarakat dapat berjalan secara wajar. Di samping itu, belum tertangkapnya tokoh-tokoh utama terorisme, dinamika proses politik yang masih diwarnai tindakan anarkhis, serta penyelesaian akar masalah konflik terutama di Poso merupakan tantangan yang masih akan dihadapi dalam mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, khususnya dalam rangka meraih kepercayaan internasional serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

B.
Sasaran Pembangunan Tahun 2008

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:  

1. Menurunnya resiko penduduk terkena tindak pidana dan bertambah lamanya selang waktu terjadinya tindak pidana sejalan dengan semakin meningkatnya profesionalisme Polri;

2. Makin sempitnya ruang gerak kejahatan transnasional terutama jaringan peredaran gelap dan produksi narkotika, perdagangan manusia, dan pencucian uang; 

3. Terlindunginya keamanan lalu lintas informasi rahasia lembaga/fasilitas vital negara sebagai konsekuensi kebebasan memperoleh informasi serta pemberlakuan zona-zona pasar bebas regional dan kawasan;

4. Menurunnya angka ketergantungan narkoba dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba; 

5. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut terutama pada alur perdagangan dan distribusi serta alur pelayaran internasional sejalan dengan menguatnya koordinasi keamanan laut; 

6. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya alam dan membaiknya praktek penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dalam memberantas illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing;

7. Meningkatnya toleransi keberagaman dan penghargaan pluralitas serta  kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum.

C.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008

Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas pada tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

1. Penguatan kemampuan dan pemantapan koordinasi lembaga pertahanan dan keamanan yaitu Polri, TNI, BIN, Lemsaneg, BNN, dan Bakorkamla dalam rangka meningkatkan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas;

2. Peningkatan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan transnasional terutama jaringan peredaran gelap dan produksi narkotika, perdagangan manusia, dan pencucian uang melalui upaya deteksi dini dan interdiksi darat, laut maupun udara serta kerjasama antar lembaga terkait maupun internasional;

3. Peningkatan dan perluasan jaringan pelayanan lalulintas informasi rahasia lembaga/fasilitas vital negara baik yang ada di dalam negeri maupun luar negeri;

4. Peningkatan pelayanan rehabilitasi korban narkotika, sosialisasi bahaya narkoba, serta menekan aktivitas jaringan supply dan demand narkotika;

5. Peningkatan koordinasi dan pelaksanaan penanganan keamanan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai implementasi tanggung jawab pengamanan lalulintas pelayaran internasional; 

6. Peningkatan upaya pencegahan dan penindakan kegiatan illegal logging, illegal mining dan illegal fishing melalui penguatan kapasitas kelembagaan perlindungan sumber daya laut dan kehutanan, pelaksanaan operasi pengamanan hutan dan laut secara terus menerus, dan penyelesain kasus hukum kejahatan sumber daya alam dengan hukuman yang dapat memberikan efek jera untuk menjaga sustainabilitas pemanfaatan sumber daya alam;

7. Pembinaan toleransi keberagaman dan penghargaan pluralitas; penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum; dan pemeliharaan kamtibmas melalui upaya pemolisian masyarakat (community policing). 

D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp. Juta)

	1. 
	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas;

2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas;

3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban., dan menanggulangi kriminalitas;

4. Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.


	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

Kegiatan-kegiatan pokok :

1. Pengadaan intelijen device, peralatan komunikasi, kendaraan operasional dan penyelesaian pembangunan diklat intelijen;

2. Pembangunan jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi intelijen secara cepat, tepat, dan aman;

3. Operasi intelijen penanggulangan transnasional crime dan uang palsu/kertas berharga;

4. Peningkatan kerjasama intelijen internasional;
5. Pembangunan pos intelijen wilayah di provinsi, kabupaten/kota;

6. Koordinasi badan-badan intelijen pusat dan daerah dalam pelaksanaan operasi intelijen; 

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan operasi kontra intelijen;

8. Operasi intelijen strategis di luar dan dalam negeri.


	1. Terdeteksinya secara dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan nasional;

2. Terdeteksi dan terungkapnya jaringan kejahatan transnasional;

3. Terdeteksi dan terungkapnya jaringan terorisme;

4. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme;

5. Terdeteksi dan terungkapnya secara dini kegiatan intelijen asing.


	BIN
	884.380,0

	2. 
	Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan piranti lunak sistem pengamanan rahasia negara dan kerahasiaan dokumen atau arsip negara;

2. Pengadaan alat laboratorium, perekayasaan perangkat lunak persandian, perekayasaan peralatan sandi, penelitian penguasaan teknologi, penelitian peralatan sandi;

3. Pembangunan gedung pendidikan dan pelatihan serta sarana dan prasarana gedung perkantoran;

4. Pengadaan peralatan sandi dalam rangka pembangunan jaringan komunikasi sandi;

5. Penyelenggaraan kegiatan operasional persandian;

6. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang persandian;

7. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundangan persandian;
8. Pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Persandian Negara (SISDINA) meliputi SDM, perangkat lunak, perangkat keras dan Jaring Komunikasi Sandi Nasional.


	Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan, pengkajian dan pengembangan kebijakan strategi;

2. Pembinaan dan fasilitasi sistem persandian;

3. Peningkatan gelar peralatan sandi VVIP dan KBRI;

4. Peningkatan gelar peralatan sandi di Dep. ESDM, Depkes, Depnakertrans, Dephub, BPS, BPN, BATAN, BAKORSURTANAL, LIPI, dan BKN;

5. Penelitian dan pengembangan persandian;
6. Pembinaan SDM persandian.

	1. Menurunnya potensi kebocoran rahasia negara;

2. Terwujudnya SDM sandi yang profesional sesuai potensi ancaman yang ada.


	LEMSANEG
	297.777,1

	3. 
	Program Pengembangan SDM Kepolisian

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pemeliharaan kesiapan personil Polri, berupa perawatan kemampuan dan pembinaan personil;

2. Pengembangan kekuatan personil melalui rekruitmen anggota Polri dan PNS;

3. Pengembangan kemampuan Polri melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan kejuruan, dan spesialisasi fungsi kepolisian.


	Program Pengembangan SDM Kepolisian

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan kekuatan personil melalui rekruitmen anggota Polri dan PNS;

2. Pengembangan kemampuan personil Polri, menuju profesionalisasi kepolisian & Peningkatan kemampuan PNS Polri yang perannya diarahkan menjadi komplemen dalam organisasi Polri.


	1. Terwujudnya anggota Polri yang profesional dalam arti yang pandai/terampil dan bermoral/bermental kepribadian baik, dalam rangka melaksanakan tugas pokok Polri;

2. Terwujudnya kultur Polri yang sesuai dengan tuntutan masyarakat demokratis.


	Polri
	330.605,8

	4. 
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penataan kelembagaan Polri serta pengembangan organisasi Polri sesuai dengan pengembangan daerah;

2. Pembangunan materiil dan fasilitas Polri melalui  pembangunan fasilitas yang mendukung tugas operasional;

3. Peningkatan fungsi prasarana dan sarana  Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian, serta pemeliharaan prasarana dan sarana Polri.


	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penataan kelembagaan Polri;

2. Pemeliharaan sarana-prasarana dan peralatan Polri untuk; memperpanjang usia pakai

3. Pembangunan materil dan fasilitas polri:

a. Mengembangkan organisasi satwil operasional yang lebih mampu mengamankan wilayah perairan dengan pengembangan kekuatan polisi perairan; 

b. Pengadaan perlengkapan operasional kepolisian berupa alat komunikasi, sarana transportasi, alsus serse, alsus intel, perlengkapan perorangan (senpi, revolver, borgol, tongkat), aldalmas;

c. Pembangunan Mapolda, lanjutan pembangunan Mapolres persiapan dan Mapolsek persiapan sebagai tindak lanjut dari pemekaran wilayah, pembangunan Mako Polres dan Polsek yang masih menyewa, rumah dinas serta fasilitas satuan Opsnal di kewilayahan, termasuk pembangunan fasilitas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) dan fasilitas di wilayah perbatasan; 

d. Meningkatkan jumlah dan kualitas pelayanan ruang khusus (RPK) di setiap wilayah kepolisin;

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan dalam rangka mencegah tindak kejahatan trannasional.


	1. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi anggota Polri dilapangan seperti perumahan, transportasi, kesehatan dan pendidikan, perlengkapan perorangan, alkom, senjata dan amunisi, serta dukungan anggaran operasional;

2. Terbangunnya sistem informasi teknologi on-line yang terpadu bagi operasi dari tingkat Mabes sampai dengan Polsek
	Polri
	3.037.137,8

	5.
	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan serta pengembangan sistem informatika pengelolaan keamanan;

2. Penggiatan fungsi  yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;

3. Penyusunan manajemen asset peralatan khusus (alsus) keamanan;

4. Pengkajian potensi konflik;

5. Pengkajian sistem keamanan;

6. Penyusunan Grand Strategy beserta cetak biru pembangunan pengelolaan keamanan.


	Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengkajian sistem keamanan:

a.   Pengembangan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan;

b.   Pengkajian sistem keamanan.
2. Pengkajian potensi konflik;

3. Penkondisian situasi aman dan tertib;
4. Deteksi kegiatan masyarakat / potensi gangguan keamanan dan ketertiban;

5. Peningkatan pengawasan orang asing, pengawasan senjata api dan bahan peledak, perijinan dan criminal record.


	1. Tersusunnya struktur dan mekanisme kegiatan intelijen kepolisian;

2. Tercapainya kemampuan teknis dan profesionalisme anggota intelijen dalam menganalisis kondisi lingkungan guna menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
	Polri
	98.924,4

	6.
	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat anti kejahatan;

2. Pemberdayaan anggota masyarakat untuk pengamanan swakarsa;

3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan keamanan.
	Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pemberdayaan Community Policing;
2. Bimbingan dan penyuluhan keamanan pada wilayah permukiman dan lokasi kegiatan perekonomian;

3. Pemberdayaan pengamanan swakarsa;

4. Operasi intelijen penanggulangan keamanan dan ketertiban.
	1. Terbentuknya kelompok/forum konsultasi masyarakat setempat yang peduli terhadap keamanan lingkungan sekitarnya;

2. Terbentuknya kemitraan, kerjasama dalam lembaga pendidikan, perguruan tinggi terutama dalam penyelenggaraan community policing;

3. Terjalinnya kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, instansi pemerintah/swasta, jasa pengamanan, tokoh agama, tokoh pemuda, LSM, dan media massa;

4. Menurunnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;

5. Terdeteksinya secara dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.


	Polri

BIN
	236.856,5

	7.
	Program Pemeliharaan Kamtibmas

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepolisian;

2. Pembimbingan, pengayoman, dan perlindungan masyarakat;

3. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi;

4. Penyelamatan masyarakat dengan memberikan bantuan/pertolongan dan evakuasi terhadap pengungsi serta korban;

5. Pemulihan keamanan melalui pemulihan darurat polisionil, penyelenggaraan operasi kepolisian serta pemulihan daerah konflik vertikal maupun horizontal;

6. Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah pulau-pulau terluar perbatasan negara.


	Program Pemeliharaan Kamtibmas

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepolisian di bidang pencegahan tindak kriminal melalui pembinaan fungsi-fungsi kepolisian;

2. Pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat;

3. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat/instansi;

4. Penyelamatan masyarakat dan pemulihan keamanan termasuk penanganan keamanan di wilayah konflik;

5. Melanjutkan upaya pemulihan keamanan pada daerah-daerah rawan konflik di Poso, Papua, dan daerah konflik lainnya  guna terciptanya masyarakat tertib hukum;

6. Pemantapan community policing dan tokoh-tokoh masyarakat serta komponen-komponen masyarakat lainnya;

7. Peningkatan pos-pos wilayah perbatasan di Papua, Kalimantan, dan NTT, serta pulau-pulau terluar berpenghuni.


	1. Terlaksananya pelayanan keamanan pada lokasi dan peristiwa strategis seperti oyek vital/obyek khusus dan VVIP/VIP, lokasi wisata, sidang tahunan MPR/DPR/MPR dan berbagai peristiwa berskala internasional;

2. Terlaksananya pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat;

3. Terlaksananya penyelamatan dan pemulihan keamanan baik dari peristiwa konflik, bencana alam, atau kejahatan kontijensi.
	Polri

Depdagri
	3.564.349,8



	8.
	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyelenggaraan kerjasama bantuan TNI ke Polri;

2. Penyelenggaraan kerjasama dengan Pemda/instansi terkait;

3. Penyelenggaraan kerjasama bilateral/multilateral dalam pencegahan kejahatan maupun kerjasama teknik serta pendidikan dan pelatihan.
	Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban

Kegiatan-kegiatan pokok :

1. Kerjasama Internasional baik secara bilateral maupun multilateral dalam pencegahan kerjahanatan transnasional, terutama di wilayah perbatasan;

2. Kerjasama Keamanan Lintas Instansi.


	1. Terlaksananya kerjasama antar instansi di dalam dan luar negeri yang terkait dengan masalah keamanan dalam mencegah kejahatan konvensional dan transnasional;

2. Terlaksananya kerjasama latihan, teknik dan pendidikan latihan dengan negara lain serta untuk meningkatkan kemampuan anggota Polri dalam menangani kejahatan dunia seperti terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan senjata dan berbagai kejahatan lintas negara lainnya.


	Polri
	71.348,7

	9.
	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Intensifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana serta pelanggaran hukum secara non diskriminatif;

2. Penyelenggaraan penanggulangan dan penanganan terhadap kejahatan transnasional;

3. Koordinasi dan pengawasan teknis penyidik pegawai negeri sipil.


	Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, antara lain meliputi kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi, makan dan perawatan tahanan serta kegiatan koordinasi;

2. Koordinasi dan pengawasan teknis penyidikan PPNS.


	1. Terwujudnya operasi kewilayahan dan operasi terpusat sangat selektif dalam rangka penegakan hukum, termasuk di daerah rawan konflik;

2. Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaia perkara kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi;

3. Terlaksananya koordinasi dan pengawasan teknis penyidikan bagi PPNS.
	Polri
	529.065,7

	10.
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkoba;

2. Pengembangan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan;

3. Peningkatan pendayagunaan potensi dan kemampuan masyarakat;

4. Penyelenggaraan kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba;

5. Peningkatan pelayanan terapi dan rehabilitasi kepada penyalahguna (korban) narkoba;

6. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi;

7. Pembangunan sistem dan model perencanaan dan pengembangan partisipasi pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba sebagai pedoman penanganan narkoba di seluruh Indonesia;

8. Upaya dukungan koordinasi, kualitas kemampuan sumberdaya manusia, administrasi, anggaran, sarana dan prasarana.


	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Penegakan Hukum dibidang Narkoba;

2. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang salah satunya melalui kampanye nasional dan sosialisasi anti narkoba;

3. Terapi dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba;

4. Penelitian dan Pengembangan Informatika Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;
5. Penguatan Kelembagaan anti narkoba;
6. Peningkatan alat peralatan medik Terapi dan Rehabilitasi Center di RS Lido;

7. Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan SDM;

8. Pembangunan lembaga Pusdiklat BNN yang mampu melaksanakan transfer of knowledge kepada seluruh jajaran institusi dan lembaga-lembaga serta masyarakat;

9. Mengembangkan Pilot Project Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dengan sebaran di wilayah rawan penyalahgunaan Narkoba;

10. Pembuatan Feasibility Study (FS) dan Set Preparation RS Komplikasi.


	1. Meningkatkan intensitas operasi satgas intel BNN untuk penegakan hukum;

2. Membangun lembaga Pusdiklat BNN yang mampu melaksanakan transfer of knowledge kepada seluruh jajaran institusi dan lembaga-lembaga serta masyarakat dalam Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba;

3. Mengembangkan Pilot Project Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dengan sebaran di wilayah rawan penyalahgunaan Narkoba;

4. Meningkatan pencegahan peyalahgunaan narkoba dengan pendekatan budaya, agama dan pendidikan.
	BNN
	289.442,4

	11.
	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penegakan hukum di perbatasan laut, udara dan darat, pelaksanaan pengamanan VVIP,  serta obyek vital nasional;

2. Operasi keamanan laut dan penegakan hukum di dalam wilayah laut Indonesia;

3. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum pelaku illegal fishing dan illegal mining; serta pelanggar hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia;

4. Peningkatan kapasitas maupun aspek kelembagaan institusi penegak keamanan di laut;

5. Pengembangan sistem operasi dan prosedur pengelolaan keamanan di laut;

6. Penggiatan upaya pengawasan dan pengamanan laut terpadu berbasis masyarakat dan aparatur;

7. Merevitalisasi kelembagaan polisi hutan sebagai bagian dari desentralisasi kewenangan;

8. Peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat;

9. Intensifikasi upaya monitoring bersama aparatur dan masyarakat terhadap kawasan hutan;

10. Penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan;

11. Pemantapan keamanan dan pengawasan lalu lintas tenaga nuklir termasuk penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur, pelayanan informasi, dan safety.

	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Operasi gabungan pencegahan gangguan keamanan di laut;

2. Pembangunan early warning system;
3. Peningkatan operasi pengamanan hutan;

4. Peningkatan pengamanan hutan berbasis sumber daya masyarakat;

5. Pembentukan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC);

6. Penegakan undang-undang dan peraturan serta mempercepat proses penindakan pelanggaran hukum di sektor kehutanan;

7. Menggalang kerjasama dengan negara-negara konsumen, LSM nasional dan internasional.


	1. Tersusunnya rancangan kebijakan tentang keamanan laut;

2. Terselenggaranya operasi keamanan laut bersama yang m,eliputi laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalamam di Indonesia;

3. Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian Satuan Tugas Koordinasi Keamanan Laut;

4. Terungkapnya jaringan utama pencurian sumber daya alam khususnya illegal logging, illegal mining, dan illegal fishing. 


	Kemenko Polhukam (Bakorkamla)

Dephut


	119.760,1
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PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN SEPARATISME

A. KONDISI UMUM 

Upaya secara komprehensif mengatasi dan menyelesaikan dua permasalahan separatisme yang menjadi keprihatinan nasional dan internasional, yakni GAM di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan OPM di Provinsi Papua, senantiasa terus dilakukan. Penyelesaian masalah separatisme merupakan bagian dari agenda untuk mewujudkan kondisi aman dan damai guna dapat mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. 

Upaya Pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan separatisme di Provinsi NAD telah dapat menciptakan kehidupan sosial-politik yang ditunjukkan oleh terbangunnya saling menghargai di antara kelompok masyarakat. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat semakin kondusif dan produktif. Demikian pula dalam penanganan separatisme di Provinsi Papua, secara simultan telah dilaksanakan langkah kontradiplomasi untuk menghambat laju internasionalisasi isu sosial-politik, keamanan dan ketertiban di Papua, dan sekaligus dilaksanakan pembangungan Papua secara berkeadilan.

Pasca berakhirnya masa tugas Aceh Monitoring Mission (AMM) pada bulan Desember 2006, Pemerintah secara intens melaksanakan sosialisasi dan implementasi MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 dan UU Pemerintahan Aceh yang telah disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006 di seluruh wilayah NAD. Terkait dengan otonomi khusus beserta segala implikasinya yang berisikan antara lain kewenangan pengelolaan di bidang politik (pemilihan kepala daerah dan partai lokal), ekonomi, pendidikan, sumber daya alam, pelabuhan, perikanan, pemberian amnesti, proses penarikan aparat keamanan non organik sebagai konsekuensi terhadap penarikan persenjataan GAM, pelaksanaannya tetap mengacu pada kerangka NKRI dan tetap berlandaskan pada konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia.

Terkait dengan reintegrasi bagi mantan anggota GAM dan masyarakat korban konflik, Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sebagai badan yang bertanggung jawab dalam proses reintegrasi lebih fokus dalam penanganannya sehingga diharapkan mantan anggota GAM dan masyarakat korban konflik dapat terbantu dan hidup normal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya, penanganan separatisme di Papua dilaksanakan melalui upaya strategis guna mengatasi masalah kesenjangan pembangunan maupun mengantisipasi internasionalisasi Papua. Kecenderungan internasionalisasi Papua terlihat pada peristiwa pemberian suaka oleh pemerintah Australia kepada 43 warga negara Indonesia asal Papua. Karenanya Pemerintah RI telah melakukan protes keras melalui penarikan sementara Dubes RI untuk Australia, kemudian dilakukan pendekatan khusus kepada pihak Australia. Pemerintah juga mendorong dan memfasilitasi DPR RI untuk melakukan pendekatan dengan berbagai pihak di Australia, dan pada akhirnya mampu mengubah sikap Australia untuk meninjau kembali kebijakan keimigrasiannya, khususnya terkait dengan para pencari suaka asal Papua. Upaya pendekatan internasional terus dilakukan dan berhasil meyakinkan kelompok gerakan separatisme Papua (GSP) di Papua New Guinea (PNG) bersikap mendukung kebijakan Otonomi Khusus di Papua.

Sejalan dengan langkah strategis lobi-lobi dan kontradiplomasi internasional, pendekatan kepada para stakeholder di Papua semakin ditingkatkan antara lain dengan mendorong terwujudnya suasana kondusif di Papua melalui peningkatan keamanan, serta berusaha mengadakan pendekatan dan memfasilitasi perdamaian antara elit-elit Papua khususnya yang bersaing di Pilkada 2006 untuk memiliki sikap menerima hasil pilkada yang telah diselenggarakan secara demokratis, sehingga tidak mengorbankan masyarakat kecil. Meskipun terdapat sedikit gesekan, pelantikan Gubernur Papua pada tanggal 24 Juli 2006 menandakan proses demokrasi telah berjalan dengan baik di Papua.

Meskipun berbagai langkah kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi separatisme di Aceh dan Papua telah diupayakan secara maksimal, tetapi beberapa tantangan dan hambatan masih akan dihadapi pada tahun 2008. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan nasional tahun 2008 adalah bagaimana melaksanakan butir-butir kesepahaman Helsinki secara baik dan meredam opini internasional atas integrasi Papua dalam NKRI, secara terus menerus menurunkan kekuatan dan perlawanan OPM.

B.
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan separatisme di Indonesia pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Terumuskannya kebijakan ketahanan negara;

2. Terciptanya suasana yang kondusif melalui pemberdayaan kapasitas otonomi khusus dan pembangunan berkeadilan di NAD dan Papua;

3. Menurunnya perlawanan dan kekuatan OPM di Papua, dan melemahnya dukungan simpatisan OPM di Papua dari dalam dan luar negeri;

4. Menguatnya rasa kebanggaan bernegara dan berbangsa masyarat Aceh dan Papua terhadap NKRI;

5. Terdeteksi dan dapat dicegahnya potensi separatisme;

6. Tumbuh berkembangnya pemahaman dan pengamalan multikulturalisme di kalangan pemimpin, masyarakat dan media.

C.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi gerakan separatisme pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Pemulihan keamanan untuk menindak secara tegas separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil;

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah;

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi dan desentralisasi;

4. Mendeteksi secara dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme;

5. Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya;

6. Menguatkan kelembagaan pemerintah daerah di bidang pelayanan publik;

7. Menguatkan komunikasi politik pemerintah dengan masyarakat;

8. Meningkatkan upaya diplomasi luar negeri dalam rangka kontra diplomasi permasalahan sosial-politik, keamanan-ketertiban dan HAM terkait gerakan OPM.

D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi 

Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp. Juta)

	3. 
	Program Pengembangan Ketahanan Nasional

1. Perumusan rancangan kebijakan nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional;

2. Penelitian dan pengkajian strategis masalah aktual;

3. Pendidikan strategis ketahanan nasional.


	Program Pengembangan Ketahanan Nasional
1. Penyelenggaraan kajian kebijakan ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan, kepentingan nasional dan keselamatan negara dari ancaman terhadap kedaulatan, persatuan dan kesatuan; 

2. Pengembangan Otomasi Sistem dalam pemantapan nilai-nilai kebangsaan (Pembangunan Laboratorium Pengembangan Ketahanan Nasional)

3. Pendidikan strategis ketahanan nasional dalam rangka peningkatan kualitas kader pimpinan nasional 

	Terumuskannya kebijakan ketahanan negara dalam mempertahankan negara dari ancaman kedaulatan, persatuan dan kesatuan


	LEMHANAS
	60.857,0

	2.
	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

1. Operasi intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme;

2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI;

3. Pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.


	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

1. Pengembangan intelijen negara didukung intelijen teritorial dan intelijen sektoral/ fungsional agar mampu melakukan deteksi dini gerakan separatisme, serta  penanggulangan perang urat syaraf dari berbagai anasir separatisme yang sudah memasuki berbagai aspek kehidupan (melalui counter opinion, peperangan informasi, dan pengawasan wilayah);

2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam hal mencegah dan menanggulangi separatisme;

3. Pengkajian analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen dalam hal deteksi dini untuk mencegah dan menanggulangi separatisme.


	Terdeteksi dan dapat dicegahnya potensi separatisme


	BIN
	884.380,0

	3.
	Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI

1. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

2. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.


	Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI

1. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.

2. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri.

3. Pelaksanaan diplomasi untuk memperoleh dukungan internasional terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI 


	1. Menurunnya perlawanan dan kekuatan OPM di Papua, dan melemahnya dukungan simpatisan OPM di Papua dari dalam dan luar negeri.

2. Menguatnya rasa kebanggaan bernegara dan berbangsa masyarat Aceh dan Papua terhadap NKRI;

3. Terdektesi dan dapat dicegahnya potensi separatisme;


	Dephan


	1.229.337,7



	4.
	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri
1. Operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI.

2. Upaya keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar. 

3. Pendekatan persuasif secara intensif kepada masyarakat yang rawan terhadap pengaruh separatis.


	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

1. Operasi keamanan dan penegakan hukum dalam hal penindakan awal separatisme di wilayah kedaulatan NKRI. 


	1. Terdeteksi dan dapat dicegahnya potensi separatisme

2. Meningkatnya penanganan kejahatan dan keamanan laut dalam rangka mencegah separatisme


	Kemenko Polhukam

Dep. hut


	199.760,1

	5. 
	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

1. Pendidikan politik masyarakat. 

2. Sosialisasi wawasan kebangsaan. 

3. Upaya perwujudan dan fasilitasi berbagai fora dan wacana-wacana sosial politik yang dapat memperdalam pemahaman mengenai pentingnya persatuan bangsa, mengikis sikap diskriminatif, dan menghormati perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.


	Program Peningkatan Komitmen Persatuan dan Kesatuan Nasional

1. Kegiatan dan operasi intelijen penanggulangan separatisme

2. Sosialisasi Wawasan kebangsaan 

3. Pelaksanaan dan pengembangan Sistem Kewaspadaan Dini Sosial di Papua

4. Fasilitasi Koordinasi dan Komunikasi Berbagai Pihak dalam Penanganan Konflik


	1. Meningkatnya kepekaan/ kewaspadaan masyarakat terhadap gejala instabilitas di daerah untuk mencegah separatisme


	BIN

Kemenko Polhukam

Depdagri (Ditjen Kesbangpol)


	115.492,6



	6. 
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pokok :
1. Implementasi upaya-upaya proaktif dalam penyediaan informasi yang lebih berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat.

2. Upaya memperluas jaringan informasi dan penyiaran publik untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan dan persamaan secara sosial.


	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan pokok :

1. Sosialiasi nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui berbagai media


	1. Meningkatnya rasa persatuan dan kesatuan nasional di dalam masyarakat
	Depkominfo


	186.214,0


Bab 5

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME
BAB 5

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERORISME

A. Kondisi Umum

Upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme secara preventif maupun represif dengan menindak tegas pelaku tindakan teror serta mendorong peran serta masyarakat telah mencapai hasil yang signifikan dengan ditandai oleh situasi keamanan yang kondusif dan dapat diminimalisirnya aksi terorisme seperti peledakan bom yang terjadi di daerah konflik khususnya di Poso. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang cukup berarti dibandingkan dengan kondisi 4 tahun sebelumnya, dimana wilayah Indonesia sering terjadi aksi terorisme berupa peledakan bom dengan daya ledak yang cukup besar yang bernuansa internasional seperti bom Bali pada tahun 2002, bom di JW Marriot pada tahun 2003, bom di depan kedutaan besar Australia pada tahun 2004 dan bom Bali II pada tahun 2005. 

Situasi keamanan yang kondusif tersebut merupakan prestasi kinerja aparat keamanan dalam mencegah dan menanggulangi terorisme, melalui perburuan dan penangkapan para pelaku teror maupun terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi terorisme termasuk terbunuhnya tokoh utama tindak terorisme Dr. Azhari pada tahun 2005. Peristiwa tersebut telah dapat mengungkap lebih luas jaringan teroris di Indonesia termasuk kegiatan tokoh Nurdin M. Top yang telah mengembangkan sel-sel terorisme di berbagai daerah. Namun demikian, masih belum tertangkapnya semua tokoh utama terorisme menjadi tantangan bagi aparat keamanan dalam penanganan aksi terorisme. Untuk itu, upaya secara terus menerus pencegahan dan penanggulangan terorisme dengan memburu tokoh beserta jaringannya melalui penangkapan hidup atau mati para pelaku aksi terorisme, pemutusan sebagian jaringan teorisme, proses hukum pelaku terorisme, dan eksekusi penjara serta persiapan eksekusi mati bagi teroris merupakan hal yang tidak dapat ditawar lagi. 

Dalam lingkup global, upaya penanganan terorisme masih menghadapi aksi-aksi teror yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama teror bom. Di London terjadi peledakan bom kereta bawah tanah pada tanggal 7 Juli 2005 dengan korban tewas 56 orang dan melukai sekitar 700 orang. Sedangkan di India aksi terorisme dilakukan dengan meledakkan sejumlah gerbong kereta di lintasan western railway yang menewaskan paling tidak sekitar 200 orang dan melukai lebih dari 700 orang, serta yang paling baru adalah pada tanggal 7 Maret 2006 di kota suci umat Hindu di Varansi yang menewaskan 28 orang dan melukai 100 orang. Meskipun beberapa aksi tersebut tidak terkait secara langsung dengan aktivitas terorisme di dalam negeri, namun dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia terutama dalam hal pelaksanaan perang melawan terorisme global. 

Dalam hal kerjasama penanggulangan dan pencegahan terorisme secara lintas negara dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan infrastruktur aturan hukum. Kerjasama penanganan terorisme ini merupakan hal yang sangat penting dalam penelusuran, pendeteksian serta pengungkapan jaringan terorisme global yang menempatkan kaki tangan pelaku tindak terorisme dalam wilayah antar negara. Pada tahun 2005, Indonesia telah meresmikan kerjasama bilateral di bidang counter terrorism diantaranya adalah dengan Polandia melalui penandatanganan Agreement on Cooperation in Combating Transnational Crime and Other Types of Crime dan dengan Vietnam melalui MoU on Cooperation and Combating Crime. 

Sementara itu, dalam konteks kerjasama multilateral, Indonesia terlibat dalam ASEAN – Republic of Korea Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, ASEAN – Pakistan Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, dan ASEAN – New Zealand Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, serta yang paling baru adalah dalam ASEAN Summits pada Januari 2007 juga telah diresmikan melalui penandatanganan kesepakatan ASEAN Convention on Counter Terrorism. Dengan peningkatan kerjasama tersebut diharapakan akan dapat meningkatkan keberhasilan dalam penanggulangan dan pencegahan terorisme. Disamping dalam forum tersebut, Indonesia juga aktif dalam forum APEC yang secara rutin mengadakan Counter Terrorisme Task Force (CTTF). Sebuah forum ekonomi yang juga selalu membahas tentang penanganan terorisme.

Mengenai upaya peningkatan infrastruktur aturan hukum, pemerintah bersama dengan DPR telah berhasil meratifikasi dua konvensi internasional yaitu International Convention for Suppression of the Financing of Terrorism (1999) dan International Convention for the suppression of Terrorism Bombings (1997). Melalui ratifikasi tersebut, Indonesia bertekat turut berperan aktif dalam penanggulangan aksi-aksi terorisme yang bertaraf internasional. Ratifikasi konvensi tersebut merupakan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mencegah peledakan bom dan pendanaan terorisme. Infrastruktur lain yang sangat penting bagi Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme adalah peningkatkan kelembagaan Badan Penanganan Terorisme. Dengan tercapainya peningkatan lembaga tersebut yang semula hanya merupakan Desk Antiteror pada Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, efektivitas koordinasi dan penanganan masalah-masalah terorisme menjadi dapat ditingkatkan.

Kemampuan dalam mendeteksi, mengungkap dan menangkap para pelaku serta mengungkap jaringan terorisme merupakan harapan bagi seluruh elemen bangsa. Dengan belum tertangkapnya secara keseluruhan para pelaku dan tokoh kunci terorisme, maka tantangan utama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam tahun 2008 adalah bagaimana meningkatkan kinerja aparat keamanan dan intelijen dalam mengantisipasi, menangani, dan evakuasi aksi dan ancaman terorisme.

B. Sasaran Pembangunan Tahun 2008

Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme pada tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

1. Terungkapnya jaringan terorisme serta tertangkapnya tokoh-tokoh utama terorisme;

2. Terdeteksi dan terungkapnya jaringan kejahatan transnasional dan jaringan terorisme;

3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan aksi terorisme;

4. Meningkatnya daya cegah dan daya tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008

Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem koordinasi dan kapasitas lembaga pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme;

2. Memperkuat kesatuan anti teror dalam mencegah, menindak, dan mengevakuasi aksi terorisme;

3. Melaksanakan penegakan hukum dalam penanggulangan terorisme berdasarkan prinsip demokrasi dan HAM;

4. Meningkatkan kegiatan dan operasi penggulangan aksi terorisme melalui antisipasi dan penanganan serta penangkapan tokoh-tokoh utama pelaku terorisme;

5. Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan aksi-aksi terorisme.

D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp. Juta)

	1. 
	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Operasi intelijen termasuk pencegahan, penindakan dan penanggulangan terorisme;

2. Koordinasi seluruh badan-badan intelijen pusat dan daerah di seluruh wilayah NKRI dalam pelaksanaan operasi intelijen yang melingkupi pencegahan, penindakan  dan penanggulangan terorisme;

3. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen

4. Pengadaan sarana dan prasarana operasional intelijen di pusat dan daerah.

	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Operasi intelijen di dalam negeri dan luar negeri

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan operasi kontra intelijen 

3. Peningkatan kegiatan dan operasi penanggulangan keamanan dan ketertiban

4. Peningkatan operasi intelijen penanggulangan transnasional crime dan uang palsu/kertas berharga

5. Peningkatan pencarian, penangkapan dan pemrosesan tokoh-tokoh kunci operasional terorisme

6. Operasi dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan menanggulangi kriminalitas, mencegah dan menanggulangi konflik, separatisme, dan terorisme
7. Peningkatan kerjasama bilateral dalam rangka pengungkapan jaringan terorisme internasional; Kerjasama kawasan dan regional dalam penanggulangan dan pencegahan aksi-aksi terorisme

8. Pengkajian, analisis intelijen perkembangan lingkungan strategis, pengolahan dan penyusunan produk intelijen

9. Meningkatkan sarana dan prasarana intelijen pusat dan daerah

10. Pengembangan sistem informasi intelijen (SII), pengadaan intelijen device, peralatan komunikasi, kendaraan operasional dan pembangunan jaringan komunikasi pusat dan daerah guna menunjang kelancaran arus informasi intelijen secara cepat, tepat, dan aman;

11. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan intelijen untuk mendukung operasi kontra terorisme


	1. Terdeteksi dan terungkapnya jaringan kejahatan transnasional dan jaringan terorisme;

2. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme;

3. Terdeteksi dan terungkapnya secara dini kegiatan intelijen asing.
	BIN
	884.380,0

	2. 
	Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM persandian kontra terorisme

2. Penyelenggaraan operasional persandian anti terorisme

3. Pengadaan dan pengembangan peralatan persandian pendukung operasional anti teror

4. Perluasan Jaringan Komunikasi Sandi dalam rangka kontra-terorisme.

	Program Pengembangan Pengamanan Rahasia Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan ahli sandi untuk mendukung operasi kontra terorisme;

2. Penyelenggaraan operasional persandian anti terorisme untuk mengantisipasi adanya upaya penyadapan dari pihak terorisme;

3. Penggelaran jaringan komunikasi sandi counter surveilance di kantor Kedutaan Besar RI di luar negeri.
	1.  Terdeteksinya secara dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan keamanan nasional; 

2.  Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan.
	LEMSANEG
	297.777,1

	3. 
	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan keberadaan Desk Terorisme untuk masalah penyiapan kebijakan dan koordinasi penanggulangan terorisme untuk disinergikan dengan pembangunan kapasitas masing-masing lembaga dan institusi keamanan

2. Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme

3. Restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama

4. Peningkatan pengamanan terbuka simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa

5. Peningkatan pengamanan tertutup area-area publik untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan

6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme

7. Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror

8. Peningkatan kerjasama regional negara-nagara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme

9. Penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan Weapon of Mass  Destruction (WMD)

10. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme

11. Pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran asset kelompok teroris

12. Peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara

13. Peningkatan pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian global disarmament.

	Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kelembagaan badan koordinasi penanggulangan terorisme

2. Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat

3. Peningkatan kemampuan komponen kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa dalam menangani tindak terorisme

4. Restrukturisasi operasional institusi keamanan dalam penanganan terorisme termasuk pengembangan standar operasional dan prosedur pelaksanaan latihan bersama

5. Peningkatan pengamanan terbuka simbol-simbol negara untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya aksi terorisme dan memberikan rasa aman bagi kehidupan bernegara dan berbangsa

6. Peningkatan pengamanan tertutup area-area publik untuk mengoptimalkan kemampuan deteksi dini dan pencegahan langsung di lapangan

7. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalkan efek terorisme

8. Komunikasi dan dialog serta pemberdayaan kelompok masyarakat secara intensif dalam kerangka menjembatani aspirasi, mencegah berkembangnya potensi terorisme, serta secara tidak langsung melakukan delegitimasi motif teror

9. Peningkatan kerjasama regional negara-nagara ASEAN dalam upaya menangkal dan menanggulangi aksi terorisme

10. Penanganan terorisme secara multilateral di bawah PBB, termasuk peredaran senjata konvensional dan Weapon of Mass  Destruction (WMD)

11. Penangkapan dan pemrosesan secara hukum tokoh-tokoh kunci operasional terorisme

12. Pengawasan lalu lintas uang dan pemblokiran asset kelompok teroris

13. Peningkatan pengawasan keimigrasian serta upaya interdiksi darat, laut, dan udara

14. Peningkatan pengawasan produksi dan peredaran serta pelucutan senjata dan bahan peledak sebagai bagian global disarmament.

	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan aksi terorisme

2. Meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman terorisme secara keseluruhan


	Kemenko Polhukam

Dep. hut

(Bakorkamla)


	199.760,1


Bab 6

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN

BAB 6

PENINGKATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN

A. KONDISI UMUM

Masih terbatasnya secara kuantitas maupun kualitas kemampuan peralatan pertahanan, khususnya alat utama sistem senjata (alutsista) TNI menjadikan kemampuan pertahanan negara belum mampu secara optimal menghadapi ancaman pertahanan dan keamanan yang dapat mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang memadainya kondisi dan jumlah alutsista, sarana dan prasarana, serta masih rendahnya tingkat kesejateraan anggota TNI merupakan permasalahan yang selalu dihadapi dalam upaya meningkatkan profesionalisme TNI. Meskipun belum memenuhi kebutuhan minimal, namun upaya peningkatan kemampuan pertahanan melalui kebijakan, strategi, dan perencanaan pertahanan telah mengarah kepada pembentukan minimum essential force.
Kondisi kesiapan material dan alutsista pada tiap matra baik dari segi kualitas maupun kuantitas belum memenuhi kebutuhan sesuai TOP/DSPP. Kemampuan kendaraan tempur yang merupakan kekuatan taktis matra darat saat ini berjumlah 934 unit, dengan kondisi siap operasi sebanyak 634 unit (67,9 persen). Disamping itu, terdapat 59.842 unit Ranmor dengan kondisi siap operasi 52.165 unit (87,2 persen). Sementara itu, kekuatan utama matra laut meliputi 126 unit KRI dengan kondisi siap 61 unit (48,4 persen), 209 unit KAL dengan kondisi siap operasi 76 unit (36 persen), 435 unit Rampur Marinis dengan kondisi siap 157 unit (36,1 persen, sedangkan pesawat udara sebanyak 66 unit dengan kondisi siap operasi 32 unit (48 persen). Adapun kondisi kesiapan kekuatan alutsista matra udara yang tertumpu pada pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat helikopter serta pesawat jenis hanya mencapai 43,5 persen, dengan kesiapan satuan Paskhas sekitar 60 persen. Secara garis besar, jumlah pesawat adalah 246 unit dengan kondisi siap operasi 127 unit (51,6 persen). Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya efek penggetar dan kapabilitas TNI dalam menghadapi kondisi tanggap darurat dalam menjaga keutuhan NKRI. Dalam rangka meningkatkan kekuatan pertahanan, maka upaya untuk mencapai minimum essential force diupayakannya melalui pengadaan alutsista baru dengan memanfaatkan pinjaman luar negeri yang disertai dengan peningkatan proporsi keterlibatan pemasok lokal dalam rangka pemberdayaan industri pertahanan nasional. Disamping itu, mengupayakan repowering/retrofing terhadap alutsista yang secara ekonomis masih dapat dipertahankan. 

Dalam rangka meningkatkan profesionalitas personil, upaya yang telah dilakukan antara lain meningkatkan kuantitas dan kualitas personil TNI secara berkesinambungan melalui werving personil dan pembinaan personil melalui program pendidikan dan pelatihan. Kondisi personel TNI saat ini berjumlah  441.230 orang terdiri atas 376.113 militer dan 65.117 PNS. Adapun upaya peningkatkan kesejahteraan personil yang secara langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh terhadap profesionalisme personil TNI dalam menjalankan tugas, antara lain ditempuh dengan melengkapi kebutuhan dasar prajurit yang mencakup perumahan, fasilitas kesehatan, uang lauk pauk, serta upaya jaminan sosial dan asuransi yang memadai.

Pencabutan embargo suku cadang dan alutsista TNI oleh Amerika Serikat dan tercapainya beberapa kerjasama militer semakin meningkatkan kemampuan pertahanan negara, meskipun kekuatan pertahanan tersebut masih berada dalam kondisi under capacity.  Ketergantungan pada teknologi dan industri militer luar negeri yang rawan embargo merupakan permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Untuk mengatasi ketergantungan alutsista dari negara pemasok yang rentan terhadap embargo, maka pada pertengahan tahun 2006 pemerintah RI telah mendapatkan kesempatan bantuan pinjaman dari pemerintah Rusia untuk pengadaan alutsista dengan mekanisme pembiayaan yang relatif lebih murah dibandingkan melalui fasilitas kredit ekspor yang selama ini digunakan untuk mencukupi kebutuhan alusista TNI. Teknologi alutsista Rusia yang cukup kompetitif menjadi salah satu alternatif untuk mengantisipasi dan menghindarkan pemberlakuan embargo. Beberapa negara lainnya yang potensial untuk dapat dijadikan sumber alutsista diantaranya adalah China, Korea Selatan, Cekoslovakia, dan Polandia yang selama ini relatif tidak mempermasalahkan proses penanganan keamanan dalam negeri Indonesia. 

Menghadapi kondisi tersebut, kebijakan pemerintah untuk meningkatkan peran industri pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI merupakan langkah yang tepat dihadapkan pada keterbatasan keuangan negara. Pemanfaatan produk-produk peralatan militer dalam negeri secara optimal akan semakin meningkatkan kualitas riset dan pengembangan teknologi yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas produk-produk militer dalam negeri. Selanjutnya, penerapan peraturan yang mensyaratkan alih teknologi dan keterlibatan industri pertahanan nasional dalam setiap kontrak pengadaan alutsista merupakan salah satu upaya untuk memajukan industri pertahanan dalam negeri. Meskipun upaya joint production antara industri strategis nasional dengan industri pertahanan asing tidak mudah direalisasikan karena adanya persyaratan-persyaratan tertentu yang menyangkut aspek politik, ekonomi, dan teknis, namun pola ini mulai diterapkan dalam pengadaan pesawat MPA Skytruck dari Polandia.

Upaya penelitian dan pengembangan produk industri pertahanan nasional masih belum memenuhi tuntutan kebutuhan alutsista TNI. Namun, beberapa hasil penelitian dan pengembangan telah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan TNI sesuai spesifikasi matra, diantaranya prototype payung udara orang (PUO), alat komunikasi (alkom) spread spectrum, hovercraft, landing craft rubber (LCR), combat system PC-40, SKS Tracking Optic, rudal (Surface to Surface, Ground to Ground dan Ground to Air), roket 70 mm dan 80 mm, Unman Aerial Vehicle (UAV), angkut personil sedang (APS), panser APS, senjata SS-2, dan gyro digital yang telah memenuhi persyaratan dan siap digunakan oleh TNI. 

Sementara itu, penggunaan kekuatan TNI dalam operasi militer selain perang diantaranya adalah untuk operasi di daerah rawan; pengamanan daerah perbatasan darat, laut, dan udara; penegakan hukum di wilayah laut, dan udara; tugas bantuan rehabilitasi/rekonstruksi di Provinsi NAD-Nias; serta membantu mengatasi korban berbagai bencana alam yang terjadi di wilayah Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2006 TNI AD dan AL telah membangun beberapa pos perbatasan dan pos pengamanan, serta penggelaran pasukan marinir di beberapa pos perbatas dan pulau-pulau terluar. Sedangkan dalam rangka pendayagunaan potensi pertahanan, pemerintah terus berusaha melaksanakan sosialisasi kesadaran bela negara dalam rangka menumbuhkan nasionalisme. 

Berkenaan dengan kondisi tersebut di atas maka tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pertahanan nasional tahun 2008 adalah meningkatkan kemampuan alutsista TNI dengan mendorong peningkatkan peran industri pertahanan nasional dalam pengadaan alutsista/materiil untuk mencapai tingkat minimum essential force, meningkatkan kesejahteraan prajurit dengan menaikan standar ULP prajurit, serta meningkatkan kerjasama militer luar negeri guna mewujudkan kerjasama internasional dalam menciptakan perdamaian dunia. 

B.
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008
Sasaran pokok yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan kemampuan pertahanan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya rancangan postur pertahanan Indonesia berdasarkan Strategic Defense Review (SDR) dan Strategi Raya Pertahanan yang disusun sebagai hasil kerjasama civil society dan militer;

2. Meningkatnya jumlah dan kondisi kesiapan operasional pertahanan serta modernisasi alutista TNI;

3. Meningkatnya teknologi dan penggunaan alutsista industri strategis dalam negeri yang mampu mendukung kebutuhan pertahanan;

4. Meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI;

5. Meningkatnya profesionalisme TNI dalam operasi militer perang maupun selain perang;

6. Teroptimasinya anggaran pertahanan serta tercukupinya anggaran minimal secara simultan;

7. Meningkatkan pendayagunaan potensi pertahanan dan peran aktif masyarakat (civil society) dalam pembangunan pertahanan negara.

C.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan pada tahun 2008 adalah sebagai berikut : 

1. Sinkronisasi dan penajaman kebijakan dan strategi pertahanan dan keamanan, serta penguatan koordinasi dan kerjasama diantara kelembagaan pertahanan dan keamanan;

2. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme TNI mencakup dimensi alutsista, material, personil serta sarana dan prasarana;

3. Meningkatkan kemampuan industri strategis pertahanan nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista;

4. Meningkatkan kesejahteraan anggota TNI;

5. Mengoptimalkan anggaran pertahanan dalam upaya mencapai minimum essential force;

6. Meningkatkan pemasyarakatan dan pendidikan bela negara secara formal dan informal.

D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 
(Rp. Juta)

	1.
	Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan Strategic Defense Review (SDR), Strategi Raya pertahanan, Postur Pertahanan dan Kompartemen Strategis;

2. Penyusunan manajemen aset sistem pertahanan termasuk alutsista;

3. Pengembangan sistem, berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pelaksanaan survei tentang tegas batas antara RI dengan negara PNG, Malaysia dan RDTL, pelaksanaan survei dan pemetaan darat, laut dan udara, serta pengembangan sistem informatika;

4. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;

5. Pengembangan sistem dan strategi ketahanan nasional yang meliputi sistem politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan;

6. Telaahan/perkiraan/apresiasi strategi nasional serta evaluasi dan monitoring ketahanan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

	Program Pengembangan Sistem dan Strategi Pertahanan

Kegiatan pokok:

1. Penyusunan Strategic Defense Review (SDR), Strategi Raya pertahanan, Postur Pertahanan dan Kompartemen Strategis;

2. Pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan,

3. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan; 


	1. Tersedianya piranti lunak sebagai dasar penyelenggaraan negara

2. Terlaksananya pengelolaan anggaran pertahanan negara secara optimal

3. Terselenggaranya sistem Komando, Kontrol, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan dan Pengintaian (K4 IPP) untuk mendukung penyelenggaraan pertahanan negara


	Dephan

WANTANAS
	290.637,2

	2.
	Program Pengembangan Pertahanan Integratif

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan;

2. Pengembangan personil TNI dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit serta melaksanakan werving prajurit TNI Perwira Prajurit Karir (PK), Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang, dan PNS;

3. Pengembangan materiil TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan senjata dan munisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (alpalsus), alat perlatan (alpal) darat dan udara;

4. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/ renovasi fasilitas pendukung operasi, lembaga pendidikan, serta sarana dan prasarana pendukung seperti mess, asrama dan rumah dinas

5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;

6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer integratif dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional;
7. Pelaksanaan operasi militer selain perang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta kebijakan dan keputusan politik negara.

	Program Pengembangan Pertahanan Integratif

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan sistem berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan

2. Pengembangan personil TNI melalui pelaksanaan  werving prajurit TNI dan pembinaan Perwira Prajurit Karir (PK), Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) Penerbang, dan PNS;

3. Pengembangan Alutsista Integratif TNI yang meliputi pengadaan/pemeliharaan alutsista, senjata dan munisi, kendaraan tempur, alat komunikasi, alat peralatan khusus (alpalsus), alat perlatan (alpal);

4. Pemeliharaan dan pengembangan fasilitas / prasana  dan sarana

5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;

6. Pelaksanaan kegiatan latihan militer integratif  dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional

7. Pelaksanaan kegiatan operasi militer integratif dan OMSP  


	Tersusunnya postur TNI yang siap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang didukung dengan sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan sarana dan prasarana yang memadai.
	Dephan/TNI


	1.522.978,0

	3.
	Program Pengembangan Pertahanan Matra Darat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan sistem TNI-AD berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, melaksanakan survei dan pemetaan daerah perbatasan, serta pengembangan sistem informasi SIP Komando, Kontrol, Komunikasi dan Informasi (K3I);

2. Pengembangan personil TNI-AD dengan melaksanakan perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan pendidikan Pertama Taruna Akmil, Bintara dan Tamtama serta pengadaan kaporlap;

3. Pengembangan materiil yang diarahkan pemeliharaan kekuatan materiil yang sudah ada serta pengadaan materiil baru yang meliputi pengadaan/pemeliharaan ranmor, ransus dan rantis, senjata dan munisi, pesawat udara, alberzi (alat berat zeni), alzeni (alat zeni), aljihandak (alat penjinak bahan peledak), alnubika (alat nuklir biologi dan kimia), alkapsatlap (alat perlengkapan satuan lapangan) dan almount (alat mountaineering), alsatri (alat kesatriaan), dan alsintor (alat mesin kantor), kapal dan alat apung, alkapsus/matsus (alat perlengkapan khusus/matra khusus) alat komunikasi dan elektronika;

4. Pengembangan fasilitas berupa pembangunan/ renovasi fasilitas dukungan operasi, pembangunan/ renovasi koramil daerah rawan dan pos-pos perbatasan, serta pembangunan/ renovasi sarana dan prasarana fasilitas lainnya yang meliputi gudang munisi, senjata dan perbekalan;

5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;
6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra darat dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.

	Kegiatan-kegitatan pokok:

1. Pengembangan sistem TNI-AD berupa pembinaan sistem dan metode.

2. Pengembangan personil TNI-AD dengan pendidikan Pertama Taruna Akmil, Bintara dan Tamtama

3. Pengembangan dan pemeliharaan alutsista TNI-AD

4. Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas, sarana dan prasarana TNI-AD

5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;

6. Pelaksanaan kegiatan latihan dan operasi militer dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional.
	Terwujudnya postur TNI AD meliputi kemampuan, kekuatan dan gelar yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya


	Dephan/TNI
	1.998.415,0

	4.
	Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan sistem TNI-AL berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, pengembangan sistem pendukung pelayaran dan operasi KRI di laut, serta sistem informasi dan komunikasi data;

2. Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit, melaksanakan seleksi perwira, bintara Prajurit Karir, serta pelatihan pelayaran Taruna AAL(Kartika Jala Krida);

3. Pengembangan materiil berupa pengadaan dan pemeliharaan KRI dan alat apung, pesawat udara, senjata dan munisi, kendaraan tempur/taktis dan khusus, alberzi, alins/alongins (alat instrumentasi / alat logistik instrumentasi), alkom, alsus/matsus dan alsurta (alat survei dan pemetaan);

4. Pengembangan fasilitas yang meliputi pembangunan/ renovasi faswatpers (fasilitas perawatan personel), fasbinlan (fasilitas pembinaan dan latihan), faslabuh (fasilitas pelabuhan), fasbek (fasilitas perbekalan), peningkatan Lanal (pangkalan AL) menjadi Lantamal (pangkalan utama AL);

5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;

6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional;

7. Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

	Program Pengembangan Pertahanan Matra Laut:

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan sistem TNI-AL berupa pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan,

2. Pengembangan personil, melaksanakan seleksi perwira, bintara Prajurit Karir, serta pendidikan pelayaran Taruna AAL(Kartika Jala Krida);

3. Pengembangan dan pemeliharaan Alutsista; KRI dan alat apung, pesawat udara, senjata dan munisi, kendaraan tempur/taktis dan khusus, alberzi, alins/alongins (alat instrumentasi / alat logistik instrumentasi), alkom, alsus/matsus dan alsurta (alat survei dan pemetaan);

4. Pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;

5. Pelaksanaan penggiatan operasi dan latihan serta penggiatan fungsi militer matra laut dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; 


	Terwujudnya postur TNI AL yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
	Dephan/TNI
	1.780.333,6

	5.
	Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan sistem melalui pembinaan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan, serta pengembangan sistem Informasi;

2. Pengembangan personil berupa perawatan personil dalam rangka mendukung hak-hak prajurit dan PNS, pengadaan Perwira, Bintara, Tamtama, melaksanakan Pendidikan Pertama Perwira, Bintara dan Tamtama, serta melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan Simulator;

3. Pengembangan materiil yang meliputi pengadaan/pemeliharaan alat peralatan khusus TNI AU, kazernering dan alsintor, alat intelpam (alat intel dan pengamanan), kapor (perlengkapan perorangan), matsus, ranmor (kendaraan bermotor), ransus (kendaraan khusus), senjata dan amunisi, alat radar, avionik, komalbanav (komunikasi dan alat bantu navigasi), alpernika (alat perlengkapan elektronika) dan komsimleksus (komunikasi dan sistem perlengkapan khusus), serta alins/alongins lemdik (lembaga pendidikan) dan laboratorium;

4. Pengembangan fasilitas TNI AU, berupa pembangunan/renovasi fasilitas dukungan operasi, perumahan prajurit meliputi rumdis/rumjab, mess, barak dan asrama, serta pembangunan/renovasi sarana prasarana dan fasilitas lainnya;

5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;

6. Pelaksanaan kegiatan operasi dan latihan militer matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional;

7. Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

	Program Pengembangan Pertahanan Matra Udara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan sistem dan metode dalam rangka mendukung tugas pokok organisasi/satuan

2. Pengembangan personil berupa pengadaan Perwira, Bintara, Tamtama, melaksanakan Pendidikan Pertama Perwira, Bintara dan Tamtama, serta melaksanakan pendidikan dan latihan lanjutan;

3. Pengadaan/pemeliharaan alat peralatan khusus TNI AU, kazernering dan alsintor, alat intelpam (alat intel dan pengamanan), kapor (perlengkapan perorangan), matsus, ranmor (kendaraan bermotor), ransus (kendaraan khusus), senjata dan amunisi, alat radar, avionik, komalbanav (komunikasi dan alat bantu navigasi), alpernika (alat perlengkapan elektronika) dan komsimleksus (komunikasi dan sistem perlengkapan khusus), serta alins/alongins lemdik (lembaga pendidikan) dan laboratorium;

4. Pembangunan/renovasi sarana prasarana dan fasilitas TNI AU lanilla

5. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia dan peralatan;

6. Pelaksanaan kegiatan latihan dan operasi militer matra udara dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional;


	Terwujudnya postur TNI AU yang mencakup sistem, personil, materiil terutama alutsista, dan fasilitas yang berkualitas agar siap untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
	Dephan/TNI
	1.698.654,1

	6.
	Program Pengembangan Industri Pertahanan.

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan pengadaan peralatan pertahanan termasuk alutsista;

2. Pengembangan kerjasama bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika, dan industri nasional lainnya;

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang desain dan engineering, meliputi keahlian dan kemampuan mengembangkan dan pembuatan pesawat angkut militer, pesawat misi khusus, kapal patroli cepat, kapal perang, kendaraan tempur militer, sistem senjata, sistem jaringan komunikasi, pusat komando dan pengendalian serta sistem informasi;

4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara serta menciptakan kemandirian, sekaligus memperkecil ketergantungan di bidang pertahanan terhadap negara lain.

	Program Pengembangan Industri Pertahanan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Perbaikan, pemeliharaan, penggantian dan pengadaan peralatan pertahanan termasuk alutsista;

2. Pengembangan kerjasama bidang Industri Pertahanan;

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta industri nasional dalam rangka pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan negara
	Meningkatnya teknologi dan industri strategis dalam negeri yang mampu mendukung kebutuhan pertahanan.


	Dephan/ TNI
	5.098.273,4

	7.
	Program Pengembangan Bela Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan berbagai kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional;

2. Peningkatan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana nasional yang memadai;

3. Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.

	Program Pengembangan Bela Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan kebijakan pelaksanaan di bidang pembinaan dan pendayagunaan seluruh potensi sumber daya nasional;

2. Peningkatan kekuatan komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai;

3. Peningkatan kemampuan manajerial dan kemampuan sumber daya manusia guna mendukung penyelenggaraan pertahanan negara.
	Meningkatkan pendayagunaan potensi pertahanan dan peran aktif masyarakat (civil society) dalam pembangunan pertahanan negara 
	Dephan/ TNI
	409.787,0

	8.
	Program Operasi Bhakti TNI

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi khusus, yaitu:

a. melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi dampak bencana alam yang menimbulkan korban terhadap penduduk dan kerusakan infrastruktur di sekitar lokasi darurat seperti gelombang pengungsian akibat kerusuhan, huru hara, konflik komunal, bencana alam atau karena alasan lain;

b. melaksanakan tugas bantuan kemanusiaan mengatasi kesulitan sarana angkutan seperti pada saat hari raya, pemogokan pekerja transportasi, atau membantu penanganan TKI yang bermasalah;

c. berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan sarana ibadah, prasarana penunjang kesehatan, pasar, rumah penduduk, dan sebagainya;

d. memberikan bantuan pelayanan kesehatan dan obat-obatan bagi masyarakat yang tidak mampu serta bantuan logistik terutama sembilan bahan pokok;

e. membantu pemerintah dalam melaksanakan penghijauan kembali hutan yang telah gundul;

f. membantu program pemerintah di bidang pendidikan, seperti bantuan melaksanakan pengajaran terhadap rakyat yang masih buta aksara agar dapat membaca dan menulis, terutama di daerah perbatasan.

2. Melaksanakan kegiatan non fisik yang meliputi penyuluhan kesehatan, penyuluhan hukum, penyuluhan HAM, dan penyuluhan bela negara.

	Program Operasi Bhakti TNI

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pemberian bantuan kepada pemerintah sipil berdasarkan permintaan dan rasa terpanggil oleh adanya situasi khusus

2. Melaksanakan kegiatan non fisik berupa penyuluhan dan pelayanan
	Terlaksanya tugas kemanusiaan dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan perbaikan sarana dan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, dan pengatasi dampak bencana alam.


	Dephan/ TNI
	      29.062,1

	9.
	Program Kerjasama Militer Internasional

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Singapura dalam bentuk latihan dan perjanjian Military Training Area (MTA);

2. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Malaysia dalam bentuk latihan militer bersama seperti KEKAR MALINDO (Malaysia Indonesia), MALINDO JAYA, ELANG MALINDO, AMAN MALINDO, dan DARSASA;

3. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Philipina dalam bentuk pengiriman personil militer yang bertugas sebagai pengawas internasional dalam masalah Moro dan permasalahan perbatasan melalui forum Joint Commision for Bilateral Cooperation;
4. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Thailand melalui kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme;

5. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-ASEAN;

6. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia-Papua Nugini dalam bentuk kerjasama penanganan lintas batas gerakan separatisme;

7. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI;

8. Penyiapan pasukan Peace Keeping Operation yang setiap saat siap untuk digerakkan dan diwujudkan dalam  tingkat pelatihan satuan dan kurikulum pendidikan beserta pembentukan institusinya;

9. Pengiriman Liaison Officer (LO) ke negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.

	Program Kerjasama Militer Internasional

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kerjasama pertahanan regional terutama bidang perbatasan dan lintas batas.
2. Peningkatan kerjasama pertahanan regional terutama bidang perbatasan dan lintas batas

3. Peningkatan kerjasama pertahanan Indonesia dengan negara-negara Eropa, Australia, China, Rusia terutama dalam hal bantuan pelatihan militer dan pengadaan peralatan TNI;

4. Penyiapan dan operasional pasukan Peace Keeping Operation

	Terbinanya hubungan dan kerjasama antar militer negara sahabat serta terwujudnya perdamaian dunia.


	Dephan/ TNI
	34.418,9

	10.
	Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan;

2. Penelitian dan pengembangan bidang materiil dan insani;
3. Kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan.


	Program Penelitian dan Pengembangan Pertahanan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Kerjasama penelitian dan pengembangan pertahanan guna menghasilkan kajian-kajian tentang konsep pertahanan;

2. Penelitian dan pengembangan bidang materiil dan insani;

3. Kerjasama penelitian dan pengembangan bidang kedirgantaraan, perkapalan, teknik sipil, industri alat berat, otomotif, elektronika dan kimia untuk mendukung pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan. 


	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertahanan 


	Dephan/ TNI
	38.861,3

	11.
	Program Penegakan Kedaulatan dan  Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri


	Program Penegakan Kedaulatan dan  Penjagaan Keutuhan Wilayah NKRI

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan material penegakan NKRI

2. Operasi penegakan NKRI

3. Pengembangan fasilitas penegakan NKRI

4. Penggiat Fungsi penegakan keutuhan wilayah NKRI


	(1) terlaksananya operasi dan latihan militer dalam upaya pembinaan kekuatan dan kemampuan serta pemeliharaan kesiapan operasional; dan (2) terlaksananya penegakan hukum di laut, udara dan perbatasan darat serta pelaksanaan pengamanan VVIP, obyek vital nasional yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.


	Dephan/ TNI
	1.229.337,7
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A. KONDISI UMUM

Pada tahun 2006, dalam melaksanakan hubungan luar negeri, secara umum Pemerintah Indonesia telah dapat menyelesaikan berbagai masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga, meningkatkan kepentingan nasional dalam berbagai forum internasional, mendorong pembentukan ASEAN Community secara bertahap, membuka peluang kerja sama perdagangan dan investasi, mengkoordinasikan kerja sama di berbagai bidang  dan berupaya melaksanakan diplomasi total.

Terkait dengan masalah perbatasan, dalam rangka mempertahankan keutuhan dan kesatuan NKRI, pada tahun 2006 Indonesia secara konsisten melaksanakan border diplomacy melalui serangkaian perundingan dengan negara-negara tetangga, antara lain perundingan delineasi dan demarkasi batas darat dengan Timor Leste, perundingan batas maritim dengan Malaysia dan perundingan batas laut wilayah dengan Singapura. Pada tahun 2007, proses penuntasan penentuan batas laut wilayah, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen dengan negara-negara tetangga terus dilanjutkan dengan kemajuan yang lebih positif. Hal ini sebagai refleksi upaya menuntaskan langkah-langkah penyelesaian masalah perbatasan dengan negara-negara tetangga melalui perundingan bilateral dan penetapan kesepakatan secara tertulis. 

Capaian penting yang diraih pada tahun 2006 adalah Indonesia telah memperoleh kepercayaan untuk duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2009, anggota Dewan HAM PBB periode 2006-2007, Peace Building Commission (PBC) periode 2006, the Council of the International Telecommunications Union periode 2006-2010, ECOSOC periode 2007-2008, Governing Council UN Habitat periode 2007-2010, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice periode 2007-2009, International Law Commission periode 2007-2011,  dan International Narcotics Control Board periode 2007-2012.  Kesempatan ini sangatlah penting bagi Indonesia untuk turut serta berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan internasional seperti masalah Israel-Palestina, masalah narkotika dan lain sebagainya yang juga sangat erat kaitannya dengan berbagai kepentingan nasional Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2007, Indonesia akan semakin memantapkan perannya dan memanfaatkan kedudukan pada organisasi dunia tersebut, terutama dalam mengakomodasi kepentingan Indonesia.

Terkait dengan penyelesaian persoalan masa lalu Indonesia – Timor Leste, Indonesia memilih penyelesaian bersama dengan Timor Leste dengan membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Penyelesaian bersama ini akan lebih menjamin tumbuhnya pemahaman bersama dan menghasilkan kesepakatan yang baik bagi kedua belah pihak. 

Lebih jauh lagi, khususnya terkait dengan krisis di Libanon, Indonesia telah berpartisipasi dalam Operasi Pemeliharaan Perdamaian (OPP) dengan mengirimkan Kontingen Garuda XXIII-A untuk bergabung dengan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Peningkatan partisipasi Indonesia dalam OPP didukung dengan pembentukan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) sebagai forum koordinasi dan kerja sama antar instansi terkait, termasuk United Nations Department for Peace Keeping Operations (UNDPKO). 

Perkembangan konflik Palestina-Israel senantiasa menjadi perhatian Indonesia karena agresi Israel terhadap Palestina melanggar kemanusiaan dan hukum internasional. Bersama anggota OKI lainnya, Indonesia mengutuk agresi militer Israel yang berlebihan, tidak pandang bulu, dan tidak proporsional terhadap Palestina dan Lebanon pada bulan Juli 2006. Indonesia mendukung Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 yang memerintahkan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Indonesia berpandangan bahwa setiap tindakan agresi harus dihentikan dan memulai kembali dialog dan perundingan menuju tercapainya sebuah penyelesaian yang adil, menyeluruh, dan langgeng demi terwujudnya perdamaian di Timur Tengah.  

Seiring dengan terpilihnya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2007-2008, masalah perdamaian di Timur Tengah menjadi prioritas komitmen Indonesia pada tahun 2007 demi terciptanya perdamaian di kawasan tersebut. Indonesia berupaya agar dapat lebih berperan dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina serta dapat membantu pihak-pihak internal Palestina, khususnya faksi Hamas dan Fatah, dalam membangun komunikasi dan saling pengertian untuk menghindari terjadinya krisis keamanan di Palestina. Dalam merespons keadaan di Lebanon, Indonesia akan terus berupaya meningkatkan perannya melalui rancangan-rancangan resolusi PBB secara adil. 

Dalam konteks ASEAN, tahun 2006 ditandai dengan semakin intensifnya upaya-upaya integrasi ASEAN. Sejak KTT ASEAN di Bali tahun 2003, Indonesia terus mendorong ASEAN untuk beranjak ke arah peningkatan kerja sama dari suatu asosiasi menjadi komunitas. Indonesia berbesar hati bahwa para pemimpin ASEAN berkomitmen untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN dari tahun 2020 menjadi 2015. Komitmen percepatan tersebut didukung oleh proses penyusunan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) dan dibentuknya High Level Task Force for ASEAN Charter. Penyusunan ASEAN Charter, yang diharapkan rampung pada tahun 2007, tidak hanya merupakan produk guliran proses kerja sama selama ini, tetapi juga karena dorongan-dorongan dan faktor-faktor di luar ASEAN. Selain itu, berkaitan dengan upaya untuk menangani kejahatan lintas negara dan memerangi terorisme, Indonesia telah memimpin proses pembentukan ASEAN Convention on Counter Terrorism, yang dibahas dalam Joint Experts Working Group on the ASEAN Convention on Counter Terrorism, Bali, 13-15 November 2006.  

Indonesia juga terlibat secara aktif dalam perundingan-perundingan kerjasama  ekonomi internasional dalam kerangka ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), Asean-Canada SEOM, Asean Korea Free TRade Area (AKFTA), dan Australia-New Zealand Free Area (AANZFTA). Kemudian dalam rangka memfasilitasi upaya penyatuan rencana-rencana dan target pembangunan regional serta membangun jaringan koordinasi dan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan se-ASEAN, telah dilaksanakan pertemuan The Fifth ASEAN Senior Officials Meeting on Development Planning (SOM-DP ke-V) yang diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 6-7 Juli 2006.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan diplomasi publik, bergulirnya prakarsa Indonesia mengenai interfaith dialog sepanjang tahun 2006 menunjukkan suatu proses yang sudah menjadi milik diskursus global. Kegiatan yang melibatkan prakarsa Indonesia terus bergulir, antara lain terlihat dalam penyelenggaraan The Indonesia-Netherlands Interfaith Dialogue di Den Haag dan Cebu Regional Interfaith Dialogue for Cooperation bulan Maret 2006, The 2nd Asia-Europe (ASEM) Interfaith Dialogue di Larnaca, Cyprus bulan Juli 2006 dan APEC Intercultural and Faith Symposium di Yogyakarta, Oktober 2006.

Dalam memantapkan pelaksanaan diplomasi publik sebagai bagian dari upaya diplomasi total, prakarsa Indonesia untuk menyelenggarakan dialog antar umat beragama tetap dilakukan dan diperluas pada tahun 2007. Interfaith dialogue dengan berbagai negara seperti Kanada dan Spanyol, Denmark, Vatican, China dan lainnya, serta pertemuan Islamic Advisory Group antara Indonesia dengan Inggris,  dilakukan untuk memperluas pemahaman mengenai Indonesia yang demokrastis dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Di samping itu, berbagai upaya juga dilakukan antara lain pemberian bea siswa kebudayaan dan seni bagi masyarakat dalam lingkup South West Pacific Dialogue (SWPD), program magang di bidang pertanian bagi petani Fiji yang ingin belajar lebih khusus mengenai pertanian di Indonesia, pengiriman Duta Belia Indonesia ke berbagai negara, dan fasilitasi penyelenggaraan pagelaran budaya Indonesia Megalitikum Quantum dan Sublime Heritage di AS.

Dalam kerja sama internasional, khususnya dalam kerja sama ekonomi, perdagangan, investasi dan promosi telah dilakukan serangkaian upaya antara lain penggalangan pengusaha Indonesia untuk promosi terpadu di berbagai negara Amerika Latin, Amerika Utara dan Tengah, berbagai pameran seperti Investor Forum di London, Izmir Fair di Turki, International Travel Exhibition di Swedia, diseminasi peluang perdagangan antara Indonesia dengan organisasi regional Amerika Latin, promosi pariwisata, perumusan kerja sama Indonesia dengan Kanada di bidang persetujuan jaminan investasi, peningkatan perdagangan internasional Indonesia dalam keranga WTO, UNTAD, dan lain sebagainya. 

Terkait dengan penanganan masalah WNI/BHI di luar negeri, pada tahun 2006 melalui Perwakilan-Perwakilan RI di berbagai negara, telah banyak kasus-kasus yang dialami oleh WNI yang berada di luar negeri ditangani dengan seksama. Pemerintah Indonesia telah mengadakan perjanjian bilateral/MOU mengenai tenaga kerja dengan Malaysia, Jordan dan Korea Selatan. Di samping pembuatan MOU dengan negara-negara tujuan TKI, telah dijajaki pembuatan perjanjian yang lebih rinci dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mandatory access on consular notification atau MCN. Dalam perjanjian MCN akan diatur masalah pemindahan/transfer jenazah, korban kekerasan, dan lain-lain. Hingga saat ini telah dilakukan pembicaraan mengenai MCN dengan beberapa negara, yaitu Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Belanda, Yunani dan Jepang. Selain itu, Kuwait juga telah mengindikasikan kesediaannya untuk membuat perjanjian MCN dengan Indonesia. 

Dalam perlindungan pekerja migran, pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia tetap menjadikan perlindungan WNI di luar negeri sebagai prioritas dengan pendekatan “keperdulian dan keberpihakan”. Indonesia telah menandatangani Memorandum Kesepakatan dengan Korea Selatan mengenai Employment Permit System. Selain itu, Indonesia juga telah membentuk kerja sama mengenai perlindungan pekerja migran dengan Pemerintah Malaysia dan Jordan. Dalam konteks ASEAN, Indonesia telah memimpin pembahasan mengenai pembentukan Declaration on the Protection of the Rights of Migrant Workers. 
Pada tahun 2008, politik luar negeri Indonesia dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain adalah kompleksitas konstelasi politik, ekonomi, keamanan, pertahanan, sosial dan budaya akan tetap menyita perhatian pemerintah. Tantangannya adalah bagaimana menjaga stabilitas dalam negeri untuk tetap menjaga kepercayaan masyarakat Internasional terhadap pemerintah Indonesia. Keberhasilan upaya-upaya diplomasi total akan masih menjadi tantangan ke depan untuk menjaga kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia, yang sekaligus pula sebagai upaya untuk mencapai prioritas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 untuk mengkomunikasikan kepada publik internasional tentang Indonesia yang demokratis dengan masyarakat yang pluralistik, Islam yang moderat dan upaya pembangunan ekonomi yang progresif. Selain itu, Indonesia harus melanjutkan upaya mengkomunikasikan peran aktif Indonesia dalam memelihara perdamaian dan keamanan dunia serta membangun kawasan Asia Tenggara yang aman,damai dan berkemakmuran. Diplomasi juga diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan kinerja ekspor, peningkatan arus investasi dan wisatawan, penyelesaian masalah hutang luar negeri, perluasan kesempatan kerja bagi TKI di luar negeri, pengentasan kemiskinan melalui pencapaian Millennium Development Goals, dan peningkatan kerja sama teknik antarnegara. 

Selain itu, persoalan-persoalan seperti penegakkan hukum, terorisme, masalah korupsi, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, pengentasan rakyat dari kemiskinan melalui pencapaian Millennium Development Goals, pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM), penyelesaian wilayah perbatasan, tuntutan akan kualitas koordinasi penanganan, pelayanan dan perlindungan terhadap WNI/BHI di luar negeri, akan tetap mewarnai dinamika pelaksanaan politik luar negeri dalam rangka kerjasama internasional. Pada saat yang bersamaan Indonesia juga menghadapi kompleksitas lingkungan regional dan multilateral. Pendekatan multilateralisme dan regionalisme Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya mengembangkan semangat intrakawasan di dalam mengimbangi sikap unilateralisme.

Sementara perekonomian dunia akan terpengaruh oleh pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang cenderung menurun sedangkan China dan India meningkat. Proyeksi perubahan peta kekuatan ekonomi dunia demikian perlu disikapi secara taktis dan cerdas dalam konteks kepentingan nasional. 

B.
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

1. Meningkatnya citra positif Indonesia di mata masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hak-hak azasi manusia dan memajukan perdamaian dunia;

2. Terlindunginya kepentingan nasional Indonesia melalui peran diplomasi Indonesia;

3. Menguatnya hubungan kerja sama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatnya prakarsa kontribusi Indonesia dalam pencapaian dan keamanan dan perdamaian internasional serta penguatan multilateralisme;
4. Meningkatnya peran dan pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih teknologi.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka arah kebijakan politik dan hubungan luar negeri Indonesia akan ditekankan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan dan promosi identitas nasional Indonesia sebagai negara demokrasi;

2. Peningkatan peran diplomasi Indonesia dalam melindungi sumber daya nasional, menyelesaikan masalah perbatasan dan meningkatkan perlindungan dan pelayanan kepada WNI/BHI di luar negeri;

3. Perluasan partisipasi Indonesia di dalam forum internasional;

4. Peningkatan kerja sama dengan negara-negara kunci di kawasan dalam rangka meningkatkan stabilitas dan kesejahteraan kawasan;

5. Pelaksanaan tindak lanjut agenda pembentukan ASEAN Community;
6. Peningkatan intensifitas realisasi kerja sama dengan negara-negara mitra termasuk upaya mencari berbagai peluang pasar produk Indonesia, menarik investasi, dan kerja sama teknik;

7. Peningkatan diplomasi publik dengan mendayagunakan potensi dan kekuatan lunak (soft power) nasional dalam meningkatkan kerja sama dan saling pengertian dengan mitra internasional;

8. Peningkatan peran Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB;

9. Peningkatan peran Indonesia di kawasan Timur Tengah dalam upaya penyelesaian damai beberapa konflik di kawasan tersebut.

D. MATRIKS RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif
(Rp. Juta)

	1.
	Program Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia

Kegiatan Pokok:
1. Perumusan konsep pemberian respons yang lebih tegas, visioner dan berkualitas berkaitan dengan isu-isu internasional strategis;

2. Pelaksanaan upaya memperjuangkan masuknya konsep-konsep itu dalam setiap hasil akhir perundingan dan pembahasan persidangan, baik pada tingkat bilateral, regional maupun global; 

3. Penyusunan berbagai perjanjian internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional dalam membangun demokrasi, keamanan nasional dan penerapan nilai-nilai HAM, serta kedaulatan NKRI;

4. Pelaksanaan diplomasi perbatasan yang terkoordinasi dengan baik dalam rangka menjaga keutuhan wilayah darat, laut dan udara Indonesia;

5. Penyelenggaraan hubungan luar negeri, dan pemantapan kebijakan luar negeri yang konsisten dan produktif bagi kinerja diplomasi Indonesia; 

6. Peningkatan citra dan  promosi keberhasilan pelaksanaan demokrasi,  kebebasan sipil, dan gerakan kesetaraan gender  di Indonesia; 

7. Peningkatan perlindungan WNI di luar negeri, dan perumusan kebijakan diplomasi publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional;

8. Penguatan institusi diplomasi melalui penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme SDM.


	Program Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia

Kegiatan pokok: 

1. Pelaksanaan kajian mengenai peningkatan peran Indonesia dalam APEC, ASEAN, MDGs, dan berbagai kajian tentang HAM, diplomasi publik, Islam dan demokrasi, kejahatan transnasional, kejahatan kemanusiaan dan bio diversity;

2. Penyelesaian bersama hubungan bilateral dengan Timor Leste;

3. Persiapan pembahasan dan penyusunan naskah akademis bagi penyusunan berbagai perjanjian internasional;

4. Penyusunan laporan pelaksanaan berbagai perjanjian internasional;

5. Penyelesaian masalah perbatasan dengan negara tetangga melalui perundingan  dan diplomasi perbatasan;
6. Peningkatan kerja sama ekonomi di kawasan perbatasan dengan negara tetangga;

7. Peningkatan peran aktif Indonesia dalam forum Gerakan Non Blok, Oraganisasi Konferensi Islam, dan Konferensi Asia Afrika;

8. Perluasan partisipasi Indonesia di berbagai forum internasional;
9. Perluasan kerja sama intrakawasan dengan negara-negara kawasan Aspasaf;
10. Penguatan dan promosi identitas nasional sebagai negara demokrasi melalui diplomasi total;
11.  Perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di luar negeri;

12. Pelaksanaan kebijakan diplomasi publik yang transparan, partisipatif dan akuntabel;

13. Penataan kelembagaan dan peningkatan profesionalisme SDM dalam rangka penguatan institusi diplomasi.


	Meningkatnya citra positif Indonesia di mata masyarakat internasional sebagai negara demokratis, pluralis, menghormati hak-hak azasi manusia dan memajukan perdamaian dunia, dan terlindunginya kepentingan nasional Indonesia melalui peran diplomasi Indonesia.


	Deplu
	803.441,0



	2.
	Program Peningkatan Kerjasama Internasional

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: 

1. Penciptaan kesepahaman dan koordinasi yang lebih terarah antara Deplu dengan lembaga pemerintah, antara lain dengan Dephan, Polhukkam, TNI, Polri, dan komunitas intelijen untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga mitra secara bilateral, regional dan internasional dalam meningkatkan saling pengertian dalam upaya menjaga keamanan kawasan, integrasi wilayah dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional; 

2. Penyusunan kerangka kerja yang lebih terarah dan tindak lanjut terciptanya pembentukan ASEAN Security/Economic/Sociocultural Community; 

3. Pemantapan kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi yang disepakati secara internasional termasuk Millenium Development Goals (MDGs);

4. Fasilitasi jaringan diplomasi kebudayaan dan pendidikan berbasiskan inisiatif masyarakat secara luas; 

5. Fasilitasi upaya untuk memperluas jaringan dan peningkatan pemanfaatan Sister City antara kota-kota dan propinsi di Indonesia dengan kota-kota dan propinsi/distrik di mancanegara yang sudah berkembang dan maju.


	Program Peningkatan Kerjasama Internasional

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah: 

1. Fasilitasi kerja sama inteleijen dengan instansi terkait dan lembaga internasional;

2. Penyelenggaraan kerja sama penanganan Selat Malaka dan pengelolaan masalah Laut Cina Selatan;

3. Peningkatan kerja sama dalam memelihara lingkungan hutan, mencegah penyelundupan hasil hutan dan perdagangan manusia;

4. Partisipasi dalam pertemuan kerja sama ASEAN;

5. Penyelenggaraan kerja sama dengan mitra ASEAN;

6. Penjajagan dan peningkatan pemahaan daerah terkait dengan kerja sama teknik antar negara;

7. Partisipasi Indonesia di berbagai forum kerja sama ekonomi regional dalam kerangka ASEAN, Forum Asia Timur, APEC, Eropa dan Timur Tengah, dan kerja sama internasional;

8. Promosi dan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi;

9. Peningkatan kerja sama strategis Indonesia dengan Cina, Amerika Serikat, Rusia, Australia, dan Selandia Baru;

10. Peningkatan dan perluasan diplomasi publik melalui kegiatan budaya, pendidikan, dan dialog.


	Menguatnya hubungan dan kerja sama bilateral, regional dan internasional di segala bidang  dan meningkatnya peran dan pencapaian Indonesia sejahtera melalui kerja sama pembangunan ekonomi, promosi dagang dan investasi, kesempatan kerja dan alih teknologi.


	Deplu

Setneg

BAKOSURTANAL
	201.802,8



	3.
	Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 

1. Peningkatan komitmen dan peningkatan peran dalam upaya reformasi dan revitalisasi PBB termasuk di dalamnya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dengan menjadikannya lebih demokratis dalam aspek keterwakilan dan prosedural;

2. Promosi dan peningkatan peran secara aktif di setiap forum internasional bagi segera diselesaikannya masalah Palestina secara adil melalui PBB dan pengakhiran pendudukan Israel, sebagai bagian dari upaya ikut menciptakan perdamaian dunia; 

3. Peningkatan kerjasama bilateral, regional dan multilateral dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas batas negara seperti terorisme, pencucian uang, kejahatan narkotika, penyelundupan dan perdagangan manusia melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral yang dilakukan secara inklusif, demokratis dan sejalan dengan prinisp-prinsip hukum internasional; 

4. Partisipasi dalam menciptakan perdamaian dunia.


	Program Penegasan Komitmen Perdamaian Dunia

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 

1. Peningkatan peran dan kontribusi Indonesia dalam keanggotaan DK PBB, dan penguatan HAM;
2. Peningkatan partisipasi aktif diplomasi Indonesia pada sejumlah organisasi internasional non-PBB;

3. Peningkatan peran secara aktif dalam penyelesaian masalah Palestina;

4. Fasilitasi kerjasama bilateral, regional dan multilateral dalam mendukung upaya penanggulangan kejahatan lintas-nasional dan penanggulangan gerakan terorisme; 

5. Peningkatan keikut-sertaan Indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia;

6. Kontribusi Indonesia dalam penyelesaian masalah kawasan Timur Tengah;

7. Perluasan diplomasi publik melalui interfaith dialogue.


	Menguatnya hubungan kerja sama bilateral, regional dan internasional di segala bidang dan meningkatnya prakarsa kontribusi Indonesia dalam pencapaian dan keamanan dan perdamaian internasional serta penguatan multilateralisme;


	Deplu
	45.000,0
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BAB 8

PEMBENAHAN SISTEM DAN POLITIK HUKUM

A.
KONDISI UMUM 


Upaya pembenahan sistem dan politik hukum dituangkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2007, mencakup 78 RUU dimana 48 RUU berasal dari Prolegnas tahun 2005 dan 2006. Sehingga dari  target 284 RUU dalam Prolegnas 2005-2009 masih ada 155 RUU yang harus selesai pada Tahun 2008-2009. Adapun salah satu faktor penghambat dalam perencanaan dan pembentukan hukum antara lain adalah masih belum dipatuhinya Program Legislasi Nasional (Prolegnas) secara konsisten; masih mengemukanya egosektoral antar instansi/lembaga; kurangnya jumlah dan kualitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter). 


Pada tahun 2008 harmonisasi hukum merupakan masalah yang akan mendapatkan prioritas penanganan. Praktik yang terjadi saat ini adalah masih terjadinya peraturan perundangan yang bertentangan baik antar Instansi/lembaga di tingkat pusat maupun antara Pemerintah Pusat dengan daerah. Hal tersebut terlihat dengan dilakukannya pembatalan terhadap 763 perda bermasalah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.  Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi antara Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Dalam Negeri dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan.


Dalam upaya peningkatan kesadaran Hukum dan HAM, budaya sadar hukum juga masih belum sepenuhnya dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat serta aparat penegak hukum, sehingga kegiatan-kegiatan yang bersifat interaktif dan komunikatif perlu ditingkatkan. Selain itu penggunaan media cetak melalui penyebaran pamflet penyuluhan hukum dan HAM, dan pemasangan berbagai spanduk pada tempat-tempat yang strategis serta penggunaan media elektronik dalam kegiatan penyuluhan hukum dan HAM perlu terus ditingkatkan. Sampai dengan tahun 2007 telah dilakukan langkah-langkah antara lain ratifikasi beberapa instrumen HAM internasional, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM, diseminasi dan pendidikan HAM baik untuk aparat penegak hukum maupun masyarakat, dan penerapan norma dan standar instrumen HAM. 


Dalam rangka pembenahan sistem dan politik hukum di tahun 2008 langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain: (1) melanjutkan proses harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah; (2) meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum melalui proses koordinasi yang lebih baik dan transparan; dan (3) mewujudkan kepastian hukum di berbagai bidang antara lain di bidang investasi, penyelesaian kasus-kasus korupsi, dan pelanggaran HAM. 

B.
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008


Untuk mendukung pembenahan sistem dan politik hukum, sasaran yang akan dicapai pada tahun 2008 adalah terciptanya sistem hukum nasional yang adil, konsisten, tidak diskriminatif; terlaksananya penegakan hukum yang tegas, konsisten dan tidak memihak, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi termasuk penyiapan infrastruktur pelaksanaannya; terlaksananya upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka meminimalisir praktik korupsi di berbagai sektor di ikuti dengan perbaikan sistem; penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia; penyelesaian dan pencegahan tindak kejahatan transnasional; penyalahgunaan narkotika serta berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat; terwujudnya sumber daya manusia aparatur pelayanan dan penegak hukum yang berkualitas dan profesional di bidangnya; terciptanya budaya sadar hukum dan HAM; serta terlaksananya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia.  

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008


Pembenahan sistem dan politik hukum pada tahun 2008 diarahkan kepada kebijakan untuk mendorong penyelenggaraan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan kerjasama internasional dalam memberantas korupsi secara tegas dan konsisten melalui penegakan hukum yang tidak diskriminatif terhadap para pelaku korupsi, dan upaya pencegahan bersamaan dengan perbaikan sistem di berbagai sektor; membangun budaya sadar hukum dan HAM, serta konsistensi peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dan daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan di atasnya, mengoperasionalkan rencana tindak secara bertahap dan konsisten melalui upaya-upaya: 

1. Penataan kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya percepatan pemberantasan korupsi, mengandung perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia, serta berlaku secara efektif dan efisien, sesuai dengan aspirasi masyarakat;

2. Pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pelayanan dan penegak hukum; terselenggaranya sistem peradilan, cepat, murah, dan transparan serta memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, terutama bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan;
3. Peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia melalui pendidikan dan penyuluhan bagi para penyelenggara negara dan masyarakat agar mampu berperilaku sesuai dengan kaidah hukum dan HAM.  
D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	   Pagu Indikatif 

       (Rp. Juta)

	1
	Program Perencanaan Hukum 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1.    Pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan bahan informasi hukum terutama yang terkait dengan pelaksanaaan berbagai kegiatan perencanaan pembangunan hukum secara keseluruhan; 

2.    Penyelenggaraan berbagai forum diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan instansi/lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan evaluasi dan penyusunan rencana pembangunan hukum yang akan datang; 

3.    Penyusunan dan penyelenggaraan forum untuk menyusun prioritas rancangan undang-undang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama Pemerintah dan Badan Legislasi DPR; serta 

4.    Penyelenggaraan berbagai forum kerjasama internasional di bidang hukum yang terkait terutama dengan isu-isu korupsi, terorisme, perdagangan perempuan dan anak, obat-obat terlarang, perlindungan anak, dan lain-lain. 


	Program Perencanaan Hukum 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Survey Nasional tentang Kesadaran Berkonstitusi di masyarakat.

2. Pengkajian hukum  dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan.

3. Pengkajian hukum  dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum dan HAM.

4. Penelitian dan pengkajian putusan hakim.

5. Penyelenggaraan Prolegnas.

6. Penyelenggaraan Forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang hukum.
7. Kerjasama internasional di bidang hukum.
8. Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi organisasi, administrasi dan finansial kelembagaan.

9. Pengolahan pendapat dan pertimbangan perangkat peraturan perundang-undangan pusat.


	Tersedianya kebijakan/bahan hukum yang sesuai dengan aspirasi masyarakat baik pada saat ini maupun pada masa yang akan datang, mengandung perlindungan dan penghormatan terhadap HAM serta mempunyai daya laku yang efektif dan efisien dalam masyarakat
	MA,

MK,

Dephukham, Kejagung, Komnas HAM, KPK


	55.550,2

	2
	Program Pembentukan Hukum 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1.    Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum dengan mendasarkan baik dari hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang terkait dengan isu hukum, hak asasi manusia dan peradilan; 

2.    Pelaksanaan berbagai penelitian hukum untuk dapat lebih memahami kenyataan yang ada dalam masyarakat; 

3.    Harmonisasi di bidang hukum (hukum tertulis dan hukum tidak tertulis/hukum adat) terutama pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat dengan peraturan perundang-undangan pada tingkat daerah yang mempunyai implikasi menghambat pencapaian kesejahteraan rakyat; 

4.    Penyusunan naskah akademis rancangan undang-undang berdasarkan kebutuhan masyarakat; 

5.    Penyelenggaraan berbagai konsultasi publik terhadap hasil pengkajian dan penelitian sebagai bagian dari proses pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 

6.    Penyempurnaan dan perubahan dan pembaruan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, serta yang masih berindikasi diskriminasi dan yang tidak memenuhi prinsip kesetaraan dan keadilan; 

7.    Penyusunan dan penetapan berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan asas hukum umum, taat prosedur serta sesuai dengan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta 

8.    Pemberdayaan berbagai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk menjadi sumber hukum bagi para hakim termasuk para praktisi hukum dalam menangani perkara sejenis yang diharapkan akan menjadi bahan penyempurnaan, perubahan dan pembaruan hukum (peraturan perundang-undangan). 


	Program Pembentukan Hukum 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Pengkajian hukum dan peraturan perundang-undangan.

2. Penelitian hukum dan HAM serta putusan hakim. 

3. Proses harmonisasi peraturan perundang-undangan.

4. Pertemuan ilmiah.

5. Penyusunan naskah akademis.

6. Penyusunan RUU.

7. Penyusunan RPP.

8. Pembahasan RUU.

9. Pengolahan pendapat dan pertimbangan hukum.

10. Penyusunan/Pencetakan dan pengiriman himpunan putusan pengadilan.


	Tersedianya peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dalam rangka mengatur perilaku individu dan lembaga
	MA

MK

Dephukham

Depdagri, Depperin, 

Dep. ESDM


	94.698,1

	3
	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.     Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba; 

2.    Peningkatan forum diskusi dan pertemuan antar lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum yang lebih transparan dan terbuka bagi masyarakat; 

3.    Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; 

4.    Pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel, antara lain pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional; 

5.    Penyederhanaan sistem penegakan hukum; 

6.    Pembaruan konsep penegakan hukum, antara lain penyusunan konsep sistem peradilan pidana terpadu dan penyusunan konsep pemberian bantuan hukum serta meninjau kembali peraturan perundang-undangan tentang izin pemeriksaan terhadap penyelenggara negara dan cegah tangkal tersangka kasus korupsi; 

7.    Penguatan kelembagaan, antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor); 

8.    Percepatan penyelesaian berbagai perkara tunggakan pada tingkat kasasi melalui proses yang transparan; 

9.    Pengembangan sistem manajemen anggaran peradilan dan lembaga penegak hukum lain yang transparan dan akuntabel; 

10.  Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum. 


	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pembinaan/bimbingan/konsultasi/ orientasi tenaga teknis badan peradilan 

2. Pembangunan/rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana

3. Penyelenggaraan pengawasan fungsional hukum

4. Pengadaan tanah

5. Pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana fisik bidang hukum

6. Pengkajian/pengembangan  penyelenggaraan sistem informasi

7. Pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

8. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

9. Peningkatan kapasitas manajemen sarana dan prasarana aparatur negara

10. Pembangunan gedung

11. Pengadaan kendaraan

12. Pemberdayaan lembaga

13. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung

14. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

15. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengawasan

16. Kerjasama antar instansi pemerintah/swasta/lembaga

17. Penyelenggaraan pembinaan hukum dan peradilan

18. Pelaksanaan pengawasan terhadap lembaga peradilan

19. Penyempurnaan sistem administrasi pengaduan masyarakat

20. Pembangunan sistem informasi manajemen perkara

21. Pembangunan pusat data hakim untuk pelaksanaan pengawasan

22. Peningkatan kerjasama dan jejaring untuk perlindungan, pemajuan dan penegakan HAM

23. Pembentukan kantor perwakilan

 
	Terwujudnya lembaga penegak hukum yang transparan, akuntabel, mandiri dan berkualitas serta memihak kepada kebenaran dan keadilan masyarakat sehingga dapat  mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya-upaya penegakan hukum
	MA, 

Depkum HAM, Kejagung, Komnas  HAM, KY, 

MK
	2.516.193,9

	4
	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum   

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan profesional; 

2.    Penyelenggaraan berbagai pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 

3    .Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum dengan penerapan secara konsisten kode etiknya; 

4.    Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan aparatur hukum agar lebih tanggap terhadap perkembangan yang terjadi baik pada saat ini maupun pada masa mendatang; serta 

5.    Peningkatan kerjasama yang intensif dengan negara-negara lain untuk mengantisipasi dan mencegah meluasnya kejahatan transnasional dengan cara-cara yang sangat canggih sehingga cukup sulit terdeteksi apabila hanya dengan langkah-langkah konvensional. 


	Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional hukum

2. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis pemberantasan korupsi


	Terwujudnya aparatur hukum yang profesional, berkualitas, cepat dan tanggap dalam mengatasi permasalahan hukum dan penyelenggaraan pembangunan
	MA, DepkumHAM, Kejagung, 

KPK, 

MK
	162.807,2

	5
	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1.    Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia yang disusun berdasarkan pendekatan dua arah, agar masyarakat tidak hanya dianggap sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan serta benar-benar memahami dan menerapkan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku; 

2.    Peningkatan penggunaan media komunikasi yang lebih modern dalam rangka pencapaian sasaran penyadaran hukum pada berbagai lapisan masyarakat; 

3.    Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia secara terus menerus untuk mengimbangi pluralitas sosial yang ada dalam masyarakat maupun sebagai implikasi dari globalisasi; serta 

4.    Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh tidak saja dari kemampuan substansi hukum juga sosiologi serta perilaku masyarakat setempat, sehingga komunikasi dalam menyampaikan materi dapat lebih tepat, dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat.


	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.   Penyuluhan hukum

2.   Penyuluhan HAM

3.   Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

4.   Penyelenggaraan pendidikan pemberantasan korupsi 

5.   Pengelolaan gratifikasi

6.   Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

7.   Penanganan pengaduan masyarakat tentang tindak pidana korupsi

8.   Penyelenggaraan sosialisasi/ desiminasi/seminar/workshop/ publikasi

9.   Penerbitan majalah/jurnal/buletin/ buku/leaflet/brosur/poster

10.   Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan HAM


	Terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih serta memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hukum dan hak asasi manusia.
	MA, DepkumHAM, Kejagung, , 

KPK, 

MK, 

Komnas HAM
	593.729,8
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PENGHAPUSAN DISKRIMINASI  

DALAM BERBAGAI BENTUK 

A. KONDISI UMUM  

Selama Tahun 2006 dan awal Tahun 2007 upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program dan kegiatan. Namun disadari bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Untuk itu langkah-langkah dan upaya-upaya akan terus menerus dilakukan untuk mempercepat penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. 

Tidak ada yang menyangkal bahwa perilaku diskriminasi akan sangat bertentangan dengan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, oleh karena itu harus segera dihapuskan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk diskriminasi adalah didasarkan pada jenis kelamin. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalisasi terjadinya diskriminasi, Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di samping itu Indonesia juga telah menetapkan strategi pengarusutamaan gender yang dikukuhkan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan. 

Sebagai tindak lanjut berbagai upaya untuk menyempurnakan/merevisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak telah dilakukan. Langkah-langkah atau upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut antara lain dengan memperbarui peraturan perundang-undangan serta menyesuaikan dengan ratifikasi Konvensi/Kovenan yang telah dilakukan sebelumnya, disamping itu juga memperbaiki  tingkat pelayanan publik yang tidak mengandung diskriminasi terhadap berbagai lapisan masyarakat. 

Disahkannya RUU Kewarganegaraan Republik Indonesia oleh DPR tanggal 11 Juli 2006 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, telah memberikan kontribusi dalam upaya menghapuskan tindakan diskriminatif terhadap perempuan dan anak dan kaum etnis serta telah mengakomodasikan berbagai kepentingan yang mendukung penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. Undang-undang tersebut antara lain berisi ketentuan untuk melindungi perempuan yang menikah dengan pria berkebangsaan asing, tidak secara otomatis status kewarganegaraan perempuan serta anak yang dilahirkan menjadi warga negara asing. 

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak telah dilakukan dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain mengatur tentang pengurusan akte kelahiran anak yang bebas biaya. Namun pada pelaksanaannya ketentuan ini belum sepenuhnya dapat dijalankan di beberapa daerah. Hal ini antara lain disebabkan belum adanya komitmen yang maksimal dari aparat penyelenggara negara dalam menjalankan ketentuan undang-undang secara konsisten dalam rangka mengakomodasi kepentingan dan hak anak.

Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan dalam rangka perlindungan terhadap ketenagakerjaan terutama terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri yang rawan terhadap praktek diskriminasi, saat ini sedang dilakukan peta permasalahan TKI perempuan dikaitkan dengan kebijakan ketenagakerjaan berupa Equal Employment Opportunity (EEO). 

Dalam rangka penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2006. Selain itu saat ini tengah dibahas perubahan RUU KUHAP yang mengupayakan untuk mengintegrasikan konsep sistem peradilan pidana terpadu antara aparat penegak hukum khususnya bagi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.  

Di bidang pelayanan publik, pembahasan RUU tentang Pelayanan Publik masih terus dilakukan di DPR. Diharapkan RUU ini dapat segera diselesaikan pada tahun 2007 sehingga akan memberikan kepastian bagi seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Pelayanan aparatur  pemerintah dari segala lini dan segala segi menjadi lebih baik dan mempunyai dampak akan terpenuhinya hak-hak dasar publik yang wajib dipenuhi pemerintah. Pelayanan prima merupakan keinginan masyarakat termasuk pelaku usaha yang artinya pelayanan publik yang diberikan aparat pelayanan publik tidak diskriminatif dan sesuai dengan prinsip keadilan. 
Begitu pula pelayanan yang bergerak di bidang hukum seperti HaKI, dan jasa hukum lainnya terus dilakukan peningkatannya setiap tahun. Dalam rangka memberikan peningkatan jasa hukum kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 837-KP.04.11 Tahun 2006 tentang pendelegasian wewenang Menteri Hukum dan HAM RI dala memberikan pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM(Depkumham) diseluruh Indonesia. Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan mendelegasikan wewenang untuk melakukan Pengesahan Akta Perseroan Terbatas, Persetujuan dan Pelaporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) ke 8 (delapan) Kantor Wilayah  Depkumham DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Jawa Tengah. 

Kegiatan pemberian bantuan hukum terus dilanjutkan dengan sasaran pada kelompok masyarakat kurang mampu dan tidak memberikan perbedaan  pada golongan masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dalam menghadapi permasalahan hukum di pengadilan.  Untuk itu dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Hukum saat ini tengah disusun RUU Bantuan Hukum yang merupakan usul inisiatif DPR.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Sasaran pembangunan tahun 2008 dalam mendukung upaya penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk, adalah:  

1. Berkurangnya jumlah peraturan perundang-undangan yang terindikasi diskriminatif dalam berbagai bentuk;

2. Terselenggaranya pelayanan publik dan  pelayanan di bidang hukum yang semakin tidak diskriminatif; dan

3. Terlaksananya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan hukum di pengadilan.

C.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk dalam tahun 2008  diarahkan pada kebijakan untuk  mewujudkan pelayanan publik dan pelayanan hukum yang konsisten, adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah: 

1. Meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun pada tingkat operasional dalam rangka mewujudkan  kedudukan yang sama di hadapan hukum pada setiap golongan masyarakat;

2. Menyelenggarakan pelayanan hukum dan pelayanan publik yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap warga negara melalui perbaikan sistem hukum; dan

3. Melanjutkan kegiatan pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat kurang mampu yang menghadapi masalah hukum di pengadilan.

D.
MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp. Juta)

	1. 
	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kualitas pelayanan umum di bidang hukum, pada bidang antara lain pemberian grasi, naturalisasi, pemberian/penerbitan perizinan yang dibutuhkan oleh berbagai bidang pembangunan; pemberian status badan hukum; pendaftaran hak atas kekayaan intelektual, pembuatan akte kelahiran gratis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pencatatan sipil yang adil bagi setiap warga negara dan lain sebagainya; 

2. Peningkatan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu  baik laki-laki dan perempuan dalam proses berperkara di pengadilan maupun upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban hukumnya; 

3. Penyederhanaan syarat-syarat pelayanan jasa hukum pada semua lingkup lembaga/instansi yang dapat dimengerti, informasi yang terbuka, transparan dengan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat luas. 


	Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik 

2. Pemberian bantuan hukum 

3. Penyelenggaraan Pelayanan keimigrasian 

4. Penyelenggaraan pelayanan HKI

5. Penyelenggaraan pelayanan jasa hukum 


	Terwujudnya pelayanan publik dan pelayanan di bidang hukum yang merata, dan mampu menjangkau lapisan masyarakat serta terciptanya kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat dalam memperoleh keadilan 
	Depkumham, 

MA

KPU

Kejagung

 
	392.059,4
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PENGHORMATAN, PENGAKUAN, DAN

PENEGAKAN ATAS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

A. Kondisi Umum

Salah satu prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah pada tahun 2007 adalah penegakan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan Korupsi dan reformasi birokrasi. 

Sebagai bagian dari upaya untuk mendukung penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi telah dilakukan langkah-langkah preventif antara lain melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004-2009. Sepanjang tahun 2006 telah dilakukan sosialisasi dan konsultasi publik RAN PK ke 11 provinsi yaitu Bali, Nangro Aceh Darussalam (NAD), Bangka Belitung, Jawa Tengah, Papua, Sulawesi Tenggara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan memberikan fasilitas kepada tiap provinsi untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK). Daerah yang telah berhasil untuk menyusun RAD PK adalah Kota Denpasar dan Provinsi Jawa Tengah.  Langkah-langkah untuk melaksanakan RAN PK dan pembentukan RAD PK juga ditujukan untuk memperlihatkan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendorong upaya percepatan pemberantasan korupsi dan juga merupakan salah satu bentuk konsekwensi adalah Indonesia meratifikasi United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, melalui undang-undang No. 7 Tahun 2006.

Dari sisi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selama tahun 2006 telah diselesaikan penyelidikan terhadap 575 kasus dari 1.359 kasus yang ditangani oleh Kejaksaan RI. Pada periode yang sama kejaksaan telah melakukan penyidikan terhadap 1.758 perkara korupsi yang selanjutnya telah masuk ke tahap penuntutan ke pengadilan negeri sebanyak 611 perkara dan telah diputus oleh pengadilan negeri sejumlah 454 perkara. Disamping itu pada tahun 2006 TIMTASTIPIKOR telah menangani sejumlah 37 perkara. Sementara itu dalam periode yang sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima 774 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik yang berasal dari kejaksaan maupun kepolisian. 

Dalam rangka mendorong penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, melalui kegiatan Rencana Aksi Nasional di bidang HAM (RAN-HAM) sebagaimana tertuang di dalam Keppres Nomor 40 tahun 2004 tentang RAN-HAM 2004-2009 terus dilakukan disertai dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan. kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan tahun 2007 diantaranya adalah pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RAN-HAM di daerah.  

Sementara itu upaya pemerintah untuk menyelesaikan tindak pidana pelanggaran HAM selama tahun 2006 Kejaksaan RI telah menangani 3 kasus, 7 kasus masih dalam proses pengadilan dan 1 kasus menunggu putusan atas upaya hukum peninjauan kembali.

Dengan adanya hasil yang telah dicapai maka pada tahun 2006 diharapkan pada tahun 2007 kasus-kasus korupsi yang telah ditangani pada tahap penyidikan dapat ditindak lanjuti sampai pada pengajuan ke pengadilan. Pemberian hukuman terhadap pelaku korupsi yang telah terbukti dipersidangan dan upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara sebagai akibat korupsi diharapkan dapat terealisasi sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kesungguhan pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi dan penegakan hukum dapat diperoleh kembali.

Disamping itu sebagai bagian dari upaya untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi, maka pada tahun 2007 direncanakan akan dilaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik RAN PK dan penyusunan RAD PK pada tiga provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten dan Provinsi Kalimantan Timur.  

B.
Sasaran Pembangunan Tahun 2008 

Dalam rangka untuk melaksanakan salah satu prioritas nasional berupa pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi maka sasaran umum yang akan dicapai dalam  tahun 2008 dalam rangka penghormatan, pengakuan, dan penegakan atas hukum dan Hak Asasi Manusia adalah terselenggaranya upaya-upaya penanganan perkara khususnya kasus-kasus korupsi baik melalui upaya pencegahan melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dan pelaksanaan dari Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009, disamping juga upaya represif melalui proses peradilan yang transparan dan akuntabel dalam rangka penanganan kasus korupsi dan pelanggaran HAM.  

C.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008

Adapun dalam upaya untuk penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan Hak Asasi Manusia maka arah pembangunan yang telah ditetapkan adalah: (1) Melanjutkan upaya untuk penanganan perkara dalam rangka untuk meningkatkan penegakan hukum dan perlindungan serta penegakan HAM; (2) Melanjutkan upaya pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dengan menitikberatkan pada sektor-sektor yang memperoleh alokasi anggaran negera terbesar; 

D.
MATRIK PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp. Juta)

	1.
	Program Penegakan Hukum dan HAM

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004–2009; Penguatan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004–2009; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak; dan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015; 

2. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2004–2009 sebagai gerakan nasional; 

3. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya; 

4. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi; 

5. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga/institusi hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia; 

6. Peningkatan upaya-upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum, melalui keteladanan Kepala Negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen; 

7. Penyelenggaraan audit reguler atas kekayaan seluruh pejabat pemerintah dan pejabat negara; 

8. Peninjauan serta penyempurnakan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat; 

9. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggarakan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan dengan sewajarnya; 

10. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik; pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel; 

11. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan; 

12. Penyelamatan bahan bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/arsip lembaga negara dan badan pemerintahan untuk mendukung penegakan hukum dan hak asasi manusia; 

13. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan hak asasi manusia ; 

14. Pembaruan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi; 

15. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia; 

16. Peningkatan fungsi intelijen agar aktivitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini, serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban; serta 

17. Peningkatan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya melalui identifikasi dan memutus jaringan peredarannya, meningkatkan penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta menghukum para pengedarnya secara maksimal. 


	Program Penegakan Hukum dan HAM

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 

2. Penanganan perkara, yang meliputi penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya seperti pelanggaran HAM, tindak pidana umum, perkara perdata dan perkara Tata Usaha Negara

3. Penyelenggaraan/pembinaan Pemasyarakatan

4. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

5. Penyelenggaraan pemantauan pelaksanaan, perlindungan , pemajuan dan penegkaan HAM

6. Penyelenggaraan mediasi HAM

7. Penyelidikan kasus pelanggaran HAM
	Terselenggaranya upaya preventif dan represif dalam rangka untuk penanganan perkara, khususnya kasus korupsi dan pelanggaran HAM


	KPK, 

Komnas HAM, Kejagung, 

MA,

Depkum HAM,

Kemenko Polhukam
	490.934,9
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Peningkatan Kualitas Kehidupan

dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan

dan Perlindungan Anak

A. Kondisi Umum

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki maupun perempuan), dan kelompok umur (anak, dewasa dan lanjut usia). Meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender masih dijumpai dan hak-hak anak masih belum sepenuhnya terpenuhi. 

Upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dilakukan secara lintas bidang dan lintas daerah yang keberhasilannya diukur antara lain oleh Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index/GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement/GEM). Indeks Pembangunan Gender Indonesia yang dihitung berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan dan ekonomi, mengalami peningkatan dari 0,639 pada tahun 2004 menjadi 0,651 pada tahun 2005. Indeks Pemberdayaan Gender Indonesia yang meliputi variabel partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan juga mengalami peningkatan dari 0,597 pada tahun 2004 menjadi 0,613 pada tahun 2005.

Pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan pada tahun 2006 ditandai oleh beberapa hal penting seperti telah disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RUU-PTPPO) oleh DPR-RI, dikembangkannya Rencana Aksi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (RAN-PKTA), dan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (PUG dan PUA), serta pembentukan pusat-pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan/anak (P2TP2/A). Di samping itu, keberhasilan pemberdayaan perempuan di beberapa bidang pembangunan antara lain ditunjukkan oleh: (1) bidang pendidikan, angka melek aksara perempuan usia 15 tahun ke atas meningkat dari 86,8 persen (tahun 2004) menjadi 88,4 persen (tahun 2006) dan angka partisipasi sekolah (APS) perempuan di berbagai jenjang pendidikan juga telah meningkat; (2) bidang kesehatan, angka kematian ibu (AKI) melahirkan berhasil diturunkan meskipun angkanya masih tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI 2002-2003); (3) bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan meningkat dari 50,6 persen (tahun 2005) menjadi 51,4 persen (tahun 2006). 


Pada tahun 2007, dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, diperkirakan akan terlaksana kebijakan di bidang kesehatan, khususnya melalui revitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI); di bidang pendidikan melalui percepatan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP); di bidang ekonomi melalui Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dan Model Desa Prima; serta perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan masalah kekerasan perempuan lainnya di 17 provinsi dan 50 kabupaten/kota. Pada tahun 2007 diharapkan dapat tersusun Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender (RAN-PUG) dan disahkannya Undang-Undang tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) dan Peraturan Pemerintah tentang PTPPO.

Untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak pada tahun 2007 akan disusun Rencana Aksi Nasional Program Nasional Bagi Anak Indonesia (RAN-PNBAI) 2015; serta terlaksananya kebijakan penanganan anak yang bermasalah dengan hukum, perdagangan anak, dan eksploitasi seksual komersial anak. Juga akan dilanjutkan upaya penguatan jaringan kerja dan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan anak (PUA) di 33 provinsi dan 150 kabupaten/kota. Pusat-pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan/anak dan ruang pelayanan khusus (RPK) juga terus dibangun guna membantu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hingga akhir tahun 2007 diharapkan terbentuk P2TP2/A di 18 provinsi dan 61 kabupaten/kota dan 237 unit RPK di 26 kepolisian daerah. Layanan telepon sahabat anak (TESA) melalui nomor telepon gratis 129 diperuntukkan bagi anak-anak di seluruh wilayah tanah air yang melaporkan kekerasan yang dialami, didengar, dan/atau dilihat. Pemberian akte kelahiran gratis bagi sekitar 2,4 juta anak per tahun yang telah dilakukan sejak tahun 2006 akan terus dilanjutkan.

Dari situasi dan kondisi perempuan dan anak di atas dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak pada tahun 2008, yaitu: (1) masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan; (2) masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; (3) masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; (4) masih rendahnya peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; (5) masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak; dan (6) masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk partisipasi masyarakat.

B. Sasaran Pembangunan Tahun 2008

Sasaran pembangunan bidang pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak tahun 2008 adalah: 

1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai peraturan perundangan-undangan dan kebijakan pembangunan, terutama di bidang politik, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan hukum, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

2. Terintegrasinya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota;

3. Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak;

4. Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data gender dan anak; dan

5. Meningkatnya peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008


Dengan memperhatikan kondisi pembangunan perempuan dan anak yang bersifat kultural dan struktural, diperlukan tindakan pemihakan yang jelas dan nyata guna mengurangi kesenjangan gender di seluruh bidang pembangunan. Untuk itu arah kebijakan tahun 2008 adalah:

1. Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;

2. Peningkatan taraf pendidikan, akses dan kualitas kesehatan, serta bidang pembangunan lainnya, guna mempertinggi kualitas hidup perempuan;

3. Peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;

4. Penyempurnaan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk penghapusan perdagangan perempuan dan anak;

5. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama anak usia dini; dan

6. Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender dan anak, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

	1. 
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi;

2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya;

3. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah;

4. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah;

5. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;

6. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan

7. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.


	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (KHPP).

2. Penyusunan kebijakan KHPP.

3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan KHPP.
	1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan KHPP di 33 provinsi dan 30 kabupaten/kota.

2. Terumuskannya kebijakan kualitas hidup perempuan di tingkat nasional dan kebijakan perlindungan perempuan di 10 provinsi.

3. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan KHPP di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
	Kemenneg PP
	70.100,0



	2. 
	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, di tingkat nasional dan daerah;

2. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;

3. Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak;

4. Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan akte kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain;

5. Pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan sosial (termasuk konflik);

6. Pengembangan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking, dan perlakuan salah lainnya;

7. Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan; dan

8. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan  tentang anak di tingkat nasional dan daerah.


	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA).
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan KPA.
3. Pengawasan perlindungan anak (KPAI).

4. Penyelenggaraan/Pembinaan informasi publik (KPAI).
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan KPAI.

6. Koordinasi pelaksanaan kebijakan KPA.
	1. Tersusunnya 5 RAD PNBAI, 10 Perda PTPPO, dan 5 Perda Partisipasi Anak.

2. Tersusunnya kebijakan nasional dan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak.

3. Terlaksananya fasilitasi kelembagaan KPA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

4. Terlaksananya pengawasan perlindungan anak oleh KPAI di tingkat provinsi.

5. Terselenggaranya/terbinanya informasi publik oleh KPAI di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

6. Terbentuknya KPAID di 15 provinsi dan 10 kabupaten/kota.

7. Terlaksananya koordinasi pelaksanaan kebijakan KPA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
	Kemenneg PP,

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)


	12.440,0



	3. 
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender, dan kesejahteraan dan perlindungan anak;

2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, termasuk Pusat Studi Wanita/Gender, dan lembaga-lembaga penelitian, pemerhati dan pemberdayaan anak;

3. Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA, di tingkat nasional dan daerah; dan 

4. Penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG dan PUA di tingkat nasional dan daerah.


	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA), termasuk pembentukan P2TP2/A.

2. Penyusunan data gender dan anak.

3. Penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender dan anak.

4. Koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak.
	1.  Terbentuknya pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan/anak (P2TP2/A) di 15 provinsi dan 40 kabupaten/kota.

2.   Terlaksananya sosialisasi, advokasi, pelatihan dan TOT pengarusutamaan gender dan anak di tingkat nasional, 10 provinsi dan 150 kabupaten/kota.

3.  Tersusunnya data gender dan anak di tingkat nasioal, dan 140 kabupaten/kota.

4.  Tersusunnya kebijakan nasional dan daerah tentang pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA).

5.  Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan anak.


	Kemenneg PP,

MA,

Kejagung,

Depkumham,

Diknas,

Depag,

Depsos,

Kemeneg KUKM,

Komnas HAM
	99.975,0



	4. 
	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Analisis dan revisi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, bias gender,  dan belum peduli anak;

2. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi perempuan dan hak-hak anak;

3. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak; dan 

4. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan peraturan perundangan, dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak, di tingkat nasional dan daerah.


	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyerasian peraturan perundang-undangan bidang anak dan perempuan.

2. Penyusunan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang anak, perempuan, dan gender.

3. Pemantauan pelaksanaan kebijakan anak dan perempuan.

4. Evaluasi pelaksanaan kebijakan anak dan perempuan.


	1.    Terlaksananya penyerasian peraturan perundang-undangan bidang anak dan perempuan.

2.    Tersusunnya materi KIE tentang anak, perempuan, dan gender.

3.    Terlaksananya KIE tentang anak, perempuan, dan gender di media cetak dan elektronik.

4.    Terlaksananya pemantauan pelaksanaan kebijakan anak dan perempuan.

5.   Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kebijakan anak dan perempuan.


	Kemenneg PP,

Komnas HAM
	16.350,0
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DAN OTONOMI DAERAH

A.
KONDISI UMUM

Pada tahun 2006, pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, difokuskan pada: (1) penyelesaian berbagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) penyelesaian konsep Grand Strategy Otonomi Daerah sebagai Kerangka Besar pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; dan (3) penyelesaian penyusunan Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RAN-DF). 

Pencapaian utama kegiatan pada tahun 2006, adalah: (1) telah selesai disusun dan diterbitkannya 12 (dua belas) Peraturan Pemerintah (PP), 1 (satu) Peraturan Presiden (Perpres), dan 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dari 28 (dua puluh delapan) Peraturan Pemerintah (PP), 2 (dua) Perpres, dan 3 (tiga) Permendagri yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta 4 Peraturan Pemerintah (PP) dari 6 Peraturan Pemerintah (PP) yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (2) finalisasi 6 (enam) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) termasuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai revisi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan RPP tentang penataan kelembagaan Pemerintah Daerah sebagai  revisi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; (3) tersusunnya konsep Grand Strategy Otonomi Daerah meliputi urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik, pengawasan, serta penataan daerah (pembentukan daerah otonomi khusus, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, penyesuaian batas daerah, pengalihan status daerah pada aspek administratif dan politis, serta penataan ibukota); serta (4) tersusunnya laporan akhir Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RANDF) daerah sebagai penjabaran salah satu elemen dari Grand Strategy terkait dengan desentralisasi fiskal. 

Beberapa pencapaian lainnya kegiatan pada tahun 2006, terkait dengan penataan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daaerah dan kelembagaan pemerintah daerah, antara lain: (1) telah disetujui dan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pada tanggal 1 Agustus 2006 sebagai upaya penciptaaan pondasi pembangunan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) di masa depan; (2) telah dibatalkannya 600 Peraturan Daerah (Perda) yang bermasalah berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah; (3) telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang segera digunakan sebagai acuan daerah dalam menyusun dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tiap sektornya; (4) tersusunnya Pedoman (Handbook) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2006; (5) telah terbangunnya 34,6 persen dari seluruh gedung pemerintahan yang hancur di Wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang terdiri dari 218 unit Kantor Desa, 21 unit  Kantor Camat, 2 unit Kantor Bupati, 14  unit  Kantor Dinas/Badan, 2 unit  Meuligo, 73 unit Kantor Mukim/Bale Pembangunan, dan  301 unit Rumah Dinas; serta (6) telah dilaksanakannya 78 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung di 7 provinsi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung di 60 kabupaten, dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 11 kota. 

Selanjutnya pencapaian lain pada tahun 2006 pada aspek aparatur pemerintah daerah, kerjasama antar pemerintah daerah, penataan daerah otonom baru, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah, adalah: (1) terintegrasinya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) berbasis web; (2) terselenggaranya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah pada bidang kependudukan di daerah dan sosialisasi manajemen kepegawaian daerah; (3) terselesaikannya kajian mengenai Standar Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah; (4) tersusunnya rencana pengelolaan aparatur Pemerintah Daerah; (5) terselenggaranya fasilitasi diklat kepada Pemerintah Daerah  termasuk review dan perbaikan pedoman, kurikulum dan modul; (6) meningkatnya kemampuan aparatur dalam mitigasi bencana dan penanganan pasca bencana; (7) terbentuknya forum-forum kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam bidang sosial, ekonomi dan pelayanan publik dasar seperti forum-forum kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam bidang ekonomi, pelayanan dasar, dan keamanan di sebagian besar daerah, terutama di wilayah perbatasan; serta pelaksanaan pelayanan satu atap bagi perizinan investasi dan pelayanan publik dasar di daerah; (8) teridentifikasinya bentukan-bentukan kerjasama antar daerah di Indonesia dan terdeseminasikannya pembelajaran pola, bentuk dan model kerjasama antar daerah; (9) dilakukannya penyempurnaan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Penggabungan, Penghapusan dan Pemekaran Daerah; (10) selama kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2006 sudah terbentuk 165 daerah otonom baru, yang terdiri dari 7 (tujuh) provinsi, 129 (seratus dua puluh sembilan) Kabupaten dan 29 (dua puluh sembilan) kota, sehingga pada tahun 2006 jumlah keseluruhan Daerah Otonom adalah 484 yang terdiri dari 33 provinsi dan 451 kabupaten/kota; (11) terlaksananya Sistem Informasi Bina Administrasi Keuangan Daerah (SIBAKD) di tingkat pusat dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) inkubator di 12 Provinsi dan 59 Kabupaten/Kota; (12) tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pedoman Pemberian Insentif /Kemudahan Investasi Daerah; (13) terselesaikannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; serta (14) tersusunnya draft RPP tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. 

Selain itu pada aspek pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah, beberapa pencapaian pada tahun 2006 antara lain: (1) telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 sebagai Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (2) telah tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemda; (3) telah tersusunnya Rancangan Peraturan Presiden tentang Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah.

Pada tahun 2007, beberapa pencapaian utama, antara lain: (1) terselesaikannya seluruh peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi penetapan 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), 1 (satu) Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), dan 1 (satu) Rancangan Peraturan Menteri (Permen) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (termasuk beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang krusial mengenai pembagian urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah, manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah, pelaksanaan kerjasama antar daerah, evaluasi penyelenggaraan Pemda, pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah), serta 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengelolaan dana darurat dan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004; (2) terselesaikan dan ditetapkannya legal basis Grand Strategy Otonomi Daerah sebagai kerangka besar pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; (3) terselesaikannya penjabaran masing-masing elemen Grand Strategy Otonomi Daerah menjadi Rencana Aksi Nasional (RAN) yang meliputi urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan daerah, perwakilan, pelayanan publik, dan pengawasan; (4) terselesaikannya Grand Strategy Penataan Daerah sebagai bagian dari Grand Strategy Otonomi Daerah (meliputi pembentukan daerah otonom, khusus, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, penyesuaian batas daerah, pengalihan status daerah pada aspek administratif dan politis, dan penataan ibukota); serta (5) terlaksananya proses koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RAN-DF). 

Adapun beberapa perkiraan pencapaian kegiatan pada tahun 2007 lainnya, terkait dengan aspek penataan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah serta kelembagaan Pemerintah Daerah adalah: (1) terlaksananya evaluasi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat; (2) terlaksananya 40 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di 6 provinsi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di 22 kabupaten, dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 12 kota; (3) terselesaikannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektoral bidang kesehatan dan mulai disusunnya Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektoral bidang pendidikan; serta (4) terselesaikannya 65,4 persen bangunan kantor pemerintahan yang belum terbangun di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi kehidupan dan wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Nias, Sumatera Utara.

Sedangkan pada aspek aparatur Pemerintah Daerah, kerjasama antar Pemerintah Daerah, penataan daerah otonom baru, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah, beberapa perkiraan pencapaian lainnya pada tahun 2007, adalah: (1) meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Daerah yang profesional dan kompeten dalam pelayanan publik, peningkatan iklim berusaha dan investasi pada daerah hasil pemekaran dan daerah tertinggal dan perbatasan melalui pendidikan dan pelatihan serta penyediaan modul dan berbagai pedoman yang bertujuan membentuk kompetensi substansial dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai jalur karir; (2) terselesaikan dan tersosialisasikannya Peraturan Pemerintah (PP) mengenai kerjasama antardaerah termasuk bertambahnya kelengkapan data dalam penyusunan database kerjasama antardaerah; (3) terfasilitasinya forum-forum kerjasama antar daerah dalam hal penyediaan pelayanan publik dasar, peningkatan iklim usaha dan investasi, penanganan disparitas antar wilayah, serta penanganan kawasan tertinggal di perbatasan melalui fasilitasi peran Pemerintah Provinsi; (4) terbangunnya sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan di 35 daerah (kabupaten/kota) hasil pemekaran; (5) tersusunnya Sistem Informasi Manajemen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD); serta (6) tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Berkaitan dengan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengembangan kapasitas Pemerintahan Daerah, beberapa perkiraan pencapaian pada tahun 2007 antara lain: (1) sinkronnya berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; (2) terbitnya PP tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta (3) terbitnya Peraturan Presiden tentang Pedoman Pengembangan Kapasitas Daerah dalam mendukung Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Di samping beberapa pencapaian pada tahun 2006 dan perkiraan pencapaian tahun 2007, dalam upaya mempercepat revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah, beberapa tantangan utama yang akan dihadapi pada tahun 2008 antara lain: (1) belum optimalnya pelaksanaan kebijakan otonomi di daerah-daerah berkarakter khusus seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Papua, Provinsi Irian Jaya Barat serta daerah istimewa seperti Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yoyakarta; (2) masih rendahnya kapasitas dan kompetensi aparatur Pemda di dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan; (3) rendahnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana; (4) belum adanya regulasi kerjasama antar daerah sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dasar; (5) rusaknya sarana dan prasarana pemerintahan yang menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di lokasi pasca bencana khususnya di wilayah Aceh, Nias, DI Yogyakarta dan Aceh dan pasca bencana di berbagai daerah lainnya; serta (6) belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah. 

Tantangan lain yang dihadapi pada tahun 2008 terkait dengan penataan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah dan kelembagaan pemerintahan daerah adalah: (1) belum harmonisnya berbagai peraturan perundang-undangan sektor dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah berikut turunannya, termasuk dalam hal ini masih belum memadainya mekanisme supervisi dan evaluasi terhadap peraturan-peraturan di tingkat daerah.; (2) belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) tiap sektor, konsep penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pedoman rencana pencapaian SPM, serta pedoman pengendalian pelaksanaannya untuk dijadikan Perda; (3) belum suksesnya implementasi kebijakan otonomi daerah dalam bidang pembangunan dan penganggaran di daerah; (4) masih perlunya pemantapan tugas dan fungsi  Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD); (5) masih tingginya tingkat ketidakpuasan dan munculnya protes masyarakat terhadap proses dan hasil Pilkada; serta (6) rendahnya kemampuan penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan dari bawah (bottom up).
Terkait dengan aparatur Pemda, kerjasama antar daerah, daerah otonom baru dan keuangan daerah, tantangan yang dihadapi pada tahun 2008 adalah : (1) kemampuan aparat pemerintah daerah yang belum memadai khususnya di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di dalam bidang kependudukan, kesempatan kerja, strategi investasi, serta kaitannya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban (tramtib), perlindungan masyarakat (linmas), dan kebencanaan; (2) belum tersusunnya norma, standar, prosedur, dan pedoman sistem karir, sistem cuti, sistem asuransi, sistem penghargaan, serta pengelolaan aparatur pemda; (3) belum baiknya manajemen aparatur pemda khususnya di dalam penataan jabatan negeri dan negara; (4) etika kepemimpinan daerah yang masih rendah; (5) penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum optimal; (6) belum baiknya data dan informasi serta evaluasi formasi jabatan aparatur pemerintah daerah secara nasional; (7) belum optimalnya implementasi kebijakan kerjasama antar pemerintah daerah, (8) belum adanya fasilitasi bentuk-bentuk kerjasama baik skala regional maupun antar daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah; (9) belum optimalnya peran gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka pembinaan kerjasama antar wilayah; (10) belum harmonisnya hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); (11) masih tingginya keinginan daerah untuk melakukan pemekaran terutama menjelang pemilu tahun 2009; (12) belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Otonom Baru (DOB); (13) masih munculnya berbagai permasalahan terkait dengan batas wilayah administrasi daerah pemekaran; (14) rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pemerintahan kecamatan di daerah otonomi baru (DOB); (15) belum dilaksanakannya Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RANDF) secara konsisten; serta (16) masih lemahnya pelaporan mengenai data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah. 

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Sasaran pembangunan tahun 2008 bidang revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah adalah:

1. Implementasi kebijakan dan regulasi di daerah-daerah berkarakter khusus seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat serta daerah istimewa seperti Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yoyakarta;
2. Optimalnya pelaksanaan penyelengaraan pemerintahan daerah di lokasi pasca bencana khususnya di wilayah Aceh, Nias, DI Yogyakarta, dan berbagai daerah lain melalui perbaikan sarana dan prasana pemerintahan daerah

3. Harmonis dan selarasnya peraturan perundang-undangan sektoral, dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah;

4. 
5. Tersusunnya Pedoman Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan kesehatan dan finalisasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda);

6. 
7. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah daerah pada bidang penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, analisis kependudukan, perencanaan kesempatan kerja, penyusunan strategi investasi, penanganan kententraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (tramtib dan linmas), serta penyelenggaraan pemerintahan daerah;

8. Meningkatnya etika kepemimpinan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);


9. Terimplementasinya regulasi dan terdeseminasinya model-model kerjasama antardaerah; 

10. Tersedianya fasilitasi kerjasama pembangunan regional dan antar daerah melalui penguatan peran gubernur dalam rangka pembinaan kerjasama wilayah;

11. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Otonom Baru; 

12. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah;

13. Menguatnya kebijakan otonomi daerah dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang partisipastif; 

14. Suksesnya implementasi Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal;

15. Terlaksananya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Arah kebijakan pembangunan tahun 2008 bidang revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah adalah:

1. Memperkuat kebijakan dan regulasi di daerah-daerah berkarakter khusus seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat dan daerah istimewa seperti Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Daerah Istimewa (DI) Yoyakarta;
2. Optimalnya pelaksanaan penyelengaraan pemerintahan daerah di lokasi pasca bencana khususnya di wilayah Aceh, Nias, DI Yogyakarta, dan berbagai daerah lain melalui perbaikan sarana prasana pemerintahan daerah 

3. Mengharmonisasikan berbagai peraturan perundang-undangan sektor dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah;

4. 
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui penataan kelembagaan daerah sesuai dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003, termasuk di daerah otonomi khusus dan daerah berkarakter khusus/istimewa, penyusunan pedoman rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan kesehatan berdasarkan analisa dan kemampuan daerah, fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan otonomi daerah meliputi kegiatan yang berbantuan luar negeri;

6. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas aparatur pemerintah daerah pada bidang penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, analisis kependudukan, perencanaan kesempatan kerja, penyusunan strategi investasi, penanganan kententraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (tramtib dan linmas), serta penyelenggaraan pemerintahan daerah;

7. Meningkatkan etika kepemimpinan daerah bagi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

8. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah melalui penguatan regulasi, penyiapan model, dan fasilitasi kerjasama antar daerah serta peningkatan peran gubernur sebagai pembina kerjasama antar daerah; 

9. Meningkatkan kinerja Daerah Otonom Baru (DOB) melalui dukungan pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, penyelesaian penataan batas wilayah serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB);

10. Memperkuat kebijakan otonomi daerah di bidang pembangunan daerah melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;

11. Menyukseskan Rencana Aksi Nasional Desentralisasi  Fiskal (RANDF) di tingkat pusat;

12. Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dengan mengarahkan penggunaan dana perimbangan terutama dana alokasi khusus (DAK) untuk menggali sumber-sumber potensi daerah di dalam mengarahkan perekonomian dan menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha termasuk dalam hal ini melaksanakan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
D.
MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

	1
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Sosialisasi dan implementasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi DI Aceh sebagai Provinsi NAD, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, termasuk penyusunan, sosialisasi, dan implementasi peraturan pelaksananya, khususnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan sistem perencanaan pembangunan di daerah. 

2. Penyesuaian berbagai peraturan perundangan-undangan yang menyangkut hubungan pusat dan daerah termasuk peraturan perundang-undangan sektoral dan yang terkait dengan otonomi khusus NAD dan Papua, sehingga menjadi harmonis. 

3. Penyesuaian peraturan perundang-undangan daerah sehingga menjadi sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang diatasnya.

4. Peningkatan supervisi beserta evaluasi pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. 


	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan mengenai Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Fasilitasi implementasi Peraturan perundang-undangan daerah khusus dan istimewa
2. Harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan sektor dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi 
3. 
4. Finalisasi dan sosialisasi UU No 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil penyempurnaan.

5. Supervisi dan evaluasi Perda bermasalah.

6. Fasilitasi implementasi Grand Strategy Otonomi Daerah. 

7. Fasilitasi Pelaksanaan PP tentang tahapan, tatacara penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah.


	1. Menguatnya kebijakan dan regulasi di daerah khusus seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua dan Irian Jaya Barat, serta daerah istimewa seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi DI Yogyakarta. 

2. Harmonis dan selarasnya peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah.

3. Menguatkan kebijakan otonomi daerah dalam hal penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
	Depdagri 
	
39.450,0


	2
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan tentang kerjasama antar daerah termasuk peran pemerintah provinsi. 

2. Identifikasi, perencanaan, fasilitasi, dan pelaksanaan kegiatan fungsi strategis yang perlu dikerjasamakan. 

3. Peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan antar daerah di wilayahnya. serta 

4. Pengoptimalan dan peningkatan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah untuk memperkuat kerjasama antar pemerintah daerah dan dengan Pemerintah Pusat. 


	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. 
2. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan, Model-model  Kerjasama antar Daerah, dan Peningkatan Peran Gubernur Dalam Kerjasama antar Daerah
3. 
4. Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Regional.
5. Fasilitasi Kerjasama Pembangunan antar Daerah.
6. Fasilitasi Pemantapan Hubungan Pemerintah Daerah dengan 
7. 
8. DPRD.
9. 

	1. Menguatnya regulasi dan terdeseminasinya model-model kerjasama antardaerah. 

2. Menguatnya peran gubernur dalam rangka pembinaan kerjasama wilayah.

3. Terfasilitasinya kerjasama pembangunan regional dan antar daerah.


	Depdagri
	32.500,0

	3
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah agar sesuai dengan beban pelayanan kepada masyarakat. 

2. Peningkatan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi moderen dan berorientasi pelayanan masyarakat. 

3. Penyusunan pedoman hubungan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tercipta kontrol dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

4. Penguatan pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai Kerangka Nasional Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Desentralisasi. 

5. Pengkajian dan fasilitasi pelaksanaan standar pelayanan minimum, pengelolaan kewenangan daerah, dan sistem informasi pelayanan masyarakat. serta 

6. Peningkatan peran lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota melalui penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). 
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Memantapkan Penyelenggaraan 
2. 
3.  Pemerintahan di Lokasi Pasca Bencana.
4. Fasilitasi Penerapan dan Pengendalian Pelaksanaan  Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 33 Provinsi 
5. 
6. Fasilitasi Penataan Kelembagaan di Daerah Otonomi Khusus dan Istimewa.

7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan desentralisasi dan penyelenggaraan Otonomi Daerah.

8. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi  DPOD.

9. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pilkada. 

10. Fasilitasi pelaksanaan pilkada langsung 95 Bupati dan 31 Walikota.

11. Pembinaan/fasilitasi perencanaan pembangunan daerah.

12. 
13. 
14. Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization/SCB-DP).

15. Pengembangan Manajemen Bidang Pertanahan (Land Management Policy Development Project).

16. Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (Initiative Local Government Reform Project).

17. Local Government Performance Measurement System Project/ LGPMS (ADB Grant:JFICT 9082 INO).
18. Fasilitasi Sinkronisasi dan Sinergitas Program Perencanaan Pembangunan Daerah.

19. Dukungan pelaksanaan Program Good Local Governance Dalam Pembangunan Daerah

	1. Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan daerah di lokasi pasca bencana.

2. 
3. Tersusunnya pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan kesehatan termasuk finalisasi penyusunan SPM untuk dijadikan Peraturan Daerah. 

4. Tertatanya struktur organisasi perangkat daerah dengan revisi PP No 8 tahun 2003 termasuk di daerah otonomi khusus dan daerah berkarakter khusus/istimewa.

5. 
6. Terfasilitasinya perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan partisipasi masyarakat
	Depdagri
	

287.134,4

	4
	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Penyusunan peraturan perundang-undangan daerah, pedoman dan standar kompetensi aparatur pemerintah daerah.

2. Penyusunan rencana pengelolaan aparatur pemerintah daerah termasuk sistem rekruitmen yang terbuka, mutasi dan pengembangan pola karir. 

3. Fasilitasi penyediaan aparat pemerintah daerah, mutasi dan kerjasama aparatur pemerintah daerah. 

4. Peningkatan etika kepemimpinan daerah. serta 

5. Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan dalam pelayanan publik seperti kebutuhan dasar masyarakat, keamanan dan kemampuan di dalam menghadapi bencana, kemampuan penyiapan rencana strategis pengembangan ekonomi (lokal), kemampuan pengelolaan keuangan daerah, dan penyiapan strategi investasi. 
	Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah di dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dan kesehatan.

2. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam usaha mitigasi bencana dan bahaya kebakaran 
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan pedoman sistem karir, sistem cuti, sistem asuransi, sistem penghargaan, serta pengelolaan aparatur pemda. 

4. Pembinaan dan pengembangan manajemen aparatur pemerintah daerah daerah khususnya penataan jabatan negeri dan negara.

5. Pendataan dan evaluasi formasi jabatan aparatur pemerintah daerah secara nasional. 

6. Pelatihan Penyelenggaraan Pemda bagi KDH dan DPRD pasca PilkadaPelatihan  penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi KDH dan DPRD pasca Pilkada.

7. Pelatihan bagi aparat pemerintah daerah, khususnya pada tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam bidang kependudukan, kesempatan kerja, dan strategi investasi.

8. Pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah untuk  mendukung  kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah  


	1. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana, bidang kependudukan, perencanaan kesempatan kerja, strategi investasi, penanganan kententraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Meningkatnya etika kepemimpinan Kepala Daerah dan DPRD.

3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.


	Depdagri
	
53.360,0

	5
	Program Penataan Daerah Otonom Baru 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Pelaksanaan evaluasi perkembangan daerah-daerah otonom baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; 

2. Pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan atau penggabungan daerah otonom, termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan upaya alternatif bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah selain melalui pembentukan daerah otonom baru; 

3. Penyelesaian status kepemilikan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal; serta 

4. Penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru.


	Program Penataan Daerah Otonom Baru

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Evaluasi Penataan Daerah Otonom Baru. 
2. Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan  di Daerah Otonom Baru. 

3. Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kecamatan di Daerah Otonom Baru.

4. Fasilitasi Penataan Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan pada Daerah Otonom Baru.
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Otonom Baru.


	Depdagri
	
25.000,0

	6
	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Peningkatan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah yang berkeadilan termasuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi kegiatan dunia usaha dan investasi. 

2. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional, serta 

3. Pengembangan transparansi dan akuntabilitas, serta profesionalisme pengelolaan keuangan daerah.

	Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah .

2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah. 

3. Fasilitasi Penataan Regulasi Keuangan Daerah.

4. Pelakanaan Rencana Aksi Nasional Desentralisasi Fiskal (RAN-DF).
	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan menciptakan kondisi kondusif bagi dunia usaha
	Depdagri
	
69.058,2
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Penciptaan Tata Pemerintahan

yang Bersih dan Berwibawa

BAB 13

Penciptaan Tata Pemerintahan

yang Bersih dan Berwibawa

I. Kondisi Umum

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, prioritas pembangunan bidang penyelenggaraan negara selama tahun 2006 tetap diarahkan pada reformasi birokrasi dengan fokus pada: upaya-upaya peningkatan kinerja birokrasi pemerintah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat; meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan mengurangi secara signifikan tingkat penyalahgunaan kewenangan di lingkungan aparatur pemerintahan; meningkatkan kualitas pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat serta mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan. 

Berbagai kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penerapan kepemerintahan yang baik, antara lain: (1) menyusun RUU Etika Penyelenggara Negara, yang merupakan salah satu prioritas dalam Prolegnas tahun 2007; (2) melakukan koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) tingkat nasional secara lebih baik; (3) melakukan sosialisasi dan koordinasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; (4) menyelenggarakan sosialisasi dan penajaman reformasi birokrasi dan percepatan penerapan good public governance (GPG) di berbagai instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah; (5) penataan kelembagaan, ketatalaksanaan aparatur dan sumber daya manusia aparatur; (6) pemetaan tentang praktik terbaik (best practices) penerapan GPG,  peningkatan pelayanan publik, percepatan pemberantasan korupsi, peningkatan pengawasan dan pemeriksaan, serta saran-saran tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah terus berupaya agar konsep RUU tentang Pelayanan Publik yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR dan masuk ke dalam Prolegnas 2007 segera ditetapkan sebagai undang-undang. Di samping itu, juga telah (1) dilaksanakannya pengembangan dan penerapan etika dalam pelayanan publik; (2) disusunnya pedoman supervisi pelayanan publik; (3) disusunnya pedoman deregulasi dan debirokratisasi di bidang pelayanan publik; (4) diterapkannya pelayanan publik yang lebih baik oleh pemerintah daerah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan SPM untuk setiap Satker; (5) diselenggarakannya e-procurement sebagai bagian dari akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Selanjutnya dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara, telah dicapai hasil-hasil antara lain: (1) diterbitkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; (2) tersusunnya rumusan kebijakan bidang pengawasan fungsional sekaligus naskah akademik RUU Sistem Pengawasan Fungsional; (3) disusunnya konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (RPP-SPIP); (4) diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain berisi perlunya menyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dimaksudkan untuk mengintegrasikan laporan keuangan dengan laporan kinerja sebagai bagian dari penerapan kebijakan anggaran berbasis kinerja; (5) dilakukannya persiapan pemberdayaan aparat pengawasan fungsional pemerintah (APFP) terutama aparat badan pengawas daerah (Bawasda) dan aparat inspektorat jenderal melalui pendidikan S-1 dan S2 bidang pengawasan keuangan dan pengawasan/evaluasi kinerja; (6) diselenggarakannya berbagai asistensi bagi perbaikan manajemen instansi pemerintah termasuk BUMN dan BUMD; (7) diselenggarakannya pembinaan fungsional auditor dalam rangka peningkatan kompetensi APFP; serta (8) dilakukannya  tindak lanjut atas hasil-hasil pengawasan. 

Sedangkan hasil-hasil yang telah dicapai dalam rangka penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur antara lain: (1) disusunnya naskah akademis RUU Tata Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (2) disusunnya RUU Administrasi Pemerintahan; dan (3) terlaksananya evaluasi atas kelembagaan perangkat daerah. Selain itu, untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur (PNS), pemerintah juga telah melakukan upaya, antara lain: (1) disusunnya RPP tentang Remunerasi PNS; (2) pemberian gaji ke-13 untuk PNS; (3) dilakukannya penataan data/informasi PNS seluruh Indonesia; (4) disusunnya naskah akademik perbaikan atas Undang-Undang Kepegawaian; (5) dilaksanakannya penerimaan PNS untuk formasi PNS tahun 2005 dan penetapan formasi tahun 2006 yang dilaksanakan pada tahun 2007; (6) disusunnya peta kebutuhan diklat teknik manajemen dan kebijakan pembangunan; (7) terlaksananya pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan (8) diperolehnya gambaran tentang profil manajemen di instansi pemerintah pusat dan daerah; serta (9) tersusunnya berbagai kajian di bidang SDM aparatur sebagai masukan pengambilan kebijakan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perbaikan terhadap birokrasi pemerintahan sebagaimana diuraikan di atas, pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, antara lain dicerminkan dengan masih banyaknya keluhan masyarakat, baik menyangkut prosedur, kepastian, tanggung jawab, moral petugas, serta masih terjadinya praktek pungli yang memperbesar biaya pelayanan, dan masih kurang profesionalnya aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga seringkali birokrasi masih dianggap sebagai penghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. 

Untuk itu, pada tahun 2007 pembangunan bidang penyelenggaraan negara diprioritaskan untuk melanjutkan reformasi birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan birokrasi yang mampu berperan sebagai fasilitator dan dinamisator penyelenggaraan pembangunan dan turut menciptakan iklim yang mendukung lancarnya proses pemerintahan dan pembangunan serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberantas berbagai jenis penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk KKN. Pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan kepada upaya-upaya: (1) melanjutkan penataan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi melalui upaya pembenahan sistem perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan; (2) melanjutkan pembenahan manajemen SDM aparatur (kepegawaian) mencakup sistem remunerasi, peningkatan kompetensi aparatur, pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja, dan penerapan reward dan punishment dalam pembinaan pegawai; (3) menyelesaikan Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan dan mulai disusunnya SPM sektoral bidang pendidikan; (4) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (e-services) dalam pelayanan publik terutama di bidang administrasi kependudukan melalui upaya penataan nomor induk kependudukan (NIK atau single identity number) dan sistem koneksi (inter-phase) tahap awal NIK dengan sistem informasi di kementerian/lembaga terkait. Selain prioritas di atas, penyelenggaraan aparatur negara juga akan tetap melanjutkan berbagai penyempurnaan lainnya yang diperlukan dalam rangka penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Selain itu, dukungan terhadap reformasi birokrasi juga diberikan oleh legislatif. DPR berinisiatif mengajukan RUU Kementerian Negara yang juga dimaksudkan untuk membenahi birokrasi pemerintahan dan membangun tata kepemerintahan yang baik.  

Kemudian, pada tahun 2008 pemerintah akan menempuh langkah-langkah percepatan dan penajaman pelaksanaan reformasi birokrasi. Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi difokuskan kepada upaya-upaya: (1) peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, investasi, samsat, perpajakan, dan kepabeanan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah/publik; (2) mendorong terbentuknya sistem pelayanan terpadu (pelayanan satu atap/pintu) di pusat dan daerah; (3) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah di dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan; (4) penyempurnaan sistem koneksi (inter phase) Nomor Induk Kependudukan yang terintegrasi antar instansi yang terkait; (5) penyempurnaan sistem remunerasi PNS yang adil, layak dan dapat mendorong peningkatan kinerja; (6) penyempurnaan sistem penilaian kinerja PNS, untuk menggantikan DP3 yang tidak akuntabel; (7) penyusunan pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah; (8) penyusunan sistem pengawasan; dan (9) penataan kelembagaan quasi birokrasi dan kelembagaan birokrasi. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan birokrasi pemerintah mampu sebagai pilar kekuatan pemerintahan dan pembangunan di segala bidang. Namun demikian disadari pula, bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi masih akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tantangan.

Permasalahan yang dihadapi, antara lain adalah masih tingginya pelanggaran disiplin dan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk tindak pidana korupsi; masih rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur; belum memadainya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi pemerintah untuk dapat menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif; dan belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi (e-services) di setiap instansi pelayanan publik yang berakibat pada rendahnya kualitas pelayanan publik.  

Sedangkan tantangan yang harus dihadapi antara lain: (1) perlu dibangunnya komitmen moral bersama secara utuh dari segenap unsur aparatur negara untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (good public governance) dalam mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; (2) perbaikan manajemen internal di instansi pemerintah yang fokus pada peningkatan kinerja instansi, kinerja unit kerja dan kinerja individu; (3) peningkatan kesejahteraan PNS; (4) penyempurnaan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan penyelenggaraan negara secara komprehensif; (5) perlunya dibangun pemahaman yang sama di antara aparatur negara dalam penerapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip good public governance di setiap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; dan (6) pentingnya terjalin sinergitas antara aparatur negara, dunia usaha dan masyarakat dalam upaya membangun tata kepemerintahan yang baik. Di samping itu, birokrasi juga dihadapkan pada tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat dan ketidakpastian yang terjadi sebagai akibat globalisasi, yang kemudian dapat mempengaruhi sistem dan kinerja birokrasi pemerintahan saat ini. 

Untuk itu, dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan komitmen moral segenap aparatur negara dan dunia usaha serta masyarakat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain dengan melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem pengawasan dan audit publik; mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan; meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia aparatur; meningkatkan kesejahteraan PNS dan pembenahan manajemen kepegawaian; menata sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan birokrasi pemerintahan; serta mendorong percepatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (e-services) di setiap instansi pelayanan publik. Semua upaya tersebut harus dilaksanakan dengan baik, terencana, dapat dipertanggungjawabkan dan berkesinambungan agar penciptaan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa (good public governance) pada semua tingkatan lini pemerintahan dan kegiatan pembangunan baik di pusat maupun daerah dapat segera diwujudkan secara akuntabel.

II.
Sasaran Pembangunan Tahun 2008

Sasaran pembangunan penyelenggaraan negara adalah meningkatnya kinerja birokrasi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang-bidang lainnya, yang antara lain ditandai dengan: makin efisien dan efektifnya penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, dan berkurangnya penyalahgunaan kewenangan (KKN) di lingkungan birokrasi pemerintah. 

III.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008

Untuk mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan negara dalam tahun 2008, maka kebijakan penyelenggaraan negara diarahkan pada:


1. Peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, investasi, perpajakan dan kepabeanan, Samsat, serta pengadaan barang dan jasa publik;

2. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal setiap sektor di 15 provinsi; 

3. Pengembangan sistem koneksi (inter phase) Nomor Induk Kependudukan;

4. Penyusunan sistem remunerasi PNS yang adil, layak dan dapat mendorong peningkatan kinerja;

5. Penyusunan dan penetapan sistem penilaian kinerja PNS yang akuntabel, penggantian DP-3 yang dinilai tidak akuntabel;

6. Penyusunan pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah; 

7. Penyusunan sistem pengawasan yang efisien, efektif, dan tidak tumpang tindih, serta dapat mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah;

8. Penataan atas tugas dan fungsi lembaga/badan quasi birokrasi dan lembaga-lembaga di dalam birokrasi.

D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

       Kegiatan Pokok RKP 2008


	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

	1.
	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan kepemerintahan yang baik;

2. Menerapkan nilai-nilai etika aparatur guna membangun budaya kerja yang mendukung produktifitas kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan negara khususnya dalam rangka pemberian pelayanan umum kepada masyarakat.


	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik

1. Merumuskan kebijakan dan implementasi pelaksanaan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik;

2. Menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan;

3. Sosialisasi Pedoman Umum Perumusan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik.

	Terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik. 
	Kemeneg PAN, BKN, LAN, ANRI, Deplu, 
	35.320,1

	2
	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

1. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;

2. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan;

3. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum;

4. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;

5. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja;

6. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional;

7. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi.;

8. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; 

9. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.


	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

1. Penyusunan sistem pengawasan;

2. Pengembangan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara;

3. Penyusunan sistem  akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

4. Percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan terakunkan;

  
	Terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang efektif akuntabel di lingkungan aparatur negara.


	BPK,  Deplu, Dep Kominfo, LAN, BKN, BPKP, DPR, MA, Setneg, Depdagri, Deplu, Depkumham, Depkeu, Deptan, Depperin, Dep. ESDM, Dephub, Depdiknas, Depkes, Depag, Depnakertrans, Depsos, Dephut, DKP, Dep. PU, Depbudpar, Kemeneg BUMN, Kemenegristek, Kemeneg KUKM, Kemeneg PAN, BAPPENAS, BPN, BPOM, Lemhanas, BKKBN, BMG, KPU, LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN, BAKOSURTANAL, Depdag,  
	1.341.342,1

	3.
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip good governance; 
2. Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi;

3. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri; 

4. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan 

5. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.

6. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara


	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
1. Penataan kelembagaan quasi birokrasi dan kelembagaan birokrasi;

2. Penyusunan pedoman penerapan sistem manajemen kinerja untuk instansi pemerintah;


	Terciptanya kelembagaan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang efektif, efisien, dan tidak terjadi duplikasi fungsi dan kewenangan.


	BPK, Deplu, Dep. Kominfo, Kemeneg. PAN, LAN, BKN,  ANRI, Setneg, Depdagri, Dep. PU, Depag, Depbudpar, Kemeneg KUKM, BAPPENAS, Kemeneg PDT, BAKOSURTANAL, Depdag
	773.679,2

	4.
	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 
1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS; 

2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi; 

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya;

4. Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS; 

5. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; dan 

6. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin.


	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 
1. Penyempurnaan sistem remunerasi PNS yang adil, layak dan dapat mendorong peningkatan kinerja;

2. Penyempurnaan sistem penilaian kinerja, untuk menggantikan DP3 yang dinilai tidak akuntabel;

3. Pengembangan sistem diklat manajemen kepegawaian.
	Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan.


	BPK, Deplu, Kemeneg. PAN, BKN, LAN, BPKP, ANRI, Dep Kominfo, KPU, Depdagri, MPR, DPR, MA, Setneg, Depkumham, Depkeu, Depperin, Dep. ESDM, Dephub, Depdiknas, Depkes, Depag, Depnakertrans, Depsos, DKP, Dep. PU, Kemenegristek, Kemeneg KUKM, BAPPENAS, BPN, PERPUSNAS, Lemhanas, BKKBN, BMG, MK, BATAN, BPPT, LAPAN, BAKOSURTANAL, BAPETEN
	2.245.609,7

	5.
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat  dan dunia usaha; 

2. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal; 

3. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi;

4. Meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan;

5. Memantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;

6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik; 

7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; 

8. Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; dan 

9. Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada publik. 
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Peningkatan kapasitas aparat Pemerintah daerah di dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain di bidang pendidikan dan kesehatan;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, investasi, perpajakan, Samsat dan pengadaan barang dan jasa publik;

3. mendorong terbentuknya pelayan terpadu (satu atap/satu pintu) di pusat dan daerah;

4. Penyempurnaan sistem koneksi (inter-phase) Nomor Induk Kependudukan yang terintegrasi antar instansi yang terkait;

5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (e-services) dalam pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.


	Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, pasti, murah, transparan, adil, dan memuaskan pada unit-unit kerja pelayanan publik di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.


	Deplu, Kemeneg. PAN, BKN, LAN, ANRI, Dep. ESDM, Depag, Dep. PU, Kemeneg BUMN, Kemeneg KUKM, BKPM, BAKOSURTANAL, 
	399.474,0

	6.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; 

2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara 


	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur;

2. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. 


	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan penyelenggaraan negara.


	BPK, Deplu, Kemeneg. PAN, BKN, LAN, BPKP, ANRI, Dep Kominfo, KPU, MPR, DPR, Setneg, Depdagri, Depkeu, Depperin, Dephub, Depdiknas, 
Depag, Depnakertrans, Depsos, DKP, Dep. PU, Kemeneg BUMN, Kemenegristek, Kemeneg LH, Kemeneg KUKM, BPS, BAPPENAS, BPN, PERPUSNAS, Kemeneg PDT, BKKBN, KPU, MK, BATAN, BPPT, BAKOSURTANAL, Depdag, KPK, DPD
	4.082.405,6

	7.
	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

1. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan; 

2. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya; 

3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga; 

4. Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan; dan 

5. Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif.

	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

1. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan; 

2. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, belanja modal, dan belanja lainnya; 

3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian dan lembaga; 

4. Mengembangkan sistem, prosedur dan standarisasi administrasi pendukung pelayanan; dan 

5. Meningkatkan fungsi manajemen yang efisien dan efektif.


	Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan.


	BPK, Deplu,  Kemeneg. PAN, BPKP, BKN, LAN, ANRI, Dep Kominfo, MPR, DPR, MA, Kejagung, Setneg, Depdagri, Dephan, Depkumham, Depkeu, Deptan, Depperin, Dep. ESDM, Dephub, Depdiknas, Depkes, Depag, Depnakertrans, Depsos, Dephut, DKP, Dep. PU, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko Kesra, Depbudpar, Kemeneg BUMN, Kemnegristek, Kemeneg LH, Kemeneg KUKM, Kemeneg PP, BIN, LEMSANEG, BPS, BPN, BAPPENAS, PERPUSNAS, Polri, BPOM, BKPM, BNN, Kemeneg PDT, BKKBN, Komnas HAM, BMG, KPU, MK, LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN, BAKOSURTANAL, BSN, BAPETEN, BPKP, Depdag, Kemengpera, Kemenegpora, KPK, BRR NAD-NIAS, DPD, KY, Bakornas PB, DKN, LKN, PPATK


	78.484.496,8
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PERWUJUDAN LEMBAGA DEMOKRASI 

YANG MAKIN KUKUH 

A.
KONDISI UMUM

Pada tahun 2006 pelaksanaan program untuk meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah, lembaga legislatif dan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan peran lembaga kemasyarakatan dapat terlaksana. Pada tahun 2007, kapasitas kelembagaan terus diperkuat dan mekanisme kerjasama di antara lembaga tersebut akan terus ditingkatkan untuk lebih memantapkan tugas dan kewenangannya dalam mendorong proses demokratisasi.  Bahkan, pada tahun 2006, khususnya pada tingkat masyarakat, kebebasan sipil telah memperlihatkan banyak hal yang perlu mendapatkan apresiasi. Rakyat makin sadar akan hak-hak mereka dengan didukung oleh media cetak dan elektronik untuk menyampaikan aspirasinya. Pemerintah dan DPR dengan sadar melindungi dan mendukung perkembangan ini. 

Terkait dengan proses seleksi pejabat politik, dengan telah dilaksanakanya pemilihan Gubernur di Provinsi NAD, sepanjang tahun 2006, telah dilaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 78 daerah dengan perincian 7 Gubernur, 60 Bupati dan 11 Walikota. Dilaksanakannya Pilkada yang aman dan demokratis merupakan cerminan adanya peningkatan kualitas demokrasi masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal tersebut merupakan suatu potensi positif di dalam masyarakat yang dapat terus ditingkatkan kualitasnya, dan hasilnya diharapkan dapat mendorong terlaksananya Pemilu 2009 yang lebih berkualitas. Pada tahun 2007, perbaikan mekanisme pilkada akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, disamping juga mempersiapkan pelaksanaan Pemilu 2009 secara intensif telah mulai dipersiapkan. Program yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas lembaga penyelenggaraan pemilu baik di pusat maupun daerah akan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan mencapai sasarannya, walaupun dengan segala keterbatasan sumberdaya yang ada. Pada tahun 2007 verifikasi Partai Politik (Parpol) diharapkan dapat segera dimulai pelaksanaannya dengan telah ditetapkannya undang-undang penyelenggara pemilu. Beberapa undang-undang bidang politik sedang dibahas secara simultan dan diharapkan dapat diselesaikan pada tahun 2007. Selesainya pembahasan dan penetapan perundang-undangan bidang politik tersebut diharapkan merupakan langkah maju untuk mempersiapkan dan menjamin pelaksanaan Pemilu 2009 yang lebih demokratis.    

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2004, maka waktu dua tahun menjelang Pemilu 2009 diharapkan dapat digunakan secara optimal, cermat dan efisien untuk melakukan persiapan secara sungguh-sungguh, sehingga hasilnya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dan menempatkan proses konsolidasi demokrasi pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa ternyata kualitas penyelenggaraan pemilu dapat secara serius mempengaruhi berbagai aspek penting yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas, kredibilitas dan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara efektif dan berkelanjutan. 

Berbagai antisipasi dan perencanaan yang memadai perlu dilakukan pada tahun 2008 agar hal-hal negatif yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2004 tidak terulang lagi pada Pemilu 2009. Pengalaman Pemilu 2004 telah memberikan pelajaran bahwa kurangnya sosialisasi dan koordinasi antar lembaga telah menjadi sebab kekurangakuratan data pemilih, yang pada Pemilu 2004 terindikasi dari masih adanya 32 persen pemilih yang tidak terdaftar namun tetap diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS, adanya 1,6 juta pemilih fiktif atau ghost voters, masih banyaknya penduduk yang sudah berhak memilih yang tidak terdaftar, adanya permintaan surat suara tambahan di 24 Propinsi. Kurangnya waktu persiapan juga menjadi sebab kurangnya kapasitas pengawasan terhadap terjadinya praktek-praktek disinsentif yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Persiapan yang kurang matang juga menjadi salah satu sebab utama dari masih besarnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (24 persen pada Pemilu Presiden dan 12 persen pada Pemilu Legislatif). Disamping itu, pada Pemilu 2004 sebanyak 69 persen (dari 605 kecamatan) belum menerima kotak suara sampai dengan pertengahan bulan Maret 2004. Terbatasnya waktu persiapan telah memberikan dampak terhadap proses penyediaan logistik secara terbuka, transparan dan akuntabel. Pada Pemilu 2009 upaya mengatasi berbagai masalah di atas merupakan prioritas utama, sehingga demokratisasi di Indonesia terus melangkah maju secara berkelanjutan dengan kredibilitas dan kualitas yang makin meningkat.

Dalam pelaksanaan Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, dengan telah diselesaikannya RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) pada tahun 2006 dan telah dibahasnya daftar inventarisasi masalah (DIM), diharapkan RUU KMIP dapat diundangkan pada tahun 2007. Permasalahan terkait dengan RUU Kerahasiaan Negara dan RUU Inteligen diharapkan dapat diselesaikan, sehingga dapat mempercepat penyelesaian UU KMIP tersebut. 

Beberapa persoalan yang masih akan dihadapi pada tahun 2008 adalah rendahnya kapasitas dan kredibilitas partai-partai politik, pengawasan terhadap penyelenggaraan negara yang belum optimal dan konstruktif, serta masih rendahnya pamahaman etika politik para penyelenggara negara. Oleh karena itulah, fasilitasi untuk mendorong peningkatan peran partai politik (parpol), masyarakat sipil dan peningkatan kapasitas (capacity building) lembaga-lembaga penyelenggara negara masih tetap menjadi kegiatan pokok tahun 2008, dengan fokus pada pentingnya akuntabilitas politik dan publik. Selain itu, media massa yang merupakan pilar keempat demokrasi masih belum mampu memainkan perannya secara optimal sebagai alat kontrol sosial politik dan pencerdasan masyarakat. Di satu sisi, media massa masih menghadapi berbagai ancaman non-teknis seperti ancaman kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan, di sisi lain, adanya kenyataan masih lemahnya profesionalisme media massa dalam menjalankan strateginya. Lebih jauh lagi, secara obyektif dapat dikatakan bahwa masih ada inkonsistensi peraturan perundangan dalam bidang yang terkait dengan media massa. 

Pada tahun 2008 hendaknya makin disadari bahwa terwujudnya akuntabilitas politik dan publik tidak hanya merupakan kepentingan politik masyarakat sebagai pemilik kedaulatan, melainkan juga merupakan kepentingan yang melekat pada lembaga-lembaga politik dan publik itu sendiri. Kesenjangan yang terlalu jauh dan berkelanjutan antara akuntabilitas dengan aspirasi dan harapan masyarakat dapat membahayakan kepercayaan pada kelembagaan demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah, termasuk kepada proses maupun seluruh bangunan konstitusional dan perundang-undangan yang berlaku. Pengalaman membuktikan, meningkatnya keterasingan proses politik dan penyelenggaraan negara dari aspirasi politik dan kehidupan nyata masyarakat tidak menguntungkan bagi semuanya. Gagasan utama penguatan kelembagaan checks and balances dan penguatan otonomi daerah sesungguhnya adalah memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan politik dan publik. 

B. 
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008


Sasaran Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh adalah tetap terpeliharanya momentum awal konsolidasi demokrasi dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas institusi politik dan publik, melalui beberapa pencapaian antara lain sebagai berikut:


1. Meningkatnya kapasitas, kredibilitas, dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat;
3. Menurunnya praktek-praktek disinsentif yang menghambat penyelenggaraan pemilu yang berkualitas;
4. Tercapainya persiapan pelaksanaan Pemilu 2009 khususnya pemilu legislatif;
5. Meluasnya akses masyarakat terhadap informasi publik.
C. 
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Perwujudan Lembaga Demokrasi yang Makin Kukuh pada tahun 2008 akan ditempuh melalui arah kebijakan: 

1. Perkuatan kapasitas, kredibilitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah di pusat maupun daerah, lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, partai politik dan masyarakat sipil;

2. Peningkatan pendidikan politik masyarakat;

3. Percepatan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilu 2009;

4. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan peserta Pemilu 2009;

5. Penyediaan kebutuhan logistik Pemilu 2009, khususnya pemilu legislatif;

6. Perluasan akses masyarakat terhadap informasi publik.

D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

	1.
	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 

Kegiatan-kegiatan Pokok: 
1. Perumusan standar dan parameter politik terkait dengan hubungan checks and balances diantara lembaga-lembaga penyelenggara negara;

2. Peningkatan kemampuan lembaga eksekutif yang profesional dan netral;

3. Perumusan kerangka politik yang lebih jelas mengenai kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah;

4. Fasilitasi perumusan yang lebih menyeluruh terhadap semua peraturan perundangan yang berkaitan dengan pertahanan keamanan Negara untuk mendorong profesionalisme Polri/TNI dan menjaga netralitas politik kedua lembaga tersebut;

5. Fasilitasi peningkatan kualitas fungsi dan peran lembaga legislatif DPR, DPD dan DPRD;

6. Promosi dan sosialisasi pentingnya independensi, kapasitas dan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Judisial sebagai upaya memperkuat wibawa dan kepastian konstitusional dalam proses penyelenggaraan Negara;

7. Pelembagaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ;

8. Fasilitasi pemberdayaan parpol dan masyarakat sipil yang otonom dan independen, serta yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan kebijakan publik;

9. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat agar dapat menerapkan budaya politik demokratis. 


	Program Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi 

Kegiatan-kegiatan Pokok: 
1. Fasilitasi penyelesaian perbaikan undang-undang bidang politik, penyusunan peraturan pelaksanaannya serta sosialisasinya;

2. Fasilitasi penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundangan di daerah khusus terutama Provinsi NAD dan Papua;

3. Peningkatan kualitas, kredibilitas dan akuntabilitas lembaga eksekutif;

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan KPU Pusat/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya;

5. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi aparatur pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu dalam menghadapi Pemilu 2009;

6. Penelitian dan pengkajian terutama terkait dengan pemantapan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, sistem pemerintahan, sistem kepartaian dan sistem pemilu;

7. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan DPR, DPD dan MPR;

8. Fasilitasi peningkatan kapasitas dan kredibilitas DPRD, DPRP dan MRP dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya;

9. Fasilitasi peningkatan efektifitas mekanisme/saluran partisipasi dan pengawasan politik masyarakat terhadap DPR, DPD dan DPRD;

10. Fasilitasi peningkatan peran partai politik dan masyarakat sipil;

11. Pendidikan bagi pemilih di seluruh provinsi dan kabupaten/kota serta perwakilan RI di luar negeri;

12. Pendidikan politik bagi masyarakat di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.


	Meningkatnya kapasitas, kredibilitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, serta meningkatnya partisipasi politik masyarakat.


	Depdagri

DPR,

DPD, 

MPR, 

KPU,

Kemenko Polhukam

 
	977.697,7

	2.
	Program Perbaikan Proses Politik

Kegiatan-kegiatan Pokok: 
1. Perumusan standar dan parameter penyelenggaraan debat publik yang berkualitas bagi calon pemimpin nasional;

2. Perumusan standar dan parameter uji kelayakan untuk merekrut pejabat politik dan pejabat publik

3. Perwujudan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya memelihara dan meningkatkan komunikasi politik yang sehat, bebas dan efektif;

4. Fasilitasi penyelenggaraan Pemilu 2009 yang jauh lebih berkualitas, demokratis, jujur dan adil;

5. Pengembangan mekanisme konsultasi publik sebagai sarana dalam proses penyusunan kebijakan.   


	Program Perbaikan Proses Politik

Kegiatan-kegiatan Pokok: 
1. Perbaikan mekanisme pemilu dan pilkada;

2. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 

3. Peningkatan komunikasi politik;

4. Penyelesaian peraturan pelaksanaan/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu 2009;

5. Penyempurnaan dan perbaikan data pemilih;

6. Verifikasi peserta pemilu dan validasi calon anggota legislatif;

7. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pemilu 2009;

8. Penyediaan logistik Pemilu 2009;

9. Perbaikan proses penyusunan dan penerapan kebijakan publik nasional;

10. Penelitian dan pengkajian.


	Tercapainya berbagai persiapan pelaksanaan pemilu 2009 khususnya pemilu legislatif dan menurunnya praktek-praktek disinsentif yang menghambat penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.


	Depdagri, 

KPU
	80.815,0

	3.
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan-kegiatan Pokok: 
1. Fasilitasi peninjauan atas aspek-aspek politik terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan pers dan media massa;

2. Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi;

3. Fasilitasi peningkatan profesionalisme di bidang komunikasi dan informasi.


	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan-kegiatan Pokok: 
1. Penyempurnaan UU Pers dan Penyiaran serta peraturan pelaksanaannya dan sosialisasinya;

2. Penyelesaian UU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) dan peraturan pelaksanaannya serta sosialisasinya;

3. Pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi;

4. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi;

5. Sosialisasi nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan melalui berbagai media;

6. Peningkatan komunikasi politik penyelenggara negara bidang komunikasi dan informasi;

7. Peningkatan kerja sama dengan lembaga informasi masyarakat dan media;

8. Penguatan kelembagaan komunikasi dan informasi.

  
	Meluasnya akses masyarakat terhadap informasi publik 


	Depkominfo, Depdagri, 

Setneg,

Dep. PU,

BAKOSURTANAL,

Depdag,


	167.404,9
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PENINGKATAN EFEKTIVITAS

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A.
Kondisi Umum

Permasalahan pembangunan di Indonesia ditandai jumlah penduduk miskin yang hingga tahun 2005 mencapai 35,1 juta jiwa (15,97 persen) dan meningkat menjadi 39,05 juta jiwa (17,75 persen) pada tahun 2006. Antara tahun 2005 sampai 2006 jumlah penduduk miskin meningkat 3,95 juta jiwa. Dalam rangka menanggulangi kemiskinan tersebut, maka Pemerintah telah mempersiapkan beberapa program prioritas penanggulangan kemiskinan dalam tahun 2007 didukung oleh beberapa program prioritas lain.

Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin diperkirakan masih cukup besar dibandingkan jumlahnya sebelum tahun 2006. Sementara itu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 Pemerintah telah mempunyai sasaran mengurangi jumlah penduduk miskin pada tahun 2009 hingga mencapai 8,2 persen. Dengan demikian, Pemerintah membutuhkan upaya yang sangat besar untuk mencapai sasaran tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah akan melakukan peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan pada tahun 2008.

Permasalahan masih besarnya penduduk miskin ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Pertama, pemerataan pembangunan belum menyebar secara merata terutama di daerah perdesaan. Penduduk miskin di daerah perdesaan pada tahun 2006 diperkirakan lebih tinggi dari penduduk miskin di daerah perkotaan. Kesempatan berusaha di daerah perdesaan dan perkotaan belum dapat mendorong penciptaan pendapatan bagi masyarakat terutama bagi rumah tangga miskin. Masih tingginya pengangguran terbuka di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan menyebabkan kurangnya sumber pendapatan bagi masyarakat miskin terutama di daerah perdesaan. Sementara itu masyarakat miskin yang banyak menggantungkan hidupnya pada usaha mikro masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses permodalan dan sangat rendah produktivitasnya.

Kedua, masyarakat miskin belum mampu menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, serta transportasi. Gizi buruk masih terjadi di lapisan masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin yang belum memadai. Bantuan sosial kepada masyarakat miskin, pelayanan bantuan kepada masyarakat rentan (seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu), dan cakupan jaminan sosial bagi rumah tangga miskin masih jauh dari memadai. Prasarana dan sarana transportasi di daerah terisolir masih kurang mencukupi untuk mendukung penciptaan kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin. Keseluruhan masalah ini akan ditangani secara sungguh-sungguh dalam tahun 2008 dalam program-program pembangunan yang lebih terintegrasi.

Pada tahun 2006 berdasarkan data BPS dilaporkan bahwa pada aspek kesehatan ibu hamil diketahui angka kematian ibu mencapai 307 (untuk 100.000 kelahiran hidup), tiga kali lebih besar dari Vietnam dan enam kali lebih besar dari Cina dan Malaysia. Hanya sekitar 72 persen persalinan ibu dibantu oleh bidan terlatih. 

Pada aspek pendidikan, angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah masih rendah, khususnya di antara penduduk miskin. Di antara kelompok umur 16-18 tahun pada kelompok 20 persen penduduk termiskin, hanya 55 persen yang lulus SMP, sedangkan angka untuk kelompok 20 persen penduduk terkaya adalah 89 persen untuk kohor yang sama.

Pada aspek air bersih, jumlah penduduk dengan akses rendah terhadap air bersih ternyata masih tinggi. Rendahnya akses terhadap air bersih, khususnya di antara penduduk miskin, menyebabkan penduduk miskin tidak mampu mencapai kualitas hidup yang layak. Untuk kelompok 20 persen penduduk termiskin, hanya 48 persen yang memiliki akses air bersih di daerah perdesaan, sedangkan untuk perkotaan, 78 persen.

Aspek berikutnya adalah sanitasi yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berada dalam kategori akses terhadap sanitasi rendah masih besar. Terdapat 80 persen penduduk miskin di perdesaan dan 59 persen penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap tangki septik. Sementara itu hanya kurang dari 1 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang terlayani oleh saluran pembuangan air kotor berpipa.

Jumlah penduduk yang bergizi buruk (malnutrisi) masih tinggi dan menunjukkan kecenderungan meningkat pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2004 terdapat sekitar 24,8 persen anak di bawah usia lima tahun menderita gizi buruk di Indonesia. Kemudian pada tahun 2005 diperkirakan masih terdapat 25 persen penderita gizi buruk meskipun antara tahun 2004 dan 2005 telah terjadi penurunan angka kemiskinan. Kondisi ini akan terus mendapatkan perhatian dan dijaga agar persentase penduduk yang bergizi buruk senantiasa dapat dikurangi dari tahun ke tahun.

Ketiga, harga bahan kebutuhan pokok terutama beras cenderung berfluktuasi sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat miskin. Hal ini disebabkan terutama oleh kemampuan produksi beras belum dapat menjamin permintaan beras secara nasional. Sementara itu, kebutuhan pokok selain beras terutama yang bersifat substitusi beras maupun komplemen beras juga belum dapat dipenuhi sepenuhnya oleh produksi dalam negeri. Produksi komoditas tersebut akan terus ditingkatkan untuk menjamin stabilitas harga bahan kebutuhan pokok terutama beras.

Realitas kemiskinan di atas menggambarkan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia sangat beragam. Realitas tersebut melandasi kesimpulan bahwa Pemerintah pada tahun 2008 akan memberikan perhatian kepada upaya untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dengan mendorong perekonomian lebih tinggi dan lebih berpihak kepada rakyat miskin, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, menjaga masyarakat miskin dari kemungkinan menjadi lebih miskin lagi akibat gejolak yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri pada dimensi sosial, politik, dan ekonomi.

B.
Sasaran Pembangunan Tahun 2008

Salah satu prioritas pembangunan tahun 2008 adalah peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan. Hal ini mengandung makna bahwa berbagai program dan kegiatan
 penanggulangan kemiskinan pada tahun 2008 tersebut disinergikan agar benar-benar optimal dan efektif dalam pelaksanaannya.

Sasaran penanggulangan kemiskinan pada tahun 2008 adalah meningkatnya kesejahteraan penduduk miskin sehingga diharapkan angka kemiskinan menurun menjadi 15,0 – 16,8 persen. Sasaran program-program penanggulangan kemiskinan dengan demikian difokuskan pada program/proyek/kegiatan yang mempunyai manfaat nyata kepada masyarakat miskin dan rumah tangga miskin dan difokuskan pula pada program/proyek/kegiatan yang menjangkau lokasi/daerah miskin dengan kategori mempunyai jumlah masyarakat miskin dan rumah tangga miskin yang besar.

C.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008

Sasaran tersebut dicapai dengan arah kebijakan pembangunan meliputi: (1) menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok; (2) mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin; (3) menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat; (4) meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar; dan (5) membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Untuk melaksanakan arah kebijakan pembangunan tahun 2008 tersebut, maka beberapa kegiatan prioritas dalam penanggulangan kemiskinan difokuskan pada kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut.

C.1.
Fokus 1: Menjaga Stabilitas Harga Bahan Kebutuhan Pokok
Fokus 1 ini bertujuan menjamin daya beli masyarakat miskin/keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama beras dan kebutuhan pokok utama selain beras. Fokus 1 meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

(1)
Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton;

(2)
Stabilisasi / kepastian harga komoditas primer melalui DPM-LUEP.

C.2.
Fokus 2: Mendorong Pertumbuhan Yang Berpihak Pada Rakyat Miskin

Fokus 2 ini bertujuan mendorong terciptanya dan terfasilitasinya kesempatan berusaha yang lebih luas dan berkualitas bagi masyarakat/keluarga miskin. Fokus 2 meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

(1) 
Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional termasuk perempuan pengusaha (PNPM-P);

(2) 
Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi Simpan Pinjam (KSP);

(3) 
Pelatihan fasilitator budaya/motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro;

(4) 
Sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan;

(5) 
Fasilitasi usaha mikro melalui koperasi;

(6) 
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;

(7) 
Pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil;

(8) 
Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga;

(9) 
Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah;

(10) 
Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.

C.3.
Fokus 3: Menyempurnakan dan Memperluas Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

Fokus 3 ini bertujuan meningkatkan sinergi dan optimalisasi pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan perkotaan serta memperkuat penyediaan dukungan pengembangan kesempatan berusaha bagi penduduk miskin. Fokus 3 meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

(1)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di daerah perdesaan (Program Pengembangan Kecamatan);

(2)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Daerah Perkotaan (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan);

(3)
Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (RISE);

(4)
Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (SPADA);

(5)
Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.

C.4.
Fokus 4: Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar

Fokus 4 ini bertujuan meningkatkan akses penduduk miskin memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan prasarana dasar. Fokus 4 meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

(1)
Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);

(2)
Beasiswa siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA);

(3)
Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi;

(4) 
Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit;

(5) 
Pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas;

(6) 
Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin.

C.5.
Fokus 5: Membangun dan Menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin

Fokus 5 ini bertujuan melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Fokus 5 meliputi kegiatan prioritas sebagai berikut:

(1) 
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA);

(2) 
Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;

(3) 
Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial;

(4) 
Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH);

(5)
Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan);

(6)
Pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung PKH;

(7)
Perluasan sosialisasi PKH;

(8)
Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PKH;

(9) 
Peningkatan pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat;

(10)
Penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga miskin (raskin).

Rincian prioritas, fokus, kegiatan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 beserta keluaran dan instansi pelaksananya dapat dilihat pada matriks Lampiran Buku II RKP Tahun 2008 Bab 15. Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.

D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp. Juta)

	Fokus 1: Stabilitas Harga Bahan-bahan Pokok

	1
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	
	
	2.821.991,0

	
	
	1.
Penyediaan cadangan beras pemerintah 1 juta ton.
	Penyediaan cadangan beras sehingga mencapai 1 juta ton.
	Deptan

Kemenko

Perekonomian
	.........

	
	
	2.
Stabilisasi harga komoditas primer melalui DPM-LUEP
	Pembelian gabah petani sebanyak 130 ribu to, jagung 35 ribu ton di 27 provinsi.


	Deptan

Kemenko Perekonomian
	447.000,0

	Fokus 2:  Mendorong Pertumbuhan Yang Pro-Rakyat Miskin

	1
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
	
	
	417.213,7

	
	
	1. 
Penyediaan dana bergulir untuk usaha produktif dengan pola bagi hasil/syariah dan konvensional ternasuk perempuan pengusaha (PNPM-P).


	Fasilitasi kepada 75.000 usaha mikro/3000 koperasi.
	Kemeneg KUKM
	285.000,0

	
	
	2. 
Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM.


	Fasilitasi kepada 1.000 LKM/KSP.
	Kemeneg KUKM
	10.725,0

	
	
	3. 
Pelatihan fasilitator budaya/motivasi usaha dan teknis manajeman usaha mikro melalui koperasi.


	Fasilitasi kepada 1.000 koperasi.
	Kemeneg KUKM
	4.504,5

	
	
	4. 
Rintisan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan


	Fasilitasi kepada 75 sentra/koperasi.
	Kemeneg KUKM
	15.000,0

	
	
	5. 
Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi.


	Fasilitasi kepada 250 koperasi.
	Kemeneg KUKM
	20.000,0

	2
	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan.
	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan.
	
	
	1.956.959,2

	
	
	1.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
	15 SPDN, 100 kedai pesisir, dan bantuan sosial yang tersebar di 100 kab/kota.
	DKP
	130.000,0

	
	
	2.
Pengembangan usaha perikanan skala kecil.
	100 kelompok nelayan dan pembudidaya ikan untuk konsumsi masyarakat di 50 kab/kota.


	DKP
	100.000,0

	3
	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.


	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.
	
	
	108.118,6

	
	
	1.
Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan ketahanan keluarga.


	57 persen (1,2 juta) keluarga Pra-Sejahtera dan KS-1 anggota UPPKS aktif berusaha.
	BKKBN
	15.000,0

	4
	Program Pengelolaan Pertanahan
	Program Pengelolaan Pertanahan
	
	
	1.459.666,9

	
	
	1.
Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah.


	1.051.000 sertifikat tanah, 500 ribu ha peta dasar pendaftaran tanah; 3.072 titik KDKN


	BPN
	339.276,92

	5
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
	
	
	79.730,9

	
	
	1. Peningkatan koordinasi penanggulangan kemiskinan berbasis kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.


	Fasilitasi kesempatan berusaha bagi masyarakat miskin.
	Kemenko Kesra
	35.000,0

	Fokus 3:  Menyempurnakan dan Memperluas Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat

	1
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
	
	
	4.379.470,0

	
	
	1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di daerah perdesaan (Program Pengembangan Kecamatan).


	Penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 2.389 kecamatan.
	Depdagri
	4.300.200,0

	2
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
	
	
	1.804.205,0

	
	
	1.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di daerah perkotaan (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan).


	Penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 3.581 kelurahan.
	Dep PU
	1.414.750,0

	
	
	2. Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (RISE).


	Penyediaan bantuan teknis di 237 kecamatan.
	Dep PU
	52.500,0

	3
	Program Pengembangan Kawasan Tertinggal
	Program Pengembangan Kawasan Tertinggal
	
	
	373.000,0

	
	
	1.
Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (SPADA).
	Penyediaan bantuan langsung masyarakat dan bantuan teknis kepada masyarakat miskin di 186 kecamatan di 32 kabupaten di 8 provinsi.


	Kemeneg PDT
	363.000,0

	4
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	
	
	207.020,5

	
	
	1.
Penyempurnaan dan pemantapan program pembangunan berbasis masyarakat.
	Perwujudan koordinasi program pembangunan berbasis masyarakat secara sistematis.


	Kemeneg PPN/

Bappenas
	1.000,0

	Fokus 4:  Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar

	1
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	
	
	21.884.129,4

3.583.089,7

	
	
	1. Beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar di Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).


	Tersediannya beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar bagi 1,84 juta siswa SD dan SMP serta 640 ribu siswa MI dan MTs.
	Depdiknas

Depag
	837.600,0

331.200,0



	2
	Program Pendidikan Menengah.


	Program Pendidikan Menengah.
	
	
	4.310.762,8

700.917,2

	
	
	1. Beasiswa bagi siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA).


	Beasiswa bagi 732.011 siswa SMA/SMK serta bagi 210.188 siswa MA.
	Depdiknas

Depag
	570.968,8

159.742,9

	3
	Program Pendidikan Tinggi.
	Program Pendidikan Tinggi.
	
	
	12.606.353,5

983.198,2

45.000,0

	
	
	1.
Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi.


	Beasiswa bagi 161.753 mahasiswa di PT serta PTA di 33 provinsi.
	Depdiknas

Depag

DPU


	485.259,0

146.700,0

	4
	Program Upaya Kesehatan Perorangan.
	Program Upaya Kesehatan Perorangan.
	
	
	6.071.217,0

	
	
	1.
Pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di kelas III rumah sakit.


	76,8 juta penduduk miskin
	Depkes
	3.686.400,0

	5
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.


	Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
	
	
	3.320.263,0

	
	
	1. Pelayanan kesehatan dasar bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas.


	Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin (76,8 juta penduduk miskin).
	Depkes
	1.000.000,0

	6
	Program Keluarga Berencana
	Program Keluarga Berencana
	
	
	474.893,6

	
	
	1.
Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin.
	Tersedianya kontrasepsi gratis bagi 813.850 PB miskin dan 9.534.600 PA miskin di 73.500 desa/kelurahan dan 5.500 kecamatan di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan


	BKKBN
	400.367,7

	Fokus 5:  Membangun dan Menyempurnakan Sistem Perlindungan Sosial bagi Masyarakat Miskin

	1
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
	
	
	74.120,0

	
	
	1.
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA).
	Membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan di 15 provinsi dan di 40 kabupaten/kota.
	Kemeneg PP


	5.500,0

	2
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya.
	
	
	695.000,0

	
	
	1. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.


	Menyediakan bantuan sosial untuk fakir miskin, KAT, dan PMKS di beberapa kabupaten/kota.
	Depsos

Kemeneg PDT
	690.000,0

5.000,0

	3
	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
	
	
	3.261.086,9

	
	
	1.
Bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.
	Menyediakan bantuan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana alam, dan korban bencana sosial di beberapa kabupaten/kota.
	Depsos
	646.000,0

	
	
	2.
Penyediaan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs; dan penyempurnaan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada keluarga miskin/RTSM) melalui perluasan Program Keluarga Harapan (PKH).
	Melayani pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin BALITA, menjamin keberadaan anak usia sekolah di SD/MI dan SMP/MTs serta bantuan tunai bagi 1,5 juta RTSM.


	Depsos
	2.350.000,0

	
	
	3.
Pendataan pelaksanaan PKH (bantuan tunai bagi RTSM yang memenuhi persyaratan)


	Pendataan kepada 1,5 juta RTSM.
	BPS
	265.000,0

	4
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
	
	
	229.487,3

	
	
	1.
Pengurangan pekerja anak dalam rangka mendukung PKH


	Tersedianya pendidikan bagi anak yang bekerja di 7 provinsi
	Depnakertrans
	40.000,0

	5
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
	
	
	186.214,0

	
	
	1.
Perluasan sosialisasi PKH
	Perluasan sosialisasi PKH di provinsi lokasi PKH tahun 2008


	Depkominfo
	20.000,0

	6
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan


	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
	
	
	207.020,5

	
	
	1. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PKH tahun 2008.


	Perwujudan koordinasi dan monev PKH tahun 2008.
	Kemeneg PPN/

Bappenas
	1.000,0

	7
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
	
	
	558.673,6

	
	
	1. Peningkatan pelayanan sosial dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat.


	Tersedianya pelayanan sosial dasar bagi PMKS termasuk anak, lanjut usia dan penyandang cacat


	Depsos
	553.000,0

	8
	Program Subsidi
	Program Subsidi
	
	
	...........

	
	
	1.
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PENINGKATAN INVESTASI DAN EKSPOR NON MIGAS

A.
KONDISI UMUM

Perekonomian Indonesia pada tahun 2006 tumbuh dengan 5,5 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2006 terutama didorong oleh ekspor barang dan jasa, serta pengeluaran pemerintah yang masing-masing tumbuh dengan 9,2 persen dan 9,6 persen. Sedangkan investasi yang diukur dengan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh sebesar 2,9 persen.
Minat investasi pada tahun 2006 cukup tinggi, seperti yang dicerminkan pada meningkatnya rencana investasi sektor nonmigas yang diajukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada tahun 2006 rencana investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 162,8 triliun, atau meningkat lebih dari 200 persen dibandingkan dengan tahun 2005. Peningkatan minat investor asing juga terlihat pada tahun 2006 dengan nilai rencana investasi Penanaman Modal Asing (PMA) adalah sekitar USD 15,6 miliar, atau meningkat 15,1 persen dibandingkan pada tahun 2005.

Namun demikian, minat investasi yang meningkat tajam ini belum diikuti oleh realisasi investasi. Realisasi investasi PMDN yang tercatat pada BKPM adalah sekitar Rp 20,8 triliun pada tahun 2006, masih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sekitar RP 20,7 triliun. Sedangkan realisasi investasi PMA, pada tahun 2005 dan 2006 tercatat masing-masing sebesar USD 8,9 miliar dan USD 6,0 miliar.

Dari sisi perkembangan investasi sektor migas, listrik, mineral, batu bara, dan panas bumi secara keseluruhan telah terjadi peningkatan 32,1 persen pada tahun 2006 dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi kelistrikan meningkat tajam (89 persen) dari USD 2,5 miliar pada tahun 2005 menjadi USD 4,7 miliar pada tahun 2006. Investasi panas bumi diperkirakan akan meningkat pada tahun-tahun mendatang seiring dengan besarnya potensi panas bumi Indonesia (30 persen dari panas bumi dunia), dan upaya pemerintah dalam mengembangkan energi alternatif yang terbarukan dan ramah lingkungan.

Peningkatan investasi di Indonesia terus diupayakan melalui perbaikan iklim investasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam kemudahan berusaha (ease of doing business), Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga. International Financial Corporation/IFC-Bank Dunia dalam laporan “Doing Business 2007” mencatat bahwa peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha adalah 135 dari 175 negara. Singapura mempunyai peringkat pertama, Thailand ke 18, Malaysia ke 25, China ke 93 dan Vietnam ke 104. Walaupun waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia menurun dari 151 hari menjadi 97 hari, namun masih lebih lama dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Singapura adalah 6 hari, Thailand 33 hari, Malaysia 30 hari, China 35 hari dan Vietnam 50 hari.

Menurut World Economic Forum (WEF) peringkat Indonesia dari Global Competitiveness Index meningkat, dari peringkat 69 pada tahun 2005 menjadi peringkat 50 pada tahun 2006. Dalam laporannya yang berjudul “The Global Competitiveness Report 2006-2007”, WEF juga menyatakan bahwa Singapura berada pada peringkat ke 5, Malaysia ke 26, Thailand ke 35, Filipina ke 71, dan Vietnam ke 77. Peningkatan peringkat Indonesia yang cukup signifikan ini disebabkan, antara lain, oleh: perbaikan mekanisme pasar dengan persaingan usaha yang makin sehat, serta peningkatan belanja perusahaan untuk kegiatan penelitian pengembangan.

Dalam tahun 2007, upaya untuk memperbaiki iklim investasi agar semakin kondusif terus dilakukan secara berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan, di antaranya: (1) masih diperlukannya peningkatan insentif pajak yang mendorong investasi; (2) masih perlu ditingkatkannya pemanfaatan akses dana perbankan; (3) masih diperlukannya perbaikan prosedur perijinan dan tata cara pelayanan investasi; (4) masih perlu ditingkatkannya kepastian hukum, termasuk di antaranya peraturan-peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Penanaman Modal yang diundangkan pada tahun 2007; (5) faktor keamanan masih perlu ditingkatkan sehingga lebih kondusif untuk kegiatan investasi; (6) masih perlunya peningkatan daya dukung infrastruktur dan perbaikan sejumlah infrastruktur yang rusak; (7) iklim ketenagakerjaan yang masih harus diperbaiki; (8) masih diperlukannya harmonisasi antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Upaya-upaya perbaikan iklim investasi ini harus dilakukan bersama oleh semua pemangku kepentingan. Dengan upaya-upaya ini pertumbuhan investasi yang diukur dengan PMTB pada tahun 2007 diperkirakan dapat mencapai 12,3 persen

Di sisi perdagangan internasional, nilai ekspor Indonesia selama tahun 2006 untuk pertama kalinya menembus angka di atas USD 100 miliar, yaitu tepatnya sebesar USD 100,7 miliar, atau naik sebesar 17,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ekspor ini didorong oleh ekspor migas yang meningkat sebesar 10,2 persen menjadi USD 21,2 miliar, dan nonmigas yang meningkat 19,7 persen menjadi USD 79,5 miliar.

Meningkatnya penerimaan ekspor migas didorong oleh tingginya harga ekspor minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang mencapai USD 63,5 per barel selama tahun 2006, atau 18,9 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2005.

Penerimaan ekspor nonmigas tahun 2006 didorong oleh nilai ekspor hasil pertanian yang meningkat sebesar 18,2 persen menjadi USD 3,4 miliar, hasil pertambangan yang naik sebesar 40,9 persen menjadi USD 11,2 miliar, dan hasil industri yang meningkat sebesar 16,7 persen menjadi USD 64,9 miliar. Peningkatan ekspor nonmigas selain didorong oleh peningkatan volume juga disebabkan oleh kenaikan harga di pasar internasional terutama untuk ekspor hasil pertanian dan pertambangan.

Meskipun ekspor nonmigas Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun berbagai masalah dan tantangan perlu segera diatasi, seperti: (1) ekspor nonmigas Indonesia masih terkonsentrasi di empat pasar ekspor tradisional (Jepang, Amerika Serikat, Singapura, dan Uni Eropa) dengan pangsa sebesar 53,6 persen dari total ekspor nonmigas pada tahun 2006; (2) pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia masih ditopang oleh pertumbuhan ekspor komoditas primer yang bernilai tambah relatif rendah; (3) proses dan prosedur ekspor-impor masih perlu disempurnakan untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi, termasuk mengurangi pungutan liar; (4) masih besarnya hambatan non tarif di pasar ekspor; serta (5) ketersediaan infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan.

Oleh sebab itu, upaya peningkatan ekspor di tahun 2008 ditujukan untuk peningkatan daya saing komoditas ekspor Indonesia di pasar internasional, dan lebih diarahkan pada: (1) Peningkatan produk ekspor yang memiliki nilai tambah tinggi, sehingga dapat memberikan multiplier effect yang besar terhadap perekonomian dan memperkokoh kinerja ekspor nonmigas Indonesia karena tingkat kebergantungan ekspor terhadap perubahan harga komoditas primer (yang cenderung berfluktuasi) menjadi berkurang; (2) upaya peningkatan diversifikasi pasar ekspor, agar ekspor Indonesia tidak rentan terhadap fluktuasi permintaan dan kondisi perekonomian dari empat pasar ekspor tradisional; serta (3) pengurangan hambatan terhadap proses, prosedur, dan akses ekspor.

Upaya-upaya untuk meningkatkan ekspor Indonesia didukung pula oleh penciptaan iklim usaha yang sehat dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi, di antaranya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan adanya upaya penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan secara konsisten akan menjadi salah satu penggerak peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha di Indonesia.

Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri juga menjadi bagian yang tidak terlepaskan dari kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor, karena kelancaran arus dan distribusi barang di dalam negeri serta rendahnya biaya distribusi akan memperlancar arus barang ekspor Indonesia. Namun, sampai saat ini masih adanya berbagai permasalahan perdagangan dalam negeri yang perlu segera dituntaskan, antara lain: (1) sistem distribusi barang/jasa dalam negeri masih perlu ditingkatkan; (2) kesenjangan harga antar daerah masih perlu terus diperkecil; (3) sarana alternatif pembiayaan bagi usaha kecil perlu ditingkatkan; dan (4) sarana perdagangan, khususnya di daerah terpencil, tertinggal, dan daerah paska bencana masih perlu terus ditingkatkan untuk menghindari kurang berfungsinya aktivitas perdagangan dan sulitnya konsumen memenuhi kebutuhannya.

Dengan masih kuatnya permintaan akan produk ekspor Indonesia, disertai upaya berkesinambungan dalam meningkatkan daya saing produk ekspor, penerimaan ekspor non-migas pada tahun 2007 diperkirakan tumbuh sekitar 12 persen.

Selain perdagangan intenasional, pariwisata mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam menghasilkan devisa. Namun demikian, mengingat industri pariwisata sangat multi sektor maka kinerja pembangunan pariwisata sangat dipengaruhi oleh dukungan sektor lain, seperti kondisi ekonomi makro yang stabil, iklim usaha yang kondusif, jaminan keamanan, dan infrastruktur yang memadai.

Selama tiga tahun terakhir kinerja pariwisata nasional sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti keamanan dan isu bencana alam serta flu burung. Kejadian bom Bali II pada bulan Oktober 2005 nampaknya masih berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke tanah air pada tahun 2006. Hal tersebut diperparah dengan merebaknya isu flu burung dan beberapa kejadian bencana alam yang melanda Indonesia. Pada tahun 2006, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia berjumlah 4,87 juta orang, dan pada tahun 2005 berjumlah 5,00 juta orang. Sementara itu perolehan devisa pada tahun 2005 sebesar USD 4,522 miliar, dan USD 4,448 miliar pada tahun 2006. Namun demikian apabila dilihat kecenderungan kunjungan wisman pada beberapa bulan terakhir tahun 2006, jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia pada kuartal terakhir tahun 2006 mengalami kenaikan 17,1 persen dibandingkan dengan kunjungan wisman di kuartal yang sama pada tahun 2005 (year on year/y-o-y).

Dengan adanya kecenderungan meningkatnya kunjungan wisman pada kuartal terakhir tahun 2006 yang diiringi dengan semakin membaiknya kondisi ekonomi makro, makin kondusifnya iklim investasi, dan semakin membaiknya kondisi keamanan di tanah air, maka kinerja pariwisata pada tahun 2007 diharapkan akan semakin meningkat. Pada tahun 2007, pencapaian perolehan devisa diperkirakan mencapai sekitar USD 5,6 miliar.

Namun demikian beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan pariwisata adalah: (1) pemerataan pembangunan pariwisata, terutama antara kawasan Barat dan Timur masih perla ditingkatkan; (2) perlu ditingkatkannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi intralembaga dan antar lembaga maupun pusat dan daerah dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata; (3) belum optimalnya dukungan sektor lain; (4) menurunnya citra pariwisata Indonesia yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti merebaknya isu flu burung dan beberapa kejadian bencana alam; (5) belum adanya dukungan optimal dari pemerintah kota/kabupaten dengan munculnya berbagai peraturan daerah yang menghambat; (6) perlu ditingkatkannya kerjasama pelaku ekonomi-sosial-budaya dengan pelaku pariwisata dan masyarakat; serta (7) masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional di bidang pariwisata.
B.
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor nonmigas adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dan kompetitif sehingga mampu meningkatkan investasi (PMTB) sebesar 15,5 persen.

2. Meningkatnya ekspor non-migas sebesar 14,5 persen, dengan daya saing di pasar global yang berkelanjutan, dengan produk ekspor yang lebih berkualitas dan beragam, serta negara tujuan ekspor yang semakin banyak.

3. Meningkatnya sistem pengawasan dan pendataan untuk mengantisipasi terjadinya perdagangan fiktif.

4. Terwujudnya mekanisme pasar yang berkeadilan, dengan persaingan usaha yang sehat melalui institusi yang kuat dan kredibel.

5. Terwujudnya perilaku pelaku usaha yang menjunjung nilai-nilai persaingan usaha yang sehat.

6. Meningkatnya penerimaan devisa dari sektor pariwisata sekitar 15 persen dari tahun 2007, dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) mencapai 223 juta.

C.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Dalam rangka mewujudkan sasaran di atas, arah kebijakan bagi peningkatan investasi dan ekspor non-migas, antara lain, dilakukan dengan kegiatan berikut:

1. Perbaikan iklim investasi diarahkan pada penyederhanaan prosedur, penciptaan iklim investasi yang kondusif, dan peningkatan daya tarik investasi agar investasi tumbuh tinggi.

Kegiatannya mencakup:

a. Penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas penanaman modal;
b. Penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal;

c. Penyusunan peta komoditi unggulan;

d. Peningkatan promosi investasi;

e. Pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK);

f. Penyelenggaraan Pusat Promosi Terpadu yang merupakan promosi terintegrasi dari pariwisata/tourism, perdagangan/trade, dan investasi/investment (TTI);
g. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

h. Pengembangan teknologi informasi penanaman modal;

i. Peningkatan prasarana dan sarana promosi.

2. Kebijakan perdagangan luar negeri diarahkan pada peningkatan daya saing komoditas ekspor bernilai tambah tinggi dan peningkatan diversifikasi pasar ekspor.

Kegiatannya mencakup:

a. Pembentukan dan pengembangan National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW, dalam rangka integrasi sistem NSW dan ASW;

b. Pelaksanaan pengamatan pasar (market intelligence);

c. Peningkatan kualitas dan desain produk ekspor, dalam rangka menciptakan 200 produk ekspor bermerek Indonesia pada tahun 2010;

d. Penyelenggaraan Pusat Promosi Terpadu yang merupakan promosi terintegrasi dari pariwisata/tourism, perdagangan/trade, dan investasi/investment (TTI);
e. Penyelenggaraan Pusat Promosi Dagang Indonesia (ITPC);

f. Peningkatan partisipasi aktif dalam perundingan di berbagai forum internasional, antara lain untuk mengurangi hambatan perdagangan;

g. Pemetaan dan analisis 10 komoditi utama dan 10 komoditi potensial;

h. Peningkatan kapasitas laboratorium peningkatan mutu barang ekspor impor;

i. Penyelenggaraan Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional (Timnas PPI);

j. Promosi produk ekspor Indonesia;

k. Pengembangan ekspor di daerah melalui program dekonsentrasi.

3. Kebijakan peningkatan iklim persaingan usaha diarahkan pada penerapan penegakan hukum persaingan usaha yang lebih konsisten dan terintegrasi.

Kegiatannya mencakup antara lain:

a. Pelaksanaan amandemen Undang Undang No. 5 Tahun 1999;

b. Penegakan Hukum Persaingan Usaha;

c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Undang Undang No. 5 Tahun 1999;

d. Kerjasama antar Instansi Pemerintah/Lembaga Terkait;

e. Dengar Pendapat dengan Organisasi/Lembaga/Tokoh Masyakat;

f. Penyempurnaan Indeks Persaingan.

4. Kebijakan perdagangan dalam negeri diarahkan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi barang di dalam negeri untuk mengurangi biaya ekonomi tinggi.

Kegiatannya mencakup:

a. Pembinaan pasar dan distribusi;

b. Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan pulau-pulau kecil terluar, serta daerah paska bencana;

c. Perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;

d. Pengembangan usaha dan lembaga perdagangan;

e. Pengkajian, penyempurnaan dan penyusunan peraturan perundangan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Lokal (PLL);

f. Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG);

g. Penyelenggaraan Pasar Lelang;

h. Peningkatan dan pengembangan kemetrologian.

5. Kebijakan pembangunan industri pariwisata diarahkan untuk mendorong intensitas pariwisata melalui pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tatakelola yang baik (good governance) dengan fokus pada:
a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi pariwisata;
b. Pengembangan kerjasama pemasaran dan promosi pariwisata dengan lembaga terkait di dalam dan di luar, termasuk dukungan penyelenggaraan pusat promosi terpadu (IPO) di tiga negara serta kerjasama antar travel-agent dan antar tour operator di dalam maupun di luar negeri;
c. Penyebaran pengembangan destinasi pariwisata unggulan di luar Jawa dan Bali termasuk pengembangan destinasi pariwisata di pulau-pulau terdepan, daerah perbatasan dan terpencil;
d. Fasilitasi kemitraan dengan sektor terkait dalam upaya peningkatan keamanan, kenyamanan dan kemudahan akses di destinasi wisata;
e. Pengembangan sistem informasi pariwisata yang terintegrasi di pusat dan daerah;
f. Pengembangan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pariwisata.

D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	II. Program/

III. Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Ke​giatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp. Juta)

	1.
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang investasi;

2. Penyederhanaan prosedur pelayanan penanaman modal;

3. Pemberian insentif penanaman modal yang lebih menarik;

4. Konsolidasi perencanaan penanaman modal di pusat dan daerah;

5. Pemantauan dan evaluasi, serta pengawasan pelaksanaan investasi, baik asing maupun domestik;

6. Pengembangan sistem informasi penanaman modal di pusat dan daerah;

7. Perkuatan kelembagaan penanaman modal di pusat dan daerah; serta

8. Melakukan kajian kebijakan penanaman modal baik dalam dan luar negeri.


	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Sinkronisasi peraturan-peraturan pelaksanaan UU Penanaman Modal;

2. Menyusun peta komoditi unggulan;

3.  Pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

4.  Pengembangan teknologi informasi penanaman modal.
	1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat melalui reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan sehingga mampu meningkatkan investasi (PMTB) sekitar 15,5 persen;

2. Tersedianya peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis UU Penanaman Modal;

3. Tersedianya peta komoditi unggulan sektor sekunder di beberapa wilayah/daerah/ kabupaten/kota;

4. Tercapainya realisasi investasi persetujuan penanaman modal yang sudah dikeluarkan pemerintah.


	BKPM


	65.959,6

	2.
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah yang terkait dengan investasi;

2. Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dengan UKMK;

3. Promosi investasi yang terkoordinasi baik di dalam dan di luar negeri;

4. Revitalisasi kinerja kelembagaaan promosi ekspor di luar negeri; dan

5. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang investasi dengan instansi pemerintah dan dunia usaha baik di dalam maupun di luar negeri.


	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan promosi investasi;

2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

3. Peningkatan Prasarana dan Sarana Promosi;

4. Penyelenggaraan Pusat Promosi Terpadu bidang pariwisata, perdagangan, dan investasi.


	1. Terwujudnya berbagai aktivitas di dalam kegiatan pembangunan citra posisi dan rebranding investasi Indonesia serta meningkatkan minat pelaku usaha nasional untuk melakukan investasi serta meningkatnya kualitas dan kuantitas program promosi di dalam negeri;

2. Terselenggaranya berbagai kegiatan investasi antara Indonesia-Singapura dalam upaya mengembangkan investasi di Batam, Bintan dan Karimun;

3. Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana promosi investasi;

4. Tersebarluaskannya informasi mengenai regulasi, potensi dan peluang investasi di Indonesia kepada investor dunia; dan tercapainya pengertian dan pemahaman dan penyelenggaraan penanaman modal di daerah atas faktor-faktor strategis yang harus dipertimbangkan dalam meneruskan strategi promosi investasi ke Luar Negeri untuk memasarkan potensi daerahnya.


	BKPM,

Kemeneg PDT


	142.888,7

	3.
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan strategi pemantapan ekspor sehingga mampu meningkatkan kinerja ekspor nasional, termasuk pemanfaatan preferensi dengan mitra dagang;

2. Harmonisasi kebijakan ekspor antar-instansi terkait dan dunia usaha; 

3. Peningkatan kualitas pelayanan kelembagaan pusat promosi ekspor (ITPC) sesuai kebutuhan eksportir secara berkelanjutan dan perluasan pembukaan kantor baru di negara/kawasan mitra dagang sesuai potensi pasar ekspornya, serta perkuatan kapasitas kelembagaan promosi daerah; 

4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada para eksportir dan calon eksportir melalui pendekatan support at company level; 

5. Fasilitasi peningkatan mutu produk komoditi pertanian, perikanan dan industri yang berpotensi ekspor; 

6. Melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi melalui penyederhanaan prosedur ekspor dan impor dengan ke arah penyelenggaraan konsep single document; 

7. Perkuatan kapasitas laboratorium penguji produk ekspor-impor;

8. Peningkatan jaringan informasi ekspor dan impor agar mampu merespon kebutuhan dunia usaha terutama eksportir kecil dan menengah; dan 

9. Pengembangan dan implementasi fasilitasi ekspor dan impor seperti kelembagaan trade financing untuk ekspor.


	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyelenggaraan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC);

2. Peningkatan kualitas dan desain produk ekspor, dalam rangka menciptakan 200 produk ekspor bermerek Indonesia pada tahun 2010;

3. Pengembangan produk;

4. Pembentukan dan pengembangan National Single Window/NSW dan ASEAN Single Window/ASW, dalam rangka integrasi sistem NSW dan ASW;

5. Peningkatan kapasitas laboratorium peningkatan mutu barang ekspor impor;

6. Pembinaan UKM perdagangan;

7. Pelaksanaan pengamatan pasar (market intelligence);

8. Pengembangan ekspor daerah melalui program dekonsentrasi;

9. Penyelenggaraan Pusat Promosi Terpadu (Indonesian Promotion Office/IPO) yang merupakan promosi terintegrasi dari pariwisata/tourism, perdagangan/trade, dan investasi/investment (TTI);

10. Pemetaan dan analisis 10 komoditas utama dan 10 komoditas potensial;

11. Promosi produk ekspor Indonesia.


	1. Terselenggaranya 20 ITPC di 20 kota dagang dunia;

2. Terdapatnya 90 merek/produk ekspor inovatif yang siap dan telah dipasarkan di pasar internasional;

3. Terselenggaranya pengembangan 20 produk di 15 daerah;

4. Tersedianya 74 perijinan online;
5. Meningkatnya kemampuan laboratorium uji dan kalibrasi pusat dan daerah;
6. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan UKM di bidang prosedur Ekspor dan penetrasi pasar di 10 daerah;
7. Tersedianya informasi dan jaringan pasar minimal dari 5 negara, 7 Jenis Produk;

8. Meningkatnya kinerja ekspor di 33 daerah;

9. Berdirinya 3 IPO di 3 negara yang menjadi pusat pariwisata, perdagangan, dan investasi;

10. Tersedianya 1 peta 10 komoditas utama dan 10 komoditas potensial;
11. Terselenggaranya 23 pameran produk ekspor Indonesia di dalam negeri dan 27 pameran produk ekspor luar negeri.
	Depdag,

BSN,

Kemenko Perekonomian
	294.997,7

	4.
	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kualitas partisipasi aktif dalam berbagai fora internasional (mencakup kerjasama multilateral, regional, bilateral, dan perdagangan lintas batas) sebagai upaya mengamankan kepentingan ekonomi nasional dan sekaligus meningkatkan hubungan dagang dengan negara mitra dagang potensial; 

2. Fasilitasi penyelesaian sengketa perdagangan (termasuk advokasi dan bantuan teknis) seperti: dumping, subsidi dan safeguard; 

3. Peningkatan efektivitas koordinasi penanganan berbagai isu-isu perdagangan internasional baik multilateral, regional dan bilateral maupun pendekatan komoditi; 

4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama multilateral, regional, dan bilateral; 

5. Sosialisasi hasil-hasil kesepakatan perundingan multilateral (WTO) dan kerjasama regional (ASEAN, APEC, ASEM) serta kerjasama intra dan antar regional; dan 

6. Perkuatan SDM Atase Perdagangan (Atdag) termasuk penyediaan tenaga magang.


	Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan partisipasi aktif dalam perundingan di berbagai forum internasional, antara lain untuk mengurangi hambatan perdagangan;

2. Penyelenggaraan Tim Nasional Perundingan Perdagangan Internasional;

3. Fasilitasi penyelesaian sengketa dagang (termasuk advokasi dan bantuan teknis) antara lain: tuduhan dumping, subsidi dan tindakan safeguard;
4. Peningkatan koordinasi penanganan isu-isu perdagangan internasional;

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama multilateral, regional dan bilateral serta kerjasama komoditi internasional;

6. Sosialisasi hasil-hasil perundingan multilateral, regional dan bilateral;

7. Perkuatan SDM, khususnya penyediaan tenaga magang pada Atdag.
	1. Terselenggaranya 175 sidang sebagai upaya untuk mengurangi hambatan perdagangan;

2. Tersedianya 15 rekomendasi; 

3. Terselesaikannya sengketa perdagangan internasional secara komprehensif dan berkelanjutan terhadap tuduhan subsidi, dumping dan tindakan safeguard;

4. Menguatnya posisi Indonesia dan jejaring kerja di fora internasional;

5. Tersedianya hasil evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan kerjasama multilateral, regional, bilateral serta komoditi internasional;

6. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hasil-hasil kesepakatan kerjasama internasional dengan tersedianya informasi perdagangan internasional sampai dengan daerah tingkat II;

7. Meningkatnya kinerja kemampuan negosiasi di bidang kerjasama perdagangan internasional serta meningkatnya kemampuan dalam menangani isu-isu perdagangan internasional.
	Depdag


	69.738,0

	5.
	Program Persaingan Usaha 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Revisi terhadap beberapa materi UU No. 5/1999;  yang berpotensi terjadinya disharmonisasi terhadap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha; 

2. Peningkatan penerapan kebijakan dan peraturan dalam persaingan usaha; 

3. Pengembangan instrumen aplikasi UU No. 5/1999; 

4. Pengembangan jaringan kerja antar lembaga; 

5. Peningkatan kualitas penanganan perkara dan rekomendasi kebijakan; dan

6. Perkuatan kelembagaan persaingan usaha antara lain yang mencakup pengembangan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung.


	Program Persaingan Usaha

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelaksanaan amandemen UU No. 5/1999;

2. Penegakan Hukum  Persaingan Usaha;

3. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan UU No. 5/1999;

4. Kerjasama antar instansi pemerintah/lembaga terkait;

5. Dengar pendapat dengan organisasi/lembaga/tokoh masyakat;

6. Penyempurnaan Indeks Persaingan.
	1. Tersedianya 1 Rancangan Amandemen UU No 5/1999 yang disampaikan ke DPR.;

2. Terselesaikannya 35 putusan/penetapan perkara persaingan usaha;

3. Tersedianya 3 Juknis;

4. Tersedianya 3 MOU antara KPPU dengan lembaga terkait;

5. Terselenggaranya 12 kali kegiatan dengar pendapat;

6. Tersedianya 1 dokumen mengenai Indeks Persaingan.
	Depdag (KPPU)
	35.879,6

	6.
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Pemberdayaan konsumen dan peningkatan kapasitas lembaga perlindungan konsumen termasuk kapasitas lembaga penyelesaian sengketa konsumen.

2. Perluasan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar terutama terhadap pengawasan barang-barang strategis, obat, dan makanan.

3. Peningkatan pelayanan informasi dan advokasi terhadap kebijakan perlindungan konsumen guna meningkatkan kesadaran konsumen terhadap pentingnya standar barang dan jasa, terutama di bidang obat dan makanan

4. Penyempurnaan peraturan perundang-udangan perdagangan dalam negeri yang terkait dengan ekspor-impor, tertib usaha, tertib ukur, perlindungan konsumen dan pengawasan barang.

5. Sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan standar dan laboratorium metrologi legal serta pelaksanaan pengawasan ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), dan perluasan kapasitas kelembagaan yang menangani sengketa dagang internasional dan perlindungan industri dalam negeri termasuk dukungan operasionalisasi kegiatannya (anti dumping dan safe guard)
	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan Kelembagaan Konsumen;

2. Pemberdayaan Perlindungan Konsumen;

3. Peningkatan pengawasan barang beredar dan jasa;

4. Peningkatan dan pengembangan kelembagaan kemetrologian, termasuk pendirian NMI;

5. Peningkatan peralatan kemetrologian.
	1. Terselenggaranya Fasilitasi pembentukan BPSK sejumlah 5 lokasi dan fasilitasi pelayanan pos pengaduan sejumlah 21 lokasi;

2. Terselenggaranya edukasi aparat penegak hukum sekretariat dan anggota BPSK;

3. Operasionalisasi pengawasan barang beredar dan jasa untuk 3 kelompok komoditi dan terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi sejumlah 3 unit;

4. Tersedianya 1 laboratorium nasional bidang masa;
5. Tersedianya 1 paket peralatan kemetrologian.

	Depdag
	98.567,0

	7.
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Perumusan, alternatif solusi, dan implementasi penyelesaian permasalahan termasuk harmonisasi dari berbagai perangkat peraturan perundang-undangan tentang distribusi dan sarana penunjang perdagangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;

2. Deregulasi dan debirokratisasi dalam rangka mengurangi hambatan perdagangan;

3. Promosi penggunaan produksi dalam negeri; 

4. Fasilitasi pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub-sistem distribusi pada daerah tertentu (kawasan perbatasan dan daerah terpencil) dalam rangka peningkatan efisiensi perdagangan;

5. Peningkatan efektivitas dan ketersediaan jaringan informasi distribusi baik di tingkat pusat maupun di daerah;

6. Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha, kelembagaan dan kemitraan di bidang perdagangan; 

7. Pemberdayaan dagang kecil dan menengah melalui peningkatan SDM, akses pasar dan kemitraan usaha;

8. Perkuatan kapasitas kelembagaan perdagangan berjangka komoditi (PBK) termasuk menyiapkan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan kebijakan dan operasional PBK; dan

9. Pemantapan dan pengembangan pasar lelang lokal dan regional serta sarana alternatif pembiayaan melalui Sistem Resi Gudang (SRG).


	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Pembinaan pasar dan distribusi;

2. Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi;

3. Perkuatan sistem dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;

4. Pengembangan usaha dan lembaga perdagangan;

5. Pengkajian, penyempurnaan dan penyusunan peraturan PBK, SRG dan Pasar Lelang Lokal (PLL);

6. Pengembangan SRG;

7. Penyelenggaraan pasar lelang
	1. Terselenggaranya Pelatihan Pengelolaan manajemen pasar sejumlah 15 kali (450 orang), pengamanan distribusi bahan pokok dan barang penting sejumlah 8 komoditi, dan pengembangan Indonesian Design Power (IDP) melalui peningkatan branding, packaging dan product design sejumlah 90 produk;

2. Tersedianya 76 unit pasar tradisional dan 15 unit pasar penunjang;

3. Terselenggaranya pengawasan barang beredar dan jasa untuk 3 kelompok komoditi, dan pengembangan SDM PPBJ dan PPNS PK sejumlah 300 orang;

4. Terselenggaranya pengembangan Klinik Bisnis sejumlah 50 lokasi, pengembangan usaha waralaba lokal di 10 daerah, pengembangan pelayanan terpadu berbasis TI sejumlah 7 jenis, dan peningkatan pemanfaatan informasi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) sejumlah 5 propinsi;

5. Tersedianya 3 Peraturan pelaksana PBK, SRG, dan PLL (PP dan SK);

6. Terselenggaranya 6 kegiatan dalam rangka pengembangan SRG;

7. Penyelenggaraan 19 pasar lelang.


	Depdag,

Kemenko Perekonomian
	242.579,3

	8.
	Program Pengembangan Standardisasi Nasional

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan infrastruktur kelembagaan standardisasi;

2. Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI); 

3. Penguatan kelembagaan standardisasi; 

4. Peningkatan persepsi masyarakat; 

5. Pengembangan sistem informasi standardisasi; 

6. Perkuatan posisi Indonesia dalam forum standardisasi regional dan internasional; dan 

7. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses standardisasi.
	Program Pengembangan Standardisasi Nasional

1. Pemberlakuan SNI wajib dalam rangka mendukung persiapan penerapan perjanjian internasional;

2. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penerapan kebijakan standardisasi bidang perdagangan;

3. Analisa pasar untuk produk SNI wajib yang diperdagangkan;

4. Kerjasama standardisasi bidang perdagangan;

5. Pembinaan dan pengawasan standardisasi, akreditasi, dan pengendalian mutu;

6. Penguatan infrastruktur perumusan SNI dan penyetaraan SNI dengan standar internasional;

7. Peningkatan kapasitas kelembagaan standar dan penilaian kesesuaian;

8. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap standar dan penilaian kesesuaian;

9. Pengembangan sistem informasi SNI;
10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses standardisasi; dan
11. Pengembangan kerjasama antar lembaga standardisasi dalam forum standardisasi regional.


	1. 6 Produk;

2. 12 Kegiatan;

3. 2 Produk;

4. 12 Negara dan 16 Daerah;

5. Meningkatnya penyusunan dan penerapan SNI, meningkatnya kapasitas kelembagaan infrastruktur standardisasi, dan meningkatnya kerjasama standardisasi baik bilateral maupun multilateral, terutama ke negara tujuan ekspor utama.
	Depdag,

BSN
	42.004,1

	9.
	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Optimalisasi kegiatan pameran baik yang bertaraf nasional maupun internasional baik di dalam maupun di luar negeri, baik pada negara-negara mitra pariwisata potensial maupun negara-negara yang memiliki kedekatan secara historis dan kultural dengan Indonesia, seperti Asia Timur, India, dan Timur Tengah;

2. Fasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusinya;

3. Fasilitasi kerjasama pemasaran antar negara, antar pusat dengan daerah, dan antar pelaku industri pariwisata dalam bentuk aliansi strategis, seperti kerjasama antar travel agent dan antar tour operator, antara pelaku pariwisata dengan perusahaan transportasi udara, laut dan darat;

4. Peningkatan sadar wisata di kalangan masyarakat, baik sebagai tuan rumah maupun sebagai calon wisatawan;

5. Memotivasi dan memberikan kemudahan bagi perjalanan wisata domestik;

6. Pengembangan sistem informasi yang efisien dan efektif.


	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kegiatan-kegiatan prioritas:

1. Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata;

2. Peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri;

3. Peningkatan promosi pariwisata dalam negeri;

4. Pengembangan informasi pasar wisata;

5. Pendukungan pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata daerah;

6. Optimalisasi koordinasi pelaksanaan pemasaran pariwisata.


	Meningkatnya pemanfaatan media elektronik dan teknologi informasi untuk promosi pariwisata; meningkatnya promosi pariwisata MICE, tersedianya dukungan Indonesian Promotion Office (IPO) di 3 (tiga) negara; dan kerjasama antar lembaga dan antar pelaku pariwisata di dalam dan di luar negeri.
	Depbudpar
	158.507,2

	10.
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

 Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan investasi dalam industri pariwisata melalui penyederhanaan perizinan dan insentif perpajakan bagi investor.

2. Mendorong pengembangan daya tarik wisata unggulan di setiap propinsi (one province one primary tourism destination) secara bersama dengan pemerintah daerah, swasta dan masyarakat;

3. Pengembangan paket-paket wisata yang kompetitif di masing-masing destinasi pariwisata;

4. Peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan daerah tujuan wisata dan aset-aset warisan budaya sebagai obyek daya tarik wisata yang kompetitif;

5. Revitalisasi dan pembangunan kawasan pariwisata baru, termasuk pula prasarana dan sarana dasarnya (seperti jaringan jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih dan sarana kesehatan);

6. Pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata dalam membangun produk pariwisata (daya tarik dan sarana pariwisata);

7. Pemberian perhatian khusus kepada pengembangan kawasan ekowisata dan wisata bahari, terutama di lokasi-lokasi yang mempunyai potensi obyek wisata alam bahari yang sangat besar;

8. Pengembangan pariwisata yang berdaya saing melalui: (a) terbangunnya komitmen nasional agar sektor-sektor di bidang keamanan, hukum, perbankan, perhubungan, dan sektor terkait lainnya dapat memfasilitasi berkembangnya kepariwisataan terutama pada wilayah-wilayah yang memiliki destinasi pariwisata unggulan; (b) harmonisasi dan simplifikasi perangkat peraturan baik di tingkat pusat, daerah dan antara pusat dan dan daerah; (c) memformulasi, menerapkan, dan mengawasi standar industri pariwisata yang dibutuhkan.


	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kegiatan-kegiatan Prioritas:

1. Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan 
2. Pendukungan pengembangan daya tarik pariwisata daerah;

3. Perintisan pengembangan destinasi pariwisata;

4. Pengembangan usaha dan investasi pariwisata;
5. Pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata;
6. Pengembangan standardisasi pariwisata; dan

7. Optimalisasi koordinasi pembangunan pariwisata.

	Berkembangnya destinasi unggulan di luar Jawa dan Bali, terutama di 10 provinsi unggulan, berkembangnya wisata MICE di 10 provinsi dan berkembangnya kerjasama antar pelaku pariwisata. 


	Depbudpar
	98.015,4

	11.
	Program Pengembangan Kemitraan

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Pembangunan dan perkuatan jaringan database dan informasi kebudayaan dan kepariwisataan, baik di dalam negeri (antara pusat-propinsi, dan kabupaten/kota) dan luar negeri termasuk pengembangan SDM-nya;

2. Pengembangan litbang dan pengembangan SDM dalam bentuk joint research, dual training serta aliansi strategis terutama dengan lembaga sejenis di luar negeri;

3. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri budaya dan pariwisata dan pelaku sosio-ekonomi lainnya.


	Program Pengembangan Kemitraan

Kegiatan-kegiatan prioritas:

1. Pengembangan kebijakan SDM kebudayaan dan pariwisata nasional;

2. Peningkatan litbang kebudayaan; 

3. Peningkatan litbang pariwisata;

4. Peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM kebudayaan dan pariwisata

5. Pengembangan arkeologi nasional;

6. Pendukungan pengembangan kapasitas pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan daerah; dan

7. Optimalisasi koordinasi kemitraan kebudayaan dan pariwisata.


	Meningkatnya jumlah SDM yang profesional dan berdaya saing global di bidang kebudayaan dan pariwisata, berkembangnya pola kemitraan dan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya dengan pelaku sosial ekonomi lainnya.


	Depbudpar
	83.502,1
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Peningkatan Daya Saing 

Industri Manufaktur

A. Kondisi Umum

Dalam situasi global yang sarat ketidakpastian, pembangunan industri akan terus didorong mengingat kontribusinya menjadi andalan bagi perekonomian nasional. Sebagai motor penggerak perekonomian, industri manufaktur (pengolahan non migas) memberi kontribusi yang cukup tinggi. Sumbangannya terhadap PDB nasional pada tahun 2006 mencapai 25,0 persen. Seiring dengan membaiknya ekonomi nasional, industri manufaktur juga meningkat. Pada tahun 2006 industri pengolahan nonmigas tumbuh sekitar 5,3 persen, sementara tahun 2007 pertumbuhannya ditargetkan 7,9 persen. 

Membaiknya kinerja industri manufaktur masih dibayangi permasalahan yang cukup kompleks. Belum berkembangnya industri bahan baku dan industri penunjang di dalam negeri merupakan masalah utama yang dihadapi. Hal ini tercermin dari besarnya ketergantungan komponen impor bahan baku dan setengah jadi, sebagaimana yang terjadi pada industri kimia, otomotif, dan elektronika. Kondisi ini yang mengakibatkan lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir, sehingga struktur industri secara keseluruhan masih rentan. 

Masalah lain yang menuntut perhatian adalah lemahnya penguasaan teknologi industri. Sebagian besar produk industri pengolahan non-migas termasuk dalam kategori teknologi rendah. Ketertinggalan atas penguasaan teknologi mengakibatkan daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Lemahnya daya saing juga dipengaruhi oleh berbagai masalah eksternal, seperti masih terjadinya ekonomi biaya tinggi, maraknya penyelundupan, isu perburuhan, dan kepastian hukum dan keamanan. 

Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung pembangunan industri di daerah, juga menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Keterbatasan infrastruktur, di wilayah timur Indonesia, serta di pedalaman dan perbatasan, menyebabkan pembangunan industri, terutama industri kecil, sulit berkembang, sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah.

Pembangunan industri nasional ke depan menuntut sinergi antara pusat dan daerah. Untuk itu penyusunan kebijakan akan dilaksanakan melalui pendekatan top-down dan bottom-up. Melalui pendekatan top down, kebijakan pembangunan industri direncanakan oleh Pusat (by design) yang antara lain dalam bentuk penetapan prioritas. Sedangkan melalui pendekatan bottom – up, kebijakan industri didaerah ditetapkan berdasarkan kompetensi inti daerah yang bersangkutan. Keserasian antara kedua pendekatan ini diyakini akan meningkatkan daya saing secara nasional. 

B. Sasaran Pembangunan Tahun 2008

1. Meningkatnya daya saing industri manufaktur ditandai oleh makin besarnya pangsa pasar domestik yang dikuasai oleh industri dalam negeri. 

2. Meningkatnya volume dan nilai ekspor produk manufaktur.

3. Meningkatnya penerapan standarisasi dan teknologi bagi industri manufaktur. 

4. Meningkatnya kemampuan fasilitasi pengembangan klaster industri prioritas. 

5. Meningkatnya kemampuan sumberdaya manusia baik di daerah maupun di pusat serta dunia usaha khususnya industri kecil dan menengah (IKM).

Secara keseluruhan sasaran pertumbuhan industri nonmigas pada tahun 2008 sebesar 8,4 persen. 

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008 

Arah kebijakan tahun 2008 difokuskan pada tiga upaya yaitu:

1. Peningkatan daya saing industri melalui:

a. Perbaikan iklim usaha baik bagi pembangunan usaha baru maupun pengoperasiannya di seluruh rantai pertambahan nilai dengan:

· Menyusun peraturan terkait dengan sektor industri, antara lain rekomendasi peraturan verifikasi pemberian insentif impor bahan baku, peraturan penggunaan bahan kimia, penyelesaian revisi UU Perindustrian, dan masukan bagi peraturan pelaksanaan UU Perpajakan dan UU Penanaman Modal;

· Merancang pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi industri-industri tertentu maupun kawasan atau wilayah tertentu menumbuhkan prakarsa masyarakat untuk membangun industri serta untuk meningkatkan daya saing;

· Melakukan evaluasi terhadap harmonisasi tarif dan mengusulkan tarif bea masuk bagi produk-produk tertentu;

· Mengusulkan penghapusan perda-perda yang membebani industri.

b. Penyelesaian masalah-masalah yang menghambat perkembangan industri:

· Penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas penyelundupan;

· Percepatan pemanfaatan Hutan Tanaman Industri (HTI);

· Penyelesaian hambatan kepabeanan.

c. Peningkatan koordinasi lintas sektor dan para pemangku kepentingan guna:

· Melanjutkan pengembangan 10 klaster industri inti yang tertuang dalam RPJM Nasional tahun 2004 – 2009;

· Melanjutkan pengembangan industri terkait dan penunjang kesepuluh klaster industri inti tersebut;

· Membina kemampuan teknologi industri.

d. Peningkatan efisiensi penggunaan energi dengan melakukan audit energi dan efisiensi pemakaian energi, serta mendorong penggunaan energi alternatif;

e. Fasilitasi restrukturisasi permesinan industri;

f. Fasilitasi penguatan pasar internasional dan produk-produk industri untuk mendorong pengembangan industri berorientasi ekspor. 

2. Peningkatan kapasitas industri melalui:

a. Peningkatan investasi industri baik dalam 10 klaster industri inti, klaster pendukung, maupun klaster penunjangnya;

b. Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;

c. Pemberdayaan industri kecil dan menengah dengan:

· Meningkatkan penyediaan layanan teknis bagi IKM melalui revitalisasi dan pengoperasian 45 Unit Pelayanan Teknis (UPT); 

· Pembinaan terpadu IKM di daerah melalui skema dekonsentrasi di 33 propinsi dan tugas pembantuan di 100 kabupaten/kota.

d. Pengembangan industri berbasis agro untuk penguatan daya saing daerah melalui fasilitasi pengembangan nilai tambah komoditi ekspor primer.

3. Peningkatan peran faktor pendukung pengembangan industri, melalui:

a. Pengembangan 15 (limabelas) teknologi baru yang siap diterapkan di industri;

b. Pembinaan pengawasan standardisasi, akreditasi dan pengendalian mutu melalui pengembangan SNI serta pembinaan standard oleh 22 balai penelitian dan standardisasi (Baristand);

c. Memfasilitasi pembangunan 8 (delapan) kawasan industri di 8 Provinsi;

d. Pengembangan sistem informasi keindustrian;

e. Pengembangan kapasitas diklat serta peningkatan kapasitas aparatur perindustrian;

f. Peningkatan aparatur dengan menerapkan ”good governance”.

D.
MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp. Juta)

	1.
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	
	Deptan, Kemenko Perekonomian
	2.821.991,0

(belum termasuk subsidi)



	
	1. Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian.
	1. Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan
	Pengadaan padi non hibrida 1,2 juta ton, jagung hibrida 300 ribu ha, kedelai 200 ribu ha, sukun 100 ribu benih, pisang 100 ribu pohon, kentang 20 ribu kg, termanfaatkannya benih unggul bermutu untuk petani miskin; teknologi perakitan varietasmendukung pengembangan benih sumber BS/FS/SS (3 paket teknologi); dan 10 model pengembangan shuttle breeding; demplot VUB dan PTT di 16 provinsi; 2.000 ton benih untuk pengembangan 40 ribu ha padi gogo di lahan perkebunan. 


	
	

	
	
	2. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan
	Jaringan irigasi desa dan tingkat usahatani 145 ribu ha, TAM 30 ribu ha, jalan usaha tani dan jalan produksi 500 km, pengembangan irigasi air permukaan 100 unit, Balai SUBAK 20 unit, dampak SRI 50 unit, cetak sawah 24 ribu ha, pendampingan cetak sawah 35 kabupaten, sumur resapan 250 unit pompa hidran dan kelengkapannya 8 unit.


	
	

	
	
	3. Penguatan kelembagaan perbenihan dalam mendukung ketahanan pangan
	Operasional BBH, BPSBTPH (hortikultura) di 33 provinsi, fasilitasi 21 UPT pusat peternakan, operasionalisasi 1 unit BBPPMBTPH; 20 unit BPSB, 30 unit BBI di 30 provinsi, lembaga sertifikasi produk di 3 provinsi.


	
	

	
	
	4. Perbaikan mekanisme subsidi pupuk


	Pemantapan mekanisme subsidi pupuk komoditi perkebunan di 20 provinsi; mencakup 33 unit instansi tanaman pangan di 33 provinsi.


	
	

	
	
	5. Penyediaan subsidi pupuk
	Tersedianya pupuk bersubsidi untuk mendukung produksi padi, palawija dan perkebunan.


	
	

	
	
	6. Subsidi benih
	Tersedianya benih padi dan palawija bersubsidi.


	
	

	
	
	7. Subsidi Kredit Ketahanan Pangan (KKP)
	Tersedianya kredit ketahanan pangan bersubsidi.


	
	

	
	
	8. Penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung ketahanan pangan.  
	Tersedianya dana alokasi khusus untuk mendukung ketahanan pangan.   
	
	

	
	
	9. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) penyakit hewan, perkarantinaan dan peningkatan keamanan pangan 
	OPT tanaman pangan 33 unit dan OPT kebun seluas 29 ribu ha, OPT hortikultura di 33 provinsi, fasilitasi 65 pos kesehatan hewan, 500 ribu dosis vaksin anthrax, 600 ribu dosis vaksin rabies, penyediaan 2.024 tenaga karantina, dan pembangunan 33 unit laboratorium Kesmavet; operasionalisasi BPTPH di 20 provinsi, tenaga PHP 316 org, 100 unit alat produksi agen hayati horti; pembangunan lab mutu horikultura 1 provimsi; rancangan perundangan 20 draft, pedum/juklak/juknis/SOP/standar teknis 40 dok, sosialisasi/apresiasi/bimbingan teknis 40 frek, rekomendasi analisis resiko 20 rek, pemantauan di 704 wilker/tempat pemasukan & pengeluaran 1 tahun, tenaga kontrak karantina 1 tahun 750 orang, insentif petugas fungsional barantan 1 tahun 1.000 orang, tindakan karantina hewan/tbh 275.000 sert, bahan lab dan op pengelolaan sampel di 84 UPT, data pemantauan dan penyebaran OPTK dan HPHK di 33 provinsi, jumlah fumigator, provider ISPM 15, depo 10 provinsi, pertemuan internasional 40 frek; 5 paket pertemuan regional dan nasional; sistem pelayanan elektronik di 24 UPT; diklat teknis 480 orang/paket; pemekaran 1 UPT; vaksin Brucellosis 200.000 ds; Hoc Cholera (HC) 150.000 ds; jembrana 45.000 ds; pengendalian penyakit strategis lainnya (SE, Surrah, BVD, IBR dan Salmonelosis) 1 tahun; perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik 1 tahun; peningkatan pelayanan keswan; pengawasan obat hewan; penggulangan penyakit reproduksi pada sapi potong 110 ribu ekor; pangan ASUH 12 keg; monev & surveilans produk hewan 14 unit; penanggulangan zoononis 53 unit; RPUSK 100 unit; tempat pengumpulan unggas 100 unit. 


	
	

	
	
	10. Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan


	Pengadaan vaksin AI 80 juta dosis, rapid test AI 10 ribu dan fasilitasi poskeswan dan laboratorium di 33 provinsi, operasionalisasi surveilans, penurunan kasus flu pada hewan di 30 provinsi, penataan budidaya unggas perdesaan melalui VPF 80 kelp, penataan unggas di permukiman 20 kelp, refrigerator 10 unit, spuit otomatis 2.100 unit, rekruitmen Drh kontrak 200 orang, paramedik kontrak 200 orang, depopulasi & kompensasi 400.000 ekor, PPE 2.000 unit, alat depopulasi 1.000 unit, KIE media elektronik & cetak 1 paket, surveilans di 30 provinsi, kesiapsiagaan wabah 1 tahun, desinfektan 100.000 ltr, sprayer tank 400 unit, pembg lab & alat type B 5 unit, legislasi 10 prtn. 


	
	

	
	
	11. Mekanisasi kegiatan produksi pertanian primer (pra panen)


	Penyediaan 3.827 unit alsintan.


	
	

	
	
	12. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, dan pengembangan kawasan sentra produksi dan agropolitan
	210 unit GAP, 75.000 ha buah, 100.000 ha sayuran, 2.800 ha tan biofarmaka, 300 ha tan hias; ratoon tebu 350 ha dan kebun tebu giling 888 ha, 11,18 juta ha padi; 3,4 juta ha jagung; 0,60 juta ha kedele; 0,19 juta ha kacang tanah; 1,33 juta ha ubi kayu; peningkatan inseminasi buatan 1,8 juta akseptor (produksi semen beku 3,0 juta dosis, pembelian peralatan IB 300 unit, insentif petugas IB baru 300 org, distribusi semen beku 3,0 juta dosis, pembelian N2 cair 24 ribu).
	
	

	
	
	13. Pengembangan pembibitan sapi
	Pengadaan 1.500 ekor bibit sapi bunting eks-impor dan fasilitas kegiatan pembibitan sapi 9 unit.


	
	

	
	
	14. Penelitian  dan percepatan diseminasi inovasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan
	1 set data informasi pengembangan Papua, 12 formulasi kebj responsif pengmbg tan pangan, 12 varietas baru padi, jagung, sorgum, ubi jalar; 4 paket pengelolaan plasma nutfah, 4 paket sistem produksi tan pangan; 8 paket data potensi SDL; 6 komponen teknologi informasi iklim, cuaca, & lingkungan pert; 4 kandidat padi, tomat kentang, kapas trangenik; sidik jari DNA 96 tan pangan, 1 paket rumusan kebjbiotek pert; 18 model pemberdayaan petani melalui transfer teknologi FEATI, 5 model pengmbg pedesaan untuk peningkatan pendapatan petani melalui inovasi (650 desa), dukungan TOT dan quick assessment untuk replikasi primatani di 5000 desa berbasis tan pangan dan peternakan.


	
	

	
	
	15. Koordinasi pengembangan perikanan budidaya


	Satu rumusan kebijakan
	
	

	
	2. Peningkatan distribusi pangan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan.


	1. Stabilisasi harga komoditas primer melalui DPM-LUEP.


	Pembelian gabah  130 ribu ton, jagung 35 ribu ton di 27 provinsi. 
	
	

	
	
	2. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi cadangan pangan dan penanganan pangan strategis.


	Satu laporan dan empat rumusan kebijakan.
	
	

	
	
	3. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi kegiatan ekonomi petani dan nelayan pasca bencana.


	Satu rumusan kebijakan
	
	

	
	3. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil (looses).


	1. Peningkatan kegiatan pasca panen dan pengolahan pangan
	Sarana pasca panen mendukung P2BN dan swasembada jagung di 139 kabupaten.
	
	

	
	4. Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal.


	1. Pengembangan desa mandiri pangan, diversifikasi pangan, penanganan rawan pangan dan kelembagaan ketahanan pangan. 
	Pengembangan desa mandiri pangan di 824 desa pada 200 kab/kota, pengembangan PIDRA 100 ribu KK, pengembangan cadangan pangan berbasis lokal di 30 kab, penanganan daerah rawan pangan transient di 200 kab, 33 provinsi; kampanye diversivikasi pangan di 33 provinsi, 100 kab/kota; percepatan diversifikasi melalui 128 UKM, 32 SD; pemberian gizi tambahan untuk Bumil, menyusui, balita, SD/MI 30.200 jiwa di 1004 desa, 200 kab/kota; koordinasi dewan ketahanan pangan di 33 provinsi, 347 kab/kota; penghargaan ketahanan pangan di 33 provinsi.


	
	

	
	5. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui peningkatan bantuan pangan pada keluarga miskin/rawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dan pengembangan sistem antisipasi dini terhadap kerawanan pangan. 


	1. Penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin 


	Tersalurkannya beras bersubsidi kepada rumah tangga miskin 


	
	

	
	
	2. Penyediaan cadangan beras pemerintah.
	Tersedianya cadangan beras pemerintah sehingga mencapai 1 juta ton.
	
	

	2.
	Program Pengembangan Agribisnis
	Program Pengembangan Agribisnis
	
	Deptan, Kemenko Perekonomian
	1.408.964,0



	
	1. Pengembangan diversifikasi usaha tani melalui pengembangan usahatani dengan komoditas bernilai tinggi dan pengembangan kegiatan off-farm untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah.


	1. Pengembangan bahan baku bioenergi
	Pengembangan kebun induk tanaman jarak seluas 600 ha, pengembangan tanaman jarak seluas 9.890 ha, pengembangan 19 paket teknologi pengolahan bioenergi dan pengembangan 75 ha kebun induk jarak pagar dengan produksi benih 200 ton IP2 dan IP3.


	
	

	
	
	2. Pengembangan desa mandiri energi.
	5 desa mandiri energi basis coconut biodiesel, 20 desa mandiri energi basis minyak jarak pagar; penguatan kelembagaan dan pengutuhan tanaman di 14 desa mandiri energi.


	
	

	
	
	3. Pengembangan fasilitas pelayanan agroindutsri terpadu
	Pelayanan investasi terpadu horti di 54 unit; terbentuknya sistem pertanian terpadu antara tanaman dengan ternak 186 kelompok.


	
	

	
	
	4. Pengembangan pertanian terpadu tanaman-ternak, kompos, dan biogas
	Paket sistem terpadu horti di 25 kab; ternak, kompos, dan biogas di 108 kabupaten, paket sistem pertanian terpadu ternak dan kebun (kopi, kelapa sawit, dan kakao) 3 paket, 500 batamas (biogas ternak bersama masyarakat), mesin pembuat pupuk organik (MPPO) 440 unit.


	
	

	
	
	5. Pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup
	Kebun buah organik 3 provinsi, lingkungan hidup (DAS) 13 provinsi, sayuran organik 10 provinsi, tersertifikasinya 100 produk pertanian organik;beroperasinya sistem informasi dan layanan teknis jaminan mutu; tersedianya 500 aparat pembina mutu daerah berkualifikasi auditor HACCP; berkembangnya usaha pengolahan kompos dan biogas di 100 kab/kota; berkembangnya 1.160 ha kopi organik; pengembangan alat pengolah pupuk organik (APPO) 10 unit.


	
	

	
	
	6. Peremajaan tanaman perkebunan rakyat
	Kebun bibit pokok 10 ha, kapas 25.000 ha, kelapa rakyat 5.000 ha, lada 300 ha, kina 30 ha, pendampingan dan pengawalan revitalisasi (karet rakyat 75 ribu ha; kelapa sawit 400 ribu ha dan kakao 50 ribu ha).


	
	

	
	
	7. Penyediaan subsidi bunga, penyediaan energi nabati dan revitalisasi perkebunan.


	Tersedianya dana subsidi untuk pengembangan BBN dan revitalisasi perkebunan.


	
	

	
	
	8. Penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung pengembangan agribisnis. 


	Tersedianya DAK pertanian
	
	

	
	
	9. Koordinasi restrukturisasi peternakan


	Dua rumusan kebijakan
	
	

	
	2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran dan pengembangan agroindustri di perdesaan.


	1. Mekanisasi kegiatan produksi pertanian pasca panen dalam mendukung agribisnis 
	Kelembagaan pasca panen horti di 36 kawasan; bantuan 108 paket peralatan panen hortikultura; kelembagaan pasca panen horti 30 kab; hasil karet dan kakao di 45 kab; peningkatan RPH/RPU di 40 kab (30%).
	
	

	
	
	2. Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan kelompok UPJA (KUPJA)
	Pengaktifan 36 UPJA Horti, pengaktifan UPT BPMA (Balai Penguji Mutu Alsin) di pusat, UPJA dan KUPJA pasca panen di 139 kabupaten, UPJA mesin pengolah ransum dan mesin tetas unggas 10 kelompok, UPJA tanaman pangan 1.980 kelompok, revitalisasi UPJA/KUPJA kebun di 11 provinsi.


	
	

	
	
	3. Pengembangan agroindustri perdesaan
	Industri olah berbasis tepung lokal di 29 kabupaten; pengolahan hasil hortikultura di 35 kabupaten; pengolahan hasil perkebunan di 50 kabupaten; pengolahan hasil ternak di 15 kabupaten; pengolahan pakan di 15 kabupaten sentra unggas


	
	

	
	
	4. Pengembangan kegiatan pemasaran komoditas pertanian
	Kemitraan pemasaran hasil pertanian antara kelp. tani dan industri pengolahan di 112 kab; kelembagaan farm gate market berbasis mutu (grading & packaging) komoditas horti di 35 kab dan kom bun di 35 kab (35%); revitalisasi pasar ternak di 25 kab (30%); kerjasama internasional produk pertanian.


	
	

	
	
	5. Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan, dan penghargaan kepada petani/pelaku agrobisnis
	International Floricultural Exebition, Tahun Kentang Internasional, ISHS, Bali Orchid Show, Lomba penyilangan, promosi pembenihan, eksebisi sayuran, promosi buah, promosi holticultura, floricultura nasional, Internasional Horticultural Fair 2008, lomba horticultura; terselenggaranya “Intl Agro and Food Expo 2008” di Indonesia; Terselenggaranya trade fair, misi dagang, dan eksebisi produk pertanian Indonesia di 7 negara; Public awareness dan eksebisi dalam negeri; lomba kelompok ternak dan persiapan PENAS 2009 di 33 prov, Lomba petugas berprestasi (ATR, inseminator, Drh) di 33 pro.; tersedianya penghargaan 3 jenis UPJA, 1 pengembang agensia hayati, 1 POPT, 1 lab hama penyakit, 6 PTT/PMI; lomba kelompok pekebun lomba petugas berprestasi di 32 prov; terlaksananya Internasional Agro and Food Expo 2008, Festival buah nusantara; pameran horticultura terbangunnya 1 unit info iptek pertanian dan terlaksananya lomba kelompok tani dan kontes ternak; tersedianya penghargaan P3A 3 paket  dan tersedianya penghargaan untuk TAM 3 paket. 

    
	
	

	
	
	6. Penguatan kelembagaan perbenihan dalam mendukung pengembangan agribisnis
	BBI Horti 32 Unit (3,2 juta benih buah-buahan, 14 ribu ton benih sayuran (kentang dan bawang merah, 40 juta benih tan. Hias, Balai Benih (BB) bawang merah 2 unit, BB bio farmaka 1 unit, BB kentang 1 unit, BB krisan 2 unit, BB anggrek 2 unit, laboratorium kultur jaringan 20 unit, teknologi aeroponik benuih kentang 2 unit; berkembangnya lembaga pengawasan mutu benih di 4 prov; Pemekaran 2 UPT benih; Pembinaan terhadap 30 unit penangkar benih.


	
	

	
	3. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usaha tani  serta infrastruktur perdesaan lainnya.
	1. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis
	Embung 200 unit, pengembangan irigasi tanah dangkal 500 unit, irigasi tanah dalalm 75 unit, irigasi bertekanan 300 unit, jalan usaha tani 200 km, irigasi air permukaan 100 unit, bangun/rehab kantor 12 unit, bangun/rehab instalasi 4 unit lab 2 paket, peralatan lab 2 paket, perluasan areal horti 5 ribu ha, padang penggembalaan 3.500 ha; kendaraan opersional 40 unit; pengembangan sumur resapan 250 unit, pembangunan DAM parit 100 unit, SID pompa hydram 10 unit, pompa hydram dan perlengkapannya 10 unit, pembukaan lahan kering 2.000 ha, optimasi lahan 6.000 ha, konservasi lahan 5.500 ha, reklamasi lahan 3.500 ha, areal perkebunan 5.000 ha, pengembangan HMT 5.000 ha, pembangunan poskeswan 50 unit.

 
	
	

	
	
	2. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan prasarana dan kewilayahan pertanian dan perikanan


	Dua rumusan kebijakan
	
	

	
	4. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan.
	1. Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung pengembangan agribisnis
	Perbanyakan benih/ bibit Horti di BBH di 33 prov; pembangunan, pemeliharaan dan pemurniaan kebun induk, kebun entres dan blok penghasil. 

 
	
	

	
	5. Pengurangan hambatan perdagangan antar wilayah dan perlindungan dari sistem perdagangan dunia yang tidak adil.
	
	
	
	

	
	6. Peningkatan iptek pertanian dan pengembangan riset pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan.


	1. Penelitian dan percepatan diseminasi inovasi pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis
	24 paket teknologi sist produksi, pemuliaan pemanfaatan plasma nutfah tan sayuran buah tropika, & tan hias; 74 inovasi tek sist prod tan rempah dan obat, biofarmaka, kelapa, tan serat & tek mutakhir kelapa sawit, karet, kopi, kakao teh, kina, tebu di 24 prov; 5 galur ternak unggul, 3 paket tek pakan ekonomis, 3 paket tek reproduksi (sapi, kambing, domba), 1 perengkat teknik PCR, 1 paket tek pengendalian PAM unggas, 6 paket informasi antisipasi zoonosis dan keamanan pangan; 5 tek pasca panen diversifikasi pangan KIT TES deteksi mikroba susu & model pengolahan santan, aren, konsentrat jambu biji; pengembangan agroindustri perdesaan; 13 rekayasa alat mektan; 13 paket kebijakan agribisnis dan ekonomi  perdesaan; 33 paket tek spesifik lokasi, terbentuknya AIP (Agribisnis Industrial Perdesaaan) dan SUID (Sistem Usaha Tani Intensifikasi dan Diversivikasi) di 222 desa; dukungan TOT dan quick assessment untuk replikasi Prima Tani 5.000 lokasi berbasis tan pangan & peternakan.


	
	

	
	7. Pengembangan lembaga keuangan perdesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antara lain melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro/perdesaan, insentif permodalan dan pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha pertanian.


	1. Koordinasi perbaikan iklim investasi pertanian dan perdesaan
	Dua rumusan kebijakan
	
	

	
	
	2. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan komoditas perkebunan


	Dua rumusan kebijakan
	
	

	
	
	3. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN)


	Tiga rumusan kebijakan
	
	

	
	
	4. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan komoditas strategis hortikultura.
	Dua rumusan kebijakan
	
	

	
	
	5. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kelembagaan


	Dua rumusan kebijakan
	
	

	3
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


	
	Deptan
	2.643.334,0

	
	1. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang secara intensif perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten.
	1. Peningkatan sistem penyuluhan dan SDM pertanian
	Biaya opersional 28, 5 ribu penyuluh, tambahan 10 ribu penyuluh baru dalam rangka pendampingan petani, fasilitasi Farmer Empowerment Through Agriculture Technology and Information (FEATI) di 71 kab/18 PMP, dan pembangunan/renovasi 268 unit BPP; fasilitasi penyelengaraan pendidikan di 9 STPP dan 97 SPP; perbaikan sistem penyuluhan hortikultura, terlatihnya 190 penyuluh hortikultura.


	
	

	
	2. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.

3. Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan


	1. Pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan Gapoktan

2. Peningkatan pengarusutamaan gender 
	Penguatan modal 200 unit LKM horti, pembentukan dan pemberdayaan P3A 100 paket, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 25 kelompok, 227.704 kelompok tani dan 3.594 gapoktan; pelatihan dan sekolah lapang P3A 100 paket, pengembangan irigasi partisipatif 100 paket.

Advokasi 33 provinsi, fasilitasi kegiatan PUG di 12 provinsi.


	
	

	
	
	3. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3
	Bantuan untuk 227 LM3-Horti, 150 LM3 Pengolahan, 1.000 desa rawan pangan di 200 kab, PMUK horti di 36 kawasan di 123 kabupaten/kota, fasilitasi pemberdayaan SDM di 1000 LM3; 200 kelp. PMUK/LM3/SMD ternak; terdistribusikannya paket teknologi budidaya padi 1,2 juta ha, jagung 300 ribu ha dan kedele 200 ribu ha melalui mekanisme PMUK; 2.816 ha bibit  tebu berjenjang.

  
	
	

	
	4. Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian.
	1. Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)


	Tersalurkannya BLM-KIP kepada 16 ribu kelompok tani/Gapoktan/ UMKM


	
	

	
	5. Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pertanian (a.l. petani, nelayan, penyuluh dan aparat pembina)
	1. Pengembangan magang sekolah lapang
	Magang SL bagi pelaku usaha/petani 11.505 orang, 174 kelp SLPHT pekebun, SLPHT horti 92 unit, 1.230 unit SLPHT tanaman pangan, 320 unit SL iklim.
	
	

	
	
	2. Pengembangan kegiatan pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis


	Terlaksananya pelatihan bagi aparatur, non aparatur, dan wirausaha agribisnis sebanyak 22.936 orang.
	
	

	
	6. Perlindungan terhadap petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil.
	
	
	
	

	
	
	1. Penerapan dan pemantapan prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam, daerah tertinggal dan perbatasan
	Penanganan pasca panen; penumbuhan agroindustri peresaan dan penyediaan sarana/kelembagaan, pemasaran pada daerah konflik/tertinggal/perbatasan/ daerah dengan inpres khusus; pengendalian kebakaran kebun di 8 provinsi; Penanaman komoditas kebun di 5 DAS seluas 3.500 ha; Pengembangan komoditas kebun seluas 4.500 ha dan kakao 5 ribu ha di daerah perbatasan, pengembangan komoditas kebun 2.500 ha di PLG Kalimantan Tengah; lanjutan penanganan daerah pasca konflik, eks PLTA Koto Panjang dan TCSSP; penanganan daerah rawan pangan kronis dan transien.


	
	

	4.
	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan
	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan


	
	DKP
	1.956.959,2

	
	1. Peningkatan usaha perikanan skala kecil, termasuk di pulau-pulau kecil yang potensial
	1. Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan 
	Penyaluran dana penguatan modal  (DPM) usaha perikanan budidaya di 33 propinsi dan penngembangan 12 klaster industri perikanan, dan pengembangan usaha perikanan tangkap 


	
	

	
	2. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan
	2. Pengembangan dan penyelenggaraan karantina perikanan dan sistem pengelolaan kesehatan ikan


	Rehabilitasi dan pengembangan 43 UPT Karantina Ikan dan pemantauan kesehatan ikan di 33 provinsi. 
	
	

	
	3. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perijinan usaha

4. Percepatan pengembangan kawasan budidaya laut, payau dan air tawar

5. Percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar


	3. Penyelenggaraan revitalisasi perikanan
	Peningkatan produksi perikanan sebesar 7,9 juta ton, dan 3,6 juta ton produk olahan. 
	
	

	
	6. Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan pendamping perikanan

7. Peningkatan profesionalisme perencana dan pengawasan pembangunan perikanan
	4. Peningkatan Sistem Penyuluhan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan
	Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan melalui 12 sekolah/akademi/sekolah tinggi, pengembangan 6 balai pelatihan, dan meningkatnya sistem penyuluhan perikanan dan pemberdayaan 2.600 orang penyuluh 


	
	

	
	8. Peningkatan pemasaran, standar mutu dan nilai tambah produk perikanan
	5. Penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor hasil perikanan 
	· Peningkatan volume ekspor sebesar 1,6 juta ton dan nilai ekspor sebesar USD 2,3 miliar

· Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran di 33 provinsi

· Meningkatnya konsumsi ikan perkapita sebesar 26,02 Kg/tahun.


	
	

	
	9. Pembangunan pelabuhan perikanan untuk mendukung perikanan samudera.

10. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan lainnya
	6. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya   
	· Pengembangan/rehabilitasi dan bantuan operasionalisasi 33 Balai Benih Ikan Sentral, 10 Balai Benih Udang, 10 Balai Benih Udang Galah, 21 UPT pelabuhan perikanan, dan 99 Peangkalan pendaratan Perikanan, 330 unit sarana perikanan tangkap skala kecil

· Terselenggaranya penyediaan subsidi benih/bantuan pengurangan harga pengadaan benih melalui 12 Balai Benih 


	
	

	
	11. Pengembangan sistem-sistem sertifikasi balai benih dan lahan budidaya
	7. Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan 
	Pengembangan 16 laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP), 20 lokasi cold chain system, dan 10 sentra pengolahan. 


	
	

	
	12. Pengembangan IPTEK dan peningkatan riset perikanan, termasuk artificial breeding dan rekayasa genetika komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi 

13. Penyempurnaan IPTEK dan sistem pembenihan


	8. Pengembangan rekayasa teknologi terapan perikanan 
	Berkembangnya rekayasa teknologi budaya perikanan di 14 balai budidaya/penangkapan/pengujian hasil perikanan
	
	

	
	14. Penyusunan kebijakan dan perencanan pengelolaan perikanan setiap kawasan


	9. Pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan 
	Pengkayaan (re-stoking) dan kajian sumber daya perikanan di 9 wilayah pengelolan perikanan 
	
	

	
	15. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan
	10. Dukungan teknis penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan
	Terselenggaranya dukungan teknis kegiatan kelautan dan perikanan


	
	

	5.
	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
	
	Dephut
	398.845,4

	
	1. Pengembangan produk-produk kayu bernilai tinggi dan pengembangan cluster industri kehutanan berbasis wilayah


	
	
	
	

	
	2. Pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dan diversifikasi sumber bahan baku industri perkayuan antara lain dengan menjajagi kemungkinan impor dari negara tetangga.


	
	
	
	

	
	3. Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan.


	Penertipan peredaran hasil hutan 
	Terkendalinya aliran hasil hutan (volume, jenis) sesuai dengan data fisik/penerimaan iuran kehutanan  


	Dephut
	

	
	4. Pembinaan industri kehutanan primer.


	Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan
	Produksi industri pengolahan hasil hutan meningkat sebesar 5%
	Dephut
	

	
	Pengembangan hutan tanaman industri terutama pada kawasan hutan non produktif, termasuk untuk kemudahan perizinan usaha dan kemudahan permodalan/ pinjaman


	Pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
	Terbangunnya HTI seluas 600 ribu ha dan HTR 200.000 ha
	Dephut
	

	
	
	Pengelolaaa hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan 
	Penyelesaian rancang bangun pembentukan HPH, HTI, dan HTR pada kawasan hutan yang belum di bebani hak (4 juta ja).


	Dephut
	

	
	5. Pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, termasuk pemberian hak pengelolaan untuk periode tertentu kepada masyarakat untuk mengembangkan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu.


	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
	Pengembangan dan pemeliharaan tanaman HHBK seluas 2.605 ha
	Dephut
	

	
	6. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladangan berpindah, pionir hutan atau transmigrasi, dan sebagainya), dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari.


	
	
	
	

	
	7. Pengembangan iptek untuk menunjang peningkatan produktivitas sektor kehutanan


	
	
	
	

	6.
	Program Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara
	Program Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara
	
	Deptan
	24.880,0

	
	
	1. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan program pembangunan pertanian di lingkup pertanian


	Peningkatan kinerja 380 Satker,


	
	

	7.
	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan


	
	Deptan
	1.940.449,1

	
	
	1. Penyusunan kebijakan, program, monitoring, evaluasi, dan data base 


	Laporan, peraturan, pelayanan kantor; penyusunan dan sosialisasi program, anggaran, dan monev di 33 prov.
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REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, 
DAN KEHUTANAN
A. KONDISI UMUM

1.
Kondisi saat ini

Pada tahun 2006, sektor pertanian mampu tumbuh sekitar 3,0 persen. Secara lebih rinci, pertumbuhan sub sektor tanaman bahan makanan sekitar 2,7 persen, sub sektor perkebunan sekitar 3,2 persen, sub sektor peternakan sekitar 3,0 persen, serta sub sektor perikanan sekitar 6,0 persen, sedangkan sub sektor kehutanan turun 2,3 persen. 
Dalam  tahun 2006, nilai ekspor pertanian, termasuk perikanan dan kehutanan mencapai USD 3,4 miliar atau tumbuh sekitar 18,2 persen dibandingkan tahun 2005 yang mencapai USD 2,6 miliar pada periode yang sama. Sedangkan, kontribusi ekspor pertanian terhadap ekspor nonmigas sekitar 3,4 persen.  Beberapa komoditi yang menjadi sumber ekspor tersebut berasal dari perkebunan dan perikanan. 
Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian pada tahun 2006 mencapai 42,3 juta orang atau sekitar 44,5 persen dari total tenaga kerja nasional. Pada tahun 2006, tingkat produktivitas tenaga kerja pertanian masih relatif rendah yaitu sebesar Rp 8,6 juta/tahun/orang. Dari total tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, sebesar 6,1 juta orang bekerja pada sub sektor perikanan, dan 13,9 ribu orang pada sub sektor kehutanan (HPH dan HTI). 
Produksi padi, pada tahun 2006 (angka sementara) mencapai 54,4 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami peningkatan sekitar 0,5 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 54,2 juta ton GKG. Produksi kedele dan jagung sebesar 0,75 juta ton dan 11,6 juta ton. Produksi ubi kayu meningkat dari 19,3 juta ton pada tahun 2005 menjadi 19,9 juta ton pada tahun 2006 atau meningkat sekitar 3,1 persen. Produksi hasil peternakan terpenting seperti daging, telur dan susu pada tahun 2006 mencapai 2,1 juta ton, 1,1 juta ton, dan 577,6 ribu ton atau masing-masing meningkat 13,9 persen, 7,8 persen, dan 7,8 persen. Produksi komoditi perkebunan terpenting seperti kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu masing-masing mencapai 16,2 juta ton, 2,4 juta ton, 779,5 ribu ton, 3,2 juta ton, 653,4 ribu ton, 177,9 ribu ton, dan 2,3 juta ton atau masing-masing meningkat 23,4 persen, 4,2 persen, 4,1 persen, 1,9 persen, 2,0 persen, 15,9 persen, dan 1,1 persen.
Produksi perikanan pada tahun 2005 sebesar 6,9 juta ton yang terdiri dari 4,7 juta ton dari perikanan tangkap dan 2,2 juta ton dihasilkan dari perikanan budidaya. Diperkirakan produksi tahun 2006 akan melebihi dari target yang ditetapkan dalam RKP 2006 sebesar 7,2 juta ton. Peningkatan produksi yang besar terjadi pada perikanan budidaya, terutama dari peningkatan produksi rumput laut, udang dan budidaya ikan laut lainnya (mariculture).
Produksi kehutanan terutama berasal dari hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pada tahun 2005, produksi hasil hutan berupa kayu bulat mencapai 24,2 juta m3. Sementara sampai dengan tahun 2006, luas hutan produksi tercatat mencapai 57,6 juta hektar yang dikelola oleh 303 unit Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), tetapi yang aktif hanya 149 unit dengan luasan hutan produksi mencapai 14,6 juta hektar dengan kemampuan produksi maksimal atau Jatah Penebangan Tahunan (JPT) sebesar 9,49 juta m3. Hutan Tanaman Industri (HTI) dikembangkan terutama untuk memasok kebutuhan bahan baku kayu untuk industri perkayuan. Sampai dengan tahun 2006, luasan hutan tanaman industri mencapai sekitar 3 juta hektar dan masih jauh dari yang diharapkan Sedangkan yang berasal dari hasil hutan bukan kayu diantaranya berupa rotan, minyak atsiri, kopal, gondorukem, dan getah-getahan. Hasil hutan bukan kayu yang mengandalkan hasil dari hutan alam mengalami penurunan, sebaliknya yang tidak mengandalkan dari hasil hutan alam dan sudah dapat dibudidayakan mengalami peningkatan seperti rotan dan beberapa jenis minyak atsiri. Produksi rotan pada tahun 2006 tercatat mencapai 1,8 juta ton. 

Pertumbuhan sektor pertanian yang cukup baik pada tahun 2006 meningkatkan kesejahteraan petani, meskipun perhatian perlu diberikan pada kehidupan buruh tani. Nilai tukar petani pada bulan Desember 2006 mencapai 105,8 atau naik 7,1 persen dibandingkan akhir tahun 2005, sedangkan upah riil buruh tani relatif tetap pada kurun waktu yang sama.
Pada tahun 2007, pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan akan mencapai target 2,7 persen  termasuk perikanan dan kehutanan. Produksi komoditi penting sektor pertanian seperti padi diperkirakan akan mencapai sebesar 58,2 juta ton GKG, produksi perikanan akan mencapai 7,5 juta ton yang dihasilkan dari perikanan tangkap sebesar 4,9 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 2,6 juta ton. Produksi hutan berupa kayu sebagian besar dihasilkan dari hutan produksi dan diperkirakan akan semakin menurun. Pada tahun 2006 luasan hutan produksi mencapai 57,6 juta ha. 
Ekspor nonmigas yang berasal dari sektor pertanian, pada tahun 2007, diperkirakan akan tetap meningkat dibandingkan tahun 2006 yaitu di atas sekitar USD 3,4 miliar. Ekspor dari sektor pertanian tersebut terutama berasal dari komoditi perkebunan dan perikanan. 
Jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian, pada tahun 2007, diperkirakan masih cukup besar dan bertambah, yaitu mencapai 43,0 juta orang yang diantaranya 6,3 juta orang bekerja pada sub sektor perikanan.
2. Masalah dan Tantangan
Beberapa permasalahan pokok dan tantangannya yang dihadapi pada tahun 2008 adalah:
a. Masih rentannya Ketahanan Pangan Nasional, terutama masalah ketersediaan pangan dalam negeri dan akses pangan rumah tangga masih rendah. Pertumbuhan produksi padi tahun 2006 meningkat 0,5 persen dibanding tahun 2005 dan pada tahun 2007 dan 2008 masih perlu ditingkatkan lebih cepat lagi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus meningkat. Demikian juga akses pangan bagi rumah tangga miskin masih perlu ditingkatkan agar rawan pangan di tingkat rumah tangga menurun. Dengan demikian, tantangannya adalah:  (1) memperkuat kemampuan produksi pangan dalam negeri; (2) memperbaiki sistem distribusi dan tataniaga pangan; (3) mengembangkan sistem insentif yang mampu mempertahankan lahan-lahan produktif produksi bahan pangan; (4) memperbaiki diversifikasi pola konsumsi pangan masyarakat.
b. Masih rendahnya produktivitas pertanian dan mutu produk pertanian dalam arti luas. Pertumbuhan produksi komoditi pertanian penting selain padi seperti jagung, sayuran, buah-buahan dan daging serta komoditas perkebunan perlu ditingkatkan. Meskipun produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap meningkat, namun potensi yang belum dimanfaatkan masih cukup besar. Produksi hasil hutan tanaman industri dan non kayu perlu ditingkatkan untuk mendukung berkembangnya industri hasil hutan. Selanjutnya kesejahteraan petani, nelayan masih rendah meskipun pertumbuhan pertanian terus meningkat. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka tantangannya adalah: (1) meningkatkan akses rumah tangga pertanian terhadap sumber daya produktif; (2) meningkatkan penguasaan dan penerapan teknologi; (3) melanjutkan upaya revitalisasi penyuluhan pertanian; (4) mengembangkan sistem agribisnis di perdesaan.

Khusus untuk pembangunan perikanan, secara lebih rinci permasalahan dan tantangan yang masih akan dihadapi antara lain: (1) masih banyaknya kegiatan illegal fishing; (2) belum kondusifnya iklim usaha, sistem permodalan dan investasi bagi nelayan dan pembudidaya ikan; (3) belum memadainya sarana dan parasarana produksi dan pengolahan hasil perikanan; (4) rendahnya kualitas SDM dan belum memadainya kegiatan penyuluhan dan pendampingan teknologi; (5) adanya hambatan non tarif perdagangan hasil perikanan, seperti food safety, food quality, dan food traceability untuk menjamin kelestarian sumberdaya ikan yang diberlakukan oleh negara-negara importir; (6) meningkatnya biaya produksi akibat kenaikan harga BBM; (7) terjadinya konflik pemanfaatan sumberdaya perikanan antar kelompok nelayan antar daerah; (8) menurunnya kualitas dan kuantitas sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

c. Masih rendahnya minat investasi untuk pengembangan Hutan Tanaman Industri, sehingga tantangannya adalah: (1) Mengembangkan Badan Layanan Umum (BLU) untuk membantu pengembangan hutan tanaman khususnya Hutan Tanaman Rakyat (HTR); (2) Memperkuat peraturan perundang-undangan untuk mendukung investasi di HTI, HTR, dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); (3) Peningkatan peran  serta pemerintah daerah dalam pengembangan usaha HTR.

d. Masih rendahnya nilai tambah pengelolaan hutan, sehingga tantangannya adalah: (1) Mengoptimalkan kawasan bekas HPH dan HPHTI dengan pengelolaan hutan lestari; (2) Mensyaratkan perusahaan pengelolaan hutan berserifikat PHL (Pengelolaan Hutan Lestari); (3) Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara lestari dan komersial.

e. Masih rendahnya kinerja industri kehutanan, sehingga tantangannya adalah: (1) Peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu untuk industri primer; (2) Peningkatan penyerapan tenaga kerja dari industri primer; (3) Diversifikasi produk olahan.

f. Masih rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian, sehingga tantangannya adalah: (1) Mengurangi jumlah tenaga kerja on-farm sektor pertanian agar dapat mengakses peluang kerja di off-farm dan/atau sektor lain; (2) Meningkatkan tingkat pengetahuan dan pendidikan; (3) Mengupayakan formalisasi kelembagaan usaha pertanian agar dapat mengakses sumber produktif yang formal.

g. Masih besarnya jumlah penduduk miskin di sektor pertanian dan perdesaan, sehingga tantangannya adalah: (1) Berkembangnya kegiatan diversifikasi usaha di luar on-farm; (2) Menyempurnakan kegiatan-kegiatan dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani agar langsung dapat membantu kapasitas petani miskin; (3) Mengupayakan kegiatan peningkatan kesejahteraan petani yang bersifat pemberdayaan.
h. Masih terbatasnya produksi Bahan Bakar Nabati dan pemanfaatan energi terbarukan (renewable) khususnya energi berbasis nabati, sehingga tantangannya adalah: (1) meningkatkan ketersediaan bibit dan bahan bakar nabati secara lebih luas; (2) memanfaatkan  bahan bakar nabati untuk menanggulangi kelangkaan bahan bakar di daerah-daerah. 

B. 
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
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I. 
J. 
K. 
L. 
M. 
N. 
O. 
P. 
Q. 
R. 
S. 
T. 
U. 
V. 
W. 
X. 
Y. 
Z. 
AA. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008
Secara umum sasaran pembangunan pertanian secara keseluruhan (termasuk perikanan dan kehutanan) adalah tercapainya pertumbuhan PDB sebesar 3,7 persen, sementara pertanian diluar perikanan dan kehutanan ditargetkan tumbuh 4,2 persen. Pertumbuhan PDB tersebut antara lain diperoleh dari peningkatan produksi pangan dan peningkatan produksi perikanan pada tahun 2008. Dengan tingkat pertumbuhan sebesar tersebut diharapkan sektor pertanian dapat menyerap tenaga kerja sebesar 43,6 juta orang. Nilai tukar petani (NTP)diharapkan berkisar antara 107-110.
Secara rinci pertumbuhan sektor pertanian tersebut ditargetkan berasal dari peningkatan produksi padi, produksi jagung dan kedelai masing-masing mencapai produksi sebesar 61,1 juta ton, 13,7 juta ton dan 1,0 juta ton; produksi gula mencapai 2,74 juta ton; produksi daging sapi mencapai sebesar 487,4 ribu ton; produksi perikanan sebesar 7,9 juta ton atau meningkat sebesar 6,5 persen; pengembangan kelapa sawit mencapai 350 ribu hektar dan jarak untuk bahan bakar nabati (BBN) mencapai sebesar 900 ribu hektar. Selanjutnya sasaran produksi industri kayu dan hasil hutan sebesar 5 persen.
AB. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008
Dengan memperhatikan kondisi saat ini, permasalahan dan tantangan serta untuk mencapai sasaran yang direncanakan, kebijakan revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan perdesaan pada tahun 2008 diarahkan untuk: (1) menjamin ketersediaan pangan yang berasal dari produksi dalam negeri dan akses rumah tangga terhadap pangan, (2) melanjutkan peningkatan kualitas pertumbuhan produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan, (3) meningkatkan kualitas pengelolaan hutan secara lestari dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan perekonomian nasional; dan (4) memperluas kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi perdesaan penduduk miskin di perdesaan yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian. 

7. 
8. 
9. 
3. 



c. 
d. 
e. 
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D.
MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp. Juta)

	1.
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	
	Deptan, Kemenko Perekonomian
	2.821.991,0

(belum termasuk subsidi)



	
	6. Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian.
	16. Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan
	Pengadaan padi non hibrida 1,2 juta ton, jagung hibrida 300 ribu ha, kedelai 200 ribu ha, sukun 100 ribu benih, pisang 100 ribu pohon, kentang 20 ribu kg, termanfaatkannya benih unggul bermutu untuk petani miskin; teknologi perakitan varietasmendukung pengembangan benih sumber BS/FS/SS (3 paket teknologi); dan 10 model pengembangan shuttle breeding; demplot VUB dan PTT di 16 provinsi; 2.000 ton benih untuk pengembangan 40 ribu ha padi gogo di lahan perkebunan. 


	
	

	
	
	17. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung ketahanan pangan
	Jaringan irigasi desa dan tingkat usahatani 145 ribu ha, TAM 30 ribu ha, jalan usaha tani dan jalan produksi 500 km, pengembangan irigasi air permukaan 100 unit, Balai SUBAK 20 unit, dampak SRI 50 unit, cetak sawah 24 ribu ha, pendampingan cetak sawah 35 kabupaten, sumur resapan 250 unit pompa hidran dan kelengkapannya 8 unit.


	
	

	
	
	18. Penguatan kelembagaan perbenihan dalam mendukung ketahanan pangan
	Operasional BBH, BPSBTPH (hortikultura) di 33 provinsi, fasilitasi 21 UPT pusat peternakan, operasionalisasi 1 unit BBPPMBTPH; 20 unit BPSB, 30 unit BBI di 30 provinsi, lembaga sertifikasi produk di 3 provinsi.


	
	

	
	
	19. Perbaikan mekanisme subsidi pupuk


	Pemantapan mekanisme subsidi pupuk komoditi perkebunan di 20 provinsi; mencakup 33 unit instansi tanaman pangan di 33 provinsi.


	
	

	
	
	20. Penyediaan subsidi pupuk
	Tersedianya pupuk bersubsidi untuk mendukung produksi padi, palawija dan perkebunan.


	
	

	
	
	21. Subsidi benih
	Tersedianya benih padi dan palawija bersubsidi.


	
	

	
	
	22. Subsidi Kredit Ketahanan Pangan (KKP)
	Tersedianya kredit ketahanan pangan bersubsidi.


	
	

	
	
	23. Penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung ketahanan pangan.  
	Tersedianya dana alokasi khusus untuk mendukung ketahanan pangan.   
	
	

	
	
	24. Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) penyakit hewan, perkarantinaan dan peningkatan keamanan pangan 
	OPT tanaman pangan 33 unit dan OPT kebun seluas 29 ribu ha, OPT hortikultura di 33 provinsi, fasilitasi 65 pos kesehatan hewan, 500 ribu dosis vaksin anthrax, 600 ribu dosis vaksin rabies, penyediaan 2.024 tenaga karantina, dan pembangunan 33 unit laboratorium Kesmavet; operasionalisasi BPTPH di 20 provinsi, tenaga PHP 316 org, 100 unit alat produksi agen hayati horti; pembangunan lab mutu horikultura 1 provimsi; rancangan perundangan 20 draft, pedum/juklak/juknis/SOP/standar teknis 40 dok, sosialisasi/apresiasi/bimbingan teknis 40 frek, rekomendasi analisis resiko 20 rek, pemantauan di 704 wilker/tempat pemasukan & pengeluaran 1 tahun, tenaga kontrak karantina 1 tahun 750 orang, insentif petugas fungsional barantan 1 tahun 1.000 orang, tindakan karantina hewan/tbh 275.000 sert, bahan lab dan op pengelolaan sampel di 84 UPT, data pemantauan dan penyebaran OPTK dan HPHK di 33 provinsi, jumlah fumigator, provider ISPM 15, depo 10 provinsi, pertemuan internasional 40 frek; 5 paket pertemuan regional dan nasional; sistem pelayanan elektronik di 24 UPT; diklat teknis 480 orang/paket; pemekaran 1 UPT; vaksin Brucellosis 200.000 ds; Hoc Cholera (HC) 150.000 ds; jembrana 45.000 ds; pengendalian penyakit strategis lainnya (SE, Surrah, BVD, IBR dan Salmonelosis) 1 tahun; perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik 1 tahun; peningkatan pelayanan keswan; pengawasan obat hewan; penggulangan penyakit reproduksi pada sapi potong 110 ribu ekor; pangan ASUH 12 keg; monev & surveilans produk hewan 14 unit; penanggulangan zoononis 53 unit; RPUSK 100 unit; tempat pengumpulan unggas 100 unit. 


	
	

	
	
	25. Penanganan dan pengendalian wabah virus flu burung pada hewan dan restrukturisasi perunggasan


	Pengadaan vaksin AI 80 juta dosis, rapid test AI 10 ribu dan fasilitasi poskeswan dan laboratorium di 33 provinsi, operasionalisasi surveilans, penurunan kasus flu pada hewan di 30 provinsi, penataan budidaya unggas perdesaan melalui VPF 80 kelp, penataan unggas di permukiman 20 kelp, refrigerator 10 unit, spuit otomatis 2.100 unit, rekruitmen Drh kontrak 200 orang, paramedik kontrak 200 orang, depopulasi & kompensasi 400.000 ekor, PPE 2.000 unit, alat depopulasi 1.000 unit, KIE media elektronik & cetak 1 paket, surveilans di 30 provinsi, kesiapsiagaan wabah 1 tahun, desinfektan 100.000 ltr, sprayer tank 400 unit, pembg lab & alat type B 5 unit, legislasi 10 prtn. 


	
	

	
	
	26. Mekanisasi kegiatan produksi pertanian primer (pra panen)


	Penyediaan 3.827 unit alsintan.


	
	

	
	
	27. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, dan pengembangan kawasan sentra produksi dan agropolitan
	210 unit GAP, 75.000 ha buah, 100.000 ha sayuran, 2.800 ha tan biofarmaka, 300 ha tan hias; ratoon tebu 350 ha dan kebun tebu giling 888 ha, 11,18 juta ha padi; 3,4 juta ha jagung; 0,60 juta ha kedele; 0,19 juta ha kacang tanah; 1,33 juta ha ubi kayu; peningkatan inseminasi buatan 1,8 juta akseptor (produksi semen beku 3,0 juta dosis, pembelian peralatan IB 300 unit, insentif petugas IB baru 300 org, distribusi semen beku 3,0 juta dosis, pembelian N2 cair 24 ribu).
	
	

	
	
	28. Pengembangan pembibitan sapi
	Pengadaan 1.500 ekor bibit sapi bunting eks-impor dan fasilitas kegiatan pembibitan sapi 9 unit.


	
	

	
	
	29. Penelitian  dan percepatan diseminasi inovasi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan
	1 set data informasi pengembangan Papua, 12 formulasi kebj responsif pengmbg tan pangan, 12 varietas baru padi, jagung, sorgum, ubi jalar; 4 paket pengelolaan plasma nutfah, 4 paket sistem produksi tan pangan; 8 paket data potensi SDL; 6 komponen teknologi informasi iklim, cuaca, & lingkungan pert; 4 kandidat padi, tomat kentang, kapas trangenik; sidik jari DNA 96 tan pangan, 1 paket rumusan kebjbiotek pert; 18 model pemberdayaan petani melalui transfer teknologi FEATI, 5 model pengmbg pedesaan untuk peningkatan pendapatan petani melalui inovasi (650 desa), dukungan TOT dan quick assessment untuk replikasi primatani di 5000 desa berbasis tan pangan dan peternakan.


	
	

	
	
	30. Koordinasi pengembangan perikanan budidaya


	Satu rumusan kebijakan
	
	

	
	7. Peningkatan distribusi pangan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan.


	4. Stabilisasi harga komoditas primer melalui DPM-LUEP.


	Pembelian gabah  130 ribu ton, jagung 35 ribu ton di 27 provinsi. 
	
	

	
	
	5. Koordinasi, monitoring, dan evaluasi cadangan pangan dan penanganan pangan strategis.


	Satu laporan dan empat rumusan kebijakan.
	
	

	
	
	6. Koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi kegiatan ekonomi petani dan nelayan pasca bencana.


	Satu rumusan kebijakan
	
	

	
	8. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil (looses).


	2. Peningkatan kegiatan pasca panen dan pengolahan pangan
	Sarana pasca panen mendukung P2BN dan swasembada jagung di 139 kabupaten.
	
	

	
	9. Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, rekayasa sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal.


	2. Pengembangan desa mandiri pangan, diversifikasi pangan, penanganan rawan pangan dan kelembagaan ketahanan pangan. 
	Pengembangan desa mandiri pangan di 824 desa pada 200 kab/kota, pengembangan PIDRA 100 ribu KK, pengembangan cadangan pangan berbasis lokal di 30 kab, penanganan daerah rawan pangan transient di 200 kab, 33 provinsi; kampanye diversivikasi pangan di 33 provinsi, 100 kab/kota; percepatan diversifikasi melalui 128 UKM, 32 SD; pemberian gizi tambahan untuk Bumil, menyusui, balita, SD/MI 30.200 jiwa di 1004 desa, 200 kab/kota; koordinasi dewan ketahanan pangan di 33 provinsi, 347 kab/kota; penghargaan ketahanan pangan di 33 provinsi.


	
	

	
	10. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan melalui peningkatan bantuan pangan pada keluarga miskin/rawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dan pengembangan sistem antisipasi dini terhadap kerawanan pangan. 


	3. Penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin 


	Tersalurkannya beras bersubsidi kepada rumah tangga miskin 


	
	

	
	
	4. Penyediaan cadangan beras pemerintah.
	Tersedianya cadangan beras pemerintah sehingga mencapai 1 juta ton.
	
	

	2.
	Program Pengembangan Agribisnis
	Program Pengembangan Agribisnis
	
	Deptan, Kemenko Perekonomian


	1.408.964,0



	
	8. Pengembangan diversifikasi usaha tani melalui pengembangan usahatani dengan komoditas bernilai tinggi dan pengembangan kegiatan off-farm untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah.


	10. Pengembangan bahan baku bioenergi
	Pengembangan kebun induk tanaman jarak seluas 600 ha, pengembangan tanaman jarak seluas 9.890 ha, pengembangan 19 paket teknologi pengolahan bioenergi dan pengembangan 75 ha kebun induk jarak pagar dengan produksi benih 200 ton IP2 dan IP3.


	
	

	
	
	11. Pengembangan desa mandiri energi.
	5 desa mandiri energi basis coconut biodiesel, 20 desa mandiri energi basis minyak jarak pagar; penguatan kelembagaan dan pengutuhan tanaman di 14 desa mandiri energi.


	
	

	
	
	12. Pengembangan fasilitas pelayanan agroindutsri terpadu
	Pelayanan investasi terpadu horti di 54 unit; terbentuknya sistem pertanian terpadu antara tanaman dengan ternak 186 kelompok.


	
	

	
	
	13. Pengembangan pertanian terpadu tanaman-ternak, kompos, dan biogas
	Paket sistem terpadu horti di 25 kab; ternak, kompos, dan biogas di 108 kabupaten, paket sistem pertanian terpadu ternak dan kebun (kopi, kelapa sawit, dan kakao) 3 paket, 500 batamas (biogas ternak bersama masyarakat), mesin pembuat pupuk organik (MPPO) 440 unit.


	
	

	
	
	14. Pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup
	Kebun buah organik 3 provinsi, lingkungan hidup (DAS) 13 provinsi, sayuran organik 10 provinsi, tersertifikasinya 100 produk pertanian organik;beroperasinya sistem informasi dan layanan teknis jaminan mutu; tersedianya 500 aparat pembina mutu daerah berkualifikasi auditor HACCP; berkembangnya usaha pengolahan kompos dan biogas di 100 kab/kota; berkembangnya 1.160 ha kopi organik; pengembangan alat pengolah pupuk organik (APPO) 10 unit.


	
	

	
	
	15. Peremajaan tanaman perkebunan rakyat
	Kebun bibit pokok 10 ha, kapas 25.000 ha, kelapa rakyat 5.000 ha, lada 300 ha, kina 30 ha, pendampingan dan pengawalan revitalisasi (karet rakyat 75 ribu ha; kelapa sawit 400 ribu ha dan kakao 50 ribu ha).


	
	

	
	
	16. Penyediaan subsidi bunga, penyediaan energi nabati dan revitalisasi perkebunan.


	Tersedianya dana subsidi untuk pengembangan BBN dan revitalisasi perkebunan.


	
	

	
	
	17. Penyediaan dana alokasi khusus untuk mendukung pengembangan agribisnis. 


	Tersedianya DAK pertanian
	
	

	
	
	18. Koordinasi restrukturisasi peternakan


	Dua rumusan kebijakan
	
	

	
	9. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran dan pengembangan agroindustri di perdesaan.


	1. Mekanisasi kegiatan produksi pertanian pasca panen dalam mendukung agribisnis 
	Kelembagaan pasca panen horti di 36 kawasan; bantuan 108 paket peralatan panen hortikultura; kelembagaan pasca panen horti 30 kab; hasil karet dan kakao di 45 kab; peningkatan RPH/RPU di 40 kab (30%).
	
	

	
	
	2. Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan kelompok UPJA (KUPJA)
	Pengaktifan 36 UPJA Horti, pengaktifan UPT BPMA (Balai Penguji Mutu Alsin) di pusat, UPJA dan KUPJA pasca panen di 139 kabupaten, UPJA mesin pengolah ransum dan mesin tetas unggas 10 kelompok, UPJA tanaman pangan 1.980 kelompok, revitalisasi UPJA/KUPJA kebun di 11 provinsi.


	
	

	
	
	3. Pengembangan agroindustri perdesaan
	Industri olah berbasis tepung lokal di 29 kabupaten; pengolahan hasil hortikultura di 35 kabupaten; pengolahan hasil perkebunan di 50 kabupaten; pengolahan hasil ternak di 15 kabupaten; pengolahan pakan di 15 kabupaten sentra unggas


	
	

	
	
	4. Pengembangan kegiatan pemasaran komoditas pertanian
	Kemitraan pemasaran hasil pertanian antara kelp. tani dan industri pengolahan di 112 kab; kelembagaan farm gate market berbasis mutu (grading & packaging) komoditas horti di 35 kab dan kom bun di 35 kab (35%); revitalisasi pasar ternak di 25 kab (30%); kerjasama internasional produk pertanian.


	
	

	
	
	5. Peningkatan kegiatan eksibisi, perlombaan, dan penghargaan kepada petani/pelaku agrobisnis
	International Floricultural Exebition, Tahun Kentang Internasional, ISHS, Bali Orchid Show, Lomba penyilangan, promosi pembenihan, eksebisi sayuran, promosi buah, promosi holticultura, floricultura nasional, Internasional Horticultural Fair 2008, lomba horticultura; terselenggaranya “Intl Agro and Food Expo 2008” di Indonesia; Terselenggaranya trade fair, misi dagang, dan eksebisi produk pertanian Indonesia di 7 negara; Public awareness dan eksebisi dalam negeri; lomba kelompok ternak dan persiapan PENAS 2009 di 33 prov, Lomba petugas berprestasi (ATR, inseminator, Drh) di 33 pro.; tersedianya penghargaan 3 jenis UPJA, 1 pengembang agensia hayati, 1 POPT, 1 lab hama penyakit, 6 PTT/PMI; lomba kelompok pekebun lomba petugas berprestasi di 32 prov; terlaksananya Internasional Agro and Food Expo 2008, Festival buah nusantara; pameran horticultura terbangunnya 1 unit info iptek pertanian dan terlaksananya lomba kelompok tani dan kontes ternak; tersedianya penghargaan P3A 3 paket  dan tersedianya penghargaan untuk TAM 3 paket. 


	
	

	
	
	6. Penguatan kelembagaan perbenihan dalam mendukung pengembangan agribisnis
	BBI Horti 32 Unit (3,2 juta benih buah-buahan, 14 ribu ton benih sayuran (kentang dan bawang merah, 40 juta benih tan. Hias, Balai Benih (BB) bawang merah 2 unit, BB bio farmaka 1 unit, BB kentang 1 unit, BB krisan 2 unit, BB anggrek 2 unit, laboratorium kultur jaringan 20 unit, teknologi aeroponik benuih kentang 2 unit; berkembangnya lembaga pengawasan mutu benih di 4 prov; Pemekaran 2 UPT benih; Pembinaan terhadap 30 unit penangkar benih.


	
	

	
	10. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usaha tani  serta infrastruktur perdesaan lainnya.
	1. Penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis
	Embung 200 unit, pengembangan irigasi tanah dangkal 500 unit, irigasi tanah dalalm 75 unit, irigasi bertekanan 300 unit, jalan usaha tani 200 km, irigasi air permukaan 100 unit, bangun/rehab kantor 12 unit, bangun/rehab instalasi 4 unit lab 2 paket, peralatan lab 2 paket, perluasan areal horti 5 ribu ha, padang penggembalaan 3.500 ha; kendaraan opersional 40 unit; pengembangan sumur resapan 250 unit, pembangunan DAM parit 100 unit, SID pompa hydram 10 unit, pompa hydram dan perlengkapannya 10 unit, pembukaan lahan kering 2.000 ha, optimasi lahan 6.000 ha, konservasi lahan 5.500 ha, reklamasi lahan 3.500 ha, areal perkebunan 5.000 ha, pengembangan HMT 5.000 ha, pembangunan poskeswan 50 unit.

 
	
	

	
	
	2. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan prasarana dan kewilayahan pertanian dan perikanan


	Dua rumusan kebijakan
	
	

	
	11. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan.
	1. Bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung pengembangan agribisnis
	Perbanyakan benih/ bibit Horti di BBH di 33 prov; pembangunan, pemeliharaan dan pemurniaan kebun induk, kebun entres dan blok penghasil. 

 
	
	

	
	12. Pengurangan hambatan perdagangan antar wilayah dan perlindungan dari sistem perdagangan dunia yang tidak adil.
	
	
	
	

	
	13. Peningkatan iptek pertanian dan pengembangan riset pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan.


	1. Penelitian dan percepatan diseminasi inovasi pertanian dalam mendukung pengembangan agribisnis
	24 paket teknologi sist produksi, pemuliaan pemanfaatan plasma nutfah tan sayuran buah tropika, & tan hias; 74 inovasi tek sist prod tan rempah dan obat, biofarmaka, kelapa, tan serat & tek mutakhir kelapa sawit, karet, kopi, kakao teh, kina, tebu di 24 prov; 5 galur ternak unggul, 3 paket tek pakan ekonomis, 3 paket tek reproduksi (sapi, kambing, domba), 1 perengkat teknik PCR, 1 paket tek pengendalian PAM unggas, 6 paket informasi antisipasi zoonosis dan keamanan pangan; 5 tek pasca panen diversifikasi pangan KIT TES deteksi mikroba susu & model pengolahan santan, aren, konsentrat jambu biji; pengembangan agroindustri perdesaan; 13 rekayasa alat mektan; 13 paket kebijakan agribisnis dan ekonomi  perdesaan; 33 paket tek spesifik lokasi, terbentuknya AIP (Agribisnis Industrial Perdesaaan) dan SUID (Sistem Usaha Tani Intensifikasi dan Diversivikasi) di 222 desa; dukungan TOT dan quick assessment untuk replikasi Prima Tani 5.000 lokasi berbasis tan pangan & peternakan.


	
	

	
	14. Pengembangan lembaga keuangan perdesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antara lain melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro/perdesaan, insentif permodalan dan pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha pertanian.


	1. Koordinasi perbaikan iklim investasi pertanian dan perdesaan
	Dua rumusan kebijakan
	
	

	
	
	2. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan komoditas perkebunan


	Dua rumusan kebijakan
	
	

	
	
	3. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan Bahan Bakar Nabati (BBN)


	Tiga rumusan kebijakan
	
	

	
	
	4. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan komoditas strategis hortikultura.
	Dua rumusan kebijakan
	
	

	
	
	5. Koordinasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kelembagaan


	Dua rumusan kebijakan
	
	

	3
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


	
	Deptan
	2.643.334,0

	
	7. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang secara intensif perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten.
	2. Peningkatan sistem penyuluhan dan SDM pertanian
	Biaya opersional 28, 5 ribu penyuluh, tambahan 10 ribu penyuluh baru dalam rangka pendampingan petani, fasilitasi Farmer Empowerment Through Agriculture Technology and Information (FEATI) di 71 kab/18 PMP, dan pembangunan/renovasi 268 unit BPP; fasilitasi penyelengaraan pendidikan di 9 STPP dan 97 SPP; perbaikan sistem penyuluhan hortikultura, terlatihnya 190 penyuluh hortikultura.


	
	

	
	8. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.

9. Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan


	1. Pembentukan/pengaktifan kelompok tani dan Gapoktan

2. Peningkatan pengarusutamaan gender 
	Penguatan modal 200 unit LKM horti, pembentukan dan pemberdayaan P3A 100 paket, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 25 kelompok, 227.704 kelompok tani dan 3.594 gapoktan; pelatihan dan sekolah lapang P3A 100 paket, pengembangan irigasi partisipatif 100 paket.

Advokasi 33 provinsi, fasilitasi kegiatan PUG di 12 provinsi.


	
	

	
	
	3. Penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK dan LM3
	Bantuan untuk 227 LM3-Horti, 150 LM3 Pengolahan, 1.000 desa rawan pangan di 200 kab, PMUK horti di 36 kawasan di 123 kabupaten/kota, fasilitasi pemberdayaan SDM di 1000 LM3; 200 kelp. PMUK/LM3/SMD ternak; terdistribusikannya paket teknologi budidaya padi 1,2 juta ha, jagung 300 ribu ha dan kedele 200 ribu ha melalui mekanisme PMUK; 2.816 ha bibit  tebu berjenjang.

  
	
	

	
	10. Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian.
	1. Bantuan Langsung Masyarakat untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)


	Tersalurkannya BLM-KIP kepada 16 ribu kelompok tani/Gapoktan/ UMKM


	
	

	
	11. Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pertanian (a.l. petani, nelayan, penyuluh dan aparat pembina)
	3. Pengembangan magang sekolah lapang
	Magang SL bagi pelaku usaha/petani 11.505 orang, 174 kelp SLPHT pekebun, SLPHT horti 92 unit, 1.230 unit SLPHT tanaman pangan, 320 unit SL iklim.


	
	

	
	
	4. Pengembangan kegiatan pelatihan, pendidikan pertanian dan kewirausahaan agribisnis


	Terlaksananya pelatihan bagi aparatur, non aparatur, dan wirausaha agribisnis sebanyak 22.936 orang.
	
	

	
	12. Perlindungan terhadap petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil.
	
	
	
	

	
	
	2. Penerapan dan pemantapan prinsip good governance, penyelesaian daerah konflik, bencana alam, daerah tertinggal dan perbatasan
	Penanganan pasca panen; penumbuhan agroindustri peresaan dan penyediaan sarana/kelembagaan, pemasaran pada daerah konflik/tertinggal/perbatasan/ daerah dengan inpres khusus; pengendalian kebakaran kebun di 8 provinsi; Penanaman komoditas kebun di 5 DAS seluas 3.500 ha; Pengembangan komoditas kebun seluas 4.500 ha dan kakao 5 ribu ha di daerah perbatasan, pengembangan komoditas kebun 2.500 ha di PLG Kalimantan Tengah; lanjutan penanganan daerah pasca konflik, eks PLTA Koto Panjang dan TCSSP; penanganan daerah rawan pangan kronis dan transien.


	
	

	4.
	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan
	Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan


	
	DKP
	1.956.959,2

	
	16. Peningkatan usaha perikanan skala kecil, termasuk di pulau-pulau kecil yang potensial
	11. Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan 
	Penyaluran dana penguatan modal  (DPM) usaha perikanan budidaya di 33 propinsi dan penngembangan 12 klaster industri perikanan, dan pengembangan usaha perikanan tangkap 


	
	

	
	17. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan
	12. Pengembangan dan penyelenggaraan karantina perikanan dan sistem pengelolaan kesehatan ikan


	Rehabilitasi dan pengembangan 43 UPT Karantina Ikan dan pemantauan kesehatan ikan di 33 provinsi. 
	
	

	
	18. Pengendalian dan peningkatan pelayanan perijinan usaha

19. Percepatan pengembangan kawasan budidaya laut, payau dan air tawar

20. Percepatan dan penataan kembali usaha budidaya tambak dan air tawar


	13. Penyelenggaraan revitalisasi perikanan
	Peningkatan produksi perikanan sebesar 7,9 juta ton, dan 3,6 juta ton produk olahan. 
	
	

	
	21. Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan pendamping perikanan

22. Peningkatan profesionalisme perencana dan pengawasan pembangunan perikanan
	14. Peningkatan Sistem Penyuluhan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan
	Peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan melalui 12 sekolah/akademi/sekolah tinggi, pengembangan 6 balai pelatihan, dan meningkatnya sistem penyuluhan perikanan dan pemberdayaan 2.600 orang penyuluh 


	
	

	
	23. Peningkatan pemasaran, standar mutu dan nilai tambah produk perikanan
	15. Penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor hasil perikanan 
	· Peningkatan volume ekspor sebesar 1,6 juta ton dan nilai ekspor sebesar USD 2,3 miliar

· Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran di 33 provinsi

· Meningkatnya konsumsi ikan perkapita sebesar 26,02 Kg/tahun.


	
	

	
	24. Pembangunan pelabuhan perikanan untuk mendukung perikanan samudera.

25. Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan lainnya
	16. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya   
	· Pengembangan/rehabilitasi dan bantuan operasionalisasi 33 Balai Benih Ikan Sentral, 10 Balai Benih Udang, 10 Balai Benih Udang Galah, 21 UPT pelabuhan perikanan, dan 99 Peangkalan pendaratan Perikanan, 330 unit sarana perikanan tangkap skala kecil

· Terselenggaranya penyediaan subsidi benih/bantuan pengurangan harga pengadaan benih melalui 12 Balai Benih 


	
	

	
	26. Pengembangan sistem-sistem sertifikasi balai benih dan lahan budidaya
	17. Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan 
	Pengembangan 16 laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan (LPPMHP), 20 lokasi cold chain system, dan 10 sentra pengolahan. 


	
	

	
	27. Pengembangan IPTEK dan peningkatan riset perikanan, termasuk artificial breeding dan rekayasa genetika komoditas unggulan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi 

28. Penyempurnaan IPTEK dan sistem pembenihan


	18. Pengembangan rekayasa teknologi terapan perikanan 
	Berkembangnya rekayasa teknologi budaya perikanan di 14 balai budidaya/penangkapan/pengujian hasil perikanan
	
	

	
	29. Penyusunan kebijakan dan perencanan pengelolaan perikanan setiap kawasan


	19. Pengelolaan sumber daya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan 
	Pengkayaan (re-stoking) dan kajian sumber daya perikanan di 9 wilayah pengelolan perikanan 
	
	

	
	30. Penguatan kelembagaan dan tata laksana kelembagaan
	20. Dukungan teknis penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan
	Terselenggaranya dukungan teknis kegiatan kelautan dan perikanan


	
	

	5.
	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
	
	Dephut
	398.845,4

	
	8. Pengembangan produk-produk kayu bernilai tinggi dan pengembangan cluster industri kehutanan berbasis wilayah


	
	
	
	

	
	9. Pengurangan kapasitas industri pengolahan kayu dan diversifikasi sumber bahan baku industri perkayuan antara lain dengan menjajagi kemungkinan impor dari negara tetangga.


	
	
	
	

	
	10. Pemasaran dan pengendalian peredaran hasil hutan.


	Penertipan peredaran hasil hutan 
	Terkendalinya aliran hasil hutan (volume, jenis) sesuai dengan data fisik/penerimaan iuran kehutanan  


	Dephut
	

	
	11. Pembinaan industri kehutanan primer.


	Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan
	Produksi industri pengolahan hasil hutan meningkat sebesar 5%
	Dephut
	

	
	12. Pengembangan hutan tanaman industri terutama pada kawasan hutan non produktif, termasuk untuk kemudahan perizinan usaha dan kemudahan permodalan/ pinjaman


	Pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)
	Terbangunnya HTI seluas 600 ribu ha dan HTR 200.000 ha
	Dephut
	

	
	
	Pengelolaaa hutan produksi yang tidak dibebani hak/ijin pemanfaatan 
	Penyelesaian rancang bangun pembentukan HPH, HTI, dan HTR pada kawasan hutan yang belum di bebani hak (4 juta ja).


	Dephut
	

	
	13. Pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, termasuk pemberian hak pengelolaan untuk periode tertentu kepada masyarakat untuk mengembangkan hutan tanaman dan hasil hutan non kayu.


	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
	Pengembangan dan pemeliharaan tanaman HHBK seluas 2.605 ha
	Dephut
	

	
	14. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan (peladangan berpindah, pionir hutan atau transmigrasi, dan sebagainya), dalam pengembangan hutan tanaman yang lestari.


	
	
	
	

	
	15. Pengembangan iptek untuk menunjang peningkatan produktivitas sektor kehutanan


	
	
	
	

	6.
	Program Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara
	Program Peningkatan Pengawasan & Akuntabilitas Aparatur Negara
	
	Deptan
	24.880,0

	
	
	2. Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan program pembangunan pertanian di lingkup pertanian


	Peningkatan kinerja 380 Satker,


	
	

	7.
	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan


	
	Deptan
	1.940.449,1

	
	
	2. Penyusunan kebijakan, program, monitoring, evaluasi, dan data base 


	Laporan, peraturan, pelayanan kantor; penyusunan dan sosialisasi program, anggaran, dan monev di 33 prov.
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PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO,

KECIL, DAN MENENGAH

A. KONDISI UMUM

Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian penting yang mencerminkan akan kemajuan kesejahteraan bagian terbesar rakyat Indonesia. Ini mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkan oleh keberadaannya sebesar 48,9 juta unit usaha pada tahun 2006 dengan kegiatan usaha yang mencakup hampir semua lapangan usaha, serta tersebar di seluruh tanah air. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. 

Kegiatan UMKM pada tahun 2006 menyerap hampir 96,2 persen dari seluruh pekerja yang berjumlah 85,4 juta pekerja. Kontribusi UMKM terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun yang sama adalah sebesar 53,3 persen dengan laju pertumbuhan nilai tambah sebesar 5,4 persen. Sementara itu, jumlah koperasi pada tahun 2006 telah mencapai 140 ribu unit yang tersebar di seluruh propinsi, dengan anggota sebanyak 28,6 juta orang.

Berbagai hasil pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dicapai selama tahun 2006, antara lain adalah: (1) penyusunan konsep rancangan peraturan perundang-undangan, dalam rangka penyempurnaan RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan RUU tentang Koperasi; (2) penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia, dengan melibatkan seluruh pihak-pihak yang terkait; (3) peningkatan akses usaha mikro dan kecil ke lembaga keuangan/bank melalui bantuan pengurusan sertifikat tanah kepada 10.240 UKM; (4) fasilitasi penjaminan kredit bagi UKM yang layak, tetapi kurang cukup memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh kreditur; (5) fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi kepada 10 sentra UKM unggulan dalam bentuk bantuan untuk teknologi tepat guna; (6) pengembangan permodalan usaha UKM di sentra/klaster melalui perkuatan permodalan dengan penyediaan modal awal padanan (MAP) bagi UKM melalui 50 KSP/USP Koperasi, perkuatan permodalan KUKM melalui lembaga modal ventura, dan perkuatan permodalan KUKM melalui inkubator; (7) penyediaan portal promosi dan informasi produk UKM (trading board) bagi 2.000 UKM yang berorientasi ekspor, sehingga dapat dilakukan transaksi langsung secara on-line; (8) penyelenggaraan berbagai diklat dalam rangka kewirausahaan dan membangun keunggulan kompetitif koperasi dan UMKM; (9) fasilitasi pembiayaan alternatif melalui dana bergulir, seperti program pembiayaan produktif bagi koperasi dan usaha mikro pola konvensional dan syariah, program pemberdayaan perempuan keluarga sehat dan sejahtera, dan program kredit usaha mikro dan kecil dari dana surat utang pemerintah (SUP-005); dan (10) pelaksanaan klasifikasi koperasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, serta penerapan akuntabilitas koperasi. 

Selanjutnya, pemberdayaan koperasi dan UMKM yang dilaksanakan dalam tahun 2007 antara lain meliputi kegiatan: (1) penyusunan RUU tentang UMKM, koperasi dan penjaminan kredit; (2) fasilitasi formalisasi badan usaha UMKM dan sertifikasi tanah UMKM; (3) penumbuhan wirausaha baru; (4) fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi; (5) penyediaan sarana produksi bersama bagi anggota koperasi; (6) penyediaan skim penjaminan kredit UKM terutama kedit investasi pada sektor agribisnis dan industri; (7) pembiayaan produktif pola usaha bagi hasil/syariah dan konvensional; (8) pengembangan klaster bisnis dengan basis kawasan industri; (9) penyediaan sarana dan penyelenggaraan promosi produk KUKM; (10) penyediaan prasarana dan sarana usaha mikro; (11) peningkatan pelayanan koperasi dalam peningkatan usaha mikro, terutama melalui program perempuan keluarga sehat sejahtera (perkassa); (12) pelatihan budaya usaha dan teknis manajemen usaha mikro; dan (13) pembinaan sentra-sentra produksi tradisional.

Beberapa permasalahan masih akan dihadapi oleh koperasi dan UMKM dalam tahun 2008. Secara umum UMKM masih menghadapi rendahnya kualitas sumberdaya manusia seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya penguasaan teknologi dan manajemen, serta informasi pasar. Masalah SDM ini akan berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen. Kemampuan UMKM yang berkembang saat ini belum cukup merata kepada seluruh UMKM, terutama karena terbatasnya jumlah dan kualitas dari lembaga pengembangan bisnis. Demikian pula keterbatasan akses kepada modal masih akan dihadapi sebagian besar UKM, terutama kredit investasi. Masalah eksternal UMKM yang masih akan dihadapi adalah seperti: (1) kelancaran prosedur perizinan,  persaingan usaha yang sehat, penataan lokasi usaha dan kelancaran arus barang; (2) masih terbatasnya penyediaan produk jasa lembaga keuangan; (3) terbatasnya ketersediaan dan kualitas jasa pengembangan usaha bagi UKM; dan (4) keterbatasan sumberdaya finansial untuk usaha mikro. 

Di samping permasalahan-permasalahan tersebut, pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2008 juga akan menghadapi tantangan untuk berperan mengatasi persoalan sosial ekonomi, seperti penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka itu, perlu didorong pertumbuhan UMKM melalui penyaluran skim kredit investasi untuk keperluan peningkatan kapasitas produksi, peningkatan nilai tambah serta penumbuhan wirausaha baru yang berbasis kepada sumberdaya manusia unggulan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Pada tahun 2008 pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. 
Meningkatnya produktivitas dan nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah; 

2. 
Meningkatnya investasi koperasi dan UKM, terutama yang mendukung penciptaan lapangan kerja dan ekonomi daerah; 

3. 
Terselenggaranya sistem penumbuhan wirausaha baru, termasuk yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;

4. 
Meningkatnya kapasitas pengusaha mikro, terutama yang mendukung peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin di perdesaan dan daerah tertinggal; 

5.
Meningkatnya usaha dan jumlah koperasi yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. 

C. 
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang masih akan muncul, serta upaya untuk mencapai sasaran di tahun 2008 kebijakan umum pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional yaitu: (1) peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; dan (2) peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor. Di samping itu, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM diarahkan untuk mendukung pengembangan kelembagaan dalam arti luas beserta peningkatan kapasitas, khususnya untuk meningkatkan akses kepada sumberdaya produktif.

Dalam rangka peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan mendukung peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, pemberdayaan usaha mikro utamanya difokuskan untuk mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin, yaitu melalui kegiatan prioritas seperti: (1) memperluas jangkauan dan kapasitas pelayanan lembaga keuangan mikro (LKM) baik pola pembiayaan konvensional maupun pola bagi hasil/syariah, termasuk dengan memberdayakan perempuan sebagai pengusaha mikro; (2) meningkatkan kemampuan pengusaha mikro dalam aspek manajemen usaha dan teknis produksi; (3) fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro; dan (4) memfasilitasi pembinaan sentra-sentra produksi tradisional dan usaha ekonomi produktif lainnya di perdesaan dan daerah tertinggal.

Dalam rangka upaya peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM difokuskan kepada peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif. Arah kebijakan yang penting adalah mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, dengan: (1) menyelesaikan penyusunan peraturan pelaksanaan RUU tentang UMKM dan koperasi, dan melancarkan formalisasi usaha; (2) pemantauan dampak kebijakan dan regulasi sektor dan daerah terhadap perkembangan koperasi dan UMKM, termasuk berbagai praktek usaha curang dan yang menghambat; dan (3) identifikasi peluang investasi koperasi dan UKM. Dalam kaitannya dengan peningkatan akses UMKM kepada sumberdaya produktif, arah kebijakan meliputi: (1) meningkatkan akses modal UMKM kepada lembaga keuangan dengan mendorong penyediaan skim penjaminan kredit, khususnya kredit investasi produktif di sektor agribisnis dan industri dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, nilai tambah dan ekonomi daerah; (2) meningkatkan fasilitas pemasaran dan promosi ekspor produk-produk UKM dan koperasi; dan (3) meningkatkan akses teknologi dengan menyediakan fasilitas layanan teknologi, baik oleh pemerintah maupun partisipasi dunia usaha, dan percontohan usaha berbasis teknologi. Di samping itu, pemberdayaan koperasi dan UKM juga sekaligus  diarahkan untuk mendorong kesempatan kerja yang lebih luas termasuk melalui penumbuhan wirausaha baru.
Dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, arah kebijakannya adalah: (1) melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian perkoperasian; dan (2) pelatihan dan pemasyarakatan praktek-praktek koperasi terbaik, sekaligus bimbingan teknis penerapan akuntabilitas koperasi.

D.
MatrikS Program Pembangunan tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp.  Juta)

	1.
	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
	Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
	1. Berkurangnya beban administratif, hambatan usaha dan biaya usaha; dan

2. Meningkatnya rata-rata skala usaha, dan mutu pelayanan perijinan/pendirian usaha.
	Kemeneg KUKM

Kemenko Perekonomian


	50.927,4

	
	Kegiatan-kegiatan pokok:
	Kegiatan-kegiatan pokok:
	
	
	

	
	1. Penyempurnaan peraturan perundangan, seperti UU tentang Usaha Kecil dan Menengah, dan UU tentang Wajib Daftar Perusahaan, beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat, dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perijinan, lokasi, serta peninjauan terhadap peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi UMKM, termasuk peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang sektoral maupun spesifik daerah;
	1. Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjaminan kredit, koperasi dan UMKM;

2. Pengkajian kebijakan/peraturan sektoral dan daerah;
3. Fasilitasi formalisasi badan usaha UMKM dan pemantauan pelayanan satu atap/pintu;
4. Penyuluhan kebijakan perpajakan;
5. Sosialisasi penyusunan perda tentang koperasi dan UKM;

6. Pemetaan kinerja dan pengembangan sentra/klaster bisnis UKM;

7. Kajian peluang dan model investasi UKM;
8. Perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kebijakan dan program UMKM; 
9. Pembangunan jaringan dan penyebarluasan informasi UMKM; dan

10
Pelaksanaan kerjasama internasio-nal dalam pengembangan koperasi dan UKM


	
	
	

	
	2. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha;
	
	
	
	

	
	3. Peningkatan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk, dan jasa yang diperlukan seperti kemudahan perdagangan antardaerah dan pengangkutan;
	
	
	
	

	
	4. Peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan dan penilaian regulasi, kebijakan dan program;
	
	
	
	

	
	5. Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perijinan satu atap bagi UMKM, pengembangan unit penanganan pengaduan serta penyediaan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi UMKM;
	
	
	
	

	
	6. Penilaian dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja UMKM, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan/regulasi;
	
	
	
	

	
	7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program UMKM dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait;
	
	
	
	

	
	8. Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi UMKM, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM


	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
	1. Berkembangnya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu; dan

2. Meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi UMKM;
	Kemeneg KUKM, 

BUMN Penjamin Kredit (Perum Sarana Pengembangan Usaha)
	283.534,1

(belum termasuk dana penjaminan kredit)

	
	Kegiatan-kegiatan pokok:
	Kegiatan-kegiatan pokok:
	
	
	

	
	1. Penyediaan fasilitasi untuk mengurangi hambatan akses UMKM terhadap sumber daya produktif, termasuk sumber daya alam.
	1. Pelatihan BDS;

2. Penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi lembaga pengembangan bisnis;

3. Perkuatan jaringan kerjasama lembaga pengembangan bisnis (BDS-P);

4. Pengembangan jaringan antar LKM/KSP;

5. Peningkatan kapasitas layanan LKM/KSP;

6. Penyediaan skim penjaminan kredit investasi UKM, terutama agribisnis dan industri;

7. Dukungan pemanfaatan dana SUP-005;

8. Fasilitasi akses KUKM melalui pembiayaan anjak piutang dan sewa guna usaha, penerbitan surat utang koperasi (SUK) dan resi gudang;

9. Dukungan sarana dan prasarana lembaga pelatihan dan sistem akreditasi lembaga diklat KUKM;

10. Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga pelatihan;

11. Pengembangan pemasaran produk dan jaringan usaha KUKM; 

12. Bantuan modal pasca gempa untuk usaha mikro dan kecil melalui koperasi;

13. Modernisasi transaksi bisnis; dan

14. Fasilitasi pengembangan kemitraan bisnis subkontrak dan waralaba.


	
	
	

	
	2. Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayanannya;
	15. 
	
	
	

	
	3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan koperasi simpan pinjam/usaha simpan pinjam (KSP/USP) antara lain melalui pemberian kepastian status badan hukum, kemudahan dalam perijinan, insentif untuk pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank, serta dukungan terhadap peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder;
	16. 
	
	
	

	
	4. Perluasan sumber pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, khususnya skim kredit investasi bagi koperasi dan UMKM, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit koperasi dan UMKM nasional dan daerah, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya;
	17. 
	
	
	

	
	5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan UMKM yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah pusat, daerah dan BUMN;
	18. 
	
	
	

	
	6. Dukungan terhadap upaya mengatasi masalah kesenjangan kredit (kesenjangan skala, formalisasi, dan informasi) dalam pendanaan UMKM;
	19. 
	
	
	

	
	7. Pengembangan sistem insentif, akreditasi, sertifikasi dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antarlembaga pelatihan;
	20. 
	
	
	

	
	8. Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang) teknis dan informasi milik berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah untuk berperan sebagai lembaga pengembangan usaha bagi UMKM;
	21. 
	
	
	

	
	9. Dukungan terhadap upaya penguatan jaringan pasar produk UMKM dan anggota koperasi, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi.
	22. 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	3.
	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM
	Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif UKM
	1. Berkembangnya pengetahuan dan sikap wirausaha;

2. Meningkatnya produktivitas;

3. Terselenggaranya sistem penumbuhan wirausaha baru berbasis teknologi; dan 

4. Berkembangnya ragam produk-produk unggulan UKM.

	Kemeneg KUKM
	244.499,8

	
	Kegiatan-kegiatan pokok:
	Kegiatan-kegiatan pokok:
	
	
	

	
	1. Pemasyarakatan kewirausahaan, termasuk memperluas pengenalan dan semangat kewirausahaan dalam kurikukulum pendidikan nasional dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/ijin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan dan informasi pasar;
	1. Pemasyarakatan, temu konsultasi dan pelatihan kewirausahaan termasuk wirausaha baru;

2. Pelatihan ketrampilan teknis;

3. Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi;

4. Penerapan teknologi produksi bersih dalam rangka pengembang-an sentra unggulan;  

5. Pengembangan klaster bisnis KUKM;

6. Sosialisasi dan penerapan HaKI;

7. Peningkatan sarana dan prasarana jaringan lembaga kewirausahaan;

8. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha antara UMKM dengan pihak terkait;

9. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis; dan 

10. Penyediaan dana melalui koperasi untuk pengadaan sarana produksi bersama anggota untuk mendu-kung revitalisasi koperasi di bidang pangan dan diversifikasi ekonomi perdesaan.
	
	
	

	
	2. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan serta fasilitasi untuk memacu pengembangan UKM berbasis teknologi termasuk wirausaha baru berbasis teknologi, utamanya UKM berorientasi ekspor, subkontrak/penunjang, agribisnis/agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal;
	
	
	
	

	
	3. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran UKM tentang HaKI dan pengelolaan lingkungan yang diikuti upaya peningkatan perlindungan HaKI milik UKM;
	
	
	
	

	
	4. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan;
	
	
	
	

	
	5. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litbang pemerintah pusat/daerah dan melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat;
	
	
	
	

	
	6. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan kemitraan investasi antar UKM, termasuk melalui aliansi strategis atau investasi bersama (joint investment) dengan perusahaan asing dalam rangka mempercepat penguasaan teknologi dan pasar;
	
	
	
	

	
	7. Fasilitasi dan pemberian dukungan serta kemudahan untuk pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar UMKM dalam wadah koperasi serta jaringan antara UMKM dan usaha besar melalui kemitraan usaha;
	
	
	
	

	
	8. Pemberian dukungan serta kemudahan terhadap upaya peningkatan kualitas pengusaha kecil dan menengah, termasuk wanita pengusaha, menjadi wirausaha tangguh yang memiliki semangat kooperatif.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4.
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
	1. Meningkatnya kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha mikro;

2. Meningkatnya kepastian usaha dan perlindungan hukum; 
	Kemeneg KUKM, BPN
	447.213,7

	
	Kegiatan-kegiatan pokok:
	Kegiatan-kegiatan pokok:
	
	
	

	
	1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal;
	1. Penyediaan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala usaha mikro dengan pola bagi hasil/-syariah termasuk perempuan pengusaha (PNPM-P);

2. Peningkatan kapasitas koperasi pedagang kaki lima;

3. Pelatihan budaya/motivasi usaha dan teknis manajemen usaha mikro;

4. Fasilitasi pengembangan pemasaran usaha mikro melalui koperasi;

5. Sertifikasi tanah usaha mikro dan kecil;

6. Rintisan sentra-sentra produksi tradisional di daerah terisolir dan tertinggal/perbatasan; 

7. Bimbingan teknis/pendampingan dan pelatihan pengelola LKM (PNPM-P);

8. Fasilitasi pelaksanaan pasar rakyat;

9. Pemasyarakatan pemanfaatan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dari bagian laba BUMN; dan

10. Penyusunan skim kredit/model pembiayaan bagi usaha mikro.
	
	
	

	
	2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi-hasil dari dana bergulir, sistem tanggung-renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti anggunan;
	
	
	
	

	
	3. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah dan BUMN yang lebih terkoordi-nasi, profesional dan institusional;
	
	
	
	

	
	4. Penyediaan dukungan terhadap upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM);
	
	
	
	

	
	5. Penyelenggaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha;
	
	
	
	

	
	6. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha;
	
	
	
	

	
	7. Fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha;
	
	
	
	

	
	8. Penyediaan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai;
	
	
	
	

	
	9. Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan terutama didaerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	5.
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


	1. Makin tertata dan berfungsinya kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer dan sekunder;

2. Makin lengkap dan berkualitasnya infrastruktur pendukung pengembangan koperasi; dan

3. Makin berkembanganya praktek berkoperasi yang baik (best practices)  di kalangan masyarakat luas.
	Kemeneg KUKM
	50.299,3

	
	Kegiatan-kegiatan pokok:
	Kegiatan-kegiatan pokok:
	
	
	

	
	1. Penyempurnaan undang-undang tentang koperasi beserta peraturan pelaksanaannya;
	1. Pemasyarakatan prinsip-prinsip dan model-model pengembangan koperasi;
2. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengawasan badan  hukum koperasi;
3. Peningkatan kompetensi tenaga fungsional pengawas, penilai kesehatan, dan penyuluh perkoperasian;

4. Rintisan penerapan teknologi/ manajemen modern pada koperasi;
5. Bimbingan teknis penerapan akuntabilitas dan akuntansi koperasi;

6. Pemeringkatan koperasi primer dan sekunder nasional; 

7. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi;

8. Peningkatan dan pengembangan jaringan informasi koperasi;
9. Pembinaan, pengawasan, dan penilaian koperasi;  
10. Peningkatan kualitas pembinaan kelembagaan koperasi; dan
11. Pelatihan perkoperasian.
	
	
	

	
	2. Peninjauan dan penyempurnaan terhadap berbagai peraturan per-undangan lainnya yang kurang kondusif bagi koperasi;
	
	
	
	

	
	3. Koordinasi dan pemberian dukungan dalam rangka penyem-purnaan kurikulum pendidikan perkoperasian di sekolah-sekolah;
	
	
	
	

	
	4. Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh koperasi sukses yang dike-lola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi;
	
	
	
	

	
	5. Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum koperasi;
	
	
	
	

	
	6. Pemberian dukungan dan kemu-dahan kepada gerakan koperasi untuk melakukan penataan dan perkuatan organisasi serta modernisasi manajemen koperasi primer dan sekunder untuk meningkatkan pelayanan anggota;
	
	
	
	

	
	7. Pemberian dukungan dan kemudahan untuk pengembangan infrastruktur pendukung pengembangan koperasi di bidang pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, penelitian dan pengembangan, keuangan dan pembiayaan, teknologi, informasi, promosi dan pemasaran;
	
	
	
	

	
	8. Pengembangan sistem pendidikan,  pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, calon anggota dan kader koperasi, terutama untuk menanamkan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip koperasi dalam kehidupan koperasi, yang mengatur secara jelas adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah dan gerakan koperasi;
	
	
	
	

	
	9. Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan jaringan kerjasama usaha antar koperasi;
	
	
	
	

	
	10. Peningkatan kemampuan aparat di Pusat dan Daerah dalam melakukan penilaian dampak regulasi, kebijakan dan program pembangunan koperasi;
	
	
	
	

	
	11. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait.
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PENINGKATAN Pengelolaan BUMN 

A.
Kondisi Umum

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan BUMN, pada tahun 2006 telah dilakukan berbagai upaya untuk menciptakan struktur BUMN agar lebih kuat dan kompetitif. Untuk itu, melalui kajian-kajian yang dilakukan yaitu berupa peta kebijakan (roadmap) restrukturisasi, peningkatan kinerja dan penyehatan beberapa bidang BUMN telah diselesaikan, sehingga pada tahun 2007 diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik. Hingga akhir tahun 2006, jumlah BUMN yang dimiliki Pemerintah tercatat sebanyak 139 BUMN, dimana  dari keseluruhan BUMN tersebut sebanyak 109 BUMN mampu mencetak laba, sedangkan sisanya masih mengalami kerugian.

Kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional diukur dari besarnya penerimaan negara yang disumbangkan BUMN senantiasa meningkat secara signifikan. Hasil prognosa untuk tahun 2006 menunjukkan bahwa total penerimaan negara dari BUMN mencapai Rp. 68,8 trilliun yang terdiri dari Rp 21,4 trilliun berasal dari dividen, Rp. 45,3 trilliun dari pajak-pajak, dan Rp. 2,1 trilliun dari hasil privatisasi. Total penerimaan negara ini meningkat dari Rp. 55,6 trilliun pada tahun 2005. Sumbangan BUMN dalam perekonomian nasional juga dapat dilihat dari besarnya belanja modal (investasi) yang dilaksanakan oleh BUMN, yaitu untuk tahun 2006 diperkirakan (prognosa) mencapai Rp. 70,1 trilliun dan diperkirakan pada tahun 2007 akan mencapai Rp. 114,1 trilliun. Sumbangan lainnya adalah dalam bentuk partisipasi aktif dalam membina usaha kecil melalui program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yang hingga tahun 2006 secara kumulatif dana yang telah tersalur mencapai Rp. 5,3 trilliun dengan jumlah usaha menengah kecil (UMK) penerima mencapai 438.558 perusahaan. Kapitalisasi pasar BUMN yang sudah mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta pada akhir tahun 2006 mencapai kurang lebih Rp. 493,26 triliun, meningkat cukup tinggi dari sekitar Rp 260 triliun pada tahun 2005.

Namun demikian, masih tetap ada permasalahan baik internal maupun eksternal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pengembangan BUMN, diantaranya adalah:

1. Kinerja BUMN dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah menunjukkan perbaikan, namun masih perlu terus ditingkatkan melalui sinergi kebijakan berbagai lembaga dan kesatuan pandangan para pemangku kepentingan (stakeholders);

2. Diperlukan peningkatan kemampuan BUMN untuk dapat mentransformasikan proses bisnisnya agar lebih kompetitif. Hal ini disebabkan kemampuan BUMN untuk melakukan investasi dalam produktivitas dan efisiensi masih perlu ditingkatkan;

3. Pengawasan baik dari internal BUMN maupun dari pemegang saham dalam pengelolaan  perusahaan masih perlu terus diperketat;

4. Sistem career planning, sistem remunerasi dan peningkatan kualitas SDM perlu disempurnakan sehingga perusahaan agar dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki;

5. Optimalisasi sinergi BUMN perlu terus diupayakan sehingga dapat meningkatkan daya saing dan kinerja BUMN;

6. Perangkat hukum dalam pembinaan dan pengelolaan BUMN yang seringkali menimbulkan ketidak pastian dalam pengambilan keputusan oleh pemegang saham ataupun legislatif, perlu disempurnakan.

Dengan permasalahan seperti dikemukakan diatas, tantangan yang masih akan dihadapi pada tahun 2008 adalah melanjutkan  secara bertahap terciptanya kebijakan reformasi BUMN yang menyelaraskan secara optimal antara kebijakan internal perusahaan dan kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi, memisahkan fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada  BUMN serta mengoptimalkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara utuh.  

B.
Sasaran Pembangunan Tahun 2008

Sasaran Peningkatan Pengelolaan BUMN pada tahun 2008 antara lain adalah:

1. Meningkatkan kontribusi BUMN terhadap APBN;

2. Tersusunnya revisi UU BUMN sebagai penyempurnaan dari UU Nomor 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta penyempurnaan beberpaa Keputusan Menteri Negara BUMN terkait dengan pembinaan BUMN;

3. Meningkatkan efektivitas pelayanan BUMN pelaksana PSO melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSO; 

4. Melanjutkan upaya penyehatan BUMN melalui restrukturisasi BUMN yang melingkupi kegiatan privatisasi BUMN dan konsolidasi bertahap dari 139 BUMN menjadi 87 BUMN;

5. Meningkatkan pelaksanaan GCG pada BUMN melalui asessment dan review penerapan GCG, serta melaksanakan fit and proper test calon Direksi BUMN untuk memperoleh manajemen BUMN yang profesional;

6. Teridentifikasikannya hambatan usaha BUMN terkait dengan kebijakan/regulasi sektoral, serta langkah-langkah penyelesaiannya;

7. Peningkatan hasil guna dan daya guna penggunaan teknologi oleh BUMN;

8. Meningkatnya peran BUMN sebagai agen pembangunan dan pemerataan serta menumbuhkan pandangan positif dari masyarakat atas keberadaan BUMN;

9. Meningkatnya efektivitas Forum Komunikasi BUMN di berbagai daerah;

10. Meningkatnya kemampuan SDM BUMN;

11. Meningkatkan kualitas unsur pendukung.

C.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008 


Arah kebijakan dalam Peningkatan Pengelolaan BUMN dalam tahun 2008 merupakan kelanjutan dari rangkaian kebijakan tahun-tahun sebelumnya yaitu: 

1. Meningkatkan koordinasi dengan departemen/instansi terkait untuk penataan kebijakan industrial dan pasar BUMN terkait. Hal ini diperlukan dalam kerangka reformasi BUMN yang menyeluruh. Langkah-langkah perbaikan internal BUMN saja tidaklah cukup, keberhasilan pengelolaan BUMN harus disertai dengan kebijakan secara sektoral,

2. Penyelesaian pemetaan fungsi masing-masing BUMN kedalam fungsi penyedia public service obbligation (PSO) dan fungsi komersial sehingga kinerja dapat lebih mudah diukur dan pengalokasian anggaran pemerintah dapat lebih efisien dan efektif. 

3. Melanjutkan langkah-langkah restrukturisasi yang semakin terarah dan efektif terhadap orientasi dan fungsi BUMN yang meliputi restrukturisasi manajemen, organisasi, operasi, sistem dan prosedur, dan sebagainya.

4. Memantapkan upaya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate governance (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan dan responsibilitas pada pengelolaan baik BUMN PSO maupun BUMN komersial. 

5. Melakukan sinergi antara BUMN agar dapat meningkatkan daya saingnya. 

D.
MatrikS Program Pembangunan tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif (Rp. Juta)

	1. 
	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Penyelesaian upaya pemetaan fungsi masing-masing BUMN, sehingga fungsi BUMN terbagi secara jelas menjadi BUMN PSO dan BUMN komersial;

2. Pemantapan upaya revitalisasi BUMN, antara lain melalui penerapan GCG dan Statement of Corporate Intent (SCI), serta kontrol kinerja yang terukur, dan 

3. Pemantapan pelaksanaan restrukturisasi BUMN.


	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMN

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Pengembangan dan Pembinaan Pengelolaan BUMN melalui pemantauan pelaksanaan GCG dan pelaksanaan Fit dan Proper Test bagi direksi dan komisaris pada 40 BUMN.

2. Pelaksanaan privatisasi, profitisasi, dan restrukturisasi BUMN dengan sasaran restrkturisasi BUMN dari 139 emnjadi 87 perusahaan.

3. Monitoring dan Evaluasi Public Service Obligation (PSO)

4. Penyempurnaan Peraturan Perundangan tentang BUMN dengan sasaran terbitnya peraturan pelaksanaan PSO dan GCG


	1. Meningkatkan kontribusi BUMN terhadap APBN;

2. Tersusunnya revisi UU BUMN dan beberapa Kepmen;

3. Meningkatkan pelaksanaan GCG pada BUMN;

4. Monitoring dan Evaluasi beberapa BUMN PSO;

5. Terlaksananya privatisasi BUMN dan konsolidasi bertahap; 

6. Meningkatkan sinergi antar BUMN untuk meningkatkan daya saing BUMN;


	Kemeneg BUMN
	59.304,1
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PENINGKATAN KEMAMPUAN 

ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 

A.
Kondisi Umum


Kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) nasional perlu terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa untuk mempercepat pencapaian tujuan negara. Pembangunan kemampuan iptek nasional diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan iptek yang dibutuhkan bagi peningkatan daya saing dan kesejahteraan bangsa. 


Dalam tahun 2006  dan perkiraaan pencapaian pada akhir 2007, hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Iptek adalah meningkatnya fokus dan mutu kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dasar, terapan, dan teknologi sesuai dengan kompetensi inti dan kebutuhan pengguna. Hasil-hasil kegiatan yang mendukung pencapaian program tersebut meliputi pelaksanaan penelitian dan pengembangan program prioritas di bidang teknologi pangan, energi alternatif khususnya biofuel dan biodiesel, teknologi transportasi, teknologi pertahanan dan keamanan, teknologi informasi, komunikasi dan telekomunikasi, serta teknologi obat-obatan, kesehatan dan bioteknologi;  penelitian dan pengembangan program tematis unggulan dan strategis dengan mekanisme kompetitif; pengembangan sistem insentif riset dasar dan terapan yang kompetitif; pengembangan teknologi proses untuk mendukung peningkatan produksi; penguatan teknologi antariksa melalui pengembangan teknologi peroketan dan mikro satelit; penguatan kapasitas riset nuklir; peningkatan riset lingkungan hidup dan sumberdaya alam; penguatan kapasitas di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu; pengkajian untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan hukum; serta optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM iptek dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan. 

Dalam pelaksanaan Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek pada tahun 2006 dan perkiraan pencapaiannya pada akhir 2007 adalah lebih efektifnya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan rekayasa  Iptek oleh masyarakat, dunia usaha dan industri. Pelaksanaan program ini telah meningkatkan penyebaran dan dukungan penyediaan informasi teknologi kepada dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis, perbaikan sistem insentif untuk intermediasi dan aplikasi teknologi di masyarakat, pengembangan sistem komunikasi dan kemitraan antara lembaga Iptek dan dunia usaha, penguatan pendayagunaan teknologi tepat guna, perluasan metoda advokasi publik dalam bidang iptek melalui media massa dan elektronik,  pengembangan prasarana untuk mendukung standar mutu produk dunia usaha, dan pengembangan tekno-edutainment.  Disamping itu telah dikembangkan pula early warning system berbasis teknologi untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dan aparat dalam menghadapi resiko bencana. 

Dalam pelaksanaan Program Penguatan Kelembagaan Iptek dalam tahun 2006 dan perkiraan hasil yang akan diperoleh pada akhir 2007, adalah meningkatnya upaya penguatan kapasitas dan kompetensi kelembagaan iptek; perbaikan peran lembaga Iptek dalam pelbagai sendi kehidupan yang penting; memperkuat landasan dan arah serta prioritas pembangunan iptek dalam bentuk penyusunan rencana jangka menengah pembangunan iptek nasional, pemantapan agenda riset nasional, dan penyusunan kebijakan strategis iptek; optimalisasi peran fungsional dan profesional lembaga litbang; peningkatan peran unit inkubator dan unit pelayanan teknis dalam fungsi intermediasi, meningkatkan sistem manajemen iptek terpadu, penyempurnaan sistem insentif dan sistem pembiayaan iptek, peningkatan partisipasi organisasi profesi ilmiah, penyusunan statistik iptek secara reguler, perbaikan sinergisme kebijakan bidang iptek, pendidikan dan industri, penguatan pranata HAKI dan akreditasi infrastruktur litbang. 

Sementara itu, pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi pada tahun 2006 dan perkiraan hasil-hasilnya pada akhir 2007 adalah semakin efektifnya pola insentif dan kerjasama untuk mendorong peningkatan kapasitas teknologi di industri dan dunia usaha. Pencapaian tersebut didukung oleh meningkatnya kerjasama penelitian antara lembaga dengan industri, meningkatnya jumlah perusahaan yang berbasis teknologi.  Selain itu, dalam tahun 2006 telah tumbuh kegiatan litbang di dunia usaha dengan dukungan pengembangan pola insentif dalam bentuk kemitraan lembaga litbang dan industri, sosialisasi standar mutu terhadap industri kecil dan menengah (IKM),  korporasi usaha berbasis produk litbang; dan promosi kegiatan riset di dunia usaha. 

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, maka tantangan pembangunan Iptek dalam tahun 2008 adalah (1) memperluas kemampuan intermediasi iptek terutama hasil-hasil penelitian riset kedalam kemajuan ekonomi; (2) memperkuat kemampuan lembaga iptek dalam difusi hasil-hasil penelitian riset kedalam pembangunan industri; (3) meningkatkan koordinasi hasil hasil penelitian iptek dan aplikasi teknologi baik di pusat maupun di daerah; (4) meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya iptek; (5) menginventarisasi hasil-hasil litbang pada program prioritas nasional; dan (6) meningkatkan  iklim yang kondusif bagi pengembangan sumberdaya litbang. 
B.
Sasaran Pembangunan Tahun 2008


Sasaran dari Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam tahun 2008 adalah: 

1. Memperkuat kemampuan sumberdaya iptek dalam penguasaan ilmu dasar, ilmu terapan, dan rekayasa teknologi dalam upaya meningkatkan kapasitas intermediasi iptek dalam mendukung industri nasional.  

2. Memperluas daya jangkau hasil-hasil penelitian terapan iptek dalam memajukan kapasitas industri nasional kearah pembangunan kemandirian ekonomi nasional dengan meningkatkan daya inovasi iptek nasional. 

3. Meningkatnya sumberdaya iptek yang tepat guna dan handal.

4. Meningkatnya upaya pengembangan dan pengelolaan hak atas kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional di segenap kalangan dan penerapannya di berbagai bidang kehidupan.

5. Terbangunnya jalinan kerjasama dan kemitraan riset yang lebih baik dalam lingkup  nasional maupun internasional. 

C.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008 


Arah kebijakan dalam Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam tahun 2008 adalah untuk: 

1. Melakukan aplikasi program iptek pada bidang pertanian (pangan dan bioteknologi), bidang energi, bidang manajemen dan teknologi transportasi, bidang teknologi pertahanan dan keamanan, bidang teknologi informasi, komunikasi dan telekomunikasi dan bidang kesehatan (bioteknologi) dalam upaya terbentuknya intermediasi yang efisien  untuk meningkatkan daya difusi hasil riset ke dalam kegiatan ekonomi;

2. Pengembangan dan rekayasa iptek yang berorientasi pada permintaan dan kebutuhan masyarakat;

3. Mengembangkan jejaring kerja (net working) yang lebih baik antara lembaga iptek baik di pusat maupun di daerah;

4. Memperluas pemanfaatan hasil teknologi tepat guna bagi masyarakat dan dunia usaha terutama usaha kecil dan menengah;

5. Meningkatkan apresiasi berbagai kalangan  terhadap pentingnya peran strategis iptek;

6. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana laboratorium dan sumber daya iptek nasional.

D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2007
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif (Rp. Juta)

	1.
	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Penelitian dan pengembangan riset dasar;

2. Penelitian dan pengembangan riset tematis a.l. bioteknologi; teknologi kelautan; energi baru dan terbarukan, nuklir; informasi; dirgantara dan antariksa; transportasi; pertahanan; air bersih; elektronika; sistem informasi spasial; dan mitigasi bencana. 

3. Penelitian dan pengembangan di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu;

4. Pengembangan iptek tepat guna; 

5. Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pemahaman terhadap fenomena alam, karakteristik ekosistem daratan dan perairan serta keragaman sumberdaya alam; 

6. Penelitian dan pengembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan lain-lain sebagai masukan ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah (policy linked science).


	Program Penelitian dan Pengembangan Iptek

Kegiatan-kegiatan pokok:  

1. Bantuan Penyelenggaraan Penelitian Dasar dan Terapan

2. Pengembangan Teknologi Eksplorasi Migas di Lepas Pantai

3. Pemanfaatan Teknologi Survei Laut untuk Eksplorasi Mineral 

4. Pemanfaatan Bijih Besi Lokal untuk Bahan Baku Industri Baja

5. Pengembangan Sistem dan Teknologi Pengolahan Sampah Modern

6. Modifikasi Cuaca dengan Hujan Buatan
7. Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi dan Elektronika

8. Jaringan informasi  Iptek
9. Penelitian Gejala Alam Tsunami Dalam Rangka Pembekalan Pengetahuan Bagi Masyarakat (Community Preparadness - TEWS)

10. Eksplorasi dan Bioprospek Sumberdaya Jasad Renik

11. Pengembangan Bio Resource Center (BRC) dan Microbial Culture Collection (MCC)

12. Pengembangan Material Baru dan Nano Teknologi

13. Pengembangan Teknologi Fuel Cell
14. Meningkatkan penguasaan iptek nuklir dlm rangka persiapan pembangunan PLTN

15. Penguasaan Iptek Pemanfaatan Radiasi dan Radioisotop

16. Litbang Teknologi Peroketan
17. Litbang  dan Rancang Bangun Satelit Mikro

18. Litbang Sistem Teknologi Inderaja dan Stasiun Bumi

19. Litbang  Sains Antariksa, atmosfir, iklim, ionosfir dan geomagnet


	Meningkatkan fokus dan mutu kegiatan penelitian dan pengembangnan di bidang ilmu pengetahuan dasar, terapan, dan teknologi sesuai dengan kompetensi ini dan kebutuhan pengguna.


	Kemenegristek, BPPT, 

LIPI, 

BATAN, 

LAPAN,

Dep. ESDM, 

Diknas,

Dephut, 

Dep.PU,

DKP,

BAKOSURTANAL,

BAPETEN,

Depdag

	1.095.110,0

	2.
	Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek

Kegiatan-kegiatan Pokok:
1. Diseminasi hasil litbang ke dunia usaha, industri dan masyarakat; 

2. Penyediaan jasa konsultasi dan asistensi teknis;

3. Pengembangan sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan; 

4. Peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan pengembangan pola kemitraan iptek antara pusat dan daerah, serta antar daerah;

5. Pengembangan prasarana untuk mendukung penerapan standar; 

6. Peningkatan apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pembudayaan iptek, 

7. Pengembangan dan pemanfaatan iptek berbasis kearifan tradisional serta sumberdaya lokal;

8. Pemanfaatan peta dan informasi spasial.


	Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek 

Kegiatan-kegiatan Pokok:  

1. Bantuan Penyelenggaraan Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Teknologi 

2. Penyelesaian Infrastruktur Sistem Peringatan Dini Tsunami (Tsunami Early Warning System)

3. Penerapan dan Pengembangan IGOS
4. Pengembangan Diversifikasi Produk dan Pangan Berbasis Jagung

5. Pengembangan Biopestisida
6. Diseminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Iptek

7. Pendayagunaan Iptek bagi Pembangunan Daerah
8. Pelayanan Data dan Informasi satelit Inderaja untuk mendukung Pengembangan Tsunami Early Warning System
	Mendorong proses disseminasi hasil litbang serta pemanfaatannya oleh dunia usaha, industri, dan masyarakat


	Kemenegristek, BPPT,

LIPI, 

BATAN, 

LAPAN,

BAKOSURTANAL,

BSN,

BAPETEN

	218.193,0

	3.
	Program Penguatan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan-kegiatan Pokok:
1. Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan iptek termasuk akreditasi pranata litbang;
2. Pengembangan pusat-pusat iptek, inkubator, dan unit pelayanan teknis; 

3. Optimalisasi kinerja Dewan Riset Daerah (DRD);

4. Pengembangan fungsi pengawasan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi beresiko tinggi dan nuklir;

5. Peningkatan sistem manajemen iptek terpadu antara lain melalui hak atas kekayaan intelektual (HKI);
6. Penyempurnaan sistem insentif dan pola pembiayaan; 

7. Peningkatan keterlibatan organisasi profesi ilmiah, universitas serta masyarakat dalam perumusan kebijakan; 

8. Penyusunan indikator dan statistik iptek nasional; 

9. Peningkatan kuantitas dan kualitas, serta optimalisasi dan mobilisasi potensi SDM 



	Program Penguatan Kelembagaan Iptek

Kegiatan-kegiatan Pokok:  

1. Bantuan Penyelenggaraan riset unggulan strategis nasional (RUSNAS)

2. Pengembangan Lab Eikjman dan Penelitian penyakit tropis utama
3. Pengembangan Agro Techno Park
4. Pengembangan prasarana rujukan bagi pengukuran, standarisasi, pengujian & kualitas 

5. Pengembangan dan Penyusunan Indikator dan Statistik Iptek

6. Meningkatkan kelembagaan penguasaan iptek nuklir dalam rangka persiapan pembangunan PLTN

7. Riset Unggulan Kedirgantaraan

8. Pengembangan Regulasi dan Penguatan Inspeksi Pemanfaatan Tenaga Nuklir. 


	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga iptek dalam pertumbuhan ekonomi nasional


	Kemenegristek, BPPT,

LIPI, 

BATAN, LAPAN, BAPETEN,

Depnakertrans.
	320.582,7

	4.
	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Percepatan proses transformasi industri yang berbasis sumber daya lokal dan padat teknologi; 

2. Pengembangan dukungan pranata regulasi dan kebijakan yang kondusif bagi penerapan teknologi;

3. Pengembangan modal ventura dan start-up capital, dan technopreneur;

4. Pembinaan dan pelaksanaan audit/assessment teknologi;

5. Peningkatan peran pranata metrologi dan pengujian dan perumusan pengembangan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI); 

6. Peningkatan kemampuan industri kecil menengah dan koperasi yang berbasis teknologi.


	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 

Kegiatan-kegiatan Pokok:  

1. Peningkatan penguasaan teknologi produksi bahan bakar nabati & energi alternatif lainnya

2. Bantuan peningkatan inovasi dan kapasitas Iptek Sistem Produksi
3. Rancang bangun Buoy TEWS 
4. Rancang Bangun Pesawat Nir-awak (PUNA)
5. Rancang Bangun Kapal Motor Bersayap (WISE-8)
6. Pengembangan Mesin Manufaktur Berbasis Laser
7. Penguatan industri berbasis teknologi

8. Pengembangan Kapasitas Pranata Standardisasi
	Mendorong peningkatan kapasitas teknologi pada sistem produksi di dunia usaha dan industri serta sinergi antar berbagai komponen sistem inovasi nasional.


	Kemenegristek, BPPT,

LIPI, 

BATAN, LAPAN, 

BSN,

Dep. ESDM,

Dep. PU


	284.271,4
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A. KONDISI UMUM

Tingginya tingkat pengangguran terbuka merupakan tantangan utama pembangunan yang harus dihadapi. Jumlah pengangguran terbuka pada bulan Agustus 2006 mencapai 10,9 juta orang atau 10,3 persen dari jumlah angkatan kerja. Angka pengangguran ini masih cukup besar meskipun jumlah ini telah berkurang sekitar 970 ribu orang jika dibandingkan dengan bulan November 2005 yang sebesar 11,9 juta orang atau 11,2 persen. Penurunan angka pengangguran yang belum signifikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejauh ini masih belum mampu mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama lapangan kerja yang produktif.

Pengangguran terbuka tersebut sebagian besar terdiri dari penganggur usia muda (15-29 tahun), yaitu sebesar 8,6 juta orang atau 78,5 persen dari jumlah penganggur (keadaan Agustus 2006). Dari jumlah tersebut, penganggur usia muda di perdesaan mencapai 49,0 persen. Kondisi pengangguran terbuka ini juga diwarnai dengan tingginya jumlah penganggur berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar pengangguran terbuka hanya sekolah menengah pertama ke bawah, yaitu 6,1 juta orang atau 55,8 persen dari jumlah pengangguran terbuka, bahkan 3,4 juta orang atau 30,8 persen dari penganggur ini memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar ke bawah. Jumlah pengangguran terbuka usia muda ini cukup memprihatinkan karena sebagian dari mereka seharusnya masih berada di bangku sekolah.

Pengangguran terbuka kebanyakan berada di daerah perkotaan yaitu sebesar 5,7 juta orang atau 52,2 persen dari jumlah penganggur. Namun demikian, jumlah pengangguran terbuka di perdesaan yang pada bulan Agustus 2006 mencapai 5,3 juta orang meningkat jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2004 (4,8 juta orang) dan Februari 2005 (5,0 juta orang). Selain masalah pengangguran terbuka di perdesaan, masalah ketenagakerjaan ini juga diwarnai dengan banyaknya pekerja yang tidak menerima upah, yaitu mencapai 13,3 juta orang (23,3 persen dari total pekerja di perdesaan). Pada bulan Agustus 2006, sekitar 6,9 juta penganggur terbuka atau 62,7 persen berada di pulau Jawa. Keberadaan sebagian besar penganggur di pulau Jawa ini sebanding dengan andil jumlah penduduk pulau Jawa terhadap keseluruhan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 58,3 persen pada tahun 2005. Kondisi pengangguran juga diperparah dengan adanya setengah pengangguran terpaksa, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan, yang pada Agustus 2006 jumlahnya mencapai 13,8 juta orang (13,0 persen dari angkatan kerja).

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2006 mencapai 106,4 juta orang, bertambah sekitar 530 ribu orang jika dibandingkan dengan angkatan kerja bulan November 2005 yang besarnya 105,9 juta orang. Dalam kurun waktu November 2005-Agustus 2006, lapangan kerja baru bertambah 1,5 juta pekerja, dari 94,0 juta pekerja menjadi 95,5 juta pekerja. Dari jumlah lapangan kerja tersebut, lapangan kerja formal bertambah cukup banyak, yaitu sebesar 790 ribu pekerja, sementara pekerja informal bertambah sekitar 700 ribu. Meskipun jumlah pekerja pada kegiatan ekonomi formal meningkat, jumlah lapangan kerja formal pada Agustus 2006 hanya sebesar 29,7 juta atau sekitar 31,1 persen dari total lapangan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah lapangan kerja formal yang memiliki produktivitas tinggi masih belum dapat mengimbangi jumlah lapangan kerja informal yang memiliki produktivitas rendah. Lebih lanjut lagi, sebagian besar pekerja informal bekerja pada kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan tingkat produktivitas tenaga kerja yang jauh lebih rendah dibanding produktivitas usaha besar. Sebagian besar angkatan kerja, yaitu sebesar 52,1 persen (keadaan Agustus 2006) memiliki tingkat pendidikan sekolah dasar ke bawah, sehingga pekerjaan yang dapat digeluti hanyalah pekerjaan yang kurang produktif. Hal ini berakibat pada rendahnya pendapatan riil mereka sehingga kurang memberikan pendapatan yang dapat menyokong kebutuhan dasar minimal mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih menjadi masalah yang dihadapi pemerintah. Untuk mengatasi tingginya angka pengangguran terbuka, pemerintah telah mengupayakan penciptaan kesempatan kerja seluas-luasnya melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi biaya transaksi di bidang ketenagakerjaan dan sebagai konsekuensinya, peraturan ketenagakerjaan yang dapat mengurangi keluwesan pasar kerja terus disempurnakan. Namun demikian, pada perkembangannya upaya penciptaan pasar kerja yang luwes melalui perbaikan aturan main yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menghadapi kendala. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan pengurangan infleksibilitas pasar kerja dengan melakukan upaya perbaikan kebijakan dan aturan main dengan mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan melalui penerbitan berbagai peraturan yang mendukung pelaksanaannya.

Sementara itu, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja diupayakan dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan pemberi kerja. Sejauh ini lembaga pelatihan kerja yang dikelola pemerintah (Balai Latihan Kerja/BLK), baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, masih belum dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diembannya secara optimal karena keterbatasan sarana, prasarana dan sumberdaya manusia. Akibatnya, kemampuan BLK untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi menjadi terbatas, padahal kualitas dan produktivitas tenaga kerja sangat ditentukan oleh kompetensi tenaga kerja. Sejauh ini standar kompetensi kerja nasional di berbagai bidang profesi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi belum tersusun dengan baik dan sebagai akibatnya, penyusunan dan penerapan kurikulum berbasis kompetensi masih menemui banyak kendala. Tidak tersedianya suatu aturan baku tentang sertifikasi kompetensi juga turut menyebabkan terkendalanya penyusunan standar kompetensi kerja nasional di berbagai sektor sehingga turut menyebabkan rendahnya kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Lebih jauh lagi, sertifikat kompetensi tenaga kerja—termasuk yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)—belum banyak diakui oleh dunia usaha di dalam dan di luar negeri.

Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya juga telah diupayakan melalui kegiatan pembangunan yang dibiayai melalui APBN. Program-program penciptaan lapangan kerja seperti program pembangunan infrastruktur perdesaan, program pengembangan kecamatan, program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, dan lain-lain telah dikembangkan untuk menciptakan lapangan kerja terutama bagi tenaga kerja miskin, berpendidikan rendah, dan tidak terampil. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian juga telah diupayakan untuk menciptakan kesempatan kerja baru.

Pasar kerja yang luwes membutuhkan hubungan industrial antara pemberi kerja dan pekerja yang harmonis dan saling menghormati, namun sejauh ini potensi timbulnya perselisihan hubungan industrial masih cukup tinggi. Perselisihan hubungan industrial yang mengakibatkan pertentangan antara pemberi kerja dengan penerima kerja, yang antara lain berupa perselisihan mengenai hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, kecenderungannya semakin meningkat dan sejauh ini negosiasi bipartit belum menjadi alternatif utama untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sampai saat ini masih menghadapi banyak kendala dan memerlukan pembenahan. Hal ini penting untuk mendapat perhatian karena bekerja di luar negeri sebagai TKI menjadi salah satu alternatif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan akibat keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri, apalagi pasar kerja—baik untuk tenaga kerja terampil maupun tidak terampil—di luar negeri terbuka luas. TKI telah memberikan kontribusi devisa yang cukup besar, yaitu rata-rata Rp 24 triliun per tahun, belum termasuk valuta asing dan tabungan yang dibawa langsung oleh TKI. Oleh karena itu, sistem penempatan dan perlindungan TKI masih perlu disempurnakan agar TKI dapat bekerja dengan baik, terlindungi hak asasinya baik di dalam negeri maupun di tempat kerjanya di luar negeri, dan bisa menikmati hasil jerih payahnya secara penuh. Dalam rangka penyempurnaan tersebut, pada tahun 2006 pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang terkait dengan pelaksanaan reformasi kebijakan penempatan TKI, perlindungan TKI, pemberantasan calo/sponsor TKI, lembaga penempatan TKI, dan dukungan lembaga perbankan. Melalui Inpres ini kementerian/lembaga yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan penempatan TKI diinstruksikan untuk menyusun rencana tindak reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI serta batas waktu pelaksanaannya. Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 yang membentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) sebagai amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Dengan adanya BNP2TKI ini, diharapkan upaya penempatan TKI dapat lebih disinergikan dan terkoordinasi secara lebih optimal.

Masih rendahnya pengakuan sertifikat kompetensi TKI yang bekerja di luar negeri menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, mengingat ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (MRAs) akan berlaku pada tahun 2008. MRA tingkat ASEAN ini akan menjadi kerangka umum bagi penetapan MRA sektor yang memfasilitasi penghapusan hambatan teknis perdagangan di wilayah ASEAN. Rumusan berbagai MRA sektor ini tidak hanya untuk MRA barang (goods) namun termasuk pula MRA untuk jasa (services). Dengan dilaksanakannya MRA di tingkat ASEAN ini tenaga kerja di negara-negara ASEAN dimungkinkan untuk berpindah ke mana saja di wilayah ASEAN dan bekerja di wilayah tersebut. Pada akhirnya MRA ini dapat menjadi pendorong bagi peningkatan jumlah tenaga kerja terstandar (conformed)—sesuai dengan standar yang telah ditentukan bersama, disertifikasi oleh negara pengirim tenaga kerja, dan diakui oleh negara penerima tenaga kerja—yang memiliki pekerjaan berproduktivitas tinggi. Sementara itu, kesepakatan bilateral dengan negara-negara pengguna TKI seperti Singapura, Malaysia, dan lain-lain pada umumnya juga mensyaratkan permintaan tenaga kerja terstandar yang berkualitas tinggi.

Dengan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebesar 6,3 persen, lapangan kerja yang tercipta 2,1 juta tenaga kerja dan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2007 sebesar 9,9 persen dari angkatan kerja. Sementara itu, angkatan kerja tumbuh sebesar 1,5 persen dengan pertambahan angkatan kerja baru sebanyak 1,6 juta orang. Kondisi ketenagakerjaan Indonesia pada tahun 2008 diperkirakan akan masih memiliki kecenderungan yang sama dengan kondisi pada tahun 2007. Jumlah angkatan kerja masih besar sedangkan penyerapan tenaga kerja terutama tenaga kerja produktif menjadi sangat terbatas. Upah minimum pekerja formal akan dituntut untuk terus ditingkatkan karena tingginya biaya hidup pekerja, meskipun proses penetapan upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berdasarkan kebutuhan hidup layak masih mempunyai berbagai kelemahan, antara lain tidak memperhitungkan produktivitas pekerja, kondisi perekonomian, kondisi pasar kerja, dan kemampuan perusahaan pemberi kerja. Upah pekerja formal yang terus meningkat ini tidak diimbangi oleh peningkatan upah pekerja informal sehingga menimbulkan jurang pendapatan antara keduanya, padahal lapangan kerja informal yang mempunyai produktivitas rendah masih menjadi penyedia kesempatan kerja bagi sebagian besar angkatan kerja Indonesia.

Dengan kondisi ketenagakerjaan seperti tersebut di atas, tantangan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan ketenagakerjaan sebagai berikut: Pertama, menciptakan lapangan pekerjaan formal atau modern yang seluas-luasnya. Tantangan ini tidak mudah karena iklim ketenagakerjaan sejauh ini masih kurang kondusif dan harus dimotori dengan pengembangan industri padat pekerja. Kedua, mendorong perpindahan pekerja dari pekerjaan yang memiliki produktivitas rendah ke pekerjaan yang memiliki produktivitas tinggi. Tantangan ini diikuti dengan pentingnya perbaikan kebijakan ketenagakerjaan yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi; perubahan pola hubungan industrial antara pemerintah, pekerja dan pemberi kerja; serta peningkatan pendidikan, keterampilan/keahlian dan kompetensi tenaga kerja. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan para pekerja yang masih bekerja di lapangan kerja informal. Tantangan ini diikuti dengan pentingnya pemberdayaan UMKM yang banyak menyerap tenaga kerja informal; pengembangan program pemberdayaan masyarakat yang banyak menyerap tenaga kerja informal; serta reformasi penempatan dan perlindungan TKI baik TKI terampil maupun tidak terampil.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Sasaran yang hendak dicapai di tahun 2008 adalah menurunkan angka pengangguran terbuka menjadi 8,8 - 9,9 juta orang atau 8,0 - 9,0 persen dari angkatan kerja.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Dengan memperhatikan kondisi permasalahan ketenagakerjaan seperti tersebut di atas, maka kegiatan prioritas sebagai upaya perbaikan iklim ketenagakerjaan mutlak diperlukan agar sasaran tahun 2008 yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kegiatan prioritas tersebut meliputi: penyempurnaan peraturan-peraturan bidang ketenagakerjaan; harmonisasi regulasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi; penyusunan dan pengembangan standar kompetensi kerja nasional utamanya sektor industri manufaktur; percepatan pengakuan/rekognisi sertifikat kompetensi tenaga kerja; peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi; fasilitasi pelaksanaan negosiasi bipartit antara serikat pekerja dan pemberi kerja; konsolidasi program-program penciptaan kesempatan kerja; serta peningkatan pelayanan TKI ke luar negeri dengan murah, mudah dan cepat. Oleh karena itu, arah kebijakan peningkatan iklim ketenagakerjaan pada tahun 2008 ditujukan pada:

1. Melanjutkan Kebijakan Penciptaan Pasar Kerja yang Lebih Luwes

Kebijakan penciptaan lapangan kerja yang lebih luwes terus diupayakan untuk menciptakan kesempatan kerja di lapangan kerja formal seluas-luasnya dengan mempertimbangkan kondisi angkatan kerja Indonesia. Pemerintah akan terus mengupayakan pengurangan infleksibilitas pasar kerja dengan melakukan upaya penyempurnaan kebijakan dan aturan main dengan mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan. Penyempurnaan ini antara lain dilakukan dengan membuat peraturan pemerintah yang mengatur skema kompensasi pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dengan menyempurnakan sistem jaminan sosial bagi pekerja. Selain itu, aturan main yang berkaitan dengan pengupahan akan terus disempurnakan. Kriteria kenaikan upah minimum hendaknya mencerminkan berbagai tujuan yang lebih luas seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, kondisi makro ekonomi, dan perlindungan pendapatan bagi kelompok pekerja berupah rendah.

2. Peningkatan Fungsi Lembaga Bipartit dalam Pelaksanaan Negosiasi Hubungan Industrial

Dalam rangka mewujudkan proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang efektif, cepat, tepat, adil, dan murah, maka hubungan industrial terutama yang berkaitan dengan berjalannya perundingan antara pekerja dan pemberi kerja akan terus diperkuat. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui jalur penyelesaian bipartit—yaitu negosiasi langsung antara pekerja dan pengusaha—akan terus didorong. Oleh karena itu, fungsi dan kapasitas lembaga bipartit dalam pelaksanaan negosiasi juga harus diperkuat. Negosiasi bipartit ini terutama dilakukan untuk mencapai kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja mengenai kondisi kerja, syarat-syarat kerja serta besaran dan struktur upah. Di masa depan hubungan industrial yang baik akan menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan baik pekerja maupun pemberi kerja tanpa menimbulkan gejolak pasar kerja.

3. Melanjutkan Berbagai Upaya untuk Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pendidikan dan pelatihan yang baik dan berbasis kompetensi akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berkompetensi tinggi. Kualitas pendidikan dan pelatihan kerja akan senantiasa ditingkatkan dengan penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja agar kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja. Peran dan fungsi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja terutama Balai Latihan Kerja (BLK) yang sejauh ini masih terbatas akan terus ditingkatkan agar lembaga-lembaga ini mampu melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Sejalan dengan meningkatnya peran dan fungsi BLK ini diharapkan pada akhirnya kinerja BLK akan menjadi lebih baik dan mampu menghasilkan lulusan berkualitas dan berkompetensi tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri atau yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan berusaha secara ekonomi. Pengembangan BLK ini harus mengacu pada keberhasilan tiga BLK yang pada saat ini telah menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi di bidang otomotif dan mesin logam serta menghasilkan lulusan berkompetensi tinggi yang seluruhnya dapat diserap oleh pasar kerja. Untuk mendukung BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi, kerjasama dan kemitraan dengan pengguna tenaga kerja, asosiasi profesi, asosiasi industri/pengusaha, dan asosiasi lembaga pendidikan/pelatihan akan terus dipacu. 
Sejalan dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja yang berbasis kompetensi, penyusunan dan pengembangan standar kompetensi kerja nasional menjadi sangat penting untuk terus dilaksanakan. Standar kompetensi sangat dibutuhkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi sebagai dasar penyusunan dan penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Kegiatan seperti penyusunan pedoman dan prosedur standardisasi, pemantapan standar kompetensi kerja, pembakuan standar kompetensi kerja termasuk standar asesor serta kajian standar kompetensi kerja nasional juga dikembangkan dan ditingkatkan. Prioritas pengembangan industri pada industri manufaktur padat pekerja menyebabkan standar kompetensi nasional di sektor industri manufaktur perlu disusun untuk mendukung terciptanya pekerja manufaktur yang berkualitas tinggi. Selain itu, harmonisasi berbagai peraturan dan perundang-undangan di bidang standardisasi dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja pun harus ditingkatkan.

4. Peningkatan Pengakuan Sertifikat Kompetensi Tenaga Kerja

Pengakuan sertifikat kompetensi tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri sangat mendesak untuk dipercepat pelaksanaannya. Dengan demikian, Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi (BNSP) yang dibentuk untuk memperkuat standardisasi dan kompetensi akan terus diperkuat kelembagaannya. Dengan adanya BNSP, diharapkan sistem standardisasi dan sertifikasi kompetensi kerja nasional dapat dilaksanakan secara sinergis sehingga dapat dicapai manfaat nasional yang optimal. BNSP harus dapat berfungsi secara optimal terutama dalam menjamin pengakuan atau rekognisi sertifikat kompetensi yang dikeluarkannya. Upaya pengakuan sertifikat kompetensi tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan jejaring kerjasama baik di dalam  maupun di luar negeri; penguatan kapasitas dan kredibilitas BNSP/LSP termasuk instrumennya, sumber daya manusianya, fasilitas dan sarananya maupun manajemennya; dan penyebarluasan pemahaman dan kesadaran akan arti pentingnya sertifikasi kompetensi kerja melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi.

5. Melanjutkan Peningkatan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Pada intinya, pemerintah mengupayakan agar penempatan TKI di luar negeri menjadi mudah, murah dan bebas pungutan tidak resmi. TKI yang mendapat perhatian pemerintah tidak hanya TKI yang tidak terampil (unskilled), namun juga terkait dengan TKI terdidik dan terampil (skilled). Diupayakan agar TKI yang dikirim adalah TKI terampil berkualitas tinggi yang sebelumnya diberi pendidikan dan pelatihan untuk mengatasi kendala budaya dan bahasa yang mungkin akan dihadapi di negara tempat mereka bekerja. Prosedur penempatan dan perlindungan TKI akan disederhanakan dan didesentralisasikan untuk menghemat biaya. Informasi mengenai tenaga kerja akan diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi saat ini yaitu dengan Sistem Jaringan Informasi Terpadu agar informasi tentang pasar kerja internasional, mekanisme perencanaan, penempatan, perlindungan dengan pemantauan TKI yang terintegrasi dengan instansi terkait dapat menjadi lebih transparan, mudah diakses, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Kerjasama dan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) akan terus ditingkatkan agar penempatan TKI ilegal dan berbagai pungutan tidak resmi dapat dihindari. Pemerintah juga akan berupaya memfasilitasi penyediaan bantuan hukum bagi TKI yang mengalami masalah hubungan kerja di luar negeri. Kerjasama bilateral dengan pemerintah penerima TKI di luar negeri juga terus ditingkatkan dan dikembangkan ke arah kerjasama yang saling pengertian dan menguntungkan kedua belah pihak. Di samping itu, kerjasama dengan perbankan dalam pembiayaan penempatan TKI akan dikembangkan agar calon TKI dapat memperoleh kredit yang pasti dan murah. 

6. Melanjutkan Penyempurnaan Berbagai Upaya Penciptaan Kesempatan Kerja yang Dilakukan oleh Pemerintah

Untuk mengoptimalisasikan pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan, yaitu menurunkan tingkat pengangguran terbuka maka salah satu upaya strategis yang ditempuh adalah mengkonsolidasikan program-program perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan oleh berbagai sektor/instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Kerjasama ini dimaksudkan agar program-program pemerintah yang dibiayai oleh APBN dapat memberikan dampak terhadap penciptaan kesempatan kerja. Dengan demikian, prioritas nasional program-program peningkatan penciptaan kesempatan kerja dapat berjalan secara lebih efisien dan efektif. Semua ini memerlukan sosialisasi, edukasi, advokasi, pendampingan, dan pemberdayaan yang dilaksanakan secara intensif dan berkesinambungan serta menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Koordinasi dan kerjasama ini dilaksanakan sejak penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi termasuk penilaiannya.

7. Pengembangan Pusat-pusat Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan

Dalam rangka memberikan dan menyediakan informasi ketenagakerjaan yang mudah diakses/didapat, mudah dijangkau, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, serta akurat, diperlukan pengembangan pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan. Pusat-pusat informasi ketenagakerjaan yang sampai tahun 2006 sudah tersedia di 23 provinsi dan 38 kabupaten/kota harus dapat menjalankan fungsi pelayanan informasi ketenagakerjaan secara maksimal kepada masyarakat luas. Sedangkan bagi wilayah yang belum memilikinya, pusat-pusat informasi ketenagakerjaan perlu dibangun dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan yang sudah ada. Fungsi utama pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan adalah mempertemukan para pencari kerja dengan pemberi kerja dengan antara lain memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri; informasi tenaga kerja yang telah mempunyai sertifikasi kompetensi; dan informasi lembaga-lembaga pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi. Pusat pelayanan informasi juga dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen komunikasi dan sosialisasi yang terpadu dan komprehensif tentang ketenagakerjaan kepada masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan dukungan operasional yang memadai dengan tetap berpegang pada peningkatan kinerja kelembagaan.

D.
MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp. Juta)

	2. 
	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel;

2. Penyusunan berbagai aturan pelaksanaan UU No. 39/2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

3. Pemantauan dinamika pasar kerja dan berbagai tindakan agar penciptaan lapangan kerja formal dapat terlaksana;

4. Penyempurnaan berbagai program perluasan lapangan kerja yang dilakukan oleh Pemerintah;

5. Koordinasi penyusunan rencana tenaga kerja dan informasi pasar kerja;

6. Pengembangan infrastruktur pelayanan umum dalam rangka kegiatan pendukung pasar kerja; dan

7.
Peningkatan kerjasama antara lembaga bursa kerja dengan industri/perusahaan.
	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyempurnaan peraturan-peraturan ketenagakerjaan;

2. Peningkatan pelayanan TKI ke luar negeri dengan murah, mudah dan cepat;

3. Konsolidasi program-program penciptaan kesempatan kerja; 

4. Pengembangan pusat-pusat pelayanan informasi ketenagakerjaan;

5. Kerjasama pembangunan sistem jaringan informasi terpadu pasar kerja luar negeri;

6. Peningkatan fungsi perwakilan RI dalam perlindungan TKI di luar negeri.


	Terciptanya kesempatan kerja produktif.


	Depnakertrans


	477.457,4

	3. 
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan standar kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja;

2. Penyelenggaraan program-program pelatihan kerja berbasis kompetensi;

3. Fasilitasi pelaksanaan uji kompetensi yang terbuka bagi semua tenaga kerja;

4. Penguatan kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);

5. Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja;

6. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur latihan kerja; dan

7. Peningkatan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.


	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan program pelatihan berbasis kompetensi;

2. Peningkatan fungsi dan revitalisasi BLK menjadi lembaga pelatihan berbasis kompetensi;

3. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK; 

4. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana BLK;

5. Pemberdayaan dan fasilitasi lembaga pendidikan dan pelatihan kerja;

6. Penyusunan dan pengembangan standar kompetensi kerja nasional;

7. Harmonisasi regulasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi;

8. Percepatan pengakuan/rekognisi sertifikat kompetensi tenaga kerja;

9. Penguatan kelembagaan BNSP;

10. Penyelenggaraan program pelatihan pemagangan dalam negeri dan luar negeri;

11. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.


	Meningkatnya keterampilan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas.


	Depnakertrans


	608.219,4

	4. 
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Penyelesaian berbagai aturan pelaksanaan dari UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

2. Pemberian pemahaman dan penyamaan persepsi atas isi dan maksud peraturan/kebijakan ketenagakerjaan;

3. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap aturan yang berlaku;

4. Peningkatan fungsi lembaga-lembaga ketenagakerjaan;

5. Terciptanya suasana yang seimbang dalam perundingan antara pekerja dan pemberi kerja;

6. Penyelesaian permasalahan industrial secara adil, konsisten, dan transparan; dan

7. Tindak lanjut pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Keppres RI No. 59/2002).


	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja.

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Mendorong pelaksanaan negosiasi bipartit antara serikat pekerja dengan pemberi kerja;

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengawas hubungan industrial;

3. Penyebarluasan pemahaman dan penyamaan persepsi  tentang peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan;

4. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum serta keselamatan dan kesehatan kerja;

5. Pembinaan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja;

6. Pengembangan jaminan sosial tenaga kerja; 

7. Pengurangan pekerja anak dalam rangka menunjang Program Keluarga Harapan.


	Terciptanya suasana hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.
	Depnakertrans


	229.487,3


Bab 23

Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

BAB 23
Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

A.
Kondisi Umum

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Stabilitas tersebut diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Di sisi fiskal, kebijakan diupayakan untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkesinambungan serta memberikan stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, defisit APBN akan diupayakan dipertahankan pada batas-batas aman keuangan negara melalui peningkatan pendapatan negara serta peningkatan efisiensi pengeluaran negara. Kebijakan di sisi moneter diupayakan untuk menurunkan laju inflasi agar dalam jangka menengah setingkat dengan negara sekawasan. Sementara itu, sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dibutuhkan sektor keuangan yang kuat agar mampu menjadi sumber pembiayaan pembangunan.  

Suatu stabilitas sistem keuangan dikatakan kuat apabila sistem keuangan mampu menjalankan fungsinya dengan baik meski dihadapkan pada tekanan kondisi makroekonomi yang memburuk, baik nasional maupun internasional. Kebijakan dalam kerangka stabilitas sistem keuangan perlu terjaga secara terus menerus, sehingga mampu menjadi pengaman dan pengendali dalam aspek-aspek seperti infrastruktur, kelembagaan, dan pasar keuangan.

Secara umum ekonomi makro Indonesia tahun 2006 membaik didukung oleh stabilitas ekonomi yang semakin mantap. Meskipun sedikit melambat, secara keseluruhan pada tahun 2006 ekonomi tumbuh sebesar 5,5 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 5,7 persen. Di sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut didorong oleh konsumsi pemerintah sebesar 9,6 persen serta ekspor 9,2 persen. Investasi tumbuh melambat menjadi sebesar 2,9 persen pada tahun 2006, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2005 yang tumbuh sebesar 10,8 persen. Pada tahun 2007, investasi akan didorong dengan upaya-upaya perbaikan iklim usaha yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Pada triwulan I tahun 2007, ekonomi tumbuh sebesar 6,0 persen. Dengan demikian, sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2007 sebesar 6,3 persen dapat tercapai. 

Di sisi fiskal, sampai dengan 31 Desember 2006, realisasi pendapatan negara dan hibah lebih tinggi sebesar 28,9 persen atau naik sebesar Rp142,8 triliun dibandingkan realisasi tahun 2005. Tingginya penerimaan negara dan hibah tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp409,1 triliun atau 12,3 persen PDB, PNBP sebesar Rp226,9 triliun atau 6,8 persen PDB, dan hibah sebesar Rp1,9 triliun atau 0,1 persen PDB. Upaya pencapaian target penerimaan negara dan hibah tersebut, terutama penerimaan perpajakan ditempuh melalui perbaikan dan reformasi administrasi perpajakan yang berkelanjutan meliputi peningkatan pelayanan dan  perbaikan administrasi, peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak, peningkatan pengawasan internal terhadap petugas pajak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sistem informasi dan teknologi dalam rangka mendukung pelayanan perpajakan.

Di sisi pengeluaran, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara ditempuh melalui penajaman alokasi anggaran melalui realokasi belanja negara yang lebih terarah dan tepat sasaran,  serta perumusan kebijakan alokasi belanja ke daerah sesuai kewenangannya, baik dalam periode tahunan maupun jangka menengah. Selain itu, diupayakan untuk mewujudkan pengelolaan kas negara yang akurat, efisien dan  dapat diandalkan dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem penganggaran yang transparan dan akuntabel. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2006, pengeluaran negara mencapai 20,1 persen PDB yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 13,3 persen PDB dan belanja ke daerah sebesar 6,8 persen PDB. Sementara itu pada tahun 2007, pengeluaran negara diperkirakan mencapai 21,6 persen PDB yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 14,3 persen PDB dan belanja ke daerah sebesar 7,3 persen PDB.

Dengan langkah-langkah peningkatan efektivitas penerimaan negara dan efisiensi pengeluaran negara, defisit APBN  tahun 2006 sedikit meningkat dibandingkan realisasi tahun 2005 menjadi sebesar 1,0 persen PDB. Sementara itu, defisit APBN tahun 2007 diperkirakan sekitar 1,1 persen PDB.

Pada tahun 2008, kebijakan fiskal diarahkan untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkesinambungan serta memberikan stimulus fiskal melalui peningkatan penerimaan negara dengan melanjutkan reformasi administrasi perpajakan dan kepabeanan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan PNBP. Di sisi pengeluaran negara, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi belanja negara dengan mengacu pada penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). Sementara itu, di sisi  pembiayaan defisit, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan optimasi pembiayaan dengan masih tingginya beban pembayaran pokok utang baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan berbagai kebijakan di sisi penerimaan, pengeluaran dan pembiayaan, defisit APBN akan diupayakan tetap dipertahankan pada batas-batas aman keuangan negara.

Di sisi moneter, stabilitas ekonomi mengalami perkembangan yang membaik, tercermin dari menguatnya nilai tukar dan menurunnya laju inflasi. Dalam keseluruhan tahun 2006, nilai tukar Rupiah mencapai Rp9.168/USD atau menguat 5,5 persen dibanding tahun 2005 dan rata-rata empat bulan pertama tahun 2007 mencapai Rp9.098/USD. Hal ini didukung oleh membaiknya kondisi ekonomi makro dalam negeri seperti surplus neraca pembayaran yang cukup besar dan berkurangnya faktor risiko eksternal. 

Seiring dengan menguatnya dan stabilnya nilai tukar Rupiah, inflasi dalam tahun 2006 terus menurun mencapai 6,6 persen pada akhir tahun 2006, dan mencapai 6,3 persen pada bulan April tahun 2007 (y-o-y), lebih rendah dibandingkan tahun 2005 yang sebesar 17,1 persen. Terjaganya nilai tukar Rupiah dan laju inflasi telah memberikan ruang gerak bagi penurunan suku bunga. Selama tahun 2006, BI rate diturunkan sebanyak 7 (tujuh) kali dari 12,75 persen pada akhir tahun 2005, hingga menjadi 8,75 persen pada bulan Mei 2007. Penurunan tingkat suku bunga acuan tersebut mendorong sektor keuangan khususnya perbankan didalam meningkatkan penyaluran dana ke masyarakat. 

Peranan sektor keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan meningkat. Salah satu sektor keuangan yang memiliki peran cukup besar adalah perbankan. Perkembangannya ditunjukkan oleh pertumbuhan kredit yang disalurkan meningkat sebesar 14,1 persen dari sekitar Rp698,7 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp787,1 triliun pada tahun 2006 dan mencapai Rp794,7 triliun di bulan Maret 2007. Sejalan dengan perjalanan tersebut, rasio pinjaman terhadap deposito (loan to deposit ratio/LDR) meningkat mencapai 61,6 persen pada bulan Desember 2006, dan mencapai 62,0 persen pada bulan Maret 2007, lebih tinggi dibandingkan dengan akhir tahun 2005 yang sebesar 55,0 persen. Ketahanan perbankan nasional selama tahun 2006 juga menunjukan kondisi yang stabil tercermin dari rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) yang berkisar pada 21,3 persen pada bulan Desember 2006, dan mencapai 22,1 persen pada bulan Maret 2007. Rasio non performing loan (NPL gross) juga menurun menjadi 6,0 persen pada bulan Desember 2006, dan relatif terjaga hingga Maret 2007, lebih rendah dari tahun 2005 (7,4 persen). Di samping itu, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap terjaga. Dana masyarakat yang dihimpun oleh perbankan pada bulan Desember 2006 meningkat menjadi Rp1.298,8 triliun, naik 14,5 persen dari tahun 2005, serta mencapai Rp1.302,9 triliun pada bulan Maret 2007.

Aksesibilitas pendanaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terus ditingkatkan. Penyaluran kredit UMKM melalui perbankan meningkat sebesar 15,7 persen (y-o-y) dari Rp354,9 trilliun pada akhir tahun 2005 menjadi Rp410,4 triliun pada akhir tahun 2006 dan mencapai Rp415,7 triliun pada bulan Maret 2007. Selain itu, terhadap total kredit perbankan nasional, UMKM telah mendapat porsi sebanyak 51,9 persennya. Namun demikian, kredit UMKM tersebut masih didominasi oleh kredit konsumsi. Adapun komposisi penyaluran kredit UMKM sampai dengan bulan Maret 2007 adalah kredit konsumsi dan kredit modal kerja masing-masing sebesar 49,9 persen dan 40,8 persen, serta kredit investasi sebesar 9,3 persen. Diharapkan komposisi tersebut dapat berubah seiring dengan membaiknya iklim usaha serta sektor riil.  

Peningkatan fungsi intermediasi, selain diupayakan melalui perbankan konvensional juga ditempuh melalui perbankan syariah. Meskipun peranannya masih relatif kecil yang tercermin dari total aset yang hanya sekitar 1,6 persen (Februari 2007), namun bila dibandingkan dengan perbankan konvensional perkembangan perbankan syariah sangat maju, antara lain: (a)  meningkatnya penghimpunan dana pihak ketiga sekitar 46,3 persen (y-o-y) pada bulan Maret 2007; (b) tumbuhnya pembiayaan perbankan syariah sekitar 30,2 persen (y-o-y) pada bulan Maret 2007; serta (c) rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (financing to deposit ratio) perbankan syariah jauh di atas perbankan konvensional yaitu sekitar 97,2 persen pada bulan Februari 2007. Namun demikian kinerja perbankan syariah perlu terus dicermati mengingat adanya kecenderungan meningkatnya risiko pembiayaan macet dari sekitar 4,8 persen pada akhir Desember 2006 menjadi sekitar 5,5 persen pada bulan Februari 2007.

Pasar modal sebagai alternatif pendanaan jangka panjang bagi sektor swasta meningkat. Pada tahun 2006, IHSG BEJ dan nilai kapitalisasi pasar meningkat masing-masing 55,3 persen dan 56,7 persen disertai dengan peningkatan likuiditas pasar saham baik dalam nilai nominal maupun frekuensi perdagangan (meningkat masing-masing 10 persen dan 20 persen). Peranan pasar modal terhadap perekonomian juga meningkat dengan rasio kapitalisasi terhadap PDB tahun 2006 meningkat menjadi 37,4 persen, lebih tinggi dari tahun 2005 (29,4 persen). 

Sementara itu, sumber pendanaan jangka panjang yang diharapkan dari lembaga keuangan non bank, perkembangannya masih terkendala. Total aset yang terhimpun pada tahun 2005 melalui asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan pegadaian, baru sekitar 10,3 persen dari PDB, jauh lebih kecil dibandingkan dengan total aset perbankan yang mencapai 53,9 persen dari PDB. Skala usaha yang demikian kecilnya dengan pelaku industri yang sangat banyak (sekitar 500 perusahaan), membuat persaingan usaha pada industri ini menjadi sangat ketat. Selain itu, dana-dana jangka panjang yang dihimpun melalui asuransi dan dana pensiun masih ditempatkan pada pilihan investasi yang bersifat konservatif yaitu pada deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat utang negara (SUN). Hingga tahun 2005, proporsi investasi dana pada industri dana pensiun dan asuransi yang ditempatkan pada ketiga instrumen tersebut masing-masing mencapai di atas 50 persen. Sementara penempatan investasi pada instrumen keuangan yang lebih dapat menggerakkan sektor riil (seperti obligasi korporasi dan saham), perannya masih sangat terbatas, yaitu masing-masing masih dibawah 28 persen. Hal ini disebabkan oleh persepsi pelaku usaha terhadap risiko instrumen keuangan non konservatif masih tinggi. Selanjutnya, peran asuransi sebagai risk sharing agent dalam kegiatan yang memacu pertumbuhan sektor riil belum signifikan. Hal ini ditunjukkan sangat kecilnya aset yang terhimpun pada jenis usaha asuransi ini (27,8 persen dari total aset industri jasa perasuransian) dengan pelaku usaha yang sangat banyak (63,8 persen dari total perusahaan asuransi).

Kondisi di atas disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum (law enforcement) dan belum diterapkannya secara penuh standar internasional dalam pengaturan dan pengawasan industri jasa-jasa keuangan non bank yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat pada jasa-jasa keuangan tersebut. Di samping itu, restrukturisasi industri jasa-jasa keuangan yang mengarah pada upaya peningkatan efisiensi industri seperti asuransi dan dana pensiun, belum sepenuhnya dapat diwujudkan.

Pengembangan instrumen pasar modal sebagai alternatif pendanaan pembangunan akan terus didorong. Pemahaman masyarakat terhadap pasar derivatif sebagai sarana keuangan untuk melakukan lindung nilai atas portofolionya akan ditingkatkan. Kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK-EBA) untuk pengembangan pasar sekunder kredit pemilikan rumah (KPR) akan dikembangkan. Kendala yang menghambat pemerintah daerah menerbitkan obligasi di pasar modal antara lain masih belum siapnya pemerintah daerah dalam melakukan publikasi kondisi keuangan daerah akan ditangani.

Selanjutnya moda-moda pendanaan non bank untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan didorong, antara lain melalui modal ventura dan jenis-jenis usaha dalam industri perusahaan pembiayaan. Beberapa kedala bagi Modal Ventura untuk dapat berperan sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM antara lain: terbatasnya modal yang menyulitkan dalam melakukan upaya peningkatan pendanaan (rising funds) melalui pinjaman komersial atau penerbitan surat utang,  rendahnya daya saing industri dalam menjaring perusahaan pasangan usaha (PPU), terbatasnya ruang gerak pengelolaan likuiditas dan investasi berjangka panjang yang dapat mendukung efisiensi usaha, serta  tingginya risiko usaha dari PPU-nya (yang pada umumnya bergerak pada sektor industri primer) sehingga mengakibatkan keengganan investor untuk menanamkan modalnya akan ditangani dalam tahun 2008. Di samping itu, permasalahan utama yang dihadapi oleh perusahaan pembiayaan antara lain: keterbatasan sumber-sumber pendanaan (mayoritas bersumber dari perbankan), dan masih lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian pada mekanisme penyaluran pembiayaannya yang mengakibatkan industri ini dinilai masih berisiko tinggi akan diatasi. Keseluruhan ini akan meningkatkan pendanaan bagi UMKM.

Selanjutnya, dalam rangka memperkuat sistem keuangan dalam negeri, pemerintah telah meletakkan landasan mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis. Pada akhir tahun 2005, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan untuk menjalankan fungsi penjaminan terhadap dana-dana masyarakat yang ditempatkan di perbankan secara bertahap, didasarkan atas batas maksimum tertentu simpanan. Selain itu, telah dilakukan penggabungan Bapepam dan Lembaga Keuangan yang dipersiapkan untuk menjadi lembaga pengawas jasa keuangan yang independen. Sebagai kelanjutannya, langkah-langkah untuk mewujudkan mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis dalam bentuk konsep Jaring Pengaman Sektor Keuangan Indonesia (JPSKI) akan ditingkatkan.

Disamping itu, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terus ditingkatkan. Rejim anti TPPU yang telah terbentuk sejak tahun 2002 merupakan upaya pemerintah bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk mendukung efektifitas pencegahan dan pemberantasan tidak pidana ini. Berbagai modus operandi tindak pidana pencucian uang yang secara umum menggunakan sarana perbankan, seperti menggunakan identitas palsu dalam upaya memanfaatkan fasilitas perbankan, penyuapan dengan menggunakan uang atau instrumen keuangan lainnya, dan pemanfaatan jasa perbankan oleh para pelaku penebangan hutan secara ilegal (illegal logging) akan terus diawasi secara ketat. Sarana pencucian uang lainnya, seperti pembukaan polis asuransi jiwa jumlah besar yang dibayar tunai sekaligus, pelarian dana-dana yang diperoleh secara ilegal ke luar negeri dan kemudian dikembalikan ke Indonesia melalui berbagai cara yang memanfaatkan industri pasar modal (seperti pembelian efek, reksadana, serta perolehan saham melalui initial public offering) akan terus dicermati secara ketat. 

Tingkat kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK), baik perbankan maupun non perbankan terus ditingkatkan. Melalui sistem pengawasan yang telah dikembangkan diharapkan dapat mendorong PJK dalam melakukan kewajiban pelaporan terhadap dugaan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (suspicious transaction report/STR) dan transaksi tunai (cash transaction report/CTR). Disamping itu, penerapan prinsip mengenal nasabah (know your customer/KYC) terus disosialisikan secara luas guna mencegah terjadinya TPPU. 

Namun, dalam pelaksanaannya upaya-upaya di atas masih ditemui berbagai kendala. Hambatan utama adalah masih terjadinya perbedaan dan kurangnya pemahaman tentang pencucian uang di berbagai kalangan (termasuk penegak hukum). Kendala lainnya adalah masih terbatasnya kapasitas institusi dalam pembangunan rezim anti pencucian uang, seperti keterbatasan kewenangan penanganan TPPU, sumber daya manusia, dan infrastruktur penunjangnya.

Perencanaan dan keberhasilan pembangunan tidak dapat terlepas dari tersedianya statistik berupa data dan informasi tentang kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan di bidang statistik dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna statistik melalui penyediaan dan pengembangan data statistik sebagai sumber informasi dalam pembangunan, serta memenuhi kebutuhan statistik wilayah kecil sejalan dengan proses otonomi daerah. Pembangunan statistik diarahkan pada penyediaan data statistik berkualitas di berbagai tingkat dan pengembangan sistem statistik wilayah kecil dan spesifik daerah secara bertahap untuk mendukung otonomi daerah.

Ketersediaan data statistik yang lengkap, menyeluruh, akurat, dan tepat waktu membutuhkan program kerja yang terencana, mengacu pada standar metodologi tertentu, serta dilakukan secara bertahap dan bersinambungan. Di samping itu, dibutuhkan koordinasi dan kerjasama yang sinergi antara instansi penyedia data dan pengguna data. Data yang baik tidak hanya tergantung dari kualitas SDM pada instansi penyedia data, tetapi juga sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik.  Masyarakat diharapkan memberikan informasi statistik secara jujur dan benar.

Dalam rangka mengantisipasi peningkatan kebutuhan data statistik, pembangunan di bidang statistik terus dikembangkan dengan teknik dan metodologi yang sesuai, mulai dari tahap pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, hingga diseminasi data statistik. Program-program pembangunan statistik pada tahun 2008 tetap mengacu pada program-program RPJM Tahun 2004-2009. 

Kegiatan-kegiatan di bidang statistik yang akan dilaksanakan pada tahun 2008 antara lain: Analisis Sensus Ekonomi 2006 (SE06), Lanjutan Survei Biaya Hidup 2007 (SBH 2007), Persiapan Sensus Penduduk (SP) 2010 yang meliputi kegiatan pembuatan peta desa dan peta sesuai dengan satuan lingkungan setempat (RT atau banjar) untuk daerah perkotaan, serta seminar atau workshop dalam rangka  penyusunan kuesioner SP 2010, pendataan Potensi Desa (Podes) SP 2010. Setiap sensus dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yaitu Sensus Penduduk (SP) yang dilaksanakan setiap tahun yang berakhiran 0 (nol), Sensus Pertanian (ST) pada tahun berakhiran 3 (tiga), dan Sensus Ekonomi setiap tahun yang berakhiran 6 (enam). Pelaksanaan suatu sensus dilakukan dalam 3 tahap, yaitu: (1) tahap persiapan, biasanya 2 (dua) tahun menjelang pelaksanaan sensus, (2) tahap pelaksanaan sensus, dan (3) tahap analisis yang dilaksanakan 2 (dua) tahun setelah pelaksanakaan sensus. Analisis SE 06 dimaksudkan untuk menyusun berbagai indikator ekonomi makro dan sebagai benchmark dalam pelaksanaan survei-survei lain di bidang ekonomi. Sementara hasil SBH 2007 yang digunakan sebagai penimbang untuk penghitungan inflasi, dilaksanakan di 66 kota, yang sebelumnya didasarkan pada hasil SBH 2002 (pada 45 kota).  

Kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2008, antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) sebagai dasar pengukuran angka kemiskinan, Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Pertanian, Survei Industri dan survei-survei lain yang mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB).

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Sasaran untuk tahun 2008 adalah:

1. Menurunnya laju inflasi menjadi sekitar 6,0 persen;

2. Terjaganya ketahanan fiskal serta memberikan stimulus fiskal secara terbatas sehingga defisit anggaran diupayakan sekitar 1,7 persen PDB;

3. Meningkatnya ketahanan sektor keuangan, antara lain dengan:

a. Terbentuknya peraturan perundang-undangan mengenai jaring pengaman sektor keuangan;

b. Terlaksananya secara bertahap pembentukan OJK; 

c. Tersedianya instrumen keuangan yang berjangka waktu panjang;

d. Terpenuhinya modal minimum dan perkuatan lembaga keuangan; serta

e. Terselenggaranya pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang sesuai dengan standar internasional.

4. Meningkatnya fungsi intermediasi perbankan dan penyaluran dana melalui lembaga keuangan non bank (termasuk pasar modal), terutama:

a. Penegasan fungsi bank BUMN;

b. Peningkatan aksesibilitas pendanaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM);

c. Tersedianya kerangka kebijakan pembiayaan mikro, yang mencakup antara lain skema pembiayaan mikro, dan pembentukan contribution company; serta

d. Tersedianya peraturan perundangan yang kondusif untuk berkembangnya instrumen pasar keuangan, seperti obligasi daerah dan obligasi berprinsip syariah (termasuk SUKUK), serta instrumen derivatif seperti Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA). 

5. Meningkatnya peranan lembaga jasa keuangan non bank terhadap perekonomian yang dicerminkan oleh peningkatan rasio nilai aset lembaga jasa keuangan non bank terhadap PDB dan tersedianya mekanisme perlindungan nasabah/investor lembaga jasa keuangan.

6. Meningkatnya stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang  (TPPU), terutama:

a. Amandemen atas UU TPPU serta ketersediaan peraturan pelaksanannya yang lebih kokoh untuk mencegah dan memberantas TPPU;

b. Peningkatan kepatuhan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan (PJK); serta

c. Peningkatan kualitas hasil analisis dugaan terjadinya TPPU.

7. Tersedianya data statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan dengan meningkatkan kemampuan sistem informasi, pengolahan, sumberdaya manusia di bidang iptek serta meningkatnya koordinasi antar instansi pemerintah di bidang statistik untuk menghindari duplikasi kegiatan statistik yang serupa.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008


Dalam rangka mencapai sasaran sebagaimana disebutkan di atas, arah kebijakan yang merupakan prioritas penyelenggaraan program-program pembangunan untuk tahun 2008 tetap melanjutkan arah kebijakan tahun sebelumnya dalam menjaga stabilitas ekonomi yang mengarah pada kesinambungan fiskal adalah sebagai berikut: 

1. Melanjutkan modernisasi administrasi perpajakan melalui penerapan fitur-fitur Large Taxpayer Office (LTO), reformasi administrasi sengketa pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta melanjutkan perluasan kantor KPPN Prima; 

2. Melanjutkan modernisasi administrasi kepabeanan dan cukai melalui pembentukan Kantor Pelayanan Utama (KPU) termasuk penerapan National Single Window (NSW) dan peningkatan kinerja kepabeanan dan cukai;
3. Pemantapan efektivitas pengeluaran negara melalui peningkatan perencanaan kebijakan APBN, penajaman prioritas anggaran, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran melalui pengembangan sistem informasi perbendaharaan, pembinaan dan pelaksanaan anggaran,  penyelenggaraan dan peningkatan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) serta peningkatan pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah;

4. Pembinaan akuntansi keuangan negara melalui penyempurnaan sistem informasi akuntansi berbasis akrual, pengembangan dan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat.

5. Pemantapan Pelaksanaan sistem penganggaran melalui pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta penyusunan/penyempurnaan/ pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran;

6. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan negara serta  inventarisasi dan penilaian kekayaan negara/barang milik negara;

7. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pinjaman baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri; 

8. Peningkatan ketahanan sektor keuangan melalui implementasi sistem keuangan yang sehat, mantap serta efisien guna mendukung stabilitas ekonomi makro yang difokuskan pada:

a. Pemantapan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter antara Pemerintah dan BI untuk menjaga likuiditas ekonomi agar sesuai dengan kebutuhan riilnya, serta menjaga pasokan dan distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat;

b. Koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan yang dapat mendorong penciptaan instrumen pasar keuangan yang lebih berjangka waktu panjang; serta

c. Pembentukan jaring pengaman sektor keuangan dan pembentukan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai Lembaga yang independen.

9. Mempercepat fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat melalui:

a. Optimalisasi penyaluran kredit perbankan, termasuk peningkatan akses permodalan kepada UMKM, terbentuknya kerangka pembiayaan usaha mikro, dan peningkatan peran asuransi kredit;

b. Peningkatan peran bank BUMN;

c. Peningkatan pengaturan dan pengawasan jasa-jasa keuangan;

d. Peningkatan diversifikasi sumber-sumber pendanaan lembaga jasa keuangan non bank melalui pengaturan, pengembangan insentif dan law enforcement pada pengawasan industri jasa keuangan non bank;

e. Peningkatan akses masyarakat kepada lembaga keuangan berbasis syariah;

f. Penyelesaian peraturan perundang-undangan yang dapat memfasilitasi terbentuknya instrumen derivatif (termasuk sekuritisasi); serta 

g. Pengembangan lembaga keuangan bank dan non bank berbasis syariah.

10. Menjaga sistem keuangan dari upaya tindak pidana pencucian uang (TPPU), antara lain melalui:

a. Penyempurnaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peningkatan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan TPPU;

b. Peningkatan pengawasan kepatuhan penyedia jasa keuangan (PJK);

c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga domestik, Financial Intelligence Unit (FIU) di negara lain dan organisasi anti pencucian uang; serta

d. Penegakan hukum atas TPPU dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. 

11. Melanjutkan pengembangan dan penyempurnaan data dan informasi statistik di berbagai tingkat untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik dengan fokus pada:

a. Pembinaan/pembuatan/pengembangan sistem, data statistik dan informasi, dengan mengembangkan sistem statistik wilayah kecil dan spesifik daerah  secara bertahap;

b. Pembinaan Statistik dan Sensus yang meliputi Persiapan Sensus Penduduk 2010 berupa pemetaan dan pendataan potensi desa (podes), analisis SE2006, Susenas dan Sakernas; Survei Pertanian antar Sensus (Sutas), dan survei-survei lainnya.
D.
MATRIK PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp. Juta)

	1.
	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Melakukan reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan, meliputi: 

(a) Melakukan amandemen Undang-undang Perpajakan dan menyempurnakan peraturan-peraturan perpajakan di bawahnya; 

(b) Melanjutkan ekstensifikasi perpajakan diantaranya: (i) membentuk dan menyempurnakan bank data dan Single Identity Number (SIN); (ii) menyempurnakan program e-mapping dan smart mapping; dan (iii) mengumpulkan dan memutakhirkan data untuk menjaring wajib pajak (WP) baru; 

(c) Melanjutkan intensifikasi penerimaan pajak, diantaranya dengan: (i) melaksanakan pemeriksaan terhadap sektor industri tertentu yang tingkat kepatuhannya masih rendah; (ii) meningkatkan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk memberikan detterent effect yang positip; dan (iii) melaksanakan kegiatan penagihan pajak melalui penyitaan rekening WP/Penanggung Pajak, pencegahan dan penyanderaan; 

(d) Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan kepada wajib pajak, melalui: (i) melanjutkan penyempurnaan Sistem Informasi Pajak/SIP (Simplifikasi, Sistem, dan Prosedur); (ii) menyempurnakan program pelayanan restitusi; (iii) melanjutkan pengembangan dengan pelaksanaan e-filling, e-registration, e-payment, e-concelling; dan (iv) meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai information service dan public relation; 

(e) Melakukan penyempurnaan kelembagaan dengan mengembangkan fitur-fitur large taxpayer office (LTO) pada kantor pajak menengah dan kecil; 

(f) Melaksanakan ”good governance” di lingkungan Ditjen Pajak (DJP) diantaranya: monitoring code of conduct, menyisir berkas kasus pelanggaran disiplin di setiap kanwil DJP, sosialisasi peraturan kepegawaian, dan meminimalisasi kontak dengan wajib pajak; 

(g) Penyempurnaan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain dengan menerapkan sistem pengukuran kinerja administrasi perpajakan, pembentukan unit pengukuran kinerja, dan pembentukan gambaran/sifat pokok skema kompensasi baru; 

(h) Pengukuran tingkat kepuasan wajib pajak; 

(i) Meningkatkan kerjasama dengan perbankan dalam rangka memberikan kemudahan pembayaran pajak; serta

(j) Memperbaiki manajemen pemeriksaan pajak.


	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara

Kegiatan-kegiatan pokok adalah:

1. Penyusunan, pengkajian, dan pengembangan data dan informasi perpajakan

· Disain dan pembentukan model  basis data perpajakan atau "SIN";

· Integrasi data center  PBB melalui penyesuaian sistem dan prosedur data PBB;

· Survey dan pemetaan .
2.
Modernisasi Administrasi Perpajakan 

· Pengadaan perangkat teknologi informasi dan sarana pendukungnya;

· Penyempurnaan keputusan pendukung upaya peningkatan penerimaan pajak;

· Peningkatan citra DJP;

· Penyusunan pedoman pendukung upaya peningkatan penerimaan pajak;

· Pengembangan fitur-fitur aplikasi  IT modernisasi;

· Penyelenggaraan kompetisi internal dan eksternal yang mampu menguatkan kordinasi wilayah dan DJP dengan masyarakat.

3.   Peningkatan kualitas pelayanan perpajakan 

· Ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak (WP);

· Pencetakan kertas berharga; 

· Penyelenggaraan pemeriksaan, penyuluhan, penetapan, penagihan pajak, dan pengawasan pajak bumi dan bangunan;
· Pemeliharaan sarana dan prasarana;
· Penyuluhan dan penyebaran informasi;
	1. Meningkatnya dan terselamatkannya penerimaan negara terutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan;

2. Meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.


	Depkeu, BPK
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	2. Melakukan reformasi kebijakan dan administrasi kepabeanan dan cukai yang meliputi: 

(a) Melakukan reformasi kebijakan kepabeanan dan cukai, diantaranya: (i) Melakukan amandemen Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terutama yang berkaitan dengan ketentuan tentang tindak pidana penyelundupan; (ii) Melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai; (iii) Melakukan pengkajian terhadap peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagai upaya peningkatan pelayanan dan pengawasan; dan 

(b)   Melanjutkan reformasi administrasi kepabeanan dan cukai, yang meliputi kegiatan: (i) Memberikan fasilitasi perdagangan; (ii) Meningkatkan pelayanan dibidang cukai; (iii) Meningkatkan pemberantasan tindak pidana penyelundupan dan under valuation; (iv) Meningkatkan sistem pengawasan dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai serta perlindungan terhadap masyarakat; (v) Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder; (vi) Menerapkan komputerisasi dalam sistem, prosedur, dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai; (vii) Meningkatkan profesionalisme dan integritas pegawai melalui penyempurnaan kode etik (code of conduct committee-CCC), pembentukan unit investigasi khusus (special investigation unit), penyediaan saluran pengaduan dan pembentukan ombudsman kepabeanan dan cukai; (viii) Melaksanakan audit kepabeanan dan cukai secara berhasilguna dan berdayaguna; (ix) Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana fisik; dan (x) Meningkatkan kualitas penyuusunan anggaran dan administrasi keuangan;


	4. Modernisasi administrasi kepabeanan dan cukai 
· Pembentukan 4 Kantor Pelayanan Utama (KPU);

· Penerapan National Single Window(NSW);

· Peningkatan kinerja kepabeanan dan cukai.

5. Pengembangan sistem informasi kepabeanan dan cukai;

6. Peningkatan sarana pengawasan kepabeanan;

7. Penyusunan dan pengembangan data dan statistik kepabeanan;
	
	Depkeu
	

	
	3. Melakukan reformasi kebijakan administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang meliputi: 
(a) Melakukan reformasi kebijakan PNBP, diantaranya: (i) Melakukan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP Sumber Daya Alam (SDA), laba BUMN, PNBP lainnya, pajak/pungutan ekspor dan Badan Layanan Umum (BLU), yang antara lain mencakup tatacara penentuan jumlah, pungutan, pembayaran, penyetoran dan penagihan PNBP serta pengajuan dan penyelesaian keberatan PNBP; (ii) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan ketentuan perundangan-undangan di bidang migas, panas bumi, sumber PNBP lainnya, pajak/pungutan ekspor, dan BLU; (iii) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan tarif di bidang PNBP dan pajak/pungutan ekspor; (iv) Melakukan penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan BLU, pajak/pungutan ekspor; (v) Melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan di bidang PNBP, pajak/pungutan ekspor dan BLU; (vi) Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi dan rekonsiliasi data baik yang menyangkut SDA, Laba BUMN, PNBP lainnya, pajak/pungutan ekspor dan BLU; (vii) Melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka inovasi dan diversifikasi pungutan PNBP; serta (viii) Melakukan pemantauan pelaksanaan law enforcement di bidang PNBP; dan 

(b) Melanjutkan reformasi administrasi PNBP yang meliputi: (i) Pengembangan sistem informasi dan database di bidang PNBP dan BLU; (ii) Meningkatkan kegiatan rekonsiliasi, monitoring dan evaluasi PNBP; (iii) Melakukan penyempurnaan administrasi monitoring konsumsi BBM dan perkembangan harga jual eceran BBM dalam negeri, industri penerbangan dan lainnya; (iv) Melakukan verifikasi besaran PNBP dan pajak pungutan ekspor; serta (v) Melakukan penyempurnaan sistem administrasi penerimaan pajak/  pungutan ekspor dengan menggunakan sistem informasi komputer (on line).

4. Memantapkan pengelolaan pinjaman RDI, RPD dan SLA antara lain dengan: (i) memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan administrasi pinjaman; (ii) proyeksi penerimaan negara dari pengembalian pinjaman; (iii) mengembangkan komputerisasi penatausahaan pinjaman; serta (iv) melakukan pengkajian terhadap peraturan yang ada untuk pengelolaan pinjaman.


	8. Pembinaan/koordinasi/evaluasi dan pelaporan di bidang PNBP

· Penelitian dan pengembangan dalam rangka inovasi dan diversifikasi pungutan PNBP;

· Evaluasi dan penilaian pelaksanaan PNBP pada kementerian/lembaga;

· Rekonsiliasi dan verifikasi;

· Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. 
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	9. Pengkajian kebijakan/analisis tentang tarif, objek dan subjek atas bea masuk, cukai, pajak dan PNBP;

10. Pengelolaan resiko fiskal;
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	5. Meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan biaya administrasi pengurusan piutang negara dan Bea Lelang melalui: 

(a) Peningkatan pelayanan piutang negara dan lelang; 

(b) Penyusunan pedoman penatausahaan Berkas Kasus Piutang Negara dan risalah lelang; 

(c) Penyempurnaan Sistem Administrasi dan Informasi dan Pengurusan Piutang dan Lealang Negara; 

(d) Penyusunan pedoman teknik penilaian tanah, bangunan, dan mesin-mesin; 

(e) Penyempurnaan draft RUU Pengurusan Piutang Negara dan RUU Lelang Negara serta peraturan pelaksanaannya; 

(f) Penyempurnaan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengurusan piutang negara dan lelang; serta 

6. Penyusunan RPP dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan Usul dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah


	11. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara dan lelang;

12. Peningkatan pelayanan piutang negara dan lelang;
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	7. Melakukan reformasi kebijakan dan administrasi sengketa pajak, yang meliputi: 

(a) Upaya mendorong partisipasi masyarakat wajib pajak dalam menggunakan haknya untuk mencari/ mendapatkan keadilan pajak; 

(b) Pembangunan sistem informasi sengketa pajak yang meliputi pengembangan data warehouse putusan pengadilan, pembangunan situs pengadilan pajak; serta 

(c) Penyempurnaan sistem informasi sengketa pajak (SISPA).


	13. Peningkatan fasilitas pelayanan umum dan operasional pengadilan pajak;
14. Reformasi administrasi sengketa pajak;

15. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana.
	
	Depkeu
	

	2.
	Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara 

Kegiatan-kegiatan pokok adalah:

1. Untuk memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara; 

2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan publik setiap instansi pemerintah serta pemeliharaan aset negara melalui pelaksanaan reformasi pengadaan barang dan jasa dan pembangunan e-procurement untuk sistem pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah; 


	Program Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara

Kegiatan-kegiatan pokok adalah: 

1. Pembinaan dan pelaksanaan anggaran;
2. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kas negara;

3. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan penerusan pinjaman;

4. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dana investasi pemerintah;

5. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dana keuangan Badan Layanan Umum;

6. Pengembangan sistem informasi perbendaharaan;

7. Penyempurnaan dan pengembangan manajemen keuangan pemerintah;


	1. Terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan secara efisien;

2. Tersusunnya kebijakan insentif pendanaan bagi pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar, serta wilayah terisolir.
	Depkeu
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	3. Menyediakan sarana dan prasarana pembangunan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; 

4. Mengurangi beban pembayaran bunga utang pemerintah. 

5. Mengarahkan pemberian subsidi agar lebih tepat sasaran; 

6. Mengarahkan belanja bantuan sosial yang dapat langsung membantu meringankan beban masyarakat miskin serta masyarakat yang tertimpa bencana nasional; 


	8. Peningkatan perencanaan kebijakan APBN melalui: 

· Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang APBN TA 2009;

· Penyelesaian Perpres tentang rincian anggaran kementerian/lembaga TA 2009;

· Penyusunan database APBN;

· Koordinasi penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah/GFS tahun 2008;

· Penyempurnaan sistem penganggaran melalui GFMRAP.


9. Penyempurnaan dan pengembangan Sistem Aplikasi Perencanaan APBN (SAPA);
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	7. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan desentralisasi fiskal dalam rangka penyempurnaan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah melalui penyusunan dan perumusan kebijakan dalam penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak termasuk Dana Reboisasi; 

8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat terkait dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dana perimbangan; 

9. Melanjutkan langkah-langkah pemutakhiran data yang menyangkut perumusan kebijakan dana perimbangan; 

10. Menyusun dan merumuskan kebijakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN dan harmonisasi peraturan daerah (Perda) yang antara lain terkait dengan perluasan dan peningkatan sumber penerimaan daerah; 

11. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta pengawasan atas Perda pajak daerah dan retribusi daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kebijakan nasional; 

12. Menyusun dan merumuskan kebijakan penataan pengelolaan keuangan daerah, yang antara lain terkait dengan ketentuan mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, perbaikan manajemen keuangan daerah, pengendalian defisit dan surplus anggaran daerah, serta pelaporan dan pengelolaan informasi keuangan daerah; serta 

13. Menyusun dan merumuskan kebijakan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban, pemantauan dan evaluasi, serta pengalihan/ pergeseran secara bertahap dari sebagian anggaran Kementerian/Lembaga yang digunakan untuk membiayai urusan daerah menjadi DAK. 


	10. Peningkatan pengelolaan hubungan keuangan pusat dan daerah

· Penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analis data dan statistik dana perimbangan, dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP), serta desentralisasi fiskal;

· Pelaksanaan studi kebijakan dana perimbangan, dekonsentrasi dan TP, serta pinjaman dan kapasitas daerah;

· Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana perimbangan, desentralisasi, dekonsentrasi dan TP;

· Penyiapan informasi indikasi kemampuan keuangan daerah;

· Koordinasi antar instansi terkait dalam rangka sinkronisasi kebijakan dana perimbangan, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta melaksanakan pemantauan dan evaluasinya;

· Penyiapan informasi indikasi kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyusunan DRPPHLN

· Penilaian usulan pinjaman Pemda yang dananya berasal dari penerusan PHLN;

· Penyusunan data base kinerja keuangan BUMD.

11. Penyelenggaraan dan peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) 

· Implementasi dan asistensi SIKD Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah;

· Pengembangan sistem aplikasi data dasar, APBD dan Dana Perimbangan;

· Pengembangan data base keuangan daerah;

· Penyediaan infrastruktur dan jaringan SIKD;

· Pembangunan data base pinjaman Pemda yang dananya berasal dari penerusan PPLN integrasi dengan SIKD.

12. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang perangkat peraturan daerah 

· Penyusunan pedoman dana perimbangan, desentralisasi fiskal, hibah, dana darurat dan pinjaman.

13. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana;
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	14. Pengkajian kebijakan/analisis di bidang belanja negara
· Kajian formulasi kebijakan belanja negara;

· Studi analisis dampak belanja pusat terhadap pertumbuhan ekonomi;

· Studi analisis kebijakan keuangan daerah;

· Studi analisis kerangka subsidi di Indonesia;

· Monitoring dan evaluasi kebijakan belanja pusat dan daerah serta subsidi;

· Analisis belanja negara dalam rangka penanggulangan kemiskinan;


	
	Depkeu
	

	3.
	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara  

Kegiatan-kegiatan pokok adalah:

1. Menyusun standar akuntansi pemerintah dan penyempurnaan sistem akuntansi; 

2. Mempercepat penyelesaian dan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat; 

3. Mengintegrasikan informasi keuangan perusahaan negara ke dalam laporan keuangan pemerintah; 

4. Meningkatkan cakupan informasi secara berjenjang untuk mendukung penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi; 

5. Menyusun pedoman dan penyajian statistik keuangan pemerintah; 

6. Membimbing pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah; 

7. Menyajikan informasi perbendaharaan negara secara berkala atau non berkala; 

8. Mendukung pengembangan dan penyempurnaan sistem perbendaharaan; serta 

9. Mengembangkan jabatan fungsional perbendaharaan.


	Program Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara  

Kegiatan-kegiatan pokok adalah: 

1. Penyempurnaan sistem informasi akuntansi berbasis acrual; 

2. Penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat;

3. Penyusunan/penyempurnaan /pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN;

4. Pengembangan dan pelaksanaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);

5. Pelaksanaan pembinaan unit akuntansi.


	1. Terselesaikannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), tersusunnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dan terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Pusat;

2. Terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.


	Depkeu, BPK


	31.989,0

	4.
	Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan  

Kegiatan-kegiatan pokok adalah:

1. Menyempurnakan peraturan perundangan untuk memberikan peluang terhadap berkembangnya inovasi baru produk-produk pasar modal, seperti instrumen obligasi berbasis syariah.

2. Memberikan dukungan terhadap peningkatan penyaluran kredit untuk

(a) Pemberian bantuan teknis kepada BPR dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB);

(b) Fasilitasi peningkatan penjaminan kredit untuk UMKMK;

(c) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

3. Mengupayakan percepatan pengembangan infrastruktur perbankan dan jasa-jasa keuangan lainnya, antara lain melalui: pengoptimalan penggunaan credit rating agency.

4. Meningkatkan perlindungan kepada pemilik polis asuransi, dan investor pasar modal, melalui:

(a) Fasilitasi dalam mempercepat terbentuknya lembaga untuk melaksanakan fungsi penyaluran keluhan nasabah, antara lain berupa penyusunan standar minimum mekanisme pengaduan bagi pemilik polis asuransi dan investor pasar modal.

(b)  Pembinaan terhadap perusahaan perasuransian dan perusahaan efek untuk mengedukasi nasabah/ kliennya mengenai produk/ jasa yang diberikannya;

(c) Percepatan pengembangan infrastruktur perbankan dan jasa perasuransian untuk menjamin  keamanan nasabah, antara lain operasionalisasi LPS dengan nilai penjaminan yang diperlukan secara bertahap.


	Program Pengembangan Kelembagaan Keuangan  

Kegiatan-kegiatan pokok adalah: 

1. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian perundang-undangan di bidang  Akuntan Publik;

2. Peningkatan/pengkajian kapasitas kelembagaan, melalui:

· Pengembangangan  kelembagaan ;

· Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;

· Monitoring dan evaluasi;

· Penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP) pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan KAP; 

· Penyusunan pedoman pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) atas penugasan audit industri khusus (asuransi); 

· Penyusunan desiminasi manual operasional Pemeriksaan Penilai Usaha;

· Pembuatan  sistem informasi Akuntan Publik dan Penilai Publik.;

· Penyusunan pedoman praktis penerapan internasional Standard on Auditing;
· Penyelenggaraaan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) akuntan publik tahun 2008;

· Penyelenggaraaan pendidikan profesional berkelanjutan (PPL) penilai dalam rangka implementasi standar penilai Indonesia (SPI).

3. Pembinaan/pembuatan/pengembangan sistem, data, statistik dan  informasi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan. 

· Penyusunan/perumusan sistem dan prosedur teknis.

· Penyusunan/pengumpulan/pengolahan/updating/analisa data dan statistik..

4. Pelaksanaan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan direksi dan komisaris; 

5. Peningkatan kerjasama pengkajian pengembangan produk pasar modal dan lembaga keuangan syariah;

6. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana.


	1. Meningkatnya fungsi intermediasi perbankan dan penyaluran dana melalui lembaga keuangan non bank kepada UMKM yang ditandai dengan meningkatnya pendanaan bagi UMKM;  

2. Meningkatnya peranan lembaga jasa keuangan nonbank terhadap perekonomian yang dicerminkan oleh peningkatan rasio nilai aset lembaga jasa keuangan nonbank terhadap PDB dan tersedianya sarana perlindungan nasabah lembaga jasa keuangan; 

3. Terwujudnya secara bertahap mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis, yaitu melalui operasionalisasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan persiapan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan;

4. Mengupayakan tersedianya infrastruktur pendukung jasa-jasa keuangan.  


	Depkeu


	52.607,0



	5.
	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan 

Kegiatan-kegiatan pokok adalah:

1. Mengoptimalkan forum koordinasi kebijakan fiskal dan moneter secara berkala guna mengevaluasi sasaran-sasaran inflasi dan nilai tukar.

2. Membentuk kerangka pengembangan sektor keuangan secara utuh;

3. Memperkuat struktur perbankan dan lembaga jasa keuangan lainnya melalui peningkatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan modal minimum, yaitu:

(a) Mempertahankan persyaratan modal minimum bagi perusahaan jasa perasuransian sebesar Rp100 miliar dan peningkatan persyaratan modal minimum bagi existing company; 

(b) Mempertahankan persyaratan modal kerja bersih disesuaikan (MKBD) minimum bagi perusahaan efek.

4. Meningkatkan fungsi pengawasan bank dan lembaga jasa keuangan lainnya, melalui:

(a) Sinkronisasi Undang-undang Asuransi, Undang-undang Dana Pensiun, Undang-undang Pasar Modal, Undang-undang Perbankan untuk mengakomodasikan pengaturan dan pengawasan yang sesuai dengan standar internasional, serta menyelaraskan dengan Undang-undang OJK;

(b) Implementasi secara bertahap International Organization of Securities Commission (IOSCO) principles
5. Meningkatkan kualitas pengaturan jasa perasuransian, melalui implementasi secara bertahap standar-standar transparansi dan efisiensi International Association Insurance Supervision Core Principles.

6. Meningkatkan kualitas manajemen dan operasi lembaga jasa keuangan:

(a) Penetapan standar minimum untuk Good Corporate Governance (GCG) di bank, perusahaan perasuransian, dan perusahaan pelaku pasar modal.

(b) Penerapan sertifikasi manajer resiko untuk sertifikasi keahlian pada perusahaan perasuransian.

	Program Stabilisasi Ekonomi dan Sektor Keuangan 

Kegiatan-kegiatan pokok adalah: 

1. Penyusunan dan evaluasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, melalui: 

· Evaluasi kebijakan dan usulan rumusan kebijakan ekonomi makro dan keuangan;

· Pembentukan dan pengembangan sistem informasi data dan statistik di bidang fiskal tentang pendapatan negara, belanja negara, pengelolaan resiko fiskal, kerjasama internasional;

· Pembentukan dan pengembangan sistem informasi dan analisis ekonomi makro;

· Penyiapan kerangka ekonomi makro dalam rangka penyusunan RAPBN, pelaksanaan APBN dan APBNP;

· Pemantauan dini perkembangan ekonomi makro;

· Pelaksanaan koordinasi hubungan investor;

· Penyusunan rekomendasi penerbitan SUN;

· Pelaksanaan pengkajian kebijakan ekonomi dan keuangan;

· Pengembangan model makro.

2. Pengkajian kebijakan/analisis tentang isu-isu ekonomi dan keuangan, antara lain melalui:

· Pengkajian kebijakan/analisis di bidang pembiayaan dalam dan luar negeri;

· Koordinasi dengan stakeholder untuk mengkaji kebijakan internasional serta cost and benefit liberalisasi jasa terhadap komitmen dan usulan Indonesia atas offer-request dalam forum WTO, APEC, ASEAN, Mitra ASEAN dan bilateral;

· Formulasi inisiatif untuk disampaikan pada forum-forum kerjasama internasional berdasarkan hasil kajian tentang kepentingan ekonomi nasional;

· Penyusunan dan pengembangan model pemantauan;

· Penyusunan dan pengembangan data base dalam rangka pemantauan dini;

· Pengkajian/analisis tentang posisi indonesia pada lembaga-lembaga internasional ;

· Hadir dan berpartisipasi aktif dalam forum-forum kerjasama internasional;

· Pengkajian dan pelaksanaan laporan Pemenuhan Standar dan Kode.

3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan fiskal dan ekonomi lainnya;

4. Koordinasi kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur;

5. Koordinasi peningkatan kerjasama ekonomi internasional;

6. Pembinaan/penyelenggaraan kerjasama internasional;

7. Pemantapan koordinasi penegakan hukum bidang pasar modal dan lembaga keuangan

· Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan;

· Pembinaan/koordinasi dan konsultasi pengawasan;

· Kerjasama, pembinaan dan pengawasan teknis penyelidikan; 

8. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan 

· Koodinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; 

· Penyempurnaan perangkat peraturan;

· Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

9. Penyelenggaraan sosialisasi/desiminasi/seminar/ workshop/ publikasi;

10. Peningkatan peran pasar modal dan lembaga keuangan; 

11. Persiapan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

12. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan, penelaahan dan pemberian nasehat hukum di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);

13. Pengawasan pelaksanaan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam pelaporan TPPU;

14. Pengembangan sistem analisis dan kajian TPPU; 

15. Penyelidikan TPPU;

16. Pengembangan sistem informasi dan public campaign dalam rangka Millenium Challenge Corporation;

17. Pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional di bidang pemberantasan dan pencegahan pencucian uang;

18. Pengembangan sistem teknologi informasi dan komputerisasi pengolahan data;

19. Penyediaan sarana dan prasarana kantor PPATK;

20. Sosialisasi dan penyamaan pemahaman kepada aparat penegak hukum, PJK, dan masyarakat tentang TPPU.


	1. Menurunnya laju inflasi menjadi 6,0 persen dan terjaganya defisit anggaran sekitar 1,7 persen PDB; 

2. Meningkatnya ketahanan jasa keuangan termasuk dengan terpenuhinya modal minimum dan perkuatan perusahaan efek, serta terselenggarakannya pengaturan dan pengawasan jasa keuangan yang sesuai dengan standar internasional;

3. Terwujudnya secara bertahap mekanisme pencegahan dan pengelolaan krisis yaitu melalui pembentukan perangkat peraturan Jaring Pengaman Sektor Keuangan;

4. Meningkatnya stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terutama:

· Amandemen atas UU TPPU serta ketersediaan peraturan pelaksanannya yang lebih kokoh untuk mencegah dan memberantas TPPU; 

· Peningkatan kepatuhan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan (PJK);

· Peningkatan kualitas hasil analisis dugaan terjadinya TPPU.


	- Depkeu

- PPATK

- Kemenko. 

  Perekonomian


	184.106,3

	6.
	Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang 

Kegiatan - kegiatan pokok : 

1. Melanjutkan penyelesaian RUU tentang pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; 

2. Mengamankan rencana penyerapan pinjaman luar negeri baik pinjaman program maupun pinjaman proyek. Pinjaman program utamanya diupayakan agar matrik kebijakan (policy matrix) yang disepakati sudah disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangan pemerintah sehingga dapat dilaksanakan, sedangkan pinjaman proyek perlu diprioritaskan untuk proyek-proyek strategis dan lebih dimatangkan dalam kesiapan proyek baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; 

3. Menyempurnakan mekanisme penyaluran pinjaman dan/atau hibah yang diteruspinjamkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 

4. Mengamankan pipeline pinjaman luar negeri untuk pengamanan pembiayaan anggaran negara di tahun-tahun berikutnya melalui penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah; 

5. Menyempurnakan rumusan kebijakan pinjaman dan hibah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah; 

6. Melakukan pengelolaan portofolio Surat Utang Negara (SUN) melalui: 

(a) Pembayaran bunga dan pokok obligasi negara secara tepat waktu; 

(b) Penerbitan SUN dalam mata uang rupiah dan mata uang asing; 

(c) Pembelian kembali (buyback) obligasi negara; 

(d) Debt switching; 

(e) Mengembangkan instrumen surat utang negara; serta 

(f) Meningkatkan koordinasi antara otoritas fiskal dan moneter. 

7. Mengembangkan pasar dan infrastruktur surat utang negara (SUN) melalui: 

(a) Mendorong tersedianya harga acuan (benchmark) melaui pengembangan pasar antar pedagang SUN (inter-dealer market); 

(b) Mendorong pengembangan pasar repo (repurchase agreement); 

(c) Menerbitkan SUN yang menjadi acuan (penerbitan T-bill dan T-bond secara teratur); 

(d) Memperluas basis investor melalui kerjasama dengan pemodal institusional (institutional investor); 

(e) Meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem kliring, setlement dan registrasi; 

(f) Mengembangkan sumber daya manusia pengelola utang; 

(g) Melakukan pengembangan akses informasi pasar keuangan; 

(h) Melakukan penerbitan publikasi secara berkala; serta 

(i) Melakukan sosialisasi SUN. 

8. Mengembangkan dan meningkatkan pemeliharaan sistem informasi dan pelaporan manajemen SUN, melalui : 

(a) Pengembangan sistem informasi yang terpadu; dan 

(b) Peningkatan kapasitas server DPSUN sampai siap transaksi online; 
9. Mengevaluasi kemungkinan penerapan penggunaan Treasury Management Information System. 

	Program Pengelolaan dan Pembiayaan Utang 

Kegiatan-kegiatan pokok :

1. Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;

2. Pengelolaan Surat Berharga Negara;

3. Pengelolaan portofolio dan risiko utang;

4. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan syariah;

5. Evaluasi akuntansi dan setelmen utang;

6. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Utang.


	1. Tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu; 

2. Adanya penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah;

3. Adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah; 

4. Adanya penyempurnaan mekanisme penerusan pinjaman dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah;  

5. Adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN melalui pengelolaan Surat Utang Negara.
	Depkeu


	39.107,6

	7.
	Program Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran

Kegiatan-kegiatan pokok adalah:

1. Penyatuan anggaran belanja negara (unified budget) dengan menggunakan format belanja pemerintah pusat dalam APBN menjadi menurut jenis belanja, organisasi, dan fungsi; 

2. Penyusunan anggaran belanja negara dalam kerangka pengeluaran berjangka menengah (Medium Term Expenditure Framework/MTEF); 

3. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting); 

4. Penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual (Accrual basis budgeting); 

5. Penerapan Treasury Single Account (TSA) dalam pengelolaan keuangan negara; 

6. Perbaikan pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance); 

7. Penyempurnaan format APBN yang mengacu kepada statistik keuangan pemerintah sesuai standar internasional (Government Finance Statistics/GFS Manual 2001); 

8. Pengembangan model perencanaan APBN yang terintegrasi dengan sektor ekonomi lainnya; 

9. Penyempurnaan sistem informasi dan database yang berkualitas sebagai alat analisis dalam pengambilan kebijakan fiskal; 

10. Peningkatan sinergi dan sinkronisasi dalam perumusan kebijakan, penganggaran, dan perbendaharaan negara melalui penegasan secara formal tugas pokok dan fungsi dari unit yang berwenang melakukan fungsi ordonansi, otorisasi, dan perumusan kebijakan; 

11. Peningkatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBN; serta 

12. Peningkatan capacity building sumber daya dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan APBN. 


	Program Pemantapan Pelaksanaan Sistem Penganggaran  

Kegiatan-kegiatan pokok adalah: 

1. Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran pusat;

2. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian  peraturan perundang-undangan di bidang penganggaran. 


	1. Tersedianya dokumen satuan anggaran menurut unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis serta lokasi;

2. Tersedianya dokumen satuan anggaran sebagai dasar penyusunan Keppres Lampiran UU APBN.
	Depkeu


	7.260,6

	8.
	Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Negara 


	Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kekayaan Negara 

Kegiatan-kegiatan pokok adalah: 

1. Penyusunan/penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang  Kekayaan Negara.

· Penyusunan RUU dan RPP tentang Pengelolaan Kekayaan Negara

· Penyusunan peraturan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara 

· Penyusunan juklak juknis penilaian kekayaan negara

· Analisis aspek fiskal terhadap peraturan terkait sektoral dengan kekayaan negara

· Penyusunan pedoman pengelolaan BMN 
2. Inventarisasi dan penilaian Kekayaan Negara/Barang Milik Negara

· Penyusunan dan penatausahaan data base BMN dan PMN;

· Inventarisasi  KN pada BUMN/Persero Lainnya;

· Penilaian dan pelaporan kekayaan negara.

3. Peningkatan administrasi dan pengelolaan kekayaan negara

· Sertifikasi tanah milik negara;

· Penanganan atas permasalahan pengelolaan kekayaan negara;

· Pembinaan pengelolaan BMN/D;

· Penyelesaan aset ex Cina;

· Penertiban, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan BMN;

· Penanganan pengelolaan barang cagar budaya, harta karun dan sebagainya.


	Terwujudnya pengelolaan kekayaan ngara yang sesuai dengan asas fungsional, kepastian hukum dan transparansi
	Depkeu


	95.207,0

	9.
	Program Pengembangan dan Penyempurnaan Statistik 


	Program Pengembangan dan Penyempurnaan Statistik 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pembinaan/pembuatan/pengembangan sistem, data, statistik dan informasi;

2. Pembinaan statistik dan sensus.
	Tersedianya data statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus yang lengkap, akurat dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan yang di dukung oleh peningkatan kemampuan sistem informasi, pengolahan data, iptek dan diseminasi dengan mewujudkan sumberdaya manusia yang profesional di bidang teknis dan manajemen statistik sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.


	BPS
	769.796,0


Bab 24

Pembangunan Perdesaan

BAB 24

Pembangunan Perdesaan
A.
KONDISI UMUM

Kawasan perdesaan adalah kawasan yang memiliki fungsi sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.  Kegiatan ekonomi utama di kawasan perdesaan adalah pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Hal ini antara lain tercermin dari data ketenagakerjaan yang menunjukkan bahwa dari seluruh tenaga kerja yang bekerja di perdesaan pada tahun 2006 (57,3 juta orang atau 60,0 persen dari total tenaga kerja nasional), sebanyak 37,6 juta (65,7 persen) diantaranya bekerja di sektor pertanian (Sakernas 2006). 

Kondisi kawasan perdesaan pada umumnya masih tetap dicirikan oleh masih besarnya jumlah penduduk miskin, terbatasnya alternatif lapangan kerja, dan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja perdesaan. Kondisi ini tidak terlepas dari adanya kendala seperti rendahnya tingkat penguasaan lahan pertanian oleh rumah tangga petani dan tingginya ketergantungan pada kegiatan budidaya pertanian (on farm), lemahnya keterkaitan kegiatan ekonomi antara sektor pertanian dengan sektor industri pengolahan dan jasa penunjang serta keterkaitan antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan,  rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat perdesaan, rendahnya akses masyarakat kepada sumber permodalan dan sumber daya ekonomi produktif lainnya, serta terbatas dan belum meratanya tingkat pelayanan prasarana dan sarana dasar bagi masyarakat. 

Upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut dalam tahun 2007 ditempuh melalui kebijakan yang diarahkan untuk penumbuhan kegiatan ekonomi non pertanian antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan dan desa-desa pusat pertumbuhan; peningkatan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha; mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di perdesaan; serta peningkatan pembangunan prasarana dan sarana perdesaan dengan melibatkan partisipasi dan peran serta masyarakat (community based development) dalam pembangunan dan/atau pemeliharaannya, antara lain prasarana jalan, irigasi, air minum, listrik perdesaan, informasi, serta pos dan telekomunikasi. 

Melalui upaya-upaya tersebut, pada akhir tahun 2007 diharapkan terdapat peningkatan keberagaman usaha serta kemampuan masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi produktif di perdesaan, termasuk di 83 kawasan agropolitan di 83 kabupaten melalui dukungan prasarana dan sarana penunjang seperti jalan poros desa, jalan usaha tani, jembatan, saluran air bersih, pasar/kios pertanian, dan gudang penyimpanan hasil pertanian; peningkatan usaha ekonomi masyarakat di perdesaan terutama di sektor non pertanian; peningkatan kemampuan lembaga keuangan mikro dalam menyediakan layanan jasa keuangan bagi masyarakat; peningkatan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana perekonomian perdesaan oleh masyarakat; peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat; dan peningkatan akses masyarakat dalam memasarkan produk hasil usaha ekonomi lokal. Di bidang infrastruktur perdesaan diharapkan selesai terbangun berbagai prasarana dan sarana perdesaan yang dilaksanakan melalui berbagai program, seperti prasarana desa pusat pertumbuhan di 32 provinsi; prasarana perdesaan pola Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) di 2.000 desa di 28 provinsi; serta sarana dan prasarana pendukung kawasan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan industri di daerah tertinggal di 23 kabupaten (Percepatan Pengembangan Kawasan Produksi Daerah tertinggal, P2KPDT). Di bidang air bersih, akan diselesaikan pembangunan prasarana penyediaan air minum bagi sebanyak 1,5 juta penduduk perdesaan. Di samping itu, diharapkan sekitar 27 ribu sambungan telepon baru telah terpasang di sebanyak 10 ribu desa melalui program Universal Service Obligation (USO); terbangunnya prasarana dan sarana air minum dan air limbah berbasis masyarakat di 981 desa; dan rasio elektrifikasi perdesaan mencapai 85 persen.

Dalam tahun 2008, pembangunan perdesaan dalam rangka memperbaiki kondisi perdesaan sebagai kawasan ekonomi produktif dan permukiman yang relatif tertinggal dibandingkan perkotaan, diperkirakan masih akan menghadapi kendala dan tantangan seperti pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain: (a) meningkatkan koordinasi dan keterpaduan kegiatan antar pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dan antar sektor dalam rangka mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan; (b) meningkatkan peran lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan termasuk fasilitator pembangunan dalam menggerakkan perekonomian di perdesaan; (c) meningkatkan kapasitas dan kemandirian pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang menjadi kewenangannya; serta (d) meningkatkan penyediaan dan kualitas infrastruktur perdesaan secara merata di seluruh tanah air. 
B.
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008


Sasaran pembangunan perdesaan pada tahun 2008 adalah: 

1. Terciptanya perluasan kesempatan kerja di perdesaan, terutama lapangan kerja baru di bidang kegiatan agribisnis off-farm dan industri serta jasa berskala kecil dan menengah, sehingga berdampak pada berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta meningkatnya produktivitas dan pendapatan masyarakat perdesaan;
2. Meningkatnya kapasitas dan keberdayaan masyarakat dan kelembagaan sosial-ekonomi perdesaan dalam mendorong kemajuan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan;

3. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perdesaan secara lebih merata di seluruh tanah air dalam rangka mempercepat terciptanya kawasan perdesaan sebagai kawasan permukiman dan ekonomi produktif yang layak huni dan sejahtera, yang ditandai antara lain dengan:

(i)
meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan perdesaan, terutama yang menghubungkan sentra produksi pertanian dan non pertanian di perdesaan dengan kawasan perkotaan terdekat;

(ii)
meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha ekonomi perdesaan seperti pasar desa, sentra pengolahan produksi, dan fasilitas pergudangan;

(iii)
tersedianya 28 ribu satuan sambungan telepon baru di 10 ribu desa;
(iv)
tersedianya 37 pusat informasi masyarakat (community access point), dan berfungsinya kantor pos sebagai pusat informasi masyarakat;

(v)
tercapainya tingkat elektrifikasi perdesaan sebesar 87 persen.

C.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008


Pembangunan perdesaan pada tahun 2008 diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi di perdesaan untuk mendukung upaya revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional dalam tahun 2008.  Kebijakan tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendorong perluasan kegiatan ekonomi non pertanian yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian, industri dan jasa penunjangnya serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan, antara lain melalui pengembangan kawasan agropolitan dan pengembangan UMKM di bidang usaha unggulan daerah yang memiliki keterkaitan usaha ke depan (forward linkages) dan ke belakang (backward linkages) yang kuat;

2. Meningkatkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat perdesaan untuk dapat menangkap peluang pengembangan ekonomi lokal serta memperkuat kelembagaan dan modal sosial masyarakat perdesaan yang antara lain berupa budaya gotong-royong dan jaringan kerjasama, untuk memperkuat posisi tawar dan efisiensi usaha;

3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perdesaan secara merata di seluruh tanah air, antara lain jalan desa, jaringan irigasi, prasarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman (sanitasi), listrik perdesaan, pasar desa, serta pos dan telekomunikasi. 

D.
MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp.  Juta)

	1.


	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Peningkatan penyuluhan dan     pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; 

2. Penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat, seperti paguyuban petani, koperasi, lembaga adat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat; 

3. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; 

4. Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; 

5. Pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi ke kawasan perdesaan, terutama teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; dan 

6. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan peran stakeholders dalam pembangunan kawasan perdesaan. 
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;

2. Peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan;
3. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa;

4. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan;

5. Peningkatan kapasitas aparat pemda dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan;

6. perencanaan/penyusunan/ pengembangan program dan sistem prosedur;

7. Percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah tertinggal;

8. Penguatan kelembagaan formal dan non formal di daerah tertinggal.


	1. Terlaksananya bimbingan teknis penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, orientasi pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat di 5 wilayah, dan pelatihan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di 3 lokasi Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;

2. Terlaksananya pelatihan dan konsultasi regional kader pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan fasilitator pembangunan perdesaan di 3 lokasi Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;

3. Terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Ekspo Pekan Raya PKK, dan penyebaran informasi program-program pemberdayaan masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik) secara berkala;

4. Terlaksananya pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers/TOT) Pemerintah Desa, bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa, pelatihan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, TOT Kepala Desa dan Pelatihan anggota Badan Perwakilan Desa;

5. Terlaksananya sosialisasi pedoman pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, fasilitasi penyusunan Perda tentang pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, monitoring dan evaluasi terhadap kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, dan bimbingan teknis pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas;

6. Tersusunnya kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa, terlaksananya fasilitasi pelaksanaan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah, dan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa dan kelurahan;

7. Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan peran dan kapasitas lembaga sosial, ekonomi, dan budaya;

8. Peningkatan peran dan fungsi lembaga ekonomi, sosial, dan budaya baik formal maupun non formal dalam rangka pemberdayaan masyarakat.


	Depdagri, Kemeneg PDT


	4.395.470,0 



	2.


	Program Pengembangan Ekonomi Lokal 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, terutama kawasan-kawasan di luar pulau Jawa-Bali; 

2. Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), on farm (budidaya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang; 

3. Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; 

4. Pengembangan jaringan kerjasama usaha; 

5. Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan; dan

6. Peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro, kepada pelaku usaha di perdesaan. 


	Program Pengembangan Ekonomi Lokal 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan;

2. Pembinaan lembaga keuangan perdesaan;

3.  Penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan;

4. Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah;

5. Koordinasi pengembangan usaha ekonomi lokal dan fasilitasi pengembangan pasar lokal;

6. Fasilitasi pengembangan kerjasama ekonomi daerah dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah;

7. Fasilitasi pengembangan kelembagaan, promosi ekonomi daerah, dan sarana dan prasarana perekonomian daerah;

8. Pengembangan  prasarana dan sarana kawasan agropolitan;

9. Percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal;

10. Percepatan pembangunan pusat pertumbuhan daerah tertinggal.


	1. Terlatihnya aparat kabupaten dan kecamatan sebanyak 180 orang di bidang kewirausahaan agribisnis dalam kawasan agropolitan;

2. Tersusun dan terselenggaranya sosialisasi payung hukum lembaga keuangan perdesaan, serta terselenggaranya sosialisasi pengelolaan lembaga keuangan perdesaan;

3. Terlaksananya pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) perdesaan, pelatihan TTG, bimbingan teknis TTG, dan pelatihan Pos Pelayanan TTG Perdesaan;

4. Terlaksananya pemetaan potensi ekonomi daerah dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan, serta terlaksananya penyusunan dasar hukum dan sosialisasi pedoman pengembangan produk unggulan daerah;

5. Penyusunan Indeks Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (IPEM), sinkronisasi program-program pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan terlaksananya sosialisasi Permendagri tentang Pengelolaan Pasar Desa, bimbingan teknis Pengelolaan Pasar Desa, dan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Pasar Desa;

6. Terlaksananya fasilitasi dan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama ekonomi antardaerah di kawasan Subosukawonosraten, Barlingmascakeb, Sampan, dan Kedungsempur (Jawa Tengah), kerjasama ekonomi regional Sulawesi, dan kerjasama ekonomi regional Sumatera;

7. Terlaksananya penyusunan panduan pengembangan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED), sosialisasi panduan FPED, dan monitoring dan evaluasi implementasi panduan FPED; terlaksananya pemetaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan One Stop Services (OSS), penyusunan Regulatory Impact Assessment (RIA), penyusunan Perda Pro Investasi, dan implementasi percepatan investasi di daerah; dan terlaksananya identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana ekonomi di daerah, serta tersusun dan tersosialisasikannya pedoman pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi daerah;

8. Tersedianya prasarana dan sarana di 65 kawasan agropolitan;

9. Fasilitasi dan bantuan pembangunan kawasan produksi di 58 kabupaten tertinggal;

10. Terlaksananya perbaikan mutu pengelolaan sumber daya alam di 30 kabupaten tertinggal.


	Depdagri, 

Dep. PU

Kemeneg PDT


	272.548,3



	3.


	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan

Kegiatan-kegiatan pokok :

1. Pembangunan dan perluasan sistem transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi dan pengairan di perdesaan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat perdesaan;

2. Pengembangan sarana produksi dan distribusi hasil-hasil perdesaan.


	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan   

Kegiatan-kegiatan pokok :

1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan;

2. Bantuan Teknis Pengembangan Permukiman Perdesaan;

3. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas.


	1. Terbangunnya sistem pembangkit listrik alternatif (solar home system) pada desa-desa tanpa jaringan listrik di 81 kabupaten tertinggal

2. Terbangunnya prasarana dan sarana perdesaan untuk mendorong diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan di perdesaan di 2000 desa 17 provinsi.


	Dep. PU, Kemeneg. PDT


	650.000,0



	4.


	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

Kegiatan-kegiatan pokok :

1. Penyusunan mekanisme dan besaran bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PSO/USO pos dan telematika; 

2. Pembangunan baru fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 16 juta sambungan telepon tetap, 25 juta sambungan bergerak, dan 43 ribu sambungan di daerah perdesaan;

3. Fasilitas pembangunan Community acces point di 45 ribu desa, termasuk pemberdayaan kantor pos sebagai titik akses komunitas; dan

4. Revitalisasi infrastruktur pos dan telematika.


	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

Kegiatan-kegiatan pokok :

1. Penyediaan infrastruktur pos dan telematika di daerah non-komersil

· Penyediaan dana PSO pos

· Penyediaan fasilitas telekomunikasi perdesaan (program USO)

· Penyediaan pusat informasi masyarakat (Program CAP).


	Tersedianya sarana dan prasarana pos dan telematika hingga ke daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan.


	Depkominfo


	1.231.302,7



	5.
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Kegiatan-kegiatan pokok :

1. Ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang.


	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Kegiatan-kegiatan pokok :

1. Pembangunan pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan energi terbarukan setempat;

2. Pembangunan jaringan penyaluran (jaringan tegangan menengah, rendah, dan gardu distribusi).


	Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 63 persen (elektrifikasi PT. PLN dan non PT. PLN) dan  rasio elektrifikasi perdesaan menjadi  sebesar  87 persen. 


	Dep. ESDM
	2.450.223,9 

	6.
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan  mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian utk menurunkan kehilangan hasil (looses).


	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kegiatan pasca panen dan pengolahan pangan.


	Mencakup 139 kabupaten sentra padi.


	Deptan,

Kemenko Perekonomian
	2.826.491,0



	7.
	Program Pengembangan Agribisnis

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran dan pengembangan agroindusri di perdesaan.


	Program Pengembangan Agribisnis

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Mekanisasi kegiatan produksi pertanian pasca panen dalam mendukung agribisnis;

2. Pengembangan agroindustri perdesaan.


	1. Pengembangan kelembagaan pasca panen di 30 kabupaten dan unit pengolahan hasil perkebunan di 45 kabupaten;

2. Industri olah berbasis tepung lokal di 29 kabupaten, hasil hortikultura di 35 kabupaten, hasil perkebunan di 50 kabupaten, hasil ternak di 15 kabupaten, kelapa terpadu 12.000 ha dengan UPH 24 unit.


	Deptan,

Kemenko Perekonomian
	1.419.464,0 
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PENGURANGAN KESENJANGAN WILAYAH

A. KONDISI UMUM

Ketimpangan pembangunan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan tingkat kesejahteraan dan perkembangan ekonomi antarwilayah. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2004 angka kemiskinan di DKI Jakarta hanya sekitar 3,18 persen, sedangkan di Papua sekitar 49,8 persen. Kesenjangan antarwilayah juga tercermin dari pelayanan sosial dasar yang tersedia, seperti pendidikan, kesehatan dan air bersih. Penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah selama 10,6 tahun, sedangkan penduduk di Sulawesi Barat rata-rata hanya sekolah selama 6 tahun pada tahun 2005. Pada tahun 2004 sekitar 30 persen penduduk Jakarta yang tidak mempunyai akses terhadap air yang bersih, tetapi di Kalimantan Barat lebih dari 70 persen penduduk tidak mempunyai akses terhadap air bersih.   

Kesenjangan antarwilayah juga ditandai dengan rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama masyarakat di perdesaan, wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal. Ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dibanding dengan perkotaan, dan tingginya ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kawasan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi pendukung, dan pemasaran hasil-hasil produksi di perdesaan.

Pertumbuhan wilayah perkotaan dewasa ini berjalan sangat pesat yang diindikasikan oleh meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dari 35,9 persen pada tahun 1995 menjadi 48,3 persen pada tahun 2005. Dengan perkembangan ini diperkirakan sebelum tahun 2010 jumlah penduduk perkotaan secara nasional telah melampaui jumlah penduduk perdesaan, dan pada tahun 2025 nanti 68,3 persen penduduk Indonesia akan mendiami kawasan perkotaan. Saat ini pula telah diidentifikasi 14 kota yang tergolong metropolitan dan 11 Kota yang tergolong kota besar dimana sebagian besar terletak di Jawa. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya fungsi kota kecil dan menengah dalam menarik kegiatan sekaligus menjadi pusat pertumbuhan wilayah untuk mendorong perekonomian perdesaan. 

Permasalahan yang kemudian dihadapi dalam pembangunan perkotaan dan usaha menciptakan keterkaitan antar desa dan kota adalah: (1) belum maksimalnya peran kota kecil dan menengah  dalam menstimulan pertumbuhan wilayah; (2) belum terbangunnya keterkaitan spasial dan mata rantai produksi antara pertanian dan suplai inputnya antara kawasan perkotaan dan perdesaan; (3) belum efektifnya peran kota-kota kecil dan menengah sebagai kota perantara dari proses produksi di perdesaan dan proses produksi di kota-kota besar dan metropolitan; (4) menurunnya daya dukung kota besar dan metropolitan. 

Pada tahun 2006, isu pengurangan ketimpangan wilayah yang ditangani berkaitan dengan program-program perkotaan tidak meninggalkan upaya memadukan pembangunan perkotaan dan perdesaan. Secara khusus dalam usaha mengembangkan wilayah internal perkotaan terbagi menjadi tiga program yaitu Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota, Program Pengembangan Kota Kecil Dan Menengah, serta Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar Dan Metropolitan. Program pengembangan keterkaitan pembangunan antar kota, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa: (1) pengembangan kebijakan dan program pembangunan antar kota; (2) fasilitasi kerjasama antar daerah dalam pengelolaan pelayanan umum di perkotaan; (3) sosialisasi Konsep Kebijakan Kerjasama dan Konsep Koordinasi Pengelolaan Pembangunan Perkotaan (4) Proyek Pembangunan Sektor Perkotaan/USDRP. Program pengembangan kota kecil dan menengah berupa: (1) pemberdayaan profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan peningkatan produktivitas kota; (2) pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam memobilisasi dana pembangunan dan mengembangkan ekonomi perkotaan; dan (3) fasilitasi pengembangan perkotaan untuk kota kecil dan menengah; (4) penyelenggaraan Bintek Pengelolaan Pembangunan Perkotaan. Program pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan hasil yang dicapai adalah: (1) perencanaan kawasan permukiman perkotaan  (2) penguatan kelembagaan di kawasan metropolitan; (3) pengembangan Program Peremajaan Kawasan Permukiman Kota; (4) pembentukan/ Penguatan Forum Permukiman dalam Upaya Penanganan Kawasan Permukiman Perkotaan; (5) fasilitasi Pengendalian dan Penataan Kawasan Kumuh.

Pada  tahun 2007, kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam mengembangkan keterkaitan pembangunan antar kota yaitu : pengembangan konsep manajemen dan koordinasi pelayanan lintas kota, pembinaan penataan kota, fasilitasi kerjasama antar pemerintah kota, pengembangan asset manajemen perkotaan, dan Pembangunan Sektor Perkotaan/Urban Sector Development Reform Project (USDRP). Dalam  pengembangan kota kecil menengah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah fasilitasi pengembangan perkotaan untuk Pemerintah Daerah, penyusunan petunjuk teknis peningkatan kualitas permukiman perkotaan, penyusunan petunjuk penyusunan rencana induk sistem pengembangan perkotaan, serta pendampingan penyusunan PJM infrastruktur kota untuk Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam pengendalian kota besar dan metro, kegiatan yang dilakukan  adalah peningkatan kapasitas aparat daerah dalam pengelolaan wilayah metropolitan, pembinaan pengembangan kinerja perkotaan, penyusunan konsep pengembalian fungsi kawasan permukiman di metropolitan; pengembalian fungsi kawasan permukiman metropolitan melalui peremajaan di 15 kota; penyiapan jakstra penataan ruang dan rencana tindak pengembangan kota-kota besar dan metropolitan pada kawasan perkotaan dan metropolitan, serta pengembangan kelembagaan penataan ruang kota-kota besar dan metropolitan di 1 kota metropolitan.

Permasalahan utama di bidang penataan ruang antara lain: (1) belum lengkapnya peraturan perundangan dan norma standar prosedur manual (NSPM) di bidang penataan ruang; (2) belum optimalnya pemanfaatan rencana tata ruang dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, peningkatan daya dukung wilayah, dan pengembangan kawasan; (3) masih lemahnya kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama kurangnya dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah telah mengakibatkan sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku; (4) masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang; (5) masih besarnya potensi terjadinya konflik pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil karena kurangnya koordinasi penataan ruang dan belum lengkapnya pedoman penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan (6) belum terpenuhinya kebutuhan nasional akan peta dasar nasional dan peta tematik sumberdaya alam dan lingkungan hidup baik cakupan, pemanfaatan maupun infrastruktur pendukungnya. 


Perkiraan pencapaian pada tahun 2007 di bidang penataan ruang, diantaranya: 
(1) terselenggaranya forum koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan regional melalui Rapat Kerja Nasional BKTRN yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional; (2) pengesahan RUU tentang Penataan Ruang pengganti UU No. 24/1992 sebagai UU; (3) tersusunnya NSPM pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan bagi pelaksanaan penegakan penataan ruang dalam pembangunan; (4) implementasi zoning regulation sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang; (5) disepakatinya RPP tentang RTRWN pengganti PP No. 47 tahun 1997 dan 4 Rencana Tata Ruang Pulau meliputi Pulau Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan dan Sulawesi yang saat ini sedang dalam proses pengesahan; (6) disusunnya Rencana Tata Ruang Kawasan Metropolitan Mamminasata dan terbentuknya Badan Kerjasama Pembangunan Metropolitan Mamminasata (BKPSMM); (7) terlaksananya peningkatan manajemen pengendalian pemanfaatan ruang di 32 provinsi dalam rangka pemantauan dan evaluasi penataan ruang daerah; (8) tersusunnya data dan peta dasar rupa bumi untuk mendukung penyusunan rencana tata ruang; (9) meningkatnya efisiensi penataan ruang dan sumber daya kelautan berdasarkan daya dukung lingkungan melalui penataan ruang yang partisipatif; dan (10) tersusunnya NSPM Panduan Penataan Ruang pulau-pulau kecil.

Penyelenggaraan pengelolaan pertanahan dalam tahun 2006, telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain penyempurnaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria melalui pembahasan dalam forum Panitia Antar Departemen sebanyak 5 (lima) kali pembahasan dan konsultasi publik; pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Tanah; penyelesaian RUU tentang Perolehan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan; penyelesaian masalah dan sengketa pertanahan melalui penyusunan standarisasi penanganan sengketa/masalah, kerjasama dengan pihak terkait serta peningkatan dan penguatan hak-hak masyarakat atas tanah melalui pener​tiban dan peningkatan hak atas tanah, sertifikasi Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), pendaftaran tanah sistematik, redistribusi tanah, konsoli​dasi tanah dan kegiatan pembangunan pertanahan lainnya. Dalam realisasi penyelenggaraan pendaftaran hak atas tanah, telah dilaksanakan subsidi APBN bagi 838.050 bidang tanah, pelaksanaan swadaya masyarakat sebanyak 1.501.906 bidang, pelaksanaan program khusus terhadap 47.750 bidang, dan pelaksanaan Land Office Computerization (LOC) di 25 Kanwil, 41 Kantor Pertanahan. Khusus di seluruh Kantor Pertanahan di wilayah DKI Jakarta telah diterapkan berbagai aplikasi pelayanan pendaftaran tanah secara tekstual sebanyak 600.000 bidang dan spasial sebanyak 300.000 bidang. Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui inventarisasi dan registrasi P4T terpadu sebanyak 60.000 bidang dan registrasi pertanahan hasil inventarisasi tahun 2004 sebanyak 15.000 bidang.

Kegiatan pengelolaan pertanahan pada tahun 2007 difokuskan pada pengembangan pendaftaran tanah yang dapat mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanah, penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) dengan peningkatan jaminan kepastian hukum dan memaksimalkan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan. Pada tahun 2007, diharapkan penyelenggaraan program pengelolaan pertanahan dapat melanjutkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hak Tanah dan Penyelesaian RUU tentang Pertanahan, pelaksanaan pensertifikatan tanah melalui PRONA sebanyak 350.000 bidang, LMPDP sebanyak 645.000 bidang, pembuatan peta dasar pendaftaran tanah 1.663.400 Ha, pemasangan Kerangka Dasar Kadastral Nasional (KDKN) 3.191 titik, konsolidasi tanah sebanyak 6.200 bidang, redistribusi tanah 11.000 bidang, inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) 383 desa/kelurahan, dan inventarisasi tanah terlantar 2.000 bidang.

Permasalahan pengelolaan pertanahan yang dihadapi sampai saat ini antara lain: (1) potensi sengketa dan konflik pertanahan menjadi tinggi akibat aturan hukum pertanahan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, (2) jumlah bidang tanah yang terdaftar (bersertifikat) masih rendah, (3) lemahnya kepastian hukum menyebabkan hak-hak masyarakat atas tanah menjadi kurang terlindungi, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin, sehingga berakibat pada rendahnya akses permodalan masyarakat miskin, (4) kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanahan baik di pusat maupun di daerah, (5) masih timpangnya struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. 

Kesenjangan antar wilayah diharapkan dapat dikurangi dengan berkembangnya wilyah-wilayah strategis, cepat tumbuh, sekaligus besama-sama dengan wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan. Wilayah strategis dan cepat tumbuh seyogyanya dibangun dengan memperhatikan keterkaitan hulu hilirnya dengan wilayah-wilayah tertinggal dan perbatasan, baik melalui kawasan andalan yang strategis seperti Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) ataupun pusat-pusat pertumbuhan seperti BATAM dan Kawasan Sabang maupun melalui kawasan cepat tumbuh yang ditunjukkan antara lain melalui kawasan transmigrasi. Kawasan transmigrasi yang dikembangkan sebagai kawasan cepat tumbuh sampai dengan tahun 2006 baru mencapai 35 persen dari seluruh target yang akan dikembangkan dalam 5 tahun pembangunan (28.239KK), dengan perkiraan tahun 2007 hanya separuh kawasan yang dapat terbangun dari yang ditargetkan. Dalam upaya mencari terobosan untuk mengembangkan keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan kawasan tertinggal di sekitarnya, sedang dilaksanakan penyusunan perencanaan Kota Terpadu Mandiri (KTM) secara nasional yang dimulai di 4 kawasan di 3 provinsi yang diharapkan dapat diimplementasikan pada tahun 2008. Pembangunan kawasan cepat tumbuh maupun kawasan andalan lainnya masih belum terasa optimal karena pada umumnya pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat pemerintah daerah masih berbasis pada pendekatan sektor unggulan namun belum ada keterkaitan antara kawasan maupun antara kawasan-kawasan tersebut dalam skenario keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan kawasan tertinggal atau perbatasan. Konsep pengembangan kawasan andalan secara nasional masih terhambat pada belum disepakatinya revisi UU RTRWN dan belum adanya kesepakatan lintas sektor dalam implementasinya pengembangan kawasan secara terpadu, walaupun telah dihasilkan Pedoman Penyusunan Rencana dan Strategi Pengembangan Kawasan Andalan dan fasilitasi pengembangan sistem kelembagaan kawasan andalan di 3 propinsi.

Sementara itu, pengembangan wilayah strategis dan khusus melalui pengembangan KAPET masih terbatas pada fasilitasi pengembangan kelembagaan dan belum beranjak dari MOU-MOU yang diciptakan untuk pengembangan kawasan industrinya, walaupun telah dilakukan koordinasi intensif dalam pengembangan sarana prasarana dan sistem jaringan perhubungan antar kawasan, pemberian bantuan teknis dan pendampingan kepada Pemerintah Daerah, serta koordinasi kerjasama KESR. Pengembangan kawasan perdagangan bebas di BATAM dan Sabang tetap dilanjutkan melalui pengembangan sarana prasarana yang diperkuat dengan penyiapan rencana bisnis. Dalam upaya mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan strategis, telah dikembangkan kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang masih dalam tahap penyiapan dan pematangan perencanaan, khususnya terkait dengan aspek sistem insentif di daerah.

Masalah utama yang menyebabkan kurang optimalnya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh adalah: (1) kurang optimalnya pemahaman sumber daya manusia, baik pemerintah daerah maupun masyarakat pelaku pengembangan kawasan, dalam mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh nasional, serta mengembangkan keterkaitan antara kawasan pusat pertumbuhan dengan kawasan tertinggal; (2) terbatasnya infrastruktur pendukung yang membuka akses antara pusat pertumbuhan wilayah atau pasar dengan wilayah pendukung sekitarnya; (3) belum tertatanya sistem kelembagaan dan manajemen yang belum terkelola baik untuk pengelolaan pengembangan kawasan yang terpadu, dan berkelanjutan, dalam memberikan dukungan kepada peningkatan daya saing produk dan kawasan yang dikembangkannya; (4) belum berkembangnya sistem informasi yang dapat memberikan akses pada informasi produk unggulan, pasar, dan teknologi; serta (5) koordinasi dan kerjasama lintas sektor dan lintas pelaku yang belum optimal untuk meningkatkan kualitas produk-produk unggulan, sehingga dapat menciptakan sinergitas antar kawasan, menciptakan nilai tambah yang besar, dan pada akhirnya meletakkan fondasi yang kuat bagi pengembangan ekonomi daerah, dalam satu sistem keterkaitan antara wilayah strategis cepat tumbuh dengan wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal.

Pada tahun 2006, berbagai departemen dan lembaga terkait di tingkat pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah telah melaksanakan program dan kegiatan dengan fokus kepada  tiga aspek yang menjadi perhatian utama dalam penanganan wilayah perbatasan, yakni: (1) aspek demarkasi dan delimitasi batas diantaranya pemeliharaan dan penataan tugu batas, penataan batas hutan dan rekonstruksi batas kawasan hutan, Inventarisasi dan delineasi secara kartometris wilayah maritim NKRI, pemutakhiran peta NKRI, survei CBDRF, pemasangan papan petunjuk batas dan melanjutkan upaya reklamasi Pulau Nipah untuk mengamankan titik dasar; (2) aspek politik, hukum dan keamanan diantaranya operasi penertiban penebangan liar dan perdagangan kayu ilegal, pembukaan pintu lintas batas, pembangunan pos perbatasan darat dan peningkatan pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di perbatasan; serta (3) aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi diantaranya penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan, pembangunan hutan tanaman rakyat, rehabilitasi hutan dan lahan, serta pengembangan hutan kemasyarakatan, pengembangan teknologi tepat guna di bidang sarana dan prasarana air bersih, informasi dan komunikasi, agroindustri, lingkungan hidup, sosek, dan budaya, kajian dan pendampingan pada masyarakat usaha di daerah perbatasan, pembangunan dan pembinaan unit-unit transmigrasi di daerah perbatasan, pembangunan prasana pendidikan, pembangunan dan pelebaran ruas jalan, pengaspalan dan pemeliharaan jalan perbatasan, peningkatan jalan poros, pembangunan pos jaga, penyediaan saluran drainase, penyediaan air bersih, dan penyiapan peta Raperpres RTR Kawasan Perbatasan, Penyusunan model pemenuhan kebutuhan teknologi untuk pengembangan, Penyusunan draft Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan, dan penyelesaian pengalokasian DAK untuk tahun 2007 bagi daerah tertinggal,  perbatasan, dan pulau-pulau kecil.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam penanganan pulau-pulau kecil terdepan pada tahun 2006 antara lain: (i) penyusunan draft  Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar; (ii) penyusunan profil pulau-pulau kecil terluar; (iii) konsolidasi tim kerja lintas sektoral dalam rangka pelaksanaan Perpres 78 tahun 2005; (iv) pembukaan jalur transportasi pelayaran untuk meningkatkan aksesibilitas Pulau-Pulau Kecil Terluar di Sulut (Miangas) dan Kepulauan Riau (Natuna); (v) pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran berupa 25 buah mercusuar dan 22 buah rambu suar di Pulau-Pulau Kecil Terluar; (vi) pembangunan sarana telekomunikasi di Pulau Miangas; dan (vii) pembangunan pos PPKT di beberapa Kodam. 

Hasil-hasil yang dicapai dalam  pembangunan daerah tertinggal dan terisolir pada tahun 2006 antara lain: (i) berkembangnya listrik perdesaan tertinggal di 10 provinsi; (ii) terbangunnya prasarana  keenergian dan listrik perdesaan yang berbasis sumberdaya alam lokal di 20 kabupaten melalui program Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT); (iii) meningkatnya ketersediaan air bersih di 20 lokasi daerah tertinggal; (iv) tersusunnya startegi nasional (STRANAS) dan strategi daerah (STRADA) pembangunan daerah tertinggal; (v) tersusun dan terpetakannya potensi daerah tertinggal dalam rangka pengembangan kawasan produksi dan investasi di daerah tertinggal; (vi) terbangunnya prasarana sumberdaya air di pulau-pulau kecil di Maluku dan Sulawesi Utara; (vii) terbangunnya prasarana jalan dan jembatan di pulau-pulau terpencil di Provinsi Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Utara, Papua, dan lain-lain; dan (viii) terbangunnya prasarana dan sarana permukiman di pulau-pulau terpencil dan terisolir.

Beberapa pencapaian yang diharapkan terwujud pada tahun 2007 sehingga  dapat mempercepat ketertinggalan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan sekaligus menegaskan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, antara lain: (i) kemajuan dalam penetapan garis batas negara yang belum disepakati, baik berupa perundingan dengan negara tetangga maupun ratifikasi perjanjian batas;  (ii) semakin tertatanya tanda-tanda fisik batas negara di darat dan di laut melalui demarkasi dan delimitasi; (iii) berkembangnya PLB/PPLB dan meningkatnya pelayanan CIQS; (iv) meningkatnya kerjasama lintas-batas yang saling menguntungkan dengan negara-negara tetangga; (v) meningkatnya pembiayaan  pembangunan yang memihak kepada daerah tertinggal,  perbatasan, dan pulau-pulau kecil terdepan, melalui penetapan DAU untuk wilayah kepulauan dan Dana Alokasi Khusus; (vi) tersedianya rute-rute baru perhubungan perintis untuk membuka keterisolasian wilayah; (vii) meningkatnya pelayanan sarana-prasana dasar (pendidikan dan kesehatan), telekomunikasi, serta energi; (viii) berkembangnya perekonomian lokal berbasis potensi SDA yang dimiliki; (ix) meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana keamanan di perbatasan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan ilegal; (x) adanya kemajuan dalam penyusunan dan penetapan regulasi-regulasi yang terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan, meliputi penetapan rencana induk wilayah perbatasan dan kelembagaannya, penetapan tata ruang KASABA, serta penyusunan tata ruang kawasan perbatasan lainnya; (xi) optimalisasi  pelaksanaan Perpres 78/2005 melalui pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi penanganan pulau-pulau kecil terluar; dan (vi) meningkatnya efektivitas koordinasi penanganan wilayah perbatasan melalui penetapan suatu kelembagaan pengelolaan wilayah perbatasan secara menyeluruh. 

Dalam melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, revisi terhadap STRANAS pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada tahun 2007 diharapkan dapat menjadi landasan dan arah bagi kementerian atau lembaga untuk mengarahkan program-programnya di daerah tertinggal. Disamping itu, dengan adanya  Inpres Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang saat ini tengah dirancang diharapkan dapat meningkatkan kesatuan langkah penanganan daerah tertinggal.

Kompleksnya permasalahan dalam  pembangunan wilayah perbatasan, baik dalam aspek pertahanan, keamanan, maupun kesejahteraan sosial dan pengembangan ekonomi lokal serta cukup luasnya jangkauan ruang lingkup wilayah yang harus ditangani menyebabkan masih banyak permasalahan dan bagian wilayah yang belum tersentuh oleh program pembangunan pada tahun 2006 dan 2007. Masalah yang potensial terjadi, antara lain: (1) belum tercapainya pengelolaan pulau-pulau kecil terdepan secara efektif (2) lunturnya nasionalisme masyarakat, (3) kehilangan akses terhadap pelayanan sosial dan ekonomi, (4) semakin timpangnya pembangunan daerah-daerah tertinggal dan perbatasan dengan daerah maju lainnya khususnya dalam hal pengembangan ekonomi daerah dan penyediaan pelayanan sosial dasar, serta (5) belum terintegrasinya pembangunan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan secara sistemik sebagai satu kesatuan pengembangan ekonomi wilayah.

Kegiatan pembangunan dalam program penyediaan dan pengelolaan air baku yang dilakukan selama tahun 2006 berupa: (1) pembangunan prasarana air baku berupa saluran pembawa dengan prioritas pada wilayah strategis, daerah tertinggal dan rawan air baik wilayah perkotaan maupun perdesaan antara lain di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Bali, dan kawasan timur Indonesia lainnya, serta Lampung, Bangka Belitung, dan beberapa daerah di Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta di daerah rawa; (2) pembangunan pompa/sumur air tanah; (3) operasi dan pemeliharaan prasarana air baku; dan (4) rehabilitasi prasarana air baku. Sementara itu untuk memenuhi peningkatan kebutuhan air baku non-pertanian (industri dan permukiman), melalui Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku telah dilaksanakan rehabilitasi prasarana air baku sebanyak 70 buah, pembangunan saluran air baku dengan kapasitas terpasang 4,57 m3/detik, pembangunan 251 buah embung atau bendung untuk kebutuhan air baku dan rehabilitasi 51 buah embung atau bendung. 

Untuk mengurangi dampak bencana alam yang disebabkan oleh daya rusak air baik berupa banjir maupun kerusakan pantai, sampai dengan tahun 2006 melalui Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai telah dilakukan pemasangan dan pengoperasian peralatan pendugaan banjir (flood forecasting) di 6 wilayah sungai, pembangunan prasarana pengendali banjir dengan debit banjir rencana 10 tahunan pada sungai sepanjang 783 km, penyediaan sarana pengamanan bangunan vital di 5 waduk, operasi dan pemeliharaan sungai rata-rata sepanjang 174 km pertahun, serta pembangunan pengamanan pantai sepanjang 60,4 km.

Pengelolaan sumber daya air ke depan masih menghadapi permasalahan yang memerlukan penanganan, antara lain: (1) meningkatnya potensi konflik air hal ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, pertanian maupun industri juga semakin meningkat, (2) makin meluasnya abrasi pantai yang mengancam keberadaan lahan produktif dan wilayah pariwisata serta dapat menyebabkan bergesernya garis perbatasan dengan negara lain. 

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Sasaran pembangunan tahun 2008 untuk pengurangan ketimpangan wilayah adalah: 

1. Meningkatnya fungsi kota kecil dan menengah dalam mendukung pembangunan perdesaan melalui pembangunan sarana-prasarana dasar perkotaan, revitalisasi kelembagaan ekonomi, dan penguatan kapasitas pemerintahan serta perencanaan;

2. Meningkatnya  pelayanan perkotaan dalam usaha untuk  meningkatkan daya saing dan menggerakkan fungsi ekonomi kota tanpa melupakan aspek keberlanjutan dan kelayakhunian kota;

3. Meningkatnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan penataan ruang yang antisipatif terhadap mitigasi bencana dan penyelesaian konflik pemanfaatan ruang; 

4. Meningkatnya daya guna RTRW sebagai kebijakan strategi spasial dari program-program sektoral;

5. Meningkatnya dukungan Sistem Informasi Penataan Ruang dan tersedianya data dasar pemetaan untuk tata ruang dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang;

6. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah terutama untuk membuka akses masyarakat miskin terhadap pemilikan sertifikat dan permodalan; 

7. Tertatanya struktur penguasaan tanah yang adil dan mendukung perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang berkeadilan dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

8. Berkurangnya konflik dan sengketa pertanahan;

9. Terlaksananya kebijakan dan strategi pengembangan wilayah strategis, serta kebijakan pengembangan wilayah cepat tumbuh dengan wilayah tertinggal dalam kesatuan sistem wilayah ekonomi terpadu;

10. Meningkatnya pemahaman dan kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di daerah secara berkelanjutan;

11. Terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan infrastruktur ekonomi untuk mempercepat pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh yang mendorong pengembangan kawasan perbatasan dan tertinggal di sekitarnya;

12. Meningkatnya kemampuan kelembagaan pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan serta pulau-pulau kecil terluar di tingkat pusat, provinsi, dan di 44 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, dengan prioritas awal pada penataan kelembagaan di tingkat pusat dan provinsi serta beberapa kabupaten di wilayah Kalimantan, NTT, Papua, dan Sulawesi Utara;

13. Meningkatnya sarana dan prasarana kapabeanan, keimigrasian, karantina, dan kualitas  keamanan (CIQS) di 44 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan wilayah negara tetangga, dengan prioritas awal pada wilayah provinsi dan kabupaten di Kalimantan, NTT, Papua, Sulawesi Utara, dan di wilayah yang memiliki pulau-pulau kecil terluar;

14. Terwujudnya percepatan kemandirian 40 kabupaten dari 199 kabupaten tertinggal termasuk perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang berbasis ekonomi lokal dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai termasuk transportasi, komunikasi, energi, dan informasi; kemampuan sumber daya manusia; dan mantapnya kelembagaan aparat dan masyarakat;

15. Terwujudnya pengembangan wilayah tertinggal yang terintegrasi dengan wilayah strategis dan cepat tumbuh dalam satu sistem perekonomian wilayah, dan meningkatnya peran aktif dunia usaha di daerah tertinggal yang potensial;

16. Meningkatnya ketersediaan air baku sampai dengan bagi masyarakat pedesaan, masyarakat miskin perkotaan dan kebutuhan lain di wilayah strategis secara tepat waktu, kualitas dan kuantitas; dan

17. Terlindunginya daerah pantai dari abrasi air laut terutama pada pulau-pulau kecil, daerah perbatasan, dan wilayah strategis.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Untuk bidang perkotaan arah kebijakannya adalah: (1) mengembangkan dan mengoptimalkan peran kota kecil dan menengah sebagai pendukung ekonomi perdesaan, (2) meningkatkan pelayanan perkotaan  untuk mendorong perekonomian wilayah dan peningkatan kesejahteraan penduduk, (3) meningkatkan daya saing  kawasan perkotaan  melalui  peningkatan kualitas kelembagaan, optimalisasi penataan ruang dan pegembangan infrastruktur dasar, serta (4) menyusun dan menyiapkan struktur perkotaan Indonesia dalam usaha memantapkan peran serta fungsi kota untuk mendukung  pengembangan kota-kota secara hirarkis dan memiliki keterkaitan kegiatan ekonomi antar kota yang sinergis dan saling mendukung.

Untuk penataan ruang arah kebijakannya adalah: (1) pendayagunaan rencana tata ruang wilayah sebagai acuan bagi kebijakan strategi spasial dari program-program sektoral; (2) melengkapi peraturan pelaksana UU tentang Penataan Ruang dan penyusunan pedoman pengendalian pemanfataan ruang; (3) penyusunan UU atau Perpres tentang pengelolaan data geospasial nasional serta penyusunan Perpres tentang IDSN; (4) penyediaan infrastruktur pengelolaan data geospasial nasional; (5) pendayagunaan, penyediaan dan penyebaran informasi spasial, data dasar perpetaan, peta dasar dan basis datanya; (6) peningkatan kapasitas kelembagaan yang mampu melaksanakan koordinasi dan kerjasama antarsektor dan antarwilayah dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang; dan (7) peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah melalui penguatan Sistem Informasi Penataan Ruang dan penyediaan peta dasar dan peta tematik yang mendukung Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Arah kebijakan pembangunan di bidang pertanahan adalah: (1) meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah, terutama bagi kelompok miskin, (2) meningkatkan pelayanan pertanahan dalam rangka percepatan sertifikasi dan redistribusi tanah, serta (3) mempercepat penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.

Untuk wilayah strategis dan cepat tumbuh meliputi: (1) pengembangan kebijakan, strategi, rencana, standar, model, dan sistem informasi pembangunan kawasan di wilayah strategis maupun di wilayah cepat tumbuh; (2) pembangunan sarana dan prasarana kawasan di wilayah strategis maupun di wilayah cepat tumbuh; (3) fasilitasi pemerintah daerah sebagai perencana dan pengelola pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh melalui: (a) pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah cepat tumbuh termasuk kawasan transmigrasi; (b) fasilitasi peningkatan promosi, investasi dan kemitraan usaha (c) pengembangan kelembagaan pengelolaan kawasan ekonomi dan pengelolaan usaha, termasuk di kawasan-kawasan andalan dan KAPET; (d) pengembangan sistem insentif kawasan strategis termasuk KEK; (4) peningkatan kerja sama pembangunan antarwilayah, antarpelaku, dan antarsektor, termasuk kerjasama ekonomi subregional (KESR) di wilayah strategis dan cepat tumbuh; (5) penyediaan air baku untuk kebutuhan industri, perumahan dan pariwisata; dan (6) pengamanan pusat-pusat produksi dan permukiman dari bahaya daya rusak air.

Untuk wilayah tertinggal dan perbatasan meliputi: (1) pengelolaan dan pembangunan wilayah perbatasan serta pulau-pulau kecil terdepan, dengan fokus kepada: (i) pemantapan koordinasi antar sektor dalam pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan melalui implementasi rencana induk wilayah perbatasan beserta kelembagaannya secara menyeluruh; (ii)  melanjutkan penegasan dan penataan batas negara di darat dan di laut termasuk di sekitar pulau-pulau kecil terdepan, melalui upaya perundingan, demarkasi, delimitasi, dan ratifikasi; (iii) Melanjutkan upaya-upaya peningkatan pelayanan keamanan, kepabeanan, keimigrasian, dan karantina serta kerjasama bilateral di bidang politik, hukum, dan keamanan dengan negara tetangga; (iv) meningkatkan keberpihakan pemerintah melalui skema pembiayaan pembangunan untuk wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan; (v) meningkatkan penyediaan sarana perhubungan dan telekomunikasi untuk mengatasi keterisolasian wilayah; (vi) meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar; (vii) implementasi penataan ruang di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan; dan (viii) pengembangan ekonomi wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan berbasis kepada potensi lokal; (2) percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan terisolir, dengan fokus pada: (i) pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal; (ii) peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi; (iii) peningkatan kemampuan sumber daya manusia; (iv) peningkatan kemampuan kelembagaan aparat dan masyarakat; serta (v) peningkatan pelayanan pada daerah rawan kekeringan terutama beberapa kabupaten di Propinsi Papua, Maluku, NTT, dan NTB.

D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp.  Juta)

	1.
	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penetapan dan pemantapan peran dan fungsi kota-kota secara hirarkis dalam kerangka ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ dan ‘sistem pembangunan perkotaan nasional’;

2. Peningkatan penyediaan jaringan transportasi wilayah yang menghubungkan antar kota-kota secara hirarkis untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa antara lain melalui:

3. Pembentukan forum kerja sama antar pemerintah kota untuk merumuskan kerja sama pembangunan, khususnya: (a) pembangunan industri pengolahan yang saling menunjang satu sama lain dalam suatu mata-rantai industri di masing-masing kota secara hirarkis sesuai dengan tipologi kota; (b) pembangunan infrastruktur  yang  mempersyaratkan ‘scale of economy’ tertentu; (c) pelestarian sumber daya air dan banjir yang memerlukan keterpaduan pengelolaan, contoh Jabodetabek-Bopunjur.


	Program Pengembangan Keterkaitan Pembangunan Antar Kota

Kegiatan-kegiatan Pokok:

a. Penguatan sistem perkotaan nasional guna mendukung pembangunan yang terintegrasi melalui identifikasi simpul-simpul pengembangan wilayah dan arah kebijakan pembangunan 

b. Memfasilitasi kerjasama antar pemerintah kota dalam merumuskan kerjasama pembangunan dalam mendukung efisiensi pengelolaan kota dan mengurangi kesenjangan wilayah.
c. Penyiapan kajian, kebijakan, standar, dan rencana tindak termasuk konsep-konsep strategis kawasan/permodelan dalam pengembangan keterkaitan pembangunan antar kota
d. Revitalisasi kelembagaan ekonomi 

	a. Teridentifikasi simpul-simpul pengembangan wilayah dan tersusunnya strategi penyediaan sarana-prasana untuk memperlancar koleksi dan distribusi barang dan jasa.

b. Menyiapkan model kerjasama antar kota yang efektif serta meningkatnya jumlah kerjasama antar kota dalam pengelolaan perkotaan 

c. Tersusunnya analisa kajian, strategi, termasuk Jakstra, permodelan dan rencana tindak pengembangan keterkaitan pembangunan antar kota 

d. Meningkatnya kualitas pelayanan perkotaan dan kapasitas aparatur melalui proyek pembangunan sektor perkotaan (USDRP) di 7 kab/kota

e.  Penguatan sistem kelembagaan ekonomi di 3 kabupaten


	Dep.PU, 

Depdagri 
	36.700,0

	2
	Program Pengembangan Kota Kecil Dan Menengah

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penguatan pengembangan kegiatan industri dan perdagangan di kota-kota menengah terutama kegiatan industri yang memproses lebih lanjut input antara yang dihasilkan kota-kota kecil di wilayah pengaruhnya, 

2. Peningkatan pertumbuhan industri kecil di kota-kota kecil, khususnya industri yang mengolah hasil pertanian (agroindustri) dari wilayah-wilayah perdesaan, 

3. Penyiapan dan pemantapan infrastruktur sosial dasar perkotaan di kota-kota kecil dan menengah untuk dapat melayani fungsi internal dan eksternal kotanya, terutama serta wilayah-wilayah yang masuk dalam satuan wilayah pengembangan ekonomi.

4. Pemberdayaan kemampuan: (a) profesionalisme aparatur dalam pengelolaan dan peningkatan produktivitas kota; (b) kewirausahaan dan manajemen pengusaha kecil dan menengah dalam meningkatkan kegiatan usaha, termasuk penerapan ‘good corporate governance’; (c) masyarakat  untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan-kebijakan publik perkotaan di kota-kota kecil dan menengah. 

5. Penyempurnaan kelembagaan melalui reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip ‘good urban governance’ dalam pengelolaan perkotaan kota-kota kecil dan menengah dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik; 

6. Pemberdayaan kemampuan pemerintah kota dalam memobilisasi dana pembangunan 

7. Pemberdayaan kemampuan pengusaha kecil dan menengah, 
	Program Pengembangan Kota Kecil Dan Menengah

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penguatan sistem perkotaan nasional guna mendukung pembangunan yang terintegrasi melalui identifikasi simpul-simpul pengembangan wilayah dan arah kebijakan pembangunan 

b. Memfasilitasi kerjasama antar pemerintah kota dalam merumuskan kerjasama pembangunan dalam mendukung efisiensi pengelolaan kota dan mengurangi kesenjangan wilayah.
c. Penyiapan kajian, kebijakan, standar, dan rencana tindak termasuk konsep-konsep strategis kawasan/permodelan dalam pengembangan keterkaitan pembangunan antar kota
d. Revitalisasi kelembagaan ekonomi 

	a. Tersusunnya rencana induk sistem pengembangan kota-kota kecil dan menengah pada 4 provinsi

b. Tersusunya NSPM pengelolaan pembangunan kota kecil menengah

c. Tersusunnya arahan pengembangan infrastruktur di kota kecil dan menengah
	Dep. PU


	16.500,0

	3.
	Program Pengendalian Kota Besar Dan Metropolitan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penerapan ‘land use and growth management’ yang menekankan pada ‘infill development’, dengan intensitas bangunan vertikal yang cukup tinggi, serta membatasi ‘suburban sprawl,’ termasuk upaya pencegahan konversi lahan pertanian produktif disertai dengan penerapan ’zoning regulation.’ secara tegas, adil dan demokratis di kota-kota metropolitan. 

2. Peningkatan peran dan fungsi kota-kota satelit, termasuk kota baru supaya menjadi self sustained city, sehingga dapat mengurangi ketergantungan penggunanaan sarana, prasarana, dan utilitas pada kota inti;

3. Pengembalian fungsi-fungsi kawasan kota lama (down-town areas), yang saat ini kondisinya cenderung kumuh, tidak teratur, dan menjadi kota mati pada malam hari, dengan melakukan:

4. Pemanfaatan aset-aset tidur milik negara di pusat-pusat kota dengan memanfaatkannya untuk bangunan pemerintah, masyarakat dan swasta, melalui:

5. Peningkatan kerjasama pembangunan antar kota inti dan kota-kota satelit di wilayah metropolitan, baik pada tahap perencanaan, pembiayaan, pembangunan, maupun pemeliharaan, terutama dalam pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas perkotaan, khususnya yang mempersyaratkan adanya keterpaduan dan skala ekonomi (scale of economy) tertentu, sehingga tidak efisien untuk dibangun di masing-masing daerah, sebagai contoh:

6. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan perkotaan dalam kerangka tata-pemerintahan yang baik (good urban governance); dan peningkatan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat, terutama kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang layak secara komersial (commercially viable), melalui pemberian kontrak, konsesi, lisensi,  dsb.

7. Pembentukan ‘Dewan Pengelolaan Tata Ruang Wilayah Metropolitan’ yang anggotanya terdiri dari unsur dunia usaha, masyarakat, pemerintah daerah terkait, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Tugas Pokok dan Fungsi dewan ini adalah (a) menjaga konsistensi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan RTRW Provinsi, termasuk dengan RTRW Nasional; (b) mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait, terutama untuk menganalisa implikasi negatif terhadap usulan pembangunan proyek-proyek besar di kawasan perkotaan, seperti usulan pembangunan Mall, Hypermarket, Mass Rapid Transit, dan memberikan rekomendasi persyaratan teknik tertentu sesuai dengan keperluan, jika proyek tersebut dijinkan untuk dibangun; (c) memberikan rekomendasi mengenai upaya-upaya peningkatan pelayanan publik  perkotaan.   
	Program Pengendalian Kota Besar Dan Metropolitan 

Kegiatan-kegiatan pokok:
a. Pendayagunaan Rencana Tata Ruang Kota-kota besar dan Metropolitan serta  Penyiapan Rencana Tindak Pengembangan Kota-kota Besar dan Metropolitan termasuk di dalamnya Zoning Regulation

b.  Peningkatan lingkungan  perkotaan untuk menciptakan kawasan perkotaan yang layak huni dan Pengembalian fungsi kawasan kota  pada kawasan perkotaan yang mengalami penurunan fungsi.

c. Pengembangan NSPM pengelolaan kota besar dan metropolitan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

d. Peningkatan kapasitas kelembagaan di  kota besar dan metropolitan 

e. Mendorong kerjasama antar sektor dan antar wilayah dalam pembangunan wilayah perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan perkotaan.
	a. Meningkatnya daya guna rencana tata ruang sebagai instrumen pengendalian pembangunan di kota besar dan metropolitan

b. Tersusunnya rencana tindak pengembangan kota besar dan metropolitan

c. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan dengan pengembalian fungsi kawasan permukiman metropolitan melalui peremajaan (urban renewal) di 18 kota

d. Tersusunnya NSPM pengelolaan kota besar dan metro dengan fokus kepada penciptaan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan 

e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan kawasan kota besar dan metro

f. Tersusunnya kerangka kerjasama kota-kota di wilayah metropolitan, termasuk kerangka regulasi dan kelembagaannya. 
	Dep. PU


	55.722,0

	4.
	Program Penataan Ruang

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelaksanaan sosialisasi RTRWN dan RTRW-Pulau kepada Pemerintah Kota/ Kabupaten dan stakeholder terkait, dan pembangunan kesepakatan untuk implementasi RTRWN dan RTRW-Pulau;

2. Penyempurnaan dan penyerasian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (termasuk ruang udara) dan penyusunan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya beserta berbagai pedoman teknis;

3. Peninjauan kembali dan pendayagunaan rencana tata ruang, terutama di kawasan prioritas pembangunan nasional untuk menjamin keterpaduan pembangunan antar wilayah dan antar sektor;

4. Pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin kesesuaian rencana dengan pelaksanaan, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan keseimbangan pembangunan antar fungsi;

5. Pemantapan koordinasi dan konsultasi antara pusat dan daerah, antar daerah, antar lembaga eksekutif dan legislatif, serta dengan lembaga dan organisasi masyarakat yang terkait dalam kegiatan penataan ruang di tingkat nasional dan daerah.


	Program Penataan Ruang

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penyusunan RTRW Kabupaten/ Kota.

a. Sosialisasi UU tentang Penataaan Ruang pengganti UU No.24/1992

b. Pembahasan dan penetapan peraturan pelaksana UU tentang Penataan Ruang pengganti UU No. 24/1992

a. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan

b. Penyediaan informasi dan konsolidasi peta rawan bencana
a. Penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap bencana 

b. Penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang

a.   Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan daerah untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang

b. Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang laut dan pesisir.
	a. Terwujudnya integrasi peta dasar untuk mendukung penyusunan RTR berbasis mitigasi bencana

b. Operasionalisasi RTRWN, RTR Pulau, RTRWP, RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil 

c. Memperkuat dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang;

d. Meningkatkan integrasi dokumen rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan;

e. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan daerah;

f. Meningkatkan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah;

g. Terwujudnya sosialisasi kebijakan penataan ruang nasional.


	Dep. PU, 

Depdagri, 

DKP,

LAPAN 

BAKOSURTANAL


	295.726,3

	5.
	Program Pengelolaan Pertanahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Pembangunan sistem pendaftaran tanah yang efisien dan transparan, termasuk pembuatan peta dasar dalam rangka percepatan pendaftaran tanah;

2.
Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan menjunjung supremasi hukum, dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan kepentingan rakyat; 

3.
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan SDM pertanahan di pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan penataan dan pelayanan pertanahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan tata ruang wilayah; 

4.
Penegakan hukum pertanahan yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat melalui sinkronisasi peraturan-peraturan perundangan pertanahan; 

5.
Pengembangan sistem informasi pertanahan nasional yang handal dan mendukung terlaksananya prinsip-prinsip good governance dalam rangka peningkatan koordinasi, pelayanan dan pengelolaan pertanahan. 


	Program Pengelolaan Pertanahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah

a. Pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

a. Peningkatan kapasitas kelembagaan pertanahan di pusat dan daerah

a. Penyusunan dan revisi peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan

b. Penegakan hukum pertanahan dalam rangka pengendalian dan penyelesaian konflik dan sengketa pertanahan.

a.     Pengembangan sistem informasi pertanahan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan pertanahan.
	a.    Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah.

b.    Tertatanya struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

c.    Berkurangnya konflik dan sengketa pertanahan.

 
	BPN
	1.459.666,9



	6.
	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Peningkatan pengembangan kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh, khususnya kawasan yang memiliki produk unggulan;

2. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana; 

3. Pemberdayaan pemerintah daerah untuk membangun kawasan-kawasan unggulan dan klaster-klaster industri, agroindustri, yang berdaya saing di lokasi-lokasi strategis di Luar Jawa;

4. Peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah melalui sistem jejaring kerja (networking) yang saling menguntungkan;
5. Pemberdayaan pemerintah daerah untuk memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan/ program pengembangan wilayah. 


	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 

Kegiatan-kegiatan Pokok:

a. Pengembangan kebijakan, strategi, rencana, standar, model, dan sistem informasi pembangunan kawasan di wilayah strategis seperti kawasan ekonomi khusus, maupun di wilayah cepat tumbuh seperti kota terpadu mandiri. 

a. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan, termasuk kawasan transmigrasi dan kota terpadu mandiri, kawasan andalan, dan kawasan cepat tumbuh.

a. Peningkatan kualitas SDM pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaaan pembangunan kawasan dan klaster unggulan.

a. Peningkatan kerjasama antarwilayah, antarpelaku, dan antarsektor termasuk antar negara di kawasan andalan, KESR, dan kawasan khusus.

a. Fasilitasi pengembangan kelembagaan pengelolaan kawasan ekonomi dan pengelolaan usaha.

b. Fasilitasi pengembangan sistem insentif kawasan strategis

c. Fasilitasi pemberdayaan Pemda dan masyarakat.

d. Fasilitasi peningkatan promosi, investasi dan kemitraan usaha.


	a.     Tersusunnya kebijakan dan strategi pengembangan wilayah dan percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus, rencana tindak dan rencana bisnis kawasan perdagangan bebas, rencana pengembangan kota terpadu mandiri, serta identifikasi kawasan-kawasan strategis baru, seperti kawasan transmigrasi dan KTM.

a.     Tersedianya dan terkelolanya prasarana dan sarana wilayah; terfasilitasinya pengerahan, penempatan, dan pengelolaan sarana prasarana transmigrasi, serta terkoordinasikannya percepatan pembangunan infrastruktur pendukung wilayah.

a.     Meningkatnya kualitas pemerintah daerah sebagai penyusun perencanaan dan pengelolaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di daerah, serta terlaksananya pembinaan dan fasilitasi pendampingan dalam penetapan kebijakan yang berpihak iklim investasi.

a.     Terwujudnya kerjasama dan sinkronisasi antar wilayah, antarpelaku, antar sektor, dan antar negara, melalui forum-forum kerjasama lintas pelaku, lintas sektor, lintas wilayah, dan antar negara.

a. Terwujudnya fasilitasi, bantuan teknis, dan pendampingan pengelolaan kelembagaan pengembangan kawasan andalan, termasuk KAPET.

b. Terlaksananya fasilitasi pengembangan sistem insentif di kawasan strategis.

c. Terlaksananya fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan promosi investasi di kawasan khusus dan kawasan transmigrasi.


	Kemenko     Perekonomian,  Depnakertrans,  Depdagri, 

Dep.PU


	429.038,1



	7.
	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pembiayaan pembangunan, khususnya untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal melalui, antara lain, penerapan berbagai skim pembiayaan pembangunan seperti:  (1) pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), (2)  skema public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, (3)   penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi, (4) program listrik masuk desa

2.    Peningkatan kapasitas (capacity building) terhadap masyarakat, aparatur pemerintah, kelembagaan, dan keuangan daerah. Selain dari pada itu, upaya percepatan pembangunan SDM sangat diperlukan melalui (1)  pengembangan sarana dan prasarana sosial terutama bidang pendidikan dan kesehatan;, dan (2)  memfasilitasi pendampingan untuk peningkatan produktivitas masyarakat 

3.    Pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan beradaptasi dengan kehidupan masyarakat yang lebih kompetitif;

4. Pembentukan pengelompokan permukiman untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan pelayanan umum, terutama untuk wilayah-wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk rendah dan tersebar melalui kegiatan transmigrasi lokal

5. Peningkatan akses petani, nelayan, transmigran dan pengusaha kecil menengah kepada sumber-sumber permodalan.

6. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah tertinggal dengan wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis terutama melalui pembangunan sistem jaringan transportasi yang menghubungkan antar wilayah, antar pulau, maupun antar moda transpotasi, khususnya untuk wilayah-wilayah Papua dan Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara


	Program Pengembangan Wilayah Tertinggal

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pengembangan kebijakan, strategi, NSPM, dan permodelan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan tertinggal

b. Penyelenggaraan sarana  prasarana dan mobilitas penyelenggaraan pemerintahan umum di kawasan tertinggal

c. Penyediaan listrik perdesaan di wilayah tertinggal

d. Pemberdayaan masyarakat dan desa di wilayah tertinggal dan terisolir

e. Pemberdayaan komunitas adat terpencil

f. Pengembangan kawasan transmigrasi di wilayah tertinggal

g. Fasilitasi pembangunan daerah tertinggal

h. Penyusunan jakstra penataan ruang, NSPM, RTR, dan rencana tindak pengembangan  kawasan Tertinggal
	a.
Tersusunnya kebijakan dan strategi serta rencana tindak pengembangan kawasan tertinggal

b. 
Meningkatnya kualitas pelayanan  pemerintahan umum di kawasan tertinggal

c. 
Tersedianya energi listrik bagi masyarakat perdesaan di wilayah tertinggal

d. 
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan produktivitas masyarakat

e. 
Meningkatnya kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil

f. 
Berkembangnya permukiman di wilayah tertinggal untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal.

g. 
Meningkatnya pembangunan perekonomian wilayah tertinggal

h. 
Tersusunnya, NSPM, kebijakan strategi, dan rencana tindak  penataan ruang kawasan tertinggal


	Depdagri, Depnakertrans, 

Dep. PU
	667.253,0



	8.
	
	Program Pengembangan Kawasan Tertinggal

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Percepatan pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus 
	a. Terwujudnya fasilitasi pelayanan dasar kepada masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan serta penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan kecamatan


	Kemeneg PDT


	373.000,0

	9.
	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penguatan pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui (a) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi, (b) peningkatan kapasitas SDM, (c)  pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan, (d) peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan; 

2. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil melalui, antara lain melalui penerapan berbagai skim pembiayaan pembangunan seperti (a) Pemberian prioritas dana alokasi khusus (DAK), (b) Public service obligation (PSO) dan keperintisan untuk transportasi, (c) Penerapan universal service obligation (USO) untuk telekomunikasi, (d) Program listrik masuk desa

3. Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional;

4. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, termasuk hasil hutan (illegal logging) dan perdagangan manusia (trafficking person). Namun demikian perlu pula diupayakan kemudahan pergerakan barang dan orang secara sah, melalui peningkatan penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan;

5. Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara;  

6. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.


	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan

b. Penyususnan database wilayah administrasi pemerintahan di wilayah perbatasan.

c. Pengembangan kawasan transmigrasi  di wilayah perbatasan

d. Fasilitasi pembangunan dan dukungan pengembangan sosial ekonomi di wilayah perbatasan antar negara.

a. Aktualisasi dan pembakuan nama pulau di Indonesia

b. Sosialisasi Perpres tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi

c. Penyusunan Pedoman Umum Verifikasi Pembakuan nama unsur geografis

d. Penyusunan Pedoman Umum Format Gasetir Nasional

e. Fasilitasi program dekonsentrasi identifikasi dan penamaan pulau

f. Penyusunan jakstra penataan ruang, NSPM, RTR, dan rencana tindak pengembangan  kawasan perbatasan
a. Pengelolaan sosial ekonomi, budaya, keamanan, politik, dan hankam di perbatasan antar negara.
a. Pengelolaan perbatasan antar negara melalui fasilitasi kerjasama dengan negara tetangga.
b. Pengembangan infrastruktur kawasan perbatasan
	a. Terwujudnya fasilitasi pembangunan di wilayah perbatasan melalui penyaluran bantuan teknis dan penguatan kelompok kerja.

b. Terwujudnya database wilayah administrasi pemerintahan terbaru di wilayah perbatasan.

c. Terbangunnya permukiman transmigrasi di wilayah perbatasan

d. Terfasilitasinya pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.

a. Terlaksananya aktualisasi dan pembakuan nama pulau-pulau di Indonesia

b. Terselenggaranya sosialisasi Perpres tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi

c. Tersedianya Pedoman Umum Verifikasi Pembakuan nama unsur geografis

d. Tersedianya Pedoman Umum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan data nama unsur geografis (gazetir) baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

e. Terselenggaranya program dekonsentrasi identifikasi dan penamaan pulau
f. Tersusunnya, NSPM, kebijakan strategi, dan rencana tindak  penataan ruang kawasan perbatasan

a. Terselenggaranya pengelolaan sosial ekonomi, budaya, keamanan, politik, dan hankam di 10 provinsi perbatasan antar negara.

a. Terbukanya kerjasama lintas batas  dengan 10 negara tetangga (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Republik Palau, PNG, Timor Leste, dan Australia) 

b. Terselenggaranya pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan di 37 kawasan.


	Kemeneg PDT,

BAKOSURTANAL,

Depdagri,

Depnakertrans,

Dep. PU


	325.313,6



	10.
	Program Peningkatan Kerjasama Internasional

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pemantapan kerjasama internasional di bidang ekonomi, perdagangan, sosial dan budaya serta bagi pencapaian tujuan pembangunan sosial ekonomi yang disepakati secara internasional termasuk Millenium Development Goals (MDGs); 


	Program Peningkatan Kerjasama Internasional

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.   Pembinaan/Penyelenggaraan Kerjasama Internasional Pusat


	a. Dimanfaatkannya secara lebih optimal berbagai potensi yang ada pada forum-forum kerjasama internasional terutama melalui kerjasama ASEAN, APEC, dan kerjasama multilateral lainnya, dan antara negara-negara yang memiliki kepentingan yang sejalan dengan Indonesia

b. Mendukung terbangunnya infrastruktur data spasial nasional

c. Terciptanya hubungan yang harmonis antar negara sebagai sesama pengguna data-data spasial dan pemetaan

d. Terselenggaranya peningkatan informasi dibidang pemetaan.


	Deplu

BAKOSURTANAL,

Setneg


	201.802,8

	11.
	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penelitian dan pengembangan bioteknologi dalam pertanian, peternakan, kesehatan; teknologi kelautan; energi baru dan terbarukan, termasuk nuklir; teknologi informasi; teknologi dirgantara dan antariksa; teknologi transportasi; teknologi pertahanan; teknologi air bersih; teknologi elektronika; sistem informasi spasial; mitigasi bencana; dan litbang bidang tematis lainnya; 

2. Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pemahaman terhadap fenomena alam, karakteristik ekosistem daratan dan perairan serta keragaman sumberdaya alam baik sumberdaya hayati maupun non-hayati, di darat dan di laut

 
	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penelitian Pemanfaatan Data Spasial

b. Penelitian Pulau-pulau Kecil


	a. Meningkatnya pemanfaatan data spasial

b. Penetapan dan pemeliharaan titik-titik dasar (base point) di 92 pulau-pulau kecil terdepan

	BAKOSURTANAL,

Dep. ESDM,

Depdiknas,

Dephut,

DKP,

Dep. PU,

Kemenegristek,

LIPI, 

BATAN,

BPPT,

LAPAN,

BAPETEN


	1.074.601,0

	12.
	Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pemanfaatan peta dan informasi spasial untuk penetapan batas antar negara dan antar daerah. 


	Program Difusi dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan-kegiatan pokok:

a.     Penyediaan atlas sumberdaya atlas publik dan pembangunan basis data atlas
	a. Meningkatnya ketersediaan Atlas Sumberdaya, lingkungan dan publik beserta basis datanya, serta Atlas Indonesia


	BAKOSURTANAL,

Kemenegristek,

LIPI,

BATAN,

BPPT,

LAPAN,

BSN,

BAPETEN


	218.193,0

	13.
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien, dan lestari berbasis masyarakat; 

2.    Percepatan penyelesaian kesepakatan dan batas wilayah laut dengan negara tetangga, khususnya dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Papua New Guinea, dan Timor Leste

 
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pemetaan tematik SDA dan LH matra laut 
b. Pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan
c. Peningkatan pengelolaan batas wilayah laut dan pulau-pulau terdepan
d. Pengembangan dan pengelolaan terpadu wilayah laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil

e. Pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir terpadu, toponimi dan pemberdayaan PPK, serta pengelolaan PKK terdepan

f. Perencanaan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan batas wilayah laut.


	a. Meningkatnya cakupan peta tematik SDA dan LH matra laut 

b. Meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan

c. Terkelolanya batas wilayah dan sumber daya kelautan dan pulau-pulau terdepan
d. Terkelolanya sumberdaya laut dan pesisir yang terpadu pada 42 Kab/Kota di 15 Provinsi, toponimi dan pemberdayaan pulau-pulau kecil di 10 Provinsi, serta terkelolannya 30 buah pulau-pulau kecil terluar/terdepan yang didukung dengan (a) Peningkatan cakupan peta dasar kelautan(Peta Lingkungan Pantai Indonesia dan peta Lingkungan Laut Indonesia); (b) Peningkatan cakupan peta tematik wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan (c) Peningkatan inventarisasi data dan informasi SDA dan LH kelautan tingkat nasional.

e. Terselenggarannya perencanaan tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di 25 Kab/Kota serta pengelolaan batas wilayah laut.


	BAKOSURTANAL

DKP 


	545.250,0

	14.
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Penyusunan data sumber daya alam baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem, termasuk di pulau-pulau kecil; 

2.    Penyusunan neraca sumber daya alam nasional dan neraca lingkungan hidup


	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penyelenggaraan sistem jaringan dan standarisasi data spasial

b. Pemetaan tematik SDA dan LH matra darat


	a. Tersusunnya kajian wilayah dan deskripsi geografi SDA dan LH

b. Meningkatnya inventarisasi data dan informasi serta cakupan peta tematik matra darat serta basis datanya guna mendukung penetapan dan pemeliharaan titik-titik dasar (base point) di 92 pulau-pulau kecil terdepan dengan pembangunan rambu/menara suar di pulau-pulau kecil terdepan yang tidak berpenghuni

c. Tersusunnya neraca SDA dan LH.


	BAKOSURTANAL,

Dep. ESDM,

Dephut,

Kemeneg LH
	164.384,8

	15.
	Program Pengembangan Ekonomi Lokal 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1.    Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, terutama kawasan-kawasan di luar pulau Jawa-Bali; 

2.    Peningkatan pengembangan usaha agribisnis yang meliputi mata rantai subsektor hulu (pasokan input), on farm (budidaya), hilir (pengolahan), dan jasa penunjang; 

3.    Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan terutama bagi angkatan kerja muda perdesaan; 

4.    Pengembangan jaringan kerjasama usaha; 

5.    Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan; 

6.    Peningkatan pelayanan lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan mikro, kepada pelaku usaha di perdesaan. 


	Program Pengembangan Ekonomi Lokal 

Kegiatan-kegiatan pokok: 

a. Fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan;

b. Pembinaan lembaga keuangan perdesaan;

c. Penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan perdesaan;

d. Fasilitasi pengembangan potensi perekonomian daerah dan pengembangan produk unggulan daerah;

e. Koordinasi pengembangan usaha ekonomi lokal dan fasilitasi pengembangan pasar lokal;

f. Fasilitasi pengembangan kerjasama ekonomi daerah dan koordinasi pengembangan ekonomi daerah;

g. Fasilitasi pengembangan kelembagaan, promosi ekonomi daerah, dan sarana dan prasarana perekonomian daerah;

h. Pengembangan  prasarana dan sarana kawasan agropolitan;

i. Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal

j. Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal
	11. Terlatihnya aparat kabupaten dan kecamatan sebanyak 180 orang di bidang kewirausahaan agribisnis dalam kawasan agropolitan;

12. Tersusun dan terselenggaranya sosialisasi payung hukum lembaga keuangan perdesaan, serta terselenggaranya sosialisasi pengelolaan lembaga keuangan perdesaan;

13. Terlaksananya pemetaan Teknologi Tepat Guna (TTG) perdesaan, pelatihan TTG, bimbingan teknis TTG, dan pelatihan Pos Pelayanan TTG Perdesaan;

14. Terlaksananya pemetaan potensi ekonomi daerah dan fasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan, serta terlaksananya penyusunan dasar hukum dan sosialisasi pedoman pengembangan produk unggulan daerah;

15. Penyusunan Indeks Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (IPEM), sinkronisasi program-program pengembangan usaha ekonomi masyarakat, dan terlaksananya sosialisasi Permendagri tentang Pengelolaan Pasar Desa, bimbingan teknis Pengelolaan Pasar Desa, dan monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan Pasar Desa;

16. Terlaksananya fasilitasi dan monitoring dan evaluasi terhadap kerjasama ekonomi antardaerah di kawasan Subosukawonosraten, Barlingmascakeb, Sampan, dan Kedungsempur (Jawa Tengah), kerjasama ekonomi regional Sulawesi, dan kerjasama ekonomi regional Sumatera;

17. Terlaksananya penyusunan panduan pengembangan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED), sosialisasi panduan FPED, dan monitoring dan evaluasi implementasi panduan FPED; terlaksananya pemetaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan One Stop Services (OSS), penyusunan Regulatory Impact Assessment (RIA), penyusunan Perda Pro Investasi, dan implementasi percepatan investasi di daerah; dan terlaksananya identifikasi dan inventarisasi sarana dan prasarana ekonomi di daerah, serta tersusun dan tersosialisasikannya pedoman pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi daerah;

18. Tersedianya prasarana dan sarana di 65 kawasan agropolitan;

19. Terbangunnya kawasan produksi (perkebunan, peternakan, perikanan) di 58 daerah tertinggal;

20. Pengembangan pusat pertumbuhan berbasis komoditas unggulan lokal di 30 daerah tertinggal.

21. Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Usaha ekonomi di daerah tertinggal

22. Terlaksananya perbaikan mutu pengelolaan sumberdaya alam dengan pendekatan agribisnis


	Kemeneg PDT,

Depdagri,

Dep. PU


	272.548,3

	16.
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Penyuluhan dan pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat perdesaan; 

2.    Reformasi agraria untuk meningkatkan akses masyarakat pada lahan dan pengelolaan sumber daya alam; 

3.    Penyederhanaan sertifikasi tanah di kawasan perdesaan; 

4.    Peningkatan akses masyarakat perdesaan pada informasi; 

5.    Pengembangan lembaga perlindungan petani dan pelaku usaha ekonomi di perdesaan; 

6.    Penguatan lembaga dan organisasi berbasis masyarakat, seperti paguyuban petani, koperasi, lembaga adat dalam menyuarakan aspirasi masyarakat; 

7.    Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan perdesaan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; 

8.    Peningkatan partisipasi masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan dan masyarakat miskin dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan perdesaan; 

9.    Pengembangan kelembagaan untuk difusi teknologi ke kawasan perdesaan, terutama teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;

10.  Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan peran stakeholder dalam pembangunan kawasan perdesaan; 

11.   Penyempurnaan manajemen dan sistem pembiayaan daerah untuk mendukung pembangunan kawasan perdesaan; dan 

12.   Pemantapan kerjasama dan koordinasi antar pemerintah daerah lintas wilayah administrasi. 


	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi desa di Daerah Tertinggal

b. Penguatan Kelembagaan Formal dan Non Formal desa  di Daerah Tertinggal

c. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;

d. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan;

e. Peningkatan kapasitas fasilitator pembangunan perdesaan;
f. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa;
g. Pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan pembangunan;

h. Peningkatan kapasitas aparat pemda dan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan;

i. perencanaan/penyusunan/ pengembangan program dan sistem prosedur;


	a. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan  masyarakat dalam meningkatkan peran dan kapasitas lembaga ekonomi sosial dan budaya dalam pemberdayaan masyarakat

b. Meningkatnya peran dan fungsi lembaga ekonomi, sosial dan budaya baik formal maupun non formal dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya

c. Terlaksananya bimbingan teknis penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, orientasi pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan di 3 lokasi Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;

d. Terlaksananya pelatihan dan konsultasi regional kader pemberdayaan masyarakat, dan pelatihan fasilitator pembangunan perdesaan di 3 lokasi Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa;

e. Terlaksananya perlombaan desa dan kelurahan tingkat nasional, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Ekspo Pekan Raya PKK, dan penyebaran informasi program-program pemberdayaan masyarakat melalui media massa (cetak dan elektronik) secara berkala;

f. Terlaksananya pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers/TOT) Pemerintah Desa, bimbingan teknis pengelolaan keuangan dan aset desa, pelatihan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, TOT Kepala Desa dan Pelatihan anggota Badan Perwakilan Desa;

g. Terlaksananya sosialisasi pedoman pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, fasilitasi penyusunan Perda tentang pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, monitoring dan evaluasi terhadap kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas, dan bimbingan teknis pembangunan kawasan perdesaan terpadu berbasis komunitas;

9. Tersusunnya kebijakan pemberdayaan masyarakat dan desa, terlaksananya fasilitasi pelaksanaan program dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah, dan fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang pemerintahan desa dan kelurahan;

h. Meningkatnya peran dan kapasitas lembaga sosial ekonomi pada 130 lembaga di 26 kabupaten.


	Kemeneg PDT,

Depdagri,

Dep. PU


	4.395.470,0 



	17.
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perdesaan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di daerah tertinggal

b. Bantuan Teknis Pengembangan Permukiman Perdesaan;
c. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Kawasan.

	a. Penurunan tingkat keterisolasian wilayah khususnya karena kesulitan dalam akses baik transportasi maupun telekomunikasi di desa tertinggal pada 199 kabupaten tertinggal

b. Terbangunnya sistem pembangkit listrik alternatif pada 207 desa yang tanpa jaringan listrik di 81 kabupaten;

c. Terbangunnya prasarana dan sarana perdesaan untuk mendorong diversifikasi dan pertumbuhan ekonomi serta penanggulangan kemiskinan di perdesaan di 100 kawasan


	Kemeneg PDT,

Dep. PU
	650.000,0

	18.
	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS lainnya, melalui peningkatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan Usaha kesejahteraan sosial (UKS) serta kelompok usaha bersama (KUBE)


	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan  Sosial Lainnya

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pemberdayaan Lembaga KAT

b. Koordinasi dan Monitoring, dan Evaluasi kegiatan KAT
	a. Meningkatnya kapasitas lembaga sosial /kelompok masyarakat (fakir miskin dan Komunitas Adat Terpencil)

b. Terpantaunya efektifitas pembinaan lembaga sosial/kelompok masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat miskin


	Kemeneg PDT,

Depsos


	695.000,0

	19.
	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan-kegiatan pokok :

a. Pengembangan Potensi Daerah dan Kawasan Khusus

b. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanamana Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.
	a. Terbukanya kesempatan berusaha dan lapangan kerja baru didaerah tertinggal

b. Meningkatnya arus investasi ke daerah tertinggal
	Kemeneg PDT,

BKPM


	142.888,7

	20.
	Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Antisipasi dan pelaksanaan operasi militer atau non militer terhadap gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari NKRI terutama gerakan separatisme bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia

2. Penggiatan fungsi yang meliputi dukungan kebutuhan sesuai fungsi organisasi, teknik, tata kerja, tenaga manusia, dan peralatan


	Program Penegakan Kedaulatan dan Penjagaan Keutuhan NKRI

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Peningkatan operasional penjagaan dan pengawasan aktivitas asing di pulau-pulau terdepan dan wilayah-wilayah perbatasan.

b. Peningkatan Kualitas dan kuantitas pos-pos pertahanan dalam rangka pencegahan tindak kejahatan transnasional 

c. Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-PNG di Papua.


	a. Meningkatnya keamanan di wilayah perbatasan

b. Terlaksananya pembangunan pos lintas batas (PLB) dan fasilitas pos-pos permanen pengamanan perbatasan dengan prioritas di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-PNG di Papua

	Dephan
	1.229.337,7

	21.
	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Peningkatan fungsi prasarana dan sarana Polri untuk mendukung tugas-tugas kepolisian

2.    Pemeliharaan prasarana dan sarana Polri


	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepolisian

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Peningkatan Kualitas dan kuantitas pos-pos pertahanan dalam rangka pencegahan tindak kejahatan transnasional 

b. Pembangunan pos lintas batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas tradisional dan peningkatan kualitas PLB yang telah ada dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-PNG di Papua.


	a. Terlaksananya pembangunan pos lintas batas (PLB) dan fasilitas pos-pos permanen pengamanan perbatasan dengan prioritas di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan, RI-Timor Leste di NTT, RI-PNG di Papua
	Polri
	3.037.137,8

	22.
	Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pelaksanaan diplomasi perbatasan yang terkoordinasi dengan baik dalam rangka menjaga keutuhan wilayah darat, laut dan udara Indonesia


	Program Pemantapan Politik Luar Negeri dan Optimalisasi Diplomasi Indonesia

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penegasan status hukum segmen-segmen batas darat dan laut (Zona Ekonomi Eksklusif, Batas Laut Teritorial dan Batas Landas Kontinen) yang belum jelas dan belum disepakati melalui upaya perundingan dengan prioritas batas wilayah negara  antara RI dengan antara perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, dan RI-Filipina

b. Peningkatan kerjasama bilateral bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan keamanan melalui forum GBC Indonesia-Malaysia, JBC Indonesia-PNG, JBC Indonesia-Timor Leste, dan JWG Indonesia-Filipina, dan SOSEK MALINDO


	a. Tercapainya kesepakatan batas wilayah negara  antara RI dengan antara perbatasan RI-Malaysia, RI-Timor Leste, RI-PNG, dan RI-Filipina.

b. Terciptanya kerjasama bilateral yang erat dan saling menguntungkan antara kedua negara di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan keamanan.


	Deplu
	803.441,0

	23.
	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengamanan daerah perbatasan Indonesia dengan mengupayakan keamanan lintas batas di wilayah perbatasan negara, dan mengupayakan keamanan di wilayah-wilayah pulau-pulau terdepan perbatasan negara.


	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Operasi keamanan di wilayah perbatasan


	a. Meningkatnya keamanan di wilayah perbatasan


	Polri,

Depdagri


	3.564.349,8

	24.
	Program Pengembangan Bela Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Peningkatan kekuatan ketiga komponen pertahanan negara dengan didukung oleh kemampuan SDM Nasional, kemampuan SDA/SDB Nasional, dan kemampuan sarana dan prasarana Nasional yang memadai


	Program Pengembangan Bela Negara

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Peningkatan kerjasama bilateral bidang politik, hukum, dan keamanan melalui forum GBC Indonesia-Malaysia, JBC Indonesia-PNG, JBC Indonesia-Timor Leste, dan JWG Indonesia-Filipina


	a. Meningkatnya pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan RI


	Dephan


	409.787,0

	25.
	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kegiatan operasional penegakan hukum dengan perhatian khusus kepada pemberantasan korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkoba;


	Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum Lainnya

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penyediaan sarana dan prasarana perbatasan (PLB, PPLB)  termasuk  peningkatan layanan keimigrasian (pos imigrasi, karantina imigrasi, dan sebagainya) dengan prioritas wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan dan RI-Timor Leste  di NTT, RI-PNG di Papua, dan RI-Filipina di Sulawesi Utara


	a. Menurunnya  kegiatan ilegal dan terjaminnya kondisi  keamanan serta penegakan hukum di wilayah perbatasan 


	Depkumham,

MA,

Kejagung,

Komnas HAM,

KY,

MK
	2.516.193,9

	26.
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan provinsi 196.441 km; dan

2. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten/kota sepanjang 721.696 km


	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pemeliharaan rutin jalan nasional sepanjang 29.201 km dan jembatan 35.000 m;

b. Pemeliharaan berkala jalan nasional 938 km dan jembatan sepanjang 12.500 m; dan

c. Rehabilitasi jalan untuk tanggap darurat. 


	a. Terpeliharanya jalan nasional sepanjang 30.139 kilometer.

b. Terpeliharanya jembatan sepanjang 47.500 meter pada jalan nasional.

c. Dapat terehabilitasinya jalan akibat kerusakan yang mengganggu fungsi pelayanan.
	Dep. PU
	3.094.204,0

	27.
	Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ruas arteri primer sepanjang 12.321 km dan 26.579 m jembatan merupakan jalur utama perekonomian serta ruas-ruas strategis penghubung lintas-lintas tersebut;

2. Penanganan jalan sepanjang 1.800 km  pada daerah perbatasan dengan negara tetangga;

3. Penanganan jalan sepanjang 3.750 km untuk kawasan terisolir, wilayah KAPET, serta akses ke kawasan pedesaan, kawasan terisolir termasuk pulau kecil, dan sepanjang pesisir; dan


	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pembangunan jalan di kawasan perbatasan sepanjang 40 kilometer.

b. Pembangunan jalan dan jembatan di pulau-pulau terpencil terluar.

c. Peningkatan jalan dan jembatan nasional penghubung lintas sepanjang 284 kilometer jalan dan 1.160,8 meter jembatan.
d. Peningkatan/Pembangunan jalan Lintas Sumatera, Tran Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua dan Lintas Kota Metropolitan

e. Pembangunan jalan baru sepanjang 24,3 kilometer dan peningkatan jalan di kota-kota strategis

f. Penyelesaian pembangunan jalan lintas pantai Selatan Jawa sepanjang 25 km di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

g. Peningkatan jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa sepanjang 926,86 km.

h. Peningkatan jalan dan jembatan nasional penghubung lintas sepanjang 292 km dan Penggantian Jembatan sepanjang 1.300 meter.

i. Pembangunan jalan akses menuju Bandara Kuala Namu Sumatera Utara sepanjang 7 km.

j. Relokasi jalan tol dan jalan arteri Porong-Gempol.

k. Peningkatan jalan akibat bencana alam.


	a. Dibangunnya 40 kilometer jalan di wilayah perbatasan di Kalbar dan Kaltim

b. Dibangunnya 118,6 kilometer jalan dan 139,2 jembatan di pulau-pulau terpencil terluar di Kepulauan Riau, Maluku, NTT, Sulut, Sulteng, Maluku Utara, dan Papua.

c. Diselesaikanya peningkatan jalan sepanjang 284 kilometer jalan dan 1.160,8 meter jembatan yang tersebar di seluruh provinsi.

d. Ditingkatkannya 926.86 kilometer jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa.

e. Ditingkatkannya/dibangunnya 3.270 kilometer jalan Lintas Sumatera, Tran Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Maluku, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Lintas Kota Metropolitan
f. Diselesaikannya pembangunan 24,3 kilometer jalan di Jawa, Sumatera, dan Sulut, dan peningkatan jalan di kota-kota strategis.
g. Terbangunnya jalan lintas pantai Selatan Jawa sepanjang 25 km di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
h. Meningkatnya kondisi jalan sepanjang 926,86 km di Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa
i. Meningkatnya jalan dan jembatan nasional penghubung lintas sepanjang 292 km dan terbanguunya Jembatan sepanjang 1.300 meter.

j. Terbangunnya jalan akses menuju Bandara Kuala Namu Sumatera Utara sepanjang 7 km.

k. Direlokasinya jalan tol dan jalan arteri Porong-Gempol.

l. Dilakukannya peningkatan jalan akibat bencana alam.

	Dep. PU
	14.172.900,0

	28.
	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pembangunan pembangkit serta jaringan transmisi dan distribusi termasuk pembangunan listrik perdesaan

2. Penyusunan kebijakan pendanaan pembangunan termasuk penyesuaian tarif, diversifikasi dan konservasi energi primer untuk pembangkit tenaga listrik, serta pengurangan losses terutama pada sisi transmisi dan distribusi baik yang teknis maupun non teknis

3. Peningkatan pembangunan listrik perdesaan yang diarahkan terutama untuk ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang.


	Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana dasar listrik/listrik perdesaan 

b. Penerapan skim kewajiban layanan listrik pedesaan untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan dengan memperhatikan budaya setempat

c. Program listrik masuk desa


	a. Tersedianya prasarana dan sarana dasar listrik di perdesaan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan, serta wilayah terisolir
	Dep. ESDM
	2.450.223,9

	29.
	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan mekanisme dan besarn bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PSO/USO pos dan telematika

2. Pembangunan baru fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 16 juta sambungan telepon tetap, 25 juta sambungan bergerak, dan 43 ribu sambungan di daerah perbatasan.


	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penerapan Universal service Obligation (USO) untuk telekomunikasi

b. Peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana dasar komunikasi 


	a. Meningkatnya prasarana dan sarana dasar komunikasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terdepan, serta wilayah terisolir


	Depkominfo
	1.231.302,7

	30.
	Program Pembangunan Transportasi Laut

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pelayanan angkutan laut perintis di 15 provinsi
	Program Pembangunan Transportasi Laut

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pembangunan rambu/menara suar di pulau-pulau kecil terdepan yang tidak berpenghuni 

b. Peningkatan dan penyediaan pelabuhan, dermaga, dan terminal antarnegara untuk meningkatkan aksesibilitas 

c. Pelayanan pelayaran perintis dengan Skema Public Service Obligation (PSO)


	a. Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi laut dan pelayanan pelayaran perintis di wilayah terisolir 


	Dephub
	2.494.687,3

	31.
	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Penyediaan pelayanan angkutan perintis (bis perintis) terutama bagi masyarakat di wilayah yang masih terisolasi dan daerah terpencil


	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Peningkatan dan penyediaan jalan dan jembatan untuk meningkatkan aksesibilitas

b. Pelayanan bus perintis dengan Skema Public Service Obligation (PSO)

	a. Meningkatnya ketersediaan jalan dan jembatan serta pelayanan bus perintis di wilayah terisolir


	Dephub
	161.479,0

	32.
	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pembangunan dermaga sungai, danau dan penyeberangan
	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pelayanan transportasi penyeberangan perintis dengan Skema Public Service Obligation (PSO)


	a. Meningkatnya pelayanan transportasi penyeberangan perintis di wilayah terisolir


	Dephub
	1.229.652,4

	33.
	Program Pembangunan Transportasi Udara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelayanan angkutan penerbangan perintis di 15 provinsi


	Program Pembangunan Transportasi Udara

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Peningkatan dan penyediaan lapangan terbang untuk meningkatkan aksesibilitas
b. Pelayanan penerbangan perintis dengan Skema Public Service Obligation (PSO)


	a. Meningkatnya  ketersediaan prasarana pelayanan penerbangan dan penerbangan perintis di wilayah terisolir


	Dephub
	2.921.477,3

	34.
	Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat termasuk di dalamnya penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi perumahan PNS, TNI/Polri dan masyarakat berpendapatan rendah sebagai dasar bagi pengembangan kawasan siap bangun dan/atau lingkungan siap bangun.


	Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penyediaan prasarana permukiman di pulau-pulau terpencil

b. Peningkatan prasarana dan sarana dasar permukiman di wilayah perbatasan pada 33 kawasan

c. Pembangunan infrastruktur perdesaan skala kawasan (termasuk kawasan eks-transmigrasi)


	a. Tersedianya prasarana permukiman di pulau-pulau terpencil dan wilayah perbatasan

b. Terbangunnya infrastruktur perdesaan di 100 kawasan.


	Dep. PU,

Menpera
	2.058.743,5

	35.
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran pembawa dan prasarana air baku lainnya; 

2.    Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kebutuhan air baku tinggi di wilayah strategis dan daerah tertinggal antara lain di Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung; 

3.    Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip conjuctive use pada daerah-daerah rawan air, pulau-pulau kecil, dan daerah tertinggal; 

4.    Sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi; 

5.    Pembangunan prasarana air baku dengan memprioritaskan pemanfaatan air tanah pada daerah-daerah yang tercemar air laut pada daerah bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara.


	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku;

b. Pembangunan tampungan untuk air baku;                                                                     

c. Rehabilitasi tampungan untuk air baku;                                                                    

d. Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku;                                          

e. Operasi dan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku;                              

f. Operasi dan pemeliharaan  tampungan untuk air baku;                                                       

g. Pembinaan perencanaan teknis sumber air baku;                                                             

h. Pembangunan prasarana sumber air baku lainnya;                                                            

i. Rehabilitasi prasarana sumber air baku lainnya;                                                           

j. Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber air baku lainnya;                                               

k. Pembangunan/peningkatan prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan;                  

l. Rehabilitasi  prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan; dan                            

m. Operasi dan pemeliharaan  prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan.                


	a. Tersedianya prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku sebesar 1,00 m3/dt.

b. Terbangunnya 10 buah tampungan air baku.

c. Terlaksananya rehabilitasi 5 buah tampungan air baku dan 84 buah prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku.

d. Berlangsungnya operasi dan pemeliharaan 2 buah tampungan air baku dan 10 buah prasarana. pengambilan dan saluran pembawa air baku.

e. Terlaksananya 6 buah prasarana sumber air baku lainnya.

f. Terbangunnya 688 ha prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan.

g. Terlaksannya rehabilitasi 1.602 ha serta operasi dan pemeliharaan 1.078 ha prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/ perbatasan.

	Dep. PU
	763.744,2

	36.
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyediaan air minum dan prasarana air limbah bagi kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.


	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pembangunan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat berpendapatan rendah

b. Pembangunan sarana dan prasarana air limbah percontohan skala komunitas (SANIMAS)


	a. Terbangunnya sistem penyediaan air minum bagi masyarakat berpendapatan rendah di 40 kawasan

b. Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah percontohan skala komunitas (SANIMAS) di 100 Kabupaten/Kota.


	Dep. PU
	1.384.378,9

	37.
	Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai

Kegiatan-kegiatan pokok :

1. Operasi dan pemeliharaan serta perbaikan alur sungai terutama di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat;

2. Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai terutama di Jawa, Sumatra, dan Kalimantan.

3. Pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai terutama pada daerah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis, daerah tertinggal, serta pulau-pulau terluar di daerah perbatasan antara lain di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Riau Kepulauan, Bengkulu, Jawa, Bali, kalimantan Barat, dan Sulawesi utara;

4. Mengendalikan aliran air permukaan (run off) di daerah tangkapan air dan badan-badan sungai melalui pengaturan dan penegakan hukum;

5. menggali dan mengembangkan budaya masyarakat setempat dalam mengendalikan banjir; serta

6. melakukan pengamanan daerah pantai dengan memprioritaskan pada penanaman tanaman bakau pada daerah pantai yang terkena bencana alam di Nanggro Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatra Utara.


	Program pengendalian banjir dan pengamanan pantai

Kegiatan-kegiatan pokok :

a. Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir;  

b. Pembangunan sarana/prasarana  pengamanan pantai;                                                            

c. Penanggulangan bencana / tanggap darurat;                                                                 

d. Pembangunan sarana/prasarana pengendalian lahar gunung berapi;                                            

e. Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir;                                                          

f. Rehabilitasi sarana/prasarana  pengamanan pantai;                                                          

g. Rehabilitasi sarana/prasarana  pengendalian lahar gunung berapi;                                          

h. Operasi dan pemeliharaan prasarana pengendalian banjir;                                                   

i. Operasi dan pemeliharaan prasarana pengamanan pantai;                                                     

j. Operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana  pengendalian lahar gunung berapi; dan                              

k. Pembinaan perencanaan teknis pantai.       
	a. Terbangunnya 145 km prasarana pengendali banjir.

b. Terbangunnya 71,10 km prasarana pengamanan pantai.

c. Terbangunnya 12 unit prasarana pengendali lahar gunung berapi.

d. Berlangsungnya operasi dan pemeliharaan 1.500 km prasarana pengendali banjir, 20 km prasarana pengamanan pantai, dan 2 sarana/prasarana pengendali lahar.

e. Terlaksananya kegiatan tanggap darurat penanggulangan banjir.

f. Terlaksananya rehabilitasi sarana/prasarana pengaman pantai 4 km di 2 (dua) provinsi dan sarana/prasarana pengendali banjir di 62 lokasi.

g. Tersusunnya perencanaan teknis pengamanan pantai
	Dep.PU
	2.050.662,0

	38.
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada diwilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan; 

2.    Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekitar guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya.


	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Rehabilitasi gedung sekolah yang rusak pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi

b. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk pendidikan dasar dan bantuan khusus murid untuk pendidikan menengah 

c. Pembangunan asrama guru dan murid untuk daerah terpencil

d. Penyediaan buku pelajaran
	a. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terisolir


	Depdiknas, 

Depag
	25.467.219,1

	39.
	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan termasuk tutor pendidikan non formal purna waktu secara lebih adil didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan lokasi; 

2.    Peningkatan kualitas layanan pendidik dengan melakukan pendidikan dan latihan agar memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi pendidik, dan penerapan standar profesionalisme dan sistem pemantauan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja kelas, sekolah atau satuan pendidikan lainnya.


	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan


	a. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di wilayah terisolir


	Depdiknas, 

Depag
	5.090.441,1

	40.
	Program Pendidikan Menengah

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada diwilayah konflik dan bencana alam, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, serta penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peserta didik yang berprestasi.

2. Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekitar guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. 

3. Penyediaan layanan pendidikan baik umum mapun kejuruan bagi siswa SMA/SMK/MA sesuai dengan kebutuhan siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk bekerja melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) pada sekolah/madrasah yang ada dan/atau melalui kerjasama antarsatuan pendidikan baik formal maupun nonformal, dan mengembangkan sekolah/madrasah dengan standar nasional dan internasional secara bertahap.

4. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupan non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin, dan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan.


	Program Pendidikan Menengah

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Rehabilitasi gedung sekolah yang rusak pada jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi

b. Penyediaan bantuan operasional sekolah untuk pendidikan dasar dan bantuan khusus murid untuk pendidikan menengah 

c. Penyediaan buku pelajaran


	a. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terisolir
	Depdiknas, 

Depag
	5.011.680,0

	41.
	Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan. 


	Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional


	a. Terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional di wilayah terisolir


	Depdiknas, 

Depag
	1.193.754,8

	42.
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.    Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; 

2.    Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya; 

3.    Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; 

4.     Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar;

5.   Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan. 


	Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok:

a. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya.

b. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan Jaringannya.

c. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan

d. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar.

e. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.
	a. Cakupan rawat jalan sebesar 15 persen

b. Meningkatnya cakupan persalinan yang tertolong oleh tenaga kesehatan menjadi 85 persen

c. Meningkatnya cakupan pelayanan ante natal (K-4) 87 persen, cakupan kunjungan neostatus (KN-2) menjadi 87 persen dan cakupan kunjungan bayi menjadi 80 persen.

d. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi gakin secara cuma-cuma di Puskesmas sebesar 100 persen.

e. Meningkatnya Posyandu yang aktif.

f. Tersedianya dan beroperasinya Pos Kesehatan Desa di 36.000 desa

g. Tersedianya dan diikutinya standar mutu sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan.

h. Tertanggulanginya masalah kesehatan akibat bencana secara cepat dan tepat.

i. Terlaksananya 70 persen pembangunan, perbaikan dan peningkatan Puskesmas dan Jaringannya di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan

j.
Terlaksananya 70 persen pengadaan peralatan medis dan non medis di Puskesmas dan Jaringannya.
	Depkes
	3.320.263,0
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A. KONDISI UMUM

UUD 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Untuk memenuhi amanat konstitusional tersebut, Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dalam rangka memenuhi hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.
Disadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional. Pendidikan yang berkualitas dapat mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang modern, maju, makmur, dan sejahtera yang tercermin pada keunggulan dan kemampuan bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk itu, Pemerintah telah menempatkan pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena memberi kontribusi signifikan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat. 
Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah telah berupaya memberi layanan pendidikan yang baik bagi segenap anak bangsa, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk Indonesia, termasuk pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang diharapkan tuntas pada tahun 2008. Selama ini, pembangunan pendidikan nasional telah menunjukan hasil positif yang terlihat dari pencapaian angka partisipasi pendidikan pada semua jenjang. Pada tahun 2006, angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada jenjang SD/MI dan yang sederajat masing-masing telah mencapai 110,8 persen dan 94,7 persen. Sedangkan APK pada jenjang SMP/MTs dan yang sederajat serta SMA/SMK/MA/SMALB/Paket C masing-masing telah mencapai 88,7 persen dan 56,2 persen. Sementara itu, APK pada jenjang perguruan tinggi (PT) yang mencakup pula peguruan tinggi agama (PTA), Universitas Terbuka (UT), dan pendidikan kedinasan adalah sebesar 16,7 persen (Depdiknas 2006). Adapun angka partisipasi sekolah (APS) atau persentase penduduk yang mengikuti pendidikan formal untuk kelompok umur 7-12 tahun tercatat sebesar 97,4 persen, kelompok umur 13-15 tahun sebesar 84,1 persen, dan kelompok umur 16-18 tahun sebesar 53,9 persen (Susenas 2006). Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja pembangunan pendidikan nasional mengalami peningkatan yang cukup berarti.
Penyiapan anak untuk mengikuti pendidikan sejak usia dini sangat penting terutama untuk menyiapkan setiap anak agar dapat menempuh pendidikan dasar secara lebih baik. Program pengembangan anak-anak usia dini dilakukan melalui lembaga pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD), yang mencakup berbagai jenis seperti Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Bustanul Athfal, TK Al-Qur’an, Tempat Penitipan Anak, dan Kelompok Bermain. Peran lembaga PAUD ini sangat strategis, karena menurut berbagai studi, anak-anak yang mengikuti pendidikan usia dini berpotensi untuk mencapai prestasi lebih tinggi pada jenjang pendidikan dasar. 

Sementara itu, angka buta aksara penduduk umur 15 tahun ke atas mengalami penurunan dari 9,6 persen pada tahun 2004 menjadi 8,1 persen pada tahun 2006, dengan disparitas gender sebesar 5,4 persen untuk laki-laki dan 10,7 persen untuk perempuan (Depdiknas 2006). Ini mengindikasikan bahwa telah terjadi peningkatan kemampuan keberaksaraan, sejalan dengan meningkatnya partisipasi pendidikan penduduk Indonesia. Selain itu, perpustakaan mempunyai peranan penting dan strategis untuk menumbuhkan budaya baca di kalangan masyarakat, sehingga berpengaruh pada upaya peningkatan kemampuan keberaksaraan penduduk Indonesia. Meskipun terjadi peningkatan kemampuan keberaksaraan, masih ditemukan perbedaan capaian angka melek aksara penduduk umur 15 tahun ke atas antara kuantil pertama (kelompok 20 persen termiskin) yang baru mencapai 87 persen, sementara pada kuantil kelima (kelompok 20 persen terkaya) telah mencapai 95 persen (Susenas 2006). 

Data Balitbang Depdiknas 2006 menunjukkan bahwa secara kuantitatif fasilitas layanan pendidikan sudah cukup baik seperti terlihat pada rasio murid per ruang kelas sebesar 25,4 untuk SD/MI, 39,7  untuk SMP/MTs, dan 36 untuk SMA/SMK/MA. Pada saat yang sama, rasio murid per guru adalah 20 untuk SD/MI, 14 untuk SMP/MTs, dan 13 untuk SMA/SMK/MA. Meskipun demikian, kualitas layanan pendidikan masih terbatas karena dukungan fasilitas yang belum memadai, disamping kualitas guru yang masih rendah.
Menurut data Balitbang Depdiknas, pada tahun 2006 jumlah siswa putus sekolah pada jenjang SD/MI tercatat sebanyak 846,6 ribu anak, SMP/MTs sebanyak 174,4 ribu anak, dan SMA/SMK/MA sebanyak 178,6 ribu anak. Pada tahun yang sama, dari total lulusan SD/MI yang mencapai 4.072.508 anak, sebanyak 322,2 ribu anak tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Masalah putus sekolah dan tidak dapat melanjutkan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan dasar merupakan persoalan serius yang dapat mempengaruhi keberhasilan penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Masalah ekonomi merupakan salah satu penyebab masih banyaknya anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin tidak bisa bersekolah atau putus sekolah. Untuk menurunkan angka putus sekolah, Pemerintah menyediakan dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan khusus sekolah (BKS), dan bantuan khusus murid (BKM) atau beasiswa. Berdasarkan survei Balitbang Depdiknas (2006), program BOS berhasil menurunkan secara signifikan angka putus sekolah dari 4,3 persen menjadi 1,5 persen, dan meningkatkan tingkat kehadiran siswa dari 95,5 persen menjadi 96,3 persen. Lebih lanjut dilaporkan bahwa dengan adanya program BOS, sebanyak 70 persen SD/MI dan SMP/MTs telah membebaskan siswa dari segala jenis pungutan. Namun, disadari bahwa besaran dana BOS belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan operasional sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah perkotaan, sekolah swasta, dan sekolah unggulan.

Masalah ekonomi jelas merupakan faktor utama terjadinya kesenjangan partisipasi pendidikan di antara penduduk Indonesia. Kesenjangan partisipasi pendidikan terlihat mencolok baik antarkelompok masyarakat (kaya-miskin) maupun antarkategori wilayah (perdesaan-perkotaan), dan semakin meningkat dengan meningkatnya kelompok umur. Menurut data Susenas 2006, APS penduduk kelompok umur 13-15 tahun untuk kuantil pertama baru mencapai 74,2 persen, sementara untuk kuantil lima telah mencapai 92,2 persen. Demikian pula APS penduduk kelompok umur 16-18 tahun untuk kuantil pertama baru mencapai 37,9 persen, sementara untuk kuantil kelima telah mencapai 68,6 persen. Sementara itu, APS penduduk kelompok umur 13-15 tahun yang tinggal di perdesaan dan perkotaan masing-masing 80,3 persen dan 89,7 persen, sedangkan APS pada penduduk kelompok umur 16-18 tahun di kedua tipe daerah tersebut masing-masing adalah 45 persen dan 65,5 persen. 

Fakta kesenjangan partisipasi pendidikan ini menjadi petunjuk jelas bahwa sasaran layanan pendidikan tahun mendatang perlu lebih diarahkan pada peningkatan akses layanan pendidikan terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Namun, perlu dicatat bahwa partisipasi pendidikan antarjenis kelamin pada jenjang lanjutan relatif telah sama, sehingga kesenjangan gender tidak terlampau mencolok. Data Susenas 2006 menunjukkan, APK pada jenjang SMP/MTs antara laki-laki dan perempuan masing-masing sebesar 81,3 persen dan 82,5 persen, sedangkan pada jenjang SMA/MA/SMK masing-masing adalah 56 persen dan 57,4 persen. 

Selain masalah kesenjangan, partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah menengah juga dianggap masih relatif rendah. Hal ini disebabkan banyak lulusan SMP/MTs yang berkeinginan langsung berkerja untuk mencari nafkah guna membantu perekonomian keluarga. Masalah tersebut terkait dengan faktor opportunity cost yang perlu dipertimbangkan, mengingat mereka yang telah menamatkan SMP/MTs pada umumnya berusia 15 tahun ke atas, sehingga dorongan untuk memasuki pasar kerja lebih awal cukup tinggi, terlebih lagi bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Mereka lebih memilih bekerja dibanding melanjutkan ke jenjang sekolah menengah dengan alasan ingin membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Pada saat yang sama fasilitas pendidikan menengah juga belum sepenuhnya mampu menampung siswa yang berkeinginan untuk melanjutkan ke pendidikan menengah.

Tantangan pembangunan pendidikan yang lain adalah partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang masih rendah. Masalah pemerataan masih menjadi isu kritikal, karena layanan pendidikan tinggi lebih banyak dinikmati oleh anak-anak yang berasal dari keluarga mampu saja. Ketimpangan pemerataan pendidikan ini terlihat jelas pada angka partisipasi sekolah (APS) penduduk umur 19-24 tahun; untuk kuantil pertama baru sebesar 3,5 persen, sedangkan untuk kuantil kelima sudah mencapai 25,7 persen (Susenas 2006). Pendidikan tinggi memang memerlukan biaya yang cukup besar baik langsung maupun tidak langsung, sehingga anak-anak dari keluarga miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses jenjang pendidikan tinggi. Kebutuhan biaya yang relatif besar inilah yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan pada jenjang PT . 

Pembangunan pendidikan, selain memprioritaskan perluasan akses dan peningkatan pemerataan pada jenjang pendidikan formal, juga mempertimbangkan perluasan akses pada jenjang pendidikan nonformal yang mencakup antara lain pendidikan anak usia dini, dan pendidikan khusus keterampilan. Anak-anak yang memerlukan perhatian khusus (children with special needs) selama ini belum sepenuhnya mendapat layanan pendidikan secara baik. Anak-anak yang tergolong ke dalam kelompok ini adalah mereka yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Mengingat pendidikan merupakan bagian dari hak dasar bagi seluruh penduduk Indonesia, maka layanan pendidikan harus pula menjangkau anak-anak yang memerlukan pendidikan khusus tersebut. 

Untuk mendukung keberhasilan progam Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, upaya memperluas jangkauan program pendidikan anak usia dini (PAUD) juga terus dilanjutkan. Meskipun demikian, belum seluruh anak usia antara 2-6 tahun dapat tertampung di berbagai jenis satuan PAUD, yang disebabkan terutama oleh terbatasnya jumlah lembaga yang memberikan pelayanan PAUD. Selain itu, sebagian besar anak usia dini tinggal di wilayah perdesaan, sementara lembaga-lembaga penyelenggara PAUD sebagian terbesar terdapat di wilayah perkotaan. Oleh karena itu, pelaksanaan PAUD perlu terus ditingkatkan dan diperluas jangkauan serta kualitas pelayanannya dengan tetap menumbuhkan partisipasi masyarakat, termasuk lembaga tradisional keagamaan dan organisasi sosial masyarakat. 

Pendidikan nonformal belum sepenuhnya dapat diakses oleh segenap warga masyarakat. Padahal jalur pendidikan nonformal mempunyai fungsi penting untuk memfasilitasi warga belajar memasuki dunia kerja. Selain itu, pendidikan nonformal juga merupakan bentuk pendidikan sepanjang hayat. Pada saat yang sama, kesadaran masyarakat khususnya yang berusia dewasa untuk terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan juga masih rendah. Data Susenas 2004
 menunjukkan bahwa partisipasi kursus penduduk usia sampai dengan 39 tahun yang belum/tidak pernah sekolah dan yang tidak sekolah lagi masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 3,2 persen, dengan partisipasi kursus penduduk perkotaan (5,1 persen) lebih tinggi dibanding penduduk perdesaan (1,9 persen). Data ini menunjukkan bahwa pendidikan sepanjang hayat masih belum banyak dilakukan oleh masyarakat. Menghadapi bonus demografi yang ditunjukkan oleh meningkatnya proporsi penduduk usia produktif, maka peran pendidikan nonformal menjadi sangat vital. Penyediaan pendidikan nonformal harus diupayakan mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja, sehingga peluang yang diperoleh dengan adanya tambahan penduduk usia produktif dapat dimanfaatkan secara optimal.

Upaya peningkatan budaya baca masih terkendala oleh: (1) belum optimalnya pemanfaatan potensi perpustakaan oleh masyarakat sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas hidup; (2) masih rendahnya pertumbuhan berbagai jenis perpustakaan terutama perpustakaan umum, perpustakaan khusus, dan perpustakaan sekolah; (3) belum memadainya sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan diversifikasi layanan perpustakaan sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan pengguna; dan (4) masih rendahnya rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pengguna.

Dalam hal kualitas pendidikan perlu terus ditingkatkan karena lembaga pendidikan belum sepenuhnya mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten. Hal ini disebabkan antara lain oleh: (1) ketersediaan pendidik yang belum memadai secara kualitas dan dengan distribusi yang kurang merata, (2) kesejahteraan pendidik yang masih terbatas, (3) sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran belum tersedia secara mencukupi, dan (4) biaya operasional pendidikan belum disediakan secara memadai. Dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan, layanan pendidikan terus ditingkatkan agar sesuai dengan standar nasional pendidikan dengan merujuk pada standar pelayanan minimal (SPM), yang sejauh ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi. 

Guru yang berkualitas memainkan peranan sentral dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Namun, saat ini masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S-1 atau D-4 seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dari hasil survei pendidikan yang dilakukan oleh Depdiknas tahun 2006 diperoleh informasi bahwa rata-rata kualifikasi pendidikan guru SD/MI sampai dengan SMA/SMK/MA baik negeri maupun swasta yang memiliki ijazah D-4 atau sarjana (S-1) adalah 35,6 persen. Guru-guru yang belum memenuhi standar kualifikasi yang disyaratkan umumnya pada jenjang SD/MI; sebagian besar dari mereka masih berpendidikan Diploma 1-3, bahkan ada pula yang hanya lulusan pendidikan menengah seperti Sekolah Pendidikan Guru, Pendidikan Guru Agama, Sekolah Guru Olahraga, dan SMA. Selain itu, dijumpai pula guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang bidang ilmu yang dimilikinya atau lazim disebut mismatch, misalnya guru dengan latar belakang ilmu sosial tentu saja tidak memiliki kompetensi akademik untuk mengajar mata pelajaran MIPA. Fenomena mismatch ini sangat berpengaruh terhadap kualitas proses belajar-mengajar dan hasil pembelajaran di sekolah. 

Sampai dengan tahun 2006, rehabilitasi dan revitalisasi gedung SD/MI dan SMP/MTs belum sepenuhnya tuntas. Banyak gedung SD/MI yang dibangun secara masif melalui Program Inpres SD pada tahun 1970-an dan Program Wajib Belajar Enam Tahun pada tahun 1980-an mengalami rusak berat dan ringan. Biaya perawatan dan perbaikan yang terbatas menyebabkan kerusakan gedung semakin parah. Sementara itu, dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus (DAK) untuk rehabilitasi dan revitalisasi bangunan tersebut belum memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan afirmatif dalam menangani kerusakan gedung sekolah. Alokasi anggaran untuk rehabilitasi sekolah harus ditingkatkan dan diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang ketat, sehingga pemanfaatan dana menjadi lebih efisien. Penyediaan anggaran dalam bentuk block grant atau matching grant yang telah dilaksanakan dalam rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan perlu dilanjutkan, sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi anggaran dan pemberdayaan masyarakat.

Buku merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran. Dua permasalahan penting mengenai pengadaan buku menjadi sorotan; kurangnya aksesibilitas buku pelajaran dan penggantian buku pelajaran hampir setiap tahun yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dalam kenyataannya, memang tidak semua peserta didik dapat mengakses buku pelajaran, baik dengan membeli sendiri maupun mendapat pinjaman dari sekolah. Keterbatasan buku ini secara langsung berdampak pada sulitnya anak menguasai ilmu pengetahuan yang dipelajari. Selain itu, sekolah-sekolah tetap saja cenderung untuk mengganti buku setiap tahun ajaran baru, sehingga semakin memberatkan beban orangtua murid meskipun telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005, yang menetapkan bahwa masa berlaku buku pelajaran selama lima tahun telah berlaku efektif. Tindakan ini bahkan menyebabkan inefisiensi, karena buku-buku yang dimiliki sekolah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh siswa dari kohort selanjutnya. Permasalahan yang berkaitan dengan pengadaan buku memang mendesak untuk segera diselesaikan, karena berpengaruh pada upaya peningkatan mutu pembelajaran. Oleh karena itu pengadaan BOS buku untuk jenjang pendidikan dasar masih perlu dilanjutkan. 
Selan itu, diperlukan sistem evaluasi untuk mengukur kinerja satuan pendidikan dan sistem pengujian untuk mengukur prestasi setiap peserta didik. Selama ini, sistem evaluasi kinerja para pendidik dan standarisasi prestasi peserta didik masih belum sepenuhnya memenuhi seperti yang  diamanatkan di dalam Standar Nasional Pendidikan. Sistem evaluasi dan sistem pengujian ini sangat penting untuk melihat tingkat keberhasilan penyelenggaraan pendidikan secara nasional, dengan membuat perbandingan antardaerah dan antarsatuan pendidikan sebagai landasan bagi perencanaan pembangunan pendidikan lebih lanjut.

Koordinasi antara pendidikan formal dan nonformal perlu ditingkatkan terutama dalam menunjang peningkatan mutu pembelajaran. Karena pengelolaan pendidikan formal dan nonformal masih terlihat eksklusif dan belum saling mendukung. Format dan kualitas pendidikan nonformal belum memungkinkan untuk digunakan sebagai pengganti pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal. Sementara itu, fasilitas pelayanan pendidikan formal yang sudah lebih baik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelenggarakan pendidikan non formal.

Upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui penguatan otonomi perguruan tinggi (PT), dengan memberi tanggung jawab lebih besar dan tetap berdasar pada prinsip akuntabilitas publik. PT juga diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Otonomi PT sangat penting untuk membangun iklim kebebasan akademik serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Sampai dengan tahun 2006 telah ditetapkan enam PTN (ITB, UI, IPB, UGM, UPI, USU, dan UNAIR) yang mengalami perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT-BHMN) dan dalam masa transisi dapat memperoleh mandat untuk beroperasi sebagai badan layanan umum menuju badan hukum pendidikan. Namun, pelaksanaan PT-BHMN belum berjalan dengan baik antara lain karena belum tersedianya perangkat hukum berupa undang-undang badan hukum pendidikan, yang menjadi dasar bagi pengelolaan keuangan dan manajemen sumber daya lainnya yang dimiliki PT.

Selain itu, juga diupayakan peningkatan mutu pendidikan tinggi agama melalui pengembangan program akademik, pendidikan pascasarjana S-2 dan S-3 bagi dosen, pembangunan parasarana, sarana, dan fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan. Sejumlah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) telah pula mengembangkan diri menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dengan membuka fakultas dan program studi baru di luar disiplin ilmu-ilmu keislaman. Sampai dengan tahun 2006, terdapat enam STAIN/IAIN yang berubah status menjadi universitas yaitu: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Malang, UIN Sultan Syarif Qashim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan UIN Alauddin Makassar. Perubahan status menjadi universitas ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat struktur kelembagaan pendidikan tinggi agama. Namun, hal ini perlu disertai dengan upaya penataan software seperti desain program dan orientasi pengembangan pendidikan tinggi Islam, serta penyediaan pendidiknya, agar perubahan status ini tidak kontraproduktif. Pada sisi lain, upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi agama juga masih menemui kendala terutama mengenai masalah manajemen perguruan tinggi agama yang belum profesional serta kurang efektif dan efisien. Bahkan prasarana, sarana, dan fasilitas pendidikan juga belum memadai, sehingga kurang mendukung upaya penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. 

Sementara itu, secara umum PT belum maksimal dalam memainkan peran sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan pelopor inovasi teknologi. Hal ini disebabkan kegiatan penelitian dan pengembangan di PT masih sangat terbatas. Di samping itu, proses pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mengalami hambatan, karena masih terbatasnya buku-buku teks dan jurnal-jurnal internasional yang dapat diakses. Dengan kualitas dan kuantitas hasil penelitian yang belum memadai, belum banyak hasil penelitian yang dapat diterapkan oleh masyarakat dan masih sedikit pula yang sudah dipatenkan dan/atau mendapat pengesahan hak kekayaan intelektual.

Meskipun desentralisasi dan otonomi pendidikan telah dilaksanakan selama tujuh tahun, manajemen pelayanan pendidikan belum sepenuhnya efektif dan efisien. Hal ini disebabkan belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga belum memberi kontribusi yang memadai dalam penyediaan anggaran pendidikan. Selan itu, standar pelayanan minimal (SPM) yang seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota juga belum efektif. Demikian pula peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan masih belum optimal, termasuk peran dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Sejak tahun 2004, pembiayaan pendidikan diupayakan terus ditingkatkan secara signifikan, untuk memenuhi amanat UUD 1945 yaitu 20 persen dari APBN dan APBD. Upaya peningkatan alokasi anggaran pendidikan ini dimaksudkan mendukung penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan di atas, sasaran pembangunan pendidikan yang akan dicapai pada tahun 2008 adalah:

1. Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan dasar yang diukur dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) jenjang SD termasuk SDLB/MI/Paket A setara SD menjadi 110,9 persen dan 94,8 persen; meningkatnya APK jenjang SMP/MTs/Paket B setara SMP menjadi 95 persen; meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,5 persen; dan meningkatnya APS penduduk usia 13-15 tahun menjadi 94,3 persen;
2. Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diukur dengan meningkatnya APK jenjang SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA menjadi 64,2 persen; meningkatnya APS penduduk usia 16–18 tahun menjadi 65,8 persen; dan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi menjadi 17,2 persen;
3. Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan standar kompetensi yang disyaratkan, serta meningkatnya kesejahteraan pendidik;
4. Menurunnya angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 6,2 persen, bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca; dan
5. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Arah kebijakan pembangunan pendidikan tahun 2008 dirumuskan dengan merujuk pada RPJMN 2004-2009 serta konvensi internasional mengenai pendidikan atau berkaitan dengan pembangunan pendidikan seperti Pendidikan untuk Semua (Education For All), Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of Child), Millenium Development Goals (MDGs), dan World Summit on Sustainable Development.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, kebijakan pembangunan pendidikan pada tahun 2008 mencakup (i) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (ii) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan (iii) pemantapan good governance, yang dirinci sebagai berikut: 

1. Memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) termasuk BOS Buku, penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang SD-MI dan SMP-MTs, pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD-SMP dan MI-MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil;
2. Memperbaiki distribusi guru dan meningkatkan kualitas pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui sertifikasi, serta peningkatan kesejahteraan guru;
3. Meningkatkan pemerataan, mutu dan relevansi pendidikan menengah seluas-luasnya baik melalui jalur formal maupun nonfomal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja;
4. Meningkatkan pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi dengan memperkuat otonomi perguruan tinggi dan peningkatan intensitas penelitian yang relevan dengan kebutuhan pembangunan, untuk membangun daya saing nasional yang didukung dengan penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan;
5. Meningkatkan intensitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional, yang didukung oleh upaya menumbuhkan budaya baca untuk membangun masyarakat membaca (literate society);
6. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pelayanan pendidikan melalui penataan perangkat lunak (software) seperti perbaikan kurikulum, pemantapan sistem penilaian dan pengujian, dan penyempurnaan sistem akreditasi;
7. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan didukung dengan sinkronisasi penyelenggaraan pendidikan dan perawatan anak usia dini yang dilakukan oleh sektor-sektor pembangunan terkait dan peningkatan peranserta masyarakat;
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan sejalan dengan penerapan prinsip good governance yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pendidikan. Sejalan dengan itu anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk satuan pendidikan termasuk untuk rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana pendidikan diberikan dalam bentuk block grant atau matching grant dengan melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat; dan
9. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam pembangunan pendidikan baik dalam penyelenggaraan maupun pembiayaan pendidikan, termasuk yang diwadahi dalam bentuk Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah.
D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp.  Juta)

	1.
	Program Pendidikan Anak Usia Dini


	Program Pendidikan Anak Usia Dini
	
	Depdiknas, 

Depag
	744.129,9

	
	Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang ada seperti ruang kelas SD/MI untuk menyelenggarakan PAUD yang disesuaikan dengan kondisi daerah/wilayah, dukungan penyelenggaraan pendidikan, dukungan pendidik dan tenaga kependidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau dukungan operasional/subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya, serta menumbuhkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat termasuk lembaga keagamaan dan organisasi sosial masyarakat untuk menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini; 
	Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyediaan bantuan/subsidi untuk rintisan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

2. Pembangunan sarana dan prasarana PAUD;

3. Pemberian bantuan operasional PAUD;

4. Pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD;

5. Penyediaan materi bahan ajar dan peralatan pendidikan PAUD; dan

6. Pelayanan PAUD.


	1. Disediakannya Bantuan Rintisan (formal dan non formal) program PAUD (block grant/subsidi);

2. Dibangunnya PAUD Model atau Rintisan (formal dan non formal) yang sesuai dgn kondisi lokal;

3. Dibangunnya unit sekolah baru (USB) TK;

4. Terselenggaranya Pemberian Bantuan Kelembagaan PAUD (formal dan Non formal );

5. Terselenggaranya pemberian subsidi  bagi penyelenggara PAUD  terutama untuk lembaga PAUD yang sebagian peserta didiknya berasal dari keluarga miskin;

6. Terselenggaranya pemberian subsidi block grant atau imbal swadaya pengembangan PAUD  dan PAUD Model (formal dan Non formal);

7. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi pendidik PAUD;

8. Terlaksananya pelatihan pengelola/penyelenggara PAUD untuk meningkatkan mutu pengelola/penyelenggara PAUD;

9. Tersedianya materi bahan ajar dan peralatan pendidikan PAUD; dan

10. Meningkatnya jumlah anak yang terlayani.


	
	

	
	2.
Pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang bermutu serta perintisan model-model pembelajaran PAUD, yang mengacu pada tahap-tahap perkembangan anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni; 


	1. Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD; dan

2. Pengembangan PAUD Model dan TK-SD satu atap.


	1. Dikembangkannya kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran PAUD;

2. Dikembangkannya PAUD Model di tingkat Kab/Kota;

3. Dikembangkannya TK-SD Satu Atap bagi SD yang memiliki fasilitas yang mencukupi untuk membuka lembaga PAUD; dan

4. Terselenggaranya pengembangan Kelembagaan PAUD.


	
	

	
	3.
Peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan PAUD kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah daerah, sebagai upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan lebih lanjut;
	1. Pemberdayaan mitra PAUD;

2. Publikasi dan sosialisasi PAUD termasuk pengembangan data dan informasi PAUD; dan

3. Sosialisasi dan penyebarluasan informasi PAUD.


	1. Terselengaranya sosialiasi PAUD  kepada tokoh agama dan masyarakat, pengambil kebijakan dan ORMAS/LSM;

2. Terlaksananya KIE dan Advokasi bagi pengambil kebijakan di pusat/prov/kab/kota, tokoh agama dan masyarakat; dan

3. Tersedianya data dan informasi PAUD yang memadai.


	
	

	
	4.
Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan anak usia dini sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.


	1. Pengembangan manajemen PAUD; dan

2. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PAUD.


	1. Tersusunnya kebijakan PAUD untuk memperluas, mengembangkan dan mengkoordinasi pelaksanaan PAUD yang merata, adil dan bermutu;

2. Tersedianya kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran PAUD yang mengacu pada standar pendidikan nasional dan standar pelayanan minimal PAUD di tingkat Kab/Kota;

3. Tersedianya bahan ajar tenaga pendidik PAUD;

4. Tersedianya data dan informasi PAUD yang memadai;

5. Terselenggaranya pengadaan peralatan APE;

6. Terlaksananya Forum PAUD disetiap tingkat; 

7. Terlaksananya koordinasi antar sektor dalam pelaksanaan dan pengembangan PAUD yang melibatkan berbagai pihak terkait;

8. Terlaksananya kerjasama lintas sektor dan semua pihak terkait (instansi terkait, lembaga internasional., lembaga agama, organisasi wanita, konsorsium PAUD);

9. Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan PAUD;

10. Tersusunnya perencanaan program PAUD Tahunan; dan

11. Tersedianya dukungan manajemen program PAUD.


	
	

	2.
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


	
	Depdiknas, 

Depag
	25.467.219,1

	
	Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas termasuk pembangunan unit sekolah baru (USB), ruang kelas baru (RKB), laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, terutama untuk daerah perdesaan, wilayah terpencil dan kepulauan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada diwilayah konflik dan bencana alam, serta penyediaan biaya operasional pendidikan secara memadai, dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan dasar untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan;
	Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Melanjutkan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD/MI/SDLB, SMP/ MTs, pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SDdan SMP;

2. Penyediaan beasiswa untuk siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar;

3. Rehabilitasi SD/MI/SDLB dan SMP/MTs;

4. Peningkatan daya tampung SMP/MTs melalui pembangunan unit sekolah baru termasuk SD-SMP dan MI-MTs satu atap untuk wilayah terpencil serta ruang kelas baru SMP/MTs; Pembangunan asrama siswa dan mess guru di daerah terpencil dan kepulauan;

5. Pembangunan asrama dan mess guru di daerah terpencil dan kepulauan; 

6. Penyediaan block grant untuk peningkatan mutu SD/MI dan SMP/MTs; dan

7. Pengembangan satuan pendidikan dengan standar nasional dan internasional.


	1. Tersedianya bantuan operasional sekolah (BOS) bagi siswa SD/MI/SDLB, dan siswa SMP/MTs;

2. Tersedianya beasiswa untuk siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar;

3. Terlaksananya rehabilitasi untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs;

4. Terbangunnya sekolah baru SMP/MTs/SMPLB;

5. Terbangunnya SD-SMP satu atap

6. Terbangunnya ruang kelas baru SMP/MTs;

7. Terbangunnya sekolah baru     pendidikan khusus;

8. Terbangunnya asrama dan mess guru di daerah terpencil dan kepulauan;

9. Tersedianya block grant untuk SD/MI dan SMP/MTs; dan

10. Terlaksananya pengembangan sekolah dengan standar nasional dan internasional.
	
	

	
	2     Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan dasar baik melalui jalur formal maupun non formal untuk memenuhi kebutuhan, kondisi, dan potensi anak termasuk anak dari keluarga miskin dan yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan serta pemberian perhatian bagi peserta didik yang memiliki kesulitan mengikuti proses pembelajaran dan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;


	1. Penyelenggaraan pendidikan alternatif  seperti Paket A setara SD, Paket B setara SMP, SD Kecil, SMP Terbuka, multi-grade teaching; dan

2. Penyelenggaraan pendidikan inklusif.


	1. Terselenggaranya SMP Terbuka

2. Terselenggaranya pembelajaran paket A setara SD;

3. Terselenggaranya pembelajaran paket B setara SMP;

4. Terselenggaraannya program pendidikan inklusif; dan

5. Terselenggaranya multi-grade teaching.
	
	

	
	3. Peningkatan upaya penarikan kembali peserta didik putus sekolah jenjang SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B dan lulusan SD/MI/Paket A yang tidak melanjutkan ke dalam sistem pendidikan serta mengoptimalkan upaya menurunkan angka putus sekolah tanpa diskriminasi gender dengan antara lain menerapkan sistem informasi pendidikan yang berbasis masyarakat, menyediakan bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa atau voucher pendidikan, dan perluasan perbaikan gizi anak sekolah khususnya untuk jenjang SD/MI/Paket A;


	
	
	
	

	
	4. Pengembangan kurikulum nasional dan lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk pengembangan pendidikan kecakapan hidup sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri serta kecakapan untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dan dasar-dasar kecakapan vokasi sesuai tuntutan masyarakat dan industri bagi peserta didik yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah;


	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar internasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni,  dan kebutuhan pembangunan nasional, wilayah, kawasan dan daerah.
	Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni,  dan kebutuhan pembangunan nasional, wilayah, kawasan dan daerah.


	
	

	
	5.
Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekitar guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya;


	1. Pengadaan buku pelajaran SD/MI/SDLB dan SMP/MTs melalui BOS buku;

2. Pembangunan prasarana pendukung di SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB yang mencakup perpustakaan termasuk buku bacaannya, pusat sumber belajar, dan laboratorium;

3. Pengembangan model pembelajaran jenjang pendidikan dasar seperti pendidikan kecakapan hidup, comprehensive teaching and learning (CTL) dan pendidikan dwi bahasa; dan

4. Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
	1. Tersedianya buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs;

2. Terbangunnya perpusatakaan / pusat sumber belajar di SD/MI/SDLB;

3. Terbangunnya perpustakaan SMP/MTs;

4. Terbangunnya laboratorium untuk SMP/MTs;

5. Terlaksananya pengembangan pendidikan kecakapan hidup;

6. Terlaksananya pengembangan pembelajaran dwi-bahasa; 

7. Terlaksananya pengembangan comprehensive teaching and learning (CTL); dan

8. Terlaksananya pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.


	
	

	
	6. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; 


	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik.


	Terlaksananya pembinaan minat, bakat, dan kreatifitas siswa.
	
	

	
	7. Penerapan manajemen berbasis sekolah yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;


	Pembinaan kelembagaan dan menajemen satuan pendidikan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar.


	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar.
	
	

	
	8. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan;


	Penyediaan informasi pendidikan dasar yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan.
	Tersedianya informasi pendidikan dasar yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan.
	
	

	
	9.
Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan, pembiayaan, maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar bagi anak laki-laki maupun anak perempuan; dan
	1. Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan; dan

2. Peningkatan partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan pendidikan dasar maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar.


	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan dasar baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan; dan

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat baik dalam penyelenggaraan pendidikan dasar maupun dalam pengelolaan pembangunan pendidikan dasar.
	
	

	
	10.
Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.


	1. Pengembangan manajemen pendidikan dasar; dan

2. Penyelenggaraan akreditasi satuan pendidikan serta penilaian dan evaluasi hasil belajar.


	1. Terlaksananya penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan;

2. Terlasananya kegiatan monitoring dan evaluasi; dan

3. Terselenggaranya akreditasi satuan pendidikan serta penilaian dan evaluasi hasil belajar.
	
	

	3.
	Program Pendidikan Menengah

Kegiatan-kegiatan pokok:
	Program Pendidikan Menengah

Kegiatan-kegiatan pokok:
	
	Depdiknas, 

Depag


	5.011.680,0

	
	1.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pembangunan USB, RKB, laboratorium, perpustakaan, buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan, disertai rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasarana yang rusak termasuk yang berada diwilayah konflik dan bencana alam, yang disertai dengan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan secara lebih merata, bermutu, tepat lokasi, serta penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan menengah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan peserta didik yang berprestasi;


	1. Penyediaan beasiswa untuk siswa miskin SMA/SMK/MA;

2. Penyediaan beasiswa untuk siswa berprestasi SMA/SMK/MA;

3. Rehabilitasi sekolah (SMA/SMK/MA);

4. Peningkatan daya tampung SMA/SMK/MA melalui pembangunan unit sekolah baru terutama di perdesaan dan ruang kelas baru;

5. Rehabilitasi SMA/SMK/MA;

6. Pembangunan prasarana pendukung mencakup perpustakaan, laboratorium, dan workshop; 

7. Pengembangan ICT center dan lab multimedia; dan

8. Penyediaan buku pelajaran dan peralatan peraga pendidikan untuk SMA/SMK/MA.


	1. Tersedianya beasiswa untuk siswa miskin SMA/SMK/MA;

2. Tersedianya beasiswa untuk siswa berprestasi SMA/SMK/MA;

3. Terlaksananya rehabilitasi untuk SMA/SMK/MA;

4. Terbangunnya sekolah baru SMA/SMK/MA;

5. Terbangunnya ruang kelas baru di SMA/SMK/MA;

6. Terbangunnya laboratorium SMA/MA dan workshop/unit usaha SMK;

7. Dikembangkannya ICT center dan lab multimedia;

8. Terbangunnya perpustakaan SMA/SMK/MA termasuk buku bacaannya; dan

9. Tersedianya buku pelajaran SMA/SMK/MA.
	
	

	
	2.    Pengembangan kurikulum nasional dan lokal, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar internasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni termasuk kurikulum pendidikan kecakapan hidup sesuai kebutuhan peserta didik, masyarakat dan industri, termasuk untuk meningkatkan kecakapan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat yang majemuk dan kecakapan vokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk peserta didik yang tidak akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Khusus untuk pendidikan kejuruan, kurikulum yang dikembangkan juga mengacu pula pada standar kompetensi kerja nasional, internasional dan industri;


	Pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar internasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni,  dan kebutuhan pembangunan nasional, wilayah, kawasan dan daerah; dan khusus untuk pendidikan kejuruan mengacu pula pada standar kompetensi kerja nasional dan internasional/industri.
	Terlaksananya pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan model-model pembelajaran yang mengacu pada standar nasional dan mempertimbangkan standar internasional sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni,  dan kebutuhan pembangunan nasional, wilayah, kawasan dan daerah; dan khusus untuk pendidikan kejuruan mengacu pula pada standar kompetensi kerja nasional dan internasional/industri.
	
	

	
	3. Penataan bidang keahlian pada pendidikan menengah kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan kerja, yang didukung oleh upaya meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam dan luar negeri; 


	Peningkatan relevansi pendidikan menengah dengan dunia usaha melalui penerapan pendidikan kecakapan hidup, reengineering SMK dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.


	1. Terlaksananya pengembangan pendidikan kecakapan hidup; dan

2. Terlaksananya peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri.


	
	

	
	4. Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, buku bacaan dan buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi termasuk internet dan alam sekitar guna meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap ilmu pengetahuan yang dipelajarinya;


	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar dan mengajar di SMA/SMK/MA.


	Terlaksananya pengembangan proses belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
	
	

	
	5. Penyediaan layanan pendidikan baik umum maupun kejuruan bagi peserta didik SMA/SMK/MA sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk bekerja melalui penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) pada sekolah/madrasah yang ada dan/atau melalui kerjasama antarsatuan pendidikan baik formal maupun nonformal, dan mengembangkan sekolah/madrasah dengan standar nasional dan internasional secara bertahap;


	1. Penyediaan layanan pendidikan menengah terpadu dan penyediaan program antara (bridging program) pada sekolah/madrasah yang ada;

2. Pengembangan SMA/SMK/MA dengan standar nasional dan internasioal di setiap daerah secara bertahap;

3. Pengembangan SMA/SMK/MA dengan keunggulan lokal.
	1. Tersedianya layanan pendidikan menengah terpadu dan penyediaan program antara (bridging program) pada sekolah/madrasah yang ada;

2. Terlaksananya pengembangan sekolah dengan standar nasional dan internasional di setiap daerah secara bertahap; dan

3. Terlaksananya pengembangan SMA/SMK/MA dengan keunggulan lokal.
	
	

	
	6. Penyediaan berbagai alternatif layanan pendidikan menengah baik formal maupan non formal untuk menampung kebutuhan penduduk miskin, dan penduduk yang tinggal di wilayah perdesaan, terpencil dan kepulauan;


	Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan termasuk Paket C setara SMA.


	Terlaksananya pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah perdesaan, terpencil dan kepulauan termasuk Paket C setara SMA.


	
	

	
	7. Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas peserta didik dengan memberi perhatian pada anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa; 


	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa.


	Terlaksananya pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa.
	
	

	
	8. Penerapan manajemen berbasis sekolah dan masyarakat yang memberi wewenang dan tanggungjawab pada satuan pendidikan untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki dalam mengembangkan institusinya dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan lingkungan setempat;


	1. Memfasilitasi penyusunan standar pelayanan pendidikan menengah di semua kabupaten/kota; dan

2. Pendampingan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di setiap satuan pendidikan menengah.
	1. Terlaksananya fasilitasi penyusunan standar pelayanan pendidikan menengah di semua kabupaten/kota; dan

2. Terlaksananya pendampingan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di setiap satuan pendidikan menengah.
	
	

	
	9. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan;


	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan.
	Terlaksananya penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan.
	
	

	
	10. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan, dan pengelolaan pembangunan pendidikan menengah, dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan bagi anak laki-laki maupun anak perempuan;


	Pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan menengah.


	Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan menajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di satuan pendidikan menengah.
	
	

	
	11. Penyiapan pelaksanaan Program Pendidikan 12 Tahun terutama untuk daerah-daerah yang APK SMP/MTs/Paket B telah mencapai 95% atau lebih; dan


	Penyiapan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun khususnya untuk daerah yang telah menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.


	Terlaksananya penyiapan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun.
	
	

	
	12. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan menengah sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.


	1. Penyelenggaraan akreditasi sekolah; dan

2. Pengembangan manajemen pendidikan menengah.
	1. Terselenggaranya akreditasi sekolah; dan

2. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi.
	
	

	4.
	Program Pendidikan Tinggi

Kegiatan-kegiatan pokok:
	Program Pendidikan Tinggi

Kegiatan-kegiatan pokok:
	
	Depdiknas, Depag, Dep. PU
	13.634.551,7

	
	1.    Percepatan transformasi perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) menjadi perguruan tinggi otonom dan akuntabel dengan penyediaan dan pengembangan infrastruktur hukum guna meningkatkan efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan transformasi, sehingga tercipta suasana inovatif dan kreatif;
	Penyediaan dan pengembangan infrastruktur hukum melalui pemberian bantuan percepatan tranformasi PTN menjadi PT BHP.


	Tersedianya bantuan percepatan perubahan status PTN menjadi badan hukum.
	
	

	
	2.
Penyediaan dan pengembangan instrumen hukum berupa peraturan perundang-undangan mengenai perguruan tinggi sebagai badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya secara mandiri untuk menyelenggarakan pendidikan; 


	Penyusunan perangkat hukum penyelenggaraan PT BHP.


	Tersusunnya naskah akademik, RPPPT, RUU BHP.
	
	

	
	3.
Penyiapan calon pendidik dan tenaga kependidikan dalam jumlah dan mutu yang sesuai untuk mendukung keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
	1. Pengembangan kemitraan antara LPTK dengan sekolah; dan

2. Peningkatan Kualitas sumber daya manusia Pendidikan Tinggi.
	1. Tersedianya guru yang sesuai dengan kebutuhan dan bermutu;

2. Tersedianya  beasiswa program pasca sarjana penyelenggaraan S2 dan S3; dan

3. Terselenggarannya pendidikan non gelar.


	
	

	
	4. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sesuai dengan kebutuhan belajar mengajar termasuk pendidik dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang sesuai dengan bidang yang dibutuhkan hingga mencapai keadaan yang memungkinkan meningkatnya kualitas proses pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi secara berkelanjutan;


	1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan PT; dan

2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.


	1. Tersedianya peralatan pendidikan dan laboratorium, perpustakaan, buku perpustakaan dan jurnal;

2. Dibangunnya gedung pendidikan dan fasilitas lainnya; dan

3. Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi.


	
	

	
	5.
Pengembangan kurikulum yang mengacu pada standar nasional dan internasional serta mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni; 


	1. Penataan program studi di PT; dan

2. Peningkatan kapasitas dan kualitas jurusan di PT.
	1. Terlaksananya penataan program studi di PT; dan

2. Terlaksananya hibah kompetisi, SPU kompetisi (sistem perencanaan dan pengembangan pendidikan).


	
	

	
	6.
Penyediaan materi pendidikan dan media pengajaran termasuk buku pelajaran dan jurnal ilmiah dalam dan luar negeri serta materi pelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;


	Pengembangan pembelajaran jarak jauh di PT.
	Terlaksananya percontohan pembelajaran jarak jauh.
	
	

	
	7.
Penyediaan biaya operasional pendidikan dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan tinggi termasuk subsidi bagi peserta didik yang kurang beruntung tetapi mempunyai prestasi akademis yang baik; 
	1. Penyediaan beasiswa untuk mahasiswa miskin dan peningkatan prestasi akademik, serta bantuan belajar dan daerah konflik dan bencana; 

2. Penyediaan gaji dan insentif dosen dan tenaga kependidikan; dan 

3. Penyediaan biaya operasional perguruan tinggi.


	1. Tersedianya beasiswa bagi mahasiswa miskin, serta yang berbakat tanpa perbedaan gender;

2. Terlaksananya pemberian beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM); 

3. Terlaksananya pemberian beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);

4. Tersedianya gaji dan insentif dosen dan tenaga kependidikan; dan

5. Tersedianya biaya operasional perguruan tinggi.


	
	

	
	8.
Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang antara lain ditujukan untuk peningkatan kesesuaian pendidikan tinggi dengan kebutuhan masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan, penerapan otonomi keilmuan yang mendorong perguruan tinggi melaksanakan tugasnya sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas serta diversifikasi bidang penelitian di lingkungan perguruan tinggi; 


	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat.
	Meningkatnya kualitas/kuantitas dan diversifikasi bidang penelitian di lingk PT melalui penelitian dosen muda, peneliti dasar, penelitian hibah paska sarjana, penelitian hibah bersaing, riset fundamental dan kreativitas mahasiswa.
	
	

	
	9.
Peningkatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha,  industri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja dan pengembangan wilayah, termasuk kerjasama dalam pendidikan dan penelitian yang  menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni, dan pemanfaatan hasil penelitian dalam rangka  meningkatkan kesejahteraan bangsa; 


	Pelaksanaan riset yang berpotensi paten melalui pemberian insentif.
	Meningkatnya kuantitas dan kualitas riset yang berpotensi paten. 
	
	

	
	10. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan sesuai kualitas yang diinginkan; dan 
	Pengembangan manajemen sistem dan informasi PT.
	Tersedianya sistem dan informasi PT yang memadai.
	
	

	
	11.
Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan tinggi sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi


	Pengembangan manajemen pendidikan tinggi.
	Meningkatnya manajemen dan sistem informasi PT.
	
	

	5.
	Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan-kegiatan pokok:
	Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan-kegiatan pokok:
	
	Depdiknas, 

Depag


	1.193.754,8

	
	1.
Penguatan satuan-satuan pendidikan non-formal yang meliputi lembaga kursus, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan yang sejenis melalui pengembangan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi serta penguatan kemampuan manajerial pengelolanya serta pengembangan format dan kualitas program pendidikan non formal sehingga bisa diterima sebagai pengganti mata pelajaran yang relevan di satuan pendidikan formal;


	1. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup; 

2. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan;

3. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik non formal; dan

4. Pengembangan sertifikasi pendidikan non formal.


	1. Terselenggaranya pendidikan Kecakapan Hidup oleh PKBM/LSM/ ORMAS;

2. Terselenggaranya penguatan kelembagaan lembaga-lembaga kursus;

3. Terselenggaranya pemberdayaan  TLD dan Penilik;

4. Terselenggaranya pelatihan tutor, pengelola dan penyelenggara Kelompok Belajar;

5. Terselenggaranya pemberdayaan BPPLSP; dan

6. Terselenggaranya pensertifikasian lembaga kursus dan pelatihan.


	
	

	
	2.
Peningkatan intensifikasi perluasan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional bagi penduduk buta aksara tanpa diskriminasi gender baik di perkotaan maupun perdesaan;
	1. Penyelenggaraan  pendidikan keaksaraan; dan

2. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal.


	1. Terbangunnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);

2. Terselenggaranya pensertifikasian lembaga kursus dan pelatihan; dan

3. Terselenggaranya pendidikan keaksaraan fungsional bagi peserta didik (penduduk buta aksara).


	
	

	
	3.
Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan termasuk pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu secara memadai serta menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan non-formal; 
	1. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan non formal;

2. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; 

3. Penyelenggaraan kursus dan magang; dan

4. Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup dengan orientasi keterampilan.
	1. Tersedianya PKBM/Majelis Taklim untuk menyelenggarakan pendidikan non formal;

2. Terselenggaranya pembelajaran Paket C setara SMA bagi peserta didik;

3. Terselenggaranya kursus dan magang bagi peserta didik;

4. Terselenggaranya Kelompok Belajar Usaha (KBU);

5. Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup bagi peserta didik.


	
	

	
	4.
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran pendidikan non-formal yang mengacu pada standar nasional sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni, termasuk model kecakapan hidup dan keterampilan bermatapencaharian;
	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal.


	1. Tersedianya kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran pendidikan non formal yang sesuai dengan perkembangan IPTEK;

2. Dikembangkannya modul pembelajaran Paket A,B, dan C dan keaksaraan fungsional; dan

3. Dikembangkannya media pembelajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan. Buku pelajaran, buku bacaan.


	
	

	
	5.
Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, dan buku bacaan serta materi pelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;


	Penyediaan materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, dan buku bacaan serta materi pelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
	Tersedianya materi pendidikan, media pengajaran dan teknologi pendidikan termasuk peralatan peraga pendidikan, buku pelajaran, dan buku bacaan serta materi pelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
	
	

	
	6. Penyediaan biaya operasional pendidikan dan/atau subsidi/hibah dalam bentuk block grant atau imbal swadaya bagi satuan pendidikan non-formal termasuk subsidi atau beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung;
	Pemberian bantuan opersional pendidikan non formal.


	1. Tersedianya biaya operasional berupa subsidi/block grant/ imbal swadaya bagi satuan pendidikan non formal dan beasiswa bagi peserta didik yang kurang beruntung; dan

2. Tersedianya dukungan manajemen pendidikan non formal.


	
	

	
	7. Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan kelompok; 


	Pemberian kesempatan pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan kelompok.
	Tersedianya kesempatan pelaksanaan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dan kelompok.
	
	

	
	8. Penyediaan informasi pendidikan yang memadai yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pendidikan non-formal sesuai dengan minat, potensi, dan kebutuhan; 


	1. Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal; dan

2. Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal.
	1. Tersedianya data dan informasi pendidikan Non Formal yg memadai; dan

2. Terselenggaranya sosialisasi dan publikasi pendidikan non formal.
	
	

	
	9. Peningkatan pengendalian pelaksanaan pendidikan kesetaraan untuk menjamin relevansi dan kesetaraan kualitasnya dengan pendidikan formal; dan 


	Pelaksanaan ujian kesetaraan paket C setara SMA.
	Terlaksananya ujian kesetaraan paket C setara SMA.
	
	

	
	10. Pengembangan kebijakan, melakukan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan non formal sejalan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokratisasi.
	1. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal;

2. Perencanaan dan penyusunan program pendidikan non formal; dan

3. Monitoring dan evaluasi.


	1. Tersedianya kebijakan pendidikan non formal;

2. Tersusunnya perencanaan program Non Formal;

3. Tersedianya dukungan manajemen program  Pendidikan Non Formal; dan

4. Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan  non formal.


	
	

	6.
	Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Pelaksanaan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga kerja kedinasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan; dan

2.
Pengembangan standar pendidikan kedinasan sesuai standar profesi.


	Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan kedinasan; 

2. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana lembaga pendidikan kedinasan;

3. Mengembangkan standar pendidikan kedinasan sesuai standar profesi;

4. Menyediakan biaya operasional pendidikan pada lembaga pendidikan kedinasan.


	1.
Meningkatkan kualitas SDM di berbagai kementerian/ lembaga.  


	Depdagri, Depkumham, Depkeu, 

Dep. ESDM, Depkes, 

Depsos, 

Dephut, 

Dep. PU, Kemeneg LH, LEMSANEG, BPN, 

LAN,

Depkominfo,

BATAN,

BMG,

Dephub,

BIN, 

BPS


	323.235,8

	7.
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
	
	Depdiknas, 

Depag


	5.090.441,1

	
	Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Peningkatan rasio pelayanan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan termasuk tutor pendidikan non formal purna waktu secara lebih adil didasarkan pada ketepatan kualifikasi, jumlah, kompetensi dan lokasi; 
	Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Melanjutkan pengkaryaan guru bantu;

2. Pengembangan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat bekerja secara lintas daerah;

3. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan;

4. Peningkatan sistem administrasi tenaga kependidikan;

5. Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan;

6. Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik; dan

7. Monitoring dan evaluasi.


	1. Terlaksananya pengembangan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat bekerja secara lintas daerah;

2. Terlaksananya pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan;

3. Terlaksananya peningkatan sistem administrasi tenaga kependidikan; 

4. Terlaksananya pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan;

5. Terlaksananya pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik; dan 

6. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi.


	
	

	
	2.
Peningkatan kualitas layanan pendidik dengan melakukan pendidikan dan latihan agar memiliki kualifikasi minimun dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi pendidik, dan penerapan standar profesionalisme dan sistem pemantauan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis kinerja kelas, sekolah atau satuan pendidikan lainnya;
	1. Percepatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik;

2. Percepatan sertifikasi akademik bagi pendidik;

3. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok kerja Guru (KKG), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), dan Musyawarah Kerja Pengawas (MKP);

4. Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPMP, PPPG, BPPLSP, SKB);

5. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan

6. Peningkatan mutu dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggara diklat bagi pendidik dan tenaga kependidikan.


	1. Terlaksananya pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi bagi pendidik;

2. Terlaksananya pendidikan untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik;

3. Terlaksananya sertifikasi pendidik bagi pendidik;

4. Terlaksananya uji kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan;

5. Terlaksananya pembinaan Musyarawah Guru Mata Pelajaran (MGMP);

6. Terlaksananya pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);

7. Terlaksananya pembinaan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);

8. Terlaksananya pembinaan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) di semua provinsi;

9. Terlaksananya pembinaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PPPG);

10. Terlaksananya pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan

11. Meningkatnya mutu dan kualitas sarana dan prasarana penyelenggara diklat bagi pendidik dan tenaga kependidikan.


	
	

	
	3.
Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengembangkan sistem remunerasi dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, pemberian penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, serta perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan


	1. Peningkatan kesejahteraan pendidik  melalui : (i) penyediaan tunjangan fungsional; (ii) penyediaan tunjangan profesi; (iii) penyediaan tunjangan khusus; (iv) subsidi guru tidak tetap; dan (v) subsidi tambahan jam mengajar untuk remedial teaching; dan

2. Pelaksanaan penelitian tindakan (action research) di tingkat kelas/satuan pendidikan.
	1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan pendidik  melalui : (i) lanjutan pengkaryaan guru bantu; (ii) subsidi guru tidak tetap; dan (iii) subsidi tambahan jam mengajar untuk remedial teaching; dan 

2. Terlaksananya penelitian tindakan (action research) di tingkat kelas/satuan pendidikan.
	
	

	
	4.
Penetapan peraturan perundangan tentang pendidik yang telah mencakup pengembangan pendidik sebagai profesi serta kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi pendidik


	1. Menyiapkan lembaga yang mempunyai kewenagan terhadap kompetensi guru yang sesuai dengan standar profesi;

2. Melakukan kerja sama dengan lembaga  lain yang terkait;

3. Melakukan tindak lanjut pelaksanaan guru sebagai profesi; dan

4. Menyusun peraturan perundang-undangan tentang pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan.


	1. Tersedianya lembaga yang mempunyai kewenagan terhadap kompetensi guru yang sesuai dengan standar profesi;

2. Terwujudnya kerja sama dengan lembaga  lain yang terkait;

3. Terlaksananya tindak lanjut pelaksanaan guru sebagai profesi; dan

4. Tersusunnya peraturan perundang-undangan tentang pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan keagamaan.
	
	

	8.
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	
	Depdiknas,  PERPUSNAS


	286.705,5

	
	Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Perluasan dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan melalui:

a. penambahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan dan taman bacaan masyarakat; 

b. pengadaan sarana dan revitalisasi perpustakaan keliling dan perpustakaan masyarakat; 

c. mendorong tumbuhnya perpustakaan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat; 

d. peningkatan peran serta masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan fasilitas membaca termasuk buku-buku bacaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat; 

e. peningkatan kemampuan pengelola perpustakaan termasuk perpustakaan yang berada di satuan pendidikan melalui pendidikan dan latihan;

f. peningkatan diversifikasi fungsi perpustakaan untuk mewujudkan perpustakaan sebagai tempat yang menarik, terutama bagi anak dan remaja untuk belajar dan mengembangkan kreativitas; dan 

g. pemberdayaan tenaga pelayan perpustakaan dengan mengembangkan jabatan fungsional pustakawan.


	Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan perpustakaan dan taman bacaan masyarakat; 

2. Peningkatan ketersediaan dan kualitas bahan bacaan;

3. Pelatihan pengelola perpustakaan dan taman bacaan; dan

4. Peningkatan kemampuan pelayanan perpustakaan dan Pelatihan pengelola perpustakaan.


	1. Dikembangkannya kelembagaan perpustakaan dan TBM;

2. Terselenggaranya pelatihan pengelola TBM dalam upaya meningkatkan kemampuan pengelola TBM;

3. Terlaksananya peningkatan layanan perpustakaan dan  pengembangan kelembagaan perpustakaan di masyarakat;

4. Bertambahnya koleksi buku bacaan bagi berbagai jenis perpustakaan; dan

5. Bertambahnya jumlah  perpustakaan masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada dimasyarakat.
	
	

	
	2. Pemantapan peraturan perundangan tentang Sistem Perpustakaan Nasional; 


	Penyusunan peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpustakaan.
	Tersusunnya peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpustakaan dan terlaksananya sosialisasi  peraturan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpustakaan.
	
	

	
	Pemantapan sinergi antara perpustakaan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan jenis perpustakaan lainnya dengan perpustakaan di satuan pendidikan dan taman bacaan masyarakat melalui :

pengembangan perpustakaan nasional dan daerah sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepustakaan; 

peningkatan jaringan perpustakaan dari tingkat pusat sampai daerah, satuan pendidikan, dan perpustakaan masyarakat; dan 

peningkatan kemampuan perpustakaan nasional dan perpustakaan daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat berdasarkan standar kelayakan; 


	1. Pengembangan model layanan perpustakaan termasuk perpustakaan keliling dan perpustakaan elektronik;

2. Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada semua jenis perpustakaan; 

3. Penyusunan program pengembangan perpustakaan; 

4. Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah;

5. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca dan perpustakaan;

6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perpustakaan.
	1. Dikembangkannya model layanan perpustakaan  termasuk perpustakaan keliling dan perpustakaan elektronik;

2. Terlaksananya supervisi, pembinaan dan stimulasi pada semua jenis perpustakaan;

3. Tersusunnya pedoman pengelolaan perpustakaan;

4. Tersusunnya program pengembangan perpustakaan;

5. Terlaksananya koordinasi pengembangan budaya baca dan perpustakaan melalui kelompok kerja pengembangan budaya baca;

6. Tersedianya bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah; dan

7. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perpustakaan. 


	
	

	
	3. Pembinaan dan pengembangan bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi sastra, dan seni; 


	Pelatihan cara penulisan kesastraan dan penelitian kebahasaan.
	Terlaksananya pelatihan cara penulisan kesastraan dan penelitian kebahasaan.
	
	

	
	4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan yang bermutu secara tepat waktu;


	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kepustakaan.


	Terlaksananya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi kepustakaan.


	
	

	
	5. Peningkatan fasilitasi penulisan, penerbitan dan penyebarluasan buku bacaan; dan
	Kampanye dan promosi budaya baca tulis melalui media masa baik media cetak maupun media elektronika.


	Terlaksananya kampanye dan promosi budaya baca tulis melalui duta baca dan media masa.


	
	

	
	Peningkatan intensitas pelaksanaan kampanye dan promosi budaya baca melalui media masa dan cara-cara lainnya.


	1. Pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar; dan

2. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca.


	1. Terlaksananya pemasyarakatan minat baca dan kebiasaan membaca melalui media cetak dan elektronik, kampanye, lomba baca dan duta baca.
	
	

	9.
	Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
	Program Penelitian dan 

Pengembangan Pendidikan


	
	Depdiknas
	1.039.869,0

	
	Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyediaan data dan informasi pendidikan yang memperhatikan aspek wilayah, sosial ekonomi dan gender sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan pendidikan nasional;


	Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Penyusunan data dan informasi pendidikan; dan

2. Pengembangan dan pemeliharaan pengkalan data pendidikan.


	1. Tersusunnya data dan informasi pendidikan; dan 

2. Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan pengkalan data pendidikan.
	
	

	
	2. Pengembangan jaringan pendataan dan informasi pendidikan secara lintas sektor dan antarjenjang pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;


	Peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi pendidikan secara lintas sektor dan antar jenjang pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.


	Meningkatnya sarana dan prasarana teknologi informasi pendidikan secara lintas sektor dan antar jenjang pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan sekolah.
	
	

	
	3. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan pendidikan nasional secara berkelanjutan serta penyebarluasan hasil penelitian dan kebijakan yang dilakukan untuk mendukung proses perumusan kebijakan pembangunan pendidikan;


	1. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan pendidikan nasional serta pengembangan jaringan penelitian; dan

2. Diseminasi hasil penelitian kebijakan pendidikan.


	1. Terlaksananya penelitian dan pengkajian kebijakan pendidikan nasional; dan

2. Terlaksananya diseminasi hasil penelitian kebijakan pendidikan.
	
	

	
	4. Pengembangan jaringan penelitian secara lintas sektor serta lintas wilayah dan daerah termasuk dengan perguruan tinggi dan semua jenjang pemerintahan dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota;


	Pengembangan jaringan penelitian secara lintas sektor serta lintas wilayah dan daerah termasuk dengan perguruan tinggi dan semua jenjang pemerintahan dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota.
	Terlaksananya pengembangan jaringan penelitian secara lintas sektor serta lintas wilayah dan daerah termasuk dengan perguruan tinggi dan semua jenjang pemerintahan dari tingkat pusat sampai kabupaten/kota.


	
	

	
	5. Pengembangan kurikulum pendidikan yang berdiversifikasi sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam rangka membangun jati diri bangsa yang berwawasan kebangsaan, bermartabat dan berdaya saing, serta mengembangkan jaringan kurikulum untuk mendukung diseminasi dan pemantauan pelaksanaan kurikulum 2004;


	1. Peningkatan layanan profesional pengembangan model kurikulum; dan

2. Pengembangan jaringan kurikulum.


	1. Meningkatnya layanan profesional pengembangan model kurikulum; dan

2. Terlaksananya pengembangan jaringan kurikulum.
	
	

	
	6. Pengembangan inovasi pendidikan yang tidak hanya terbatas pada inovasi proses belajar mengajar tetapi juga inovasi pengelolaan pendidikan agar lebih efisien dan efektif;
	1. Pengembangan inovasi proses belajar mengajar, pemasyarakatan inovasi pendidikan, dan pengembangan jaringan inovasi pendidikan; 

2. Fasilitasi dan pemasyarakatan inovasi pendidikan; dan

3. Pengembangan jaringan dan kerja sama inovasi pendidikan.


	1. Terlaksananya pengembangan inovasi proses belajar mengajar;

2. Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pemasyarakatan inovasi pendidikan; dan

3. Terlaksananya pengembangan jaringan dan kerja sama inovasi pendidikan.
	
	

	
	7. Pengembangan dan penerapan sistem evaluasi dan penilaian pendidikan yang handal dalam rangka meningkatkan dan mengendalikan mutu pendidikan, termasuk pengembangan jaringan sistem ujian pada jalur formal dan non formal, bank soal nasional, penilaian di tingkat kelas (classroom assessment), dan pengembangan sistem akreditasi dan sertifikasi;


	1. Pengembangan sistem penilaian dan pengujian yang mencakup penilaian kelas (classroom assessment), pengujian sertifikasi pendidik, dan pengujian penyelenggaraan pendidikan baik jalur formal maupun non formal; dan

2. Pemantauan mutu pendidikan melalui survei dan studi serta pemetaan mutu pendidikan.


	1. Terlaksananya pengembangan sistem penilaian kelas (classroom assessment);

2. Terlaksananya pengembangan sistem ujian sertifikasi tenaga kependidikan;

3. Terlaksananya pengembangan sistem pengujian pada jalur formal dan jalur nonformal; dan

4. Terlaksananya pemantauan mutu pendidikan melalui survei dan studi serta pemetaan mutu pendidikan.


	
	

	
	8. Pengembangan konsepsi pembaruan sistem pendidikan nasional dan memasyarakatkan teknologi dan program pendidikan yang inovatif;


	Pengembangan sistem dan standar nasional pendidikan termasuk instrumen yang diperlukan.
	Terlaksananya pengembangan sistem dan standar nasional pendidikan termasuk instrumen yang diperlukan.
	
	

	
	9. Pengembangan kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan pengembangan pendidikan;
	Pengembangan kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan pengembangan pendidikan.
	Terlaksananya pengembangan kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan pengembangan pendidikan.


	
	

	
	10. Peningkatan kualitas lembaga penelitian dan pengembangan pendidikan termasuk peningkatan kualitas sumberdaya manusianya melalui berbagai pendidikan dan pelatihan baik gelar maupun non gelar.


	Pendidikan dan pelatihan bagi SDM peneliti dan pengembang pendidikan.
	Meningkatnya kualifikasi teknis SDM peneliti dan pengembang pendidikan.
	
	

	10.
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
	
	Depdiknas, 

Depag


	738.237,7

	
	Kegiatan-kegiatan pokok:
1.
Penetapan Peraturan Pemerintah yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 


	Kegiatan-kegiatan pokok:
Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah yang telah disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

   
	Terlaksananya sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah yang telah disusun sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
	
	

	
	2.
Peningkatan kapasitas institusi yang bertanggungjawab dalam pembangunan pendidikan nasional untuk semua jenjang pemerintahan; 
	Penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota tentang berbagai isu pendidikan.
	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota tentang berbagai isu pendidikan.


	
	

	
	3. Pengembangan manajemen pendidikan secara terpadu dan holistik  serta penerapan tatakelola satuan pendidikan yang baik termasuk tatakelola pendidikan swasta baik pada satuan pendidikan umum maupun sekolah keagamaan;


	1. Pengembangan pendidikan untuk semua;

2. Koordinasi perencanaan , monitoring  dan evaluasi terpadu tingkat nasional. 
	1. Terlaksananya pengembangan pendidikan untuk semua;

2. Terlaksananya koordinasi perencanaan, monitoring  dan evaluasi terpadu tingkat nasional. 
	
	

	
	4     Pengembangan sistem pembiayaan yang berprinsip adil, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan memberikan alokasi yang lebih besar kepada yang lebih membutuhkan serta membagi secara jelas tanggungjawab pembiayaan setiap jenjang pemerintahan; 


	Penyempurnaan sistem dan prosedur pendanaan pendidikan.


	Terlaksananya penyempurnaan sistem dan prosedur pendanaan pendidikan.
	
	

	
	5.    Peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang dialokasikan untuk pembangunan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota dan di tingkat satuan pendidikan; 


	Peningkatan produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya pendidikan melalui penempatan sumberdaya manusia yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tingkat kemampuan yang dimiliki pada unit kerja yang tersedia.
	Meningkatnya produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya pendidikan melalui penempatan sumberdaya manusia yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan tingkat kemampuan yang dimiliki pada unit kerja yang tersedia.
	
	

	
	6.
Peningkatan efektivitas peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah, serta pembentukan Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP) untuk meningkatkan kompetensi lulusan; 
	1. Pembinaan Dewan Pendidikan dalam memberikan pertimbangan mengenai muatan lokal, pemilihan strategi pembelajaran dan evaluasi pendidikan; dan

2. Pembinaan Komite Sekolah dalam menyusun perencanaan, program dan pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah.
	1. Terlaksananya pembinaan Dewan Pendidikan dalam memberikan pertimbangan mengenai muatan lokal, pemilihan strategi pembelajaran dan evaluasi pendidikan; dan

2. Terlaksananya Pembinaan Komite Sekolah dalam menyusun perencanaan, program dan pengelolaan sumber daya pendidikan di sekolah.


	
	

	
	7.
Pengembangan sistem pengelolaan pembangunan pendidikan, sistem kendali mutu dan jaminan kualitas yang dapat merespon era globalisasi bidang pendidikan; 


	Pelaksanaan evaluasi  pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) di seluruh kabupaten/kota.


	Terlaksananya evaluasi  pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) si seluruh kabupaten/kota.
	
	

	
	8.
Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, termasuk pengembangan televisi pendidikan nasional;
	1. Pengembangan sistem pendidikan jarak jauh melalui televisi pendidikan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan; dan

2. Pengembangan sistem dan informasi manajemen pendidikan.


	1. Terlaksananya pengembangan sistem pendidikan jarak jauh melalui televisi pendidikan; dan

2. Terlaksananya pengembangan sistem dan informasi manajemen pendidikan.
	
	

	
	9.
Pengembangan kerjasama regional dan internasional dalam membangun pendidikan. 
	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dengan berbagai lembaga baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun dengan lembaga di luar negeri termasuk kerjasama dengan dunia usaha.
	Terlaksananya kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan dengan berbagai lembaga baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun dengan lembaga di luar negeri termasuk kerjasama dengan dunia usaha.
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A. KONDISI UMUM

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indikator status kesehatan merupakan salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan nasional. 

Secara umum, status kesehatan dan gizi masyarakat terus mengalami peningkatan, antara lain dilihat dari beberapa indikator. Angka kematian bayi menurun dari 46 (1997) menjadi 32 per 1.000 kelahiran hidup (2005). Angka kematian ibu melahirkan menurun dari 334 (1997) menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup (2002-2003). Usia harapan hidup meningkat dari 65,8 tahun (1999) menjadi 69 tahun (2005). Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk menurun dari 34,4 persen (1999) menjadi 28 persen (2005), namun dalam beberapa tahun terakhir ini cenderung terjadi stagnasi. Walaupun terjadi peningkatan, status kesehatan masyarakat Indonesia masih lebih rendah bila dibandingkan dengan status kesehatan di negara-negara ASEAN seperti Thailand, Malaysia, dan Filipina, dan masih jauh dari sasaran Millenium Development Goals (MDGs). Kondisi status kesehatan dan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan tersebut, dipengaruhi antara lain oleh faktor lingkungan fisik, biologik maupun sosial ekonomi, perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta kondisi pelayanan kesehatan. 

Pada akhir tahun 2006, sarana pelayanan kesehatan dasar yang tersedia meliputi  8.015 Puskesmas, 22.000 Puskesmas Pembantu, dan 6.132 Puskesmas Keliling. Di samping itu, hampir seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki Rumah Sakit, baik milik pemerintah maupun swasta. Pos kesehatan desa (poskesdes) telah dikembangkan sejak tahun 2006 dalam rangka desa siaga. Jumlah sarana kesehatan dasar tersebut telah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan pada tahun 2007 diperkirakan akan terus bertambah. Meskipun demikian sebagian masyarakat terutama penduduk miskin belum sepenuhnya dapat mengakses pelayanan kesehatan karena kendala jarak dan biaya transportasi. 

Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM), yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan, selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat miskin. Program ini perlu dilanjutkan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat miskin dengan memberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma di Puskesmas dan jaringannya, dan pelayanan kesehatan di kelas III rumah sakit.

Tenaga kesehatan masih belum mencukupi dan penyebarannya belum merata. Daerah-daerah terpencil dan tertinggal masih kekurangan tenaga kesehatan, terutama dokter dan bidan. Untuk mengatasi masalah tersebut, pada tahun 2006 telah diangkat dan ditempatkan pegawai tidak tetap (PTT) dokter spesialis, dokter, dan dokter gigi di daerah terpencil dengan insentif khusus. Namun kebutuhan tenaga kesehatan masih cukup besar sehingga ketersediaan dan penyebaran tenaga kesehatan tetap akan menjadi permasalahan selama beberapa tahun ke depan. 

Penyakit infeksi menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang menonjol, antara lain ditunjukkan dengan masih tingginya kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD), tuberkulosis paru, malaria, diare, infeksi saluran pernafasan dan HIV/AIDS. Pada tahun 2006, kasus penyakit flu burung pada manusia tercatat sebanyak 55 kasus terkonfirmasi (confirmed casus) dan 45 diantaranya meninggal dunia (case fatality rate (CFR) 81,8 persen). Pada awal tahun 2007 (sampai dengan 12 Februari 2007), tercatat sebanyak 9 kasus terkonfirmasi, 6 diantaranya meninggal (CFR: 66,7 persen).  Di bidang kesehatan, perkembangan penyakit flu burung ini, menjadi suatu tantangan yang perlu ditangani lebih baik terutama dalam hal survailans, penanganan pasien/penderita, penyediaan obat, sarana dan prasarana rumah sakit. 

Pada tahun 2006 dan 2007, upaya perbaikan status gizi masyarakat, terutama masyarakat miskin, menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan. Masalah kurang gizi disebabkan berbagai faktor seperti tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan pengetahuan, status kesehatan, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu upaya penanggulangan masalah gizi dengan fokus pada kelompok miskin harus dilakukan secara sinergis meliputi berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan dan ekonomi. Permasalahan gizi utama yang dihadapi pada tahun 2008 meliputi kurang energi protein pada ibu hamil, bayi, dan balita, serta berbagai masalah gizi lain seperti anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium, kurang vitamin A dan kurang zat gizi mikro lainnya.

Ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial serta penurunan harga obat perlu terus diupayakan. Pada periode tahun 2004-2006, harga obat generik telah diturunkan antara 60-80 persen, serta dilakukan labelisasi obat generik dan sekaligus pencantuman harga obat. Meningkatnya ketersediaan obat generik esensial yang terjangkau diharapkan dapat mendorong pemakaian obat terutama bagi kelompok miskin. Upaya ini akan bersinergi dengan upaya peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar. Dengan sinergi ini, masyarakat diharapkan akan lebih mudah dalam menjangkau fasilitas kesehatan, mendapatkan pelayanan yang bermutu, dan harga obat yang  terjangkau.

Pengawasan terhadap obat, makanan dan keamanan pangan serta penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) menjadi hal sangat penting. Pada tahun 2006 antara lain telah dilakukan pemeriksaaan/inspeksi terhadap sarana produksi obat, pedagang besar farmasi, serta apotek. Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari obat yang tidak bermutu, pangan yang berbahaya dan penyalahgunaan NAPZA. Dalam hal pengawasan pangan, perlu ditingkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap penggunaan zat-zat tambahan yang membahayakan.

B. 
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008
Pembangunan kesehatan pada tahun 2008 merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004–2009, yaitu meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.

Adapun sasaran keluaran pembangunan kesehatan tahun 2008 adalah: 

1. Meningkatnya persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat; 

2. Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 50 persen; persentase keluarga menggunakan air bersih mencakup 61 persen; dan persentase keluarga menggunakan jamban yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 66,5 persen;

3. Meningkanya persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan mencakup 80 persen;

4. Meningkatnya cakupan rawat jalan mencakup 15 persen;

5. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan mencakup 85 persen;

6. Meningkatnya cakupan pelayanan antenatal (K4) mencakup 87 persen; cakupan kunjungan neonatus (KN2) 87 persen;

7. Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin secara cuma-cuma di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit mencakup 100 persen;

8. Meningkatnya persentase rumah sakit yang memiliki pelayanan gawat darurat yang memenuhi standar mutu mencakup 50 persen; persentase rumah sakit yang melaksanakan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif mencakup 70 persen; meningkatnya persentase rumah sakit yang terakreditasi mencakup 70 persen;

9. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan di 28.000 desa;

10. Meningkatnya persentase desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI) mencakup 95 persen;

11. Meningkatnya Case Detection Rate TB mencakup > 70 persen;

12. Menurunnya angka Acute Flaccid Paralysis menjadi ≤ 1 per 100 ribu anak usia kurang dari 15 tahun;

13. Meningkatnya persentase penderita demam berdarah (DBD) yang ditemukan dan ditangani mencakup 100 persen;

14. Meningkatnya persentase penderita malaria yang ditemukan dan diobati mencakup 100 persen;

15. Menurunnya Case Fatality Rate diare saat KLB mencakup < 1,2 persen;

16. Meningkatnya persentase orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang ditemukan dan mendapat pertolongan Anti Retroviral Treatment (ART) mencakup 100 persen;

17. Meningkatnya persentase penderita flu burung yang ditemukan dan ditangani mencakup 100 persen;

18. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe mencakup 80 persen;

19. Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif mencakup 65 persen;

20. Meningkatnya persentase balita yang mendapatkan Vitamin A mencapai 80 persen;

21. Meningkatnya persentase guru, dosen dan instruktur bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya mencakup 12 persen;

22. Meningkatnya persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat mencakup 70 persen;

23. Meningkatnya cakupan pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mencakup 45 persen.

C.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Pembangunan kesehatan pada tahun 2008 diarahkan pada: 

1. Peningkatan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin, melalui pelayanan bagi penduduk miskin di kelas III Rumah Sakit, pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya, dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar (sebagian dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus); 

2. Peningkatan ketersediaan tenaga medis dan paramedis terutama untuk pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan tertinggal, melalui pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kab/kota dan daerah bencana;

3. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, melalui penanggulangan penyakit menular, peningkatan surveilans, dan penemuan dan tatalaksana kasus; 

4. Penanggulangan penyakit flu burung dan kesiapsiagaan pandemi influenza melalui penyusunan dan pelaksanaan surveilans, penanganan pasien/penderita flu burung, penyediaan obat flu burung, sarana dan prasarana penanganan kasus di rumah sakit;

5. Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, bayi dan anak balita, melalui peningkatan pendidikan gizi masyarakat, dan peningkatan surveilans gizi; dan

6. Peningkatan ketersediaan obat generik esensial, pengawasan obat, makanan dan keamanan pangan, melalui peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, peningkatan  pengawasan obat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA), pengadaan sarana dan prasarana BPOM dan peningkatan SDM.

Kebijakan tersebut didukung oleh promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, peningkatan lingkungan sehat, peningkatan sumber daya kesehatan, pengembangan obat asli Indonesia, pengembangan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. 

D. 
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif *) 

(Rp. Juta)

	1.
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 

2. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat, (seperti pos pelayanan terpadu, pondok bersalin desa, dan usaha kesehatan sekolah) dan generasi muda; dan

3. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat.


	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

2. Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat (seperti Posyandu, Polindes dan UKS) dan generasi muda

3. Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat

	1.
Terlatihnya Toma / Kader Penggerak masyarakat (Desa Siaga) 56.000 Orang

2.
Terselenggaranya penggerakan masyarakat di 28.000 Desa Siaga (Forum Komunikasi Desa)

3.
Terselenggaranya Revitalisasi Promosi Kesehatan di 2000 Puskesmas

4.
Terselenggaranya Revitalisasi Promosi Kesehatan di 100 Rumah Sakit

5.
Terselenggaranya Pengembangan Promosi Kesehatan di Institusi Pendidikan, Tempat kerja, dan Tempat-Tempat Umum

6.
Meningkatnya Persentase Rumah Tangga Sehat 

7.
Terselenggaranya dukungan kebijakan promosi kesehatan 


	Depkes
	250.000,0

	2.
	Program Lingkungan Sehat 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar;  

2. Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan; 

3. Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan; dan

4. Pengembangan wilayah sehat.
	Program Lingkungan Sehat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyediaan Sarana Air Bersih & Sanitasi Dasar

2. Pemeliharaan & Pengawasan Kualitas Lingkungan

3. Pengendalian Dampak Risiko Pencemaran Lingkungan

4. Pengembangan Wilayah Sehat 


	1. Meningkatnya persentase keluarga menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan 50%

2. Meningkatnya persentase keluarga menggunakan air bersih menjadi 61%.

3. Meningkatnya persentase keluarga menggunakan jamban memenuhi syarat kesehatan menjadi 66,5%.


	Depkes


	420.000,1



	3.
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; 

2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana  puskesmas dan jaringannya; 

3. Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial; 

4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar; dan 

5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.


	Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelayanan kesehatan penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya;

2. Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan Jaringannya;

3. Pengadaan Peralatan dan perbekalan kesehatan;

4. Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, dan pengobatan dasar;

5. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan.


	1. Cakupan rawat jalan sebesar 15%

2. Meningkatnya cakupan persalinan yang  tertolong oleh tenaga     kesehatan menjadi 85%

3. Meningkatnya cakupan pelayanan ante natal (K-4) 87%, cakupan    kunjungan neonatus (KN-2) menjadi 87% dan cakupan kunjungan  bayi menjadi 80%

4. Terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar bagi gakin secara     cuma-cuma di Puskesmas sebesar 100%

5. Meningkatnya persentase Posyandu yang aktif 

6. Tersedianya dan beroperasinya Pos Kesehatan Desa di 36.000 desa

7. Tersedianya dan diikutinya standar mutu sarana, prasarana, dan  peralatan kesehatan.
8. Tertanggulanginya masalah kesehatan akibat bencana secara cepat dan tepat

9. Terlaksananya 70% pembangunan, perbaikan dan peningkatan Puskesmas dan jaringannya di daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan
10. Terlaksananya  70% pengadaan peralatan medis dan non medis di Puskesmas dan jaringannya

	Depkes
	3.320.263,0

	4.
	Program Upaya Kesehatan Perorangan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit; 

2. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit di daerah bencana dan tertinggal secara selektif; 

3. Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit; 

4. Pengadaan obat dan perbekalan rumah sakit; 

5. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;  

6. Pengembangan pelayanan dokter keluarga; 

7. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan; dan

8. Peningkatan peran serta sektor swasta dalam upaya kesehatan perorangan.


	Program Upaya Kesehatan Perorangan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di kelas III rumah sakit;

2. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan;

3. Operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan medik;
4. Peningkatan fasilitas sarana kesehatan rujukan;

5. Pengembangan pelayanan dokter keluarga.


	1. Terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kelas III RS Pemerintah sebanyak 100%.

2. Persentase Rumah Sakit yang memiliki pelayanan Gawat Darurat yang memenuhi standar mutu pelayanan 50% 

3. Persentase Rumah Sakit yang melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) mencapai 70%

4. Rumah Sakit yang telah terakreditasi 5 Pelayanan 70%

5. 200 Rumah Sakit melayani perawatan dan pengobatan ART bagi penderita ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)


	Depkes
	6.071.217,0

	5.
	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; 

2. Peningkatan imunisasi; 

3. Penemuan dan tatalaksana penderita; 

4. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah; dan 

5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.


	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko; 
2. Peningkatan imunisasi; 
3. Penemuan dan tatalaksana penderita; 
4. Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah;
5. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pencegahan dan pemberantasan penyakit.


	1. Persentase penderita malaria yang ditemukan dan diobati 100%

2. Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani 100%

3. Persentase desa yang mencapai imunisasi dasar lengkap bagi semua anak/UCI : 95%.

4. Angka penemuan/Case Detection Rate penyakit TB : > 70%

5. Angka penyakit lumpuh layuh/AFP : ≤ 1/100.000 anak usia kurang dari 15 tahun.

6. Angka kematian/CFR diare pada saat KLB <1,2%

7. Perentase ODHA (Orang Dengan HIV AIDS) ditemukan dan mendapat pengobatan ART : 100% 


	Depkes
	1.362.429,0

	6.
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan pendidikan gizi; 

2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya;  

3. Penanggulangan gizi-lebih;  

4. Peningkatan surveillance gizi; dan

5. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi


	Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan pendidikan gizi; 

2. Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.


	1. Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe mencakup 80%;

2. Meningkatnya persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif mencakup 65%;

3. Meningkatnya persentase balita yang mendapatkan Vitamin A mencapai 80%;

4. Pemberian MP-ASI pada anak 6-24 bulan terhadap 1,2 juta anak 

5. Revitalisasi SKPG di seluruh kab/kota


	Depkes
	772.632,0

	7.
	Program Sumber Daya Kesehatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan; 

2. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan; 

3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama untuk pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya, serta rumah sakit kabupaten/kota terutama di daerah terpencil dan bencana; 

4. Pembinaan tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan; dan 

5. Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan.


	Program Sumber Daya Kesehatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyelenggaraan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan;

2. Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan;

3. Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan;

4. Penyusunan standar kompetensi dan regulasi profesi kesehatan;

5. Kebijakan manajemen sumber daya kesehatan.
	1. Tersedia dan  terlatihnya 28.000 Tenaga kesehatan di Desa Siaga

2. Meningkatnya persentase guru, dosen dan instruktur bidang kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya mencakup 12%

3. Terdidiknya  44.000 orang  mahasiswa di 32 Poltekkes

4. Dilatihnya 5000 orang dalam diklat teknis fungsional dan manajerial

5. Peserta tugas belajar mencakup 2.000 orang

6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan para medis di daerah tertinggal/ terpencil


	Depkes
	920.167,1

	8.
	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan; 

2. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan; 

3. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan;

4. Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin; dan

5. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit.


	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan; 

2. Menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan;

3. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit; 

4. Peningkatan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.
	1. Tersedianya obat untuk buffer stock di kabupaten/kota, propinsi dan pusat untuk 60 juta penduduk miskin

2. Tersedianya obat essensial generik di sarana pelayanan kesehatan mencakup 95%

3. Tersedianya obat untuk bencana/ KLB

4. Tersedianya obat untuk flu burung sebanyak 33 juta kapsul

5. Tersedianya obat untuk program penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan

6. Tersedianya obat untuk program gizi dan haji

7. Revitalisasi unit pengelola obat di kabupaten/kota

8. Tersedianya operasional gudang farmasi dan monitoring ketersediaan obat bagi keluarga miskin 

 
	Depkes
	1.032.414,0

	9.
	Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;

2. Peningkatan pengawasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA);

3. Peningkatan pengawasan mutu, khasiat dan keamanan produk terapetik/obat, perbekalan kesehatan rumah tangga, obat tradisional, suplemen makanan dan produk kosmetika; dan

4. Penguatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan.


	Program Pengawasan Obat dan Makanan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, makanan dan PKRT;

2. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat, obat generik, kosmetika, NAPZA, makanan dan PKRT dalam rangka GMP dan GDP;

3. Pengawasan narkotika, psikotropika, prekusor, zat adiktif/rokok, dan bahan berbahaya;

4. Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan;

5. Peningkatan sarana dan prasarana; 

6. Penyusunan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan.

7. Penilaian permohonan pendaftaran produk obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan makanan sebelum beredar.

8. Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan

9. Peningkatan pemberdayaan konsumen
	1. Meningkatnya persentase jumlah sampel yang memenuhi syarat mencakup 99%

2. Meningkatnya pemeriksaan sarana produksi dalam rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) mencakup 45%

3. Meningkatnya persentase peredaran produk pangan yang memenuhi syarat mencakup 70%

4. Tercegahnya penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari obat keras, NAPZA dan bahan berbahaya lainnya; 

5. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga mampu membentengi dirinya dari risiko penggunaan produk terapetik/obat, obat tradisional, kosmetik, PKRT, produk komplemen dan produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

6. Terpenuhinya kebutuhan seluruh prasarana fisik dan sebagian sarana pengujian laboratorium yang sesuai dengan Good Laboratory Practices


	BPOM
	368.464,7

	10.
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan dan penelitian tanaman obat; 

2. Peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia; dan

3. Pengembangan standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia.


	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Stimulasi eksplorasi dan fasilitasi pengembangan dan penelitian teknologi produksi tanaman obat bahan alam Indonesia; 

2. Peningkatan promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia; dan

3. Pengembangan standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia.

4. Pengembangan sistem dan layanan informasi obat asli Indonesia terpadu

5. Peningkatan kerjasama antar lembaga penelitan dan industri terkait.
	1. Meningkatnya penelitian dan pengembangan tanaman obat asli Indonesia mencakup 41 penelitian; 

2. Meningkatnya promosi pemanfaatan obat bahan alam Indonesia; dan

3. Tersusunnya 22 standardisasi tanaman obat bahan alam Indonesia.


	BPOM
	10.000,0

	11.
	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengkajian dan penyusunan  kebijakan; 

2. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan; 

3. Pengembangan sistem informasi kesehatan; 

4. Pengembangan sistem kesehatan daerah; dan

5. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan praupaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan.


	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengkajian dan penyusunan  kebijakan dan sistem kesehatan daerah; 

2. Pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan; 

3. Pengembangan sistem informasi kesehatan; 

4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan masyarakat secara kapitasi dan preupaya terutama bagi penduduk miskin yang berkelanjutan;

5. Pengembangan komunikasi dan publikasi kesehatan;

6. Peningkatan standar, pedoman, dan SOP sarana prasarana dan peralatan kesehatan; 

7. Penanggulangan krisis/ masalah kesehatan temasuk korban bencana.


	1. Tersusunnya 50 kajian pembangunan kesehatan dan 250 materi dalam rakorpim, rakorsus, RDP dan sidang kabinet

2. Tersedianya pembiayaan kesehatan  100 ribu/kapita/tahun, 9 paket produk hukum bidang kesehatan, dan laporan keuangan yang berasal dari 440 kab/kota

3. Terselenggaranya 5 kegiatan pengembangan sistem informasi kesehatan

4. Terselenggaranya  8 paket kegiatan yang dapat membentuk pemahaman positif tentang pembangunan kesehatan

5. Tertanggulanginya krisis kesehatan dan masalah kesehatan 100%


	Depkes
	900.601,0

	12.
	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penelitian dan pengembangan; 

2. Pengembangan tenaga peneliti, sarana dan prasarana penelitian; dan

3. Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan.
	Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penelitian dan pengembangan dasar dan terapan;

2. Pengembangan teknologi kesehatan;

3. Pengembangan SDM Litbangkes;

4. Pengembangan sarana dan prasarana Litbangkes; 

5. Diseminasi hasil Litbangkes; dan

6. Pemasyarakatan hasil Litbangkes
	1. Terselenggaranya riset pembinaan 2 jenis dan litbang genetika 3 jenis pada litbang dasar

2. Terselenggaranya litbang operasional/cepat/aksi 11 bidang dan riset data dasar 3 jenis pada litbang terapan

3. Tersedianya 1 kit pemeriksaan cepat pada pengembangan teknologi kesehatan

4. Tersedianya 2 jenis hasil asesmen kebutuhan pengembangan kesehatan

5. Terlaksananya rehabilitasi 2 gedung kantor  dan 13 gedung laboratorium Litbangkes

6. Terselenggaranya diseminasi hasil litbangkes.


	Depkes
	509.650,0
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PENINGKATAN PERLINDUNGAN

DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

A. KONDISI UMUM

Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan upaya dalam mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan sosial yang bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial terutama kepada mereka yang belum dapat menikmati hasil pembangunan selama ini. 

Sebagian masyarakat hidup dalam kondisi yang tidak menguntungkan serta mengalami kesulitan dan keterbatasan dalam mengakses berbagai pelayanan sosial dasar. Hal tersebut umumnya diakibatkan oleh kejadian perubahan sosial ekonomi antara lain berupa fluktuasi kondisi ekonomi yang berkepanjangan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, kejadian bencana alam, serta masa transisi menuju tatanan ekonomi global menyebabkan masih terdapatnya masyarakat dengan kondisi yang memerlukan perlindungan sosial. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah juga menghadapi serangkaian tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang yakni kecenderungan perubahan struktur demografi, kecenderungan urbanisasi, dan kecenderungan kenaikan jumlah penduduk miskin. 

Secara garis besar kelompok penduduk rentan (vulnerable groups) dapat dikategorikan sebagai kelompok penduduk miskin, penyandang cacat, penduduk terlantar lansia dan anak-anak, tuna sosial, komunitas adat terpencil, korban bencana alam maupun sosial, dan korban tindak kekerasan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 2005, garis kemiskinan ditentukan oleh dua kelompok besar yaitu garis kemiskinan berkaitan dengan makanan (GKM) berupa pemenuhan kebutuhan 2100 kalori per kapita per hari sebesar Rp91.072 dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) berupa paket komoditi kebutuhan dasar yang ditetapkan sebesar Rp38.036. Beban penduduk miskin yang berkeluarga lebih besar daripada yang belum berkeluarga mengingat besarnya jumlah dan banyaknya macam kebutuhan anggota keluarga yang masih harus ditanggung. Dari penduduk miskin terdapat kelompok masyarakat fakir miskin, yaitu mereka yang benar-benar berada di kelompok terbawah yang sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah.

Kondisi kecacatan menyebabkan hak penyandang cacat untuk tumbuh kembang dan berkreasi tidak dapat terpenuhi. Menurut Pusdatin Departemen Sosial tahun 2004, jumlah penyandang cacat adalah sebanyak 1.847.692 orang, sedangkan jumlah penyandang cacat eks penderita penyakit kronis sebanyak 216.148 orang. Banyak perempuan dan anak perempuan penyandang cacat belum terjangkau program pemberdayaan perempuan. Anak-anak dan pemuda yang menyandang cacat seringkali mengalami kesulitan untuk mengikuti proses pendidikan. Kecacatan dapat terjadi karena malnutrisi yang terkait dengan buruknya kualitas makanan yang dikonsumsi. Pada tahun 2003 di Indonesia terdapat 8,3 persen balita yang mengalami gizi buruk (Laporan Perkembangan Millenium Development Goals, 2004). Dampak konflik sosial dan peperangan yang terjadi disuatu wilayah juga dapat menyebabkan kelompok penduduk tertentu mengalami kecacatan. Penduduk sipil, terutama anak-anak dan perempuan termasuk diantara mereka yang sering menjadi korban, selain mereka yang terlibat langsung dalam konflik/peperangan tersebut. 

Semakin pesatnya proses urbanisasi dan semakin padatnya penduduk di daerah perkotaan, turut mendorong meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang dapat menyebabkan kecacatan. Kerusakan otak, cacat anggota badan dan kelainan perilaku adalah jenis kecacatan yang banyak diderita korban kecelakaan lalu lintas. Data mengenai korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia adalah sebagai berikut: dari 17.732 kecelakaan yang terjadi pada tahun 2004, 34,7 persen mengalami kematian, 27,8 persen mengalami luka berat, dan 37,5 persen mengalami luka ringan (Ditlantas, Mabes Polri). Kecacatan yang terkait dengan semakin tuanya seseorang akan banyak ditemukan dinegara-negara dengan penduduk yang semakin menua. Jenis cacat yang terkait dengan proses penuaan penduduk antara lain: buta, tuli, penyakit tulang, dan kelainan mental. Penyandang cacat cenderung mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Pemberi kerja cenderung mempekerjakan orang tanpa cacat. Apalagi dengan banyaknya pencari kerja, kedudukan penyandang cacat yang mencari kerja semakin terdesak. 

Jumlah penyandang cacat menurut jenisnya seperti dalam Susenas 2003 dapat diklasifikasikan menjadi: (1) penyandang cacat penglihatan (tuna netra) sebanyak 195.332 orang; (2) penyandang cacat pendengaran (tuna rungu) sebanyak 106.612 orang; (3) penyandang cacat bisu (tuna wicara) sebanyak 118.293 orang; (4) penyandang cacat bisu-tuli (tuna wicara dan rungu) sebanyak 67.575 orang; (5) penyandang cacat tubuh (tuna daksa) sebanyak 521.231; (6) penyandang cacat mental (tuna grahita) sebanyak 236.439 orang; (7) penyandang cacat jiwa sebanyak 149.789; (8) penyandang cacat ganda sebanyak 83.396 orang.

Masalah keterlantaran umumnya dialami oleh anak-anak dan lansia. Pada tahun 2006 terdapat 78,96 juta anak di bawah usia 18 tahun, ini merupakan 35,5 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Empat puluh persen atau 33,16 juta diantaranya tinggal di perkotaan, dan 45,8 juta tinggal di perdesaan. Dari 78,96 juta anak tersebut 38,8 juta diantaranya adalah anak perempuan. Sebagian berasal dari keluarga miskin dan tertinggal serta tidak mempunyai kemampuan untuk memberdayakan dirinya, sehingga mereka rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, ketimpangan gender, perdagangan anak dan lain-lain. Pada tahun 2004 sebanyak 3.308.642 anak termasuk ke dalam kategori anak terlantar (Depsos, 2004).

Anak-anak menghadapi kerawanan terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan kecenderungan mereka untuk bermigrasi ke kota, yaitu menjadi pekerja anak, pendidikan dan kesehatan terbengkalai, penyalahgunaan NAPZA, prostitusi, anak jalanan, penyakit menular seksual, dan lain-lain. Jumlah anak berusia 5-14 tahun yang melakukan kegiatan menghasilkan uang seperti mengemis, membersihkan mobil di lampu lalu lintas dan sebagainya sebanyak 301.256 anak (Susenas, 2004). Sedangkan jumlah korban penyalahgunaan NAPZA adalah sebanyak 245.774 jiwa. Anak terlantar yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di tahun 2005 sebanyak 65.394 sedangkan di tahun 2006 pelayanan diberikan kepada 64.894 anak. 

Jumlah lansia (penduduk yang berusia 60 tahun ke atas) pada tahun 2004 mencapai 16,5 juta jiwa sedangkan pada tahun 2005 menjadi 17,6 juta jiwa. Mereka memerlukan perhatian dalam hal tata cara berkehidupan, pendapatan, kesehatan fisik dan mental. Golongan penduduk ini memerlukan perhatian khusus yang berkaitan dengan pelayanan sosial dan pelayanan kesehatan terutama ketika mereka mengalami kecacatan tertentu. Penduduk lansia umumnya memerlukan bantuan dari keluarga (seperti anak, keponakan, cucu atau anggota keluarga yang lain) dan sangat bergantung dalam hal perumahan dan pemenuhan kebutuhan standar hidup. 

Kebanyakan penduduk lansia mengalami kesulitan ekonomi dan pada umumnya mereka masih bekerja sebagai buruh tani, pekerja sektor informal, pengusaha kecil, atau pekerja swasta mandiri. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sebagian besar penduduk lansia terpaksa harus terus bekerja walau dengan upah yang rendah dan harus bersaing dengan mereka yang muda-muda yang baru masuk ke pasar kerja. Karena program jaminan sosial masih terbatas, maka bantuan dari anggota keluarga lain yang masih produktif akan terus diperlukan. Dari populasi lansia yang tercatat sebanyak 16.522.311 jiwa, sekitar 3.092.910 (20 persen) di antaranya adalah lansia terlantar (Depsos, 2006). Jumlah lansia terlantar yang mendapat pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2005 adalah sebanyak 15.920 orang, sedangkan pada tahun 2006 bantuan kesejahteraan sosial kepada lansia meningkat menjadi 15.930 orang.
Kelompok tuna sosial meliputi penduduk yang tersisihkan karena mengalami permasalahan sosial seperti gelandangan (tuna wisma), pengemis, pekerja seks komersial (tuna susila), bekas narapidana, penyalahguna Napza dan pengidap HIV/AIDS. Menurut Pusdatin Departemen Sosial, pada tahun 2004 populasi tuna sosial berjumlah kurang lebih 303.231 orang yang terdiri dari gelandangan dan pengemis sebanyak 87.356 orang, tuna susila sebanyak 87.536 orang dan bekas warga binaan pemasyarakatan sebanyak 118.183 orang, serta penyandang HIV/AIDS sebanyak 10.156 orang. Korban narkoba yang telah direhabilitasi pada tahun 2005 sebanyak 4.100 orang dan pada tahun 2006 sebanyak 4.100 korban lagi yang direhabilitasi.

Rumah tangga maupun individu menghadapi berbagai resiko berbeda yang dapat menyebabkan mereka terpuruk kedalam kemiskinan, sehingga pemerintah dan masyarakat harus mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kerentanan mereka dan sekaligus mengatasi dampaknya. Resiko yang dihadapi penduduk termasuk bencana alam, konflik sosial, menurunnya perekonomian, atau musibah yang dihadapi rumah tangga seperti gagal panen, pengangguran, sakit, kecelakaan, kecacatan, kematian, dan usia lanjut. Semua resiko ini dapat mengancam kelangsungan dan masa depan dari rumah tangga dan seluruh anggotanya.

Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan-kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya, secara sosial budaya terasing atau terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas (BPS dan Depsos). Menurut Pusdatin Depsos (2004) populasi Komunitas Adat Terpencil sebanyak 267.795 rumah tangga. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari jangkauan pembangunan secara ekonomi cenderung mengalami kemiskinan. Selain jauh, mereka yang tinggal di daerah yang sulit ditanami, gurun pasir atau kapur yang kering atau daerah di pegunungan juga cenderung mengalami kesulitan pelayanan pembangunan. Komunitas Adat Terpencil yang mendapatkan bantuan sosial tahun 2005 adalah sebanyak 4.496 KK dan tahun 2006 menjadi 4.918 KK.

Kejadian bencana alam terjadi pada waktu yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan seringkali diluar kekuasaan manusia untuk menolaknya. Bencana alam yang kerap menimpa penduduk diberbagai lokasi berbeda adalah: banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan, dan angin topan. Kejadian bencana alam ini tentu saja menyebabkan penduduk yang menjadi korban memerlukan pertolongan segera dan tidak dapat ditunda. Bagi korban bencana Tsunami dan gempa bumi di Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Barat telah diberikan bantuan sosial tanggap darurat kepada sebanyak 1.492.134 jiwa dan bantuan bahan rehabilitasi rumah penduduk kepada 20.000 KK. Ditanganinya 1.167 anak korban bencana DI Yogya, 8.554 anak yatim piatu, 15.674 pengungsi korban tsunami NAD-Nias.

Korban bencana sosial adalah mereka yang menjadi pihak yang dirugikan oleh kejadian bencana sosial yang diakibatkan ulah manusia antara lain karena jurang perbedaan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, maupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Mereka yang tergolong sebagai korban bencana sosial adalah mereka yang menjadi korban konflik, kerusuhan sosial, kekerasan dan perilaku yang tidak adil. Korban tindak kekerasan yang ditangani sebanyak 11.690 jiwa pada tahun 2005 dan sebanyak 4.372 jiwa pada tahun 2006. Pekerja migran terlantar yang ditangani pada tahun 2005 sebanyak 6.900 jiwa dan meningkat menjadi 25.525 jiwa pada tahun 2006. Penanganan pengungsi akibat konflik sosial berupa bantuan pemulangan/terminasi bagi 54.070 KK, bantuan rehabilitasi rumah kepada 3.126 KK, bantuan reintegrasi sosial sebanyak 184.060 jiwa.

Masalah kerentanan sosial yang dialami masyarakat akan bertambah berat karena pada saat yang bersamaan pemerintah juga mengalami serangkaian tantangan yang harus diperhatikan dengan baik agar tidak membebani di kemudian hari seperti kecenderungan perubahan struktur demografi, kecenderungan urbanisasi, dan kecenderungan kenaikan jumlah penduduk miskin.

Kebutuhan akan program-program perlindungan sosial pada saat ini, dan juga di masa depan, dapat dikaitkan dengan beberapa kecenderungan kejadian yang terjadi seperti perubahan demografi. Pada tahun 2006 proporsi anak-anak (berusia dibawah 18 tahun) di Indonesia mencapai 35,5 persen atau 78,96 juta jiwa. Sedangkan penduduk lansia pada tahun 2006 diproyeksikan sebanyak 16,86 juta jiwa atau sebesar 7,6 persen. Kecenderungan demografi di Indonesia pada jangka panjang adalah menuju pada gejala populasi penduduk tua (ageing population) yaitu struktur populasi dengan jumlah penduduk tua lebih dominan daripada penduduk usia lebih muda. Pada tahun 2010 nanti, jumlah lansia diperkirakan mencapai 8,5 persen dari jumlah seluruh penduduk atau sekitar 19 juta jiwa. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya umur harapan hidup (life expectancy) penduduk, Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004 menyebutkan umur harapan hidup perempuan adalah 68,1 tahun dan umur harapan hidup laki-laki adalah 64,2 tahun. Di sisi lain, peningkatan umur harapan hidup merupakan tantangan bagi kita untuk mempertahankan kesehatan para lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat.

Peningkatan kecenderungan urbanisasi juga berpeluang menjadi tantangan yang berat apabila tidak diperhatikan secara khusus mengingat urbanisasi dapat memicu timbulnya masalah sosial lain yang lebih parah. Urbanisasi dilatarbelakangi antara lain karena daerah perkotaan cenderung menjadi daerah dengan tingkat perekonomian yang lebih tinggi sehingga menarik banyak penduduk daerah lain yang bukan perkotaan untuk mengadu nasib di daerah perkotaan. Menurut data tahun 2000, tercatat sebanyak 42,4 total angka urbanisasi di Indonesia dengan tempat tujuan utama adalah DKI Jakarta dengan angka urbanisasi sebesar 100 sedangkan angka urbanisasi terendah terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur sebesar 15,4. Seiring dengan kecenderungan urbanisasi, komposisi jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan juga mengalami perubahan. Perubahan ini mengharuskan adanya antisipasi dan perubahan pola penanganan penduduk miskin tersebut.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Pembangunan kesejahteraan sosial yang akan dicapai dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya akses bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial  serta pelayanan sosial dasar lainnya bagi masyarakat rentan;

2. Terjaminnya bantuan sosial bagi pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial secara cepat;

3. Meningkatnya peran tenaga kerja sukarela masyarakat (TKSM)/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial;

4. Tersalurkannya bantuan sosial dalam bentuk bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH);
5. Terjaminnya kehidupan kelompok paling rentan yakni diantaranya penduduk lanjut usia terlantar dan penyandang cacat berat melalui pemberian bantuan sosial bagi lanjut usia dan penyandang cacat berat; dan

6. Meningkatnya jumlah tuna sosial, jumlah penyandang cacat, jumlah korban penyalahgunaan Napza yang direhabilitasi.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Melihat perkembangan sosial saat ini sekaligus mempertimbangkan hal-hal yang berpotensi menjadi tantangan di masa depan, maka arah kebijakan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jangkauan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dan optimalisasi Unit Pelayanan Teknis (UPT) pelayanan dan rehabilitasi sosial;

2. Meningkatkan aksesibilitas PMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial dan jaminan sosial serta pelayanan sosial dasar lainnya;

3. Menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya;

4. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;

5. Meningkatkan pemberdayaan bagi keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya;
6. Mendorong dan memfasilitasi keluarga dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap anak, lanjut usia dan kelompok rentan lainnya;

7. Meningkatkan peran tenaga kerja sukarela masyarakat (TKSM)/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan pelayanan kesejahteraan sosial;

8. Meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengkajian, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;
9. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kearifan lokal;

10. Meningkatkan keserasian kebijakan dan pelaksanaan agenda kesejahteraan rakyat; 

11. Mengembangkan jaringan kerjasama nasional maupun internasional dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;

12. Melaksanakan uji coba Program Keluarga Harapan di tujuh propinsi. Program ini merupakan upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada mereka yang sangat miskin. Program ini merupakan pemberian bantuan tunai dimana rumah tangga penerima bantuan diharuskan memenuhi kewajiban tertentu yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan;

13. Meningkatkan perlindungan terhadap anak, lansia, penyandang cacat melalui pelayanan, perlindungan dan pemberian jaminan sosial;

14. Meningkatkan sarana prasarana panti eks Departemen Sosial; dan

15. Meningkatkan kepedulian sosial dunia usaha (corporate social responsibility) dan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan komersial/promosi yang memberikan kontribusi sosial.

D.
MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp.  Juta)

	1.
	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 

2. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; 

3. Peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, dan tuna sosial;

4. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi PMKS; 

5. Peningkatan pelayanan psikososial dan pembangunan pusat pelayanan krisis (trauma center) bagi PMKS, termasuk korban bencana alam dan sosial; dan 

6. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai anti eksploitasi, kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, reintegrasi eks-PMKS, dan pencegahan HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA.
	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan Pokok:

b) Penyusunan dan pengembangan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial, dan tuna sosial serta eks korban penyalahgunaan NAPZA; 

c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial, pusat pelayanan, rumah sejahtera, pusat informasi dan lembaga pelayanan sosial lainnya; 

d) Peningkatan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan;

e) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja dan kewirausahaan bagi anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, penyandang cacat dan tuna sosial;

f) Pelayanan psikososial di Trauma Centre bagi korban bencana, korban konflik, korban traficking, anak berhadapan dengan hukum dan lanjut usia;

g) Pelaksanaan publikasi, komunikasi, informasi, edukasi, konseling dan kampanye sosial bagi penderita HIV/AIDS, eks penderita kusta, eks napi, dan eks korban penyalahgunaan NAPZA, serta anak yang memerlukan perlindungan khusus.


	1. Terbinanya sebanyak 183.000 anak yang terdiri dari anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal, serta terlayaninya sebanyak 26.900  lanjut usia terlantar;

2. Terehabilitasinya sebanyak 61.900 penyandang cacat, 6.600  tuna sosial, dan 10.000 orang korban penyalahgunaan narkotika;

3. Terlaksananya pengembangan perlindungan terhadap anak melalui rumah perlindungan sosial anak (RPSA) di 10 provinsi, 150 anak di pusat layanan anak/social development center (SDC), dan 600 anak di Rumah Sejahtera Nanggroe Aceh Darussalam. 

4. Terlayaninya 100 orang penyandang cacat netra di 4 panti sosial bina netra, dukungan pelayanan untuk anak terinfeksi HIV/AIDS di 6 lokasi.

5. Terlaksananya pelayanan psikososial di Trauma Centre bagi anak di 10 provinsi, lanjut usia di 3 provinsi dan perawatan lanjut usia di 3 provinsi;

6. Terlaksananya publikasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, serta konseling dan kampanye anti eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, serta kekerasan di 10 provinsi, penderita HIV/AIDS di 180 lokasi.

7. Terlaksananya pemberian pelayanan dan bantuan bagi 11.250 orang penyandang cacat berat.

 
	Depsos, BNN
	566.173,6

	2.
	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Kegiatan-kegiatan Pokok:

· Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya, melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE);

· Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan LKM; 

· Pengembangan Geographic Information System (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT dan PMKS; dan 

· Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.


	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Pemberdayaan keluarga, fakir miskin melalui pelatihan  bimbingan motivasi, pelatihan keterampilan usaha dan bantuan modal usaha; 

2. Pengenbangan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk melaksanakan kegiatan usaha ekonomi produktif bagi keluarga, fakir miskin;

3. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok usaha fakir miskin; 

4. Pengembangan Geographic Information System (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT;

5. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya; 

6. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya secara selektif di Kabupaten/Kota. 


	1. Tersalurkannya bantuan bagi keluarga miskin dalam bentuk stimulan UEP bagi sejumlah 277.000 KK di 33 provinsi ;

2. Terbentuknya lembaga keuangan mikro (LKM) pengelola modal usaha KUBE fakir miskin sebanyak 100 lembaga di 30 propinsi;

3. Tersalurkannya bantuan penguatan modal usaha melalui 50 LKM di 18 Provinsi;

4. Tersedianya Geographic Information System (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan keluarga rentan sosial ekonomi; 

5. Tersedianya 1.350 petugas dan pendamping pemberdayaan sosial yang terlatih, bagi keluarga, fakir miskin, dan KAT; 

6. Diberdayakannya KAT sebanyak 19.125 KK, Keluarga rentan sosial ekonomi dan psikologi sebanyak 65.000 KK di 33 provinsi.


	Depsos

Kemeneg PDT
	690.000,0

	3.
	Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Penyerasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perlindungan sosial; 

2. Pengembangan kebijakan dan strategi pelayanan perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan; 

3. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan 

4. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.


	Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan bidang kesejahteraan sosial;

2. Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tentang bantuan dan jaminan sosial; 

3. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan dan jaminan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan

4. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial.


	1. Tersusunnya 4 rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial; 

2. Tersusunnya rancangan Peraturan Pemerintah tentang bantuan dan jaminan sosial sebanyak 10 naskah; 

3. TersusunnyaProgram Legislasi Nasional (Prolegnas) sosial 2009; dan

4. Terlaksananya informasi peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial bagi 960 peserta di 32 provinsi. 


	Depsos
	10.511,7

	4.
	Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; 

2. Pengkajian dan penelitian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk manajemen, sarana dan prasarana; 

3. Penyusunan dan penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial, serta penataan sistem dan mekanisme kelembagaan; 

4. Pengembangan sistem informasi, data dan publikasi pelayanan kesejahteraan sosial; dan 

5. Peningkatan pembinaan hukum dan perundangan yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial.
	Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Pelaksanaan pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial;

2. Penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial;  

3. Pengkajian dan penelitian untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial;

4. Penyusunan dan penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial;

5. Pengembangan sistem informasi dan publikasi mengenai data penyandang masalah sosial; 

6. Pengintegrasian data dan informasi penyandang masalah sosial ke dalam survei dan sensus nasional.

	1. Termanfaatkannya 31 paket hasil penelitian, pengkajian, studi banding, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; 

2. Tertatanya sistem dan mekanisme kelembagaan pelayanan kesejahteraan sosial; 

3. Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; 

4. Tersusunnya sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial;

5. Tersedianya sistem informasi dan data penyandang masalah sosial di 33 provinsi;

6. Terintegrasinya data dan informasi penyandang masalah sosial ke dalam survei dan sensus nasional; dan

7. Tersusunnya standar pelayanan kesejahteraan sosial bidang penunjang.


	Depsos
	40.000,0

	5.
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan masyarakat (TKSM/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial di tingkat lokal); 

2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; 

3. Pembentukan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), masyarakat dan dunia usaha, termasuk organisasi sosial tingkat lokal; dan

4. Peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.


	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Penyusunan kebijakan dan pengembangan model peningkatan kualitas pemberdayaan kelembagaan masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial;

2. Peningkatan motivasi dan kemampuan serta kualitas SDM kelembagaan sosial masyarakat yang terdiri dari TKSM/relawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, dan kelompok sosial masyarakat tingkat lokal dan kelembagaan sosial lainnya; 

3. Peningkatan pendayagunaan dan peran aktif kelembagaan sosial termasuk dunia usaha dalam usaha kesejahteraan sosial; 

4. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial  Masyarakat, termasuk organisasi sosial tingkat lokal; dan

5. Peningkatan pelestarian dan pendayagunaan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.


	1. Tersedianya 600 orang TKSM/relawan sosial, Karang Taruna 2.500 KT, dan 2.480 organisasi sosial masyarakat yang memiliki motivasi, kemampuan dan kualitas kerjasama kelompok-kelompok tingkat lokal di 330 desa; 

2. Meningkatnya jejaring kerjasama  kelembagaan sosial masyarakat dan dunia usaha dan kelompok sosial tingkat lokal di 33 provinsi;

3. Meningkatnya peran aktif kelembagaan sosial masyarakat termasuk dunia usaha dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) secara nyata di 33 propinsi;

4. Meningkatnya intensitas upaya pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan dalam meningkatkan ketahanan sosial di 33 provinsi;

5. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi keluarga pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan, serta terpugarnya 60 TMP, 15 MPN, dan 100 rumah perintis kemerdekaan.


	Depsos
	119.118,1

	6.
	Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah kumuh, perbatasan, terpencil, rawan konflik, rawan bencana, dan gugus pulau; 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan sosial melalui media massa cetak dan elektronik; dan 

3. Peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial melalui pelatihan teknik komunikasi.
	Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Pembinaan penyuluhan kehidupan sosial berbasis budaya lokal;

2. Pembentukan kelompok kampanye sosial peningkatan peranan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan daerah rawan konflik;

3. Peningkatan kualitas penyuluhan sosial, meliputi pengembangan SDM penyuluhan sosial di pusat dan daerah, kualitas bimbingan teknis penyuluhan di daerah, dan analisis kebutuhan penyuluhan sosial di daerah;

4. Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan sosial, melalui media televisi, penyuluhan sosial melalui media cetak, media elektronik, media tradisional, dan media luar ruangan.


	1. Terbinanya 100 orang kader dalam memperkuat integrasi sosial di lingkungan setempat; 

2. Terbentuknya 24 kelompok penyuluhan sosial di 6 lokasi rawan bencana dan konflik;

3. Terwujudnya 99 tenaga penyuluh sosial di 33 provinsi;

4. Terlaksananya 62 paket produksi dan penayangan penyuluhan sosial melalui media elektronik; dan

5. Tersebarnya 40.000 eks majalah, leaflet, booklet dan banner di 132 kabupaten/kota. 
	Depsos
	30.000,0

	7.
	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;

2. Penyerasian penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat, antara lain pengungsi dan korban bencana alam dan konflik sosial; dan 

3. Penyelarasan kebijakan bidang kesehatan, termasuk penanggulangan HIV/AIDS, bidang lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, aparatur negara, pariwisata dan agama.
	Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Penanggulangan dan penurunan kemiskinan;

2. Pengembangan sumberdaya manusia; 

3. Tanggap cepat masalah kesejahteraan rakyat, seperti penanganan bencana, kejadian l uar biasa, flu burung, HIV/AIDS. 


	1. Terlaksananya koordinasi penyediaan bantuan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan penurunan jumlah orang miskin.

2. Terlaksananya peningkatan aksesibilitas pendidikan dan kesempatan kerja bagi penyandang cacat dan lanjut usia;

3. Terkoordinasinya penanganan maslah-masalah strategis penanganan korban bencana, kejadian l uar biasa, flu burung dan HIV/AIDS.
	Kemenko Kesra


	79.730,9

	8.
	Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Penyusunan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial; 

2. Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya; 

3. Pemberian bantuan bagi daerah penerima eks-korban kerusuhan dan pekerja migran bermasalah; 

4. Pemberian bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui perlindungan dan advokasi sosial; dan 

5. Penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya.


	Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat, bagi korban bencana alam, bencana sosial/korban akibat konflik; 

2. Penyediaan bantuan stimulans bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam dan bencana sosial/korban akibat konflik; 

3. Pelaksanaan pelatihan tenaga penanggulangan bencana;

4. Penyediaan  bantuan bagi pekerja migran bermasalah di dalam dan luar negeri; 

5. Pemberian bantuan bagi korban tindak kekerasan;

6. Peningkatan jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat rentan dan kurang mampu; dan 
7. Pemberian subsidi bagi rumah tangga miskin melalui Conditional Cash Transfer.

	1. Terjaminnya ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam sebanyak 300.000 jiwa, dan bencana sosial/korban akibat konflik sebanyak 6.000 KK; 

2. Terbantunya para korban bencana alam, bencana sosial/korban akibat konflik dengan bantuan stimulans bahan bangunan rumah bagi 20.000 KK; 

3. Terlaksananya pemantapan taruna siaga bencana (Tagana) nasional sebanyak 22.500 orang, dan penyediaan Tagana Emergency Equipment (TEE) sebanyak 20 paket;

4. Terlaksananya bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah di dalam dan luar negeri sebanyak 10.000 orang; 

5. Terbantunya sebanyak 3.600 orang korban tindak kekerasan agar segera pulih kembali seperti semula;

6. Terlaksananya sistem jaminan kesejahteraan sosial masyarakat rentan dan kurang mampu bagi  55.200 KK  peserta asuransi kesejahteraan sosial, sebanyak 2.560 jiwa untuk bantuan kesejahteraan sosial permanen (BKSP), dan 800 jiwa untuk peserta institusi lokal; dan 

7. Terselenggaranya pemberian subsidi bagi 1.500.000 KK rumah tangga sangat miskin dalam bentuk Conditional Cash Transfer, di 21 provinsi.


	Depsos
	3.261.086,9
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SERTA PEMUDA DAN OLAH RAGA

A.
KONDISI UMUM 
Pembangunan kependudukan dan keluarga kecil berkualitas serta pembangunan pemuda dan olah raga memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia/SDM. 

Berkaitan dengan pembangunan kependudukan, pembangunan administrasi kependudukan sebagai sebuah sistem merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk. Perlindungan tersebut berupa pelayanan publik melalui penerbitan dokumen kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta catatan sipil, termasuk Akta Kelahiran. Dengan jumlah penduduk yang cukup besar, serta maraknya berbagai kejahatan kriminal dan terorisme baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan pemalsuan dokumen identifikasi kependudukan (termasuk paspor, KK, dan lain-lain), diperlukan adanya penataan agar administrasi kependudukan dapat lebih tertib dari tahun ke tahun dan terpadu secara nasional. Meningkatnya ketertiban dan keterpaduan administrasi kependudukan akan sangat berguna bagi perumusan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan berbagai program pembangunan.

Sehubungan dengan pembangunan keluarga kecil berkualitas, pengendalian kuantitas penduduk merupakan salah satu aspek penting untuk menjamin tercapainya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat meskipun laju pertumbuhannya terus menurun. Pada tahun 2000 penduduk Indonesia berjumlah 205 juta orang, tahun 2007 menjadi 224 juta orang, dan hingga satu dekade ke depan diperkirakan bertambah sekitar 2-3 juta orang per tahun. Selama beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan/pergeseran struktur umur penduduk yaitu jumlah penduduk usia produktif terus meningkat sementara jumlah penduduk usia non-produktif semakin mengecil. Keadaan ini di satu sisi mengindikasikan telah terjadi penurunan persentase penduduk sebagai beban pembangunan (dependency ratio) sementara di  sisi lain  juga merupakan suatu jendela kesempatan (window of opportunity) karena penduduk tidak lagi menjadi beban bahkan menguntungkan pembangunan (Bonus Demografi/BD). Diperkirakan, BD akan terentang hingga sekitar tahun 2020.  Beban yang sebesar 48,9 persen (tahun 2006) diperkirakan turun menjadi 47,2 persen (tahun 2008) dan  terus menurun hingga mencapai titik terendah 44,5 persen pada tahun 2017. Namun demikian kesempatan yang menguntungkan pembangunan itu tidak akan pernah tercapai bahkan akan merugikan bila laju pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan secara terus menerus dan konsisten melalui kegiatan Keluarga Berencana (KB). Dengan demikian, pengendalian kuantitas penduduk harus dilaksanakan secara berkesinambungan bersama pembangunan sektor lainnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Disamping pembangunan kependudukan, pembangunan pemuda dan olah raga juga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Pemuda merupakan generasi penerus, penanggungjawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Untuk itu, pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan, kebutuhan, serta tantangan dan persaingan di era global.

Pembangunan olah raga bertujuan untuk menciptakan manusia yang sehat, ulet, dan berjiwa sportif. Dalam kerangka pembangunan nasional, pembangunan di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional mengamanatkan bahwa tujuan keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Hasil-hasil yang dicapai pada tahun 2006 adalah: (1) dalam pembangunan administrasi kependudukan diantaranya pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, percepatan pembangunan database kependudukan di 100 kabupaten/kota, bantuan stimulan pelayanan akta kelahiran gratis di 100 kabupaten/kota, pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk pemeluk agama Khonghucu, dan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan administrasi kependudukan dalam rangka mendukung Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu; (2) dalam pembangunan keluarga kecil berkualitas ditandai oleh Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) menurun menjadi 2,21 per wanita (Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025 dan Survey Penduduk Antar Sensus/Supas 2005), peserta KB aktif sekitar 28,1 juta dengan peserta KB Aktif pria sekitar 381,0 ribu dan peserta KB baru sekitar 5,1 juta orang, dan tersedianya sarana pelayanan KB di sekitar 64,5 ribu  pusat pelayanan (14,4 ribu klinik pemerintah; 2,2 ribu klinik swasta; 7,7 ribu dokter praktek swasta; dan 33,5 ribu bidan praktek swasta); (3) dalam pembangunan kepemudaan diantaranya disusunnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepemudaan, dilaksanakannya pelatihan kepemimpinan pemuda, dioptimalkannya peran 1.500 orang sarjana penggerak pembangunan di perdesaan, dilaksanakannya Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) bagi 1.024 orang  dan antar negara bagi 79 orang, dilaksanakannya pelatihan Kelompok Pemuda Sebaya (KPS) dalam rangka mencegah penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS, dan bahaya destruktif lainnya di 33 provinsi, dan dilaksanakannya kompetisi antar Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) di 33 provinsi; dan (4) dalam pembangunan keolahragaan dicapainya prestasi di beberapa cabang olah raga internasional antara lain Bulutangkis dan Bowling di Asian Games 2006 di Doha, terselenggaranya pemberian penghargaan kepada atlet nasional yang berprestasi, dilaksanakannya berbagai event olah raga untuk menggairahkan semangat dan budaya olah raga di masyarakat, dan dilaksanakannya pembangunan Pusat Pembinaan Olah Raga Nasional di Sentul dan Karawang serta asrama atlet untuk mendukung Pusat Pembinaan dan Latihan Olah Raga Pelajar (PPLP) di 12 provinsi.

Perkiraan pencapaian pembangunan administrasi kependudukan pada tahun 2007 adalah: (1) terciptanya tertib administrasi kependudukan; (2) dikembangkan dan diterapkannya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di 289 kabupaten/kota; (3) meningkatnya jumlah dan kualitas aparat pusat dan daerah dalam pengelolaan SIAK dan pencantuman NIK pada kartu identitas penduduk; dan (4) disempurnakannya kebijakan kependudukan serta terlaksananya sosialisasi dan advokasi data dan proyeksi penduduk.

Sebagai usaha untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas TFR pada tahun 2007 diupayakan dapat diturunkan menjadi 2,19. Sedangkan perkiraan pencapaian lainnya adalah: (1) terbinanya 12,2 juta peserta KB aktif Keluarga Pra-S dan KS-I dan 2,7 juta peserta KB baru Keluarga Pra-S dan KS-I; (2) meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 28,6 juta dan peserta KB baru sekitar 5,7 juta; (3) meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB menjadi sekitar 3,1 persen dari peserta KB aktif; (4) meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 82 persen dan jumlah Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) menjadi 950 buah; (5) meningkatnya persentase keluarga Balita yang aktif dalam kegiatan pembinaan tumbuh kembang anak melalui kelompok BKB menjadi sekitar 40 persen dari anggota; (6) meningkatnya persentase keluarga remaja yang aktif dalam kegiatan kelompok BKR menjadi sekitar 37 persen dari anggota; (7) meningkatnya persentase keluarga lansia yang aktif dalam kegiatan kelompok BKL menjadi sekitar 40 persen dari anggota; (8) meningkatnya persentase keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS yang berusaha menjadi sekitar 55 persen dari keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS; (9) meningkatnya jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah menjadi 57.500; (10) meningkatnya jumlah petugas lapangan tingkat kecamatan dan desa menjadi 26.500 petugas; dan (11) terlaksananya advokasi dan KIE tentang program KB Nasional di seluruh tingkatan wilayah.

Perkiraan capaian pembangunan pemuda dan olahraga pada tahun 2007 adalah: (1) ditetapkannya RUU Kepemudaan menjadi Undang-Undang; (2) disosialisasikannya UU tentang Kepemudaan ke Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, pemerintah daerah, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP); (3) diperkuatnya kinerja 46 OKP, baik dalam pelaksanaan administrasi organisasi, regulasi dan penyelenggaraan program; (4) diikutsertakannya 1.056 orang pemuda dalam Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) dari 33 provinsi; (5) terlaksananya pelatihan 150 orang pemuda tentang Kesadaran Bela Negara; (6) terlaksananya pemberdayaan keterampilan, olah raga, dan seni terhadap 1.000 orang pemuda di berbagai lembaga pemasyarakatan; (7) terpilihnya 440 Pemuda Pelopor tingkat nasional dari 440 kabupaten/kota di 33 provinsi; (8) terlaksananya pengiriman delegasi pemuda dalam rangka mengikuti event internasional, antara lain: ASEAN–ROK Youth Visit to Korea sejumlah 10 orang, ASEAN–China Youth Camp sejumlah 8 orang, dan International Youth Performing Art Festival 2007 di Lahore sejumlah 30 orang; (9) terbentuknya enam model pengembangan olah mental pemuda Indonesia di 33 provinsi; (10) terlaksananya pelatihan 250 tutor kepemudaan yang siap mensosialisasikan pencegahan dan penanggulangan faktor destruktif bagi pemuda kepada 25.000 pemuda di 33 provinsi; (11) terbentuknya delapan lembaga kepemudaan yang memiliki kepedulian terhadap moral bangsa/budi pekerti yang mewadahi 400 orang tokoh pemuda di 33 provinsi; (12) terbentuknya 5.000 kader pemuda mitra kamtibmas anti narkoba; (13) terbentuknya lembaga kepemudaan di bidang kewirausahaan kelautan di 33 provinsi; (14) terpilihnya 5 pemuda penerima Anugerah Youth National Science and Technology Award dan 10 pemuda nominator, serta 100 karya pemuda di bidang iptek dan imtaq; (15) terlaksananya pelatihan kepemimpinan bagi 500 pemuda di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional; (16) meningkatnya koordinasi dalam upaya keserasian kebijakan pemuda antar Kemenegpora dengan 33 Dinas Tingkat Provinsi dan 33 Dinas Kabupaten/Kota, serta 18 K/L penyelenggara program kepemudaan; (17) terlaksananya pengkajian sentra-sentra olah raga pelajar/junior diikuti oleh Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Badan Pemuda dan Olah Raga di 33 provinsi, Pengurus Pusat (PP)/Pengurus Besar (PB) cabang olah raga, Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Depdiknas, dan Kemenegpora; (18) meningkatnya minat negara lain terhadap olah raga tradisional Indonesia; (19) meningkatnya penayangan olah raga tradisional melalui media televisi; (20) tersusunnya master plan untuk pembangunan satu unit rumah sakit (RS) Cidera Olah Raga; (21) tersusunnya Rancangan Pedoman Akreditasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Keolahragaan; (22) terwujudnya pemberdayaan dan peningkatan kinerja olahragawan melalui bimbingan teknis di tiga provinsi; (23) terselenggaranya pemanduan Bakat Olah Raga Unggulan (tallent identification) di 20 provinsi dengan target 4.000 calon atlet berbakat junior; (24) terselenggaranya pemberian penghargaan bidang olah raga kepada mantan olahragawan, olahragawan, pelatih, wasit, pembina, guru pendidikan jasmani, dan lembaga; dan (25) diraihnya prestasi pada beberapa cabang olah raga di SEA Games Tahun 2007 di Bangkok.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pembangunan kependudukan adalah belum terintegrasinya sistem koneksi NIK dengan sistem informasi kementerian/lembaga; terbatasnya dukungan dana oleh Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); terbatasnya SDM pusat maupun daerah dalam penerapan SIAK; dan belum tersedianya (terbatas) data kependudukan berbasis registrasi yang akurat dalam mendukung database kependudukan nasional.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah: (1) bervariasinya dukungan dan komitmen pemerintah kabupaten/kota yang diwujudkan dalam kelembagaan, tenaga, anggaran dan sarana/prasarana untuk mendukung pengelolaan program KB sehingga berpengaruh pada pembinaan peran institusi masyarakat yang selama ini menjadi basis pengelolaan KB oleh masyarakat di daerah dan melemahnya mekanisme operasional program yang selama ini telah menjadi motor penggerak pengelolaan program bersama  masyarakat; (2) terbatasnya akses pelayanan KB termasuk pelayanan gratis bagi kelompok keluarga miskin dan keluarga rentan lainnya; (3) melemahnya penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam program KB yang berpengaruh terhadap berkurangnya partisipasi dan kesertaan masyarakat dalam mendukung dan menyelenggarakan pelayanan program di lapangan; (4) melemahnya penyelenggaraan kegiatan advokasi serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) melalui berbagai media dan metoda, sehingga masalah perubahan pandangan para pemangku kebijakan (stake-holders) di daerah tentang program KB menjadi salah satu kendala pelaksanaan desentralisasi program KB di daerah; (5) terbatasnya kemampuan pengelola dan pelaksana program, terutama di tingkat lini lapangan yang mengakibatkan melemahnya pembinaan program di lapangan, khususnya dalam pembinaan jejaring operasional di lapangan; (6) masih lemahnya ketahanan dan kemampuan keluarga dalam meningkatkan kualitas kehidupan, yang ditandai oleh lemahnya pembinaan keluarga berkaitan pembinaan tumbuh kembang anak dan rendahnya keluarga akseptor miskin yang dapat mengakses sumber permodalan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif keluarga; (7) masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak reproduksi yang ditandai dengan permasalahan persalinan terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu sering; (8) rendahnya partisipasi pria dalam ber-KB yaitu sekitar 1,3 persen (Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI 2002-2003); dan (9) kurangnya pemahaman tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi oleh remaja karena beban pembinaan konselor KRR cukup tinggi.

Sedangkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan pemuda dan olah raga adalah: (1) masih rendahnya akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan; (2) masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda; (3) belum serasinya kebijakan kepemudaan di tingkat nasional dan daerah; (4) rendahnya kemampuan kewirausahaan di kalangan pemuda; (5) tingginya tingkat pengangguran terbuka pemuda; (6) maraknya masalah-masalah sosial di kalangan pemuda, seperti kriminalitas, premanisme, NAPZA, dan HIV/AIDS; (7) merosotnya prestasi olah raga di berbagai kejuaraan internasional; (8) lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan (stakeholder) olah raga baik di tingkat nasional dan daerah dan belum serasinya kebijakan olah raga di tingkat nasional dan daerah; (9) lemahnya kelembagaan dan manajemen pembinaan olah raga; (10) belum terstandarnya sarana dan prasarana olah raga di klub, sekolah, dan perguruan tinggi; (11) lemahnya pola kemitraan dalam pembangunan olah raga; dan (12) masih rendahnya penghargaan dan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. 

B.
SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Sasaran yang akan dicapai dalam penataan sistem administrasi kependudukan adalah penerapan SIAK di 440 kabupaten/kota dan mewujudkan database kependudukan nasional dalam rangka terciptanya tertib administrasi kependudukan, melalui: 

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya; 

2. Penataan sistem koneksi NIK dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga; 

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia di pusat dan seluruh kabupaten/kota dalam pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

4. Penerapan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) di pusat dan seluruh provinsi dan kabupaten/kota;

5. Pelayanan penerbitan akta kelahiran gratis bagi 2,8 juta anak; dan 

6. Penyempurnaan dan pengembangan kebijakan kependudukan serta implementasi kebijakan kependudukan di daerah.

Sasaran nasional yang akan dicapai di tahun 2008 dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas yang ditandai oleh kondisi penduduk tumbuh seimbang adalah menurunkan TFR paling tidak menjadi sekitar 2,17. Untuk itu, sasaran Program KB Nasional yang akan dicapai di tahun 2008 dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Terbinanya pelayanan KB bagi sekitar 12,6 juta peserta KB aktif keluarga  Pra Sejahtera dan Sejahtera I serta peserta KB baru keluarga  Pra Sejahtera dan Sejahtera I sekitar 2,9 juta;

2. Meningkatnya peserta KB aktif menjadi sekitar 29,2 juta dan peserta KB baru sekitar 6,0 juta;

3. Meningkatnya partisipasi pria dalam ber-KB menjadi sekitar 3,6 persen dari peserta KB aktif;

4. Menurunnya unmet need menjadi sekitar 6,4 persen dari total pasangan usia subur (PUS) yang ada;

5. Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 85 persen; 

6. Meningkatnya jumlah Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) menjadi 2.430 buah;

7. Meningkatnya jumlah Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya yang dilatih masing-masing menjadi 2.430 orang dan 1.215 orang;
8. Meningkatnya persentase keluarga anggota BKB aktif menjadi 45 persen, anggota BKR aktif menjadi 38 persen, dan anggota BKL aktif menjadi 41 persen; 

9. Meningkatnya persentase/jumlah keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS yang berusaha menjadi 57 persen (sekitar 1,2 juta keluarga) dari keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS;

10. Meningkatnya jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah menjadi sekitar 57.500; 

11. Terlaksananya advokasi dan KIE tentang program KB Nasional di seluruh tingkatan wilayah.

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan pemuda dan olah raga dalam tahun 2008 adalah: 

1. Meningkatnya koordinasi antarinstansi di tingkat nasional dan daerah, untuk mengembangkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan kepemudaan; 

2. Ditetapkannya Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan menjadi Undang Undang; 

3. Meningkatnya kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;

4. Meningkatnya akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan kerja;

5. Menurunnya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda;

6. Meningkatnya prestasi olah raga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat di tingkat internasional, nasional dan daerah; 

7. Meningkatnya budaya dan prestasi olah raga melalui penyelenggaraan kompetisi olah raga secara teratur, berjenjang, dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat; 

8. Meningkatnya penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga yang berprestasi;

9. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM olah raga, baik di lingkungan pemerintah maupun masyarakat, di tingkat nasional dan daerah; dan 

10. Meningkatnya peran dunia usaha, lembaga pemerintah, dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olah raga di provinsi dan kabupaten/kota, baik untuk olah raga pelajar, olah raga masyarakat, olah raga prestasi, maupun industri olah raga. 

C.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008 

Untuk mencapai sasaran tahun 2008, arah kebijakan penataan administrasi kependudukan adalah:

1. Penyempurnaan dan pengembangan kebijakan kependudukan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, perkembangan dan proyeksi penduduk, serta penyerasian kebijakan kependudukan; dan

2. Perwujudan database kependudukan nasional (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) yang berbasis NIK Nasional sebagai salah satu upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Sedangkan arah kebijakan pembangunan keluarga berencana adalah mengusahakan perwujudan visi ”seluruh keluarga ikut KB” hingga terbentuk keluarga kecil berkualitas dengan:

1. Penggerakan dan pemberdayaan masyarakat dalam Program KB dan KR antara lain melalui peran serta Tokoh Agama/Masyarakat (Toga/Toma) dan Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD); 

2. Penataan kembali pengelolaan program KB dengan sistem informasi yang mutakhir (up to date) dan jejaring kerja yang aktif berdasarkan kemitraan; 

3. Penguatan SDM operasional Program KB;

4. Pengadaan sarana operasional pelayanan dan KIE Program KB;

5. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan 

6. Pemenuhan pembiayaan Program KB di/oleh berbagai tingkatan pemerintahan. 

Adapun arah kebijakan pembangunan pemuda dan olah raga adalah sebagai berikut: 

1. Perwujudan kebijakan kepemudaan yang serasi di berbagai bidang pembangunan;  

2. Peningkatan pendidikan dan keterampilan bagi pemuda;  

3. Peningkatan kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan bagi pemuda;  

4. Perlindungan segenap generasi muda dari masalah penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda; 

5. Perwujudan kebijakan dan manajemen olah raga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olah raga secara terpadu dan berkelanjutan termasuk landasan hukum yang mendukung; 

6. Peningkatan budaya dan prestasi olah raga secara berjenjang termasuk pemanduan bakat, pembibitan dan pengembangan bakat; 

7. Pemberdayaan dan pengembangan iptek dalam pembangunan olah raga; 

8. Peningkatan pemberdayaan organisasi olah raga; dan 

9. Peningkatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat termasuk dunia usaha dalam mendukung pembangunan olah raga.

D.
Matriks Program Pembangunan Tahunan 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif

(Rp.  Juta)

	1.
	Program Keluarga Berencana

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan kebijakan tentang pelayanan KB, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peran serta masyarakat dalam KB dan kesehatan reproduksi;

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

3. Peningkatan penggunaan kontrasepsi yang efektif dan efisien melalui penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan berjangka panjang yang lebih terjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia; 

4. Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi dengan memprioritaskan keluarga miskin serta kelompok rentan lainnya; dan

5. Penyelenggaraan promosi dan pemenuhan hak-hak dan kesehatan reproduksi termasuk advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling. 


	Program Keluarga Berencana

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin

2. Pelayanan konseling KIE KB

3. Peningkatan Perlindungan hak-hak reproduksi individu

4. Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta /non pemerintah
	1. Menurunkan TFR menjadi sekitar 2,17 anak per perempuan melalui penyediaan alat kontrasepsi,

2. Pembinaan peserta KB aktif sekitar 29,2 juta PUS dan peserta KB baru sekitar 6,0 juta PUS;
3. Pelayanan  KB bagi sekitar 12,6 juta peserta KB aktif dan 2,9 juta peserta KB baru dari keluarga  Pra Sejahtera dan Sejahtera I;

4. Peningkatan partisipasi pria menjadi sekitar 3,6 persen; serta
5. Menurunkan unmetneed menjadi sekitar 6,4 persen dari total PUS yang ada.
	BKKBN
	474.893,6

	2.
	Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja;

2. Penyelenggaraan promosi kesehatan reproduksi remaja, pemahaman dan pencegahan HIV/AIDS dan bahaya NAPZA, termasuk advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi, dan konseling bagi masyarakat, keluarga, dan remaja; dan

3. Penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan program kesehatan reproduksi remaja yang mandiri.


	Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penguatan dukungan dan partisipasi keluarga dan masyarakat dlm program KRR

2. Pembentukan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan PIK-KRR
	1. Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi menjadi sekitar 85 persen;
2. Meningkatnya jumlah Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK-KRR) menjadi 2.430 buah;

3. Meningkatnya jumlah Pendidik sebaya dan Konselor sebaya yang dilatih masing-masing menjadi 2.430 orang dan 1.215 orang;

4. Menguatnya KIE dan advokasi tentang KRR melalui pengembangan PIK-KRR percontohan.
	BKKBN
	25.582,8

	3.
	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan dan memantapkan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;

2. Penyelenggaraan advokasi, KIE, dan konseling bagi keluarga tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak, kebutuhan dasar keluarga, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;

3. Pengembangan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha terutama bagi keluarga miskin dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS);

4. Pengembangan cakupan dan kualitas UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS; dan

5. Pengembangan cakupan dan kualitas kelompok Bina Keluarga bagi keluarga dengan balita, remaja, dan lanjut usia.


	Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan akses informasi dan pelayanan pendampingan pemberdayaan dan  Ketahanan Keluarga

2. Intensifikasi Advokasi dan KIE Program KB Nasional

3. Peningkatan kemampuan tenaga pengelola program ketahanan dan pemberdayaan keluarga
	1. Meningkatnya persentase keluarga anggota BKB aktif menjadi 45 persen, anggota BKR aktif menjadi 38 persen, dan anggota BKL aktif menjadi 41 persen;

2. Meningkatnya persentase/jumlah keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS yang berusaha menjadi 57 persen dari keluarga Pra-S dan KS-I anggota UPPKS (sekitar 1,2 juta keluarga)
	BKKBN
	108.118,6

	4.
	Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan sistem pengelolaan dan informasi termasuk personil, sarana dan prasarana dalam era desentralisasi untuk mendukung keterpaduan program; 
2. Peningkatan kemampuan tenaga lapangan dan kemandirian kelembagaan KB yang berbasis masyarakat, termasuk promosi kemandirian dalam ber-KB;
3. Pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro; dan
4. Pengkajian dan pengembangan serta pembinaan dan supervisi pelaksanaan program.

	Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat

2. Pengembangan jaringan komunikasi dan penyediaan data informasi program KB Nasional

3. Bimbingan dan fasilitasi  program

4. Pendataan keluarga dan individu dalam keluarga
	1. Meningkatnya jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah menjadi sekitar 57,5 ribu yang mampu membina kesertaan ber-KB sekitar 41 persen peserta KB aktif secara mandiri.
2. Terlaksananya advokasi dan KIE tentang program KB Nasional di seluruh tingkatan wilayah.
	BKKBN
	110.734,3

	5.
	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan kebijakan dan program pembangunan yang berwawasan kependudukan meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas;

2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan (kuantitas, kualitas, dan mobilitas penduduk) di semua tingkat wilayah administrasi; dan

3. Pengintegrasian faktor kependudukan ke dalam pembangunan sektoral dan daerah.


	Program Keserasian Kebijakan Kependudukan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyempurnaan & pengembangan berbagai kebijakan kependudukan

2. Advokasi dan sosialisasi kebijakan kependudukan dan implementasi proyeksi penduduk

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan dalam rangka penyerasian kebijakan kependudukan
	Terwujudnya keserasian kebijakan kependudukan yang berkelanjutan di berbagai bidang pembangunan
	Depdagri
	9.261,0

	6.
	Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung administrasi kependudukan antara lain UU Administrasi Kependudukan beserta turunan dan peraturan tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

2. Penyempurnaan sistem pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK);

3. Penataan kelembagaan administrasi kependudukan yang berkelanjutan di daerah termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang administrasi informasi kependudukan.


	Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan sistem koneksi NIK dengan sistem informasi departemen/lembaga

2. Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu

3. Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan

4. Fasilitasi pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan
	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dalam upaya mendukung terakomodasinya hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan
	Depdagri
	211.355,0



	7.
	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang pemuda; 

2. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan kepemudaan; 

3. Peningkatan peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan secara lintas bidang dan sektoral; dan 

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda 


	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Peningkatan keserasian kebijakan pemuda.

2. Penyusunan dan pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan.

3. Pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama internasional di bidang kepemudaan.
	1. Meningkatnya keserasian kebijakan pemuda baik di tingkat pusat maupun daerah serta meningkatnya hubungan kerja sama internasional di bidang kepemudaan 

2. Ditetapkannya Undang-Undang tentang Kepemudaan 
	Kemenegpora
	16.000,0

	8.
	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Peningkatan wawasan dan sikap mental pemuda dalam pembangunan; 

2. Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kewirausahaan pemuda; 

3. Peningkatan kreativitas dan inovasi pemuda sebagai wadah penyaluran minat dan bakat; 

4. Peningkatan advokasi dan penyelamatan pemuda dari bahaya NAPZA dan HIV/AIDS; dan 

5. Peningkatan dukungan sarana dan prasarana pembangunan kepemudaan. 


	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda 

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Peningkatan dialog pemuda tingkat kabupaten/kota, regional, dan nasional.

2. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.

3. Perluasan pengerahan tenaga terdidik dalam upaya percepatan dan penggerakan pembangunan perdesaan.

4. Perluasan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dan bentuk-bentuk bahaya destruktif serta perilaku negatif lainnya di kalangan pemuda.

5. Peningkatan kepeloporan dan kepemimpinan pemuda.

6. Penyelenggaraan kemitraan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian pemuda.


	Meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan terutama yang terkait dalam bidang kewirausahaan dan pembangunan perdesaan, serta mempertahankan pemuda dari bentuk-bentuk bahaya destruktif dan perilaku negatif lainnya.

 
	Kemenegpora

Depag

BNN
	146.660,0

	9.
	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. 
Penelitian dan/atau pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olah raga; 

2. 
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan olah raga;  

3. 
Pembinaan manajemen olah raga; 

4. 
Pembinaan kemitraan dan kewirausahaan untuk pengembangan industri olah raga; dan  

5. 
Penyusunan peraturan perundangan tentang keolahragaan. 


	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Peningkatan mutu organisasi dan tenaga  keolahragaan

2. Pengembangan sistem sertifikasi dan standardisasi profesi.

3. Pengembangan perencanaan olah raga terpadu.

4. Penyelenggaraan penelitian dan pengkajian  kebijakan keolahragaan 

5. Penyusunan peraturan pelaksana UU No. 3  tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional


	Meningkatnya sistem sertifikasi dan standardisasi profesi serta manajemen keolahragaan.

	Kemenegpora 
	21.000,0

	10.
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Pemassalan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat;  

2.  Peningkatan pemanduan bakat dan pembibitan olah raga;  

3.  Peningkatan prestasi olah raga;  

4.  Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat;  

5.  Pembinaan olah raga untuk kelompok khusus;  

6. Penataran dan pendidikan jangka pendek dan panjang termasuk magang;  

7. Peningkatan profesionalisme pelatih, manajer, dan tenaga keolahragaan;  

8. Pengembangan pengetahuan iptek olah raga dan meningkatkan keahlian yang strategis bagi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olah raga; dan 

9. Pengembangan sistem penghargaan dan kesejahteraan bagi atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.  


	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Pemasyarakatan dan pembinaan olah raga

2. Peningkatan olah raga masyarakat

3. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 

4. Pelaksanaan identifikasi dan mengembangkan olah raga unggulan daerah.

5. Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga.

6. Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat berdasarkan cabang olah raga prioritas daerah melalui wadah-wadah pembinaan.

7. Pembinaan cabang olah raga prestasi prioritas di tingkat daerah, nasional dan internasional.

8. Penyelenggaraan kompetisi olah raga secara teratur, berjenjang dan berkesinambungan bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.

9. Pembinaan olah raga yang bersifat nasional dan intenasional.
10. Pemberian penghargaan dan peningkatan kesejahteraan olahragawan dan pelaku olahraga.
	Meningkatnya budaya dan prestasi olah raga di Indonesia.
	Kemenegpora 
	309.539,0

	11.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Peningkatan partisipasi dunia usaha dan masyarakat untuk mendukung pendanaan dan pembinaan olah raga; dan 

2. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana olah raga di provinsi, dan kabupaten/kota sesuai dengan cabang olah raga prioritas daerah. 


	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 

Kegiatan-kegiatan pokok:
Peningkatan kerja sama dan pola kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana olah raga di provinsi, dan kabupaten/kota untuk olah raga pelajar, olah raga masyarakat, dan olah raga prestasi. 


	Meningkatnya pola kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta kemajuan olah raga di Indonesia. 


	Kemenegpora 
	69.042,4


Bab 30

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
BAB 30
Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

A.
Kondisi Umum


Pembangunan agama menjadi komponen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diatur di dalam UUD 1945, Bab XI Pasal 29 (1) dan (2), yang menegaskan bahwa: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan agama menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk  memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak memeluk agama dan beribadat menurut keyakinan setiap warga negara sebagai individu. Bentuk pelaksanaan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan fasilitasi dan motivasi agar masyarakat menjalankan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah juga harus dapat berperan  menjadi mediator dalam menjaga keharmonisan hubungan horisontal baik intern maupun antarumat beragama.    


Kehidupan beragama di masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ideal seperti terkandung di dalam ajaran agama, sehingga perlu terus ditingkatkan agar semakin dekat dengan nilai, norma, dan ajaran agama. Kualitas kehidupan beragama tercermin pada perilaku sosial setiap pemeluknya. Banyak indikasi yang menunjukkan bahwa kualitas kehidupan beragama masih perlu terus ditingkatkan, antara lain, perilaku asusila, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi, perjudian dan berbagai perilaku yang melanggar nilai-nilai dan ajaran agama. Keluarga sebagai basis pembinaan individu juga belum berperan secara optimal. Belum kuat dan masih rentannya lembaga keluarga bisa diamati dalam kasus-kasus perceraian yang masih tinggi dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis. Kondisi demikian memperlihatkan ada kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan agama adalah bagaimana meningkatkan kualitas kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama. 


Kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalan  juga terjadi pada peserta didik baik disekolah umum maupun disekolah keagamaan. Upaya peningkatan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan telah dilakukan melalui penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta pelatihan bagi pendidik bidang agama dan keagamaan dengan memberi tambahan muatan materi wawasan multikulturalisme. Peningkatan mutu dimaksud juga dilakukan dengan pemberian bantuan beasiswa bagi pendidik bidang  agama yang mengikuti program pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal tersebut, antara lain disebabkan oleh  kurikulum pendidikan agama lebih menekankan aspek ritual keagamaan dan kurang memperhatikan aspek pengamalan ajaran agama dalam pembentukan akhlak dan karakter; jumlah pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang bermutu belum mencukupi; sarana dan prasarana yang terbatas; dan fasilitas pendukung lainnya yang belum memadai. 


Dukungan fasilitasi pemerintah terhadap pembangunan bidang agama telah dilakukan antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana peribadatan, pembangunan balai nikah dan penasehatan perkawinan, pelatihan kepada petugas pencatat nikah,  pembangunan kantor KUA di daerah pemekaran, pelayanan nikah, talak, dan rujuk, dan pembinaan keluarga sejahtera dan harmonis (keluarga sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya). Disamping itu, juga dilaksanakan penyelenggaraan pelayanan dalam pengelolaan dana sosial keagamaan dan pembinaan terhadap  upaya peningkatan profesionalisme pengelolaan dana sosial keagamaan seperti dana infak, zakat, wakaf, shodaqoh, persembahan kasih/ pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya. 


Pelayanan untuk peningkatan kualitas kehidupan beragama juga diberikan kepada masyarakat yang akan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Beberapa hasil penting yang telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir adalah: penggunaan sistem waiting list untuk menjamin kepastian keberangkatan jemaah calon haji; mempersingkat jarak tempuh melalui penerbangan langsung Jakarta-Madinah (sebelumnya melalui Jeddah), sehingga lebih efisien dan mengurangi beban fisik  dan psikologis para jemaah haji; dan penyediaan makan gratis selama sembilan hari ketika bermukim di Madinah. Upaya perbaikan kualitas pelayanan terus dilakukan,  pada musim haji tahun 2006 dan 2007 (tahun 1427 H dan 1428 H), biaya tidak langsung penyelenggaraan haji yang semula ditanggung oleh setiap jemaah haji dialihkan bebannya kepada pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan haji. Walaupun upaya perbaikan telah dilakukan namun masih saja ditemui berbagai kendala dan kekurangan. Pada musim haji tahun 2006 masih ditemukan beberapa permasalahan dalam manajemen penyelenggaraan ibadah haji, terutama yang berkaitan dengan pelayanan penyediaan makanan selama di Arafah dan Mina. Oleh karena itu, tantangan kedepan adalah memastikan bahwa seluruh jemaah calon haji dapat mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji. Untuk melihat keberhasilan pelayanan haji dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yang antara lain mencakup (i) semua jemaah calon haji yang terdaftar dapat diberangkatkan ke Tanah Suci di Arab Saudi; (ii) seluruh jemaah calon haji dapat menempati pemondokan termasuk pelayanan penyediaan makanan; (iii) seluruh jemaah haji dapat melaksanakan rangkaian ibadah ritual; dan (iv) seluruh jemaah haji dapat dipulangkan ke tanah suci kecuali yang meninggal dunia. 


Untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang kondusif dalam pembangunan sosial khususnya pembangunan bidang agama dilakukan upaya pemberdayaan lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan  keagamaan. Beberapa hal yang telah dilakukan antara lain penguatan kelembagaan dengan memberikan pelatihan manajemen kepada pengelola lembaga dan bantuan operasional untuk mendukung kegiatan lembaga sosial keagamaan. Peran sosial-kemasyarakatan lembaga-lembaga tersebut cukup efektif, terutama untuk mendukung terwujudnya hubungan yang harmonis antarkelompok masyarakat. Namun, pada sebagian kelompok masyarakat dijumpai pola kehidupan beragama yang eksklusif, sehingga berpotensi mengganggu hubungan sosial baik intern umat beragama maupun antarumat beragama. Untuk itu, lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan perlu memberi perhatian serius, dengan cara melakukan mediasi agar interaksi sosial di kalangan kelompok masyarakat beragama tetap terjaga dengan baik. Peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan sebagai agen perubahan sosial perlu makin ditingkatkan. Peran tersebut terutama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberi kesempatan memperoleh pendidikan bagi warga masyarakat yang kurang mampu terutama di daerah perdesaan.

Untuk mendukung terwujudnya kerukunan intern dan antarumat beragama, telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain pembentukan forum silaturahmi tokoh-tokoh berbagai agama; penyediaan fasilitas untuk badan musyawarah umat beragama di berbagai daerah; dan pelayanan bimbingan konseling bagi korban pascakerusuhan dan konflik sosial. Kemudian dilakukan pula pembinaan jaringan kerjasama antarumat beragama, internalisasi ajaran agama, sosialisasi pendidikan berwawasan multikultur bagi guru-guru. Selain itu,  dilakukan penyempurnaan beberapa peraturan, antara lain revisi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian rumah Ibadah. Penyempurnaan SKB itu diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang sering timbul di lapangan berkenaan dengan pendirian rumah ibadah. Namun demikian kehidupan harmonis di dalam masyarakat belum sepenuhnya dapat diwujudkan, antara lain akibat munculnya ketegangan sosial yang kadangkala melahirkan konflik intern dan antarumat beragama. Upaya menciptakan keharmonisan dan menjaga kerukunan baik intern dan antar umat beragama menjadi tema prioritas dalam pembangunan bidang agama karena menjadi agenda utama dalam kabinet Indonesia bersatu yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damai. 

B.
Sasaran Pembangunan Tahun 2008


Berdasarkan berbagai tantangan dan permasalahan di atas, sasaran peningkatan kualitas kehidupan beragama pada tahun 2008 adalah: 

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama

a. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;

b. Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat, termasuk peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat ditanamkan sejak dini pada anak-anak;

c. Peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan  aturan, norma, dan nilai-nilai ajaran agama untuk kepentingan sosial seperti dana infak, zakat, wakaf, shodaqoh, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia dan dana paramita serta ibadah sosial lainnya; 

d. Peningkatan kualitas dan peranan tempat-tempat peribadatan dan kitab-kitab suci sebagai upaya pemahaman dan penghayatan nilai-nilai agama;

e. Peningkatan kualitas manajemen ibadah haji dengan sasaran efisiensi, pencegahan korupsi, mengurangi biaya  tidak langsung yang dibebankan kepada jemaah calon haji, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jemaah haji; dan 

f. Peningkatan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan agama dan keagamaan sebagai agen pembangunan dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis. 

2.
Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama

Perwujudan harmoni sosial dalam kehidupan intern dan antarumat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka penciptaan suasana yang aman dan damai, sehingga konflik yang terjadi di beberapa daerah dapat diselesaikan dan tidak muncul di daerah lain. 

C.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008

Sesuai dengan agenda pembangunan nasional, arah kebijakan peningkatan kualitas kehidupan beragama yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pemahaman Agama serta Kehidupan Beragama

a. Peningkatan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama, melalui peningkatan kualitas materi dan tenaga penyuluh agama dan pelayanan keagamaan lainnya, terutama yang bertugas di daerah rawan konflik dan daerah terpencil dan daerah terkena musibah;

b. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, antara lain melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan bidang agama dan keagamaan;

c. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, wakaf, infak, shodaqoh, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia, dan dana paramita; dan peningkatan profesionalisme tenaga pengelola;

d. Peningkatan kualitas penataan dan pengelolaan serta pengembangan fasilitas  pada pelaksanaan ibadah, dengan memperhatikan kepentingan seluruh lapisan umat beragama dengan akses yang sama bagi setiap pemeluk agama;

e. Pembinaan keluarga harmonis (sakinah/bahagia/sukinah/hita sukaya) untuk menempatkan keluarga sebagai pilar utama pembinaan moral dan etika masyarakat;

f. Peningkatan efisiensi biaya ongkos naik haji, pencegahan korupsi, dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap jamaah haji; 

g. Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan

h. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama. 

2. Peningkatan Kerukunan Intern dan Antarumat Beragama

a. Peningkatan kerjasama kelembagaan baik internal maupun eksternal di bidang sosial ekonomi, dan budaya;

b. Peningkatan pelaksanaan forum dialog antar pemuka/tokoh agama, tokoh masyarakat, cendikiawan agama dan masyarakat;  

c. Pengembangan wawasan multikultur bagi guru-guru agama dan penyuluh agama;

d. Peningkatan forum komunikasi kerukunan umat beragama;

e. Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan; dan 

f. Peningkatan kerjasama intern dan antarumat beragama.

D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif  (Rp.  Juta)

	1.


	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama


	Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama
Kegiatan-kegiatan pokok: 

Dalam rangka pelaksanaan program ini Departemen Agama membutuhkan kegiatan yang mengikat untuk : 

Penyelenggaraan pelayanan haji dan umroh. 


	a. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka dapat memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji dalam rangka efisiensi, pencegahan korupsi, dan mengurangi indirect cost yang dibebankan kepada jamaah haji.


	Depag 


	555.422,3

	
	Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Pemberian bantuan untuk  pembangunan dan rehabilitasi tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat peribadatan;  sertifikasi tanah wakaf, tanah gereja, pelaba pura dan wihara serta hibah; dan  bantuan kitab suci dan lektur keagamaan; 
	Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid:

· Bantuan  tempat ibadah dan pengembangan perpustakaan tempat pribadatan 

· Pengadaan kitab suci

2     Penyelenggaraan urusan agama Islam

· Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf dan Hibah

3.    Penyelenggaraan urusan agama dan Bimas Kristen dan Katolik

· Bantuan Sertifikasi Tanah Gereja dan Hibah

4. Penyelenggaraan urusan agama dan Bimas Hindu

· Bantuan Sertifikasi Tanah Pelaba Pura dan Hibah

5. Penyelenggaraan urusan agama dan Bimas Budha

· Bantuan Sertifikasi Tanah Vihara dan Hibah


	
	
	

	
	2. Peningkatan pelayanan pembinaan keluarga sakinah/sukinah/hita sukaya/ bahagia; peningkatan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan petugas pencatat nikah serta pembangunan dan rehabilitasi balai nikah dan penasehatan perkawinan (KUA);  dan peningkatan fungsi dan peran tempat ibadah sebagai pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan untuk pengembangan perpustakaan; 
	1.
Penyelenggaraan Bimbingan  dan Pembinaan Keagamaan Pembinaan Keluarga Sakinah/ Sukinah/Hita Sukaya/Bahagia

2.
Penyelenggaraan urusan agama Islam

· Meningkatkan pelayanan nikah melalui peningkatan kemampuan dan jangkauan Petugas Pencatat Nikah (PPN) 

· Pencetakan Buku Nikah

· Pembangunan Balai Nikah dan  Penasehatan Perkawinan termasuk meubelair

· Rehabilitasi Balai Nikah dan   Penasehatan Perkawinan

· Pendidikan dan pelatihan PPN

· Penyelenggaraan kesehatan reproduksi remaja (KRR) melalui jalur agama

· Bantuan penyelenggaraan BP4

3.
Penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid
· Pengembangan perpustakaan tempat pribadatan 


	
	
	

	
	3. Peningkatan kualitas pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji; peningkatan pembinaan jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor, peningkatkan kerja sama instansi pemerintah dan masyarakat dalam jaminan produk halal; dan pemantapan landasan peraturan perundang- undangan pelayanan kehidupan beragama;
	1. Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji dan Umroh

· Pembinaan, pelayanan, perlindungan jamaah, efisiensi, tranparansi, dan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh

· Operasional Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

· Pengadaan obat-obatan dan alat kesehatan jamaah haji 

· Honorarium petugas haji di Arab Saudi

· Bimbingan dan pembinaan    jamaah haji dan petugas haji

· Pembangunan/perluasan asrama haji

· Rehab gedung asrama haji

· Pelatihan petugas haji

2. Penyelenggaraan urusan agama Islam

· Pembinaan jaminan produk halal dan pelatihan bagi pelaku usaha, auditor, serta peningkatan kerja sama sektor terkait di bidang produk halal.

3. Penyelenggaraan pengkajian peningkatan pelayanan kehidupan beragama


	
	
	

	
	4. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shodaqoh, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia dan dana paramita  serta  ibadah sosial lainnya; 
	Penyelenggaraan dana sosial keagamaan 

· Pelayanan dan pengelolaan zakat, wakaf, infak, shodaqoh, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia dan dana paramita  serta   ibadah sosial lainnya 

· Bantuan pemberdayaan wakaf (produktif)


	
	
	

	
	5. Pengembangan sistem informasi keagamaan serta peningkatan sarana dan kualitas tenaga teknis hisab dan rukyat.
	1. Penyelenggaraan efisiensi perencanaan keagamaan

· Pengembangan sistem informasi keagamaan 

· Monitoring dan evaluasi
2. Penyelenggaraan pendidikan tenaga teknis & masyarakat

· Pendidikan dan pelatihan manajemen  pengelolaan dana sosial keagamaan

· Pembinaan hisab rukyat


	
	
	

	2.
	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan


	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan

Kegiatan-kegiatan pokok:

Dalam rangka pelaksanaan program ini Departemen Agama membutuhkan beberapa kegiatan yang mengikat sebagai berikut: 

· Pembinaan koordinasi dan konsultasi  pada Penyelenggaraan Urusan Agama Islam, Bimas Katolik, Bimas Kristen, Bimas Hindu dan Bimas Budha serta Penyelenggaraan Pembinaan dana sosial keagamaan, 


	a. Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

b. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan (zakat dan wakaf infak, shodaqoh, persembahan kasih/pelayanan kasih (termasuk dana kolekte), dana punia dan dana paramita)  serta  serta ibadah sosial lainnya serta peningkatan kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban agama pada aspek sosial kemasyarakatan dalam rangka memberdayakan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat;


	Depag 
	156.493,9

	
	Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Penyuluhan dan bimbingan keagamaan bagi masyarakat dan aparatur negara melalui bantuan operasional untuk penyuluh agama; menyediakan sarana dan prasarana penerangan dan bimbingan keagamaan; pengembangan manajemen tempat ibadah; pelatihan bagi penyuluh, pembimbing, mubaligh/da’i/juru penerang dan orientasi bagi pemuka agama; dan mengembangkan materi, metodologi, manajemen penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta pemberian bantuan paket dakwah untuk daerah tertinggal, terpencil, pascakonflik dan bencana alam; 


	Kegiatan-kegiatan pokok:

Penyelenggaraan penerangan dan bimbingan agama:

· Bantuan Operasional  Penyuluh Agama

· Tunjangan fungsional penyuluh agama Non PNS

· Manajemen dan bantuan paket da’wah untuk daerah terpencil, tertinggal, pasca konflik dan bencana alam

· Pembinaan mental dan agama 

· Penerangan, bimbingan, dan dakwah melalui media massa

· Penyelenggaraan Ceramah/Diskusi/ Seminar/Saresehan (Sosialisasi)/Rapat


	
	
	

	
	2. Pemberian bantuan penyelenggaraan musabaqah tilawatil qur’an (MTQ), Pesparawi, Utsawa Dharma Gita, Festival Seni Baca Kitab Suci Agama Budha dan kegiatan sejenis lainnya;
	Penyelenggaraan Pendidikan Agama Pada Masyarakat dan Pemberdayaan Tempat Ibadah

· Bantuan Paket Peribatan/Dakwah/Majelis Taklim TPQ, TPA dan TKA

· Pengadaan  Kitab Suci/Tafsir Al-Qur’an/Buku Agama

· Penyelenggaraan pesantren kilat

· Penyelenggaraan MTQ

· Penyelenggaraan festival keagamaan lainnya

· Pergelaran Musik Gereja Inkulturatif
	
	
	

	
	3. Pembentukan jaringan dan kerjasama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, praktik KKN, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila; serta 


	Kerjasama antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga 
	
	
	

	
	4. Pemantapan landasan peraturan perundang-undangan penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

	Pembinaan penanggulangan pornografi dan pornoaksi

· Peningkatan kerjasama lintas sektor serta masyarakat untuk memberantas pornografi, pornoaksi, dan lain-lain

· Pemantapan landasan perundang-undangan


	
	
	

	3.
	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama


	Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama


	Meningkatnya  kerukunan hidup antarumat beragama sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat keberagaman melalui dialog dan musyawarah intern dan antarumat beragama. 
	Depag 
	32.155,2

	
	Kegiatan-kegiatan pokok :

1. Internalisasi ajaran agama dan sosialisasi wawasan multikultural  di kalangan umat beragama;
	Kegiatan-kegiatan pokok: 

Pembinaan kerukunan umat beragama

· Mendorong internalisasi ajaran agama dikalangan umatnya 


	
	
	

	
	2. Pembangunan hubungan antarumat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui forum dialog dan temu ilmiah;
	Pembinaan kerukunan umat beragama

· Membangun tercapainya hubungan yang harmonis antara umat beragama, majelis agama dengan pemerintah melalui  forum dialog dan temu ilmiah, termasuk sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 tahun 2006/Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. 

· Kerjasama kelembagaan baik internal maupun eksternal di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.


	
	
	

	
	3. Pendirian sekretariat bersama antarumat beragama di seluruh provinsi dan penyediaan data kerukunan umat beragama; peningkatan potensi kerukunan hidup umat beragama melalui pemanfaatan budaya setempat dan partisipasi masyarakat; dan mendorong tumbuh kembangnya wadah-wadah kerukunan sebagai penggerak pembangunan;


	Pembinaan kerukunan umat beragama

· Melajutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antara umat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerjasama antara umat beragama 

· Bantuan pembangunan Gedung Sekretariat Bersama Kerukunan Umat Beragama (KUB);

· Bantuan operasional forum komunikasi kerukunan umat beragama.


	
	
	

	
	4. Silaturahmi/safari kerukunan umat beragama    baik nasional maupun di tingkat daerah/regional; pembentukan Forum Komunikasi Kerukunan Antarumat Beragama di tingkat provinsi, Kabupaten/kota dan kecamatan; melanjutkan pembentukan jaringan komunikasi kerukunan antarumat beragama dan meningkatkan peran jaringan kerjasama  antarumat beragama; dan  silaturahmi antara pemuka agama, cendekiawan agama, dan tokoh agama; 


	Pembinaan kerukunan umat beragama

· Silaturahmi antara pemuka agama,Cendikiawan agama, tokoh agama dan umat beragama

· Silaturahmi / safari kerukunan tokoh agama baik  nasional maupun ditingkat daerah dan pusat

· Memberdayakan forum komunikasi Kerukunan Antara Umat beragama ditingkat Propinsi, kabupaten/Kota dan Kecamatan, serta LSM yang bergerak dibidang kerukunan. 


	
	
	

	
	5. Rekonsiliasi tokoh-tokoh agama dan pembinaan umat beragama di daerah pasca konflik; dan penyelenggaraan lomba kegiatan keagamaan bernuansa kerukunan di daerah potensi konflik;  serta 


	Pembinaan kerukunan umat beragama

· Pemulihan kondisi sosial dan psikologis masyarakat pascakonflik melalui penyuluhan dan bimbingan keagamaan; serta 
	
	
	

	
	6. Pengembangan wawasan multikultural bagi guru-guru agama dan peningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama. 


	Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Teknis dan Masyarakat

· Meningkatan kualitas tenaga penyuluh kerukunan umat beragama 

· Pengembangan wawasan multikutural bagi guru agama dan penyuluh agama. 

· Sosialisasi wawasan multikultural bagi umat beragama. 

	
	
	

	4.
	Program Penelitian dan Pengembangan Agama


	Program Penelitian dan Pengembangan Agama


	Meningkatnya  kualitas penelitian dan pengembangan agama untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan bidang agama. 


	Depag 
	53.926,2

	
	Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Pengkajian dan pengembangan dalam rangka peningkatan mutu pembinaan dan partisipasi masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas kehidupan beragama; pemberdayaan serta pemanfaatan lektur keagamaan; dan melakukan tinjauan bagi  antisipasi dampak negatif modernisasi, globalisasi, dan perubahan sosial yang semakin cepat dan kompleks;

	Kegiatan-kegiatan pokok :
1. Penyelenggaraan penelitian dan survey keagamaan;

· Penerbitan Buku Penelitian/Literatur Buku Jurnal dan Buku Perpustakaan

· Sosialisasi hasil-hasil  penelitian dan pengembangan melalui kegiatan Workshop
· Bedah ilmiah dan penerbitan hasil-hasil penelitian keagamaan


	
	
	

	
	2. Identifikasi dan merumuskan  indikator kinerja pembangunan bidang agama;
	Identifikasi dan perumusan indikator kinerja pembangunan bidang agama serta pendidikan agama dan keagamaan
	
	
	

	
	3. Peningkatan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan karya ilmiah dan karya tulis di bidang keagamaan;


	· Penyelenggaraan penelitian dan survey keagamaan; 
· Peningkatan SDM bidang agama dan keagamaan
	
	
	

	
	4. Kajian terhadap peraturan tentang kehidupan umat beragama dan rancangan undang-undang kerukunan hidup umat beragama; 

· 
	· Kajian peraturan keagamaan serta pendidikan agama dan keagamaan

	
	
	

	
	5. Penelitian, kajian, dan pemetaan konflik sosial keagamaan;

	Penelitian, kajian dan pemetaan keagamaan


	
	
	

	
	6. Pengembangan hasil-hasil penelitian dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan  kehidupan beragama.


	-----


	
	
	

	
	7. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM peneliti

	Penyelenggaraan penelitian dan survey keagamaan;

· Peningkatan mutu SDM tenaga peneliti keagamaan


	
	
	

	5.
	Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan


	Program Pengembangan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan


	Meningkatnya kapasitas dan peran lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen pembangunan dan agen perubahan sosial dalam rangka meningkatkan daya tahan masyarakat dalam menghadapi berbagai krisis, serta memberi solusi dalam menghadapi tantangan dan persoalan kemasyarakatan. 


	Depag 
	96.890,6

	
	Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Pemberdayaan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti kelompok jemaah keagamaan, organisasi keagamaan, pengelola dana sosial keagamaan melalui peningkatan kualitas tenaga pengelola lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
	Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Penyelenggaraan pendidikan masyarakat;

· Kegiatan Pemerintah dalam memberikan bantuan / Subsidi terhadap Pontren, Orsospol / LSM 

2. Penyelenggaraan pendidikan tenaga teknis dan masyarakat

3. Penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan keagamaan

4. Peningkatan mutu SDM lembaga sosial keagamaan


	
	
	

	
	2. Pemberian bantuan untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan lembaga sosial keagamaan  dan lembaga pendidikan keagamaan; subsidi dan imbal-swadaya pembangunan dan rehabilitasi sarana serta prasarana kepada lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan block-grant dalam pengembangan manajemen lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;
	1.
Penyelenggaraan pendidikan masyarakat;

· Bantuan Subsidi Orsos/LSM, Sarana Peribadatan dan Bantuan Operasional  

2.
Penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pondok pesantren

· Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, Orientasi, Pelatihan Pengelola Pontren, Perpus dan Bimbingan Penyuluh terhadap Lembaga-Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan  

· Pengadaan Peralatan dan Buku Pustaka serta Kitab Suci untuk menunjang kegiatan Lembaga-lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Keagamaan 

3. Penyelenggaraan urusan agama dan Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu dan Bimas Budha


	
	
	

	
	4. Pembangunan jaringan kerja sama dan sistem informasi lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan; dan melakukan kunjungan belajar antarlembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan;


	1. Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid

2. Penyelenggaraan Pendidikan Agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha
	
	
	

	
	5. Pengkajian, penelitian, dan pengembangan mutu pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan. 


	-----


	
	
	

	6.
	Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan


	Program Peningkatan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan


	Meningkatnya kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama pada anak peserta didik di semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, sehingga pemahaman dan pengamalan ajaran agama dapat tercermin dalam perilaku keseharian.


	Depag 
	271.007,9

	
	Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Penyempurnaan kurikulum dan materi pendidikan agama yang berwawasan multikultural, pengembangan konsep etika sosial berbasis nilai-nilai agama, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi;


	Kegiatan-kegiatan pokok: 

Penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid serta Pembinaan madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum, Penyelenggaraan Pendidikan Agama Kristen, Katolik,  Hindu dan Budha

· Penyempurnaan kurikulum dan materi pendidikan agama agar berwawasan multikultural, pengembangan konsep etika sosial berbasis nilai-nilai agama, metodologi pengajaran dan sistem evaluasi


	
	
	

	
	2. Pengembangan wawasan dan pendalaman materi melalui berbagai lokakarya, workshop, seminar, studi banding dan orientasi; penataran dan penyetaraan D-II dan D-III bagi guru agama pendidikan dasar, S-1 bagi guru agama pendidikan menengah dan  pendidikan pascasarjana (S-2 dan S-3) bagi dosen perguruan tinggi; dan pemenuhan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan agama;
	Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid serta Pembinaan madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum, Penyelenggaraan Pendidikan Agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha

· Penataran tenaga kependidikan dan penyetaraan D-II dan D-III bagi guru agama

· Bantuan pendidikan pascasarjana (S-2 dan S-3) bagi pendidik dan tenaga kependidikan

· Pembinaan dan penilaian jabatan fungsional guru agama

· Pengembangan wawasan dan pendalaman materi bagi penididk dan tenaga kependidikan agama dan keagamaan melalui berbagai lokakarya, workshop, seminar, studi banding dan orientasi


	
	
	

	
	3. Pelaksanaan perkemahan pelajar/ mahasiswa, lomba karya ilmiah agama, dan pementasan seni keagamaan; menyelenggarakan pesantren kilat, pasraman kilat, pabbaja/samanera/ samaneri; dan pembinaan dan pengembangan bakat kepemimpinan keagamaan bagi peserta didik, santri, brahmacari, mahasiswa, dan guru/dosen agama;


	Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid serta Pembinaan madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum, Penyelenggaraan Pendidikan Agama Kristen, Katolik, Hindu dan  Budha

· Melaksanakan perkemahan pelajar dan mahasiswa, lomba karya ilmiah agama dan pementasan seni keagamaan


	
	
	

	
	4. Pemberian bantuan sarana, peralatan, buku pelajaran agama, buku bacaan bernuansa agama lainnya pada sekolah umum, perguruan tinggi umum dan lembaga pendidikan keagamaan; serta 
	Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada masyarakat dan pemberdayaan masjid serta Pembinaan madrasah dan pendidikan agama Islam pada sekolah umum, Penyelenggaraan Pendidikan Agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha pada masyarakat dan sekolah umum

· Pengadaan sarana, peralatan, buku pelajaran agama, buku bacaan bernuansa agama lainnya pada sekolah umum, perguruan tinggi umum dan lembaga pendidikan keagamaan

· Bantuan laboratorium dan perpustakaan Pondok Pesantren

· Bantuan imbal swadaya untuk madrasah diniyah

· Bantuan pengembangan Pontren dan Santri

· Rintisan Ma’had Aly

· Pembinaan lembaga pendidikan agama.


	
	
	

	
	5. Pelaksanaan kerjasama internasional program pendidikan agama dan keagamaan. 


	-----
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Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam

dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup
A.
Kondisi Umum

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004–2009, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sumber daya alam agar sumber daya alam mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya, dalam jangka panjang dengan tetap menjamin kelestariannya. Pada tahun 2008, Indonesia diperkirakan masih dihadapkan pada persoalan laju penurunan kualitas lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan dan bencana lingkungan baik akibat belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam maupun yang terjadi secara alamiah, memberikan tekanan besar pada pembangunan secara keseluruhan.

Pembangunan kehutanan dalam pembangunan nasional, senantiasa diarahkan pada pencapaian optimalisasi manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Namun demikian pemanfaatan hasil hutan saat ini telah melebihi daya dukungnya dan besarnya konversi lahan hutan selama ini menimbulkan banyak permasalahan baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Sebagai akibatnya dapat dilihat bahwa pencapaian devisa menjadi turun dan degradasi hutan yang terjadi semakin besar tiap tahunnya.

Dewasa ini sektor kehutanan sedang menghadapi permasalahan yang sangat berat dengan skala multi-dimensional yang disebabkan oleh praktek penebangan liar (illegal logging), penyelundupan kayu, terjadinya kebakaran hutan yang terjadi hampir setiap tahun, konflik kawasan, perambahan hutan, tumpang tindih peraturan perundangan, sehingga menyisakan lahan kritis (terdegradasi) seluas sekitar 43 juta hektar. 

Pada tahun 2006, dalam rangka pelaksanaan Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan telah dilakukan: evaluasi terhadap Ijin Usaha Primer hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan restrukturisasi pengusahaan hutan produksi alam. Dalam upaya pelaksanaan Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan telah dilakukan penetapan 16 taman nasional baru. Selain itu juga penunjukan 20 taman nasional model, pengembangan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan (Brigdalkarhut) di 5 (lima) provinsi rawan kebakaran, serta penyusunan model sitem informasi penanggulangan kebakaran hutan. Dalam upaya pelaksanaan Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam dilakukan dengan melanjutkan upaya pemulihan hutan dan lahan melalui Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) di 420 Kabupaten/Kota, pembangunan model rehabilitasi hutan dan lahan partisipatif yang mengedepankan peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sampai pemanfaatan hasil, melaksanakan upaya rehabilitasi dengan pola intensif bagi 10 DAS prioritas kritis di Pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Dalam pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, antara lain telah dilakukan kegiatan untuk mengefektifkan kerjasama antar negara dalam mengatasi dan mencegah perdagangan hasil alam yang dilakukan secara ilegal, melakukan bimbingan teknis perencanaan pengembangan Hutan Kemasyarakatan (HKm)/social forestry di 15 provinsi, serta pembangunan fasilitas pelatihan pemadaman kebakaran. Sedangkan dalam upaya peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, antara lain telah dilakukan kegiatan pengembangan dan penyebarluasan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan termasuk kearifan lokal, serta peningkatan akses informasi melalui pembentukan Forum DAS dan Forum Komunikasi/Kelompok Kerja DAS.

Selanjutnya, pada tahun 2007 kegiatan pokok yang dilakukan adalah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam proses penataan ruang, pengukuhan dan penatagunaan hutan, pengembangan hutan kemasyarakatan, reformasi regulasi kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan dan peningkatan investasi di sektor kehutanan, pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan, perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, pengembangan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan pengelolaaan daerah aliran sungai, serta penyusunan rumusan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap kawasan hutan. 

Pembangunan sumber daya kelautan dilakukan untuk mendukung pembangunan nasional dan daerah, dengan berbagai keberhasilan telah dicapai, antara lain: (1) berkembangnya sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan; (2) tersusunnya beberapa dokumen perencanaan dan pengelolaan wilayah laut dan pesisir terpadu; (3) tersusunnya rencana penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (4) terwujudnya mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir; (5) terkelolanya jasa kelautan dan jasa kemaritiman; (6) tersedianya kebutuhan dasar dan infrastruktur di pulau-pulau kecil; dan (7) terlaksananya konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan.

Dalam upaya penanganan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing) dan peningkatan pengawasan sumber daya kelautan, beberapa kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2006, meliputi: (1) pengurangan jumlah kapal perikanan berbendera asing secara bertahap, dan mensyaratkan bagi kapal yang beroperasi di wilayah Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) untuk membangun industri pengolahan; (2) penerapan sistem Monitoring, Controlling, Surveillance (MCS) dan sub sistem Vessel Monitoring System (VMS) dengan pemasangan transmiter sejumlah 1.444 buah; (3) kerjasama operasi pengawasan dengan TNI-AL dan POLRI; (4) pembangunan 4 (empat) buah kapal patroli; (5) pembentukan 5 (lima) UPT pengawasan; dan (6) pembentukan 650 kelompok masyarakat pengawas. Pada tahun 2007, pengawasan sumber daya kelautan terus ditingkatkan melalui beroperasinya pengadilan khusus perikanan di 5 (lima) lokasi yaitu Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung, dan Tual; dan mengoptimalkan pengawasan terpadu bersama TNI-AL, TNI-AU, dan POLRI.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan pengelolaan wilayah laut dan pesisir terpadu, pada tahun 2006 telah dihasilkan beberapa rangkaian kegiatan, yang meliputi: (1) finalisasi RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (2) tersusunnya 3 (tiga) Perda Pengelolaan Wilayah Pesisir (PWP) Provinsi, serta 9 (sembilan) Perda PWP Kabupaten/Kota; (3) tersusunnya dokumen perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang berupa Renstra dan Zonasi di 15 provinsi yang telah disahkan dengan Peraturan Gubernur, dan sebanyak 30 kabupaten/kota telah disahkan oleh Bupati/Walikota; dan (4) tersusunnya rancangan Renstra Pengelolaan Pesisir Pantai Utara dan Selatan Jawa, dan Pantai Barat Sumatera. Pada tahun 2007, diharapkan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan sebagai Undang-Undang dan Perda PWP provinsi dan kabupaten/kota akan terus bertambah, sehingga akan diwujudkan pengelolaan kawasan pesisir terpadu pada 42 kabupaten/kota di 15 provinsi.

Perencanaan penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang baik mempunyai peran besar dalam upaya pengembangan dan pengelolaan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Pada tahun 2006, sebagai basis pembangunan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, telah dihasilkan beberapa pencapaian kegiatan perencanaan penataan ruang di daerah, seperti di Papua, Jawa Bagian Utara, Trenggalek, dan Minahasa Utara. Selain itu, juga telah dihasilkan Norma Standar Prosedur Manual penataan ruang pulau-pulau kecil, dan inisiasi kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (PLBPM) di 20 kabupaten/kota. Untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan terpadu wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis kemitraan juga telah dilakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan LSM melalui Program Mitra Bahari. Sampai dengan tahun 2006 telah terbentuk 26 Regional Center yang melibatkan sebanyak 61 Universitas. Pada tahun 2007, kegiatan penerapan konsep tata ruang terus didorong, demikian pula kegiatan PLBPM di Kabupaten/Kota dan pengembangan Regional Center di daerah yang bermitra dengan perguruan tinggi setempat.

Untuk meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan potensi ekonomi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar serta pengembangan sumber daya manusianya, pada tahun 2006 telah dilakukan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dasar dan ekonomi, antara lain pemasangan energi listrik tenaga surya, sarana telekomunikasi telepon satelit, sarana air bersih, pengadaan sarana angkut berupa landing craft tank, dan rehabilitasi ekosistem pulau-pulau kecil, serta kegiatan inventarisasi dan penamaan pulau-pulau kecil di beberapa provinsi. 

Dalam upaya mitigasi bencana dan pencemaran lingkungan laut dan pesisir telah dilaksanakan pembuatan peta rawan bencana tsunami di Pacitan, Bali, Padang, Serang, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Selain itu, juga telah dilakukan pembangunan 114 unit percontohan rumah ramah bencana di Demak, Pacitan, Lamongan, Tegal, Tangerang, dan Ciamis. Sebagai salah satu upaya pengurangan kerusakan ekosistem laut dan pesisir, telah dilakukan penanaman mangrove di Makassar dan Demak, telah dilaksanakan kegiatan penanaman terumbu karang buatan di Bali, Ciamis, dan Makasar; rehabilitasi terumbu karang di 7 (tujuh) provinsi; identifikasi dan penilaian potensi calon Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD); kerjasama regional Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME) dengan Filipina dan Malaysia; dan kerjasama regional Bismarck Solomon Seas Ecoregion. Sejak tahun 2006, sebagai implementasi lebih lanjut dari pemantapan KKLD yang sudah ditetapkan, telah dilaksanakan pengembangan pengelolaan 8 (delapan) lokasi KKLD melalui mekanisme tugas pembantuan. 

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan non-konvensional terus dilakukan peningkatan pengelolaan jasa kelautan dan jasa kemaritiman, serta pengelolaan benda berharga muatan kapal tenggelam (BMKT).

Pembangunan bidang energi dan sumber daya mineral saat ini juga mencakup pengelolaan lingkungan geologi yang meliputi air tanah, geologi teknik dan fenomena dinamika bumi, geologi lingkungan, kegunungapian serta mitigasi bencana geologi. Lingkungan geologi (geo-environment) dan bencana geologi (geo-hazards) adalah bagian tak terpisahkan dari sumber daya geologi (geo-resources). Ketiga aspek tersebut harus diperhatikan secara utuh, baik dalam eksplorasi, eksploitasi, hingga penanganan pasca tambang; maupun dalam rangka penataan ruang guna mencegah konflik ruang, penguatan potensi geologi, penanganan kendala geologi, dan penyediaan sumber air yang akan meningkatkan iklim investasi. Kehidupan masyarakat yang sudah tercapai selama ini dan ke depan juga harus dilindungi dari kematian dan kerusakan akibat bencana geologi (mitigasi bencana). Hal ini, sejalan juga dengan salah satu prioritas pembangunan nasional tahun 2008.

Pembangunan bidang lingkungan hidup tetap dilaksanakan dengan tidak memberikan toleransi pada praktik-praktik perusakan seperti yang selama ini terjadi. Tekanan dalam bentuk bencana lingkungan dan bencana alam telah menyebabkan rusaknya tata kehidupan masyarakat yang diperparah dengan ketidakmampuan lingkungan memberikan dukungan layanan kehidupan. Kejadian kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah, semburan lumpur panas di Sidoarjo, Kejadian Luar Biasa (KLB) berbagai penyakit menular seperti flu burung, demam berdarah, polio, busung lapar, tuberkulosis (TBC), muntaber dan malaria di beberapa provinsi merupakan bencana yang tidak lepas dari degradasi kualitas fungsi lingkungan hidup yang diikuti dengan gaya hidup tidak sehat dan kemiskinan. Untuk mengatasi dan meminimisasi dampak kejadian-kejadian tersebut, telah dilakukan upaya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemar dan perusak lingkungan, penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, peningkatan kesadaran semua lapisan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup serta penyebarluasan informasi dan isu lingkungan hidup. Salah satu contoh kekeliruan dalam pembangunan adalah pembukaan lahan gambut untuk kegiatan pertanian di Kalimantan Tengah pada tahun 1995. Pengingkaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan ekosistem gambut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif. Upaya untuk merehabilitasi sangat diperlukan dengan mempertimbangkan semua aspek dalam suatu rencana yang terintegrasi, baik konservasi alam, pengembangan lahan pertanian, maupun pemberdayaan masyarakat lokal dalam kesatuan ekosistem.
Hingga tahun 2007, telah dilaksanakan kegiatan Adipura, program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER), program kali bersih, program langit biru, pembinaan tim penilai AMDAL, program menuju Indonesia hijau, program Debt for Nature Swap dengan Pemerintah Jerman, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu dalam kerangka penanganan asap secara bersama untuk negara-negara ASEAN, telah dilakukan penyusunan rencana aksi komprehensif pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Rencana ini sudah mendapatkan dukungan dalam pertemuan ASEAN Ministerial Meeting on the Environment (AMME) tahun 2006 lalu. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia juga telah melaksanakan kegiatan di bidang perlindungan lapisan ozon melalui penghapusan pemakaian bahan perusak ozon (BPO), meningkatkan kapasitas daerah di bidang lingkungan hidup, pada tahun 2007, melalui kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Daerah, terutama Pemerintah Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk membangun fasilitas dan infrastruktur lingkungan.

Pembangunan meteorologi dan geofisika dihadapkan pada penyediaan informasi yang memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik untuk antisipasi bencana maupun perencanaan kegiatan dan pembangunan. Banyaknya kejadian bencana akhir-akhir ini menyadarkan masyarakat akan pentingnya informasi meteorologi dan geofisika. Saat ini, informasi meteorologi dan geofisika dituntut untuk lebih cepat, akurat, informatif dan dapat menjangkau ke semua lapisan masyarakat diseluruh pelosok tanah air.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut, pembangunan meteorologi dan geofisika dilakukan secara komprehensif. Kecepatan waktu penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami saat ini telah mengalami peningkatan dari lebih dari 30 menit menjadi kurang dari 12 menit. Penayangan informasi meteorologi dan geofisika di televisi dan radio merupakan salah satu implementasi dari kerjasama dengan media komunikasi dalam rangka percepatan penyebarluasan informasi meteorologi dan geofisika. Disamping itu, untuk mendukung sektor pertanian, upaya peningkatan ketelitian telah dilakukan dengan menambah jumlah daerah prakiraan musim (DPM). Terkait dengan bidang kesehatan, telah dilakukan penelitian tentang hubungan antara penyebaran penyakit demam berdarah dan pola hujan. Selain itu, penelitian tentang perubahan iklim dan dampak sosio-ekonomi dalam rentang waktu tahun 1900-2000 serta skenario perubahannya pada rentang waktu tahun 2000-2010 untuk skala kabupaten juga telah dilakukan.

Berbagai upaya perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang telah dilakukan masih memerlukan tindak lanjut mengingat masih banyaknya masalah serta tantangan yang dihadapi dalam tahun 2007. 

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan adalah: (1) kawasan hutan belum mantap disebabkan antara lain oleh: proses penataan ruang belum terkoordinasi dengan baik, unit pengelolaan pada semua fungsi kawasan hutan belum seluruhnya terbentuk; (2) sumber daya hutan semakin menurun disebabkan antara lain pemanfaatan sumber daya hutan masih bertumpu pada hasil hutan kayu, pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya hutan masih lemah, penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengelolaan hutan masih rendah, laju rehabilitasi hutan dan lahan masih lebih rendah dibandingkan dengan laju kerusakan hutan dan lahan; (3) masih belum selesainya restrukturisasi industri kehutanan sehingga permintaan bahan baku kayu dari industri dalam negeri jauh melebihi kemampuan penyediaan yang berkelanjutan; (4) kurangnya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sehingga kondisi kemiskinan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan semakin meningkat; dan (5) masih lemahnya kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan dan konservasi, penatagunaan kawasan hutan dan lain-lain, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi kurang efektif.

Permasalahan pelaksanaan program pembangunan kelautan, antara lain: (1) terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung upaya pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar/terdepan dan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan; (2) masih rendahnya sarana dan prasarana pengawasan pengendalian sumber daya kelautan; (3) lemahnya penegakan hukum dalam penanganan illegal fishing serta terbatasnya aturan hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya kelautan; (4) kurang optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, termasuk potensi kelautan non-konvensional; (5) belum berkembangnya pembangunan dan penanganan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar; (6) rusak dan tercemarnya ekosistem pesisir dan laut; (7) masih tingginya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan karena belum dipahaminya tata ruang laut dan pesisir; dan (8) belum selesainya penetapan batas laut Indonesia dengan negara tetangga.

Permasalahan dalam bidang energi dan sumber daya mineral antara lain adalah: (1) belum memenuhi syaratnya bahan bakar minyak (BBM) terhadap kepentingan lingkungan dan kesehatan masyarakat; (2) masih adanya masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi di sekitar lokasi penambangan; (3) kurang dilibatkannya faktor geologi dalam penyusunan tata ruang; (4) terbatasnya informasi geologi lingkungan untuk pengembangan KAPET, kawasan strategis, kawasan industri, kota dan daerah; (5)  terbatasnya informasi kawasan pertambangan dan kawasan prospek pertambangan; (6) terbatasnya informasi geologi teknik dan geodinamik untuk pengembangan wilayah dan infrastruktur; (7) belum tercantumnya kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah; (8) masih adanya konflik penggunaan lahan dengan kehutanan; (9) belum efektifnya konservasi air tanah; (10) belum adanya kawasan lindung geologi yang ditetapkan; (11) semakin diperlukannya data dasar geologi untuk potensi sumber daya geologi, kebencanaan, penataan ruang dan pengembangan wilayah; dan (12) sering terjadinya bencana geologi gerakan tanah, gempa bumi, tsunami dan bencana akibat gunung api.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan lingkungan hidup diantaranya adalah masih tingginya tingkat pencemaran air, penurunan kualitas udara khususnya di kota-kota besar, kerusakan habitat ekosistem pesisir dan laut yang semakin parah, praktik kegiatan pertambangan yang tidak ramah lingkungan dan penambangan tanpa izin, ancaman terhadap keanekaragaman hayati, adaptasi kebijakan atas perubahan iklim, pengarusutamaan isu lingkungan ke dalam pola pembangunan nasional dan daerah, lemahnya harmonisasi peraturan perundangan lingkungan hidup, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan. Berbagai persoalan lingkungan hidup tersebut telah menurunkan kualitas media lingkungan hutan, tanah, air tanah dan air permukaan, udara dan atmosfir, pantai dan laut, yang berakibat pada penurunan kualitas lingkungan sebagai penyangga kehidupan. 

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang meteorologi dan geofisika antara lain adalah belum optimalnya sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, belum adanya sistem peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim yang terintegrasi secara nasional, belum mencukupinya jumlah peralatan observasi baik peralatan yang menggunakan sistem pengukuran langsung maupun sistem penginderaan jauh untuk meng-cover seluruh wilayah Indonesia, belum memadainya fasilitas dan jaringan komunikasi untuk mendukung pengumpulan data dan penyebaran informasi meteorologi dan geofisika kepada masyarakat secara cepat, adanya tuntutan masyarakat agar pelayanan informasi meteorologi dan geofisika lebih dikembangkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan menjangkau ke semua lapisan masyarakat secara cepat, terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang teknis meteorologi dan geofisika untuk mendukung kegiatan operasional di daerah dan kantor pusat serta untuk melakukan penelitian dan pengembangan, serta belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara utuh tentang penyelenggaraan meteorologi dan geofisika.

B.
Sasaran Pembangunan Tahun 2008 

Secara umum, sasaran pembangunan yang ingin dicapai adalah perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip tata kepemerintahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 

Sementara itu, secara khusus, sasaran pembangunan dalam bidang kehutanan adalah: 

1. Terselesaikannya penetapan 7 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) model di 7 provinsi, rancangan pembangunan 21 unit KPH model di 21 provinsi;

2. Tercapainya perbaikan dan penutupan lahan kritis dengan melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan di 282 DAS prioritas termasuk perlindungan Daerah Tangkapan Air (DTA) dengan target tersusunnya rencana teknis rehabilitasi hutan dan lahan di daerah rawan banjir;

3. Terwujudnya kegiatan pengendalian kebakaran hutan di 10 provinsi dengan sasaran menurunnya titik panas (hot spot) menjadi sekitar 30 persen dari tahun 2006;

4. Tercapainya penunjukkan dan penetapan seluas 30% dari seluruh kawasan hutan, terlaksananya penataan batas kawasan hutan, dan terwujudnya proses identifikasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan di seluruh Indonesia;
5. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di 15 Taman Nasional model;

6. Tersedianya perbenihan untuk mendukung RHL di 6 wilayah BPTH (Balai Perbenihan Tanaman Hutan).

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan kelautan mencakup:

1. Tersusunnya kebijakan kelautan dan peraturan perundangan pengelolaan wilayah pesisir;

2. Berkembang dan terkelolanya wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terpadu di 15 Provinsi dan terkelolanya 30 pulau-pulau kecil;

3. Berkembangnya sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan;

4. Terfasilitasinya penyusunan perda tata ruang pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di 25 kabupaten/kota serta terkelolanya batas wilayah laut Indonesia;

5. Berkembang dan terkelolanya sumber daya riset kelautan dan perikanan serta tersebarnya IPTEK kelautan dan perikanan; 

6. Terlaksananya mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir di 11 lokasi wilayah rawan bencana;

7. Terkelolanya sumber daya kelautan non konvensional di 3 lokasi BMKT dan di 15 wilayah/lokasi wisata bahari;

8. Berkembangnya pengelolaan konservasi laut dan perairan pada 15 kabupaten/kota lokasi kawasan konservasi laut daerah;

9. Terkelola dan terehabilitasinya terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk di 21 kabupaten/kota pada 8 Provinsi;

10. Terlaksananya kerjasama pengelolaan wilayah laut antar daerah/wilayah, antara lain di Teluk Bone, Selat Karimata, dan Teluk Tomini; serta berkembangnya kerjasama pengelolaan wilayah laut regional Sulu Sulawesi Marine Ecoregion dengan Malaysia dan Filipina, dan Bismarck Solomon Seas Ecoregion dengan Papua New Guinea.

Sasaran dalam pembangunan bidang sumber daya energi, mineral dan pertambangan adalah:

1. Tersedianya rancangan kebijakan, standar dan pedoman penyelidikan, penelitian dan pelayanan survei informasi dasar geologi sumber daya geologi, lingkungan geologi, vulkanologi dan mitigasi bencana geologi;

2. Terkelolanya data dan informasi mineral yang optimal untuk mendorong investor dalam pencarian daerah potensi baru mineral dan panas bumi dan untuk kelangsungan ketersediannya;

3. Terwujudnya data dan informasi untuk percepatan pengembangan panas bumi dan konservasi mineral di setiap kegiatan dan pemanfaatan;

4. Tersebarluaskannya informasi geologi lingkungan untuk rencana tata ruang;

5. Tersosialisasikan dan meningkatnya penyuluhan bimbingan teknis pada pemerintah daerah dalam optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral berbasis tata ruang kawasan pertambangan;

6. Terinventarisasi dan terevaluasikannya geologi teknik-geodinamik untuk pembangunan infrastruktur dan penataan ruang;

7. Terinventarisasi, terevaluasi dan terselesaikannya kasus-kasus lingkungan kawasan pertambangan dan lahan bekas tambang yang terlantar;

8. Terdayagunakannya air tanah untuk konservasi dan pengembangan sarana air bersih di desa tertinggal dan daerah sulit air;

9. Terbangunnya informasi kawasan prospek pertambangan;

10. Terbangunnya informasi geologi teknik dan geodinamika untuk pengembangan wilayah dan infrastruktur lingkungan geologi untuk kawasan strategis, kawasan lindung dan kawasan andalan;

11. Terkelolanya data, sistem informasi dan dokumentasi tata lingkungan geologi dan kawasan pertambangan secara terpadu;

12. Meningkatnya pengelolaan geologi dan sumber daya mineral untuk pemberdayaan daerah;

13. Terungkapnya potensi bencana kegunungapian dan mitigasi bencana geologi, sarana dan prasarana mitigasi bencana geologi dan kegunungapian serta pemahaman masyarakat terhadap bencana geologi;

14. Terlaksananya survei geologi dan pelayanan data publik geologi dan geofisika.

Sedangkan sasaran yang akan dicapai melalui pembangunan lingkungan hidup adalah: 

1. Menurunnya beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara, atmosfer, laut, dan tanah;

2. Diterapkannya berbagai kebijakan untuk menurunkan laju kerusakan lingkungan meliputi sumber daya air, hutan, lahan gambut, keanekaragaman hayati, energi, atmosfir, serta ekosistem pesisir dan laut;

3. Diterapkannya pertimbangan pelestarian fungsi lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pengawasan pemanfaatan ruang dan lingkungan;

4. Meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan;

5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya, sasaran yang akan dicapai melalui pembangunan bidang meteorologi dan geofisika adalah: 

1. Meningkatnya akurasi dan kecepatan penyampaian informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami;

2. Tersedianya informasi peringatan dini cuaca dan iklim ekstrim yang secara cepat dapat diterima oleh masyarakat;

3. Meningkatnya akurasi dan kecepatan penyampaian informasi cuaca untuk keselamatan penerbangan;

4. Meningkatnya akurasi dan kecepatan penyampaian informasi cuaca maritim (keluatan) untuk keselamatan pelayaran;

5. Meningkatnya akurasi prakiraan iklim/musim untuk mendukung kegiatan pertanian;

6. Tersosialisasinya pemahaman tentang hubungan antara pola curah hujan dengan penyebaran nyamuk demam berdarah untuk penanggulangan penyebaran penyakit demam berdarah;

7. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;

8. Terselesaikannya penyusunan RUU Meteorologi dan Geofisika.

C.
Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2008

Untuk mencapai sasaran sebagaimana disebutkan di atas, arah kebijakan pembangunan diutamakan untuk mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan. Secara rinci, arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

Pembangunan kehutanan diarahkan untuk:

1. Mengembangkan peraturan-peraturan yang mendukung untuk terciptanya pengelolaan hutan lestari dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang efisien;

2. Membentuk wilayah pengelolaan kawasan hutan;

3. Menginventarisasi potensi dan pengembangan informasi sumber daya hutan;

4. Melakukan perlindungan dan pengamanan hutan;

5. Mengatur perijinan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari;

6. Mengembangkan, merencanakan, melaksanakan, serta melakukan pembinaan rehabilitasi hutan dan lahan;

7. Melakukan perlindungan dan konservasi kawasan-kawasan hutan yang masih baik;

8. Mengukuhkan dan menataguna kawasan hutan.

Pembangunan kelautan diarahkan untuk : 

1. Mengembangkan upaya mitigasi lingkungan laut dan pesisir guna meminimalkan resiko dan perlindungan masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir dan pulau-pulau kecil;

2. Optimalisasi Siswasmas dan pengembangan monitoring, controllling, and surveilance (MCS);

3. Membatasi kapasitas penangkapan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terindikasi overfishing dan zona nursery and spawning ground di wilayah pesisir, serta meningkatkan sumberdaya riset dan iptek kelautan;

4. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi pembangunan terpadu lintas sektor wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyelesaian penamaan pulau-pulau kecil, pemberdayaan pulau-pulau kecil, dan penguatan Program Mitra Bahari;

5. Mendorong penerapan konsep tata ruang wilayah laut melalui pengelolaan wilayah pesisir terpadu, serta mengembangkan dan mengelola wilayah perbatasan laut dan pulau-pulau terdepan/terluar;

6. Merumuskan kebijakan kelautan dan peraturan perundangan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;

7. Mengembangkan pengelolaan sumber daya kelautan non-konvensional untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam (BMKT), dan pengembangan kawasan wisata bahari;
8. Mengembangkan kerjasama pengelolaan wilayah laut antar daerah/wilayah dan regional;

9. Mengembangkan kawasan konservasi laut dan perairan, serta pengelolaan lingkungan laut berbasis pemberdayaan masyarakat (PLBPM);
10. Mengelola dan merehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk. 

Pembangunan energi, sumber daya mineral, dan pertambangan diarahkan untuk:

1. Mendorong berbagai sektor terkait untuk memasukkan geologi dalam regulasi dan penyelenggaraan pembangunan sektor;

2. Melakukan penyelidikan dan pemetaan untuk mengungkapkan potensi geologi dan sumber daya mineral;

3. Mendorong kemajuan geosains untuk mengungkapkan potensi geologi dan memahami fenomena geologi berkaitan dengan masalah kebencanaan dan lingkungan geologi;

4. Memberikan rekomendasi geologi bagi kepentingan konservasi potensi geologi;

5. Mengembangkan sistem data informasi geologi yang handal bagi kepentingan pelayanan publik serta kemajuan geosains;

6. Memberdayakan sumber daya manusia geologi bagi kepentingan berbagai aspek pembangunan daerah;

7. Mempromosikan secara proaktif wilayah-wilayah prospek geo-resources dan potensi geologi lainnya kepada sektor lain untuk dikembangkan.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan untuk:

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mendorong sumber pencemar memenuhi baku mutu dan menggunakan bahan baku yg ramah lingkungan;

2. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan;

3. Meningkatkan penaatan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang dan pengkajian dampak lingkungan;

4. Menguatkan akses masyarakat terhadap informasi lingkungan hidup;

5. Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pencemar dan perusak lingkungan;

6. Mendayagunakan potensi kerjasama luar negeri bidang lingkungan hidup;

7. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di pusat maupun daerah.

Pembangunan meteorologi dan geofisika diarahkan untuk:

1. Menyelesaikan Pembangunan Sistem Peringatan Dini Tsunami;

2. Membangun Sistem Peringatan Dini Meteorologi (cuaca dan iklim ekstrim);

3. Menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Meteorologi dan Geofisika;

4. Meningkatkan kerapatan jaringan observasi, kecepatan dan kapasitas pengiriman informasi meteorologi dan geofisika serta fasilitas kalibrasi; 

5. Meningkatkan kecepatan penyampaian informasi dan aksesbilitas masyarakat untuk memperoleh informasi meteorologi dan geofisika;

6. Mengembangkan sistem validasi model prakiraan dan perubahan iklim serta disain dan rekayasa peralatan pengamatan cuaca otomatis.
D.
Matriks Program Pembangunan Tahun 2008
	No.
	VII. Program/

VIII. Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Ke​giatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Juta Rupiah)

	1.
	IX. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penatagunaan hutan dan pengendalian alih fungsi dan status kawasan hutan.

2. Pengembangan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungannya.

3. Penetapan kesatuan pengelolaan hutan khususnya di luar Jawa.

4. Pengembangan hutan kemasyarakatan dan usaha perhutanan rakyat.
	Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penunjukan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan.

2. Penetapan dan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

3. Pelaksanaan pengeloaan hutan lestari.

4. Pengembangan Pengelolaan/   Pemanfaatan Hutan  Alam

	Termanfaatkannya potensi hutan secara lebih efisien, optimal, adil, dan berkelanjutan.

1. Draft SK dan peta penunjukkan kawasan hutan parsial di 30 lokasi.

2. Batas kawasan hutan sepanjang  10.000  Km telah di reposisi. 

3. Penetapan kawasan hutan seluas 9 juta ha.

4. Terbentuknya 7 unit KPH Model di 7 Provinsi serta rancangan pembangunan 21 unit KPH Model di 21 Provinsi.

5. Sebanyak 30 unit Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di 5 Provinsi memiliki sertifikat Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHA-PL) mandatori serta berproduksi secara lestari.

6. Meningkatnya manajemen HPH melaksanakan sistem silvikultur intensif menjadi 64 unit.        

	Dephut


	398.845,4

	2.
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi.

2. Pengelolaan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara efisien dan lestari berbasis masyarakat.

3. Pengembangan sistem MCS (monitoring, controlling and surveillance) dalam pengendalian dan pengawasan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam sistem pengawasan.

4. Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

5. Pelaksanaan riset dan pengembangan teknologi kelautan, serta riset sumber daya non-hayati lainnya.

6. Percepatan penyelesaian kesepakatan dan batas wilayah laut dengan negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, Timor Leste, Papua New Guinea, dan Philipina.

7. Pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi laut, dan rehabilitasi habitat ekosistem yang rusak seperti terumbu karang, hutan mangrove, padang lamun dan estuaria.

8. Peningkatan peran aktif masyarakat dan swasta melalui kemitraan dalam pengelolaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

9. Penataan dan peningkatan kelembagaan, termasuk lembaga masyarakat di tingkat lokal.

10. Penegakan hukum secara tegas bagi pelanggar dan perusak sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

11. Peningkatan keselamatan, mitigasi bencana alam laut, dan prakiraan iklim laut.

12. Pengembangan wawasan kelautan, terutama bagi generasi muda dan anak sekolah.


	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Perumusan dan pengembangan kebijakan kelautan dan peraturan perundangan pengelolaan wilayah pesisir.

2. Pengembangan dan pengelolaan terpadu wilayah laut dan pesisir serta pulau-pulau kecil.

3. Pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.

4. Perencanaan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta pengelolaan batas wilayah laut.

5. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya riset kelautan dan perikanan serta penyebaran pemanfaatan IPTEK.

6. Mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir. 

7. Pengelolaan sumber daya kelautan non konvensional.
	Terkelola dan terdayagunakannya potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara optimal, adil, dan lestari.

1. Tersusunnya rumusan dan pengembangan 10 kebijakan kelautan dan satu peraturan perundangan pengelolaan wilayah pesisir.

2. Terkelolanya sumber daya laut dan pesisir yang terpadu pada 42 Kab/Kota di 15 Provinsi, serta terkelolanya 30 buah pulau-pulau kecil.

3. Terselenggaranya 180 hari operasi terpadu dan teroperasionalkannya 21 kapal pengawas, terbentuknya 132 kelompok masyarakat pengawas, terselenggaranya pentaatan dan penegakan hukum di 5 unit kerja peradilan perikanan dan terwujudnya pengembangan 5 UPT pengawas.

4. Terselenggaranya fasilitasi penyusunan peraturan daerah tata ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil di 25 Kab/Kota serta pengelolaan batas wilayah laut

5. Terwujudnya pengembangan kompetensi SDM riset, dan pengembangan sarana dan prasarana riset kelautan dan perikanan, serta terselenggaranya diseminasi 10 paket teknologi berbasis masyarakat.

6. Terlaksananya kegiatan mitigasi bencana lingkungan laut dan pesisir di 11 lokasi wilayah pesisir rawan bencana.

7. Terkelolanya sumber daya kelautan non konvensional di 3 lokasi BMKT, dan 15 lokasi wisata bahari.

8. Terselenggaranya kerjasama pengelolaan laut antar daerah/wilayah di tiga lokasi dan kerjasama pengelolaan laut regional di 2 (dua) lokasi.


	DKP, BAKOSURTANAL


	545.250,0

                  

	3.
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pembinaan usaha di bidang migas.

2. Pengawasan jenis, standar, dan mutu BBM, BBG, gas bumi, bahan bakar lain, serta hasil olahannya termasuk pelumas.

3. Pendidikan dan pelatihan bidang migas.

4. Promosi dan penawaran wilayah kerja migas.

5. Optimalisasi lapangan migas.

6. Pengelolaan data dan informasi migas.

7. Upaya-upaya pengurangan/penghapusan subsidi BBM.

8. Pengembangan iklim usaha dan niaga migas.

9. Eksplorasi dan eksploitasi dengan mempertimbangkan fungsi dan daya dukung lingkungan.


	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pembinaan usaha pertambangan.

2. Penelitian dan pengawasan peranan perminyakan dalam perekonomian.

3. Pembinaan, perancangan, harmonisasi, peraturan perundangan-undangan.

4. Pembinaan, pengawasan, standarisasi, akreditasi dan pengendalian mutu.

5. Pengembangan eksplorasi dan inventarisasi potensi sumber daya mineral.

6. Pembinaan kerjasama internasional.

7. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

8. Pendidikan dan pelatihan migas.

9. Penelitian, inventarisasi, dan penyelidikan bitumen padat, gas methane dalam lapisan batubara, kandungan minyak dan endapan bituman padat dan rembesan minyak.

10. Penggunaan CNG di DKI Jakarta dan percontohan LGV di Jawa Barat.

11. Evaluasi cadangan migas Indonesia.

12. Inventarisasi dan evaluasi produksi migas per daerah peghasil. 

13. Pemutakhiran informasi cekungan sedimen tersier indonesia.


	Terkelolanya kegiatan usaha migas, meningkatnya investasi di bidang usaha hulu dan hilir, berkembangnya potensi migas secara optimal, dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia bidang migas.

1. Terlaksananya penelitian, penyelidikan dan permodelan,, tersedianya data dan informasi, hasil penelitian, dan survei dasar geologi, bertambahnya pelayanan sarana laboratorium, dan terlaksananya inventarisasi dan penyelidikan bitumen, CBM, rembesan minyak.

2. Terwujudnya peningkatan mutu manajemen produk, dan alat-alat lab, terwujudnya pengembangan lab uji, pemanfaatan CBM, tercapainya pengembangan biodiesel, cadangan migas, karakteristik reservoir, informasi cekungan sedimen tersier
	Dep. ESDM,

Kemenko Perekonomian
	749.829,1



	4.
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara, panas bumi, air tanah, dan penyebarluasan informasi geologi yang berkaitan dengan upaya mitigasi bencana.

2. Pendidikan dan pelatihan bidang geologi, teknologi mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah.

3. Penelitian dan pengembangan geologi, mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah.

4. Pengawasan produksi, pemasaran, dan pengelolaan mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah.

5. Peningkatan manfaat dan nilai tambah hasil pertambangan.


	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penelitian, penyelidikan, eksplorasi dan inventarisasi potensi mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah

2. Penelitian, penyelidikan, dan survey geologi geofisika dan geokimia untuk peningkatan informasi data/peta potensi sumber daya mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah

3. Penyusunan neraca sumber daya mineral, batubara, gambut, dan bitumen padat.

4. Evaluasi dan pengelolaan dokumen laporan kontrak karya pertambangan (KK), PKP2B, dan KP Batubara.

5. Pendidikan dan pelatihan bidang geologi teknologi mineral dan batubara, panas bumi, dan air tanah

6. Inventarisasi batubara, mineral logam dan non-logam.

7. Survey terpadu daerah panas bumi.

8. Monitoring sumur panas bumi dan penyelidikan daerah lapangan panas bumi indonesia bagian timur.

9. Kajian potensi sumber daya geologi.

10. Evaluasi wilayah keprospekan kawasan pertambangan.

11. Perencanaan dan pengembangan produksi mineral, batubara, dan panas bumi.

12. Pembinaan dan pengembangan masyarakat disekitar tambang mineral, batubara, dan panas bumi.

13. Fasilitasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih lahan dan batas wilayah pertambangan.

14. Pengembangan investasi dan pemanfaatan pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi.

15. Penyusunan draft pedoman teknis penambangan dan pengelolaan mineral dan batubara.

16. Penelitian dan pengembangan mineral.

17. Riset geologi kelautan.

18. Kajian energi dan sumber daya mineral dan lepas pantai.


	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah melalui usaha pertambangan dengan prinsip good mining practice.

1. Tersedianya data geologi yang akurat serta sosialisasi hasil penelitian dan mitigasi bencana geologi di Indonesia Timur.

2. Tersusunnya draft final naskah akademik RUU Kegeologian.

3. Meningkatnya kerja sama penelitian, penyelidikan dan permodelan.

4. Terevaluasinya atlas KK, PKP2B dan KP.

5. Tersedianya atlas peta potensi sumber daya geologi.

6. Tersusunnya regulasi, juknis dan epdoman pengusahaan bidang minerbapabum.

7. Meningkatnya sumber daya manusia guna meningkatkan investasi kegiatan mineral, batubara dan panas bumi.

8. Tercapainya pembinaan/koordinasi dan peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar tambang.

9. Meningkatnya kemampuan/ kompetensi inspektur tambang.

10. Berdirinya pilot plant pencairan batubara dan uji coba pilot plant briket kokas serta pilot plant emas dan zeolit.

11. Tersedianya data dan informasi potensi energi kelautan dan sumber daya mineral dasar laut.
	Dep. ESDM
	654.631,4

	5.
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksplotatif dan tidak terkendali terutama di kawasan konservasi laut yang rentan terhadap kerusakan.

2. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman kepunahan, baik yang ada di darat, maupun pesisir laut.

3. Penyusunan tata ruang dan zonasi terutama wilayah yg rentan terhadap gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan bencana alam lainnya.

4. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

5. Perlindungan hutan dari kebakaran.


	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengendalian Kebakaran hutan 

2. Pengelolaan taman nasional model.

3. Peningkatan konservasi sumber daya alam (Indonesia Hijau).

4. Pengembangan penataan lingkungan.

5. Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan.

6. Perencanaan dan pembinaan pengelolaan kawasan konservasi.

7. Pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan lingkungan.

8. Pemetaan wilayah konservasi mineral, batubara dan panas bumi.

9. Penyusunan pedoman konservasi mineral, batubara dan panas bumi.

10. Pengadaan peralatan studio dan komunikasi sistem informasi.

11. Pengadaan dan pemeliharaan alat eksplorasi geologi dan alat survey.

12. Penyelenggaraan akreditasi, operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan laboratorium.

13. Evaluasi sumber daya dan cadangan bahan galian untuk pertambangan skala kecil.

14. Inventarisasi konservasi bahan galian pada wilayah usaha pertambangan dan potensi bahan galian pada wilayah PETI.

15. Kajian potensi tambang pada kawasan hutan lindung.

16. Penyelidikan potensi bahan galian pada daerah tailing.

Penyusunan sistem administrasi kuasa pertambangan dalam rangka dekonsentrasi dan desentralisasi.


	Terlindunginya sumber daya alam dari kerusakan dan terkelolanya kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem.

1. Menurunnya hot spot menjadi 30% dari tahun 2006.

2. Pelaksanaan pemadaman gabungan  372 kali di 314 Daops.

3. Pelaksanaan pemadaman udara 72 kali di 10 propinsi.

4. Penerapan sistem informasi peringatan dini di 29 Daops.

5. Kampanye dan penyuluhan di 28 kabupaten.

6. Pelaksanaan pembangunan 15 Taman Nasional (TN) Model dengan dukungan stakeholders.

7. Berkembangnya pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di 15 Kab/Kota dan 33 lokasi pemberdayaan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat.

8. Terlaksananya sistem administrasi perizinan Kuasa Pertambangan di daerah sesuai ketentuan otonomi dan penerapan Good Mining Practice di 3 provinsi.

9. Terpenuhinya evaluasi sumber daya dan cadangan bahan galian di Indonesia.

10. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan pengendalian kerusakan lingkungan.

11. Meningkatkan penataan lingkungan melalui pendekatan penataan ruang dan pengkajian dampak lingkungan.


	Dephut, 

Kemeneg LH, DKP, 

Dep.ESDM,

LIPI,

BAKOSURTANAL


	452.611,2



	6.
	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil.

2. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yg rusak dikawasan pesisir, perairan yg disertai dengan sistem manajemennya.

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana rehabilitasi hutan, lahan dan kawasan pesisir serta pulau-pulau kecil.

4. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir.

5. Pengkayaan (re-stocking) sumber daya perikanan 

6. Revitalisasi danau, situ-situ, dan sumber air lainnya, khususnya di kota-kota besar.


	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan.

2. Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk.

3. Penyusunan sistem dan prosedur teknis konservasi pemulihan kualitas lingkungan.

4. Pemberdayaan masyarakat di lingkungan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.


	Terehabilitasinya alam yang telah rusak dan adanya percepatan pemulihan cadangan sumber daya alam.

1. Optimalnya dukungan kelembagaan terhadap kegiatan RHL.

2. Pengelolaan 282 DAS prioritas mendapat dukungan dari stakeholders

3. Terlaksananya pembuatan rencana teknis RHL seluas 1,7 juta ha.

4. Pengembangan sumber benih, informasi perbenihan, pengendalian peredaran benih dan kelembagaan usaha perbenihan di 6 (enam) wilayah Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH)

5. Pengendalian pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan (RHL) di 33 propinsi.

6. Terlaksananya pembangunan bangunan sipil teknis.

7. Terkelola dan terehabilitasinya  terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria, dan teluk pada 21 Kab/Kota di 8 Provinsi.

8. Tersusunnya sistem dan prosedur teknis, konservasi pemulihan kualitas lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pertambangan.


	Dephut, 

DKP, 

Dep.ESDM,

Kemenko Perekonomian


	399.682,3



	7.
	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya lama dan lingkungan hidup di pusat dan daerah, termasuk lembaga masyarakat adat.

3. Pengesahan, penerapan dan pemantauan perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup yang telah disahkan.

4. Peningkatan peran serta ma- syarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pola kemitraan.

5. Pengkajian dan analisis instrumen pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

6. Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non-formal.

7. Pengembangan sistem pendanaan alternatif untuk lingkungan hidup.


	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelaksanaan penyelesaian daerah konflik/pascakonflik (Inpres No. 6/2003).

2. Penyusunan/penyempurnaan/ pengkajian peraturan perundang-undangan.

3. Pengembangan debt swaps bidang lingkungan hidup (DNS).

4. Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

5. Pengembangan perangkat ekonomi dan pendanaan lingkungan.

6. Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup.

7. Pengembangan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup.

8. Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup.

9. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan hidup.

10. Peningkatan kelembagaan pengelola kawasan hutan.

11. Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.

12. Penelitian, penyelidikan dan pemetaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan lindung geologi dan air tanah.

13. Pengembangan sistem pengelolaan air tanah.

14. Pemboran air tanah di daerah sulit air/tertinggal.

15. Penyusunan peraturan dan pedoman di bidang lingkungan geologi.

16. Fasilitasi peningkatan kompetensi widyaiswara dan dosen.

17. Penyelenggaraan pengenalan dasar bagi aparatur daerah.

18. Survey geologi gunung api dan bencana geologi lainnya.

19. Pengembangan museum gunung api Gunung Merapi.

20. Seminar/sosialisasi/penyuluhan/ pameran bencana geologi.


	Meningkatnya kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di pusat maupun daerah.

2. Mendayagunakan potensi kerjasama luar negeri bidang lingkungan hidup.

3. Tersalurkannya dana DNS minimal 80%, dengan tingkat kemacetan pengembalian kurang dari 10%.

4. Terbentuknya mekanisme revolving fund.

5. Terbentuknya Ikatan Polisi Kehutanan Indonesia (IPKI) di 5 Provinsi.

6. Pelatihan Satuan Manggala Agni Reaksi taktis (SMART) 150 orang.

7. Peningkatan sarpras Dalkarhut.

8. Tersedianya data/informasi/peta survei dasar geologi, potensi bahaya gunung api serta bencana geologi lainnya.

9. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya gunung api serta bencana geologi lainnya.

10. Terlaksananya pemboran air, penelitian dan penyelidikan air tanah, geologi lingkungan.

11. Tersedianya data sumber daya mineral pantai, penelitian mineral hidrotermal, pemetaan geologi & geofisika kelautan.

12. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di pusat maupun daerah.

13. Mendayagunakan potensi kerjasama luar negeri bidang lingkungan hidup.


	Kemeneg LH, Dephut, Dep.ESDM,

Kemeneg PDT
	337.379,9



	8.
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Penyusunan data potensi SDH dan NSDH.

2. Pendataan dan penyelesaian tata batas hutan dan kawasan perbatasan dengan negara tetangga.

3. Penyusunan laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia sebagai alat pendukung pengambilan keputusan publik.

4. Pengembangan sistem informasi terpadu antara sistem jaringan pemantauan kualitas lingkungan hidup nasional dan daerah.

5. Penyebaran dan peningkatan akses informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan.

6. Pengembangan sistem informasi dini yang berkaitan dengan dinamika global dan perubahan kondisi alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan kekeringan.


	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan komunikasi lingkungan.

2. Pengembangan data dan informasi lingkungan.

3. Penyusunan pengkajian dan pengembangan data dan informasi.

4. Pengembangan data informasi penggunaan dan perubahan kawasan hutan di Indonesia.


	Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.

1. Penyediaan data dan peta lokasi, luas, fungsi kawasan hutan yang dipinjampakaikan. 

2. Penyusunan status penggunaan kawasan hutan.

3. Penyusunan rekomendasi hasil pengkajian terpadu perubahan fungsi di 15 lokasi dan perubahan peruntukkan kawasan hutan di 15 lokasi.

4. Penyediaan data dan informasi (spasial dan non-spasial) perubahan fungsi dan perubahan peruntukan kawasan hutan.

5. Penyusunan rekomendasi hasil evaluasi pelepasan kawasan hutan untuk pertimbangan kebijakan terhadap ijin yang diberikan.


	Kemeneg LH, Dephut, Dep. ESDM, BAKOSURTANAL
	164.384,8

	9.
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pemantauan kualitas udara dan air tanah khususnya di perkotaan dan kawasan industri; kualitas air permukaan terutama pada kawasan sungai padat pembangunan dan sungai lintas propinsi; serta kualitas air laut di kawasan pesisir secara berkesinambungan dan terkoordinasi antar daerah dan antar sektor.

2. Pengawasan penaatan baku mutu air limbah, emisi atau gas buang dan pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dari sumber institusi (point sources) dan sumber non institusi (non point sources).

3. Penyusunan regulasi dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum.

4. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi.

5. Adaptasi dampak perubahan iklim pada rencana strategis sektor maupun rencana pembangunan daerah.

6. Pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) serta pendirian sekurangnya satu fasilitas pengelolan limbah B3.

7. Pengawasan penaatan penghapusan BPO di tingkat kabupaten/ kota.

8. Sosialisasi penggunaan teknologi bersih dan eko-efisiensi di berbagai kegiatan manufaktur dan transportasi.

9. Perumusan aturan dan mekanisme pelaksanaan tentang alternatif pendanaan lingkungan, seperti DNS (debt for nature swap), CDM (Clean Development Mechanism), retribusi lingkungan, dan sebagainya.


	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pemantauan kualitas lingkungan.

2. Pengelolaan B3 dan limbah B3.

3. Pengkajian dampak lingkungan.

4. Penaatan dan penegakan hukum lingkungan.

5. Peningkatan sarana pengendalian dampak.

6. Pengembangan kebijakan dan penerapan standardisasi lingkungan.

7. Pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan hidup (proper).

8. Pengendalian pencemaran lingkungan (adipura).

9. Pengendalian kerusakan lingkungan.

10. Pencegahan dan penanggulangan asap kebakaran hutan dan lahan.

11. Konferensi ke-13 Konvensi Basel.

12. Pengkajian dampak lingkungan dan peningkatan kinerja penerapan analisis mengenai dampak lingkungan pertambangan.

13. Pengawasan dan penanganan kasus-kasus mendesak mengenai B3 dan limbah B3.

14. Pelaksanaan kegiatan langit biru untuk menurunkan pencemaran emisi gas buang kendaraan di 20 kota.

15. Pengendalian dampak perubahan iklim dengan peningkatan kinerja pelaksanaan CDM di 5 provinsi.

16. Penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan, perdata dan penyelesaian di luar pengadilan.

17. Penyelesaian pengaduan dan sengketa lingkungan.

18. Peningkatan sarana pengendalian dampak lingkungan.

19. Pengembangan standardisasi, teknologi dan produksi bersih.

20. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan sesuai karakteristik lingkungan regional.

21. Pengendalian dampak lingkungan.

22. Penelitian, pengkajian dan pelaksanaan terapan.

23. Studi daya dukung lingkungan terhadap rencana pembangunan PLTU batubara.

24. Pemetaan kondisi lingkungan dan pemeriksaan kesehatan masyarakat pada jalur SUTET 500 kv.

25. Pengkajian peraturan perundang-undangan lingkungan ketenagalistrikan.

26. Fasilitasi penyelesaian kasus-kasus lingkungan ketenagalistrikan.

27. Pengawasan lingkungan ketenagalistrikan.

28. Studi daya dukung lingkungan terhadap PLTA.

29. Pengelolaan limbah nuklir.


	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat, perairan tawar dan laut, maupun udara.

1. Meningkatkan pengendalian pencemaran lingkungan untuk mendorong sumber pencemaran memenuhi baku mutu dan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan.

2. Meningkatkan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten terhadap pencemar dan perusak lingkungan.

3. Minimal 60% dari 375 industri yang mengikuti Prokasih mampu memenuhi baku mutu air limbah.

4. Minimal 60% dari 865 industri yang mengikuti Proper memenuhi baku mutu air limbah.

5. Minimal 25% dari Usaha Skala Kecil yang menjadi target program pengelolaan USK mampu memenuhi baku mutu air limbah.

6. Minimal 20% dari 50 kota mampu menerapkan program 3R pengelolaan sampah.

7. Meningkatnya penggunaan bahan bakar ramah lingkungan di 40 kota.

8. Minimal 75 dari 381 menerima penghargaan program Adipura.

9. Terolahnya 50% air limbah domestik di IPAL komunal di 1 kota.

10. Tersedianya alat pembukaan lahan tanpa bakar dan alat pemantau untuk sistem peringatan dini kebakaran hutan di 8 provinsi.

11. Terlatihnya 400 sumber daya manusia di daerah untuk pemantauan kebakaran hutan dan lahan.

12. Tersedianya website dan network kebakaran hutan dan lahan di 8 provinsi.

13. Terinformasikannya kondisi kebakaran hutan dan lahan di lingkup ASEAN.

14. Terlaksananya penyediaan tenaga listrik yang ramah lingkungan.

15. Terlaksananya community development oleh pelaku usaha pertambangan.

16. Terlaksananya kajian peraturan perundang-undangan lingkungan ketenagalistrikan


	Kemeneg LH, Dep.ESDM,

LIPI,

BATAN
	236.176,3

	10.
	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan RUU Meteorologi dan Geofisika.

2. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan meteorologi dan geofisika.

3. Pengembangan sistem observasi meteorologi dan geofisika, melalui otomatisasi sistem peralatan utamanya pada stasiun-stasiun di ibukota propinsi serta stasiun yang berada di daerah rawan bencana, daerah produksi pangan dan padat penduduk..

4. Modernisasi peralatan untuk memproduksi dan penyebaran informasi meteorologi dan geofisika hingga tingkat kabupaten..

5. Pengembangan sistem pelayanan data dan informasi meteorologi dan geofisika.

6. Penelitian dan pengembangan bidang meteorologi dan geofisika yang bermanfaat untuk penanggulangan bencana,  peningkatan produksi pangan, mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta keselamatan masyarakat.

7.
Peningkatan kerjasama dengan instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan kemampuan SDM.
	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pembangunan sistem peringatan dini tsunami / Tsunami Early Warning System (TEWS).

2. Pembangunan sistem peringatan dini meteorologi / Meteorological Early Warning System (MEWS), serta Tropical Cyclon Warning Centre.

3. Penyusunan RUU Meteorologi dan Geofisika. 

4. Penetapan  dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Tarif Jasa Meteorologi dan Geofisika.

5. Penyusunan Petunjuk Teknis Operasional dibidang  meteorologi  dan geofisika.

6. Pengembangan sistem obervasi dan telekomunikasi.

7. Pengembangan sistem data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

8. Pengembangan penelitian meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

9. Pengembangan unit pelaksana teknis.
	1. Terpasang dan beroperasinya TEWS di 160 lokasi serta terlaksananya sosialisasi dan simulasi sistem peringatan dini di 2 lokasi.

2. Terpasang dan beroperasinya MEWS di 3 lokasi.

3. Terpasang dan beroperasinya jaringan pengamat dan telekomunikasi di 5 lokasi, tersusun dan tersosialisasi 5 TTP tentang operasional MKKuG, meningkatnya operasional MKKuG di BMG dan 5 Balai Besar Wilayah.

4. Tersusun dan ter-update-nya data MKKuG seluruh Indonesia berbasis WEB, meningkatnya diseminasi informasi MKKuG kepada masyarakat, serta tersusunnya studi kelayakan pengembangan sistem pemantauan kualitas udara.

5. Tersusunnya laporan deteksi dan skenario perubahan iklim serta dampaknya di 45 kabupaten dan model prakiraan trayektori air polutan di 5 kota besar.

6. Terselenggaranya kegiatan operasional MKKuG di 179 UPT


	BMG
	501.933,6
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PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

DAN PENINGKATAN PENGELOLAAN ENERGI

I. SUMBER DAYA AIR

A. KONDISI UMUM

Sumber daya air di Indonesia dikelola secara menyeluruh melalui konservasi  dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai, sedangkan pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak bencana.

Untuk mencapai tujuan tersebut, hingga tahun 2006 telah diselesaikan beberapa kegiatan pembangunan bidang sumber daya air. Dalam rangka penyediaan air untuk usaha tani telah dilakukan peningkatan jaringan irigasi seluas 219,4 ribu hektar, rehabilitasi jaringan irigasi seluas 817,6 ribu hektar, operasi dan pemeliharaan (O&P) pada jaringan irigasi dan rawa seluas 2,16 juta hektar yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (diatas 3.000 hektar), rehabilitasi/peningkatan jaringan rawa seluas 174 ribu hektar serta pencetakan sawah-sawah baru beririgasi di wilayah layanan jaringan irigasi. Selain itu untuk jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (dibawah 3.000 hektar) Pemerintah memberikan bantuan untuk rehabilitasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk memenuhi peningkatan kebutuhan air baku non-pertanian (industri dan permukiman), telah dilaksanakan rehabilitasi prasarana air baku sebanyak 58 buah, pembangunan saluran air baku dengan kapasitas terpasang 3,58 m3/detik, pembangunan 228 buah embung atau bendung untuk kebutuhan air baku dan rehabilitasi 4 buah embung atau bendung. Sementara itu untuk mengurangi dampak bencana alam yang disebabkan oleh daya rusak air baik berupa banjir maupun kerusakan pantai, telah dilakukan pemasangan dan pengoperasian peralatan pendugaan banjir (flood forecasting) di 4 wilayah sungai, pembangunan prasarana pengendali banjir dengan debit banjir rencana 10 tahunan pada sungai sepanjang 783 km, penyediaan sarana pengamanan bangunan vital di 5 waduk, operasi dan pemeliharaan sungai rata-rata sepanjang 174 km pertahun, serta pembangunan pengamanan pantai sepanjang 60,4 km. 

Dalam upaya meningkatkan keandalan ketersediaan air maka dilakukan operasi dan pemeliharaan 121 buah waduk pertahun, pembangunan 12 waduk (2 waduk di antaranya selesai tahun 2006 dan 3 waduk selesai pada tahun 2007), dan pembangunan 199 embung serta pembangunan sumur-sumur air tanah (groundwater) di daerah-daerah kekurangan air. 

Untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan maka juga dilakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Selain itu juga sedang disiapkan pembentukan dewan sumber daya air nasional dan provinsi yang hingga saat ini sedang dilakukan pembahasan akhir Peraturan Presiden tentang dewan sumber daya air, pembentukan 31 balai pengelolaan sumber daya air wilayah sungai serta penyusunan norma, standard, pedoman, dan manual bidang sumber daya air. Dalam hal penataan data dan informasi telah dilakukan pengembangan sistem informasi di lingkungan kementerian lembaga terkait di pusat dan daerah.

Dukungan infrastruktur sumber daya air dalam pencapaian kesejahteraan rakyat pada tahun 2007 terus dilanjutkan untuk menyelesaikan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Pada tahun 2007, kegiatan yang dilakukan dalam program pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya meliputi: (1) pembangunan dan rehabilitasi waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya; (2) operasi dan pemeliharaan waduk, embung, situ, dan bangunan penampung air lainnya; (3) perbaikan jalur hijau di kawasan kritis daerah tangkapan sungai dan waduk-waduk; (4) peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan potensi air waduk; (5) konservasi air tanah; (6) pembiayaan kompetitif untuk konservasi air; dan (7) menggali dan mengembangkan budaya masyarakat dalam konservasi air. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi lingkungan dan meningkatkan ketersediaan air bagi masyarakat dengan prioritas utama untuk kebutuhan pokok masyarakat dan pertanian rakyat. 

Pada program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya dilakukan kegiatan: (1) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; (2) rehabilitasi jaringan irigasi; (3) optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun; (4) pemberdayaan petani pemakai air; dan (5) penyelesaian pembangunan infrastruktur air irigasi. Kegiatan tersebut ditujukan untuk mendukung program ketahanan pangan untuk mempertahankan swasembada pangan nasional.

Kegiatan pembangunan dalam program penyediaan dan pengelolaan air baku yang dilakukan selama tahun 2007 berupa: (1) pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa; (2) rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa; (3) operasi dan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa; (4) pembangunan sumur-sumur air tanah; (5) peningkatan partisipasi masyarakat; (6) sinkronisasi antara penyediaan air baku dan kegiatan pengolahan dan distribusi; dan (7) penyediaan air baku untuk masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terisolir. Pelaksanaan program ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyediaan air baku bagi masyarakat perdesaan, masyarakat miskin perkotaan, dan kebutuhan lain di wilayah strategis, dengan kualitas, kuantitas, dan waktu yang tepat.

Melalui program pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dilakukan upaya-upaya: (1) peningkatan manajemen banjir melalui partisipasi masyarakat; (2) pembangunan prasarana pengendali banjir; (3) operasi, pemeliharaan, serta perbaikan alur sungai, prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai; (4) pembangunan prasarana pengaman pantai; (5) pengendalian aliran air permukaan di daerah tangkapan air dan badan-badan sungai; serta (6) penyelamatan pulau-pulau terluar, antara lain pulau karang nipah. Kegiatan tersebut diharapkan dapat mengantisipasi dan mengurangi dampak bencana banjir dan degradasi wilayah pantai melalui sinkronisasi antara upaya struktural dan non-struktural yang didukung oleh peran serta masyarakat secara luas. 

Di samping upaya yang dilaksanakan melalui program-program sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2007 bidang sumber daya air juga melaksanakan kegiatan pendukung berupa: (1) penyelesaian berbagai peraturan perundang-undangan sebagai turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (2) pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air; (3) perkuatan balai-balai pengelolaan sumber daya air ; (4) penataan dan perkuatan kelembagaan pengelola sumber daya air; (5) pembentukan badan pengelola wilayah sungai; dan (6) pengembangan sistem informasi dan pengelolaan data. Semua kegiatan di atas tercakup dalam program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 

Walaupun telah dilakukan upaya-upaya di atas, masih diperlukan upaya lanjutan agar manfaat pengelolaan sumber daya air dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air ke depan masih menghadapi permasalahan yang memerlukan penanganan.

Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan dalam perspektif ruang dan waktu. Ketersediaan air yang sangat melimpah pada musim hujan, yang selain menimbulkan manfaat, pada saat yang sama juga menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan berupa banjir. Sedangkan pada musim kemarau, kelangkaan air telah pula menimbulkan potensi bahaya kemanusiaan lainnya berupa kekeringan yang berkepanjangan. Kejadian banjir tahun 2007 meluas di 25 provinsi dengan tingkat intensitas rendah sampai dengan tinggi, termasuk bencana di wilayah Jabodetabek yang sangat berdampak pada perekonomian nasional. 

Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memprihatinkan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air. Kecenderungan meluas dan bertambahnya jumlah DAS kritis telah mengarah pada tingkat kelangkaan dan peningkatan daya rusak air yang semakin serius. Selain itu, kelangkaan air yang terjadi cenderung mendorong pola penggunaan sumber air yang tidak bijaksana, antara lain pola eksploitasi air tanah secara berlebihan sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan permukaan dan kualitas air tanah, intrusi air laut, dan ”amblesan” permukaan tanah. Kerusakan air tanah sangat sulit untuk dipulihkan, sehingga apabila hal tersebut terjadi terus-menerus secara pasti akan berujung pada terjadinya bencana lingkungan yang berimplikasi luas.

Menurunnya kemampuan penyediaan air. Keandalan prasarana sumber daya air penyedia air baku menurun akibat terjadinya percepatan sedimentasi dan pencemaran sungai oleh limbah permukiman dan industri. Berkembangnya daerah permukiman dan industri telah menurunkan area resapan air dan mengancam kapasitas lingkungan dalam menyediakan air. Pada sisi lain, kapasitas infrastruktur penampung air seperti waduk dan bendungan makin menurun sebagai akibat meningkatnya sedimentasi, sehingga menurunkan keandalan penyediaan air untuk irigasi maupun air baku. Kondisi ini diperparah dengan kualitas operasi dan pemeliharaan yang rendah sehingga tingkat layanan prasarana sumber daya air menurun semakin tajam.

Meningkatnya potensi konflik air. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, jumlah kebutuhan air baku bagi rumah tangga, permukiman, pertanian maupun industri juga semakin meningkat. Pada tahun 2003, secara nasional kebutuhan air mencapai 112,3 miliar meter-kubik dan diperkirakan pada tahun 2009 kebutuhan air akan mencapai 117,7 miliar meter-kubik. Kebutuhan air yang semakin meningkat pada satu sisi dan ketersediaan yang semakin terbatas pada sisi yang lain, secara pasti akan memperparah tingkat kelangkaan air. Pada musim kemarau tahun 2003, Pulau Jawa dan Bali telah mengalami defisit sebanyak 13,1 miliar meter-kubik. Demikian pula wilayah Nusa Tenggara juga mengalami defisit air sebesar 0,1 miliar meter-kubik. Semakin parahnya kelangkaan tersebut berpeluang memicu terjadinya berbagai bentuk konflik air, baik antarkelompok pengguna, antarwilayah, maupun antargenerasi. Konflik air yang tidak terkendali berpotensi berkembang menjadi konflik dengan dimensi yang lebih luas, bahkan lebih jauh dapat memicu berbagai bentuk disintegrasi.

Kurang optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi. Kinerja jaringan irigasi belum dapat memenuhi kebutuhan air usaha tani terutama untuk pencapaian produksi padi untuk mencapai dan mempertahankan swasembada pangan nasional.
Pertumbuhan produksi padi yang hanya sekitar  0,7 persen per tahun belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk sebesar 1,3 persen, sehingga pemenuhan kebutuhan pangan di masa mendatang dikhawatirkan akan semakin menurun. Pemerintah melakukan langkah nyata berupa kebijakan meningkatkan produksi setara dengan pertambahan penduduk yaitu minimal 2 (dua) juta ton beras pertahun. Untuk mendukung kebijakan tersebut, sektor sumber daya air memiliki peran yang signifikan terutama dalam rangka mendukung ketersediaan pasokan air irigasi, menjamin kehandalan infrastruktur jaringan irigasi termasuk pengembangan jaringan irigasi baru. Dalam pada itu, pada jaringan irigasi yang berfungsi juga mengalami kerusakan terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas operasi dan pemeliharaan. Diperkirakan total area kerusakan jaringan irigasi tersebut mencapai sekitar 30 persen. Hal yang cukup mengkhawatirkan, sebagian besar kerusakan tersebut justru terjadi pada daerah-daerah penghasil beras nasional di Pulau Jawa dan Sumatera. Selain penurunan keandalan layanan jaringan irigasi, luas sawah produktif beririgasi juga makin menurun karena alih fungsi lahan menjadi non-pertanian terutama untuk perumahan. Alih fungsi lahan secara nasional mencapai 35 ribu hektar per tahun yang sebagian besar terjadi di Pulau Jawa. 

Makin meluasnya abrasi pantai. Perubahan lingkungan dan abrasi pantai mengancam keberadaan lahan produktif dan wilayah pariwisata. Selain itu, abrasi pantai pada beberapa daerah perbatasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar nusantara dapat menyebabkan bergesernya garis perbatasan dengan negara lain. Dengan demikian di wilayah-wilayah tersebut, pengamanan garis pantai mempunyai peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. 

Lemahnya koordinasi, kelembagaan, dan ketatalaksanaan. Perubahan paradigma pembangunan sejalan dengan semangat reformasi memerlukan beberapa langkah penyesuaian tata kepemerintahan, peran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Penguatan peran masyarakat, pemerintah daerah, dan swasta diperlukan dalam rangka memperluas dan memperkokoh basis sumber daya. Meskipun prinsip-prinsip dasar mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun masih diperlukan upaya tindak lanjut untuk menerbitkan beberapa produk peraturan perundangan turunan dari undang-undang tersebut sebagai acuan operasional. Pada aspek institusi, lemahnya koordinasi antarinstansi dan antardaerah otonom telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang tidak efisien, bahkan tidak jarang saling berbenturan. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Sasaran pembangunan dan pengelolaan infrastruktur bidang sumber daya air pada tahun 2008 secara umum meliputi tersedianya pelayanan kepada publik bidang sumber daya air sesuai dengan standar pelayanan minimal. Selanjutnya dengan terpenuhinya pelayanan minimal kepada publik akan mendorong peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi yang menggunakan air sebagai salah satu faktor produksinya. Sasaran kedua adalah mendukung peningkatan daya saing sektor riil. Sasaran ketiga adalah meningkatnya partisipasi swasta yang antara lain dalam bentuk investasi dalam pembangunan dan pengelolaan infrastruktur. 

Sasaran pembangunan dan pengembangan infrastruktur sumber daya air tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut: (1) dimulai dan dilanjutkannya pembangunan waduk; (2) optimalnya fungsi waduk dan penampung air lainnya; (3) optimalnya fungsi dan terbangunnya prasarana penyedia air baku dan sumur air tanah untuk pemenuhan air baku; (4) beroperasi dan terpeliharanya jaringan irigasi (termasuk irigasi air tanah) dan jaringan rawa; (5) optimalnya fungsi jaringan irigasi dan rawa untuk mendukung ketahanan pangan; (6) optimalnya fungsi dan terbangunnya prasarana pengendali banjir dan pengaman pantai di wilayah-wilayah terkena bencana; (7) tersedianya parasarana sumber daya air untuk mendukung kawasan perbatasan sebagai beranda depan dan pintu gerbang internasional; (8) tertanganinya sumber daya air di daerah terisolasi dan pulau-pulau terpencil;  (9) terpenuhinya kebutuhan air baku untuk kebutuhan industri, perumahan dan pariwisata; (10) terselesaikannya peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; dan (11) terbentuknya wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di tingkat kabupaten/kota.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan di atas, maka pembangunan infrastruktur sumber daya air pada tahun 2008 diarahkan pada:

1. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya

Konservasi sumber daya air diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan upaya untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang. Di samping itu pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar tercapai pola pengelolaan yang lebih berkeadilan, serta sistem conjuctive use antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah dikembangkan untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Pemanfaatan air tanah hanya digunakan terutama untuk pemenuhan kebutuhan air baku rumah tangga dan usaha pertanian yang secara finansial mempunyai prospek menguntungkan. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah: (1) pembangunan dan rehabilitasi waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya; (2) operasi dan pemeliharaan  waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya; (3) konservasi danau dan situ serta perbaikan sabuk hijau di kawasan sumber air; (4) penerapan teknologi pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya; (5) pembinaan perencanaan teknis sungai, danau dan waduk; dan (6) peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

2. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya diutamakan untuk mempertahankan tingkat layanan irigasi dan mengoptimalkan infrastruktur sistem irigasi. Untuk itu pemenuhan kebutuhan air irigasi difokuskan pada upaya peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi pada areal irigasi berfungsi yang mengalami kerusakan, serta peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan. Upaya peningkatan fungsi jaringan akan dilakukan hanya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap, dengan prioritas areal irigasi di luar pulau Jawa, sedangkan untuk rehabilitasi diutamakan pada daerah-daerah andalan penghasil padi. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah: (1) pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi, rawa, dan irigasi air tanah; (2) penyiapan lahan beririgasi; (3) rehabilitasi jaringan irigasi, rawa, dan irigasi air tanah; (4) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, rawa, dan irigasi air tanah; (5) pembinaan perencanaan teknis jaringan irigasi, rawa, dan irigasi air tanah irigasi; dan (6) peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif.

3. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai 
Pengendalian daya rusak air terutama penanggulangan banjir mengutamakan pendekatan non-konstruksi melalui konservasi sumber daya air dan pengelolaan daerah aliran sungai dengan memperhatikan keterpaduan dengan tata ruang wilayah. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat kejadian banjir, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana. Upaya struktural penanggulangan banjir diutamakan pada wilayah berpenduduk padat dan wilayah strategis, seperti DKI Jakarta. Pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil serta pusat kegiatan ekonomi. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah: (1) pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pengendali lahar gunung berapi; (2) penanggulangan bencana/tanggap darurat; (3) rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pengendali lahar gunung berapi; (4) operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir, pengamanan pantai, dan pengendali lahar gunung berapi, dan (5) pembinaan perencanaan teknis pantai.

4. Penyediaan dan pengelolaan air baku 

Pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air baku diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Pemenuhan kebutuhan air baku diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah rawan defisit air, wilayah tertinggal, dan wilayah strategis. Pemanfaatan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan air baku akan dikendalikan dan sejalan dengan itu akan dilakukan upaya peningkatan penyediaan air baku dari air permukaan. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah: (1) pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku; (2) pembangunan  dan rehabilitasi tampungan untuk air baku; (3) operasi dan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku dan tampungan untuk air baku; (4) pembinaan perencanaan teknis sumber air baku; (5) pembangunan dan rehabilitasi prasarana sumber air baku lainnya; (6) operasi dan pemeliharaan prasarana sumber air baku lainnya; (7) pembangunan/peningkatan dan rehabilitasi prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan; (8) operasi dan pemeliharaan  prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan; dan (9) operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah.

5. Penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan 

Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air memerlukan penataan kelembagaan melalui pengaturan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan. Lembaga dewan sumber daya air dan komisi irigasi akan dibentuk dan diperkuat, yang ditujukan selain sebagai instrumen kelembagaan untuk mengendalikan berbagai potensi konflik air, juga untuk memantapkan mekanisme koordinasi, baik antar institusi pemerintah maupun antara institusi pemerintah dengan institusi masyarakat. Dalam upaya memperkokoh civil society, keterlibatan masyarakat, BUMN/D dan swasta perlu terus didorong. Tujuan dari kebijakan ini selain untuk mengendalikan berbagai potensi konflik air, juga untuk memantapkan mekanisme koordinasi, baik antar institusi pemerintah maupun antara institusi pemerintah dengan institusi masyarakat. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah: (1) pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; (2) peningkatan sarana dan prasarana; (3) pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan; (4) pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pelatihan; (5) penyelenggaaan/pembinaan informasi publik; (6) pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian; (7) penyusunan/ penyempurnaan/pengkajian peraturan perundang-undangan serta  NSPM (Norma, Standar, Pedoman, dan Manual) sebagai turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan (8) pendampingan bantuan hukum.

II. TRANSPORTASI

A. KONDISI UMUM

Infrastruktur transportasi meliputi transportasi jalan, perkeretaapian, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, laut dan udara. Percepatan pembangunan infrastruktur transportasi, terutama untuk meningkatkan kelancaran mobilisasi penumpang dan barang serta meningkatkan aksesibilitas pelayanan umum kepada masyarakat, dalam rangka mendukung sasaran pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. 

Kondisi umum kinerja transportasi pada tahun 2006, dari aspek produksi angkutan umumnya mengalami peningkatan jumlah penumpang dan barang yang diangkut, serta beberapa lanjutan pengembangan kapasitas infrastruktur transportasi, namun dari kualitas pelayanan baik kelancaran, keamanan dan keselamatan transportasi, keterjangkauan serta ketersediaan pelayanan, umumnya masih perlu terus ditingkatkan lagi, sejalan dengan peningkatan kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan yang semakin meningkat, akibat pertumbuhan dari sektor-sektor lain maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. 

Untuk mengurangi tingkat backlog pemeliharaan serta mempertahankan tingkat pelayanan, telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan peningkatan prasarana dan sarana transportasi. Untuk program subsektor prasarana jalan, hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2006 adalah dapat dipertahankannya kondisi jalan nasional dalam kondisi mantap sekitar 81 persen dari total jalan nasional sepanjang 34.628 kilometer. Kondisi jalan nasional yang masih tidak mantap atau masih mengalami rusak ringan dan rusak berat adalah sekitar 19 persen atau sepanjang 6.348 kilometer. Kondisi jembatan pada jalan nasional sampai akhir tahun 2006, sebesar 66,57 persen atau sekitar 307.062 meter panjang jembatan masih dapat dipertahankan dalam kondisi baik. Tingkat pelayanan prasarana jalan, juga telah dapat ditingkatkan, terutama dari kecepatan rata-rata pada jalan nasional meningkat menjadi 44 km/jam dari 43,5km/jam pada tahun 2005.

Untuk kinerja angkutan jalan, telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang semakin pesat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sampai dengan tahun 2005, telah terjadi peningkatan kendaraan bermotor mencapai 2.804 ribu unit bus, 4.631 ribu unit truk, dan 7.355 ribu unit mobil penumpang, serta 33.112 ribu unit kendaraan roda dua. Kenaikan paling pesat rata-rata selama 3 tahun adalah pada kendaraan roda dua yang mencapai 22,5 persen setiap tahunnya. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan masih cukup tinggi, sehingga perlu ditingkatkan kualitas keselamatan transportasi jalan. Kondisi transportasi di beberapa kota besar, akibat masih terdapat kemacetan yang masih cukup tinggi, berdampak pada inefisiensi energi BBM dan polusi, sehingga perlu didukung dengan penyediaan angkutan umum yang layak serta manajemen lalu lintas yang baik selain peningkatan kapasitas infrastrukrtur transportasinya.

Moda transportasi sungai, danau dan penyeberangan, sampai dengan tahun 2006, terutama telah dilaksakan pelayanan angkutan perintis, melalui pembangunan sarana, prasarana dan subsidi operasi perintis, namun masih perlu terus ditingkatkan perannya terutama untuk menghubungkan lintas darat yang terputus serta penyediaan pelayanan angkutan yang membuka isolasi ke pulau pulau terpencil dan bersinergi dengan angkutan laut dan pengembangan wilayahnya.

Pada subsektor perkeretaapian, hasil yang dicapai pada tahun 2006 antara lain: pembangunan prasarana kereta api telah dilaksanakan pembangunan jalur ganda untuk meningkatkan kapasitas lintas KA dan mengurangi waktu tempuh perjalanan KA, antara lain melanjutkan pembangunan jalur ganda Yogyakarta – Kutoarjo; pembangunan jalur ganda Tanah Abang – Serpong yang akan selesai pada Maret 2007; persiapan pembangunan double-double track Manggarai–Cikarang; lanjutan pembangunan Depo Depok; pembangunan jalan KA Kertapati – Kampus UNSRI Indralaya; serta lanjutan pembangunan jalur ganda segmen III lintas Cikampek – Cirebon.

Sedangkan pembangunan sarana perkeretaapian telah dilakukan pengadaan kereta penumpang kelas ekonomi sebanyak 20 unit; pengadaan KRL hibah eks Jepang tahap I sebanyak 20 unit; rehabilitasi kereta penumpang kelas ekonomi sebanyak 20 unit dan KRD sebanyak 8 unit; modifikasi KRL menjadi kereta rel diesel elektrik (KRD-E) 2 train set (10 unit); serta pembelian KRL-I prototipe 1 train set (4 unit). Penambahan jumlah sarana kereta api tersebut diharapkan dapat meningkatkan kekuatan armada KA ekonomi dari 1.222 unit tahun 2005 menjadi 1.248 unit pada tahun 2006 atau meningkat 2,1 persen.

Hasil yang dicapai pada tahun 2006 pada subsektor transportasi laut: penyelesaian pembangunan 12 pelabuhan kecil yang tergabung dalam Small Port Development Project, persiapan pelaksanaan pengembangan pelabuhan Tanjung Priok, persiapan pembangunan telekomunikasi maritim phase 4, lanjutan pembangunan Dumai, lanjutan pembangunan kapal penumpang, persiapan pembangunan pelabuhan Kariangau-Balikpapan, pembangunan kapal navigasi 4 unit, persiapan pembangunan Indonesia Ship Reporting System yang mencakup Selat Sunda dan Selat Lombok dengan pusat pengendalinya di Tanjung Priok – Jakarta, persiapan pembangunan pelayanan informasi lalu lintas laut (vessel traffic service system) di Selat Malaka, penyediaan pelayanan angkutan laut perintis sebanyak 58 trayek dan kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation) kelas ekonomi untuk 24 trayek yang dilakukan oleh PT Pelni di Papua, Kalimantan, Jawa, Sumatera, NTT, NTB, Maluku dan Sulawesi. Untuk peningkatan peran armada nasional, sampai dengan tahun 2006, telah terjadi peningkatan, namun masih harus lebih diupayakan sistem insentif dan kemudahan agar armada nasional dapat lebih berkembang dan berdaya saing dengan armada asing, baik di tingkat nasional maupun regional.

Hasil yang dicapai pada tahun 2006 pada subsektor transportasi udara meliputi: persiapan pembangunan Bandar Udara Medan Baru, Makassar dan Ternate; perpanjangan landasan Bandar Udara Ahmad Yani Semarang, Palembang, Mamuju, dan Lampung; melanjutkan pembangunan bandara di Banyuwangi dan Bawean (Jatim), Dr. F.L. Tobing/Sibolga (Sumut), dan Domine Edward Osok/ Sorong (Papua); pengembangan bandar udara baru di daerah pedalaman dan perbatasan antara lain di Sinak (Papua) dan Tangkepada (Sulsel); pembangunan terminal di Bengkulu dan Kendari; rehabilitasi/peningkatan fasilitas bandar udara yang melayani penerbangan perintis, penyediaan pelayanan angkutan udara perintis di Papua, Kalimantan, Sumatera, NTT, Maluku dan Sulawesi dengan jumlah rute sebanyak 94 rute di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua; dan peningkatan keandalan operasional keselamatan penerbangan berupa peralatan telekomunikasi, navigasi dan kelistrikan terutama di bandara-bandara kecil. Untuk pelayanan angkutan udara, sampai dengan tahun 2006, telah mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama dalam jumlah penumpang domestik. Sedangkan untuk angkutan udara internasional, peran perusahaan penerbangan nasional masih perlu ditingkatkan pelayanannya. Begitu pula dari aspek kualitas pelayanan baik kenyamanan, ketepatan jadwal serta keselamatan penerbangan nasional, masih tetap perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

Sementara itu, program penunjang sektor transportasi pada tahun 2006, melalui program pengembangan transportasi antarmoda, telah dilaksanakan kegiatan, koordinasi dan pemantapan sistem transportasi nasional dan wilayah, dan kegiatan lanjutan revisi undang-undang sektor transportasi. Pada program penelitian dan pengembangan perhubungan telah melakukan kegiatan persiapan pelaksanaan penelitian asal tujuan transportasi nasional (OD Survey). Pada program pencarian dan penyelamatan telah dilaksanakan kegiatan persiapan reorganisasi Badan SAR Nasional.

Pada tahun 2007, diperkirakan kondisi jalan nasional masih dapat dipertahankan tetap dalam kondisi mantap sebesar 81 persen, dan kecepatan rata-rata diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 45 km/jam. Kondisi tersebut, terutama ditunjang melalui pemeliharaan dan rehabilitasi jalan sepanjang 33,91 ribu kilometer jalan nasional dan 26,19 ribu meter jembatan pada jalan nasional pada tahun 2007. Prioritas pemeliharaan dan rehabilitasi jalan tersebut terutama untuk mempertahankan kondisi pelayanan jalan pada lintas-lintas strategis yang menunjang mobilitas dan distribusi nasional, yaitu lintas tengah, lintas timur, dan lintas barat di Sumatera, lintas pantai utara Jawa, Trans Kalimantan terutama Lintas Selatan Kalimantan, Lintas Barat Sulawesi, Trans Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan daerah lainnya. peningkatan, dan pembangunan jalan nasional di beberapa provinsi. Selain itu, kinerja pembangunan jalan juga didukung melalui peningkatan/ pembangunan 1,37 ribu kilometer jalan nasional dan 5,17 ribu meter jembatan. Untuk meningkatkan kelancaran dan mobilitas angkutan penumpang dan barang, telah dilanjutkan pembangunan beberapa fly-over, dan untuk mendukung pengembangan wilayah, tetap dilanjutkan penyelesaian pembangunan jembatan Suramadu serta jalan akses ke bandara Juanda di Surabaya sepanjang 1,75 km.

Untuk sub sektor transportasi darat, sampai dengan tahun 2007, diperkirakan dapat dicapai pembangunan dermaga penyeberangan dan kapal penyeberangan perintis di Maluku dan Maluku Utara untuk mendukung Trans Maluku; implementasi Inpres No. 6 Tahun 2003 melalui pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) di Maluku, rehabilitasi fasilitas darat pelabuhan penyeberangan Rum, serta pembangunan prasarana dan fasilitas LLAJ di Maluku dan Maluku Utara; pembangunan dermaga penyeberangan Tanjung Api-api (Sumsel); subsidi pengoperasian kapal perintis sebanyak 35 kapal angkutan penyeberangan perintis dan 64 lintas penyeberangan dalam provinsi dan 8 lintas antar provinsi; pembangunan kapal penyeberangan perintis dan bus air di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Papua; pembangunan terminal antar lintas batas negara (ALBN) di Kalimantan Barat (Tahap VI) dan di Mottoain-NTT (Tahap III); sosialisasi keselamatan LLAJ di 28 provinsi; serta subsidi bus dan trayek perintis di 18 provinsi.

Untuk subsektor perkeretaapian, pada tahun 2007 pembangunan prasarana perkeretaapian akan dilaksanakan beberapa kegiatan baru dan lanjutan, yang meliputi dimulai pembangunan jalur ganda Cirebon – Kroya, pembangunan double - double track Manggarai – Cikarang, peningkatan jalan KA Lahat – Lubuk Linggau, pembangunan KA Aceh, pembangunan jalur ganda Tegal – Pekalongan, serta pelaksanaan desain engineering untuk proyek MRT. Disamping itu beberapa pekerjaan lanjutan antara lain penyelesaian pembangunan jalur ganda Yogyakarta – Kutoarjo, penyelesaian pembangunan jalur ganda segmen III lintas Cikampek – Cirebon, penyelesaian pembangunan Depo Depok, serta penyelesaian pembangunan jalur ganda Tanah Abang – Serpong. Sedangkan pembangunan sarana perkeretaapian akan dilaksanakan kegiatan pengadaan 20 unit kereta penumpang kelas ekonomi, pengadaan 10 unit kereta rel diesel indonesia (KRD-I), serta pembelian kereta rel listrik Indonesia (KRL-I) prototipe, 1 train set (4 unit).
Pada subsektor transportasi laut, kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2007 antara lain: pembangunan pelabuhan Dumai dapat diselesaikan dan pembangunan kapal penumpang 1 unit dapat terus dilanjutkan penyelesaiannya, pelaksanaan konstruksi pengembangan pelabuhan Tanjung Priok, dan pembangunan telekomunikasi maritime phase 4, lanjutan persiapan pembangunan pelabuhan Kariangau-Balikpapan, lanjutan pembangunan kapal navigasi 4 unit, dimulainya pembangunan Indonesia Ship Reporting System yang mencakup Selat Sunda dan Selat Lombok dengan pusat pengendalinya di Tanjung Priok – Jakarta dan pembangunan pelayanan informasi lalu lintas laut (vessel traffic service system) di selat Malaka, penyediaan pelayanan angkutan laut perintis sebanyak 58 trayek dan kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation) kelas ekonomi untuk 24 trayek yang dilakukan oleh PT Pelni di Papua, Kalimantan, Jawa, Sumatera, NTT, NTB, Maluku dan Sulawesi.

Pada subsektor transportasi udara, pada tahun 2007 akan dilakukan kegiatan: pembangunan Bandar Udara Medan Baru, melanjutkan pembangunan bandara di Banyuwangi dan Bawean (Jatim), Dr. F.L. Tobing/Sibolga (Sumut), dan Domine Edward Osok/ Sorong (Papua); pengembangan bandar udara baru di daerah pedalaman dan perbatasan; pembangunan terminal; rehabilitasi/peningkatan fasilitas bandar udara yang melayani penerbangan perintis, penyediaan pelayanan angkutan udara perintis di Papua, Kalimantan, Sumatera, NTT, Maluku dan Sulawesi dengan jumlah rute sebanyak 97 rute di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Irian dan Papua; dan peningkatan keandalan operasional keselamatan penerbangan berupa peralatan telekomunikasi, navigasi dan kelistrikan terutama di bandara-bandara kecil. 

Pada tahun 2007 beberapa kegiatan pada program penunjang transportasi yang akan dilakukan meliputi: penyelesaian revisi undang-undang bidang transportasi beserta peraturan pelaksanaannya, sosialisasi peraturan bidang transportasi, sosialisasi peningkatan keselamatan transportasi, pengembangan Sistem Transportasi Nasional yang diwujudkan dalam Tatranas, Tatrawil dan Tatralok yang mempunyai landasan legalitas, penyusunan penelitian dan pengkajian kebijakan bidang transportasi jalan, sungai, danau, penyeberangan, kereta api, laut dan udara; penyusunan naskah akademis standarisasi bidang keselamatan dan keamanan transportasi.

Masalah dan tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2008 dalam penyediaan prasarana jalan adalah meningkatkan penyelenggaraan jalan yang lebih efisien dengan mempertahankan kondisi jalan nasional yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan jalan, meningkatkan mobilitas nasional, mendukung pengembangan wilayah, membuka daerah teriosolasi, daerah perbatasan, dan pulau-pulau kecil. 

Sedangkan pada subsektor transportasi darat, masalah dan tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2008 terutama adalah : (1) meningkatkan keselamatan transportasi jalan melalui pemulihan kondisi pelayanan armada angkutan jalan sesuai standar pelayanan minimal (2) meningkatkan keselamatan penyeberangan melalui law enforcement, penyediaan sarana bantu navigasi beserta fasilitas penyeberangan lainnya; (3) meningkatkan aksesibilitas pelayanan transportasi jalan dan ASDP melalui pengembangan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan; (4) mempertahankan tingkat pelayanan minimal melalui rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi SDP; (5) mengurangi kemacetan, inefisiensi energi dan polusi udara di kota-kota besar melalui manajemen lalu lintas, pengembangan angkutan massal berbasis jalan raya maupun jalan rel, didukung fasilitas alih moda dan pengumpan serta pedestrian yang nyaman dan aman untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta meningkatkan keterpaduan dan keandalan angkutan umum; (6) memberikan pelayanan transportasi bagi rakyat miskin dan kurang mampu melalui penyediaan sarana dan prasrana transportasi darat di daerah terpencil, pulau-pulau kecil dan di kawasan perbatasan.

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan perkeretaapian pada tahun 2008 adalah: (1) menciptakan kondisi agar keselamatan dan keamanan pelayanan perkeretaapian dapat lebih meningkat melalui rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana kereta api; (2) menerapkan pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana KA atau IMO (Infrastructure, Maintenance and Operation) sesuai dengan kebutuhan melalui pemisahan secara tegas alokasi dana IMO dari PSO dan TAC (Track Access Charges); (3) meningkatkan kapasitas lintas dan kapasitas angkut untuk meningkatkan share angkutan KA penumpang dan barang; serta (4) meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan perkeretaapian (multi operator) melalui restrukturisasi dan reformasi kelembagaan dan regulasi perkeretaapian.

Masalah dan tantangan yang dihadapi pada subsektor transportasi laut tahun 2008, adalah: (1) menciptakan kondisi agar keselamatan pelayaran di Indonesia semakin baik. Untuk itu, peningkatan kecukupan dan keandalan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayanan termasuk sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) dan pemeliharaan tingkat kedalaman alur pelayaran harus menjadi prioritas utama; (2) menyediakan pelayanan angkutan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan pedalaman agar masyarakat Indonesia di manapun mendapat pelayanan jasa angkutan. Untuk itu penyediaan dana subsidi perintis dan PSO diperlukan bagi pelaksanaan angkutan laut perintis dan angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri; serta (3) menciptakan kondisi yang mendorong dunia swasta mau berinvestasi dalam pembangunan transportasi laut khususnya prasarana seperti dermaga. Untuk itu restrukturisasi perundang-undangan dan peraturan di transportasi laut dan investasi akan diperbaiki sehingga tidak ada lagi monopoli dalam pelayanan angkutan laut.

Masalah dan tantangan yang dihadapi pada subsektor transportasi udara tahun 2008 utamanya adalah menciptakan kondisi agar keselamatan penerbangan di Indonesia semakin baik. Oleh karena itu, peningkatan peralatan keselamatan dan navigasi penerbangan serta penambahan kapasitas dan perbaikan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara harus menjadi prioritas utama.

Masalah dan tantangan yang dihadapi tahun 2008 pada program pembangunan pencarian dan penyelamatan adalah penyelesaian restrukturisasi kelembagaan Badan SAR nasional, kondisi fasilitas dan peralatan SAR untuk mendukung penanganan musibah bencana alam dan kecelakaan khususnya musibah pelayaran, penerbangan dan musibah lain, serta kompetensi sumber daya manusia yang belum merata antara tingkat pusat dan daerah. 

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008 

Secara umum, sasaran pembangunan sektor transportasi tahun 2008 adalah: (1) meningkatnya keselamatan transportasi melalui peningkatan keandalan kondisi prasarana, sarana dan standar operasi pelayanan transportasi dengan pengurangan backlog pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi jalan, prasarana dan sarana perkeretaapian, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan jalan raya, angkutan laut dan udara, peningkatan disiplin SDM serta budaya keselamatan bertransportasi; terpenuhinya standar peraturan dan ketentuan-ketentuan standar internasional di bidang transportasi yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional seperti IMO (International Maritime Organization) dan ICAO (International Civil Aviation Organization), penyempurnaan peraturan dan penegakan hukum dan sosialisasi keselamatan transportasi serta peningkatan efektivitas kelembagaan di bidang keselamatan transportasi. Sasaran pengurangan backlog pemeliharaan untuk prasarana jalan adalah melalui mempertahankan kondisi mantap jalan nasional sebesar 81 persen dan meningkatkan kecepatan rata-rata sebesar 45 km perjam, penggantian rel kereta api dan sistem sinyal, telekomunikasi dan listrik, peningkatan manajemen dan kapasitas jalan lintas timur Sumatera dan lintas utara Pulau Jawa (Pantura), peningkatan dan pelatihan operator Air Traffic Control (ATC) beserta peralatan penunjang keselamatan penerbangan lainnya di bandara, peningkatan kemampuan dan kecepatan tindak awal pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan, maupun efektivitas kelembagaan Badan SAR Nasional; (2) meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau masyarakat melalui pembangunan transportasi di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan pedalaman, serta pulau-pulau kecil dan pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI, termasuk pemberian subsidi keperintisan dan penyediaan kompensasi untuk public service obligation (PSO) agar pelayanan transportasi terjangkau oleh masyarakat; (3) meningkatnya iklim yang lebih kondusif bagi investasi dan peran serta pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana transportasi untuk meningkatkan kelancaran dan efisiensi distribusi barang dan jasa sekaligus untuk mendukung target pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyelesaian revisi peraturan perundang-undangan di sektor transportasi (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian, Undang-undang. Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran), peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008
Arah kebijakan pembangunan prasarana jalan adalah: (1) optimasi pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan nasional terutama pada lintas-lintas strategis; (2) peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan nasional pada lintas strategis di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, wilayah perkotaan, serta pembangunan jembatan Surabaya – Madura (Suramadu); (3) pembangunan jalan di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan pedalaman, pulau-pulau kecil yang terpadu dengan pengembangan wilayahnya; (4) pembangunan jalan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Kuala Namu; (5) relokasi jalan tol dan jalan arteri Porong-Gempol; dan (6) pembebasan tanah sebagai dukungan pembangunan jalan tol.   

Arah kebijakan pembangunan transportasi darat adalah: (1) peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi jalan, (2) pemulihan pelayanan angkutan umum sesuai standar pelayanan minimal, (3) peningkatan keterpaduan pelayanan angkutan yang menghubungkan antara pengembangan kawasan dengan sistem transportasi kota, (4) pengembangan angkutan massal di perkotaan/metropolitan. (5) meningkatkan asksesibilitas angkutan darat antara pusat kota dengan outlet (bandara), pusat produksi dengan outlet (pelabuhan laut); (6) peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan sarana dan prasarana pengelolaan angkutan; kelancaran dan kapasitas pelayanan lintas jenuh, perbaikan tatanan pelayanan angkutan antar-moda; pengembangan jaringan pelayanan ASDP di Jawa dan Madura, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Arah kebijakan pembangunan perkeretaapian adalah: (1) peningkatan keselamatan dan keamanan pelayanan kereta api dengan meningkatkan kualitas, kapasitas dan kelaikan sarana dan prasarana serta sertifikasi tenaga operator; (2) peningkatan kapasitas lintas dan angkutan perkeretaapian untuk meningkatkan share angkutan barang dan penumpang; (3) peningkatan akuntabilitas dan efektivitas skema pendanaan PSO, IMO, dan TAC, melalui pemisahan alokasi pendanaan dan pembukuan serta kontrak PSO dari IMO dan TAC, mekanisme dan peraturan serta kelembagaannya (4) peningkatan peran swasta dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Arah kebijakan pembangunan transportasi laut tahun 2008 adalah: (1) pengetatan pengecekan kelaikan laut baik kapal maupun peralatan SBNP; (2) peningkatan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan standar IMO seperti misalnya penerapan International Ships and Port facility Security (ISPS) Code; (3) penyediaan pelayanan angkutan laut perintis dan angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut dalam negeri; (4) peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut seperti dermaga dan lapangan penumpukan peti kemas untuk pelabuhan-pelabuhan yang tingkat permintaan akan jasa kepelabuhanan sangat tinggi.

Arah kebijakan pembangunan transportasi udara tahun 2008 adalah: (1) pengetatan pengecekan kelaikan udara baik pesawat maupun peralatan navigasi; (2) peningkatan fasilitas keselamatan penerbangan dan navigasi sesuai dengan standar ICAO; (3) peningkatan pengelolaan prasarana dan sarana transportasi udara di seluruh bandara termasuk bandara internasional untuk mendapatkan sertifikat operasional bandara.

Arah kebijakan pembangunan transportasi di bidang kelembagaan dan regulasi untuk melanjutkan reformasi, restrukturisasi dan pemantapan desentralisasi sektor transportasi, antara lain: (1) penyelesaian dan sosialisasi revisi undang-undang sektor transportasi dan peraturan pelaksanaannya; (2) penyederhanaan sistem perijinan yang memberikan iklim yang lebih kondusif bagi investor; (3) penyusunan standar pelayanan minimal dan pelaksanaan desentralisasi sektor transportasi; (4) peningkatan kelembagaan, SDM dan teknologi untuk peningkatan daya saing produk lokal/dalam negeri di sektor transportasi.

III. ENERGI

A. KONDISI UMUM

1. Infrastruktur Energi

Secara umum pencapaian pembangunan infrastruktur energi pada tahun 2006 di antaranya meliputi: (1) pengoperasian fasilitas produksi, pengolahan dan penampungan migas terapung ”Belanak”; (2) penerbitan 11 Surat Keputusan Hak Khusus (special right) pengangkutan gas bumi melalui pipa untuk badan usaha yang sudah eksis dan beroperasi; (3) penerbitan perizinan usaha migas; (4) produksi gas bumi sebesar 2,95 triliun kaki kubik (8,18 miliar kaki kubik per hari) dan pemanfaatannya sebesar 2,88 triliun kaki kubik (7,98 miliar kaki kubik per hari), sedangkan sampai dengan bulan Maret 2006 produksi gas bumi Indonesia adalah sebesar 733,90 miliar kaki kubik (8,15 miliar kaki kubik per hari) dan pemanfaatannya sebesar 702,90 miliar kaki kubik (7,81 miliar kaki kubik per hari). Pemanfataan gas bumi di dalam negeri selama tahun 2005 mencapai 3.383,2 juta kaki kubik per hari atau 41,6 persen dari total produksi, sedangkan ekspor gas bumi terutama dalam bentuk LNG ke Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan selama tahun 2005 mencapai 4.751,3 juta kaki kubik per hari atau 58,4 persen dari total produksi; (5) penetapan beberapa regulasi untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur bidang energi; (6) pembangunan transmisi Pagardewa – Lab. Maringgai dengan diamater pipa 32 inchi sepanjang 270 km yang merupakan bagian dari proyek SSWJ telah dimulai; (7) pengembangan batubara berupa penyempurnaan dan perluasan pengembangan teknologi Upgraded Brown Coal (UBC); dan (8) hak khusus pembangunan jaringan pipa gas dari Kalimantan Timur ke Jawa Tengah dimulai.

Pembangunan infrastruktur energi di tahun 2007 sebagian besar merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan perkiraan pokok-pokok pencapaian tahun 2007 antara lain meliputi: (1) meningkatnya pemakaian energi non-BBM baik untuk transportasi, rumah tangga, dan industri (pupuk dan pembangkit listrik); (2) berkurangnya beban pemerintah untuk mensubsidi BBM (khususnya impor minyak mentah dan produk BBM) secara bertahap dan sistematis; dan (3) mulai beroperasinya jalur pipa transmisi gas SSWJ. 

Permasalahan utama yang dihadapi di tahun 2008 diperkirakan terkait dengan: (1) terbatasnya aksesibilitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energi; (2) masih tingginya intensitas energi untuk memproduksi per unit PDB; (3) terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana batubara untuk menunjang program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW; (4) kelangkaan suplai gas bumi untuk memenuhi kebutuhan gas domestik; (5) masih rendahnya pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik sedangkan lebih dari 50 persen gas yang dihasilkan dipasarkan ke luar negeri; (6) masih rendahnya pemanfaatan batubara  untuk kebutuhan domestik sedangkan sebagian besar (70 persen) dari produksi batubara dipasarkan ke luar negeri; (7) belum optimalnya pemanfaatan energi panas bumi dibandingkan dengan potensi yang tersedia (baru dimanfaatkan 800 MW dari sekitar 27,5 ribu MW); dan (8) masih sangat terbatas pemanfaatan energi terbarukan (renewable) khususnya energi berbasis nabati.

Pembangunan di tahun 2008 akan menghadapi tantangan berupa terbatasnya sistem transportasi pendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik 10.000 MW yang berbahan bakar batubara; terbatasnya kemampuan pendanaan pemerintah; rendahnya partisipasi koperasi, usaha kecil, dan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur energi; pertumbuhan kebutuhan energi dan kebutuhan jaminan ketersediaan pasokan energi (security of energy supply); rendahnya aplikasi teknologi dalam pemanfaatan energi; dan penyempurnaan peraturan perundangan dalam penyediaan infrastruktur energi.

2. Produksi Minyak

Menurunnya produksi minyak bumi disebabkan terutama oleh menurunnya produktivitas ladang-ladang minyak yang saat ini tengah berproduksi (depletion) disamping belum optimalnya pengembangan lapangan-lapangan baru, terutama di kawasan marjinal.  Penurunan produksi saat ini adalah sekitar 5 sampai 11 persen per tahun. Belum dikembangkannya lapangan-lapangan minyak baru disebabkan oleh keterbatasan data bawah permukaan untuk pembukaan wilayah kerja baru, serta adanya tumpang tindih lahan yang tidak terelakkan, dimana daerah-daerah/kawasan prospek minyak bertumpang-tindih dengan kawasan/wilayah hutan lindung. Tantangan untuk meningkatkan produksi minyak mentah adalah: (1) menciptakan insentif dan/atau fasilitas kepada pelaku usaha kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi agar dapat memanfaatkan teknologi tinggi dalam menguras lebih lanjut cadangan yang tersisa, dan dapat dengan segera menyelesaikan kesepakatan kerjasama atau kontrak-kontrak pada pengembangan lapangan minyak yang saat ini siap beroperasi; dan (2) menemukan sumber-sumber cadangan minyak baru, dengan tujuan meningkatkan ketahanan pasokan (security of supply) dari minyak bumi di masa mendatang.

Kapasitas produksi BBM saat ini adalah sekitar satu juta barel per hari, sehingga untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri, kran impor BBM harus dibuka. Kebutuhan BBM terus meningkat, dengan laju 5-6 persen per tahun. Kilang LNG dan pabrik pengolahan LPG saat ini masih beroperasi untuk keperluan ekspor. Ketergantungan terhadap impor BBM mengakibatkan subsidi BBM serta kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan sangat rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Berbagai revisi APBN yang dilakukan beberapa tahun terakhir ini memicu ketidakpastian investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya. Tantangan yang dihadapi adalah: (1) mengoptimalkan kilang migas serta pabrik pengolahan LPG yang saat ini beroperasi, sehingga produksinya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan dalam negeri; (2) memacu investasi badan usaha, termasuk swasta, untuk pembangunan dan perluasan kilang migas dan pabrik pengolahan baru; dan (3) menjamin ketersediaan BBM, BBG, hasil olahan, LPG dan/atau LNG untuk keperluan dalam negeri dan mendistribusikannya secara efektif kepada masyarakat.

3. Diversifikasi Energi

Saat ini produksi gas bumi dan batubara yang masing-masing mencapai 8 sampai 9 ribu MMSCFD (million standard cubic feet per day) dan 140 juta ton (setara dengan 550 juta barel minyak) lebih banyak diekspor daripada dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.  Untuk gas bumi, lebih dari setengah dari produksi dipasarkan ke luar negeri (Jepang, Korea, dan Taiwan), sedangkan untuk batubara sekitar 70 persen juga diekspor.  Selanjutnya sumber-sumber panas bumi yang tersebar di berbagai daerah juga masih belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan energi dalam negeri, terutama di Sumatera (50 persen dari total potensi nasional) dan Jawa.  Sebanyak 18 wilayah kerja pertambangan (WKP) telah diberikan kepada PT. Pertamina dan PT. PLN untuk dikembangkan, namun sejauh ini pengembangannya belum memberikan hasil yang cukup berarti, terutama disebabkan oleh kendala keuangan dari BUMN pemegang WKP tersebut.  Pelibatan pihak swasta untuk mengembangkan panas bumi terkendala oleh aturan harga uap yang belum dapat mencerminkan ongkos produksi pengembangan panas bumi.  Disamping itu, upaya pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) juga semakin dibutuhkan sebagai salah satu upaya diversifikasi energi.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan dan pemanfaatan gas bumi adalah: (1) menciptakan iklim investasi sehingga investasi eksplorasi dan eksploitasi gas bumi dapat meningkat mendekati tingkat kebutuhan yang ada; (2) mempertahankan kesinambungan pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga kebutuhan bahan bakar gas maupun bahan baku di dalam negeri dapat dipenuhi; (3) mendistribusikan gas secara lebih merata, efisien dan aman pada konsumen-konsumen, terutama konsumen besar, sehingga kepastian pasokan dapat diraih; dan (4) memperbaiki persepsi masyarakat yang lebih positif atas kemanfaatan gas bumi untuk keperluan rumah tangga.

Tantangan yang dihadapi dalam memanfaatkan batubara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional adalah: (1) memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri dengan penyempurnaan sistem distribusi batubara nasional dari daerah penghasil ke daerah yang membutuhkan; (2) mempercepat proses perijinan (licensing regime) pengusahaan pertambangan batubara, melalui upaya sinkronisasi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (3) memudahkan pemanfaatan dan pendistribusian batubara oleh masyarakat luas, melalui upaya pencairan batubara; dan (4) memitigasi dampak lingkungan dari pemanfaatan batubara.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan panas bumi adalah:

(1) merumuskan formulasi harga (pricing regime) yang tepat antara harga jual uap dan harga jual tenaga listrik yang dihasilkannya; (2) mendistribusikan tenaga listrik yang dihasilkan secara lebih efisien mengingat lokasi sumber panas bumi umumnya berada pada daerah yang jauh dari jaringan listrik nasional; dan (3) menyempurnakan perangkat peraturan yang lebih kondusif dalam upaya peningkatan investasi swasta dalam pengembangan panas bumi.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan bahan bakar nabati (BBN) adalah: (1) mengatasi keterbatasan bahan baku sehingga persaingan penggunaan bahan baku nabati ini, selain untuk energi, dapat dikurangi; dan (2) menciptakan pasar BBN yang luas serta tata niaga BBN yang handal.
4. Efisiensi energi

Penggunaan energi masih menunjukkan pemborosan. Hal ini disebabkan antara lain oleh karena penetapan harga energi, terutama BBM, yang belum mencerminkan nilai keekonomiannya, sehingga mendorong penggunaan energi secara berlebihan dan membuat energi alternatif non-BBM tidak kompetitif. Sejak tahun 1999, struktur harga BBM telah mengalami lima (5) kali perubahan. Namun tidak ada satupun struktur harga BBM tersebut yang dapat bertahan lebih dari satu tahun. Sebelum tahun 2001, harga BBM ditentukan jauh dibawah harga pasar (internasional) dan harganya konstan (fixed price) untuk berbagai jenis BBM, dan struktur harganya tidak membedakan kategori konsumen (industri dan rumah tangga). Sejak tahun 2001, struktur harga BBM ditentukan sebagai berikut: (1) harga eceran BBM jenis Minyak Tanah untuk rumah tangga/non-industri ditentukan dengan harga tetap (fixed) dan nilainya jauh dibawah harga pasar, sedangkan untuk industri ditentukan untuk mengikuti harga pasar; (2) harga BBM jenis Premium dan Minyak Solar (non-industri) ditentukan dengan harga tetap (fixed) dan nilainya dibawah pasar dikaitkan dengan persentase harga pasar BBM internasional, yakni 50 persen, 70 persen, sampai dengan 100 persen dari harga BBM Mid-Oil Platts Singapore (MOPS)
; dan (3) harga BBM jenis lainnya mengikuti harga pasar internasional, baik yang ada batasan harganya (with price caps) seperti harga Minyak Diesel untuk industri maupun yang tidak ada batas harganya (without price caps) seperti untuk minyak bakar, misalnya Aviation Turbine Fuels.
Besarnya subsidi BBM yang disediakan dalam APBN tergantung empat (4) faktor: (1) kebutuhan BBM dalam negeri; (2) harga minyak bumi dunia; (3) nilai tukar Rupiah; dan (4) struktur harga BBM di dalam negeri. Kebutuhan BBM di dalam negeri terus meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Baru pada tahun 2002, sejak krisis moneter 1997, nilai tukar Rupiah mulai stabil, sekitar Rp. 9000 per dolar. Harga minyak dunia meningkat sangat tajam terutama dalam dua tahun terakhir ini (2005-2006). Sebelum tahun 2004, besarnya subsidi cenderung terus menurun dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2003 mencapai sekitar 6.9 persen dari APBN, yakni setengahnya dari subsidi BBM dua tahun sebelumnya, sebesar Rp. 63 trilyun atau 20 persen dari APBN. Namun kecenderungan ini tidak bertahan lama dan pada tahun 2004, subsidi BBM melonjak, dari perhitungan semula 3.9 persen menjadi 13,8 persen dari APBN. Demikian juga pada tahun 2005, dari perhitungan semula 4,8 persen, menjadi 14,9 persen, dan akhirnya direvisi untuk yang kedua kalinya menjadi 15,8 persen, atau sekitar Rp. 95 trilyun. Dalam tahun 2006, subsidi BBM mencapai Rp. 60 trilyun. 

Disamping pemborosan, upaya-upaya penghematan masih menghadapi kendala, terutama kendala yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi hemat energi yang masih relatif mahal, baik untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun transportasi. 

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi adalah: a) melakukan efisiensi penggunaan energi sehingga dapat mengurangi laju pertumbuhan volume konsumsi BBM di dalam negeri; dan b) menerapkan harga keekonomiaan BBM dalam waktu yang tepat sehingga energi alternatif non-BBM dapat bersaing.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Pembangunan energi di tahun 2008 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai sasaran pembangunan lima tahun sebagaimana diuraikan dalam RPJM Nasional 2004-2009. Sasaran khusus di tahun 2008 meliputi: (1) Persiapan pembangunan prasarana batubara yang handal untuk mendukung Program Percepatan Pembangunan PLTU 10.000 MW; (2) Terselesaikannya pembangunan pipanisasi transmisi SSWJ gas bumi nasional; (3) Menurunnya elastisitas energi; (4) Menurunnya subsidi energi; (5) Tercapainya peningkatan produksi migas 11% dari produksi migas tahun 2006;  (6) Meningkatnya produksi batubara untuk mendukung program listrik 10.000 MW; (7) Terlaksananya penawaran 10 Wilayah Kerja Gas Methana-B; (8) Tersusunnya 15 Rancangan Kebijakan meliputi model kontrak kerjasama pengusahaan sumur tua Pertamina/KKKS, model kontrak Gas Methana B; dan (d) penyempurnaan draft kontrak kerjasama migas, dan pengembangan energi perdesaan, energi baru terbarukan dan konservasi energi melalui pembangunan Desa Mandiri Energi berbasis Bahan Bakar Nabati (BBN) dan pengembangan pilot plant bio-diesel, bio-ethanol, dan bio-fuel.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur energi adalah:

1. Bauran energi (energy mix) dikembangkan untuk mendapatkan komposisi penggunaan energi yang optimum pada kurun waktu tertentu bagi seluruh wilayah Indonesia. Komposisi pemanfaatan energi yang optimum tersebut coba diperoleh dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber-sumber energi di Indonesia yang beraneka, profil permintaan energi yang bervariasi serta biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyalurkan energi dari lokasi-lokasi tempatnya tersedia ke lokasi-lokasi permintaan. 

2. Diversifikasi infrastruktur energi diarahkan untuk penganekaragaman pemanfaatan energi, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan, sehingga dicapai optimasi penyediaan energi regional/nasional dengan: (a) mengurangi pangsa penggunaan minyak bumi dalam komposisi penggunaan energi (energy mix) Indonesia, antara lain, dengan mengembangkan infrastruktur untuk memproduksi dan menyalurkan energi (bahan bakar) fossil selain minyak bumi, yaitu batubara, gas alam, panas bumi dan energi alternatif lainnya; serta (b) memasyarakatkan penggunaan bahan bakar gas di sektor transportasi, briket batu bara dan tenaga surya untuk sektor rumah tangga; untuk sektor industri dikembangkan pembangkit panas bumi dan mikrohidro; serta mengkaji dan mengembangkan energi alternatif lainnya seperti tenaga angin, biofuel.

3. Penentuan harga energi dilakukan dengan memperhitungkan biaya produksi dan kondisi ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan kebijakan harga energi yang tepat, pengguna energi dapat memilih alternatif jenis energi yang akan digunakan sesuai dengan nilai keekonomiannya. Harga energi ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu optimasi pemanfaatan sumber daya energi dan optimasi pemakaian energi, bagi hasil untuk eksplorasi/eksploitasi dan pemanfaatannya, pajak dan meningkatkan daya saing ekonomi, melindungi konsumen dan asas pemerataan. 

4. Konservasi energi diupayakan penerapannya pada seluruh tahap pemanfaatan, mulai dari penyediaan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir guna menjamin kepentingan generasi mendatang. Upaya konservasi dilaksanakan dalam dua sisi, yaitu sisi sumberdaya (sisi hulu) dan sisi pemanfaatan akhir (sisi hilir). Konservasi di sisi hulu adalah upaya mengkonservasi sumberdaya energi yang pemanfaatannya berdasarkan pada pertimbangan nilai tambah dan kepentingan generasi mendatang agar sumberdaya energi dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu selama mungkin, sedangkan konservasi di sisi hilir dilaksanakan melalui peningkatan efisiensi pemanfaatan energi akhir di semua bidang. 

5. Pengendalian lingkungan hidup diupayakan dengan memperhatikan semua tahapan pembangunan energi mulai dari proses eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya energi hingga ke pemakaian energi akhir melalui pemanfaatan energi bersih lingkungan dan pemanfaatan teknologi bersih lingkungan.

Arah kebijakan peningkatan produksi migas adalah:

1. Evaluasi skim bagi hasil (production sharing contract-PSC) migas guna mendorong pengembangan lapangan tua dan/atau marginal, eksplorasi di daerah remote, dan penguasaan lapangan migas yang siap dieksploitasi dengan sasaran: (a) terlaksananya inventarisasi data dan rancangan kebijakan pengembangan lapangan tua (brownfield) dan gas marginal, antara lain dengan teknologi EOR dan reservoir management; (b) terumuskannya perencanaan dan pencatatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta perhitungan bagi hasil; perhitungan PNBP dan tarif minyak dan gas bumi, serta harga minyak mentah Inonesia; (c) tersusunnya rencana produksi dan pengembangan sistim lifting; tersusunnya 15 rancangan kebijakan meliputi model kontrak kerjasama pengusahaan sumur tua Pertamina/KKKS; model kontrak Gas Methana B; dan penyempurnaan draft kontrak kerjasama migas.

2. Optimalisasi sistem pengangkutan Bahan Bakar Gas (BBG) dan pemanfaatan teknologi dalam negeri dengan sasaran: (a) tersusunnya rancangan kebijakan pola pengangkutan bahan bakar gas dan sistem pengendalian penyimpanan bahan bakar gas di pulau Sumatera; (b) terlaksananya pengembangan Tenaga Kerja Nasional (TKN) migas dan perumusan standar kompetensi tenaga kerja  migas dalam pengawasan dan pemanfaatan barang dan jasa teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun dalam negeri pada industri migas; (c) tersusunnya pedoman pelaksanaan pengawasan mutu BBM, BBG, BBL dan hasil olahannya serta optimalisasi kegiatan usaha pengolahan  minyak dan gas bumi  di P. Jawa dan Sumatera.

Arah kebijakan pelaksanaan diversifikasi energi adalah:

1. Pemberian insentif penjualan gas/batubara dalam negeri serta evaluasi kontrak ekspor jangka panjang yang akan habis masa kontraknya dengan sasaran: (a) meningkatnya produksi batubara mutu rendah untuk program 10.000 MW, pengembangan briket batubara dan lightcoal, dan penyiapan wilayah kerja pertambangan; (b) terlaksananya program aksi pencairan batubara, standarisasi briket batubara dan lightcoal, penelitian dan pengembangan mineral dalam rangka penelitian produk/teknik produksi, pengolahan mineral terpadu, pilot plant pembuatan gas sintetik dari batubara dan kokas briket; (c) tersusunnya rancangan kebijakan harga gas bumi domestik; (d) terlaksananya kegiatan pengusahaan Gas Metana-B di daerah Sumatera dan Kalimantan; dan (e) tersusunnya rancangan kebijakan pemakaian lahan bersama di daerah Sumatera dan Kalimantan.

2. Pemberian insentif pengembangan panas bumi serta penyelesaian kontrak-kontrak panas bumi oleh swasta dan bantuan teknis/fiskal dengan sasaran: tersusunnya rancangan kebijakan/prosedur, tata niaga pengembangan  investasi panas bumi; dan tersusunnya rancangan kebijakan peningkatan SDM.

3. Peningkatan pemanfaatan energi alternatif non-BBM, termasuk gas/batubara, serta pengembangan BBN dengan sasaran: (a) tersusunnya rancangan kebijakan/prosedur dan terselenggaranya pemeriksaan dan pengawasan keselamatan kerja di 101 perusahaan dan standardisasi di 28 perusahaan, monitoring 6 laboratorium uji, dan sosialisasi peraturan; (b) tersosialisasinya pemanfaatan biofuel kepada masyarakat; dan (c) terkoordinasinya pengembangan biofuel; (d) tersusunnya rancangan kebijakan konversi dan konservasi migas, FS jaringan distribusi gas dan pengembangan energi; (e) terlaksananya penelitian dan pengembangan teknologi proses (dalam rangka program langit biru sektor transportasi dan penerapan aditif untuk peningkatan kualitas bahan bakar), teknologi pemanfaatan gas bumi (rancangan kebijakan untuk peningkatan pemanfaatan); dan (f) tersusunnya rancangan kebijakan pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga dan mekanisme penyalurannya; (g) terselenggaranya fasilitasi dan implementasi PSK dan PSM energi terbarukan; (h) tersusunnya strategi pengembangan energi terbarukan dalam rangka meningkatkan peran energi terbarukan dan evaluasi program langit biru; (i) tersusunnya rancangan kebijakan sosialisasi energi baru terbarukan dan konservasi energi terhadap penggunaan energi baru terbarukan dan konservasi energi; (j) terlaksananya survei potensi pemanfaatan energi setempat pada daerah terpencil (sulit terjangkau listrik PLN); (k) terbangunnya PATS, refrigerator, pengering surya di pulau-pulau kecil terluar; (l) terlaksananya studi kelayakan dan penyusunan detail engineering design berdasarkan hasil survey pemanfaatan saluran irigasi untuk pembangkit listrik, serta untuk pembangunan PLTMH; (m) terlaksananya studi kelayakan pembangkitan tenaga listrik biomassa; dan (n) terlaksananya studi kelayakan dan DED untuk pembangkit Listrik Tenaga Angin.
Arah kebijakan peningkatan efisiensi pemanfaatan energi adalah:

1. Evaluasi dan penyempurnaan sistem distribusi BBM, LPG, dan LNG dalam negeri dengan sasaran: (a) tersusunnya rumusan harga dan subsidi bahan bakar untuk volume konsumsi  39,7 juta kiloliter sebesar Rp. 35,17 Trilyun; (b) terpenuhinya kebutuhan BBM dan berkurangnya tingkat penyalahgunaan BBM; (c) meningkatnya pemanfaatan akses gas bumi; (d) pengembangan infrastruktur minyak bumi Pulau Jawa-Sumatra; dan (e) tersusunnya neraca kebutuhan dan penyediaan gas bumi; dan (f) tersedianya data dan informasi mengenai lembaga penyalur BBM meliputi SPBBM, dealer/distributor dan agen dalam kegiatan usaha niaga BBM di seluruh wilayah Indonesia.

2. Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan sasaran: (a) tersusunnya Direktori Stakeholders energi baru terbarukan dan konservasi energi; (b) terlaksananya kegiatan pemberdayaan fungsi Clearing House dan integrasi program informasi web-based energi baru terbarukan dan konservasi energi; (c) tersedianya alat peraga untuk keperluan pameran energi terbarukan dan konservasi energi antara lain: penyempurnaan alat peraga PLMH (mikrohidro), pembuatan alat peraga PLTB, pembuatan alat peraga PLTS, pembuatan alat peraga konservasi energi, Pengadaan flex; dan (d) terlaksananya sosialisasi pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi dengan Pemerintah Daerah; (e) terlaksananya penyelenggaraan kerjasama konservasi energi; (f) terlaksananya penerapan konservasi energi melalui program kemitraan; (g) tersusunnya rancangan pedoman sertifikasi dan registrasi manajer energi; (h) tersusunnya rancangan fungsional konservasi energi; (i) terlaksananya koordinasi dan fasilitasi konservasi energi; (j) terlaksananya audit energi di sektor industri dan bangunan; (k) terlaksananya monitoring pelaksanaan penghematan energi; (l) tersusunnya rancangan Energy Conservation Promotion in Indonesia (kerjasama dengan JICA); (m) terlaksananya  penerapan program aplikasi energy efficiency benchmark untuk bangunan; (n) terlaksananya penerapan program aplikasi energy efficiency benchmark untuk industri; dan (o) terlaksananya kegiatan counterparting kerjasama RI-Denmark.

3. Pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan sasaran: (a) terselenggaranya pembinaan dan pengawasan mutu produk biofuel untuk sektor transportasi dan industri di 5 kota dan mutu produk pelumas yang beredar di 35 kota; (b) terselenggaranya kegiatan Panitia Teknis Sumber Daya Energi (PTE); (c) tersusunnya rancangan kebijakan pengembangan sosial ekonomi Desa Mandiri Energi (DME); (d) terlaksananya pengembangan aspek kelembagaan DME; (e) terlaksananya koordinasi pengembangan energi perdesaan; (f) terselenggaranya kegiatan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis energi baru terbarukan dan konservasi energi dengan Pemerintah Daerah; (g) tersusunnya rancangan pendanaan mikro pengembangan energi perdesaan; (h) terlaksananya pembangunan percontohan Desa Mandiri Energi berbasis BBN; (i) terlaksananya pembangunan percontohan Desa Mandiri Energi berbasis Non-BBN; (j) terbentuknya Lembaga Pengelola Desa Mandiri Energi berbasis BBN; (k)  terbentuknya  Lembaga Pengelola Desa Mandiri Energi  berbasis non-BBN; (l) meningkatnya aksesibilitas listrik perdesaan (kerjasama dengan Belanda-GTZ); dan (m) terlaksananya Integrated Microhydro Development and Application Program/IMIDAP (kerjasama dengan UNDP); (n) terealisasinya 600 ha kebun induk tanaman jarak; pengembangan 10.500 ha jarak pagar; dan tersusunnya 4 paket teknologi pengolahan bio-energi; (o) tersusunnya 3 pilot plant bio-diesel, bio-ethanol, dan bio-fuel; (p) terlaksananya Pilot Project pabrik ethanol/biodiesel; (q) tersusunnya 3 rumusan kebijakan pengembangan BBN.

4. Pengembangan kebijakan pemanfaatan energi bersih dengan sasaran: (a) ditayangkannya iklan sosialisasi UU tentang energi di stasiun TV dan iklan sosialisasi UU tentang energi di media cetak; (b) terlaksananya talkshow UU Energi di stasiun TV dan radio; (c) tersusunnya baseline CDM sistem ketenagalistrikan di Indonesia; (d) tersusunnya Emisi Sistem Ketenagalistrikan Indonesia 2025; (e) tersusunnya potensi biofuel dalam rangka CDM; (f) terselenggaranya pemanfaatan energi persektor dalam rangka mencapai target Kebijakan Energi Nasional 2025; (g) tersusunnya konsep peraturan (Rancangan Peraturan Pemerintah) sebagai tindak lanjut UU Energi; (h)  terselenggaranya Capacity Building tentang CDM; (i) terselenggaranya updating baseline CDM Sistem Jamali; (j) tersusunnya program dan koordinasi pemanfaatan ET dan KE; (k) terlaksananya evaluasi dan monitoring pemanfaatan ET dan KE; dan (l) terselenggaranya seminar UU Energi (termasuk pendamping teknis).

IV. KETENAGALISTRIKAN

A. KONDISI UMUM

Penanganan wilayah krisis sampai akhir tahun 2006 relatif masih juga belum dapat dikurangi secara signifikan, umumnya reserved margin yang dimiliki oleh berbagai sistem yang ada masih relatif rendah, bahkan beberapa wilayah masih mengalami defisit ketersediaan listrik. Dengan adanya penambahan daya dari penyelesaian pembangunan PLTGU Cilegon 600 MW dan PLTU Cilacap 600 MW, kapasitas daya di Jawa telah mengalami peningkatan, sekalipun peningkatan daya ini hanya mampu mengatasi peningkatan pertumbuhan permintaan listrik lebih kurang selama setahun mulai pertengahan tahun 2006. Di berbagai daerah lainnya di luar Jawa, penanganan krisis listrik diatasi melalui penyewaan pembangkit-pembangkit listrik swasta yang umumnya masih menggunakan BBM. Diperkirakan peningkatan kapasitas daya secara signifikan belum akan dapat dihasilkan sampai akhir tahun 2007 khususnya untuk mengatasi krisis listrik di berbagai wilayah. Akan tetapi pada tahun 2007 upaya mengakselerasi pembangunan pembangkit listrik dapat segera mulai dapat dilaksanakan terutama untuk pembangkit listrik berbahan bakar gas seperti PLTGU Muara Karang, PLTGU Muara Tawar, PLTGU Tanjung Priok, PLTGU Semarang, serta dimulainya pembangunan berbagai PLTU di seluruh tanah air. Begitu pula upaya melanjutkan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan diharapkan pada tahun 2007 dapat segera dilaksanakan, yang meliputi berbagai PLTA dan PLTP di Sumatera, Sulawesi, Irian dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Pembangunan jaringan transmisi 500 kV jalur selatan Jawa sudah berhasil diselesaikan sekalipun mengalami hambatan sosial beruapa pembebasan lahan dan kompensasi yang cukup berat. Berbagai pembangunan jaringan transmisi, distribusi dan berbagai gardu induk pada tahun 2007 terus ditingkatkan di berbagai wilayah di tanah air yang meliputi  penambahan gardu induk 150 kV di Mranggen, Semarang, Purbalingga; Transmisi 150 kV Sidikalang-Tarutung Sumatera Utara; Gardu Induk di Binjai 60 MVA dan Brastagi 60 MVA;  penyelesaian jaringan transmisi 150 kV di Mempawang-Singkawang Kalimantan dan jaringan transmisi 150 kV dan 275 kV di Sumatra.  Pengembangan jaringan transmisi dan jaringan distribusi untuk menunjang pembangunan PLTU 10.000 MW baik di Jawa, Sumatera, Kalimantan  dan Sulawesi maupun daerah lainnya telah mulai dipersiapkan pada tahun 2007, termasuk penyempurnaan cukup signifikan dalam optimilisasi jaringan distribusi.

Konsumsi BBM untuk pembangkit listrik  masih cukup tinggi yaitu masih berkisar sekitar 34 persen pada akhir tahun 2006 yang mengakibatkan biaya produksi listrik masih cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan pemerintah harus menanggung subsidi listrik yang masih cukup besar. Pada akhir tahun 2007 diharapkan konsumsi BBM untuk pembangkit listrik terus berkurang dan dapat mencapai kurang dari 30 persen. Pada tahun 2006, subsidi listrik mencapai lebih dari 29 triliun rupiah. Diharapkan pada tahun 2007 akan mengalami penurunan hingga tidak lebih dari Rp 20 triliun.

Ratio elektrifikasi telah mengalami peningkatan, diperkirakan telah mendekati sekitar 56 persen pada tahun 2007 untuk yang menggunakan jaringan PT. PLN dan akan mencapai sekitar 58 persen. Jika ditambah dengan penyediaan listrik oleh pihak non PT. PLN, pencapaian rasio elektrifikasi perdesaan  diperkirakan akan mencapai sekitar 91 persen pada akhir tahun 2007.

Tingkat susut jaringan, baik teknis maupun non teknis diperkirakan masih akan sulit untuk mencapai sekitar 9 persen pada akhir tahun 2007. Sehingga tingkat efisiensi akibat susut jaringan masih relatif rendah.  

Aspek  regulasi rumusan undang-undang ketenagalistrikan sudah dapat diselesaikan pada tahun 2006 dan diharapkan pada tahun 2007 undang-undang tersebut diharapkan dapat diterbitkan. Pada tahun 2007 diharapkan berbagai pembaharuan peraturan dibawahnya dapat disesuaikan. 

Dalam sistem ketenagalistrikan nasional, krisis listrik masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, upaya mengatasinya melalui pembangunan pembangkit listrik dalam bentuk rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit listrik batubara (PLTU) dalam rangka penambahan kapasitas pembangkit listrik di berbagai wilayah di tanah air termasuk di Jawa masih belum menunjukan hasil yang cukup berarti karena proses implementasi pembangunannya pada umumnya memakan waktu yang cukup lama serta banyaknya kendala dalam upaya mencari sumber bahan bakar yang dibutuhkan khususnya pembangkit listrik berbahan bakar gas.  

Masalah kemampuan investasi pemerintah dan PT. PLN relatif sangat terbatas, baik investasi yang didanai dari pinjaman luar negeri pemerintah yang diteruspinjamkan kepada PT. PLN, maupun investasi PT. PLN sendiri.  Fasilitasi pemerintah berupa keleluasaan PT. PLN untuk  melakukan peminjaman dana investasi yang dijamin pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan investasinya.

Sistem penyaluran listrik baik jaringan transmisi maupun jaringan distribusi juga dihadapkan pada persoalan aspek sosial pertanahan yang masih menjadi kendala utama dalam mempercepat proses pengembangan jaringan penyaluran. 

Konsumsi BBM saat masih cukup tinggi dalam sistem ketenagalistrikan nasional  menjadikan pemerintah harus mengeluarkan subsidi listrik yang cukup besar setiap tahun. Diperkirakan pada tahun 2008 subsidi listrik masih cukup besar, diperkirakan dibutuhkan lebih dari Rp 25 triliun. 

Begitu pula, implementasi dari pembaharuan undang-undang ketenagalistrikan  pasca pembatalan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tetang Ketenagalistrikan yang ditujukan untuk pengembangan kembali struktur dan tata pengelolaan ketenagalistrikan nasional serta proses transisinya masih akan menghadapi tantangan yang cukup besar mengingat keterbatasan dana investasi pembangunan ketenagalistrikan pemerintah pusat semakin terbatas sehingga peran pembangunan bidang ketenagalistrikan akan semakin didistribusikan lebih luas kepada berbagai lembaga usaha serta kepada pemerintah daerah.

Begitu pula masalah pengenaan beban pajak dan retribusi daerah terhadap investasi bidang ketenagalistrikan yang masih kurang menjamin kepastian hukum, pengenaan pajak dan retribusi yang tidak seragam diberbagai daerah dan cukup memberatkan usaha masih banyak terjadi, terutama pajak penggunaan air permukaan, pajak penerangan jalan umum, pajak tiang dan gardu listrik.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Sasaran pembangunan ketenagalistrikan tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.600 MW di Jawa dan 1.840 MW di luar Jawa, serta berkurangnya daerah krisis listrik khusunya di luar Jawa.

2. Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 63 persen (elektrifikasi PT. PLN dan non PT. PLN) dan  rasio elektrifikasi perdesaan menjadi  sebesar  87 persen. 

3. Semakin luas dan optimalnya sistem interkoneksi 500 kV, 275 kV dan 150 kV serta  jaringan distribusinya baik di Jawa maupun luar Jawa. 

4. Terwujudnya susut jaringan terutama teknis dan non-teknis menjadi sekitar 9,5 persen (lebih tinggi dari target RKP 2007, mengingat target susut jaringan 2007 diperkirakan sulit dicapai).

5. Berkurangnya penggunaan BBM untuk pembangkit listrik menjadi sekitar 25  persen, serta meningkatnya pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan.

6. Tersusunnya serta mulai dilaksanakannya rencana induk proses transisi pembaharuan struktur industri dan sistem pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional sesuai undang-undang  ketenagalistrikan yang baru; terbitnya berbagai peraturan pelaksaannya; terpisahnya fungsi komersial dan fungsi non komersial pembangunan bidang ketenagalistrikan, termasuk rencana induk  pembangunan bidang ketenagalistrikan yang bersifat PSO serta terselesaikannya  reposisi dan restrukturisasi PT. PLN sesuai undang-undang ketenagalistrikan yang baru.

7. Makin  berkembangnya pengembangan pemanfaatan komponen lokal dan dana investasi dalam negeri dalam pembangunan bidang ketenagalistrikan.

8. Terus berkembangnya partisipasi pemerintah daerah di berbagai wilayah dalam pengembangan ketenagalistrikan di masing-masing daerahnya khususnya untuk pengembangan listrik perdesaan. 

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Arah kebijakan pembangunan ketenagalistrikan tahun 2008 adalah sebagai berikut: 

1. Mempercepat pembangunan pembangkit listrik di berbagai wilayah di tanah air dan Mengupayakan peningkatan ketersediaan  tenaga listrik terutama  wilayah yang mengalami krisis listrik dan pemenuhan pertumbuhan permintaan tenaga listrik baik di dalam maupun di luar sistem ketenagalistrikan Jawa-Madura-Bali.

2. Pengurangan konsumsi BBM dan peningkatan konsumsi energi primer non BBM terutama batubara dan gas serta energi terbarukan untuk pembangkit listrik.

3. Optimalisasi, efisiensi dan perluasaan jaringan penyaluran transmisi dan distribusi.

4. Penyempurnaan regulasi dan peraturan-peraturan sesuai undang-undang ketenagalistrikan yang baru serta berbagai proses transisi yang diperlukan.

5. Peningkatan investasi swasta dalam bidang pembangkitan.

6. Perluasan pelayanan tenaga listrik di wilayah-wilayah perdesaan dan terpencil.

7. Peningkatan kualitas pelayanan pelanggan.

8. Pembangunan ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan.

9. Peningkatan penggunaan komponen lokal. 

10. Mendorong upaya penghematan penggunaan listrik.

V. POS DAN TELEMATIKA

A. KONDISI UMUM

Dalam era globalisasi dimana informasi mempunyai nilai ekonomi, kemampuan untuk mendapatkan, memanfaatkan dan mengolah informasi mutlak dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus daya saing bangsa tersebut. Kemampuan yang sama juga mutlak dimiliki setiap daerah untuk membuka keterisolasian suatu daerah dan peluang ekonomi bagi daerah tersebut. 

Pada kenyataannya, ketersediaan, jangkauan dan kualitas infrastruktur dan layanan pos, telekomunikasi, informatika dan penyiaran masih terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan digital baik antara Indonesia dengan negara lain maupun antarwilayah di Indonesia serta tingginya biaya akses dan layanan. Keterbatasan infrastruktur tersebut antara lain disebabkan oleh (1) terbatasnya kemampuan pembiayaan operator dalam melakukan investasi baru jangka pendek untuk mengikuti cepatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); (2) tingginya hambatan masuk (barrier to entry) sehingga pemanfaatan pendanaan di luar pemerintah masih terbatas dan kompetisi yang setara (level playing field) antara pemain baru dengan incumbent yang merupakan BUMN juga belum terjadi; dan (3) terbatasnya kemampuan adopsi dan adaptasi teknologi sehingga kemajuan teknologi belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Selain disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur, kesenjangan digital juga disebabkan oleh terbatasnya kemampuan masyarakat untuk mengakses informasi karena rendahnya daya beli, rendahnya kemampuan untuk mengolah informasi menjadi peluang ekonomi, sangat terbatasnya konsentrasi bisnis, dan terbatasnya infrastruktur pendukung seperti transportasi, jalan, dan listrik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 telah ditetapkan tiga agenda utama pembangunan pos dan telematika, yaitu reformasi sektor, pengembangan infrastruktur dan layanan, serta pengembangan TIK. Ketiga agenda tersebut dituangkan ke dalam tiga program pembangunan, yaitu (1) Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika; (2) Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika; dan (3) Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pada dasarnya, Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pos dan telematika, kompetisi level playing field, dan iklim investasi yang kondusif, sedangkan Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dan layanan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah perdesaan, perbatasan dan wilayah non-komersial lain. Sementara itu, Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk mendayagunakan informasi serta TIK beserta aplikasinya guna mewujudkan tata pemerintahan yang lebih transparan, efisien dan efektif. Selain itu, program ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan TIK (e-literacy), meningkatkan kemampuan industri dalam negeri dalam memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi TIK, serta mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan TIK.

Dengan memperhatikan terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah, pelaksanaan ketiga program tersebut difokuskan kepada (1) perkuatan fungsi pengaturan yang meliputi kebijakan, regulasi, kelembagaan dan industri (Kerangka Regulasi); (2) penyediaan infrastruktur dan layanan di wilayah non-komersial; (3) pelaksanaan proyek percontohan TIK; dan (4) fasilitasi pengembangan TIK (Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah). 

Sebagai bagian dari RPJM Nasional 2004-2009, pembangunan pos dan telematika di tahun 2006 dan 2007 juga mengacu kepada tiga agenda utama pembangunan pos dan telematika. Pencapaian di tahun 2006 di antaranya meliputi: Reformasi sektor. (1) pembahasan RUU Pos; (2) penerbitan PM Kominfo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Interkoneksi; (3) penerbitan peraturan tentang penetapan tarif berbasis biaya, yaitu PM Kominfo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif Perubahan Jasa Telepon Dasar melalui Jaringan Tetap, dan PM Kominfo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Teleponi Dasar Jaringan Bergerak Selular; (4) penetapan anggota Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia; (5) penerbitan PM Kominfo Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur tata cara penyesuaian izin penyelenggaraan penyiaran.

Pengembangan infrastruktur dan layanan. (1) penyusunan rencana pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) telekomunikasi serat optik Palapa Ring yang ditawarkan pada acara Indonesia Infrastructure Conference and Exhibition 2006; (2) persiapan pembukaan peluang usaha dalam penyelenggaraan telekomunikasi sambungan tetap lokal, Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ), dan Sambungan Langsung Internasional (SLI); (3) persiapan pengembangan akses nirkabel berpita lebar (broadband wireless access); (4) persiapan pembangunan Indonesia Security Incident Response Team on Infrastructure Information (ID-SIRTII) untuk menciptakan infrastruktur internet yang aman sehingga mampu mendukung transaksi elektronik; (5) pelaksanaan kewajiban pelayanan universal Public Service Obligation (PSO) pos dan Universal Service Obligation (USO) telekomunikasi; (6) pembentukan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan yang bertugas untuk merencanakan pembangunan dan mengelola dana USO; (7) pembangunan pusat informasi masyarakat melalui program community access point (CAP); (8) persiapan pembangunan infrastruktur penyiaran televisi di 19 propinsi termasuk daerah blank spot dan perbatasan. 

Pengembangan TIK. (1) lanjutan pengembangan aplikasi berbasis open source melalui program Indonesia, Go Open Source (IGOS); (2) pembentukan Dewan TIK Nasional yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keterpaduan pengembangan TIK nasional terutama untuk kegiatan lintas sektor; (3) persiapan penyusunan model e-education, pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan TIK untuk pegawai pemerintah dan umum sebagai bagian dari upaya peningkatan e-literacy masyarakat; dan (4) pencanangan penggunaan program perangkat lunak legal.
Adapun perkiraan pencapaian pembangunan pos dan telematika di tahun 2007 antara lain meliputi: Reformasi sektor. (1) lanjutan pembahasan RUU Pos; (2) penyusunan konsep awal revisi UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; (3) penyusunan konsep awal cetak biru TIK; (4) pengawasan, asistensi, dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan kompetisi di sektor telekomunikasi, seperti asistensi implementasi interkoneksi berbasis biaya, penyelesaian masalah kode akses SLJJ, evaluasi pelaksanaan komitmen pembangunan infrastruktur; (5) reformasi Lembaga Penyiaran Publik.

Pengembangan infrastruktur dan layanan. (1) penyediaan jasa akses telekomunikasi di 18.000 desa yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi yang dipilih melalui lelang; (2) pengakhiran bentuk duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi sambungan tetap lokal, SLJJ dan SLI; (3) pelelangan spektrum frekuensi untuk akses nirkabel berpita lebar; (4) lanjutan penyusunan rencana teknis dan model bisnis pembangunan jaringan tulang punggung telekomunikasi serat optik nasional Palapa Ring; (5) lanjutan program PSO pos dan CAP; (6) lanjutan pembangunan ID-SIRTII; (7) penyediaan infrastruktur penyiaran televisi di 19 propinsi; (8) lanjutan penyusunan migrasi sistem penyiaran nasional dari analog ke digital. 

Pengembangan TIK. (1) pengesahan UU Informasi dan Transaksi Elektronik; (2) pelaksanaan beberapa program peningkatan e-literacy masyarakat; (3) penyusunan cetak biru e-business; (4) penyusunan strategi dan rencana tindak e-Indonesia; (5) penyusunan regulasi e-government; (6) pembangunan pusat layanan dan pusat pemulihan data (data recovery center) e-government; (7) pengembangan keamanan jaringan internet.

Permasalahan utama yang dihadapi di tahun 2008 diperkirakan terkait dengan (1) belum efektifnya penciptaan dan pengawasan penyelenggaraan kompetisi; (2) tingginya ketergantungan pembiayaan pembangunan infrastruktur penyiaran kepada dana pemerintah; (3) tingginya tingkat ketergantungan terhadap teknologi/vendor tertentu; (4) masih tingginya tingkat penggunaan perangkat lunak ilegal di instansi pemerintah; (5) belum terpadunya rencana pengembangan TIK lintas sektor; dan (6) masih terbatasnya e-literacy masyarakat. 

Pembangunan di tahun 2008 menghadapi tantangan dari cepatnya perkembangan teknologi dan terjadinya konvergensi teknologi telekomunikasi, informatika dan penyiaran sehingga diperlukan penataan ulang regulasi, kelembagaan dan industri.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008 

Pembangunan pos dan telematika di tahun 2008 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai sasaran pembangunan lima tahun sebagaimana diuraikan dalam RPJM Nasional 2004-2009. Sasaran khusus di tahun 2008 meliputi (1) meningkatnya kemampuan pengawasan terhadap penyelenggaraan pos dan telematika; (2) meningkatnya kualitas layanan pos dan jumlah akses telekomunikasi dan informatika di perdesaan; (3) meningkatnya jangkauan dan mutu penyiaran televisi dan radio; (4) berkembangnya pola kerjasama pemerintah-swasta dalam penyediaan infrastruktur dan layanan pos dan telematika; (5) berkurangnya tingkat ketergantungan terhadap teknologi proprietary dan industri luar negeri; (6) meningkatnya e-literacy masyarakat; dan (7) meningkatnya efisiensi belanja modal pemerintah untuk kegiatan TIK dan sinergi pengembangan TIK lintas sektor.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Arah kebijakan pembangunan pos dan telematika di tahun 2008 adalah:

1. Peningkatan kemampuan perangkat regulasi dalam menciptakan penyelenggaraan pos dan telematika yang efisien dan kompetitif;

2. Pembukaan peluang usaha dan pengembangan pola kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan layanan pos dan telematika termasuk di wilayah non-komersial;

3. Peningkatan kemampuan industri dalam negeri serta pengembangan aplikasi dan konten lokal;

4. Peningkatan koordinasi lintas sektor untuk mensinergikan kegiatan TIK; dan 

5. Pengembangan aplikasi TIK yang menunjang program flagship Dewan TIK Nasional.

Pengembangan, Pembangunan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Isu pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan TIK sebagai bagian dari program pembangunan pos dan telematika perlu diuraikan secara terpisah mengingat mendesaknya kebutuhan untuk melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan TIK terutama di sektor publik. 

Salah satu permasalahan dalam penggunaan TIK di sektor publik adalah rendahnya efisiensi belanja modal dan efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan lintas sektor. Hal ini disebabkan antara lain oleh tidak terintegrasinya perencanaan, pengalokasian pembiayaan, dan pelaksanaan kegiatan. Adanya keengganan untuk berbagi informasi merupakan kendala utama dalam mengkoordinasikan kegiatan TIK lintas sektor. Sikap tertutup ini disebabkan oleh masih adanya pandangan bahwa kegiatan TIK bersifat eksklusif milik sektor tertentu saja. Padahal, TIK merupakan enabler yang dapat dimanfaatkan di setiap aspek pembangunan baik sebagai kegiatan utama, pendukung maupun pemicu. Selain itu, kegiatan TIK juga masih dipandang sebagai kegiatan berorientasi proyek (jangka pendek) daripada program (jangka panjang). Pada kenyataannya, pengembangan infrastruktur, aplikasi dan konten TIK memerlukan waktu dan perlu dipelihara atau diperbaharui secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pengembangan TIK berorientasi proyek pada umumnya tidak berkelanjutan (unsustainable) dan seringkali menjadi cost-center daripada profit-center.

Untuk mengembangkan TIK diperlukan perencanaan komprehensif yang meliputi antara lain aspek infrastruktur, aplikasi, teknologi, industri, sumber daya manusia, pembiayaan maupun perangkat hukum. Dalam upaya pengembangan e-procurement, sebagai contoh, diperlukan infrastruktur yang berkapasitas besar, berkualitas, handal dan aman bagi transaksi elektronik, berbagai aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk saling berinteraksi secara real time dan aman, dan perangkat hukum yang mengatur legalitas transaksi elektronik beserta safeguard apabila terjadi tindak kejahatan. Dengan demikian, kegiatan TIK by nature bukan merupakan kegiatan stand-alone. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, kegiatan TIK lintas sektor harus dikoordinasikan dengan tetap memperhatikan kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga yang terkait. 

Kurang efektifnya pelaksanaan kegiatan TIK juga disebabkan oleh kegiatan yang lebih difokuskan kepada pengadaan perangkat. Ketersediaan input (perangkat) yang memadai sangat diperlukan tetapi utilisasinya merupakan hal yang lebih penting. Masih terbatasnya mekanisme pembiayaan bersama (co-sharing) antarinstansi yang terlibat menyebabkan terjadinya duplikasi investasi. Oleh karena itu, koordinasi pengembangan kegiatan TIK sangat diperlukan tidak saja untuk menjamin kesinambungan dan keterpaduan program tetapi juga untuk mengefisienkan belanja modal pemerintah. 

Dalam rangka meningkatkan sinergi pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan TIK, telah dibentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang diketuai oleh Presiden dan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006. Keanggotaan Dewan meliputi 12 Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Koordinator Perekonomian, Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Perdagangan, Departemen Dalam Negeri, Kementerian Negara PPN/Bappenas, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Riset dan Teknologi, dan Sekretariat Kabinet.

Sebagai upaya awal untuk meningkatkan sinergi dalam pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan TIK, Dewan telah menetapkan prioritas pembangunan TIK yang dituangkan ke dalam tujuh program flagship lintas sektor. Ketujuh program tersebut adalah (1) e-procurement; (2) penggunaan perangkat lunak legal; (3) e-education; (4) National Single Window; (5) e-Anggaran; (6) jaringan tulang punggung telekomunikasi serat optik Palapa Ring; dan (7) Single Identity Number.

Perencanaan, pengalokasian pembiayaan, dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ketujuh program flaghsip tersebut dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sedangkan koordinasi dan monitoring lintas sektor akan dilakukan oleh Dewan TIK Nasional. Dengan demikian, duplikasi kegiatan dan investasi dapat dihindari. 

VI. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

A. KONDISI UMUM

Hingga akhir tahun 2006, telah banyak program pembangunan yang dilakukan, khususnya yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman. Sebagian program tersebut telah menunjukkan hasil yang signifikan namun masih terdapat beberapa hal yang memerlukan upaya tindak lanjut sehingga perlu dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Terkait dengan penyediaan hunian yang layak huni bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), pemerintah telah melakukan: (1) pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebanyak 9.462 unit; (2) penataan dan revitalisasi kawasan perkotaan sebanyak 159 kawasan, dukungan perbaikan perumahan swadaya sebanyak 2.500 unit rumah; (3) pemberian dukungan prasarana dan sarana permukiman dalam pembangunan 133.261 unit rumah PNS/TNI-Polri/Pekerja; (4) penyediaan prasarana dan sarana permukiman di 39 kawasan perbatasan; serta (5) pembentukan PT. Sarana Multigriya Finansial dalam upaya pengembangan kerangka kebijakan di sektor perbankan dan pembiayaan perumahan. 

Pada bidang permukiman, kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Tahun 2006, meliputi: (1) penurunan jumlah kawasan yang tidak mendapatkan akses air minum sebanyak 612 kawasan; (2) pelaksanaan program SANIMAS (Sanitasi oleh Masyarakat) pada 86 lokasi untuk melayani 48.000 jiwa; (3) pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk melayani 71.0931 jiwa; (4) pembangunan saluran drainase primer sepanjang 347.879 meter untuk menangggulangi genangan di kawasan perkotaan dan strategis yang melayani 595.996 jiwa pada 2.690 hektar; (5) pembangunan, pengembangan dan optimalisasi TPA (tempat pembuangan akhir) sehingga mampu melayani 5 juta jiwa; (6) pembangunan saluran drainase primer sepanjang 34.161 meter untuk menanggulangi genangan pada perumahan RSH bagi PNS, TNI POLRI di 22 kabupaten/kota bagi 59.837 jiwa; (7) penanganan bencana alam di Propinsi DIY dan Jawa Tengah dengan mendistribusikan bahan dan peralatan prasarana dan sarana air minum; (8) terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; serta  (9) pemberian bantuan teknik serta diseminasi/sosialisasi bidang pengembangan air limbah. 

Pembangunan bidang pembangunan perumahan dan permukiman tahun 2007 sebagian besar merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya dalam rangka pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009. Perkiraan pencapaian tahun 2007 adalah sebagai berikut: (1) terbangunnya rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebanyak 57 twin blok, (2)  pembangunan prasarana dan sarana permukiman bagi rumah sederhana sehat di 103 kawasan; (3) pembangunan prasarana dan sarana permukiman di kawasan perbatasan dan pesisir pada 34 kawasan; (4) pembangunan prasarana dan sarana permukiman pada kawasan skala besar di 12 kawasan; (5) peningkatan kualitas kawasan kumuh dan nelayan pada 143 kawasan; (6) peningkatan lingkungan perumahan perkotaan di 32 kabupaten/kota; (7) pembangunan prasarana dan sarana air minum dan air limbah berbasis masyarakat di 981 desa; (8) pemberian bantuan teknis sistem penyediaan air minum di 422 kabupaten/kota; (9) pembangunan prasarana dan sarana air limbah skala komunitas di 157 kabupaten/kota; (10) pembangunan prasarana dan sarana air limbah terpusat dan IPAL (instalasi pengolahan air limbah) di 5 propinsi; (11) pengembangan TPA (tempat pembuangan akhir) regional di 39 kabupaten/kota; dan (12) pembangunan sistem drainase di 44 kawasan.   

Pada pembangunan bidang perumahan dan permukiman tahun 2008, pembangunan perumahan dan permukiman masih dihadapkan pada beberapa masalah pokok antara lain: masih terdapatnya  rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak; masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang layak; serta masih kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan untuk mendukung sektor industri, pariwisata dan perdagangan. Dengan permasalahan yang dihadapi, pembangunan perumahan dan permukiman memiliki tantangan untuk: (1) menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah; (2) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; (3) meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase; serta (4) mempercepat pencapaian ’free open defecation’. 

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008 

Berdasarkan hasil Kajian Pengeluaran Publik Indonesia yang disusun oleh Pemerintah Indonesia bersama dengan Bank Dunia pada tahun 2007, perkembangan alokasi pengeluaran publik untuk sektor infrastruktur telah mengalami peningkatan, yaitu dari 9 persen pada tahun 2001 hingga mencapai 11 persen pada tahun 2006 atau hanya mencapai 3 persen dari PDB. Namun demikian, alokasi tersebut masih dirasakan kurang memadai, khususnya bagi sektor perumahan dan permukiman. Oleh karena itu, pada tahun 2008 akan diprioritaskan untuk menambah alokasi sesuai dengan kemampuan pendanaan pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat maka langkah yang ditempuh adalah melanjutkan kegiatan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), pengembangan perumahan swadaya, pengembangan lembaga kredit mikro perumahan, penyediaan prasarana dan sarana penunjang sesuai dengan standard pelayanan minimal. 

Guna menunjang daya saing sektor riil, terutama sektor pariwisata, maka kegiatan penyediaan dan optimalisasi prasarana dan sarana permukiman di kawasan strategis perekonomian nasional akan dilanjutkan. Selain itu, seperti halnya yang dilaksanakan pada tahun 2007, pemerintah akan melanjutkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha swasta melalui kegiatan berbasis masyarakat maupun public-private-partnership dalam penyediaan prasarana dan sarana permukiman.  

Berdasarkan kondisi tersebut, maka sasaran umum yang hendak dicapai dalam pembangunan perumahan dan permukiman pada tahun 2008 adalah (1) meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak; (2) meningkatnya akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana dasar permukiman sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan (3) tercapainya peningkatan daya saing sektor riil.


Adapun sasaran khusus yang ingin dicapai pada Tahun 2008 adalah: 

(a) Pembangunan Perumahan 

1. Terlaksananya perumusan kebijakan, strategi, dan program pengembangan perumahan;

2. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan;

3. Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan;


4. Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM)  Program Pengembangan Perumahan;

5. Terbangunnya  rumah susun sederhana sewa beserta prasarana dan sarana dasarnya;

6. Tersedianya prasarana dan sarana dasar untuk 10.000 unit RSH/S dan rumah susun; 

7. Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan di 4 kota dan 16 kawasan; 

8. 
Tersedianya infrastruktur primer perkotaan pada kawasan rumah sederhana sehat (RSH) di 32 kawasan;

9. 
Terbangunnya  111 twin blok (10.656 unit) rumah susun sederhana sewa beserta fasilitas umum/social serta prasarana dan sarana dasarnya;

10. 
Terlaksananya revitalisasi serta penataan bangunan dan lingkungan di 145 kawasan;

11. 
Terlaksananya pembinaan teknis bangunan gedung di 33 provinsi;

12. 
Terlaksananya penanganan pasca bencana melalui pembangunan prasarana dan sarana;

13. 
Terlaksanananya  pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan; 

14. 
Terlaksanananya  PSO bagi Perumnas;

15. 
Tersusunnya perumusan kebijakan, strategi, dan program pemberdayaan komunitas perumahan;

16. 
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan komunitas perumahan;

17. 
Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan;


18. 
Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM)  Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;

19. Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi pembangunan 5.000 unit perumahan swadaya;

20. 
Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan 10.000 unit rumah di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan eks transmigrasi;

21. 
Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk melayani 10.000 unit perumahan di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan eks transmigrasi;


22. 
Terlaksananya bantuan pembangunan dan perbaikan 600 unit rumah di lokasi bencana.


23. 
Terlaksananya perbaikan lingkungan permukiman di 177 kawasan;

24. 
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan perkotaan (NUSSP) di 32 kabupaten/kota;

25. 
Terlaksananya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman di Yogyakarta dan Jawa Tengah;

26. 
Tersedianya prasarana dan sarana permukiman di 35 kawasan pulau kecil/terpencil;

27. 
Terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (P2KP: 3.581 kelurahan dan RISE: 237 kecamatan).

(b) Pembangunan Air Minum, Air Limbah, Persampahan dan Drainase 

1. Terlaksananya bantuan teknis program penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  pada 100 PDAM;

2. Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat di 1.560 desa;

3. Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk masyarakat berpendapatan rendah di 40 kawasan;

4. Tersedianya prasarana dan sarana air minum pada 270 kawasan strategis;

5. Terlaksananya kegiatan tanggap darurat air minum di lokasi bencana;

6. Terbangunnya prasarana dan sarana air limbah percontohan skala kominitas di 100 lokasi melalui program SANIMAS;

7. Terbangunnya prasarana dan sarana pembuangan air limbah sistem terpusat di 41 lokasi;

8. Terlaksananya bantuan teknis pengelolaan air limbah untuk 32 provinsi; 

9. 
Meningkatnya pengelolaan TPA/sanitary landfill/dan regional di 40 kabupaten/kota;

10. 
Terlaksananya bantuan teknis pengelolaan persampahan dan drainase di 32 provinsi;

11. 
Terlaksananya pengembangan sistem drainase di satu kota;

12. 
Terlaksananya tanggap darurat penyehatan lingkungan;

13. Terlaksananya program/kegiatan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM).

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008 

Untuk mencapai sasaran pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan pembangunan perumahan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut: 

(a) Menyediakan hunian sewa dan milik yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini ditujukan untuk menyediakan hunian yang sehat, aman dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 

1. Perumusan kebijakan, strategi, dan program pengembangan perumahan;

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan;

3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan;


4. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM)  program pengembangan perumahan;

5. Pembangunan  rumah susun sederhana sewa beserta prasarana dan sarana dasarnya;

6. Penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk RSH/S dan rumah susun 

7. Fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan; 

8. Penyediaan infrastruktur primer perkotaan pada kawasan rumah sederhana sehat (RSH);

9. Pembinaan teknis bangunan gedung;

10. Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka penanganan pasca bencana;

11. Pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan; 

12. Pelaksanaan PSO Perumnas

13. Perumusan kebijakan, strategi, dan program pemberdayaan komunitas perumahan;

14. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan komunitas perumahan;

15. Pengendalian pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan;


16. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM)  program pengembangan perumahan;

17. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya;

18. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan rumah di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan eks transmigrasi;

19. Bantuan pembangunan dan perbaikan rumah di lokasi bencana.
20. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman di Yogyakarta dan Jawa Tengah;

21. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (P2KP dan RISE)..

(b) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, harmonis dan berkelanjutan. 

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

1. Revitalisasi serta penataan bangunan dan lingkungan;

2. Fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan sarana dasar  di perumahan di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan eks transmigrasi;


3. Perbaikan lingkungan permukiman;

4. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan (NUSSP);

5. Penyediaan prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil/terpencil.
(c) Meningkatkan cakupan pelayanan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan cakupan cakupan pelayanan air minum, air limbah, persampahan dan drainase yang diselenggarakan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) maupun yang dilaksanakan oleh komunitas masyarakat secara optimal, efisien dan berkelanjutan. 

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 

1. Penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat;

3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk masyarakat berpendapatan rendah;

4. Penyediaan prasarana dan sarana air minum pada  kawasan strategis;

5. Tanggap darurat air minum di lokasi bencana;

6. Pembangunan prasarana dan sarana air limbah percontohan skala kominitas (SANIMAS);

7. Bantuan teknis pengelolaan air limbah;

8. Bantuan teknis pengelolaan persampahan dan drainase;

9. Pengembangan sistem drainase;

10. Tanggap darurat penyehatan lingkungan;
11. Pemberdayaan masyarakat  Bidang Cipta Karya;

12. Pengembangan kelembagaan Bidang Cipta Karya;
13. Program/kegiatan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM).
(d) Meningkatkan pelayanan sanitasi skala regional. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan persampahan. 

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah: 

1. Peningkatan pengelolaan TPA/sanitary landfill/regional.

(e) Meningkatkan pelayanan air minum dan sanitasi (air limbah) untuk menunjang kawasan ekonomi dan pariwisata. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing sektor riil di kawasan ekonomi dan pariwisata melalui penyediaan sarana dan prasarana permukiman. 

Kegiatan pokok yang dilakukan adalah:

5. Pembangunan prasarana dan sarana pembuangan air limbah sistem terpusat.
D.
MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif   (Rp. Juta)

	A. Sub Bidang Sumber Daya Air

	1.
	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Penatagunaan sumber daya air;

2.
Menyelenggarakan konservasi air tanah pada wilayah kritis air, antara lain, Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan NTT;

3.
Operasi dan pemeliharaan waduk, danau, situ, embung, serta bangunan penampung air lainnya;

4.
Rehabilitasi 100 situ di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi serta beberapa situ/danau di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lainnya;

5.
Pembangunan beberapa waduk antara lain di  Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan;

6.
Pembangunan sekitar 500 buah embung dan bangunan penampung air lainnya dalam skala kecil terutama di Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan wilayah rawan kekeringan lainnya;

7.
Peningkatan pemanfaatan potensi kawasan dan potensi air waduk, danau, situ, embung, dan bangunan penampung air lainnya, termasuk untuk pengembangan wisata tirta;

8.
Melaksanakan pembiayaan kompetitif (competitive fund) untuk konservasi air oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah daerah;

9.
Menggali dan mengembangkan budaya masyarakat dalam konservasi air;

10.
Perkuatan balai pengelolaan sumber daya air yang tersebar di berbagai provinsi, antara lain, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

11.
Pengembangan teknologi tepat guna;

12.
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan  Manual (NSPM); serta

13.
Pembangunan bangunan penampung air sederhana dan rehabilitasi waduk dan bangunan penampung air lainnya pada wilayah bencana di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian Sumatera Utara.


	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air Lainnya

Kegiatan-kegiatan pokok:

4. Penerapan teknologi pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya;

5. Pembangunan waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya;                                       

6. Rehabilitasi waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya;                                      

7. Operasi dan pemeliharaan  waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya;                         

8. Konservasi danau dan situ serta perbaikan sabuk hijau di kawasan sumber air;                              

9. Pembinaan perencanaan teknis sungai, danau dan waduk;

10. Pengembangan kelembagaan pengelolaan sumber daya air;  dan                                                   

11. Peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai                                  
	
	Dep. PU
	2.057.787,2

	
	
	
	1. Terlaksananya pembangunan 7 waduk dan 33 embung. 

2. Terlaksananya rehabilitasi 26 waduk dan 32 embung/situ.

3. Terlaksananya operasi dan pemeliharaan 121 buah bangunan penampung air.

4. Diterapkannya teknologi pengelolaan dan konservasi sungai dan danau di 3 lokasi.

5. Terlaksananya pembinaan perencanaan  teknis sungai, danau, dan waduk di 30 balai.

6. Meningkatnya kinerja pengelolaan sumber daya air di 15 provinsi.

7. Meningkatnya kinerja kelembagaan 18 buah balai dalam pengelolaan sumber daya air.

8. Terlaksananya gerakan nasional kemitraan penyelamatan air (GN-KPA).


	
	

	2.
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Pemberdayaan petani pemakai air terutama dalam pengelolaan jaringan irigasi;

2.
Peningkatan jaringan irigasi yang belum berfungsi sekitar 700 ribu hektar dengan prioritas di luar pulau Jawa ;

3.
Rehabilitasi jaringan irigasi sekitar 2,6 juta hektar terutama pada daerah penghasil pangan nasional dan jaringan rawa sekitar 0,8 juta hektar di luar Jawa;

4.
Pengelolaan jaringan irigasi sekitar 5,1 juta hektar dan rawa serta jaringan pengairan lainnya sekitar 0,8 juta hektar yang tersebar di seluruh provinsi;

5.
Optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi dan rawa yang telah dikembangkan; dan

6.
Rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan irigasi akibat bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara.


	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi; 

2. Pembangunan/peningkatan jaringan rawa;

3. Pembangunan/peningkatan prasarana irigasi dan air tanah;

4. Penyiapan lahan beririgasi;

5. Rehabilitasi jaringan irigasi;

6. Rehabilitasi jaringan rawa;

7. Rehabilitasi prasarana irigasi air tanah;

8. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi; 

9. Operasi dan pemeliharaan jaringan rawa;

10. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah;

11. Pembinaan perencanaan teknis rawa; dan

12. Peningkatan pengelolaan irigasi partisipatif.


	1. Terbangun dan meningkatnya kinerja 105.635 ha jaringan irigasi, 22.837 ha daerah rawa 

2. Berfungsinya 2.000 ha lahan beririgasi.

3. Terlaksananya rehabilitasi 210.732 ha jaringan irigasi dan 207.667 ha daerah rawa. 

4. Terlaksananya pemeliharaan 2,1 juta ha jaringan irigasi dan 750.000 ha daerah rawa. 

5. Terlaksananya program pengelolaan irigasi partisipatif di 14 provinsi dan 108 kabupaten/kota.

6. Terbangunnya jaringan irigasi air tanah seluas 4.183 ha.


	Dep. PU
	4.281.058,5

	3.
	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Operasi dan pemeliharaan serta perbaikan alur sungai terutama di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat;

2.
Rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai, termasuk tanggul dan normalisasi sungai terutama di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan;

3.
Pembangunan prasarana pengendali banjir dan pengamanan pantai terutama pada daerah-daerah rawan bencana banjir dan abrasi air laut pada wilayah strategis, daerah tertinggal, serta pulau-pulau terluar di daerah perbatasan antara lain di Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau Kepulauan Bengkulu, Jawa, Bali, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara;

4.
Mengendalikan aliran air permukaan (run off) di daerah tangkapan air dan badan-badan sungai melalui pengaturan dan penegakkan hukum;

5.
Menggali dan mengembangkan budaya masyarakat setempat dalam mengendalikan banjir; serta

6.
Melakukan pengamanan daerah pantai dengan memprioritaskan pada pananaman tanaman bakau pada daerah pantai yang terkena bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara.


	Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai

Kegiatan-kegiatan pokok:

12. Pembangunan sarana/prasarana pengendali banjir;  

13. Pembangunan sarana/prasarana  pengamanan pantai;                                                            

14. Penanggulangan bencana / tanggap darurat;                                                                 

15. Pembangunan sarana/prasarana pengendalian lahar gunung berapi;                                            

16. Rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir;                                                          

17. Rehabilitasi sarana/prasarana  pengamanan pantai;                                                          

18. Rehabilitasi sarana/prasarana  pengendalian lahar gunung berapi;                                          

19. Operasi dan pemeliharaan prasarana pengendalian banjir;                                                   

20. Operasi dan pemeliharaan prasarana pengamanan pantai;                                                     

21. Operasi dan pemeliharaan sarana/prasarana  pengendalian lahar gunung berapi; dan                              

22. Pembinaan perencanaan teknis pantai.                                                                      
	1. Terbangunnya 145 km prasarana pengendali banjir.

2. Terbangunnya 71,10 km prasarana pengamanan pantai.

3. Terbangunnya 12 unit prasarana pengendali lahar gunung berapi.

4. Berlangsungnya operasi dan pemeliharaan 1.500 km prasarana pengendali banjir, 20 km prasarana pengamanan pantai, dan 2 sarana/prasarana pengendali lahar.

5. Terlaksananya kegiatan tanggap darurat penanggulangan banjir.

6. Terlaksananya rehabilitasi sarana/prasarana pengaman pantai 4 km di 2 (dua) provinsi dan sarana/prasarana pengendali banjir di 62 lokasi.

7. Tersusunnya perencanaan teknis pengamanan pantai.  


	Dep. PU
	2.048.866,1

	4.
	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi saluran pembawa dan prasarana air baku lainnya;

2.
Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku terutama pada kawasan-kawasan dengan tingkat kebutuhan air baku tinggi di wilayah strategis dan daerah tertinggal antara lain di Lampung, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Bangka Belitung;

3.
Pembangunan sumur-sumur air tanah dengan memperhatikan prinsip-prinsip conjuctive use pada daerah-daerah rawan air, pulau-pulau kecil, dan daerah tertinggal;

4.
Sinkronisasi kegiatan antara penyediaan air baku dengan kegiatan pengolahan dan distribusi; serta

5.
Pembangunan prasarana air baku dengan memprioritaskan pemanfaatan air tanah pada daerah-daerah yang tercemar air laut pada daerah bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan sebagian wilayah Sumatera Utara.


	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
	
	Dep. PU
	729.540,1

	
	
	Kegiatan-kegiatan pokok:
	
	
	

	
	
	23. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku;

24. Pembangunan tampungan untuk air baku;                                                                     

25. Rehabilitasi tampungan untuk air baku;                                                                    

26. Rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku;                                          

27. Operasi dan pemeliharaan prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku;                              

28. Operasi dan pemeliharaan  tampungan untuk air baku;                                                       

29. Pembinaan perencanaan teknis sumber air baku;                                                             

30. Pembangunan prasarana sumber air baku lainnya;                                                            

31. Rehabilitasi prasarana sumber air baku lainnya;                                                           

32. Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber air baku lainnya;                                               

33. Pembangunan/peningkatan prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan;                  

34. Rehabilitasi  prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan; dan                            

35. Operasi dan pemeliharaan  prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan.                                                                                                           
	1. 
Tersedianya prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku sebesar 1,00 m3/dt.

2.
 Terbangunnya 10 buah tampungan air baku.

3.
Terlaksananya rehabilitasi 5 buah tampungan air baku dan 84 buah prasarana pengambilan dan saluran pembawa air baku.

4.
Berlangsungnya operasi dan pemeliharaan 2 buah tampungan air baku dan 10 buah prasarana. pengambilan dan saluran pembawa air baku.

5.
Terlaksananya 6 buah prasarana sumber air baku lainnya.

6. 
Terbangunnya 688 ha prasarana air tanah untuk air minum daerah terpencil/perbatasan.

7. 
Terlaksannya rehabilitasi 1.602 ha serta operasi dan pemeliharaan 1.078 ha prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/ perbatasan.
	
	

	5.
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah tentang Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah tentang Pembiayaan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai, Peraturan Pemerintah tentang Perum Jasa Tirta I, Peraturan Pemerintah tentang Perum Jasa Tirta II;

2.
Peraturan Presiden tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;

3.
Penataan dan perkuatan kelembagaan pengelola sumber daya air tingkat pusat, daerah provinsi, maupun daerah kabupaten/kota;

4.
Pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat SWS, dan/atau tingkat kabupaten/kota;

5.
Membangun sistem informasi dan pengelolaan data yang dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang akurat, aktual, dan mudah diakses;

6.
Pembentukan jaringan dan kelembagaan pengelola data dan sistem informasi serta penyiapan dan pengoperasian decision support system (DSS);

7.
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan sumber air lainnya;

8.
Peningkatan kemampuan dan pemberdayaan masyarakat dan perkumpulan petani pemakai air dalam hal teknis, organisasi, dan administrasi pengembangan dan pengelolaan irigasi dan sumber daya air lainnya; serta

9.
Penegakan hukum dan peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air.


	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kegiatan-kegiatan pokok:

36. Pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

37. Peningkatan sarana dan prasarana;

38. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan;

39. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pelatihan;

40. Penyelenggaraan/pembinaan informasi publik;

41. Pengembangan sdm dan administrasi kepegawaian;

42. Penyusunan/penyempurnaan/peng-kajian peraturan perundang-undangan; dan

43. Pendampingan bantuan hukum.
	1. 
Terbentuk dan berkembangnya balai-balai pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewenangan pusat.

2.
Penataan dan perkuatan kelembagaan.

3.
Penyelesaian 11 buah NSPM sebagai peraturan perundangan turunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004.

4.
Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional dan wadah koordinasi/dewan sumber daya air daerah.

5.
Penyediaan data dan informasi sumber daya air yang akurat, lengkap, dan benar.
	Dep. PU
	50.505,4

	
	
	
	
	
	

	B. Sub Bidang Transportasi

	1.
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan nasional sepanjang 173.837 km;

2. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan provinsi 196.441 km; dan

3. Rehabilitasi/pemeliharaan rutin dan berkala jalan kabupaten/kota sepanjang 721.696 km.


	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok:
d. Pemeliharaan rutin jalan nasional sepanjang 29.201 km dan jembatan 35.000 m;

e. Pemeliharaan berkala jalan nasional 938 km dan jembatan sepanjang 12.500 m; dan

f. Rehabilitasi jalan untuk tanggap darurat. 


	d. Terpeliharanya jalan nasional sepanjang 30.139 kilometer.

e. Terpeliharanya jembatan sepanjang 47.500 meter pada jalan nasional.

f. Dapat terehabilitasinya jalan akibat kerusakan yang mengganggu fungsi pelayanan.
	Dep. PU
	3.094.204,0

	2.
	Program peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan ruas arteri primer sepanjang 12.321 km dan 26.579 m jembatan merupakan jalur utama perekonomian serta ruas-ruas strategis penghubung lintas-lintas tersebut;

	Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan Jembatan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan/pembangunan 3.270 km jalan Lintas Sumatera, Tran Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan Papua.

2. Pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan di kota-kota strategis sepanjang 24,3 km di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Utara.

3. Penyelesaian pembangunan jalan lintas pantai Selatan Jawa sepanjang 25 km di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

4. Peningkatan jalan Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa sepanjang 926,86 km.

5. Peningkatan jalan dan jembatan nasional penghubung lintas sepanjang 284 km dan Penggantian Jembatan sepanjang 1.160,8 meter.

6. Pembangunan jalan akses menuju Bandara Kuala Namu Sumatera Utara sepanjang 7 km.

7. Relokasi jalan tol dan jalan arteri Porong-Gempol.

8. Peningkatan jalan akibat bencana alam.


	1. Meningkatnya dan dibangunnya kondisi jalan sepanjang 3.270 km di Lintas Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Maluku, Bali, Nusa Tenggara dan Papua.

2. Terbangunnya jalan baru dan peningkatan jalan di kota-kota strategis sepanjang 24,3 km di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi Utara.

3. Terbangunnya jalan lintas pantai Selatan Jawa sepanjang 25 km di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

4. Meningkatnya kondisi jalan sepanjang 926,86 km di Lintas Timur Sumatera dan Pantai Utara Jawa

5. Meningkatnya jalan dan jembatan nasional penghubung lintas sepanjang 284 km dan terbanguunya Jembatan sepanjang 1.160,8 meter.

6. Terbangunnya jalan akses menuju Bandara Kuala Namu Sumatera Utara sepanjang 7 km.

7. Direlokasinya jalan tol dan jalan arteri Porong-Gempol.

8. Dilakukannya peningkatan jalan akibat bencana alam.

	Dep. PU
	14.172.900,0

	
	2.
Peningkatan/pembangunan jalan dan flyover pada ruas arteri primer dan strategis di kawasan perkotaan;


	Pembangunan FO sepanjang 3.845 m di wilayah Jabodetabek, Pantai Utara Jawa, dan kota metropolitan lainnya.
	Terbangunnya fly over sepanjang 3.845 M di wilayah Jabotabek, Pantai Utara Jawa, dan kota metropolitan lainnya.
	
	

	
	3.
Penyelesaian pembangunan jembatan antar pulau Surabaya-Madura;


	Pembangunan jembatan Suramadu meliputi Sisi Madura sepanjang 522,8 m, Sisi Surabaya 362,9 m, dan Bentang Tengah 498 m.


	Diselesaikannya pembangunan Jembatan Suramadu.
	
	

	
	4.
Mengembangkan jalan bebas hambatan dan pembangunan jalan tol sepanjang 1.593 km pada koridor-koridor jalan berkepadatan tinggi yang menghubungkan kota-kota dan/atau pusat-pusat kegiatan;


	1. Pembangunan jalan bebas hambatan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang 0,4 km.

2. Dukungan pembangunan jalan tol berupa pembebasan tanah seluas 782 ha untuk ruas Solo-Ngawi-Kertosono, Medan-Kuala Namu-Tebingtinggi, dan Cileunyi-Sumedang-Dawuan.


	1.
Dilaksanakannya pembangunan jalan bebas hambatan akses ke Pelabuhan Tanjung Priok.

2. Tersedianya lahan untuk pembangunan jalan tol seluas 782 ha untuk ruas Solo-Ngawi-Kertosono, Medan-Kuala Namu-Tebingtinggi, dan Cileunyi-Sumedang-Dawuan.


	
	

	
	5.
Penanganan jalan sepanjang 1.800 km pada daerah perbatasan dengan negara tetangga;


	Pembangunan jalan di kawasan perbatasan sepanjang 40 km di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.


	Terbangunnya jalan di kawasan perbatasan sepanjang 40 km di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
	
	

	
	6.
Penanganan jalan sepanjang 3.750 km untuk kawasan terisolir, wilayah KAPET, serta akses ke kawasan pedesaan, kawasan terisolir termasuk pulau kecil, dan sepanjang pesisir; dan

	Pembangunan jalan sepanjang 118,6 Km dan jembatan sepanjang 139,2 meter di pulau-pulau terpencil terluar Provinsi Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.


	Terbangunnya jalan sepanjang 118,6 Km dan jembatan sepanjang 139,2 meter di pulau-pulau terpencil terluar Provinsi Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua.
	
	

	
	7.
Pembinaan perencanaan maupun pengelolaan bidang prasarana jalan dan jembatan.


	44. Fasilitasi pembangunan jalan.

45. Pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol.

46. Uji skala penuh pembangunan jalan dan jembatan.
	47. Terselenggaranya fasilitasi pembangunan jalan dan jembatan berupa pembinaan, manajemen dan perencanaan bidang prasarana jalan dan jembatan.

48. Terselenggaranya pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan jalan tol.

49. Terlaksananya uji skala penuh pembangunan jalan dan jembatan.

	
	

	3.
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Rehabilitasi terminal di Jawa Barat, Kalbar, NTT, dan Papua dan fasilitas LLAJ; dan

2. Rehabilitasi jembatan timbang.


	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Rehabilitasi sarana alat pengujian kendaraan bermotor 15 unit;

2. Rehabilitasi prasarana balai pengujian kendaraan bermotor 3 paket;

3. Rehabilitasi jembatan timbang 8 Lks;

4. Rehabilitasi terminal 5 Lks

	· Kembali berfungsinya fasilitas LLAJ.

· Menurunnya tingkat pelanggaran lalu lintas angkutan jalan.

	Dephub
	7.500,0

	4.
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Penanggulangan Muatan Lebih.

Kerangka Kebijakan:

a.
Pemantapan Rencana Aksi Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Muatan Lebih yang Terpadu Antar Instansi; 

b.
Pembangunan jembatan timbang Percontohan dan pengoperasiannya; dan

c.
Monitoring dan Evaluasi operasional jembatan timbang.


	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1. Penanggulangan Muatan Lebih 

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Pemantapan Rencana Aksi Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Muatan Lebih yang Terpadu Antar Instansi; 

2. Operasional jembatan timbang di 6 lokasi

3. Jembatan Timbang Percontohan di 5 Lks

4. Monitoring dan Evaluasi operasional jembatan timbang.
	1. Menurunnya tingkat pelanggaran muatan lebih di jalan;

2. Meningkatnya jumlah jembatan timbang yang dibangun dan beroperasi; 

3. Laporan monitoring dan evaluasi penanggulanan muatan lebih.
	Dephub
	528.050,4

	
	2.
Peningkatan keselamatan transportasi jalan, melalui: 

Kerangka Kebijakan:

a. Global road safety partnership (GRSP) Indonesia; 

b. sosialisasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; sosialisasi penggunaan sabuk keselamatan pada kendaraan bermotor;

c. Accident Blackspot Investigation Unit (ABIU) tingkat daerah dan pusat; 

d. penyelenggaraan manajemen rekayasa lalu lintas di perlintasan sebidang; 

e. pembuatan standar kurikulum pendidikan pengemudi; 

f. pembentukan Badan Koordinasi Keselamatan Jalan; dan

g. Penyelenggaraan road safety audi.t
Kegiatan Fisik: 

a. Penambahan fasilitas perlengkapan jalan di jalan nasional; 

b. Pengujian kendaraan bermotor; dan

c. Perbaikan daerah rawan kecelakaan (DRK) 


	2. Peningkatan keselamatan transportasi LLAJ:

Kerangka Kebijakan:

a. Persiapan GRSP; 

b. Kegiatan Sosialisasi dan Penyuluhan Keselamatan Transportasi Darat;

c. Pelaksanaan ABIU (pilot project);

d. penataan dan manajemen rekayasa lalu lintas angkutan jalan di jalan nasional;

e. Persiapan pembuatan standar kurikulum pendidikan pengemudi;

f. Kajian Persiapan pembentukan Badan Koordinasi Keselamatan Jalan; dan

g. Pelaksanaan Road Safety Audit
Kegiatan Fisik: 

Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ :

a. Rambu Lalin 18.796 Bh

b. RPPJ 593 Bh

c. Traffic Light 56 Unit

d. Marka Jalan 1.860.500 m

e. Guardrail 66.124 m

f. Delineator 24.360 Bh

g. Paku Jalan 10.500 Bh

h. Warning Light 15 Unit

i. Lampu Penerangan Jalan 50 Unit

j. Cermin Tikungan 75 Unit

k. Pembangunan Alat PKB 32 paket

l. Pengadaan Alat Uji Tipe Khusus Sepeda Motor 1 Pkt (lanjutan)

m. Perbaikan daerah rawan kecelakaan 10 lks

n. Pembangunan driving simulator 4 unit

o. Pembangunan alat kalibrasi 8 unit

p. Pengadaan Gas Analizer 1 Pkt


	Menurunnya tingkat kecelakaan di daerah rawan kecelakaan, di pintu perlintasan KA dan jalan dan di lintas strategis nasional


	
	

	
	3.
Peningkatan kelancaran dan mobilisasi LLAJ

Kerangka Kebijakan:

a. Penataan dan Rencana Kebijakan Angkutan Barang (Logistik) Antar Moda; 

b. Perencanaan Sistem Jaringan Transportasi Jalan, Penataan Kelas Jalan dalam Sistem Transportasi Nasional dan Wilayah; dan 

c. Perencanaan Rancangan, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang LLAJ.

Kegiatan Fisik: 

a.
Pembangunan terminal di Jawa Barat, Kalbar, NTT, dan Papua.


	Peningkatan kelancaran dan mobilisasi LLAJ

Kerangka Kebijakan:

1. Penataan dan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Jalan Nasional/ Perkotaan 15 Lks 

2. Penataan Jalur Angkutan Peti Kemas Terpadu Untuk Angkutan Barang Logistik Nasional;

3. Perencanaan dan Penataan Sistem Jaringan Transportasi; Penataan Kelas Jalan dan Jaringan Transportasi Antar Moda;

Kegiatan Fisik: 

1. Pembangunan terminal 20 Lks

2. Pembangunan intelligent traffic system di 5 (lima) kota besar


	Meningkatnya kelancaran arus distribusi barang dan jasa melalui transportasi jalan.


	
	

	
	4.
Pembangunan transportasi berkelanjutan terutama di perkotaan

Kerangka Kebijakan:

a. Mengembangkan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan; 

b. Penerapan teknologi angkutan jalan yang ramah lingkungan;

c. Melaksanakan secara bertahap regulasi sistem insentif dan standardisasi global di bidang LLAJ; dan

d. Pembinaan Kebijakan Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan kepada Pemda. 
	Pembangunan transportasi berkelanjutan:

Kerangka Kebijakan:

1. Kajian pendukung transportasi perkotaan;

2. Monitoring dan evaluasi kinerja angkutan perkotaan; dan

3. Pembangunan Prototipe Sarana Ramah Lingkungan, kawasan percontohan dan kota percontohan

4. Pengembangan Pusat Manajemen Transportasi


	1. Menurunnya tingkat pencemaran/polusi akibat lalu lintas kendaraan bermotor di jalan; dan
2. Standarisasi kebijakan transportasi umum berwawasan lingkungan.
	
	

	5.
	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

Kerangka Kebijakan 

a.
Pengembangan kebijakan skema penyelenggaraan angkutan bus perintis, pola pendanaan sarana dan subsidi operasi perintis serta monitoring evaluasinya.

Kegiatan Fisik: 

1.
Penyediaan pelayanan angkutan perintis (bis perintis) terutama bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan daerah terpencil; dan


	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan LLAJ

Kerangka Kebijakan :

a.
Pengembangan kebijakan skema penyelenggaraan angkutan bus perintis, pola pendanaan sarana dan subsidi operasi perintis serta monitoring evaluasinya.

Kegiatan Fisik: 

50. Pengadaan 75 unit bus perintis

51. Pengadaan Bus Sedang 230 unit

52. Pengadaan Bus Besar 56 unit

53. Subsidi keperintisan angkutan jalan 20 Prop

54. Subsidi operasi angkutan massal perkotaan
55. Monitoring dan Evaluasi

	1. Terbukanya pelayanan jasa transportasi perintis baru;

2. Menambah jumlah bus perintis;

3. Menambah subsidi pelayanan angkutan bus perintis.


	Dephub
	124.827,0

	
	2.
Pembangunan transportasi umum perkotaan yang terpadu dan terjangkau berbasis masyarakat dan wilayah
	56. Pembangunan transportasi umum perkotaan terpadu dan terjangkau berbasis masyarakat dan wilayah;

57. Perencanaan skema Bantuan Pemerintah Pusat kepada Pemda untuk penyelengaraan transportasi umum bus dan angkutan koperasi di perkotaan; 

58. Kerjasama Pengadaan dan pengoperasian bus sedang dan besar untuk transportasi perkotaan dan lokal di wilayah yang belum berkembang (Pusat, Pemda, BUMN, Swasta/masyarakat); dan

59. Monitoring dan Evaluasi


	60. Meningkatnya jumlah peran serta swasta/koperasi dalam pengadaan armada angkutan umum perkotaan.

61. Meningkatnya pelayanan angkutan umum yang terjangkau masyarakat


	
	

	6.
	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ 

Kerangka Kebijakan:

a.
Peningkatan pelayanan dan kelancaran angkutan jalan, terutama angkutan umum dan barang;

b.
Peningkatan mobilitas dan distribusi nasional serta penataan sistem transportasi nasional dan wilayah (lokal);

c.
Pembinaan peran pemerintah daerah, BUMN/D dan partisipasi swasta; dan

d.
Pembinaan SDM transportasi jalan dalam disiplin lalu lintas serta dalam perencanaan dan penyelenggaraan transportasi.


	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan LLAJ: 

Kegiatan Fisik: 

1. Kajian Detail Enginering Design Daerah Rawan Kecelakaan dan Terminal 20 Lap;

2. Studi Perencanaan Teknis LLAJ 25 Lap;

3. Studi Perencanaan Umum Transportasi Darat 25 Lap;
4. Studi Pengembangan Perkotaan 20 Lap
5. Studi Keselamatan Transportasi Darat 20 Lap
6. Dukungan Angkutan Lebaran 
7. Dukungan Penelitian Kecelakaan 
8. Dukungan Penertiban & Pengawasan Angkutan, Muatan Lebih & Laik Jalan 

9. Pengembangan Data dan Sistem Informasi Manajemen
10. Sosialisasi / Penyuluhan Transportasi 
11. Kegiatan Pendukung Transportasi Perkotaan
12. Operasional Pemerintah (belanja pegawai dan barang) Ditjen Perhubungan Darat 1Th

13. Operasional Pemerintah (belanja pegawai dan barang) UPT BPLJSKB Bekasi 1 Th 


	Penetapan sistem jaringan transportasi jalan, terminal dan kelas jalan; 

Selesainya revisi UU No. 14/1992 tentang LLAJ.


	Dephub
	81.331,3

	7.
	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kerangka Kebijakan:

1. Perencanaan, evaluasi dan monitoring pembinaan ASDP

Kegiatan Fisik:

1. Rehabilitasi dermaga sungai di 23 lokasi yang tersebar di Pulau Sumatera dan Kalimantan; dan

2.
Rehabilitasi dermaga penyeberangan di 23 lokasi, dimana 5 diantaranya milik PT. ASDP.
	Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Kegiatan Fisik:

1. Rehabilitasi dermaga 15 Pkt

2. Pengerukan dan pembersihan alur penyeberangan

	Laporan kondisi kinerja pelayanan angkutan SDP; 

Meningkatnya jumlah kelaikan prasarana dan sarana ASDP.


	Dephub
	109.659,5

	8.
	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP

Kerangka Regulasi:

1. Perencanaan, pengembangan sistem informasi, SDM dan teknologi.

Kegiatan Fisik: 

1. Pembangunan sistem transportasi sungai/kanal di pulau Kalimantan yang terpadu dengan sistem transportasi darat Trans Kalimantan, terutama terusan/anjir yang dapat menghubungkan sungai-sungai besar, seperti Sungai Kapuas, Sungai Sampit, Sungai Kahayan, Sungai Barito dan Sungai Mahakam;

2. Pembangunan prasarana dermaga penyeberangan terutama pada lintas lintas antarprovinsi (sabuk selatan, dan perbatasan);

3. Pembangunan dermaga danau di Danau Toba, Ranau, Kerinci, Gajah Mungkur, Kedong Ombo dan Cacaban; dan

4. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan ASDP di wilayah terpencil dan perbatasan, melalui penambahan 14 kapal perintis serta subsidi operasi ASDP perintis.


	Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP

Kegiatan Fisik:

Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan :

1. Pembangunan Dermaga Penyeberangan 21 unit

2. Pembangunan Dermaga sungai 26 unit

3. Pembangunan Dermaga danau 13 unit

Pembangunan Kapal:

1. Pembangunan Kapal Selesai 14 Pkt 

2. Subsidi operasi lintas penyeberangan perintis 70 lintasan

3. Pembangunan fasilitas pendukung: breakwater 1 Bh

	1. Jumlah laporan kajian perencanaan teknis ASDP;

2. Meningkatnya sistem data dan informasi.

1. Meningkatkan jumlah prasarana dermaga ASDP;

2. Meningkatkan jumlah lintas ASDP yang beroperasi; 

3. Meningkatnya kapasitas lintas penyeberangan yang padat;

4. Meningkatnya keselamatan ASDP;

5. Meningkatnya jumlah sarana ASDP perintis;

6. Meningkatnya jumlah pelayanan angkutan dan lintasan perintis ASDP 


	Dephub
	1.129.381,5

	9.
	Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan ASDP

Kerangka Kebijakan: 

1. Penataan sistem jaringan transportasi darat antarmoda secara terpadu dalam Sistranas dan Sistrawil;

2. Koordinasi perencanaan dan penataan sistem jaringan pelayanan terpadu antara lintas penyeberangan dengan lintas pelayanan angkutan laut, serta pemanfaatan dermaga perintis bersama yang dikelola oleh UPT (Pemda);

3. Koordinasi antarlembaga dalam pengembangan dan pemanfaatan angkutan sungai dan kanal terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan dan Papua;

4. Perencanaan konsep pembangunan transportasi sungai terpadu dengan program penghijauan dan lingkungan hidup, program kebersihan sungai, irigasi dan SDA, program pariwisata dan pertamanan, serta akses ke/dari dermaga sungai; 

5. Pengembangan pemanfaatan teknologi kanal dan pintu air/dam/sistem pengawasan dan keselamatan alur sungai, persyaratan teknis dan pengerukan termasuk pengembangan jenis kapal, sistem terminal, peralatan “cargo handling”, dermaga, peralatan navigasi dan komunikasi angkutan sungai;

6. Peningkatan SDM, pembangunan kelembagaan dan manajemen yang didukung sistem informasi; dan

7. Pengembangan peningkatan dermaga sungai swadaya masyarakat yang tidak memadai menjadi dermaga yang permanen di Sumatera, Kalimantan dan Papua.


	Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan ASDP

Kerangka Kebijakan: 

1. Pengembangan data dan sistem informasi manajemen

2. Pengembangan SDM dan Teknologi

3. Studi Kebijakan / Detail Desain 35 Lap

4. Penyuluhan 2 Kegiatan

5. Monitoring 2 Kegiatan

6. UPT LLASDP 19 UPT


	Tersusunnya master plan pengembangan ASDP;

Meningkatnya jumlah penyelenggara/peran serta investasi swasta dalam penyelenggaraan ASDP;

Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam pendanaan pembangunan dan subsidi operasi ASDP;

Meningkatnya kemampuan SDM ASDP; dan


	Dephub
	37.420,7

	10.
	Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana KA

Kerangka Kebijakan:

1. Melasanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM perkeretaapian; dan

2. Supervisi, monitoring dan evaluasi.

Kegiatan Fisik:

1. Penyelesaian masalah backlog pemeliharaan secara bertahap;

2. Rehabilitasi sarana KA sebanyak 100 unit kereta kelas ekonomi (K3), 20 unit KRL (kereta rel listrik) dan 34 unit KRD (kereta rel diesel);

3. Rehabilitasi sistem persinyalan dan telekomunikasi;

4. Perbaikan dan penanganan perlintasan sebidang perkeretaapian terutama di 95 lokasi yang rawan kecelakaan; dan

5. Revitalisasi prasarana dan sarana serta manajemen angkutan KA Jabotabek (sejalan dengan persiapan spin off KA Jabotabek).


	Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana KA

Kerangka Kebijakan:

1. Standardisasi Kinerja Prasarana dan Sarana KA

2. Pengembangan SDM Perkeretaapian;

3. Perencanaan Sistem Audit Kinerja Prasarana dan Sarana serta SDM Perkeretaapian. 

Kegiatan Fisik:

1. Rehabilitasi Jembatan KA di lintas-lintas Utama di Jawa dan Sumatera;

2. Modernisasi dan Rehabilitasi Sistem Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik Aliran Atas;

3. Rehabilitasi Pintu Perlintasan di Daerah Rawan Kecelakaan;

4. Rehabilitasi Jalan KA pada Daerah Rawan Longsor, Banjir dan Kecelakaan


	· Meningkatnya keandalan pelayanan angkutan KA

· Terbangunnya pintu perlintasan KA;

· Laporan standarisasi kinerja KA; 

· Laporan kajian sistem audit kinerja KA; dan

· Monitoring dan Evaluasi.


	Dephub
	33.879,2

	11.
	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA

Kerangka Kebijakan:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi secara terpadu antara lembaga terkait untuk peningkatan keselamatan KA dan penanganan perlintasan sebidang secara komprehensif dan bertahap; 
2. Peningkatan kelancaran angkutan kereta api untuk barang/logistik nasional melalui Sistranas untuk sistem transportasi antarmoda dan perencanaan pembangunan akses jalan KA ke pelabuhan dan ke bandara; dan
3. Peningkatan sistem data dan informasi perkeretaapian nasional.

	Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana KA

Kerangka Kebijakan:

1. Penataan dan penertiban pemanfaatan daerah milik jalan (right of way) jalur secara terpadu;

2. Kajian dan kebijakan peningkatan peran dan daya saing angkutan KA barangdi Jawa dan Sumatera

3. Pengembangan sistem data base dan informasi sistem prasarana, sarana dan kinerja pelayanan KA.


	1. Penertiban pelanggaran/ pemanfaatan lahan daerah milik jalan sepanjang jalur KA (km) di Jabotabek, lintas Utara Jawa;

2. Laporan kajian angkutan barang KA; dan

3. Peningkatan sistem data base/sistem informasi KA


	Dephub
	3.465.588,6

	
	Kegiatan Fisik:

1.
Modernisasi dan rehabilitasi sinyal, jaringan telekomunikasi serta perbaikan listrik aliran atas;

2.
Penggantian bertahap armada sarana KA yang telah tua meliputi pengadaan 90 unit kereta api kelas ekonomi (K3), KRL Jabotabek dan 15 unit KRDE;

3.
Peningkatan kapasitas jalan KA sepanjang 1.146 km dan peningkatan 34 unit jembatan pada jalur yang ada;

4.
Pengembangan prasarana dan sarana KA, melalui pembangunan jalan baru, serta persiapan dan pengembangan angkutan kereta api barang di Sumatera dan di Kalimantan Timur secara bertahap; dan

5.
Pembangunan akses jalan KA ke pelabuhan dan ke bandara.
	Kegiatan Fisik:

1. Peningkatan Sistem Sinyal dan Telekomunikasi; serta Peningkatan Jalan KA di lintas-lintas Utama/ Akses ke Pelabuhan dan Bandara di Jawa dan Sumatera,

2. Pembangunan Jalur Ganda pada lintas-lintas Strategis/Utama di Jawa dan Sumatera (Tegal-Pekalongan; Serpong-Rangkas Bitung; dan Duri-Tangerang).

3. Pembangunan short-cut Cisomang-Cikandong dan lintas Surabaya Pasarturi-Gubeng;

4. Pembangunan Jalan KA dengan Lebar Spoor Normal di NAD;

5. Penyelesaian/melanjutkan Pembangunan Jalur Ganda Yogyakarta-Kutoarjo-Kroya; Cikampek-Cirebon; Tegal-Pekalongan; 

6. Penyelesaian Pembangunan Depo-Depok

7. Melanjutkan Pembangunan Double-Double Track, Manggarai- Cikarang

8. Pengadaan Rel 1.000 Km Track dan 200 Unit Wesel UIC-54;


	1. Meningkatnya jumlah sinyal dan telekomunikasi;

2. Meningkatnya panjang jalan dan jembatan KA;

3. Meningkatnya panjang jalur ganda KA;

4. Meningkatnya jumlah akses jalan KA ke pelabuhan/ bandara
	
	

	12.
	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian

Kerangka Kebijakan:

1.
Penyediaan pelayanan angkutan untuk masyarakat luas di perkotaan dan antar kota untuk kelas ekonomi yang tarifnya disesuaikan dengan daya beli masyarakat melalui skema pembiayaan PSO dan pengadaan kereta api K3.

	Program Peningkatan Aksesibilitas Pelayanan Angkutan Perkeretaapian

Kerangka Kebijakan:

1. Evaluasi dan Monitoring PSO (subsidi ) angkutan kelas ekonomi perkeretaapian (skema PSO-IMO-TAC.

Kegiatan Fisik:

1. Pengadaan 10 Train Set KRL;


	1. Meningkatnya jumlah KA kelas ekonomi

2. Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan KA kelas ekonomi.


	Dephub
	185.303,0

	13.
	Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian 

Kerangka Kebijakan:

1. Melanjutkan penyelesaian revisi UU No.13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian dan peraturan pelaksanaannya;

2. Melaksanakan perencanaan: blueprint pengembangan perkeretapian nasional sejalan dengan sistem transportasi nasional serta sistem monitoring dan Evaluasinya;

3. Menyempurnakan pelaksanaan mekanisme pendanaan PSO-IMO-TAC; dan

4. Melanjutkan restrukturisasi perkeretaapian:

a. Melanjutkan restrukturisasi struktur korporat/bisnis kereta api;

b. Merealisasikan spin-off Kereta Api Jabotabek, Pemisahan jalur KA jarak jauh (long distance) dan perkotaan (commuter), serta restruktusasi kelembagaan dan SDM;
c. Pengembangan alternatif skema pendanaan terpadu termasuk analisis kebijakan berbagai pola “risk management” proyek-proyek strategis;
d. Merencanakan dan melaksanakan kerjasama untuk meningkatkan peran serta swasta di bidang perkeretaapian; dan
e. Pengembangan profesionalitas manajemen, SDM, penerapan teknologi tepat guna, standardisasi teknis dan sistem informasi perkeretaapian nasional

	Program Restrukturisasi dan Reformasi Kelembagaan Perkeretaapian

Kerangka Kebijakan:

1. Sosialisai revisi UU No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian dan Lanjutan Proses Penyiapan Peraturan Pemerintah;

2. Penyempurnaan Skema Pendanaan PSO-IMO-TAC;

3. Menyusun Studi-studi Kebijakan dan DED; 

4. Pengadaan Peralatan untuk mendukung Tupoksi

5. Melanjutkan Restrukrisasi kelembagaan perkeretaapian:

· Melanjutkan proses Restrukturisasi PT KA dan Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintah sebagai Regulator dan Pembina dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian Nasional;

· Lanjutan Spin-off Divisi KA Jabotabek;

· Lanjutan Perencanaan Pengembangan SDM dan Teknologi Perkeretaapian Nasional yang Mandiri; 

·  Lanjutan Pengembangan Data base dan Sistem Informasi Perkeretaapian;

· Lanjutan Peningkatan Peran UPT;

· Lanjutan Penyiapan Pembentukan Inspektur Keselamatan Transportasi Perkeretaapian.

· Lanjutan Peningkatan Keselamatan


	1. Sosialisasi Revisi UU No. 13/1992 tentang perkeretaapian dan selesainya Materi Peraturan Pemerintah.;

2. Laporan kajian/evaluasi skema pendanaan KA (PSO, IMO, TAC); 

3. Laporan kebijakan Restrukturisasi Kelembagaan Perkeretaapian (restrukturisasi korporat dan kajian bentuk kelembagaan untuk TAC);

4. Laporan Rencana Kinerja kelembagaan perkeretaapian;

5. Laporan Peningkatan Kinerja Data base Perkeretaapian dan Sistem Informasi Perkeretaapian;

6. Laporan Peningkatan Kinerja Data base Perkeretaapian dan Sistem Informasi Perkeretaapian;

7. Laporan Desain dan Penyiapan MRT Company;

8. Laporan Kebijakan Peningkatan Peran UPT;

9. Lanjutan Sosialisasi Keselamatan, Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan, Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Kecelakaan KA, Audit Keselamatanm,Pengawasan/Monitoring Pelanggaran Kecepatan KA, Pemeriksaan Kondisi Peralatan Perlintasan Sebidang, Sertifikasi laik Operasi Sarana KA;

10. Lanjutan Menyusun Pedoman Akreditasi Lembaga Sertifikasi SDM Perkeretaapian, Pedoman Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sarana dan Prasaran Perkeretaapian, Kajian Kompetensi SDM Perkeretaapian, Penyusunan Bakuan Mutu Lembaga Diklat SDM Perkeretaapian;

11. Lanjutan Penyusunan Pedoman Teknis untuk BY/Depo dan Kalibrasi Peralatan untuk Perawatan Sarana KA. 


	Dephub
	41.928,5

	14.
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut

Kegiatan Fisik:

1. Rehabilitasi SBNP: menara suar 94 unit, rambu suar 279 unit, dan pelampung suar 72 unit;

2. Rehabilitasi kapal navigasi 49 unit kapal;

3. Rehabilitasi Dermaga 493 M’ milik Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Laut;

4. Rehabilitasi 15 unit kapal marine surveyor;

5. Rehabilitasi kantor Unit Pelaksana Tugas Administrator Pelabuhan/Kantor Pelabuhan di 15 lokasi;

6. Rehabilitasi kapal patroli 97 unit kapal;

7. Rehabilitasi atau pembersihan kolam pelabuhan dari kerangka kapal di 3 lokasi; dan

8. Rehabilitasi dermaga 27.104 M’ milik BUMN.

	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Laut

Kegiatan Fisik:

1. pemeliharaan tingkat kedalaman alur pelayaran/ pengerukan 7,1 juta m3
2. Rehabilitasi fasilitas SBNP, kapal navigasi dan Dermaga

3. Pengerukan alur pelayaran dan kolam pelabuhan


	Terjaminnya keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia dengan tetap berfungsinya SBNP dan fasilitas prasarana pelabuhan dan komunikasi pelayaran.


	Dephub
	305.710,5

	15.
	Program Pembangunan Transportasi Laut

Kerangka Fisik:

1. Pembangunan SBNP: Menara Suar 88 unit, Rambu Suar 276 unit, dan Pelampung suar 70 unit; 

2. Pembangunan kapal navigasi 11 unit;

3. Pembangunan GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) 30 unit;

4. Pembangunan Dermaga 862 m’ milik UPT Ditjen Perhubungan Laut, dan dermaga untuk kapal navigasi 440 m’ serta dermaga untuk pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PLP) 3 lokasi 180 m’;

5. Pembangunan 25 unit kapal marine surveyor;

6. Pembangunan gedung kantor kenavigasian 5.350 m2, gedung tertutup 6.558 m2, gedung terbuka 2.000 m2, gedung bengkel 2.460 m2, taman pelampung 10.500 m2 dan peralatan bengkel 19 unit serta alat angkut 29 unit; 

7. Pembangunan kapal patroli 113 unit; 

8. Pengadaan oil boom atau gelang cemar 5 unit;

9. Pembangunan dermaga 900 m’ milik BUMN berikut alat bongkar muat yang dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta, antara lain di Bojonegara, Muara Sabak, Surabaya; dan

10. Pelayanan angkutan laut perintis di 15 provinsi.


	Program Pembangunan Transportasi Laut

Kegiatan Fisik:

1. pembangunan Indonesia ship reporting system dan VTS (Vessel Traffic System) untuk memberikan pelayanan jasa informasi lalulintas pelayaran 
2. Penyediaan angkutan laut perintis 58 trayek dan kewajiban pelayanan umum (PSO) untuk PT Pelni menjalankan angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut 24 trayek;
3. Melanjutkan pengembangan pelabuhan Tanjung Priok, Dumai, Belawan, Kariangau-Balikpapan, dan Jayapura serta pelabuhan Tanjung Perak di Teluk Lamong 
4. Melanjutkan pembangunan kapal penumpang, dan kapal navigasi. 
5. Melanjutkan pembangunan sistem telekomunikasi pelayaran tahap IV.

6. Pengembangan fasilitas pelabuhan strategis di Papua.
	1. Terpenuhinya standar keselamatan dan keamanan pelayaran internasional sebagaimana telah ditetapkan oleh konvensi IMO dimana Indonesia turut serta menandatangani konvensi tersebut. 

2. Meningkatnya kapasitas parasarana transportasi laut sejalan dengan pertumbuhan akan permintaan jasa angkutan laut khususnya kepelabuhanan 

3. Tersedianya pelayanan angkutan laut perintis dan angkutan penumpang kelas ekonomi (PSO) untuk masyarakat miskin dan wilayah terpencil
	Dephub
	2.494.687,3

	16.
	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut

Kerangka Kebijakan:

1. Revisi UU No.21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;

2. Pengembangan sistem informasi kelaiklautan kapal;

3. Sosialisasi/penyuluhan peraturan bidang kelaiklautan kapal;

4. Evaluasi dan kajian peraturan bidang kelaiklautan kapal;

5. Peningkatan SDM dengan pelatihan untuk pengukuran kapal, auditor International Safety Management (ISM) Code, uji petik dan verifikasi kelaiklautan kapal; 

6. Marine Pollution exercise (pelatihan pencegahan polusi laut yang diakibatkan oleh kapal) pemerintah Indonesia bersama dengan Jepang dan Pilipina;

7. Evaluasi pelaksanaan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code;

8. Pemberlakuan azas cabotage sepenuhnya untuk angkutan dalam negeri; dan

9. Ratifikasi (penandatanganan) International Convention on Maritime Liens and Mortgage 1993.


	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Laut

Kerangka Kebijakan:

1. Melanjutkan Revisi beberapa Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perhubungan sejalan dengan adanya revisi UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran

2. Melanjutkan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dilingkungan penyelenggara kepelabuhanan


	1. Terwujudnya reformasi kelembagaan, peraturan perundang-undangan, SDM dan pelayanan transportasi udara;

2. Terjaminnya prioritas kegiatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi melalui selesainya proses revisi UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran serta peraturan pelaksanaannya.

3. Terwujudnya Penyempurnaan peraturan di bidang pelayaran dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional

4. Terciptanya daya saing industri angkutan laut nasional dengan penerapan azas cabotage dalam menghadapi pasar global; 


	Dephub
	221.755,7

	17.
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara

Kegiatan Fisik:

1. Penggantian dan rekondisi kendaraan PKPPK (Penolong Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) 59 bandara; dan

2. Rehabilitasi fasilitas landasan 2,82 juta m2, terminal 231.013 m2, dan bangunan operasional seluas 143.038 m2.


	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi Udara

Kegiatan Fisik:

1. Melanjutkan secara selektif penggantian dan rekondisi fasilitas kendaraan PKPPK (Penolong Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran) dan;
2. Melanjutkan Rehabilitasi fasilitas bandar udara secara selektif meliputi landasan, terminal, dan bangunan penunjang operasional


	Terjaminnya Peningkatan kualitas pelayanan transportasi udara nasional melalui Pemenuhan prosedur kerja, standar pelayanan, dan On Time Performance serta Implementasi ketentuan keselamatan penerbangan secara optimal
	Dephub
	199.622,9

	18.
	Program Pembangunan Transportasi Udara

Kegiatan Fisik:

1. Pembangunan landas pacu 15.150 x 45 m2 antara lain di Makasar, Medan, Ternate, Sorong;

2. Pembangunan terminal penumpang 171.085 m2 antara lain di Makasar, Medan, Ternate, Sorong dan Lombok;

3. Pembangunan apron 938.150 m2;

4. Sistem navigasi udara 5 paket;

5. Pelaksanaan Automated Dependent Surveillance–Broadcast di Indonesia dengan pengadaan dan pemasangan peralatan di 5 stasiun; 

6. Pengadaan dan pemasangan peralatan CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance/Air Traffic Management); 

7. Pengadaan dan pemasangan Instrument Landing System (ILS) dan Runway Visual Range (RVR) di 10 lokasi; dan

8. Pelayanan angkutan penerbangan perintis di 15 provinsi.


	Program Pembangunan Transportasi Udara

1. Pembangunan Bandara Kuala Namu dan Bandara Hasanuddin.

2. Melanjutkan pembangunan fasilitas bandar udara secara selektif, efektif dan efisien

3. Melanjutkan pembangunan fasilitas terminal penumpang

4. Melanjutkan pembangunan fasilitas apron; 

5. Melanjutkan Pengadaan dan Pemasangan peralatan sistem navigasi udara, keselamatan penerbangan dan listrik penerbangan

6. Melanjutkan Pelayanan angkutan penerbangan perintis di daerah terpencil, perbatasan dan rawan bencana.

7. Pengembangan bandara di ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan daerah pemekaran.


	1. Terwujudnya Pengembangan / pembangunan prasarana bandara sesuai pola jaringan prasarana dan pelayanan transportasi udara nasional 

2. Terjaminnya Implementasi tatanan kebandarudaraan nasional yang berdasarkan hirarki fungsi secara efisien dan efektif dengan pertimbangan pemenuhan permintaan jasa transportasi udara serta menunjang wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

3. Terciptanya daya saing industri angkutan udara nasional dengan penerapan kebijakan liberalisasi angkutan udara secara selektif dalam menghadapi pasar global;
	Dephub
	2.921.477,3

	19.
	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara

Kerangka Regulasi:

1. Revisi UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; dan

2. Revisi beberapa Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang struktur dan golongan tarif pelayanan kebandarudaraan.


	Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Peraturan Transportasi Udara

1.
Melanjutkan Revisi UU No.15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; dan

2.
Melanjutkan Revisi beberapa Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang struktur dan golongan tarif pelayanan kebandarudaraan.

3.
Melanjutkan sosialisasi peraturan dan perundang-undangan dilingkungan penyelenggara bandar udara
	1. Terwujudnya reformasi kelembagaan, peraturan perundang-undangan, SDM dan pelayanan transportasi udara;

2. Terjaminnya prioritas kegiatan penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi melalui selesainya proses revisi UU No. 15 tahun 1992 tentang Penerbangan serta peraturan pelaksanaannya.

3. Terwujudnya Penyempurnaan peraturan di bidang penerbangan dan ratifikasi konvensi-konvensi internasional


	Dephub
	110.063,5


	20.
	Program Pengembangan Transportasi Antarmoda

Kerangka Kebijakan:

1. Pembahasan Revisi UU Transportasi;

2. Penyusunan dan sosialisasi peraturan bidang transportasi;

3. Peningkatan KSLN Perhubungan;

4. Kajian perencanaan, evaluasi dan kebijakan serta kajian strategis perhubungan dan transportasi intermoda;

5. Penyusunan evaluasi dan operasional pemantauan kinerja keuangan dan pendanaan transportasi;

6. Penyusunan pembinaan kinerja kepegawaian; dan

7. Peningkatan Pusdatin.


	Program Pengembangan Transportasi Antarmoda

Kerangka Kebijakan:

1. Melanjutkan revisi perundang-undangan penyiapan peraturan pelaksanaan bidang transportasi

2. Sosialisasi perundang-undangan bidang transportasi

3. Penyusunan dan pengembangan rencana strategis, rencana jangka menengah dan panjang sektor perhubungan

4. Sosialisasi peningkatan keselamatan dan budaya keselamatan transportasi

5. Menyusun standar pelayanan public di lingkungan perhubungan

6. Melakukan penilaian unit pelayanan public di lingkungan perhubungan

7. Penguatan kelembagaan KNKT


	1. Selesainya revisi perundang-undangan bidang transportasi

2. Tersusunnya rancangan peraturan pelaksanaan perundang-undangan bidang transportasi

3. Tersusunnya hasil evaluasi RPJM

4. Tersusunnya draft awal persiapan rencana jangka menengah dan jangka panjang

5. Tersusunnya database kinerja transportasi


	Dephub
	111.303,1

	21.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Kerangka Kebijakan:

1. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian/lembaga.

Kegiatan Fisik:

1. Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, sistem prosedur dan standar administrasi, penyediaan fasilitas pendukung pelayanan operasional.


	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Kerangka Kebijakan:

1. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja kementerian/lembaga.

Kegiatan Fisik:

1. Rehabilitasi gedung kantor, dan fasilitas kerja serta kegiatan inventarisasi kekayaan milik negara dalam mendukung pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan sektor transportasi.

2. pelaksanaan peningkatan sarana dan prarana perhubungan sistem, prosedur dan standar administrasi

3. penyediaan fasilitas pendukung pelayanan operasional.
	1. Terpeliharanya prasarana dan sarana fasilitas kerja

2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur negara di Sektor Transportasi.


	Dephub


	141.183,9

	22.
	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan & Kepemerintahan 
	1. Penyelenggaraan/Kegiatan Rutin Pemerintah (belanja pegawai dan barang mengikat) 

2. Penyelenggaraan/Kegiatan Rutin Pemerintah (belanja pegawai dan barang mengikat) UPT 
3. Penyelenggaaraan Administrasi Satuan Kerja Sementara


	
	Dephub
	1.755.029,7

	23.
	Program Pencarian dan Penyelamatan

Kerangka Kebijakan:

1. Penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis; dan

2. Evaluasi dan pembinaan proyek SAR;

Kegiatan Fisik:

1. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan fasilitas, sarana dan operasional pencarian dan penyelamatan; dan

2. Pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana pencarian dan penyelamatan.

Kerangka Anggaran:

1. Operasional pemerintah dalam rangka pencarian dan penyelamatan.


	Program Pencarian dan Penyelamatan

Kerangka Kebijakan:

1. Melanjutkan reorganisasi dan reposisi Badan SAR.

2. Penyusunan dan penyiapan petunjuk teknis

Kegiatan Fisik:

1. Pembebasan Tanah dan Pembangunan gedung operasional kantor SAR lanjutan;

2. Pembebasan tanah dan pembangunan pos SAR;

3. Evaluasi dan monitoring pelaksanaan DIPA;

4. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, pemeliharaan dan pembangunan fasilitas, sarana dan operasional pencarian dan penyelamatan;

5. Pembinaan dan pengembangan prasarana dan sarana pencarian dan penyelamatan antara lain : Pengadaan beberapa peralatan SAR (Rescue Boat )
6. Peningkatan sistem komunikasi SAR (Bantuan luar negeri) 

7. Pembebasan tanah untuk kantor SAR pusat

8. Pengadaan rescue car untuk Pos SAR 

Kerangka Anggaran:

1. Operasional pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang.


	1. Tersedianya pelayanan pencarian dan penyelamatan secara cepat dan tepat.

2. Meningkatnya jangkauan jasa pencarian dan penyelamatan (SAR)

3. Meningkatnya kinerja pencarian dan penyelamatan

4. Meningkatnya kemampuan tindak awal pencarian dan penyelamatan

5. Terwujudnya reorganisasi dan reposisi Basarnas

6. Meningkatnya koordinasi dengan lembaga-lembaga dan masyarakat yang memiliki potensi SAR
	Dephub
	538.366,4

	24.
	Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

1. Penelitian dan pengembangan perhubungan meliputi transportasi darat, laut, udara, postel dan manajemen transportasi intermoda; dan

2. Penyusunan program monitoring dan evaluasi

Kerangka Anggaran:

1. Operasional pemerintah dalam rangka penelitian dan pengembangan.


	Program Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

1. Penelitian dan pengkajian kebijakan transportasi darat, laut dan udara yang ditekankan pada peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi serta peningkatan pelayanan transportasi nasional.

2. Pengembangan tataran transportasi, serta penyusunan dan pengembangan tataran transportasi wilayah per provinsi.

3. Pengembangan data dan informasi melalui pemantapan jaringan network dengan lembaga penelitian maupun perguruan tinggi di daerah.


	1.
Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan

2.
Tersusunnya rencana pengembangan jaringan sistem transportasi nasional yang terintegrasi dengan sistem transportasi wilayah dan pengembangan wilayah


	Dephub
	39.732,8

	25.
	Program Pengelolaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur

1. Penyusunan program monitoring dan evaluasi;

2. Pengembangan kelembagaan pendidikan dan pelatihan;

3. Pengembangan kelembagaan METI;

4. Pengembangan dan pembinaan Badan Diklat Perhubungan; dan

5. Pengembangan sarana, prasarana kelembagaan dan operasional penyelenggaraan diklat.

Kerangka Anggaran:

1.   Operasional pemerintah dalam rangka pendidikan dan pelatihan perhubungan.


	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 

1. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM di sektor transportasi melalui pendidikan dan pelatihan Aparatur serta Rintisan Pendidikan Gelar (S2/S3);

2. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana Diklat serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standard minimal dan berbasis IT;

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar/widyaiswara/ instruktur melalui TOT (Training of Trainer);

4. Standarisasi Bahan Ajar / Kurikulum Diklat sub sektor Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian;

5. Penyelenggaraan dan Peningkatan Kerjasama Diklat Dalam Negeri dan Luar Negeri;

6. Pengembangan Kelembagaan Diklat;

7. Peningkatan Program Monitoring dan Evaluasi Diklat;

8. Publikasi, Promosi dan Sosialisasi Program-Program Diklat;


	1. Meningkatnya profesionalitas, kompetensi dan akuntabilitas SDM Aparatur Perhubungan;

2. Meningkatnya tata kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Departemen Perhubungan;

3. Terwujudnya standard minimal sarana dan prasaran Diklat.


	Dephub
	849.102,1

	
	
	Program Pendidikan Kedinasan

1. Peningkatan dan Pengembangan Kualitas SDM di sektor transportasi melalui pendidikan dan pelatihan Pembentukan / Awal;

2. Penataan Organisasi Sekolah Kedinasan;

3. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pengajar/dosen.


	1.
Tercapainya peningkatan kemampuan, ketrampilan dan profesionalisme pegawai dan calon pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

2.
Tersusunnya pola karir struktural dan fungsional SDM Aparatur Perhubungan;
	Dephub


	32.632,2

	26.
	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Kerangka Kebijakan:

1.
Menata dan menyempurnakan sistem, struktur dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan, terakunkan;

2.
Meningkatkan intensitas pelaksanaan pengawasan internal, fungsional dan masyarakat; dan

3.
Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum.

Kerangka Anggaran:

1. Operasional pemerintah dalam rangka pengawasan aparatur negara yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja pemeliharaan.


	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Kerangka Kebijakan:

1. Menyusun standar dan penyempurnaan sistem pengawasan. 

2. Menata dan menyempurnakan sistem, struktur dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 

3. Melakukan pengawasan dan penilaian pelayanan publik di lingkungan perhubungan;

4. Meningkatkan intensitas pelaksanaan pengawasan internal, fungsional dan masyarakat;

5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan pengawasan perhubungan

6. Meningkatkan koordinasi dan tindaklanjut hasil pengawasan internal Dep. Perhubungan dan

7. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum. 

8. Meningkatkan implementasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, khususnya di lingkungan Inspektorat Jenderal.

9. Meningkatkan upaya akuntablititas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Departemen Perhubungan. 

Kerangka Anggaran:

1. Operasional pemerintah untuk belanja pegawai dan belanja barang.


	· Tercapainya peningkatan kemampuan, ketrampilan dan profesionalisme pegawai dan calon pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas kedinasan

· Tersusunnya pola karir struktural dan fungsional SDM Aparatur Perhubungan;

Meningkatnya peran dan fungsi pengawasan internal pemerintahan sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dicapai secara efektif dan efisien.


	Dephub


	44.373,7

	C. Sub Bidang Pos dan Telematika

	1.
	Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika

Kegiatan-kegiatan pokok:

62. Penyelesaian penyusunan dan penyempurnaan berbagai perangkat peraturan pendukung restrukturisasi pos dan telematika

63. Penyusunan migrasi penyelenggaraan telekomunikasi dari bentuk duopoli ke bentuk kompetisi penuh

64. Pengakhiran bentuk duopoli dalam penyelenggaraan telekomunikasi tetap sekaligus membuka pasar bagi penyelenggara jaringan tetap baru yang berkemampuan

65. Penguatan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia

66. Restrukturisasi dan penguatan kelembagaan penyiaran


	Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika

Kegiatan-kegiatan pokok:

67. Penyusunan/penyempurnaan kebijakan, regulasi, kelembagaan dan industri pos dan telematika

· Penyempurnaan rekomendasi revisi UU No. 6 Tahun 1984 tentang Pos. 

· Penyusunan draft revisi UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi untuk menghadapi era konvergensi

· Penyelesaian cetak biru Teknologi Informasi dan Komunikasi

· Reformasi Lembaga Penyiaran Publik

68. Penyelenggaraan sosialisasi, diseminasi, seminar, workshop, publikasi

· Forum dialog dan konsultasi publik


	· Meningkatnya kesehatan dan kinerja penyelenggara pos dan telematika

· Tergalinya berbagai sumber pembiayaan baru

· Meningkatnya peran serta swasta

· Terciptanya efisiensi dan kompetisi yang sehat dan setara dalam penyelenggaraan pos dan telematika
	Depkominfo


	124.984,0

	2.
	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

Kegiatan-kegiatan pokok:

69. Penyusunan mekanisme dan besaran bantuan pemerintah dalam rangka pelaksanaan program PSO/USO pos dan telematika

70. Pembangunan baru fasilitas telekomunikasi sekurang-kurangnya 16 juta sambungan telepon tetap, 25 juta sambungan bergerak, dan 43 ribu sambungan di daerah perdesaan

71. Peningkatan efisiensi pengalokasian dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio

72. Evaluasi, monitoring, dan pengaturan standar operasional dan pelayanan pos dan telematika

73. Pengujian perangkat pos dan telematika

74. Fasilitasi pembangunan community access point di 45 ribu desa, termasuk pemberdayaan kantor pos sebagai titik akses komunitas

75. Revitalisasi infrastruktur pos dan telematika
	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

Kegiatan-kegiatan pokok:

76. Peningkatan jangkauan, kapasitas, dan kualitas infrastruktur dan layanan pos dan telematika

· Pemantauan pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) telekomunikasi serat optik Palapa Ring

· Pembangunan lanjutan Indonesia Security Incident Response Team on Information Infrastructure (ID-SIRTII)

· Rehabilitasi fasilitas dan peningkatan jangkauan penyiaran televisi ke daerah blank spot dan perbatasan melalui proyek PHLN Improvement of TV Transmitting Stations
· Pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan TIK (hibah Vocational Training Center for Workers in the field of ICT)

· Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana TIK

· Pengembangan dan pemeliharaan pusat data

· Pembangunan infrastruktur Bogor Cyber Park
77. Penyusunan/penyempurnaan kebijakan, regulasi, kelembagaan dan industri pos dan telematika

· Penyelesaian kebijakan PSO pos

· Penyusunan peraturan teknis konvergensi dan rencana teknis implementasi next generation network
· Penyempurnaan peraturan tentang interkoneksi

· Reorganisasi UPT dan balai uji dan penyusunan regulasi dan kelembagaan infrastruktur

· Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana fasilitas telekomunikasi perdesaan

78. Penyusunan regulasi penelitian dan pengembangan industri pos dan telematika

· Pemberian insentif, pengembangan prototipe dan pemasaran produk telekomunikasi hasil invensi/inovasi terpilih

79. Penyediaan infrastruktur pos dan telematika di daerah non-komersial

· Penyediaan dana PSO pos

· Penyediaan jasa akses telekomunikasi perdesaan (program USO)

80. Penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pos dan telematika

· Pembayaran cicilan kompensasi terminasi dini kepada PT Telkom

· Monitoring, observasi, pengukuran dan penertiban pemanfaatan alokasi spektrum frekuensi beserta perkuatan perangkat

81. Peningkatan standarisasi sistem dan perangkat pos dan telematika

· Standarisasi bidang TIK


	· Meningkatnya efisiensi pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun dan pembangunan infrastruktur baru

· Tersedianya sarana dan prasarana pos dan telematika hingga ke daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan

· Tersedianya pelayanan pos dan telematika sesuai dengan kualitas yang memadai

· Terjaganya kondisi sarana dan prasarana yang telah dan sedang dibangun

· Meningkatnya peran industri dalam negeri dalam pengembangan sektor pos dan telematika
	Depkominfo
	1.231.302,7

Belum termasuk alokasi Bagian 62: 

· PSO pos 

     (Rp 100.000,0)

Belum termasuk alokasi Bagian 69: 

· Cicilan pembayaran terminasi dini (Rp 90.000,0)

· Anggaran pembangunan LPP TVRI dan LPP RRI

	3.
	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kegiatan-kegiatan pokok:

82. Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi beserta aplikasinya

83. Peningkatan porsi industri dalam negeri melalui produk unggulan, standarisasi, perkuatan kemampuan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan pasar bagi mass product
84. Pengembangan aplikasi e-government
85. Fasilitasi pelaksanaan program one school one computer’s laboratory (OSOL) di 50 ribu sekolah dari 200 ribu sekolah di seluruh Indonesia

86. Fasilitasi penyediaan komputer murah sebanyak 100 ribu unit per tahun bagi laboratorium komputer di sekolah-sekolah

87. Peningkatan penyediaan akses internet ke rumah dengan mendorong industri perangkat lunak untuk membuat chip yang ditempelkan (embedded) di dalam perangkat televisi

88. Peningkatan penggunaan open source system ke seluruh institusi pemerintahan dan lapisan masyarakat

89. Fasilitasi peningkatan keterhubungan rumah sakit, puskesmas, perpustakaan, pusat penelitian dan pengembangan, pusat kebudayaan, museum, pusat kearsipan dengan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan rencana tindak World Summit on Information Society

	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kegiatan-kegiatan pokok:

90. Penyusunan/penyempurnaan kebijakan, regulasi dan kelembagaan industri pos dan telematika

· Penyusunan perangkat peraturan pelaksana RUU Informasi dan Transaksi Elektronik, penyusunan RUU Cyber Crime dan peraturan bidang TIK lainnya

91. Peningkatan literasi masyarakat terhadap TIK (e-literacy)

· Penyediaan pusat informasi masyarakat (Program Community Access Point)

· Pembuatan model bagi pengembangan e-education nasional dan peningkatan e-literacy siswa SD dan SMP di DIY melalui proyek PHLN ICT Utilization for Educational Quality Enhancement in DIY

· Penyediaan fasilitas pembelajaran di bidang TIK bagi pegawai pemerintah dan umum melalui proyek PHLN ICT Human Resource Development
92. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi

· Pengembangan dan implementasi e-government 

· Pengembangan dan peningkatan pemanfaatan perangkat lunak dan aplikasi berbasis open source

· Pembangunan infrastruktur dan perangkat lunak open source
· Fasilitasi industri bidang TIK

· Pengembangan dan penerapan konten multimedia

· Pengembangan interoperabilitas sistem informasi antara pusat dan daerah

· Pengembangan dan penerapan sistem keamanan bidang TIK

· Audit bidang TIK

· Penelitian dan pengembangan TIK
	· Meningkatnya literasi masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi

· Tersedianya berbagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi

· Terciptanya kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
	Depkominfo,

DKP,

KPU,

BAKORNAS 
	188.730,0

35.000,0

14.491,0

5.280,0


Keterangan:

Tidak termasuk alokasi Bagian 62 dan 69

KEGIATAN PROGRAM FLAGSHIP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) TAHUN 2008

Matriks Kegiatan Program Flagship Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini bertujuan untuk mempermudah sinergi, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tujuh program flagship TIK lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Dewan TIK Nasional.  Kegiatan program flagship TIK di bawah ini merupakan cuplikan dari kegiatan yang tercantum di prioritas dan program pembangunan masing-masing instansi pelaksana. Dengan demikian, alokasi indikatif kegiatan program flagship merupakan bagian dari total pagu indikatif Kementerian/Lembaga pelaksana program flagship.
	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Kegiatan
	Instansi Pelaksana
	Alokasi Indikatif Kegiatan 

(Rp. Juta)

	1.
	E-PROCUREMENT
	18.000,0

	
	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

· Penyusunan perangkat peraturan pelaksana RUU Informasi dan Transaksi Elektronik dan penyusunan RUU Cyber Crime
· Pengembangan dan penerapan sistem keamanan bidang TIK


	· Terciptanya kepastian dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi


	Depkominfo


	  18.000,0



	2.
	LEGALISASI PERANGKAT LUNAK
	20.000,0

	
	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi

· Pengembangan infrastruktur,  perangkat lunak dan aplikasi berbasis open source

	· Turunnya tingkat penggunaan perangkat lunak ilegal di instansi pemerintah 

· Meningkatnya pemanfaatan perangkat lunak berbasis open source
	Depkominfo


	10.000,0

	
	Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek

· Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan perangkat lunak berbasis open source, pengembangan e-government, e-procurement, dan e-business

	· IGOS versi 2 dan promosi penggunaannya di lembaga pemerintah
	Kemenegristek


	  10.000,0

	3.
	E-EDUCATION
	1.356.105,0

	
	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

· Pembuatan model bagi pengembangan e-education nasional yang akan direplikasi ke daerah lain dan peningkatan e-literacy siswa SD dan SMP di provinsi DIY melalui proyek PHLN ICT Utilization for Educational Quality Enhancement dan peningkatan e-literasi pegawai pemerintah dan masyarakat melalui proyek PHLN National ICHT HRD


	· Meningkatnya literasi siswa dan masyarakat di bidang teknologi informasi dan komunikasi
	Depkominfo


	  121.230,0

	
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

· Penerapan TIK jenjang pendidikan dasar
	· 4.920 lab komputer untuk SMP
	Depdiknas 
	602.850,0

	
	Program Pendidikan Menengah

· Penerapan TIK jenjang pendidikan menengah


	· 4.563 lab komputer untuk SMA/SMK
	Depdiknas
	632.025,0

	4.
	NATIONAL SINGLE WINDOW
	346.300,0

	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

· Pembentukan dan pengembangan NSW dan ASEAN Single Window (ASW) dalam rangka integrasi sistem NSW dan ASW
	Terintegrasinya sistem NSW dengan ASW sesuai kesepakatan ASEAN
	Depdag 

Kemenko Perekonomian, 
	2.000,0

4.000,0

	
	Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara

· Modernisasi administrasi kepabaenan dan cukai


	Terintegrasinya sistem NSW dengan ASW sesuai kesepakatan ASEAN
	Depkeu


	340.300,0

	5.
	E-ANGGARAN

	
	
	
	
	

	6.
	PALAPA RING
	800,0

	
	Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika

· Finalisasi rencana pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik nasional Palapa Ring


	· Tersusunnya model bisnis, rencana teknis dan rencana implementasi pembangunan Palapa Ring
	Depkominfo
	  800,0

	7.
	SINGLE IDENTITY NUMBER
	8.000,0

	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan

· Penyempurnaan sistem koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi antarinstansi yang terkait 


	· Terbentuknya sistem koneksi NIK 
	Depdagri
	  8.000,0


	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif   (Rp. Juta)

	D. Sub Bidang Energi

	1. 
	Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Perluasan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi dengan memberikan paket insentif pajak yang disesuaikan dengan Master Plan Asean Gas Grid, pengembangan transportasi batu bara, 

2. Pengkajian pemanfaatan batu bara berkalori rendah serta implementasi briket dan UBC untuk memenuhi peningkatan kebutuhan industri padat energi termasuk pembangkit listrik dan rumah tangga,   

3. Peningkatan kapasitas kilang minyak bumi untuk mengolah produk minyak yang efisien dan harga yang terjangkau konsumen dalam negeri. Untuk antisipasi peningkatan pemakaian BBM dengan pemanfaatan energi alternatif yang cadangannya berlimpah dengan optimal. 

4. Peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan BBM.  

5. Pembangunan jaringan pipa gas di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi; 

6. pembangunan jaringan pipa BBM di Jawa; 

7. pembangunan kilang minyak di Jawa, Sumatera, dan Nusa Tenggara; dan 

8. pengembangan panas bumi untuk ketenagalistrikan terutama di Sumatera, Jawa  dan Sulawesi  


	Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelayanan usaha pengangkutan dan penyimpanan migas;

2. Pembinaan usaha hilir minyak dan gas bumi;

3. Pelayanan usaha pengolahan usaha hilir;

4. Pengaturan dan pengawasan usaha non bahan bakar;

5. Pengembangan dan pemanfaatan batubara;
6. Pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.


	1. Mempertahankan kualitas jasa pelayanan sarana dan prasarana energi untuk menghasilkan segala produk energi yang semakin mudah, efisien dan harga yang terjangkau 

2. Terbangunnya kualitas dan kuantitas jasa pelayanan sarana dan prasarana energi yang memadai sesuai standar yang berlaku. 


	Dep. ESDM
	60.900,0


Pemaketan pelelangan di sisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri, dan standarisasi dan pengawasan kualitas produksi dalam negeri.

	1. Standarisasi dan pengawasan kualitas produksi dalam negeri; 

2. Kajian pengembangan teknologi Coal Bed Methane (CBM) untuk meningkatkan pemanfaatan batubara; 

3. Kajian penelitian cadangan migas baru dan kajian teknologi pengolah limbah migas. 


	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi Serta Teknologi Energi

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Penelitian dan pengembangan teknologi energi baru terbarukan;

2. Penelitian dan pengembangan teknologi dan ketenagalistrikan;

3. Penelitian dan pengembangan tekno ekonomi, konservasi energi dan lingkungan.


	1. Memberi kesempatan kepada dunia bisnis swasta, BUMN dan Koperasi serta masyarakat untuk berpartisipasi sebagai penyedia, pengelola dan pembeli energi, khususnya dalam penguasaan teknologi, manajemen, serta pemasaran produk energi. 

2. Tersedianya berbagai macam aplikasi terknologi untuk pemanfaatan energi terutama berbahan non-BBM yang diproduksi dalam negeri. 

3. Peningkatan dari skala kecil (laboratorium) menjadi lebih besar dan komersial berbagai jenis energi terbarukan .


	Dep. ESDM
	20.145,0
	

	2. 
	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. penyehatan industri yang ada, privatisasi, mengatur pemain dengan unbundling dan pendatang baru serta kompetisi, melanjutkan program restrukturisasi dan revisi Undang-Undang Minyak dan Gas, 

2. kajian untuk menentukan skema/struktur industri energi dalam rangka mendorong pengembangan sektor ekonomi, serta peninjauan kembali UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang Pemberlakuan PPN bagi Kontraktor dalam Tahap Eksplorasi, dan pemberlakuan bea masuk terhadap barang-barang impor migas. 


	Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyiapan restrukturisasi energi dan regulasi pemanfaatan energi bersih;

2. Pengembangan usaha dan pemanfaatan energi baru terbarukan;

3. Pembinaan dan penerapan konservasi dan efisiensi energi;

4. Sosialisasi dan bimbingn teknis pengembangan energi baru;

5. Pengembangan Desa Mandiri Energi. 


	Menciptakan industri energi yang mandiri, efisien, handal dan berdaya saing tinggi di pasar energi. 


	Dep. ESDM
	84.120,0

	3. 
	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi, dan masyarakat terhadap layanan sarana dan prasarana energi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Meningkatkan partisipasi pemerintah daerah, swasta, koperasi dan masyarakat (pelaku) dapat membangun infrastruktur dan penyaluran energi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, pelaku juga dapat melakukan bisnis di hulu untuk gas dan batubara termasuk briket dan UBC. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik perlu upaya pemisahan yang jelas antara wilayah kompetisi dan non kompetisi berikut kriteria-kriteria pembatasan untuk wilayah dimaksud. 


	Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi, dan masyarakat terhadap layanan sarana dan Prasarana energi

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Pengembangan dan pemanfaatan energi;

2. Pengembangan dan pemanfaatan briket batubara;
3. Pemanfaatan biofuel untuk masyarakat perdesaan;
4. Survei/studi kelayakan/penyusunan master plan/DED/SID;
5. Penyelenggaraan sosialisasi/diseminasi/seminar/workshop/publikasi;
6. Penyelenggaraan/pengembangan pendidikan sumber daya manusia;
7. Pembinaan/penyusunan program, rencana kerja dan anggaran;
8. Pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana;
9. Pembinaan/koordinasi/pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

	1. Memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah, swasta, masyarakat dan koperasi (sebagai pelaku) untuk lebih terlibat dalam pengelolaan usaha energi baik usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, maupun usaha niaga. 


	Dep. ESDM,


	21.519,5

	4. 
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Optimasi pemanfaatan distribusi gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri

2.
Verifikasi audit cost recovery
3.
Studi finding cost eksplorasi migas di kawasan timur indonesia.

4.
Pemutakhiran data sumber daya migas

5.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan P3JBT

6.
Monitoring kegiatan operasi kilang minyak dan gas bumi.

7.
Evaluasi mutu BBM dan bbg yang beredar dan analisa kebijakan tindak lanjutnya.

8.
Monitoring pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur migas di NAD dan Nias

9.
Pembinaan kegiatan eksploitasi migas

10.
Inventarisasi data dan perencanaan pengembangan lapangan minyak bumi brownfield dan lapangan minyak marginal

11.
Penyusunan naskah perundang-undangan sebagai langkah peningkatan iklim investasi
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Penyusunan, pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi

2.
Penelitian, penyelidikan, inventarisasi dan eksplorasi hulu migas

3.
Pengelolaan dan penyiapan wilayah kerja migas termasuk survei seismik 2D 4.000 km di Laut Selatan Jabar dan Jateng

4.
Pembinaan dan pengawasan eksploitasi migas termasuk penyiapan kebijakan pengembangan Lapangan marjinal dan brownfield serta evaluasi optimalisasi lapangan existing

5.
Pelayanan dan pemantauan usaha gas bumi

6.
Penilaian dan pengembangan usaha hulu migas 

7.
Pembinaan penerimaan negara migas

8.
Pengembangan kebijakan investasi

9.
Pembinaan usaha hilir migas

10.
Pengembangan dan penggunaan energi alternatif

11.
Penentuan harga dan subsidi bahan bakar

12.
Pembinaan usaha penunjang migas

13.
Penelitian dan Pengawasan Mengenai Peranan Perminyakan di dalam Perekonomian

14.
Pembinaan, Perancangan, Harmonisasi, Kerjasama Publikasi Peraturan Perundang-undangan

15.
Pembinaan Pengawasan Standardisasi, Akreditasi dan Pengendalian Mutu

16.
Pengembangan Eksplorasi dan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Mineral

17.
Pembinaan Kerjasama Internasional

18.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

19.
Penyuluhan Hukum

20.
Pelayanan Bantuan Hukum

21.
Pengawasan dan pengaturan, penyediaan, pendistribusian BBM dan gas bumi melalui pipa 

22.
Pendidikan dan pelatihan bidang migas

23.
Penelitian, Inventarisasi dan penyelidikan bitumen padat, gas methane dalam lapisan batubara, kandungan minyak dan endapan bitumen padat dan rembesan minyak serta dinamika cekungan

24.
Survei dan pemetaan geologi, geokimia dalam pengembagan hulu migas

25.
Pengadaan, pemeliharaan/perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium

26.
Monitoring Penggunaan CNG di DKI Jakarta dan Proyek Percontohan LGV di Jawa Barat

27.
Evaluasi Cadangan Migas Indonesia 

28.
Inventarisasi dan Evaluasi Produksi Migas per Daerah Penghasil 

29.
Pemutakhiran Informasi Cekungan Sendimen Tersier Indonesia

30.
Pengembangan CBM (gas methane B)

31.
Survei dan pemetaan dalam rangka peningkatan cadangan migas

32.
Litbang EOR/MEOR untuk peningkatan produksi migas

33.
Peningkatan pelayanan jasa litbang bagi industri dan pemerintah


	1.
Terwujudnya peran optimal sub sektor migas untuk penerimaan Negara 

2.
Terwujudnya kemandirian dalam pengusahaan migas

3.
Terwujudnya iklim investasi kegiatan usaha hulu dan hilir

4.
Peningkatan produksi migas

5.
Terjaminnya pasokan migas dan produk-produknya untuk kebutuhan dalam negeri

6.
Terwujudnya pengembangan masyarakat sekitar usaha migas

7.
terlaksananya penelitian, penyelidikan dan pemodelan, tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan survei dasar geologi, bertambahnya pelayanan sarana laboratorium, dan terlaksananya inventarisasi dan penyelidikan bitumen, CBM, rembesan minyak.

8.
Terwujudnya peningkatan mutu manajemen produk, dan alat-alat lab, terwujudnya pengembangan lab senji, pemanfaatan CBM, tercapainya pengembangan biodiesel B30, cadangan migas, karakteristik reservoir, informasi cekungan sedimen tersier.

9.
Terpenuhinya pengadaan peralatan laboratorium
	Dep. ESDM
	746.079,1

	5. 
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Pengkajian teknologi pemodelan sumber daya alam

2.
Penyusunan dan pengkajian neraca mineral

3.
Inventarisasi dan verifikasi asset PKP2B

4.
Penyusunan pedoman-pedoman teknis dan juknis.

5.
Penyusunan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (RSKKNI)

6.
Inspeksi terpadu lingkungan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.

7.
Koordinasi penyelesaian permasalahan K3

8.
Pengembangan energi alternatif briket batubara dan light coal.

9.
Pengawasan produksi dan penjualan mineral dan batubara.

10.
Pengawasan tahap kegiatan eksplorasi kontrak karya mineral dan batubara.

11.
Penyiapan perencanaan produksi batubara mutu rendah program 10.000MW

12.
Pengawasan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi panas bumi.

13.
Penyusunan master plan panas bumi.

14.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara

15.
Penyelenggaraan diklat teknis dan manajemen
	Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Pembinaan pengusahaan panas bumi

2.
Pengembangan investasi pengusahaan panas bumi

3.
Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi

4.
Penerapan good mining practice
5.
Peningkatan pemanfaatan mineral, batubara dan panas bumi

6.
Pengembangan investasi dan kerja sama mineral, batubara dan panas bumi

7.
Perencanaan dan pengembangan produksi mineral, batubara dan panas bumi

8.
Perencanaan dan pengembangan wilayah kerja mineral dan batubara 

9.
Optimalisasi penerimaan negara

10.
Pengembangan usaha ekonomi produktif

11.
Penyelenggaraan sosialisasi/workshop
12.
Pembinaan dan pengusahaan kegiatan pertambangan

13.
Pembinaan koordinasi pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

14.
Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan

15.
Pembinaan dan pelaksanaan urusan TU, RT dan pengelolaan perlengkapan

16.
Penelitian dan pengembangan administrasi pemerintahan

17.
Pengembangan SDM dan administrasi kepegawaian

18.
Peningkatan tata laksana dan SDM

19.
Sosialisasi

20.
Peningkatan pemanfaatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi

22.
Penelitian, penyelidikan, eksplorasi dan inventarisasi potensi mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

21.
Penelitian, penyelidikan dan survey geologi, geofisika dan geokimia untuk meningkatkan informasi data/peta sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.

22.
Penyusunan neraca sumber daya mineral , Batubara, Gambut, Bitumen Padat, dan Migas Nasional.

23.
Evaluasi dan Pengelolaan Dokumen Laporan Kontrak Karya Pertambangan (KK), PKP2B, dan KP Batubara

24.
Pendidikan dan pelatihan bidang geologi, teknologi mineral dan batubara, panas bumi dan air tanah

25.
Inventarisasi  Batubara, Mineral Logam dan Non Logam di Indonesia

26.
Survey terpadu daerah Panas Bumi di Indonesia

27.
Monitoring Sumur Panas Bumi dan Penyelidikan misse a la masse daerah lapangan panas bumi Indonesia bagian timur.

28.
Kajian potensi sumber daya geologi di Indonesia

29.
Evaluasi wilayah keprospekan kawasan

30.
Perencanaan dan Pengembangan Produksi Mineral, Batubara dan Panas bumi

31.
Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat disekitar Tambang Mineral, Batubara dan Panas Bumi

32.
Fasilitasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih dan batas wilayah

33.
Pengembangan Investasi dan Pemanfaatan Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi

34.
Penyusunan draf Pedoman Teknis Penambangan dan Pengolahan Mineral dan Batubara

35.
Evaluasi Renstra, Renja-KL/RKA-KL

36.
Bimtek inventarisasi, eksplorasi sumber daya geologi

37.
Joint study or joint project inventory 
38.
Pembangunan/pengadaan/ peningkatan sarana

39.
Penelitian dan Pengembangan Mineral, 

40.
Riset Geologi Kelautan

41.
Kajian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Lepas Pantai.

42.
Pengembangan/ penyempurnaan SI database energi fosil dan mineral ASEAN

43.
Peningkatan kualitas batubara muda (UBC)

44.
Pencairan batubara (detail design)

45.
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur negara

46.
Penyelenggaraan diklat teknis dan manajemen


	1.
Terlaksananya pembinaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan mineral, batubara, dan panas bumi

2.
Terlaksananya kegiatan pemanfaatan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi dan mengoptimalkan penerimaan Negara bukan pajak khusus panas bumi untuk pembangkit listrik 

3.
Terselenggaranya jasa pelayanan kegiatan pengusahaan mineral, batubara dan pabum

4.
Terlaksananya penggunaan energi briket batubara dan light coal
5.
Terlaksananya pengawasan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi pengusahaan mineral, batubara dan pabum

6.
Tersedianya sumber daya mineral, batubara yang berkelanjutan sebagai bahan baku industri, energi dalam negeri dan ekspor

7.
Tersedianya data geologi yang akurat serta sosialisasi hasil penelitian dan mitigasi bencana geologi di Indonesia Timur.

8.
Tersusunnya draft final naskah akademik RUU Kegeologian

9.
Meningkatnya kerja sama penelitian, penyelidikan dan pemodelan.

10.
Terevaluasinya KK, PKP2B dan KP

11.
Tersedianya atlas peta potensi sumber daya geologi

12.
Tersusunnya regulasi, juknis dan pedoman pengusahaan bidang minerbapabum 

13.
Meningkatnya sumber daya manusia guna meningkatkan investasi kegiatan mineral, batubara dan panas bumi, 

14.
Tercapainya pembinaan/ koordinasi dan peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar tambang

15.
Meningkatnya kemampuan/kompetensi Inspektur Tambang.

16.
Berdirinya pilot plant pencairan batubara dan uji coba pilot plant briket kokas serta pilot plant  emas & zeolit,

17.
tersedianya data dan informasi potensi energi kelautan dan sumber daya mineral dasar laut.

18.
Tersusunnya struktur database energi fosil dan mineral ASEAN

19.
Tercapainya pembinaan/koordinasi dan peningkatan perekonomian masyarakat di sekitar tambang

20.
Tersedianya data geologi dan geofisika yang akurat serta sosialisasi hasil penelitian dan mitigasi bencana geologi

21.
Terwujudnya pengembangan aplikasi data base sumber daya geologi

22.
Tersedianya pengembangan sarana dan infrastruktur /hardware, software dan jaringan (LAN)

23.
Tersusunnya RPJM/RPJP dan evaluasi Renstra
	Dep. ESDM
	654.631,4

	6. 
	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Pemantauan dan analisis perkembangan pertambangan mineral dan batubara

2.
Kajian mineral 2007

3.
Pemantauan (monitoring) emisi pembakaran batubara pd pltu dan penangannnya

4.
Rekayasa dan rancang bangun sistem pengawasan dan pengendalian drainase air bawah tanah pada tambang batubara

5.
Monitoring pergerakan batuan pd bukaan tambang bawah tanah menggunakan gelombang ultrasonic
6.
Penelitian aditif untuk mempercepat pembentukan hidrat gas bumi

7.
Studi formulasi campuran etanol dalam bensin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor

8.
Penelitian karakteristik dan pemanfaatan hasil gasifikasi batubara.
	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
pengembangan sistem inovasi teknologi industri

2.
penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

3.
pengembangan bio-ethanol, bio-diesel dan bio-oil.

4.
penyelenggaraan diklat 
e-Government.

5.
Penyusunan, Pengkajian dan Pengembangan Kabijakan dan Strategi (database mineral dan batubara, kajian mineral dan batubara, current issues pertambangan mineral dan batubara)
	Updating database batubara dan terlaksananya kajian prospek mineral dan batubara.
	Dep. ESDM
	12.296,9

	7. 
	Program penelitian dan pengembangan IPTEK

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Penyusunan/pengumpulan/ pengolahan/ updating/analisa data dan statistik

2.
Penelitian geologi teknik

3.
Penelitian geologi lingkungan

4.
Penelitian daerah resapan air tanah

5.
Rekayasa teknik penurapan mata air

6.
Survei koleksi museum geologi

7.
Penyusunan database museum geologi
	Program penelitian dan pengembangan IPTEK

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Pengembangan sistem jaringan internet

2.
Penelitian dan pengembangan karya ilmiah/seminar/IPTEK

3.
pembuatan/pemutaran film/slide

4.
survey geologi

5.
pengembangan dan pengelolaan pusat peragaan IPTEK.

6.
Pelaksanaan riset tematis

7.
Penelitian ilmu pengetahuan dasar.

8.
Penelitian Hidrogeologi Di Daerah Gunungapi

9.
Pengembangan dan Pengelolaan Pusat Peragaan IPTEK

10.
Penelitian Geologi Teknik Lempung Mengembang, Tanah Lunak Gambut, Infrastruktur Jalan Tol, Debris Flow, dan Likuifaksi


	Meningkatkan fokus dan mutu kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dasar, terapan, teknologi, rancang bangun dan pemodelan.
	Dep. ESDM
	34.694,0

	E. Sub Bidang Kelistrikan

	1. 
	Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Pembangunan pembangkit listrik serta jaringan transmisi dan distribusinya termasuk pembangunan listrik perdesaan;

2. Ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan listrik perdesaan melalui pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah perdesaan dan daerah yang belum berkembang; dan

3. Konversi pemanfaatan BBM ke alternatif energi fosil non BBM lainnya (gas, batubara) dan energi terbarukan (hidro, panas bumi,, surya) untuk pembangkit listrik.


	Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Kegiatan-kegiatan pokok: 

1. Memfasilitasi kegiatan rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada yaitu PLTGU Muara Tawar, PLTGU Muara Karang, PLTGU Tanjung Priok, PLTGU Semarang, PLTGU Kramasan Palembang;

2. Memfasilitasi pembangunan PLTGU Labuan Angin Sumut, PLTGU Parit Baru Kalbar, PLTA Asahan III, PLTA Peusangan, PLTP Lahendong Sulut, PLTP Ulu Belu Lampung, serta berbagai pembangkit listrik skala kecil terutama bertenaga hidro di berbagai wilayah di kawasan timur indonesia. 

3. Memfasilitasi pelaksaaan pembangunan pembangkit listrik oleh swasta (Independent Power Producers) di berbagai wilayah di tanah air

4. Memfasilitasi percepatan pembangunan pembangkit listrik batubara 10.000 MW di berbagai wilayah

5. Memfasilitasi pengembangan sistem informasi operasi, pemeliharaan dan perawatan pembangkit listrik.

6. Memfasilitasi perluasan jaringan transmisi dan distribusi dilakukan untuk mengurangi bottleneck dan interkoneksi antar propinsi untuk menambah keandalan dan jangkauan pelayanan pada masyarakat dan menunjang pembangunan pembagkit listrik di berbagai wilayah di Jawa dan luar Jawa, serta rehabilitasi konfigurasi jaringan distribusi untuk meningkatkan efisiensi khususnya di Jawa. 

7. Pelaksanaan subsidi listrik yang layak dan tepat sasaran. 

8. Pembangunan listrik perdesaan atau daerah belum berkembang baik berupa    pembangunan pembangkit listrik khususnya skala kecil yang menggunakan energi terbarukan setempat atau melalui  ekstensifikasi dan intensifikasi jaringan penyaluran listrik baik pembangunan jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah serta gardu distribusi.

9. Pemberian dan evaluasi subsidi listrik.  

	9. Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik sebesar 1.600 MW di Jawa dan 1.840 MW di luar Jawa, serta berkurangnya daerah krisis listrik khusunya di luar Jawa.

10. Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 60,5 persen dan  rasio elektrifikasi perdesaan menjadi  sebesar  93,7 persen. 

11. Semakin luas dan optimalnya sistem interkoneksi 500 kV, 275 kV dan 150 kV serta  jaringan distribusinya baik di Jawa maupun luar Jawa. 

12. Terwujudnya susut jaringan terutama teknis dan non-teknis menjadi sekitar 9,5 persen (lebih tinggi dari target RKP 2007, mengingat target susut jaringan 2007 diperkirakan sulit dicapai)

13. Berkurangnnya penggunaan BBM untuk pembangkit listrik menjadi sekitar 25  persen, serta meningkatnya pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan    
14. Mulai terlaksanya percepatan pembangunan PLTU 10.000 MW

15. Mulai terlaksananya pembangunan pembangkit listrik melalui pola Independent Power Producers /IPP’s di berbagai wilayah di Indonesia
	Dep. ESDM
	2.450.223,9



	2. 
	Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.   Penyempurnaan undang-undang tentang ketenagalistrikan serta peraturan pelaksanaannya dalam rangka menciptakan industri ketenagalistrikan yang sehat dan efisien guna mendorong investasi
	Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan (Pasca Pembatalan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan)

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan berbagai peraturan pemerintah dan petunjuk teknis yang mendukung pelaksanaan undang-undang ketenagalistrikan baru khususnya untuk penyempurnaan tata kelola sistem ketenagalistrikan serta menciptakan iklim yang kondusif dan menarik untuk investasi swasta.

2. Penyempurnaan model penghitungan yang optimal untuk Tarif Dasar Listrik

3. Memfasilitasi proses reposisi dan reorganisasi fungsi badan usaha milik negara dalam penyediaan tenaga listrik sesuai undang-undang ketenagalistrikan yang baru  
	1. Terbaharuinya berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagalistrikan yang baru 
2. Tersusunnya  rencana induk proses transisi pembaharuan struktur industri dan sistem pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional.

3.  Terpisahnya fungsi komersial dan fungsi non komersial pembangunan bidang ketenagalistrikan, termasuk rencana induk  pembangunan bidang ketenagalistrikan yang bersifat PSO

4. Terselesaikannya  reposisi dan restrukturisasi PT. PLN sesuai undang-undang ketenagalistrikan yang baru.

5. Semakin meningkatnya iklim yang kondusif dan daya tarik investasi swasta


	Dep. ESDM
	50.312,0



	3.
	Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan.

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.  Memberi kesempatan dan mendorong swasta, koperasi, Pemda dan masyarakat (sebagai pelaku) agar dapat membangun pembangkit dan penyalurannya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk daerah yang belum dilistriki. 

2. Sedangkan untuk daerah yang sudah terinterkoneksi jaringan listrik (on grid), pelaku dapat menjual listriknya ke jaringan dengan memanfaatkan potensi energi setempat untuk pembangkit listrik termasuk pembangkit skala kecil melalui skema PSK Tersebar (Pembangkit Skala Kecil Teknologi Energi untuk Rakyat dengan Sumber Energi Terbarukan)


	Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Melakukan pembinaan dalam  mendorong swasta, koperasi, Pemda dan masyarakat (sebagai pelaku) agar dapat membangun pembangkit yang memanfaatkan potensi energi terbarukan  setempat dan penyalurannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Peningkatan investasi swasta  pembangunan pembangkit listrik

3. Pengembangan pola kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan listrik-listrik perdesaan 
	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat, koperasi dan swasta dan pemerintah daerah dalam investasi penyediaan tenaga listrik terutama di daerahnya guna meningkatkan kapasitas pasokan tenaga listrik.

2. Terlaksananya pembangunan berbagai pembangkit listrik oleh  swasta melalui pola IPP di berbagai wilayah di Indonesia

3. Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan ketenagalistrikan di daerahnya

	Dep. ESDM
	4.700,0



	4.
	Peningkatan Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pengembangan teknologi tepat guna yang diarahkan pada barang-barang mass production;
2. Mendorong industri dalam negeri melalui pemaketan pelelangan disisi hulu untuk menjamin kelangsungan industri dalam negeri, melalui prioritas penggunaan produksi dalam negeri. Serta pelaksanaan pengawasan kualitas produksi dalam negeri yang berdasarkan peraturan pemerintah mengenai standarisasi dan sertifikasi ketenagalistrikan; dan

3. Pemenuhan industri ketenagalistrikan yang berwawasan lingkungan termasuk pemanfaatan potensi energi baru terbarukan serta penguasaan aplikasi dan teknologi serta bisnis ketenagalistrikan untuk mendukung nilai tambah kegiatan produktif dan memberikan efek ganda bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. 


	Penguasaan dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi serta Bisnis Ketenagalistrikan

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Memfasilitasi perumusan regulasi penggunaan komponen lokal dalam pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi 

2. Meningkatkan dan mengembangkan regulasi standarisasi dan sertifikasi bidang ketenagalistrikan

3.  Meningkatkan pengawasan kualitas produksi dalam negeri dan meningkatkan kemampuan ekspor komponen dalam dalam negeri

4. Memfasilitasi pembangunan pembangkit listrik ’dalam negeri’

5. Meningkatkan penelitian dan pengembangan iptek bidang ketenagalistrikan


	1. Meningkatnya  penggunaan barang dan jasa ketenagalistrikan dalam negeri

2.  Meningkatnya kemampuan dalam negeri dalam mengelola dan memasarkan produk ketenagalistrikan yang berkualitas baik di dalam negeri maupun ke luar negeri

3.  Meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang mampu mendukung bidang ketenagalistrikan serta mendukung penguasaan bisnis industri ketenagalistrikan.

4. Meningkatnya pengembangan standarisasi dan sertifikasi bidang ketenagalistrikan yang berbasis teknologi informasi komputer.

5. Terlaksananya pembangunan pembangkit listrik ’dalam negeri’ (sebagian besar memanfaatkan komponen dalam negeri) 


	Dep. ESDM
	46.421,2



	F. Sub Bidang Permukiman dan Perumahan

	1.
	Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi kawasan rumah sederhana dan rumah sederhana sehat

2. Pengembangan pola subsidi yang tepat sasaran, efisien dan efektif

3. Penyediaan 1.350.000 unit rumah baru layak huni bagi masyarakat yang belum memiliki rumah

4. Peningkatan akses masyarakat kepada kredit mikro sebanyak 3.600.000 unit rumah

5. Pengembangan lembaga kredit mikro untuk mendukung perumahan swadaya untuk penanggulangan kemiskinan

6. Pembangunan Rusunawa bagi masyarakat berpendapatan rendah sejumlah 60.000 unit

7. Pembangunan Rusunami bagi masyarakat berpendapatan rendah sejumlah 25.000 unit melalui peran serta swasta

8. Deregulasi dan reregulasi peraturan perundang-undangan pertanahan, perbankan, perpajakan, pengembang dan pasar modal yang berkaitan dengan pemantapan pasar primer perumahan

9. Revitalisasi BKP4N dan pembentukan lembaga pembiayaan perumahan nasional beserta instrumen regulasi pendukung

10. Revitalisasi kawasan perkotaan yang mengalami degradasi kualitas permukiman pada 79 kawasan

11. Pengembangan tata keselamatan dan keamanan gedung pada kota menengah dan besar

12. Peningkatan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara

13. Penyusunan NSPM dalam pembangunan perumahan dan keselamatan bangunan gedung

14. Pengembangan teknologi tepat guna dan tanggap terhadap bencana di bidang perumahan dan bangunan gedung, serta

15. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan dan rehabilitasi rumah akibat bencana alam dan kerusuhan sosial


	Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Perumusan kebijakan, strategi, dan program pengembangan perumahan;

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan;

3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan;


4. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM)  program pengembangan perumahan;

5. Pembangunan  rumah susun sederhana sewa beserta fasilitas umum/sosial serta prasarana dan sarana dasarnya;

6. Penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk RSH/S dan rumah susun 

7. Fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan; 

	1. Terlaksananya perumusan kebijakan, strategi, dan program pengembangan perumahan;

2. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan;

3. Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan;


4. Tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM)  program pengembangan perumahan;

5. Terbangunnya 31 twin block  rumah susun sederhana sewa beserta fasilitas umum/sosial serta prasarana dan sarana dasarnya;

6. Tersedianya prasarana dan sarana dasar untuk 10.000 RSH/S dan rumah susun 

7. Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi pengembangan kawasan di empat kota dan 16 kawasan; 


	Kemenegpera


	512.379,0



	
	
	1. Penyediaan infrastruktur primer perkotaan pada kawasan rumah sederhana sehat (RSH);

2. Pembangunan  rumah susun sederhana sewa beserta prasarana dan sarana dasarnya;

3. Revitalisasi serta penataan bangunan dan lingkungan;

4. Pembinaan teknis bangunan gedung;

5. Penyediaan prasarana dan sarana dalam rangka penanganan pasca bencana;

6. Pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan; 

7. Pelaksanaan PSO Perumnas
	1. Tersedianya infrastruktur primer perkotaan pada kawasan rumah sederhana sehat (RSH) di 32 kawasan;

2. Terbangunnya  80 twin block  rumah susun sederhana sewa beserta fasilitas umum/sosial serta prasarana dan sarana dasarnya

3. Terlaksananya revitalisasi serta penataan bangunan dan lingkungan di 145 kawasan;

4. Terlaksananya pembinaan teknis bangunan gedung di 33 provinsi;

5. Terlaksananya penanganan pasca bencana melalui pembangunan prasarna dan sarana;
6. Pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan di 32 provinsi; 
7. Terlaksanananya  PSO bagi Perumnas

	Dep. PU


	1.554.364,5

	2.
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan kualitas pada kawasan kumuh, desa tradisional, nelayan, dan desa eks transmigrasi

2. Fasilitasi dan bantuan teknis perbaikan rumah

3. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya yang berbasis pemberdayaan masyarakat

4. Pengembangan sistem penanggulangan kebakaran
5. Pemberdayaan masyarakat miskin di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan

6. Penataan, peremajaan dan revitalisasi kawasan

7. Penyusunan NSPM pemberdayaan komunitas perumahan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan

8. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan yang tanggap bencana
	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Perumusan kebijakan, strategi, dan program pemberdayaan komunitas perumahan;

2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan komunitas perumahan;

3. Pengendalian pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan;

4. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM)  Program Pemberdayaan Perumahan;

5. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya;

6. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan rumah di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan eks transmigrasi;

7. Fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan sarana dasar  di perumahan di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan eks transmigrasi;


8. Bantuan pembangunan dan perbaikan rumah di lokasi bencana.


	1. Tersusunnya perumusan kebijakan, strategi, dan program pemberdayaan komunitas perumahan;

2. Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan program pemberdayaan komunitas perumahan;

3. Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kebijakan program pengembangan perumahan;


4. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Manual (NSPM)  Program Pemberdayaan Perumahan;

5. Terlaksananya Fasilitasi dan stimulasi pembangunan 5.000 unit perumahan swadaya;

6. Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru dan perbaikan 10.000 unit rumah di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan eks transmigrasi;

7. Terlaksananya fasilitasi dan stimulasi penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk melayani 10.000 unit perumahan di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan eks transmigrasi;


8. Terlaksananya bantuan pembangunan dan perbaikan 600 unit rumah di lokasi bencana.

	Kemenegpera


	160.000,0

	
	
	1. Perbaikan lingkungan permukiman;

2. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan perkotaan (NUSSP) *;

3. Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman di Yogyakarta dan Jawa Tengah;

4. Penyediaan prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil/terpencil

5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (P2KP dan RISE);
	1. Terlaksanya perbaikan lingkungan permukiman di 177 kawasan;

2. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan perkotaan (NUSSP) di 32 kabupaten/kota;

3. Terlaksananya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan permukiman di Yogyakarta dan Jawa Tengah;

4. Tersedianya prasarana dan sarana permukiman di 35 kawasan pulau kecil/terpencil

5. Terlaksananya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (P2KP:  3.581kelurahan dan RISE: 237 kecamatan).

	Dep. PU
	1.804.250,0

	3. 
	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan
	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan, pengkajian dan pengembangan kebijakan dan strategi

2. Peningkatan/pengkajian   kapasitas kelembagaan

3. Pendayagunaan/tindak lanjut pengawasan

4. Belanja Pegawai 

5. Penyelenggaraan Operasional Perkantoran

6.  Perawatan Gedung/Kantor

7. Operasional Menteri/Ketua Lembaga 

8. Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan


	1. Tersusunnya perbaikan  kebijakan pembangunan perumahan 

2. Meningkatnya   kapasitas kelembagaan

3. Tercapainya pembangunan yang tepat sasaran
	Kemenegpera
	86.740,1

	4.
	Program Pemberdayaan Masyarakat

(1) Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan-kegiatan pokok:

14. Kampanye publik, mediasi dan fasilitasi kepada masyarakat tentang perlunya perilaku hidup bersih dan sehat

15. Peningkatan peran sekolah dasar dalam mendukung perilaku hidup bersih dan sehat

16. Pelaksanaan percontohan dan pengembangan peran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber air baku

17. Pelaksanaan percontohan dan pengembangan peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan

18. Pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mendukung pelestarian dan penjagaan kualitas air baku

19. Pengembangan budaya perhargaan dan hukuman terhadap partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan

20. Peningkatan peran charity fund dan LSM/NGO

(2) Persampahan dan drainase 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Kampanye penyadaran publik mengenai 3R

2. Pengembangan pusat daur ulang yang berbasis masyarakat di kota metropolitan dan kota besar

3. Pemasyarakatan srtruktur pembiayaan dalam penanganan persampahan dan drainase

4. Pengembangan kapasitas bagi pemulung dan lapak di kota metropolitan dan kota besar

5. Pengembangan vermi compost dan pengomposan yang berbasis masyarakat di kota besar dan kota sedang

6. Proyek percontohan pengembangan produk pertanian organik skala kecil sebagai upaya pengembangan pasar kompos

7. Kampanye penyadaran publik mengenai perlunya saluran drainase dalam mengurangi genangan di kota metropolitan, besar dan sedang

8. Peningkatan pemeliharaan dan normalisasi saluran drainase yang berbasis masyarakat pada kawasan kumuh di kota metropolitan, besar dan sedang

9. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan awal, desain, konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan, khususnya di daerah eks bencana alam sebagai upaya pemulihan 


	Program Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Cipta Karya


	1. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat Bidang Cipta Karya


	Dep. PU
	13.000,0



	5.
	Program Pengembangan Kelembagaan

(1) Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyusunan peraturan presiden tentang kerjasama antar wilayah (regionalisasi) dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah 

2. Penyusunan peraturan presiden tentang kerjasama antara BUMN/BUMD dengan BUMS

3. Peningkatan kerjasama BUMD dengan BUMS yang saling menguntungkan, akuntabel dan transparan

4. Pengembangan water supply and wastewater fund
5. Penyusunan peraturan presiden tentang penerbitan obligasi oleh BUMD

6. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan air minum dan air limbah pada daerah eks bencana alam.

(2) Persampahan dan drainase

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Review dan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan persampahan dan drainase

2. Penyusunan naskah akademik Rencana Undang-Undang persampahan 

3. Penyusunan kebijakan, strategi, rencana tindak

4. Pelaksanaan proyek percontohan regionalisasi penaganan persampahan dan drainase

5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan 

6. Proyek percontohan kerjasama pemerintah dengan BUMS dalam pengelolaan persampahan

7. Pemberian bantuan teknis pada lembaga pengelola pelayanan persampahan dan drainase pada daerah eks bencana alam.

 
	Program Pengembangan Kelembagaan

1. Pengembangan kelembagaan Bidang Cipta Karya 


	1. Terlaksananya pengembangan kelembagaan Bidang Cipta Karya 


	Dep. PU
	29.102,5

	6. 
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Restrukturisasi manajemen PDAM dan PDAL 

2. Peningkatan jumlah PDAM dan PDAL berpredikat WTP di kota metropolitan dan besar

3. Capacity building bagi PDAM dan PDAL melalui uji kompetensi, pendidikan dan pelatihan, optimasi rasio pegawai dan pelanggan

4. Revisi peraturan mengenai struktur dan pengentuan tarif

5. Penurunan kebocoran melalui penggantian pipa bocor dan berumur, penggantian pipa air, penegakan hukum terhadap sambungan liar dan peningkatan efisiensi penagihan

6. Peningkatan operasi dan pemeliharaan

7. Penurunan kapasitas tidak terpakai

8. Refurbishment terhadap sistem penyediaan air minum dan pembuangan air limbah yang telah terbangun

9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air minum dan air limbah

10. Pengembangan pelayanan air minum dan air limbah yang berbasis masyarakat

11. Pengembangan pelayanan sistem pembuangan air limbah dengan sistem terpusat pada kota metropolitan dan besar

12. Penyediaan air minum dan prasarana air limbah bagi kawasan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah

13. Pengembangan teknologi pengolahan lumpur tinja dan air minum

14. Restrukturisasi hutang PDAM dan PDAL, khususnya yang terkait dengan pinjaman luar negeri melalui SLA

15. Perbaikan prasarana dan sarana air minum dan air limbah yang rusak serta pembangunan di beberapa permukiman baru pada lokasi eks bencana alam.


	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Bantuan teknis program penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

2. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat;

3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk masyarakat berpendapatan rendah;

4. Penyediaan prasarana dan sarana air minum pada  kawasan strategis;

5. Tanggap darurat air minum di lokasi bencana;

6. Pembangunan prasarana dan sarana air limbah percontohan skala kominitas (SANIMAS);

7. Pembangunan prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat;

8. Bantuan teknis pengelolaan air limbah;

9. Program/kegiatan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM).


	1. Terlaksananya bantuan teknis program penyehatan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)  pada 100 PDAM;

2. Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berbasis masyarakat di 1.560 desa;

3. Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk masyarakat berpendapatan rendah di 40 kawasan;

4. Tersedianya prasarana dan sarana air minum pada 270 kawasan strategis;

5. Terlaksananya kegiatan tanggap darurat air minum di lokasi bencana;

6. Terbangunnya prasarana dan sarana air limbah percontohan skala kominitas di 100 lokasi melalui program SANIMAS;

7. Terbangunnya prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat di 41 lokasi;

8. Terlaksananya bantuan teknis pengelolaan air limbah untuk 32 provinsi.

9. Terlaksananya program/kegiatan Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM).


	Dep. PU
	1.384.378,9


	7.
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Restrukturisasi korporatisasi PD kebersihan dan/atau Dinas Kebersihan

2. Pengembangan sumber daya manusia 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengangkutan persampahan

4. Pengembangan pemisahan sampah organik dan anorganik

5. Penerapan teknologi tinggi untuk pengurangan volume sampah bagi kota metropolitan

6. Peningkatan kualitas pengelolaan tempat pembuangan akhir dengan standard sanitary landfill system untuk kota besar

7. Penyusunan studi kelayakan pemanfaatan WTE-incinerator dalam pengolahan sampah

8. Peningkatan kapasitas bagi institusi yang menangani pembangunan dan pemeliharaan drainase

9. Penegakan hukum terhadapn pemukiman liar yang memanfaatkan lahan di jaringan drainase

10. Peningkatan dan normalisasi saluran drainase

11. Pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder bagi kota besar

12. Peningkatan operasi dan pemliharaan jaringan drainase primer dan sekunder

13. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan BUMS baik melalui kontrak manajemen, sewa beli, BOT dan BOO dalam pengelolaan dan drainase

14. Pengembangan teknologi guna bidang persampahan dan drainase

15. Perbaikan prasarana dan sarana persampahan serta sistem drainase yang rusak serta pembangunan di beberapa permukiman baru pada lokasi eks bencana alam


	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Peningkatan pengelolaan TPA/ sanitary landfill/dan regional

2. Bantuan teknis pengelolaan persampahan dan drainase;

3. Pengembangan sistem drainase;

4. Tanggap darurat penyehatan lingkungan;
	1. Meningkatnya pengelolaan TPA/ sanitary landfill/dan regional di 40 kabupaten/kota;

2. Terlaksananya bantuan teknis pengelolaan persampahan dan drainase di 32 provinsi;

3. Terlaksananya pengembangan sistem drainase di satu kota;

4. Terlaksananya tanggap darurat penyehatan lingkungan; 
	Dep. PU
	383.000,0


* Sebagian didanai dari Mata Anggaran 69

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif   (Rp. Juta)*

	G. Sub Bidang Pendukung (Setjen, Itjen, BPKSDM, BALITBANG Departemen Pekerjaan Umum)

	1.
	Program Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Kegiatan-kegiatan pokok:
4. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal, eksternal, dan pengawasan masyarakat;

5. Menata dan menyempurnakan kebijakan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terakunkan;

6. Meningkatkan tindak lanjut temuan pengawasan secara hukum;

7. Meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;

8. Mengembangkan penerapan pengawasan berbasis kinerja;

9. Mengembangkan tenaga pemeriksa yang profesional;

10. Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja dan mendorong peningkatan implementasinya pada seluruh instansi.;

11. Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi APFP dan perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan; dan

12. Melakukan evaluasi berkala atas kinerja dan temuan hasil pengawasan.


	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Kegiatan Pokok:

1. Peningkatan efektivitas pengawasan aparatur negara melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
2. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;

3. Peningkatan kualitas pemeriksaan dan pengawasan;

4. Penerapan sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan dan akuntabel;

5. Peningkatan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum;

6. Peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas.


	Terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel di lingkungan aparatur negara.

	Dep. PU

	11.483,5



	2.
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Kegiatan-kegiatan pokok:
7. Menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip good governance; 
8. Menyempurnakan sistem administrasi negara untuk menjaga keutuhan NKRI dan mempercepat proses desentralisasi;

9. Menyempurnakan struktur jabatan negara dan jabatan negeri; 

10. Menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga di pusat dan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota; dan 

11. Menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien.

12. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip negara
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan   

Kegiatan Pokok:

1. Menyempurnakan sistem administrasi kepegawaian;

2. Pembenahan sistem manajemen pemerintahan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja kebijakan dan program pembangunan;

3. Menyempurnakan sistem dokumentasi dan kearsipan;

4. Menyempurnakan sistem ketatalaksanaan organisasi;

5. Menyempurnakan struktur jabatan strukturan dan fungsional;

6. Menyempurnakan sistem organisasi dan tata kerja departemen.

	Terciptanya struktur organisasi dan manajemen pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang efektif dan efisien
	Dep. PU


	138.195,7



	3.
	Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Menata kembali sumber daya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan akan jumlah dan kompetensi, serta perbaikan distribusi PNS; 

2. Menyempurnakan sistem manajemen pengelolaan sumber daya manusia aparatur terutama pada sistem karier dan remunerasi; 

3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya; 

4. Menyempurnakan sistem dan kualitas materi penyelenggaraan diklat PNS; 

5. Menyiapkan dan menyempurnakan berbagai peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian; dan 

6. Mengembangkan profesionalisme pegawai negeri melalui penyempurnaan aturan etika dan mekanisme penegakan hukum disiplin.


	Program Pengelolaan Sumberdaya Manusia Aparatur.

Kegiatan-kegiatan pokok:
1. Menata sumberdaya manusia aparatur sesuai dengan kebutuhan, kompetensi dan distribusinya;

2. Menyempurnakan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur;

3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumberdaya aparatur;

4. Menyempurnakan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat;

5. Meningkatkan dan menyempurnakan fungsi pengaturan kepegawaian termasuk penegakan disiplin pegawai;

6. Mengembangkan profesionalisme dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur;

7. Menerapkan nilai-nilai etika birokrasi guna membangun budaya kerja.

	Terwujudnya aparatur negara yang profesional dan berkualitas dalam melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan 
	Dep. PU

	93.834,0

	4.
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Fasilitasi peninjauan atas aspek politik peraturan perundangan yang terkait dengan pers dan media massa;

2. Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi; serta
3. Fasilitasi peningkatan profesionalisme di bidang komunikasi dan informasi.

	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Penyediaan kebutuhan fasilitas kerja pimpinan;

2.
Pelaksanaan publikasi departemen melalui kegiatan kunjungan kerja, media cetak, dan media elektronik;
	Tercapainya peningkatan peran pers dan media masa dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas, transparan, dan bertanggung jawab, serta terwujudnya masyarakat informasi berbasis pengetahuan  
	Dep. PU


	15.765,0

	5.
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat  dan dunia usaha; 

2. Mendorong pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam setiap proses pemberian pelayanan publik khususnya dalam rangka mendukung penerimaan keuangan negara seperti perpajakan, kepabeanan, dan penanaman modal; 

3. Meningkatkan upaya untuk menghilangkan hambatan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi;

4. Meningkatkan penerapan sistem merit dalam pelayanan;

5. Memantapan koordinasi pembinaan pelayanan publik dan pengembangan kualitas aparat pelayanan publik;

6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi infromasi dalam pelayanan publik; 

7. Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat; 

8. Mengembangkan partisipasi masyarakat di wilayah kabupaten dan kota dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik melalui mekanisme dialog dan musyawarah terbuka dengan komunitas penduduk di masing-masing wilayah; dan 

9. Mengembangkan mekanisme pelaporan berkala capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kepada publik.

	Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Meningkatkan kualitas sistem manajemen pelayanan publik;

2.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

3.
Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan publik;

4.
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik;

5.
Pengembangan perpustakaan departemen;
	Terselenggaranya pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, murah dan memuaskan pada unit-unit kerja di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.
	Dep. PU
	75.004,0



	6.
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan-kegiatan pokok:

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan; dan

4. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan operasional termasuk pengadaan, perbaikan dan perawatan gedung dan peralatan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara.


	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

Kegiatan Pokok:

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung administrasi pengelolaan kepegawaian dan pelayanan publik;

2. Meningkatkan fasilitas pelayanan publik dan kapasitas operasional kegiatan

	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan administrasi pemerintahan yang memadai pada unit-unit kerja di lingkungan penyelenggaraan negara.
	Dep. PU
	30.800,0

	7.
	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaran dan Kepemerintahan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan;

2. Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kantor kenegaraan dan kepemerintahan;

3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultansi rencana dan program kerja kementrian dan lembaga;

4. Mengembangkan sistem, prosedur dan standardisasi administrasi pendukung pelayanan.


	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 

Kegiatan Pokok:

1. Menyediakan fasilitas kebutuhan kerja pimpinan;

2. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kepemerintahan;

3. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi rencana dan program kerja;


	Terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan kepemerintahan.
	Dep. PU
	1.033.490,3



	8.
	Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1.
Pelaksanaan evaluasi pendidikan kedinasan terhadap kebutuhan tenaga kerja kedinasan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kedinasan; dan

2.
Pengembangan standar pendidikan kedinasan sesuai standar profesi


	Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Pelaksanaan diklat PIM dan PRAJAB;

2. Penyelenggaraan Diklat Habatan Fungsional;

3. Penyelenggaraan Diklat Teknis.


	Tercapainya peningkatan kemampuan, keterampilan dan profesionalisme pegawai dan calon pegawai negeri departemen atau lembaga pemerintah non departemen dalam pelaksanaan tugas kedinasan  
	Dep. PU
	4.270,6

	9.
	Program Pendidikan Tinggi

Kegiatan-kegiatan pokok:

(lihat Matriks Bab 26)
	Program Pendidikan Tinggi

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyelenggaraan kegiatan dan usaha pendidikan tinggi di Bandung, Banjarmasin, Palembang;
2. Penyelenggaraan kegiatan dan usaha pendidikan tinggi bidang Sumberdaya Air, Jalan dan Jembatan, Wilayah Kota, Permukiman.

	Tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas
	Dep. PU
	45.000,0

	10.
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Implementasi upaya-upaya proaktif dalam penyediaan informasi yang lebih berorientasi pada permintaan dan kebutuhan nyata masyarakat;

2. Memperluas jaringan informasi dan penyiaran publik untuk mempromosikan nilai-nilai persatuan dan persamaan secara sosial


	Program Peningkatan Kualitas Informasi Pelayanan Publik

Kegiatan-kegiatan pokok:

1. Penyelenggaraan publikasi informasi kegiatan pembangunan Departemen PU;

2. Pelaksanaan pendokumentasian produk pembangunan Departemen PU;

3. Penyelenggaraan pengembangan perpustakaan departemen.
	Tersedianya informasi pelayanan publik yang berkualitas, akurat dan cepat
	Dep. PU
	75.004,0



	11.
	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan-kegiatan pokok: 

7. Penelitian dan pengembangan riset dasar;

8. Penelitian dan pengembangan riset tematis a.l. bioteknologi; teknologi kelautan; energi baru dan terbarukan, nuklir; informasi; dirgantara dan antariksa; transportasi; pertahanan; air bersih; elektronika; sistem informasi spasial; dan mitigasi bencana. 

9. Penelitian dan pengembangan di bidang pengukuran, standardisasi, pengujian dan mutu;

10. Pengembangan iptek tepat guna; 

11. Penelitian dan pengembangan untuk peningkatan pemahaman terhadap fenomena alam, karakteristik ekosistem daratan dan perairan serta keragaman sumberdaya alam; 

12. Penelitian dan pengembangan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hukum dan lain-lain sebagai masukan ilmiah dalam penyusunan kebijakan pemerintah (policy linked science).


	Program Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Pengembangan teknologi tepat guna yang kompetitif serta standar, pedoman, manual aplikatif bidang SDA, Jalan dan Jembatan, serta Permukiman;

2. Penyusunan rekomendasi teknis penyelenggaraan infrastruktur berdasarkan kajian sosial budaya dan ekonomi serta peran masyarakat;

3. Penyebarluasan produk Litbang.


	Meningkatkan fokus dan mutu kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dasar, terapan, dan teknologi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan penggunan
	Dep. PU
	49.320,1

	12.
	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK dan Sistem Produksi

Kegiatan-kegiatan Pokok:

7. Percepatan proses transformasi industri yang berbasis sumber daya lokal dan padat teknologi; 

8. Pengembangan dukungan pranata regulasi dan kebijakan yang kondusif bagi penerapan teknologi;

9. Pengembangan modal ventura dan start-up capital, dan technopreneur;

10. Pembinaan dan pelaksanaan audit/assessment teknologi;

11. Peningkatan peran pranata metrologi dan pengujian dan perumusan pengembangan dan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI); 

12. Peningkatan kemampuan industri kecil menengah dan koperasi yang berbasis teknologi.


	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK dan Sistem Produksi

Kegiatan-kegiatan Pokok:

1. Pengembangan sistem inovasi teknologi industri


	Mendorong peningkatan kapasitas teknologi pada sistem produksi di dunia usaha dan industri serta sinergi antar berbagai komponen sistem inovasi nasional
	Dep. PU
	2.300,0
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REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN JAWA TENGAH, SERTA PENGURANGAN RISIKO BENCANA


A. KONDISI UMUM 

Selama beberapa kurun waktu terakhir, Indonesia tidak hentinya mengalami berbagai bencana. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh-Nias serta Alor-Nabire belum terselesaikan, sudah harus menghadapi bencana gempa bumi Yogya-Jateng, dilanjutkan bencana Tsunami Pangandaran, semburan gunung lumpur (mud vulcano) Sidoarjo, dan yang baru-baru ini banjir Jabodetabek yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian yang sangat besar. Selain itu, beberapa kejadian luar biasa yang terjadi di beberapa daerah, seperti adanya pandemi virus flu burung dan demam berdarah juga menunjukkan beragamnya bencana kemanusiaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yang sangat membutuhkan penanganan secara khusus.


Setelah tiga tahun pasca bencana gempa bumi 8,9 skala richter pada tanggal 26 Desember 2004 silam yang diikuti dengan gelombang tsunami di sebagian besar kawasan pesisir NAD dan Nias, akhirnya pada tahun 2008 ini pembangunan kembali wilayah NAD dan Nias akan memasuki tahap percepatan penyelesaian rekonstruksi yang merupakan tindak lanjut dari langkah sebelumnya, yakni tahapan tanggap darurat dan tahapan rehabilitasi (pada tahun 2005 dan 2006), serta rekonstruksi awal (tahun 2007). 
Secara kronologis, pada tahun 2005, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi difokuskan pada pemulihan, sektor perumahan dan sanitasi lingkungan, pendidikan dan kesehatan, pemulihan infrastruktur pendukung logistik, pelayanan umum dan penciptaan lapangan kerja, serta pemulihan kesejahteraan. Kemudian, pada tahun 2006, pelaksanaan rehabilitasi ditingkatkan dengan penambahan fokus pada upaya pengembangan usaha kecil dan menengah dan perencanaan infrastruktur utama. Pada tahun 2007, tahapan rekonstruksi yang telah dilaksanakan berdasarkan rancang desain yang sistematis, strategis dan terencana, kemudian dilanjutkan pada tahun 2008 dengan upaya percepatan penyelesaian rekonstruksi yang telah diinisiasi pada tahun-tahun sebelumnya.
Jika pada tahun 2007 pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada  kegiatan konstruksi, terutama pada sektor perumahan dan kualitas sanitasi lingkungan, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi skala korporasi, peningkatan pelayanan umum, serta tahapan awal pembangunan infrastruktur utama dan peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah, maka pada tahun 2008 kegiatan difokuskan tidak hanya pada pembangunan perumahan namun dilanjutkan dengan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana wilayah seperti jalan dan jembatan, pelabuhan laut dan pelabuhan udara, dan telekomunikasi; pulihnya fasilitas dan pelayanan sosial budaya kemasyarakatan dan pulihnya perekonomian di tingkat masyarakat; selain juga secara konsisten mengupayakan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam rangka menyiapkan peralihan tanggung jawab setelah selesainya mandat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias di tahun 2009 (exit strategy).
Berbagai permasalahan dan tantangan masih dihadapi dalam rangka perlaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias pada tahun 2008. Pertama, masih belum terselesaikannya penanganan korban bencana. Kedua, belum berjalan dengan baiknya program pemberdayaan masyarakat korban bencana. Ketiga, masih rendahnya kualitas pelayanan publik. Keempat, masih belum optimalnya fungsi dan pelayanan infrastruktur utama di wilayah pasca bencana. Kelima, belum terselesaikannya masalah penataan ruang dan hukum serta perangkat peraturan lainnya yang terkait dengan masalah pertanahan.  


Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Yogyakarta dan Jawa Tengah yang sudah berjalan lebih dari 8 bulan dipandang sudah memberikan beberapa kemajuan walaupun juga masih terdapat beberapa kendala baik teknis maupun administrasi. Dari segi alokasi dana untuk sektor perumahan, yang sebagian besar dana dari APBN 2006 sebesar Rp. 2,7 triliun dan APBN 2007 sebesar Rp. 2,744 Triliun serta dari hibah melalui skema Java Reconstruction Fund (JRF) sebesar USD 60 juta dipandang sudah mencukupi. Permasalahan yang dihadapi untuk penyelesaian rekonstruksi sektor perumahan terutama pada percepatan pembangunan yang dilakukan melalui skema partisipasi masyarakat serta aspek pemahaman spesifikasi bangunan tahan gempa. Di samping itu adanya masalah kelangkaan dan kenaikan harga material, terutama material non-industri. 
Fokus pemulihan untuk tahun 2007 lebih ditujukan kepada pemulihan sektor perumahan dan prasarana dasar permukiman, serta sektor ekonomi lokal guna menciptakan kembali lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pemulihan  diberikan pada sektor koperasi dan UKM, baik untuk bantuan penggantian peralatan kerja yang terkena gempa maupun pada bantuan modal kerja, revitalisasi sektor pertanian, perikanan dan kelautan. Di samping itu juga masih perlu adanya bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan sektor sarana dan prasarana sosial, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan pembangunan pasar tradisional. 

Diharapkan untuk tahun 2008, pembangunan fisik, baik sektor perumahan, infrastruktur publik maupun sarana dan prasarana sosial sudah dapat diatasi. Tantangan utama lebih dihadapkan pada usaha untuk membangkitkan kembali usaha kecil dan mikro, termasuk menciptakan akses pasarnya, guna dapat memperbaiki tingkat kemiskinan yang menurun akibat bencana gempa bumi. Selain itu, tantangan pada pembangunan kapasitas kelembagaan, baik kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten serta masyarakat dalam usaha pengurangan resiko bencana, yang saat ini masih dihadapkan pada ancaman bencana gunung merapi.

Kebutuhan untuk mengurangi resiko bencana secara sistematik memerlukan pemahaman dan komitmen bersama diantara semua pihak terkait, terutama di kalangan pengambil keputusan. Secara internasional sejak  PBB mendeklarasikan Dekade Pengurangan Resiko Bencana Internasional pada tahun 1999, upaya pengurangan resiko bencana banyak dilakukan baik dalam skala regional maupun nasional di beberapa negara, diantaranya melalui beberapa strategi kerangka kerja bersama negara-negara dalam mengatasi kebencanaan dan kerangka pengurangan resiko bencana, antara lain: Yokohama Strategy, Hyogo Framework, Beijing Action. Menindaklanjuti kesepakatan ineternasional dan regional tersebut, Pemerintah Indonesia meresponnya dengan mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana pada akhir tahun 2006, dimana merupakan negara pertama di kawasan Asia Pasifik yang menyusun rencana aksi dan memasukkan aspek penanganan bencana dalam prioritas Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah (RKP tahun 2007), bahkan lebih jauh mengeluarkan kerangka hukum Penanganan Bencana dan pengurangan resiko bencana dalam bentuk Undang-undang Penanganan Bencana pada tahun 2007. Ke depan paradigma penanganan bencana di Indonesia telah mengalami pergeseran, yaitu: penanganan bencana tidak lagi menekankan pada aspek tanggap darurat saja, tetapi menekankan pada keseluruhan manajemen resiko, perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud dari perlindungan sebagai hak asasi rakyat, dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah, dan penanganan bencana bukan lagi menjadi tanggungjawab pemerintah tetapi menjadi urusan bersama masyarakat.

Dalam hubungan dengan pengurangan risiko bencana ini, pada tahun 2008 juga akan ditingkatkan dayaguna penataan ruang wilayah sebagai salah satu instrumen utama yang dapat mengurangi resiko bencana secara optimal. Kualitas rencana tata ruang yang berbasis pada pengurangan resiko bencana yang masih rendah, akan ditingkatkan dengan dukungan informasi, data maupun peta wilayah rawan bencana yang cukup memadai bagi analisa pola pemanfaatan ruang, serta sekaligus menguatkan kelembagaan di tingkat Pemerintah Daerah dalam pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang wilayah.Tantangan utama di bidang penataan ruang pada tahun 2008 yaitu: (1) memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat pusat dan daerah; (2) memperkuat dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang sebagai intrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap bencana; dan (3) melengkapi NSPM penataan ruang yang tanggap terhadap bencana; dan (4) meningkatkan upaya penyediaan data dan informasi spasial.  

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008 
Pada tahun 2008, sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Penanganan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana dibagi menjadi dua sasaran utama, yaitu: 
Pertama, meningkatnya kinerja pemerintah dan lembaga pendukung dalam penanganan pasca bencana, baik pada tahap tanggap darurat bencana maupun pemulihan pasca bencana, khususnya dalam penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Kepulauan Nias, serta di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Sasaran meliputi: 

1. Terselesaikannya pembangunan 8.000 rumah baru, runway bandara Sultan Iskandar Muda, 5 pelabuhan laut (Lhoksemawe, Meulaboh, Calang,  Sabang, dan Langsa);
2. Terlatihnya 42.000 guru, 38 Sekolah, 46 unit layanan kesehatan, 5 unit puskesmas, 59 unit tempat ibadah  di 23 Kabupaten/Kota di NAD – Nias;
3. 529 unit lembaga keuangan mikro dan micro banking, 42 unit usaha industri manufactur, 12 unit kantor pelayanan investasi satu atap, 54 unit prasarana perikanan, 23 kabupaten/kota NAD-Nias;
4. 
5. 
6. 5 unit peralatan mitigasi bencana, sarana dan prasarana sistem kehumasan di 15 kantor pemda dan 27 forum komunikasi, 15 unit gedung pemerintah, 26 gedung mukim, 5 rumah negara;
7. 6 masterplan, 3 detailed engineering design, sistem drainase di 250 kawasan, pengembangan 6 wilayah kerja BRR di NAD-Nias;
8. 
9. 
10. 
11. 
12. Terselesaikan pembangunan perumahan di DIY dan Jateng secara proporsional dengan target pembangunan dapat dicapai secara keseluruhan;
13. 
14. 
15. Terselesaikan pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, kesehatan dan peribadatan. Pada tahun 2008 ditargetkan mencapai 90 persen dari total unit sekolah (SD/SMP/SMA), 90 persen sarana kesehatan dan 90 persen sarana peribadatan yang rusak ringan, berat maupun hancur di DIY dan Jateng;

16. Terlaksananya rehabilitasi dan pemulihan sarana perekonomian dan promosi pariwisata sehingga tercapai peningkatan wisatawan mancanegara sekitar 80 persen dan wisatawan domestik 80 persen; 
17. Tersusunnya skema pemodalan kepada 100 Koperasi/ di daerah pasca bencana.






Kedua, meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana, diantaranya dengan pendayagunaan penataan ruang wilayah, koordinasi kelembagaan antar daerah, dan pemanfaatan berbagai teknologi yang terkait upaya pengurangan resiko bencana. Sasaran meliputi:

1. Berkurangnya resiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang implementasinya harus dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat. Di tingkat nasional kapasitas Bakornas ditingkatkan sebagai badan koordinatif lintas sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu serta melaksanakan penanganan bencana mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah terjadi bencana yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat dan pemulihan
;
2. 
3. Tercapainya pemantapan teknologi, informasi dan prosedur sistem peringatan dini pada institusi tingkat pusat;

4. Terlaksananya sosialisasi dan fasilitasi pengembangan dan penguatan kelembagaan dalam prosedur dan operasional sistem deteksi dini baik di tingkat pusat maupun daerah;
5. Terlaksananya sosialisasi, penyuluhan pencegahan dan pelatihan kesiapsiagaan risiko bencana serta penyelamatan korban bencana di lingkungan sekolah (SD/SMP/SMA) dan masyarakat di daerah pasca dan rawan  bencana minimum  2 (dua) kali dalam setahun;

6. Terlaksananya pelatihan peningkatan kesiapsiagaan Satlak dan Satkorlak daerah serta kader karang taruna dalam penanganan bencana di daerah, terutama daerah-daerah rawan bencana, dan penyediaan kelengkapan standar sarana dan prasarana kebencanaan seperti tenda, dapur umum, perahu karet, sarana medis dan obat-obatan;
7. Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pedoman penyusunan RTRW berbasis pengurangan resiko bencana didukung informasi peta rawan bencana dengan skala yang sesuai serta penguatan kelembagaan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama di 16 daerah rawan bencana di Indonesia;

8. Tersusunnya NSPM, pengendalian pemanfaatan ruang yang berbasis pengurangan resiko bencana, serta pedoman penjabaran RTR dalam strategi pemanfaatan ruang  dan pengendaliannya;
9. Tercapainya penguatan kelembagan koordinasi penataan ruang di pusat dan daerah (BKTRN dan BKPRD, dalam mengendalikan pemanfataan ruang sesuai RTR  termasuk dalam mengawal penyusunan RTRW berbasis pengurangan resiko bencana, terutama di 16 daerah rawan bencana di Indonesia; 
10. Dijadikannya rencana tata ruang Jabodetabekjur sebagai landasan untuk pengendalian pembangunan sektoral dan daerah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.
C. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I. 
J. 
K. 
L. 
M. 
N. 
O. 
P. 
Q. 
R. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008 
Dalam rangka mengantisipasi berbagai kemungkinan peristiwa bencana beserta tantangan dan permasalahannya di tahun 2008, kebijakan penanganan bencana dan pengurangan resiko bencana diarahkan pada:
Pertama, percepatan penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi daerah pasca bencana, yang difokuskan pada percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di NAD-Nias, pasca bencana gempa di DIY-Jateng, serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah Indonesia. 

Pada tahun 2008, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Nias diprioritaskan pada upaya-upaya: 

a. Pengembangan sumber daya manusia, pemenuhan pelayanan dasar, dan pengarusutamaan gender NAD - Nias;
b. Peningkatan, pengembangan, dan penguatan  landasan perekonomian yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan NAD-Nias;
c. Peningkatan kualitas infrastruktur, perumahan dan permukiman, pengelolaan lingkungan, dan penataan ruang wilyah NAD-Nias;
d. Penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan koordinasi antar pelaku pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias; dan 
e. Peningkatan kehidupan  sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan  wilayah NAD-Nias.
f. 
g. 
h. 
i. 
j. 
k. 
Sedangkan di daerah DIY dan Jateng serta daerah pasca bencana lainnya, di kegiatan diprioritaskan pada:

a. Penyelesaian pembangunan, rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan dan prasarana dasar; 

b. Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sarana peribadatan; 

c. Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memantapkan penyelenggaraan pemerintah di wilayah pasca bencana; 

d. Pemulihan sektor perekonomian di wilayah pasca bencana, beserta peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Kedua, pengintegrasian pengurangan risiko bencana dengan peningkatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi serta upaya pendayagunaan rencana tata ruang ruang wilayah sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan program-program sektoral. Arah kebijakan tersebut difokuskan pada kegiatan pokok sebagai berikut:
1. 
Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana, dengan kegiatan prioritas meliputi:

a. Meletakkan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah dan implementasinya harus dilaksanakan oleh suatu institusi yang kuat dan bersifat koordinatif lintas sektoral;

b. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau resiko bencana serta mengembangkan sistem (prosedur dan teknologi) peringatan dini (early warning system);

c. Memanfaatkan pendidikan dan menciptakan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan pada seluruh tingkatan;

d. Mengurangi cakupan luasan dan dampak resiko bencana.

2. 
Pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana, dengan kegiatan prioritas meliputi:

a. Penguatan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan bencana di daerah-daerah yang rawan bencana;

b. Peningkatan kapasitas aparatur pemda dalam usaha mitigasi bencana;

c. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat untuk mampu memberikan tanggapan yang tepat dan efektif terhadap dampak bencana;

d. Penerapan sistem deteksi dini (early warning system) dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana di tingkat daerah dan masyarakat.
3. 
Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana, dengan kegiatan prioritas meliputi:

a. Konsolidasi dan penyediaan informasi dan data spasial rawan bencana;
b. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota berbasis pengurangan resiko bencana;

c. 
d. 
e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan manual (NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang;

f. Penguatan dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang;

g. Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang;

h. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah yang berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah dan pengembangan kawasan.
i. 
j. 
k. 
l. 
m. 
n. 
o. 
p. 

	
	

	

	
	
	


	


	
	












	







	





	





	






	


	
	



	


	
	
	


	
	



	


	
	
	

	
	


	


	

	
	

	
	


	


	
	
	

	
	

	


	
	
	

	
	


	


	
	
	

	


	
	
	





	









	
	

	
	


	



	


	
	

	
	


	


	


	
	

	
	



	




	





	
	

	
	


	


	
	
	

	
	


	


	
	
	

	

	
	



	



	
	
	

	
	

	


	
	

	

	
	



	


	
	

	

	
	



	


	
	
	

	
	


	


	



	
	

	
	


	


	
	

	

	
	
	


	
	
	

	
	



	


	

	
	


	

	
	


	
	
	
	

	
	




	








	










	

	








	

	
	


	


	
	
	

	
	


	


	
	
	

	
	


	


	
	
	

	
	


	


	
	
	

	
	



	


	
	
	

	
	


	



	


	
	

	
	


	



	

	
	


D.
MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2008

	No.
	Program/

Kegiatan Pokok RPJM
	Program/

Kegiatan Pokok RKP 2008
	Sasaran Program
	Instansi Pelaksana
	Pagu Indikatif 

(Rp. Juta)

	1.a.   Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tsunami di wilayah NAD-Nias

	1. 
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara.

Kegiatan Pokok:
1. Penyusunan Rencana Tata Ruang 
2. Pemulihan hak atas tanah.

3. Pembangunan kembali sistem infrastruktur regional dan lokal

4. Pembangunan Perumahan, Prasarana Lingkungan Permukiman Air bersih dan Sanitasi

5. Pemulihan pelayanan publik

6. Pemulihan kondisi sumber daya manusia

7. Revitalisasi sistem sosial dan budaya

8. Pemulihan fasilitas ekonomi, lembaga perbankan, dan keuangan

9. Pembangunan kembali sistem ekonomi

10. Pembangunan kembali sistem kelembagaan

11. Pemulihan hukum dan ketertiban hukum
	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara

Kegiatan Pokok:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur, Perumahan dan Permukiman, Pengelolaan Lingkungan, dan Penataan Ruang Wilayah NAD-Nias. 

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pengarusutamaan Gender NAD - Nias 

3. Peningkatan, Pengembangan, dan Penguatan Landasan Perekonomian yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan NAD-Nias

4. Penguatan Kapasitas Kelembagaan, dan Peningkatan Koordinasi antar Pelaku Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias

5. Peningkatan Kehidupan  sosial ekonomi Masyarakat dan Pengembangan  Wilayah NAD-Nias 


	Terselesaikannya pembangunan 8.000 rumah baru, runway bandara Sultan Iskandar Muda, 5 pelabuhan laut (Lhoksemawe, Meulaboh, Calang, Sabang, dan Langsa). 

Terlatihnya 42.000 guru, 38 Sekolah, 46 unit layanan kesehatan, 5 unit puskesmas, 59 unit tempat ibadah  di 23 kabupaten/kota di NAD - Nias 

529 unit lembaga keuangan mikro dan micro banking, 42 unit usaha industri manufaktur, 12 unit kantor pelayanan investasi satu atap, 54 unit prasarana perikanan, 23 kabupaten/kota NAD-Nias 

5 unit peralatan mitigasi bencana, sarana dan prasarana sistem kehumasan di 15 kantor pemda dan 27 forum komunikasi, 15 unit gedung pemerintah, 26 gedung mukim, 5 rumah negara. 

6 masterplan, 3 Detailed Engineering Design, sistem drainase di 250 kawasan, pengembangan 6 (enam)  wilayah kerja BRR di NAD-Nias 
	2. BRR NAD-NIAS

3. BRR NAD-NIAS

4. BRR NAD-NIAS

5. BRR NAD-NIAS

6. BRR NAD-NIAS


	7. 6.727.401,1



	1.b.   Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di wilayah DIY-Jateng serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah

	8. 
	Program Keluarga Berencana

Kegiatan Prioritas:

Penyediaan alat, obat dan cara kontrasepsi
	Program Keluarga Berencana 

Kegiatan Prioritas:

Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan dan kesehatan.


	Tersedianya sarana dan prasarana keluarga berencana dan alat/obat kontrasepsi
	BKKBN
	Anggaran program ada di BAB 29



	9. 
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kegiatan Prioritas:

Peningkatan kinerja kelembagaan pemerintahan daerah


	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Kegiatan Prioritas:

Fasilitasi pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintah pasca bencana


	Terbangunnya sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan
	Depdagri
	Anggaran program ada di BAB 12



	10. 
	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Kegiatan Prioritas:

Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif untuk usaha mikro


	Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Kegiatan Prioritas:

Pemulihan sektor perekonomian lokal di wilayah pasca bencana
	Pulihnya usaha kecil skala mikro melalui bantuan kepada 100 koperasi
	Kemeneg UKM
	Anggaran program ada di BAB 19



	11. 
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturr Negara

Kegiatan Prioritas:

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan.


	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparaturr Negara

Kegiatan Prioritas:

Pembangunan gedung dan pembangunan Prasarana 
	Terbangunnya kantor BPKP di wilayah DIY
	BPKP
	Anggaran program ada di BAB 19



	12. 
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan Prioritas:

Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebijakan sosial dan ekonomi.


	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Kegiatan Prioritas:

Peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat 
	Terlaksananya pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan pasca bencana
	Kemeneg PP
	Anggaran program ada di BAB 11



	13. 
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kegiatan Pokok: 

Pelestarian kekayaan budaya meliputi sejarah, benca cagar budaya


	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kegiatan Pokok: 

Rehabilitasi situs warisan budaya
	Terperbaikinya situs warisan budaya yang rusak pasca gempa
	Depbudpar


	Anggaran program ada di BAB 2



	2.   Penjabaran rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana

	14. 
	
	Program Pemulihan Daerah yang terkena Bencana

Kegiatan Pokok:

1. Pengembangan Sistem Manajemen Bencana

2. Penanggulangan Pasca bencana alam dan Kerusuhan sosial


	a. Terbentuknya lembaga penanganan bencana yang handal di pusat dan daerah, 

b. tersedianya SDM yang memahami penanganan bencana 

c. terwujudnya kesiapan masyarakat dalam penanganan bencana

d. Tersusunnya kebijakan nasional dalam penanganan bencana

a. Terselenggaranya POSKO PB

b. Terselenggaranya penanganan tanggap darurat secara terkoordinasi dan terpadu, termasuk terkelolanya bantuan kedaruratan logistik dan peralatan 

c. Tersedianya data rehabilitasid an rekonstruksi 

d. Terlaksananya pemulangan, relokasi, pemberdayaan pengungsi secara terkoordinasi dan terpadu
e. Terlaksananya pemulihan daerah yang terkena bencana fisk maupun non fisik

f. Terselenggaranya monitoring kesiapsiagaan bencana 


	BAKORNAS PB
	81.434,0



	15. 
	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Kegiatan Prioritas:

Meningkatkan fungsi koordinasi dan manegemen yang efektif 
	Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan

Kegiatan Pokok:

Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan


	a. Meningkatnya koordinasi penanganan bencana di pusat serta

b. meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana


	BAKORNAS PB
	Anggaran program ada di BAB 13



	16. 
	Program Difusi dan pemanfaatan IPTEK

Kegiatan Pokok:

Pengembangan Sistem komunikasi, koordinasi dan pola kemitraan antar kelembagaan iptek


	Program Difusi dan pemanfaatan IPTEK

Kegiatan Pokok:

Peningkatan kapasitas  kelembagaan TEWS dan Sistem integrasi
	a. Tersedianya kelembagaan TEWS terpadu

b. Tersedianya Modelling Tsunami

c. Tersedianya Sistem Integrasi
	Kemenegristek
	Anggaran program ada di BAB 21



	17. 
	Program Penguasaan Pengembangan  Aplikasi Teknologi dan Komunikasi 

Kegiatan Pokok:

1. Mendayagunakan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi


	Program Penguasaan serta Pengembangan  Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Kegiatan Pokok:

1. Pengembangan sistem manajemen informasi Penanganan Bencana 

a. Peningkatan Kemampuan SDM


	a. Meningkatnya sistem informasi manajemen Penanganan Bencana

b. Tersedianya alat pengolah data daerah bencana secara spatial 

c. Terselenggaranya rakor pengembangan sistem informasi manajemen Penanganan Bencana

a. Terselenggaranya pelatihan SDM

b. Meningkatnya pemahaman aplikasi teknologi informasi dan terselenggaranya studi banding.


	BAKORNAS PB
	Anggaran program ada di BAB 21



	18. 
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan Pokok:

Penyebaran dan peningkatan akses informasi mitigasi bencana dan potensi sumber daya alam dan lingkungan


	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Kegiatan Pokok:

Manajemen  pengurangan risiko bencana di wilayah rawan bencana
	Tersedianya pedoman manajemen pengurangan resiko bencana
	Dep. ESDM,

Dephut, 

Kemeneg LH,

BAKOSURTANAL
	Anggaran program ada di BAB 31



	19. 
	Program Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya kelautan

Kegiatan pokok:

Penataan ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sesuai daya dukung lingkungannya
	Program Pengembangan dan Pengelolaan sumber daya kelautan

Kegiatan pokok:

Menyusun  model dan pedoman penataan lingkungan pesisir yang ramah lingkungan dan berbasis pengurangan resiko bencana


	Tersusunnya model penataan lingkungan pesisir berbasis pengurangan resiko bencana
	DKP
	Anggaran program ada di BAB 31



	3.   Pengembangan kemampuan kelembagaan dan SDM dalam mitigasi bencana

	20. 
	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah

Kegiatan Prioritas:

Fasilitasi pengembangan kapasitas apartar pemerintah daerah dengan prioritas peningkatan kemampuan pelayanan Publik.
	Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah

Kegiatan Prioritas:

Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam mitigasi bencana


	Terlaksananya Training of Trainer Satlak dan Satkorlak, sarana dan prasarana kebencanaan, pelatihan penanganan bencana dan pengkaderan karang taruna
	Depdagri
	Anggaran program ada di BAB 12



	21. 
	Program Peningkatan Kualitas Informasi Publik


	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan Prioritas:

Peningkatan kesiapsiagaan informasi bagi masyarakat untuk menghadapi bencana


	Tersedia dan tersosialisasinya informasi untuk mensiapsiagakan masyarakat dalam menghadapi bencana.


	Depkominfo


	Anggaran program ada di BAB 



	22. 
	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

Kegiatan Prioritas:

Pengembangan sistem komunikasi, koordinasi untuk kesiapsiagaan bencana.
	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

Kegiatan Prioritas:

Pengembangan kesiapsiagaan teknologi informasi dalam menghadapi bencana


	Tersusunnya teknologi informasi untuk mensiapsiagakan masyarakat dalam menghadapi bencana.
	LIPI


	Anggaran program ada di BAB 21



	23. 
	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Prioritas:

Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan bagi korban bencana alam


	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan Prioritas:

Peningkatan kesiapsiagaan kelompok-kelompok masyarakat dalam menghadapi bencana.
	Meningkatnya pemahaman dan siapnya kelompok-kelompok masyarakat dalam mitigasi bencana.


	Depsos
	Anggaran program ada di BAB 28



	24. 
	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

Kegiatan Prioritas:

Pemanfaatan peta dan informasi spasial


	Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

Kegiatan Prioritas:

Dukungan sarana prasarana dan pemetaan untuk Sistem Deteksi Dini (Early Warning System).


	· Penyediaan jaring kontrol geodesi dan geodinamika nasional, 30 titik pengamatan pasang surut

· Tersedianya 20 Tide Gauge

· Terbangunnya 12 GPS

· Data Geo Spasial P.Sumatera bagian barat
	BAKOSURTANAL
	Anggaran program ada di BAB 21



	25. 
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Kegiatan Prioritas:

Penelitian dan pengembangan mitigasi bencana


	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Kegiatan Prioritas:

Pengembangan sarana prasarana teknologi untuk Sistem Deteksi Dini (Early Warning System)


	Penyediaan Oceanographic Monitoring
	BPPT


	Anggaran program ada di BAB 21



	26. 
	
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

Kegiatan Prioritas:

Pengembangan sarana prasarana pemetaan untuk Sistem Deteksi Dini (Early Warning System).


	Penyediaan Peta Geospatial data EWS
	LAPAN
	Anggaran program ada di BAB 21

	27. 
	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika

Kegiatan Prioritas:

Penelitian dan pengembangan bidang meteorologi dan geofisika untuk penanggulangan bencana


	Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi dan Geofisika

Kegiatan Prioritas:

Pengembangan sarana prasarana teknologi untuk Sistem Deteksi Dini (Early Warning System). 
	1. Pengembangan TEWS (Tsunami Early Warning System) termasuk seismometer, accelerometer, system komunikasi.

2. Pengembangan MEWS (Meteorologi Early  Warning System) termasuk pembangunan pusat peringatan siklon tropis dan radar cuaca


	BMG
	Anggaran program ada di BAB 31



	4.   Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana

	28. 
	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH

Kegiatan Pokok:

Penyusunan data SDA
	Penyediaan informasi dan data spatial rawan bencana
	Peta multirawan bencana terpadu untuk Pulau Sumatera bagian Barat dan Pulau Jawa bagian Selatan
	BAKOSURTANAL
	Anggaran program ada di BAB 31



	29. 
	Program Penataan Ruang

Kegiatan Pokok:

1. Pendayagunaan rencana tata ruang

2. Pengendalian pemanfaatan ruang

3. pemantapan koordinasi dan konsultasi pusat dan daerah
	Program Penataan Ruang

Kegiatan Pokok:

a. Penyediaan informasi dan data spatial rawan bencana

b. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota 

c. Penyusunan NSPM pengendalian pemanfaatan ruang 

d. Penguatan dukungan system informasi dan monitoring penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang

e. Penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi penataan ruang dalam rangka mendukung upaya pengendalian pemanfaatan ruang

f. Peningkatan kualitas pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah yg berbasis mitigasi bencana, daya dukung wilayah & pengembangan kawasan


	a. Tersusunnya dan terintegrasinya informasi dan peta dasar untuk mendukung penyusunan RTR berbasis pengurangan resiko bencana

b. RTRW Kab/Kota berbasis pengurangan resiko bencana

c. Panduan zoning regulation dan building code serta sosialisasinya

d. Penguatan kelembagaan BKPRD

e. Sistem informasi dan monitoring penataan ruang wilayah kabupaten/kota

f. Sistem informasi dan monitoring penataan ruang wilayah kabupaten/kota

g. Sistem dan mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang pada wilayah rawan bencana

h. Kelembagaan penataan ruang (BKPRD) yang berkualitas di daerah 

i. Meningkatnya koordinasi penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta terfasilitasinya penyusunan tata ruang laut dan pesisir di 25 kabupaten/kota

j. Tersedianya pedoman penjabaran RTR dalam strategi pemanfaatan ruang dan pengendaliannya


	BAKOSURTANAL
Dep. PU, 

Depdagri,

DKP,

LAPAN
	303.199,8


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

 Deputi Sekretaris Kabinet

 Bidang Hukum,

 Lambock V. Nahattands


































� 	Kegiatan yang dilaksanakan oleh DEPKEU dilaksanakan dalam fokus 2b


** 	Dukungan Depbudpar tercantum dalam peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri (MAK 4884) yaitu Dukungan untuk Pengembangan Indonesian Promotion Office/IPO (Rp. 9,0 M)


*** 	45,0 Miliar untuk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Rp 2,2 Miliar untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


* 	Kegiatan prioritas ini terdiri dari i) Peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri sebesar Rp. 40 M tidak termasuk dukungan untuk pengembangan IPO (Rp. 9 M) dan ii) Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata sebesar Rp. 47 M


**      Dana penjaminan akan disediakan melalui APBN kepada BUMN Penjamin Kredit (Perum Sarana Pengembangan Usaha)


* Pagu indikatif untuk kegiatan prioritas ini tercantum pada Prioritas Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.


* Pagu indikatif untuk kegiatan prioritas ini tercantum pada Prioritas Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan.


( Untuk perpajakan dan kepabeanan terdapat dalam prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor dan dalam fokus mengnurangi hambatan pokok pada prosedur perizinan, administrasi perpajakan dan kepabeanan


( Untuk perpajakan dan kepabeanan terdapat dalam prioritas peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor dan dalam fokus mengnurangi hambatan pokok pada prosedur perizinan, administrasi perpajakan dan kepabeanan


� Berdasarkan realisasi tahun 2006, PDB harga berlaku pada tahun 2007 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN Tahun 2007. Perubahan ini diperkirakan akan mempengaruhi rasio-rasio pada APBN Tahun 2007.


� 	Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan merupakan rencana kerja (renja) lintas kementerian/lembaga.


� 	Isitilah program dan kegiatan merujuk pada nomenklatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2006.


� Berdasarkan realisasi PDB harga berlaku tahun 2006, realisasi PDB harga berlaku pada tahun 2007 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN 2007. Perubahan ini diperkirakan akan mempengaruhi rasio-rasio pada APBN 2007.


� Angka sementara


� Pada tahun 2002, harga BBM jenis Premium dan Minyak Solar mengikuti Harga Jual Otomatis Batas Atas (HJOBA – Automatic Tariff Adjustment), dimana harganya tidak tetap (non-fixed) mengikuti pergerakan pasar (MOPS), disertai dengan harga ambang atas.   





�Berdasarkan Keppres 83/2005 ttg Bakornas


�
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